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PRA An 
KITAB PENYUSUAN 


Asy-Syirazi & berkata: Apabila didekatkan susu 
seorang wanita kepada seorang anak, lalu si anak yang 
usianya kurang dari dua tahun menyusu darinya 
sebanyak lima penyusuan secara terpisah, maka si anak 
itu menjadi anaknya (anak si wanita ini) dalam dua 
hukum: Dalam halnya menikah, dan dalam bolehnya 
ber-khalwat, dimana anak-anaknya itu menjadi anak- 
anaknya juga (cucu-cucunya). Sementara si wanita 
menjadi ibu baginya, para ibunya (para ibu si wanita) 
menjadi para neneknya (para nenek si anak), para 
bapaknya menjadi para kakeknya, dan anak-anaknya 
menjadi para saudaranya, dimana para saudaranya 
menjadi para paman dan bibinya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 1 


Apabila si anak jelas nasabnya dari seorang lelaki, 
maka si anak menjadi anaknya, dan anak-anaknya juga 
sebagai anak-anaknya (cucu-cucunya), dan lelaki sebagai 
bapaknya, para bapaknya sebagai para kakeknya, para 
ibunya sebagai neneknya, anak-anaknya sebagai para 
saudaranya, sementara para saudara sebagai paman 


dan bibinya. Dalilnya adalah firman Allah &, “5x4 A 


KN Di LA, KA g fí “Ibu-ibumu yang 
menyusui kamu: saudara perempuan sepersusuan. (Os. 
An-Nisaa” [4]: 23). Allah menyebutkan para ibu dan 
saudara perempuan, maka ini menunjukkan yang 
lainnya. 

Ibnu Abbas &, meriwayatkan, bahwa Rasulullah & 
dimohon menikahi putrinya Hamzah bin Abdul 
Muththalib, maka beliau bersabda, A25! 7 A Ha) Lgi 


A0 A 320 2 An 


a | oa Apu ú Ju CP i o fu S "Sesungguhnya dia 
anak saudaraku sepersusuan, dan sesungguhnya 


diharamkan dari persusuan seperti yang diharamkan 
dari nasab." 


Aisyah & meriwayatkan: Bahwa Nabi @ ber- 
sabda, 339 A sa Apu GS ya apu “Diharamkan karena 
penyusuan apa yang diharamkan karena kelahiran.” 

Aisyah & meriwayatkan: Bahwa Aflah, saudara 
Abu Al Qu'ais meminta izin masuk ke tempatnya, 
namun Aisyah menolak, lalu dia menceritakan itu 
kepada Rasulullah &, maka beliau bersabda, KASI yf 
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teka) “Mengapa engkau tidak mengizinkan pamanmu? .” 


Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, yang menyusuiku 
adalah yang wanita, sedangkan yang laki-laki tidak 
menyusui.” Beliau bersabda, BW ý A pÜ “Izinkanlah 
dia, karena sesungguhnya dia adalah pamanmu.” Abu 
Al @w'ais adalah suami dari wanita yang menyusui 
Aisyah ca. Alasan lainnya adalah, karena susu adalah 
penumbuh bagi anak, dan si anak menjadi anak 
keduanya, maka anak yang disusui dengan susu itu 


adalah anak mereka berdua. 


Pasal: Keharaman dari penyusuan berlanjut dari si 
anak kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, laki-laki : 
maupun perempuan, namun tidak berdampak kepada 
para ibu, para bapak serta saudara-saudaranya baik 
yang laki-laki maupun perempuan. Wanita yang 
menyusui itu tidak diharamkan menikah dengan 
bapaknya si anak, tidak pula dengan saudara lelakinya, 
dan suami dari wanita yang menyusui itu tidak 
diharamkan menikah dengan ibunya si anak dan tidak 
pula dengan saudara perempuannya, ini berdasarkan 
sabda Nabi @, D ce PA GP CI o KA 
“Diharamkan dari persusuan seperti yang diharamkan J 
dari nasab.” Dimana ini tidak berdampak kepada para 


maka demikian juga yang menyusui. 
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ibu dan para bapaknya, dan tidak juga kepada para '” 
saudaranya: baik yang laki-laki maupun perempuan, . 


Penjelasan: 
Firman Allah & di dalam surah An-Nisaa”, PELAN, 


KSM LA AN, Kas Ca adi “Ibu-ibumu yang menyusui 
kamu, saudara perempuan sepersusuan.” (Os. An-Nisaa' (4): 23). 


Abdullah membacanya: NI, tanpa faa `, seperti pada firman-Nya: 


KARAK z Lg Ah “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid 
lagi (monopause).” (Os. Ath-Thalaag (65): 4). 
Sedangkan hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi & dimohon 


untuk menikahi anak perempuan Hamzah, lalu beliau bersabda, 


Ba ig E o -á B u an a 
BALI Ca AE d Y GÅ 
á - 32o A Z re, P - A0 Ae 
PN opa bale ya Pu 
“Sesungguhnya dia tidak halal bagiku. Dia itu anak 


saudaraku sepersusuan, dan sesungguhnya diharamkan dari 
persusuan apa yang diharamkan dari rahim.” 


Di dalam /afazh lainnya disebutkan: G3! 4 “Dari nasab.” 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan 
Muslim. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ahmad, Asy-Syaikhani, 
para penyusun kitab-kitab Sunan yang empat dan Ad-Daraguthni. 
Sedangkan hadits Aisyah di atas, maka itu diriwayatkan oleh Al 
Bukhari pada pembahasan tentang kesaksian, dari Muhammad bin 
Abu Katsir dari Adam, dan pada pembahasan tentang nikah, dari 
Abu Al Walid: Muslim juga meriwayatkannya pada pembahasan 
tentang nikah dari Hannah, serta dari Abdullah bin Mw'adz dan 
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dari @utaibah, Al Hulwani dan Muhammad bin Rafi’. Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang nikah 
dari Hafsh bin Amr, dari Muhammad bin Katsir. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh An-Nasaa'i pada pembahasan tentang 
nikah dari Hammad; dari @utaibah, Ar-Rabi' bin Sulaiman dan 
Ishag bin Ibrahim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
dari Abu Bakar bin Abu Syaibah. 


Penjelasan Redaksional: Ar-Ridhaa, dengan kasrah 
pada raa ` dan fathah (Ar-Radhaa), serta Ar-Radhaa 'atu, tidak ada 
yang lainnya. Ada juga yang diriwayatkan dengan kasrah (Ar- 
Ridhaa'atiy -sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Baththal-. 
Sedangkan ff'Inya: Radha'a, termasuk bentuk pola Ta 'jba dalam 
logat Najed, dan Radhaa Radh'an termasuk bentuk pola 
“ Dharaba” dalam penduduk Tahamah, dimana penduduk Makkah 
mengucapkan dengan lafazh ini. Sebagian mereka mengatakan, 
bahwa asal mashdar dari logat ini adalah kasrah pada dhaadh 
(Radhi'an), Sedangkan sukun ini untuk meringankan, seperti 
halnya A/ Halafu dan Al Halfu. Bentuk Radha'a Yardha'u, dengan 


dua fathah adalah logat ketiga, mashdarnya: Radhaa'aan dan y | 
Radhaa'ah, dengan fathah pada raa'. Ardha'athu Ummuhu ` | 
Fartadha' “Dia disusui ibunya maka dia menyusu,” Fahiya D 
Murdhi'un “Maka si ibu sebagai pemberi susu, disebut juga Bi 2 i ~ | 


Murdhi'atun. 


Al Fara" dan Jama'ah mengatakan, bahwa jika yea A 


dimaksudkan adalah hakikat sifat penyusuan maka disebut 
Murdhi'un, tanpa haa` (yakni bukan Murdhi'atur), namun jika ` 
yang dimaksud adalah kiasan sifat dengan makna, bahwa dia 
tempat penyusuan untuk yang telah terjadi atau yang akan terjadi, 
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maka dengan haa" (Murdhi'atun). Contohnya adalah firman 


orr sé Lega 


Allah 8: EK CS Lap Ea an Ia “Lalailah semua 


wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya.” (Qs. Al 
Hajj (22): 2). 


Nisaa 'un Maraadhi'un dan Maraadhii'u “Para wanita yang 
menyusui.” Bentuk polanya: Raadha'athu Muraadha'atun wa 
Radhaa'an dan Ridhaa'atun, dengan kasrah artinya adalah 
Radhii'i. Ar-Raadhi'ataani  Ats-Tsanniyataani adalah yang 
dengannya diminumnya susu. Ar-Raadhi'atu disebut Ats- Tsanyatu 
apabila jatuh, bentuk pluralnya: Ar-Rawaadhi' 


Abu Zaid berkata, “Ar-Raadhi'atu adalah setiap gigi yang 
rontok dari pangkalnya. Dikatakan Lu 'mun dan Radh'u pada 
dualisme, demikian itu jika mengisap dari belakang karena takut 
diketahui orang lain ketika menyusu sehingga dia dituntut sesuatu. 
Bentuk fa'ilnya Raadhi'un. Jika tunggal dikatakan Radh'un, itu 
seperti Ta bun atau Dharbun, bentuk pluralnya: Rudhu 'un.” 


2... 


Redaksi hadits, 3 Pera é dg ui “Dimohon menikahi anak 


perempuan Hamzah,” maksudnya diminta. Asalnya dari Raada- 
Yaruudu yaitu apabila diminta pemeliharaan. Disebutkan di dalam 


khabar, akal LG y KA ò! “Sesungguhnya pemelihara tidak 
mendustakan keluarganya.” Disebutkan di dalam hadits: 4 va 
“Maka hendaklah menjaga (diri) dari kencingnya.” 


at ze 


Contohnya dalam firman Allah &, PEA pe 859) H 


“Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya 
(kepadaku).” (Qs. Yuusuf (12): 51). 
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Yang menginginkan Nabi & menikahinya adalah Ali & 
sebagaimana disebutkan di dalam Shahih Muslim. Ada perbedaan 
pendapat mengenai nama anak perempuan Hamzah ini, yaitu: 
Umamah, Salmah, Fathimah, Aisyah, Amatullah, Umarah dan 
Ya'la. Statusnya sebagai anak saudara Nabi &, karena Nabi & 


menyusu kepada Tsuwaibah, yang mana dia telah menyusui 
Hamzah. 


Mengenai Aflah, Asy-Syaukani mengatakan, “Dia adalah 
maula Rasulullah &.” Ini tidak benar, karena Aflah maula 
Rasulullah & adalah yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 


Manduh, “Dia adalah yang Nabi & bersabda kepadanya, & ý 
Hra “Perbanyak sujudmu.” Ibnu Al Atsir berkata: Abu Nu'aim 
meriwayatkan darinya hadits Ummu Salamah, dia berkata: Nabi & 
melihat seorang budak milik kami yang bernama Aflah yang suka 
meniup ketika bersujud, maka beliau bersabda kepada beliau, & ý 
U5 “Perbanyak sujudmu.” Habib Al Makki meriwayatkan dari 
Aflah maula Rasulullah, bahwa beliau berkata, {y2 SS Ie Oei 
Ba Ang TURN AKAN PN, NAN IND ss “Aku 
mengkhawatirkan pada ummatku setelah ketiadaanku: kesesatan 
hawa nafsu, memperturutkan syahwat, dan lalai setengah 
mengetahui.” Hadits ini Diriwayatkan oleh ketiganya -yakni Ibnu 
Manduh, Abu Nu'aim dan Abu Umar bin Abdul Barr-. Aku 
katakan: Nama Aflah ini adalah Rabaah. 


Sedangkan Aflah bin Abu Al Ow'ais atau Abu Al Ou'ais, ` 


pengarang A/ Ishabah berkata, “Abu Al Makarim Fityan Al Jauhari 
mengabarkan kepada kami dengan sanadnya dari Al Wa'nabi, dari 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzazab || 7 


dan dikatakan dia adalah saudaranya Abu Al @w'ais, Ibnu Al Atsir D 


Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah,” lalu dia 
mengemukakan haditsnya, seraya berkata, “Diriwayatkan juga 
serupa itu oleh Sufyan bin Uyainah dan Ma'mar dari Az-Zuhri.” 
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Numair dan Hammad bin Zaid dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, “Sesungguhnya 
saudara ayahku adalah Al @u'ais.” Begitu juga yang diriwayatkan 
oleh Atha' dari Urwah. Diriwayatkan juga oleh Abbad bin 
Manshur dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, “Abu Al 
Qu'ais menceritakan kepada kami, bahwa dia datang kepada 
Aisyah æ,” lalu dia menyebutkan yang serupa dengan itu. Yang 
shahih adalah, bahwa dia adalah saudaranya Abu Al Ow'ais. 


Hukum: Sesungguhnya penyusuan memiliki dampak 
dalam pengharaman nikah dan dalam penetapan keharaman 


dalam bolehnya memandang dan khalwat Hukum asalnya adalah 
firman Allah &: 


a Zosi 3 ZA sa 2 02 
Ey SEA Hap 
ya 29 E seor Ea & E3 Z LA KESAN 
Cai 


P Ca Se e Pa Az 
Aa si 


Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak- 
anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, 
Saudara-saudara bapakmu yang perempuan: Saudara-saudara 
ibumu yang perempuan: anak-anak perempuan dari saudara- 
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saudaramu yang laki-laki: anak-anak perempuan dari saudara- 
saudaramu yang perempuan: ibu-ibumu yang menyusui kamu, 
saudara perempuan sepersusuan,” (Qs. An-Nisaa' [4]: 23). 


Allah menyebutkan di dalam golongan orang-orang yang 
haram dinikahi yaitu ibu persusuan dan saudara sepersusuan, 
maka ini menunjukkan bahwa penyusuan berdampak pada 
pengharaman. Aisyah meriwayatkan, bahwa Nabi @ bersabda, 


Me ag 3-0 38 2 a” -í r 3270 3 
BY oa pa Sal oe ea~ 

“Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari 
kelahiran.” 

Sa'id bin Al Musayyib meriwayatkan dari Ali @, dia 
berkata, “Wahai Rasululah, maukah engkau menikahi putri 
pamanmu, Hamzah, sungguh dia gadis Quraisy yang paling 
cantik.” Beliau bersabda, 3 ot SAE IN Ga A dar Ol Tale Ul 
Lam Gp AG TELP! ya 0 “Tidak tahukah engkau bahwa 
Hamzah adalah saudara sepersusuanku? Dan sesungguhnya Allah 


telah mengharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari 
nasab.” 


Juga yang menunjukkan pastinya keharaman ini adalah apa 
yang diriwayatkan, bahwa suku Hawazin datang kepada Nabi $}, 
lalu berbicara kepada beliau mengenai para tawanan Authas, lalu 
seorang lelaki dari Bani Sa'd berkata, “Wahai Muhammad, 
seandainya kami menyusui untuk pertumbuhan antara Abu Syamr 
atau untuk An-Nu'man bin Al Mundzir, kemudian dia datang ke 
tempatmu ini dari kami untuk menjaga itu, sedangkan engkau 
adalah sebaik-baik yang diberi tugas, maka jagalah itu.” Mereka 
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mengatakan itu kepada beliau karena Halimah yang menyusui 
Nabi & adalah dari Bani Sa'd bin Bakr bin Wail, dan Nabi & 


tidak mengingkari ucapan mereka. 


Makna ucapan mereka: Malajna yaitu Ardha'naa (kami 
menyusui). A/ Malaju artinya Ar-Radh'u (penyusuan). Al Baji 
meriwayatkan di dalam kitabnya dari Abu Ath-Thufail, bahwa dia 
berkata, “Aku melihat Nabi & di Jiranah, beliau sedang 
membagi-bagikan daging, lalu seorang wanita mendatangi beliau, 
kemudian mendekatinya, lalu Nabi £ menghamparkan sorbannya 
untuknya, kemudian wanita itu duduk, maka aku berkata, “Siapa 
ini? Mereka berkata, Ini ibu yang telah menyusuinya. Beliau 
memuliakannya karena keharaman yang terjadi antara keduanya 
dari penyusuan.” Maka ini menunjukkan pastinya keharaman 
karena penyusuan. 


Jika ini telah ditentukan, maka jika seorang wanita telah 
haid, lalu dia mengeluarkan susu, maka susu itu suci dan 
menyebabkan keharaman, boleh dijual dan dijamin dari kerusakan, 
dan boleh dipersewakan. Al Mas'udi berkata, “Dihukum baligh 
dengan itu, baik sebelumnya pernah melahirkan ataupun belum 
pernah melahirkan.” 


Ibnu Al Qash mengemukakan pandangan lain, yaitu apabila 
susunya dikonsumsi oleh selain anak kecil, maka itu seperti susu 
laki-laki, tidak menyebabkan keharaman. Namun, pendapat 
pertama lebih benar, karena pengharamannya itu adalah hal yang 
biasa. Sedangkan apabila seorang wanita bersusu sebelum genap 
sembilan tahun, maka tidak menyebabkan keharaman, dan tidak 
menimbulkan keharaman dengan penyusuannya, dan itu menjadi 
Tidak bernilai, tidak boleh dijual dan tidak dijamin kerusakannya, 
serta tidak boleh mengadakan akad sewa. 
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Asy-Syasyi berkata, “Bila menjual budak perempuan yang 
bersusu dengan susunya, maka sah penjualannya. Namun jika 
menjual kambing yang ada susu di ambingnya yang bisa menyusui 
anak kambing, maka tidak sah penjualan (susu ini)” Perbedaan 
antara keduanya, karena susu kambing di dalam ambingnya 
hukumnya seperti hukum benda, karena itu tidak boleh akad 
persewaan untuk ini, sedangkan susu manusia tidak dihukumi 
benda, tetapi pemanfaatan. Oleh karena itu, boleh mengadakan 
akad persewaan dalam hal ini. Namun jika menjual susu manusia 
secara terpisah, maka itu tidak sah. 


Cabang: Apabila susu seorang wanita disusui kepada 
seorang anak yang jelas nasabnya dari seorang lelaki, dan dengan 
susu itu pula si wanita menyusui anak lainnya dengan penyusuan 
yang sempurna, maka berlakulah hukum penyusuan dalam hal 
pengharaman dan penghormatan di antara kedua anak susu dan 
ibu susu serta pangkal asal susu ini, yaitu bapaknya si wanita yang 
mengeluarkan susu ini. Demikian juga yang dikatakan oleh Ali bin 
Abu Thalib, Ibnu Abbas, Atha', Thawus, Mujahid, Malik, Al-Laits, 
Ats-Tsauri, Abu Hanifah beserta para ulama madzhabnya. 
Sementara Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubair mengatakan, bahwa itu 
tidak menyebabkan keharaman di antara anak susu dan asal 
pangkal (sang bapak), sehingga asal pangkal boleh menikahi si 
anak susu itu apabila dia perempuan, dan si anak susu ini boleh 
menikah dengan saudara perempuan dari asal pangkal ini jika 
anak susu ini seorang lelaki, dan dengan saudara perempuannya 
apabila dia seorang perempuan. Demikian juga pendapat Ibnu Al 
Musayyib, Sulaiman bin Yasar, Rabi'ah, Hammad, Al Ashamm 
dan Ibnu Ulayyah, dimana ini berdasarkan firman Allah &, 
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>A Tor» z Ge (A Ta He 

“(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 
(menantu). (Qs. An-Nisaa (4): 23). 

Dalil khithab-nya, bahwa boleh baginya menikahi mantan 
istri dari anak susunya. Dalil kami adalah, apa yang diriwayatkan 
dari Ali, bahwa dia berkata, “Aku berkata kepada Nabi &, 
‘Maukah engkau menikahi anak perempuan Hamzah, karena 
sesungguhnya dia adalah gadis Quraisy yang paling cantik?” Beliau 
bersabda, Ú #1 gya Pen Hg SI Tya A Pe of Tale 


- 


HI ya eps “Tidakkah engkau tahu bahwa Hamzah adalah 


saudara sepersusuanku? Dan sesungguhnya diharamkan dari 
penyusuan apa yang diharamkan dari nasab.” Aisyah 
meriwayatkan, dia berkata: “Aflah saudaranya Abu Al @w'ais 


meminta izin masuk ke tempatku setelah diwajibkannya hijab, 
namun aku tidak mengizinkan, lalu aku menemui Nabi &, 


kemudian memberitahukan hal itu kepada beliau, maka beliau 
bersabda, 1251 ca ghé a i Í gi “Izinkanlah dia, karena 
sesungguhnya dia adalah paman susumu." Aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, yang menyusuiku adalah istri saudaranya.’ Beliau 
bersabda, uv At 4 pË "Maka izinkanlah dia, karena 
sesungguhnya dia adalah pamanmu.” Di dalam riwayat lainnya 
disebutkan: Gur At an 2 "Sesungguhnya dia adalah 
pamanmu, maka biarkanlah ia masuk ke tempatmu." 

Alasan lainnya adalah, karena susu yang keluar kepada si 


anak tercipta dari air keduanya, maka susu itu adalah milik 
keduanya. Sedangkan pada ayat tersebut, sungguh itu dibatasi 
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dengan anak kandung, karena mantan istri dan anak angkat itu 
tidak diharamkan, sebab mengangkat anak dibolehkan di 
permulaan Islam, dimana Nabi & mengangkat Zaid bin Haritsah 
sebagai anak, sampai pernah disebut Zaid bin Muhammad, 
kemudian Zaid menthalak istrinya, lalu Nabi & menikahinya. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, maka keharaman keduanya 
berlaku terhadapnya, seakan-akan dia adalah anak kandung 
mereka berdua, dan keharaman darinya juga berlaku pada 
keduanya. Sedangkan dampak keharaman dari keduanya, maka 
anak susu tidak boleh menikahi ibu susunya, karena dia adalah ibu 
susunya, dan para ibu dari ibu susunya menjadi para nenek anak 
susu, dimana para bapaknya menjadi para kakek, para saudara 
perempuan dan para saudara lelakinya menjadi para paman dan 
para bibinya, anak-anak dari keturunannya dan yang lainnya 
menjadi para saudaranya, dan anak-anak dari si anak susu menjadi 
anak-anak si ibu susu (cucu) serta anak-anak dari saudara-saudara 
si ibu susu baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Dan asal 
pangkal ibu susu menjadi para kakeknya, para ibu menjadi para 
neneknya, para saudaranya menjadi para paman dan para bibinya, 
karena Allah & menyatakan haramnya ibu susu dan saudara 


sepersusuan untuk menjelaskan dari wanita-wanita haram selain 
keduanya dengan As-Sunnah. Dimana Nabi & bersabda, 


2 Q, 8r Be 3 r 370 3 
a a pa MS ya e~a 
“Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari 


nasab.” 


Mereka itu diharamkan karena nasab, maka begitu juga 
karena penyusuan. Sedangkan dampak keharaman pada anak 
susu terhadap ibu susu dan pangkalnya, yaitu diharamkan bagi 
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keduanya untuk menikahi, dan diharamkan juga bagi kedua anak 
keturunannya, namun tidak diharamkan bagi keduanya apa yang 
berada di tingkatannya dan tidak pula yang di atasnya, sehingga 
ibu susu boleh menikah dengan saudara dari anak susunya dan 
anak-anak lelakinya, dengan bapak dari si anak susunya, para 
kakeknya ke atas, para pamannya dari pihak ibu dan bapaknya. 
Dan bagi asal susu boleh menikah dengan saudara perempuan dari 
anak susunya dan anak-anak perempuannya, dengan ibunya si 
anak susu, para neneknya, para bibi dari pihak bapak dan ibunya. 
Dimana bapak dari si anak susu ini boleh menikah dengan ibu susu 
ini dan juga saudara perempuannya, ini berdasarkan sabda 
Nabi &, dl Lp Apu Telp Ga au “Diharamkan dari 
persusuan apa yang diharamkan dari nasab.” 


Keharaman nasab pada anak berdampak kepada anak- 
anaknya, namun tidak berdampak kepada para ibunya (ibunya, 
neneknya dan terus ke atas) dan para bapaknya (bapaknya, 
kakeknya dan terus ke atas), saudara-saudara lelakinya dan 
saudara-saudara perempuannya. Begitu juga pada anak susu. Abu 
Ubaid berkata, “Ar-Radhaa 'ah jika dengan fathah pada raa `, maka 
ada perbedaan padanya. Sedangkan Ar-Ridhaa 'u, tanpa haa `, ada 
juga yang mengatakan dengan fathah dan ada juga dengan kasrah. 


Cabang: Apabila ada dua saudara, yang mana masing- 
masing mempunyai istri, dimana salah satunya mempunyai anak 
perempuan dari istrinya, lalu dia disusui oleh istri pamannya 
dengan susu dari asal pamannya, maka anak susu ini menjadi anak 
si ibu susu dan suaminya. Jika ibu susu ini melahirkan anak-anak 
lelaki dari suaminya ini, maka mereka menjadi saudara susu dari si 
anak susu sebapak dan seibu dan sekaligus anak-anak pamannya 
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dari nasab, sehingga mereka tidak boleh menikahi. Jika ibu susu 
ini melahirkan anak-anak lelaki dari suami lainnya, maka mereka 
menjadi saudara-saudara susunya seibu. Jika pamannya mendapat 
kelahiran anak dari selain istrinya ini yang menjadi ibu susunya, 
maka mereka juga menjadi saudara-saudara susu sebapak dan 
sekaligus anak-anak pamannya dari nasab, sehingga mereka tidak 
boleh menikahinya. 


Sedangkan yang dilahirkan oleh ibu dari si anak susu ini 
tidak diharamkan bagi anak-anak dari ibu susunya, karena mereka 
adalah saudara dari saudaranya, dan bukan saudara mereka. Dan 
yang seperti ini berlaku pada nasab. Oleh karena itu, apabila 
seorang lelaki yang mempunyai seorang anak lelaki menikahi 
seorang wanita yang mempunyai anak perempuan, maka anak 
lelaki ini boleh menikahi anak perempuan dari istri bapaknya. 


Apabila ini telah ditetapkan, selanjutnya bahwa keharaman 
karena penyusuan tidak terjadi kecuali dari lima penyusuan yang 
diketahui, dimana penyusuan yang menyebabkan keharaman 
adalah yang sampai ke perut disertai kenyang. Maka jika seorang 
wanita menyusui seorang anak lelaki, maka si wanita ini menjadi 
haram baginya, karena dia sebagai anaknya, dan juga anak 
perempuan dari wanita ini karena menjadi saudara perempuannya, 
juga saudara perempuannya karena menjadi bibinya, dan juga 

ibunya karena menjadi neneknya, juga termasuk anak perempuan 
dari suaminya yang menyebabkan susu itu karena dia menjadi 
saudara perempuannya, juga saudara perempuan dari suami ibu 
susunya karena menjadi bibinya, juga ibunya karena menjadi E 
neneknya, dan juga anak-anak perempuan dari anak-anaknya 
karena mereka menjadi anak-anak perempuan saudara- 
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saudaranya. Dalam penyusuan (yang menyebabkan keharaman) 
ada dua syarat: 


Syarat Pertama: Lima penyusuan berdasarkan hadits 
Aisyah yang nanti akan dikemukakan. Dan disebutkan di dalam 
hadits Sahlah: 44 Au SRP) JS babi “Susuilah dia lima 
susuhan yang menyebabkan haram karenanya.” 


Syarat Kedua: Terjadinya penyusuan dalam waktu ketika si 
anak dalam rentang usia dua tahun (tidak lebih dari dua tahun). 
Jika telah lebih dari itu, maka tidak menyebabkan kehamaran 
sebagaimana yang nanti akan dipaparkan. 


Firman Allah &, SEA adi ae LG Ar “Ibu-ibumu 
yang menyusui kamu.” (Os. An-Nisaa” (4): 23) ini dijadikan dalil 
dalam menafikan asal susu oleh Sa'id bin Al Musayyib, Ibrahim 
An-Nakha'i dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Mereka 
mengatakan, bahwa asal susu tidak mengharamkan apa pun dari 
pihak lelaki. Sedangkan jumhur ulama mengatakan, bahwa firman 


Allah &: SEA ai KA “Ibu-ibumu yang menyusui 
kamu.” (Qs. An-Nisaa” [4]: 23) menunjukkan bahwa asal susu 
menjadi bapak, karena susu itu dinasabkan kepadanya, Sebab, 
susu itu keluar akibat anaknya. Pendapat ini lemah, karena anak 
diciptakan dari air mani lelaki dan perempuan, sedangkan susu 
dari perempuan saja dan tidak keluar dari laki-laki. 


Sedangkan dari laki-laki hanya persetubuhan yang 
menyebabkan turunnya air mani darinya, lalu setelah tercipta 
menjadi anak (mani itu menjadi anak), Allah menciptakan susu 
tanpa dikaitkan kepada laki-laki dengan alasan apa pun. Oleh 
karena itu, laki-laki tidak memiliki hak apa pun pada susu, karena 
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susu adalah milik perempuan. Maka tidak bisa menggiyaskan ini 
pada mani. Sedangkan sabda Rasulullah 8. Ú PN Oa apa 


3. 2 


gi «4 pa “Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan 
dari nasab” menunjukkan keharaman dari penyusuan, dan tidak 
tampak alasan penisbatan penyusuan kepada laki-laki (suami ibu 
susu), seperti jelasnya penisbatan mani kepadanya dan penyusuan 
kepada perempuan. 


Memang, asal pendapat tadi adalah hadits yang 
menyebutkan: Bahwa Aflah saudaranya Al @u'ais datang meminta 
izin masuk ke tempat Aisyah. Dimana dia adalah paman susunya, 
waktu itu telah diwajibkan hijab. Aisyah berkata, “Aku menolak 
mengizinkannya. Lalu setelah Nabi & datang, aku memberitahu 


beliau, maka beliau bersabda, das Ly OW aý ee w 
“Biarkanlah dia masuk ke tempatmu, karena sesungguhnya dia 
` adalah pamanmu. Kasian engkau.” Abu Al @u'ais adalah suami 


. dari wanita yang menyusui Aisyah &. 


Al @urthubi berkata, “Ini adalah khabar satu orang. Dan 
kemungkinannya bahwa Aflah bersama Abu Bakar adalah saudara 


sepersusuan sehingga jelas. Oleh karena itu, beliau bersabda, HJ 
gát s “Biarkan pamanmu masuk ke tempatmu.” Secara 


umum pendapat mengenai ini cukup rumit, dan hanya Allah yang 
mengetahui kebenarannya, namun ini diamalkan. Kehati-hatian 
dalam pengharaman adalah lebih utama, di samping bahwa 


Allah & telah berfirman, 5 55 KI JA; “Dan dihalakan 
bagi kamu selain yang demikian.” (Qs. An-Nisaa' (4): 24), dimana 
ini menguatkan pendapat yang menyelisihi itu.” 
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Firman Allah 8, JAN Da KASI; “Saudara 
perempuan sepersusuan.” (Qs. An-Nisaa' (4): 23), yaitu saudara 
perempuan seibu-sebapak, yaitu yang disusui oleh ibumu dengan 
susu bapakmu, baik dia menyusuinya bersamamu, ataupun dia 
lahir sebelummu atau setelahmu. Saudara perempuan sebapak 
tidak seibu, adalah yang disusui oleh istri bapakmu. Saudara 
perempuan seibu tidak sebapak adalah yang disusui ibumu dengan 
susu lelaki lain. Kemudian Allah menyebutkan pengharaman 


LA - 
karena mushaharah, yang mana Allah & berfirman, KAYA) f 


Langkah “Dan ibu-ibu istrimu (mertua)” (Qs. An-Nisaa` (41: 23). 


Ash-Shihru ada empat, yaitu: ibunya istri (mertua), anak 
perempuannya (anak tiri), suaminya bapak (ibu tiri), dan istrinya 
anak (menantu). Jadi, ibunya istri diharamkan karena akad yang 
sah pada anak perempuannya. 


Apabila ini telah jelas, maka pengharaman ibu dan saudara 
perempuan ditetapkan dengan nash Al Qur'an, sedangkan 
pengharaman anak perempuan ditetapkan dengan peringatan, 
karena jika saudara perempuan diharamkan, maka anak 
perempuan itu lebih diharamkan lagi. Dan semua wanita lainnya 
yang diharamkan untuk dinikahi ditetapkan dengan As-Sunnah, 
dimana ditetapkannya keharaman karena itu merupakan cabang 
dari pengharaman lantaran sebab yang diperbolehkan. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Tidak ditetapkan 


pengharaman dari penyusuan untuk yang menyusu 


setelah dua tahun, berdasarkan firman Allah &, Lt, 


18 | Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab 


PERE PA Ta ea BNN AIEN E ALPIENE E 


DI g A A A IE SAS Lip) “Para ibu 
hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan.” (Qs. Al Baqarah (2): 233). Jadi, Allah 
menetapkan sempurnanya penyusuan dalam kurun dua 
tahun, sehingga ini menunjukkan bahwa tidak ada 
hukum itu pada penyusuan yang setelah dua tahun. 


Yahya bin Sa'id meriwayatkan, bahwa seorang 
lelaki berkata kepada Abu Musa Al Asyari, 
“Sesungguhnya aku telah mengisap susu dari puting 
istriku, lalu susu itu masuk ke perutku.” Abu Musa 
berkata, “Aku tidak melihat kecuali dia telah haram 
bagimu.” Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, “Lihatlah 
apa yang difatwakan lelaki ini.” Abu Musa berkata, 
“Lalu, bagaimana menurutmu?” Abdullah berkata, 
“Tidak ada penyusuan kecuali yang terjadi dalam umur 
dua tahun.” Abu Musa berkata, “Janganlah kalian 
menanyakan sesuatu kepadaku selama orang berilmu 
ini ada di tengah kalian.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas &., dia berkata, 
“Tidak ada penyusuan kecuali yang terjadi dalam umur 
dua tahun.” 


Penjelasan: 


Penyusuan dibatasi waktunya sehingga tidak menyebabkan 
keharaman pada penyusuan anak setelah sempurna dua tahun. 
Demikian juga pendapat Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu 
Mas'ud. Dan ini juga merupakan pendapat Muhammad dan Abu 
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Yusuf. Sementara Abu Hanifah mengatakan, “hal itu 
menyebabkan keharaman pada anak yang menyusu dalam kurun 
umur tiga puluh bulan.” Zufar berkata, “Hal itu menyebabkan 
keharaman pada anak yang menyusu dalam kurun umur dua 
tahun.” Sementara dari Malik ada tiga riwayat: 


Riwayat Pendapat Pertama: Seperti pendapat kami. 


Riwayat Pendapat Kedua: Pada penyusuan dua tahun satu 
bulan. 

Riwayat Pendapat Ketiga: Dua tahun dua bulan. Aisyah 
berkata, “Penyusuan tidak berbatas waktu. Apabila seorang wanita 
menyusui seorang lelaki tua, maka lelaki itu menjadi anaknya. 
Namun jika seorang wanita menginginkan agar seorang lelaki 
dibolehkan masuk ke tempatnya, maka dia bisa mengarahkan 
kepada anak-anak perempuan dari saudara laki-lakinya untuk 
menyusuinya.” Demikian juga pendapat Daud, berdasarkan apa 
yang diriwayatkan oleh Sahlah binti Suhail, istri Hudzaifah, dia 
berkata: Karena hal itu dibolehkan, sedangkan maksudnya adalah 
bahwa kesempumaan penyusuan yang syar7 adalah dalam dua 
tahun, dan bahwa itu tidak ada hukumnya, “Wahai Rasulullah, 
kami biasa menganggap Salim sebagai anak, dan dia biasa masuk 
ke tempatku, sedangkan aku berpakaian rumah, dan kami hanya 
mempunyai satu ruang. Apa yang engkau perintahkan D. 


Beliau & pun bersabda, si tah yi a o D) YP do 
dá “Susuilah dia lima kali penyusuan sehingga diharamkan 


atasnya karena susunya, yaitu karena susumu.” Lalu dia pun 
melakukannya. Maka dia pun menanggapnya sebagai anak 
susunya. 


Dalil kami adalah firman Allah &, 
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7 AÁ sr a 24» G3 11k . o PAS 
JS 3D KA AI Gia Sa 
Ler A 


Aci E 


r 


“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. 
(Qs. Al Baqarah (2): 233). 

Allah menyebutkan, bahwa kesempurnaan penyusuan 
adalah dalam dua tahun. Sebagaimana diketahui, itu tidak 
memaksudkan tidak boleh lebih dari itu, ini berdasarkan dalil apa 
yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi @ bersabda, 


uadi ag Flo Y 
“ Tidak ada penyusuan setelah dua tahun.” 
Rasulullah & juga bersabda, 
JIka Img g Gg Y 
“ Tidak ada penyusuan setelah disapih.” 
Penyapihan itu dalam kurun dua tahun, berdasarkan ayat, 


gu 3 “Dalam dua tahun.” (Qs. Lugmaan (31): 14). 


Sedangkan hadits Sahlah adalah khusus baginya berdasar- 
kan apa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, 
“Penyusuan Salim adalah kekhususan.” Ash-Shaimuri berkata, 
“Permulaan yang dua tahun itu ketika keluarnya sebagian anak, 
bukan ketika keluar semuanya.” 
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Apabila ini telah ditetapkan, maka penyusuan dalam kurun 
dua tahun terkait dengan pengharaman dan penghormatan, baik 
yang disusui itu membutuhkan susu atau tidak, yaitu dengan 
makanan dan minuman. Malik berkata, “Bila anak yang disusui itu 
tidak membutuhkan susu karena adanya makanan dan minuman, 
maka penyusuan itu tidak terkait dengan pengharaman.” Dalil 
kami adalah firman Allah &, 


La PA Lass S Ii co oA $ 1, o?r 
E h SRI Sa Sa, 


“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh. (Qs. Al Baqarah (2): 233). 


Allah menetapkan penyusuan itu dua tahun, dan tidak 
membedakan antara anak yang membutuhkan dan yang tidak 
membutuhkannya. 


Cabang: Para pakar fikih menyimpulkan dari firman 
ke 

Allah & É dx ASA SS EIG “Para ibu hendaklah 
menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. (Qs. Al 
Baqarah (2): 233), bahwa penyusuan yang mengharamkan adalah 
terjadi seperti pada nasab, yaitu hanya yang terjadi dalam masa 
dua tahun. Karena dengan berlalunya masa dua tahun itu, maka 
telah sempurna masa penyusuan, dan tidak ada penyusuan setelah 
dua tahun tersebut. Demikian pendapat Umar dan Ibnu Abbas. 
Sementara diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud sebagaimana yang 
dituturkan oleh Asy-Syirazi. Begitu juga pendapat Az-Zuhri, 
Qatadah, Asy-Sya’bi, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ahmad, Ishaq, 
Abu Yusuf, Muhammad, Abu Tsaur dan Ibnu Syubrumah. 
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Se aa 


Ibnu Abdul Hakam meriwayatkan dari Malik, “Apabila lebih 
satu bulan, maka itu boleh.” Diriwayatkan juga dua bulan. Abu 
Hanifah berkata, “Penyusuan yang mengharamkan adalah dalam 
kurun waktu tiga puluh bulan, itu berdasarkan firman Allah &: 


(3 AA 3A en an SA 


OS saka JE E -, “Mengandungnya sampai menyapihnya 


a tiga puluh bulan.” (Qs. Al Ahgaaf [46]: 15). Dimana tidak 
memaksudkan pengandungan ini dengan sebagai kehamilan di 
dalam perut, karena itu adalah dua tahun. Maka diketahui bahwa 
maksudnya adalah pengandungan dalam penyapihan.” Zufar 
berkata, “Masa penyusuan adalah tiga puluh bulan.” 


Aisyah memandang, bahwa penyusuan wanita tua juga 
mengharamkan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Atha`, Al-laits 
dan Daud, berdasarkan apa yang diriwayatkan, bahwa Sahlah binti 
Suhail berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa 
menganggap Salim sebagai anak, dahulu (ketika dia masih kecil) 
biasa tinggal bersamaku dan bersama Abu Hudzaifah di dalam satu 
rumah, dan biasa melihatku dengan pakaian rumah. Sementara 
Allah telah menurunkan ayat mengenai mereka sebagaimana yang 
engkau ketahui, lalu bagaimana menurutmu tentang ini?” Maka 


Nabi & bersabda kepadanya, 4 tp “Susuilah dia.” Lalu dia pun 


menyusuinya sebanyak lima penyusuan, maka si anak pun 
berstatus seperti anaknya. 


Dengan itu Aisyah bertindak, meminta anak-anak 
perempuan dan saudara-saudara lelakinya dan saudara-saudara 
perempuannya untuk menyusui orang yang Aisyah inginkan agar 
orang itu dibolehkan melihat kepadanya dan masuk ke tempatnya, 
walaupun sudah besar, dengan lima kali penyusuan. Sementara 
Ummu Salamah dan semua istri Nabi & menolak masuknya orang 
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yang disusui dengan cara seperti itu, kecuali ketika masih dalam 
buaian, dan mereka mengatakan kepada Aisyah, “Demi Allah, 
kami tidak tahu, kemungkinan itu adalah rukhshah dari Nabi & 
bagi Salim, dan tidak berlaku bagi orang lain.” Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. 


Yang menjadi dalil kami adalah, firman Allah &, 


ALA. ata g los SILA so > Ay ole 
A A LE AS AI Sa 


ARER. 
> 


e 
ical & 


“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempumakan penyusuan. 
(Qs. Al Baqarah (2): 233). 


Allah menetapkan sempurnanya penyusuan dalam dua 
tahun, sehingga ini menunjukkan bahwa tidak berhukum demikian 
apa yang terjadi setelah itu. 


Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah & masuk ke 
tempatnya, dan saat itu ada seorang lelaki di sana, maka rona 
wajah Nabi & berubah, maka Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, 


sesungguhnya dia saudara susuku.” Maka Nabi & bersabda, ol 
AA up Tee Wu CSI Gs “Lihatlah saudara-saudara 


kalian, karena penyusuan itu hanyalah yang mengenyangkan 
lapar.” Hadits ini muttafag alaih. 


Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, 
“Rasulullah & bersabda, 
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IG Si SG P Kn y 


— “Tidak ada yang mengharamkan dari penyusuan kecuali 
yang melebarkan lambung, dan itu yang sebelum penyapihan.” 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dimana dia 
mengatakan, “Hadits ini hasan shahih.” Di sini jelaslah, bahwa 
mengartikan khabar Abu Hudzaifah, bahwa itu adalah khusus 
baginya dan tidak berlaku bagi yang lainnya, sebagaimana yang 
dikatakan oleh para istri Nabi & yang lainnya (selain Aisyah). 


Ibnu Qudamah berkata, “Pendapat Abu Hanifah dihukumi 
menyelisihi zhahirnya Al @ur'an dan pendapat para sahabat. 
Karena telah diriwayatkan kepada kami dari Ali dan Ibnu Abbas, 
bahwa yang dimaksud dengan A/ Hamlu ini adalah kehamilan 
perut. Dan ini juga sebagai dalil bahwa kehamilan minimum adalah 
enam bulan. Perkara ini juga telah ditunjukkan oleh firman 


Doe r 3> L T 


Allah &, gule 3 Aras “Dan menyapihnya dalam dua tahun.” 


(Qs. Luqmaan [31]: 14). Seandainya diartikan sebagaimana yang 
dikatakan oleh Abu Hanifah, maka tentu menyelisihi ayat ini.” 


Abdurrazzaq mengatakan dari Ats-Tsauri, “Abu Bakar bin 
Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Abu Hushain, dari Abu 
Athiyyah Al Wadi'i, dia berkata: Seorang lelaki datang kepada Abu 
Musa, lalu berkata, “Sesungguhnya puting istriku bengkak, lalu aku 
mengisapnya, sehingga ada yang masuk ke tenggorokanku dan 
masuk ke dalam perutku,” Maka Abu Musa mengatakan 
perkataan yang tidak menyenangkan, lalu dia pun menemui 
Abdullah bin Mas'ud, kemudian berkata, “Engkau pernah bertanya 
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kepada seseorang selainku?” Lelaki itu menjawab, “Ya, Abu Musa, 
dan dia berkata keras kepadaku.” Lalu Ibnu Mas'ud menemui Abu 
Musa, seraya berkata, “Apakah lelaki ini anak yang sedang 
menyusu?” Maka Abu Musa berkata, “Janganlah kalian bertanya 
kepadaku selama orang berilmu ini ada di tengah kalian.” 


Apabila hal ini telah ditetapkan, maka standarnya adalah 
dua tahun, bukan penyapihan. Seandainya disapih sebelum dua 
tahun, kemudian si anak penyusu itu masih dalam kurun dua tahun 
pertama, maka penyusuan itu menyebabkan keharaman. 
Seandainya si anak belum disapih hingga lebih dari dua tahun, 
kemudian setelah itu (setelah usianya lebih dari dua tahun) dia 
menyusu sebelum disapih, maka itu tidak menyebabkan 
keharaman. 


Ibnu Al Qasim sahabat Malik berkata, “Seandainya 
menyusu setelah disapih ketika masih dalam masa dua tahun, 
maka itu tidak menyebabkan keharaman, ini berdasarkan sabda 


Nabi &, ea J Kg “Dan itu yang sebelum penyapihan." 


ts, 


Namun ini disanggah oleh firman Allah &, SAS amp Sari, 


plak RA \- “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh.” (Qs. Al Baqarah (2): 233), juga sabda 
Nabi &, dpl! BOS G Y) é G5 Y “Tidak ada penyusuan (yang 
menyebabkan keharaman) kecuali yang terjadi dalam masa dua 
tahun.” Penyapihan itu dianggap berdasarkan masanya, bukan 
penyapihannya. 

Diriwayatkan dari Jabir, dari Nabi &, beliau bersabda, y 
Pi I g J Ja a ty “Tidak ada penyusuan (yang 
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menyebabkan keharaman) setelah penyapihan, dan tidak lagi yatim 
setelah mimpi (baligh). ” Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi 
di dalam Musnadnya. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Tidak ditetapkan 
keharaman dari penyusuan untuk yang kurang dari lima 
penyusuan. Abu Tsaur mengatakan, “Ditetapkan 
dengan tiga penyusuan, berdasarkan apa yang 
diriwayatkan Ummu Al Fadhl &, bahwa Rasulullah & 
bersabda, SELLY 55 HN Aga Y “Tidak mengharam- 


kan satu penyusuan dan tidak pula dua penyusuan.” 
Maka ini menunjukkan, bahwa tiga penyusuan itu dapat 
mengharamkan.” 


Dalil yang menunjukkan bahwa yang kurang dari 
lima penyusuan itu tidak mengharamkan adalah apa 
yang diriwayatkan oleh Aisyah &, dia berkata, “Dahulu 
antara apa yang diturunkan dari Al Qur'an adalah 
sepuluh penyusuan yang diketahui adalah mengharam- 
kan. Kemudian itu di-nasakh dengan lima (penyusuan) 
yang diketahui. Lalu Rasulullah & meninggal dalam 
keadaan itu termasuk yang dibaca di dalam Al Qur'an.” 


Hadits Ummu Al Fadhl menunjukkan bahwa tiga 
penyusuan mengharamkan dari sisi dalil khithab, 
sedangkan nash lebih didahulukan daripada dalil 
khithab, yaitu apa yang kami riwayatkan itu. Dan tidak 
ditetapkan kecuali lima penyusuan yang terpisah. 
Karena syari'at menyebutkannya secara mutlak, maka 
diartikan berdasarkan tradisi (kebiasaan), dimana tradisi 
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di dalam penyusuan adalah menyusu kemudian berhenti 
dengan kehendak sendiri tanpa ada penghalang, 
kemudian kembali lagi kepadanya (menyusu lagi) setelah 
satu waktu, kemudian menyusu lalu berhenti. Demikian 
seterusnya hingga tercapainya bilangan itu. Sebagai- 
mana bahwa kebiasaan makan adalah terpisah-pisah 
dalam beberapa kali waktu. Sedangkan jika berhentinya 
penyusuan karena sesak nafas atau sesuatu yang 
melalaikannya, kemudian kembali lagi kepadanya, atau 
berpindah dari satu puting ke puting lainnya, maka 
semuanya dianggap satu penyusuan. Sebagaimana 
halnya makan apabila berhenti karena sesak nafas, atau 
minum air, atau beralih dari satu jenis makanan ke jenis 
lainnya, maka semuanya dianggap sebagai satu kali 
makan. Jika wanita yang menyusui itu menghenti- 
kannya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Itu bukan satu penyusuan, 
karena dia dihentikan bukan dengan kehendaknya 
sendiri. 

Pendapat Kedua: Itu satu susuan, karena 
penyusuan itu sah dari masing-masing keduanya (yang 
menyusui dan yang menyusu). Oleh karena itu, jika si 
wanita menyusuinya ketika si anak sedang tidur, maka 
terjadilah pengharaman sebagaimana jika dia menyusu 
ketika si wanita itu sedang tidur. Apabila penyusuan 
sempurna karena si anak menghentikannya, maka 
sempurna pula apabila si wanita yang menghentikan- 
nya. 
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Apabila seorang wanita menyusuinya empat kali 
penyusuan, kemudian disusui oleh wanita lainnya empat 
kali penyusuan, lalu kembali kepada yang pertama dan 
menyusu darinya kemudian berhenti, lalu kembali 
kepada yang lainnya (yang kedua) saat itu juga lalu 
menyusu darinya, maka mengenai ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaffi'i: 


Pendapat Pertama: Bilangan yang lima itu tidak 
tercapai satu pun dari keduanya, karena si anak 
berpindah dari salah satu kepada yang lainnya sebelum 
sempurnanya penyusuan, sehingga tidak tercapai satu 
penyusuan dari masing-masingnya, sebagaimana jika 
dia berpindah dari satu puting ke puting lainnya. 


Pendapat Kedua: Tercapai bilangan itu dari 
masing-masing dari keduanya, karena penyusuan itu 
yang penting adalah menyusu baik sedikit maupun 
banyak, kemudian menghentikan, dan tidak kembali 
setelah satu waktu yang lama, dan hal itu telah ada 
dalam praktik tersebut. 


Penjelasan: 

Hadits Ummu Al Fadhl: “Bahwa seorang lelaki bertanya 
kepada Nabi #&, Apakah pengisapan (susu) itu mengharamkan?" 
Beliau bersabda, REPA PAIT okt ARP nga Y “Satu 
dan dua penyusuan, dan satu dan dua pengisapan tidak 


mengharamkan.” Di dalam riwayat lainnya disebutkan: Seorang 
badui masuk ke tempat Nabi & ketika beliau sedang di rumahku, 


lalu dia berkata, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku 
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mempunyai seorang istri, lalu aku memadunya dengan wanita lain. 
Kemudian istri pertamaku menyatakan bahwa dia (istri kedua) telah 
menyusuiku sebanyak satu atau dua kali penyusuan.” Maka 
Nabi & bersabda, DEA y YAN gi Y “Satu dan dua 
penyusuan tidak mengharamkan.” Hadits ini diriwayatkan oleh 
Muslim pada pembahasan tentang Nikah, dari Yahya bin Yahya, 
Amr An-Nagid dan Ishag bin Ibrahim. Dan dari Abu Bakar: dari 
Abu Ghassan Al Masma'i, dari Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi, serta 
oleh An-Nasaa'i pada pembahasan tentang Nikah dari Abdullah 
bin Ash-Shabaah: Ibnu Majah pada pembahasan tentang Nikah 
dari Abu Bakar bin Abu Syaibah. 


Sedangkan hadits Aisyah, dia berkata, “Dahulu di antara 
yang diturunkan dari Al Qur`an adalah sepuluh penyusuan yang 
mengharamkan, kemudian di-nasakh dengan lima.” Di dalam 
riwayat lain disebutkan: “Penyusuan mengharamkan apa yang 
diharamkan oleh kelahiran.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bukhari pada pembahasan tentang kesaksian, pada pembahasan 
tentang bagian seperlima dari Abdullah bin Yusuf, dan pada 
pembahasan tentang nikah dari Ismail. Hadits ini juga 
diriwayatkan juga oleh Muslim pada pembahasan tentang nikah 
dari Yahya bin Yahya. Diriwayatkan juga darinya, dari Al @a'nabi, 
dan dari Abu Kuraib dan dari Abu Ma'mar. Hadits ini juga 
diriwayatkan juga oleh Abu Daud pada pembahasan tentang nikah 
dari Al @a'nabi: At-Tirmidzi pada pembahasan tentang penyusuan 
dari Ishaq bin Musa dan dari Muhammad bin Basysyar, An-Nasa `i 
pada pembahasan tentang nikah dari Harun bin Abdullah: dari 
Muhammad bin Ubaidullah bin Sa'id; dan dari Abdul Warits bin 
Abdushshamad. 
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Penjelasan Redaksional: Sabda beliau, y iyi 
SESI “Satu dan dua penyusuan,” ini adalah kata yang 


hurufnya ditambahi hamzah dari #7 mujarrad tsulatsi “Malaja.” 
Dikatakan, Malaja Ash-Shabiyyu Ummahu - Maljan “Anak itu 
menyusu kepada ibunya,” ini termasuk mengikuti pola kata 
Nashara dan Oatala. Ada juga yang mengatakan “Malija-Yamlaju,” 
yang mengikuti pola Ta'iba yang merupakan logat lainnya 
mengenai ini, artinya Radha 'aha “Menyusu kepadanya.” Kata kerja 
ini menjadi kata kerja yang muta'addi (membutuhkan adanya 
objek) dengan tambahan hamzah, sehingga dikatakan Amlajathu 
Ummuhu “Sang ibu menyusuinya.” Bentuk infinitif dalam tsulatsi 
adalah “Malah.” Sedangkan bentuk infinitif dari kata kerja ruba'i 
adalah Amlaajah, ini seperti Al Ikhraajah, Al Ikraamah dan yang 
serupa dengannya. Imtalaja Al Fashiilu Maa Fi Adh-Dhar'i “Yang 
telah disapih menyusu dari apa yang di dalam ambing.” 


Redaksi, Bi! Wajuur yaitu dengan fathah pada wawu, dia 
seperti pola kata Rasuul, maksudnya adalah obat yang dituangkan 
ke tenggorokan. Ajrati/ Mariidha- Iijaaran artinya melakukan itu 
terhadapnya. Wajartuhu -Ajiruhu termasuk dalam pola kata 
Wa'ada. Ibnu Baththal mengatakan dalam Syarh Al Muhadzdzab, 
“AI Wujuur, dengan dhammah dan fathah adalah obat itu sendiri.” 
Sedangkan Al-Luduud adalah memasukkan obat ke rongga mulut 
dan kedua sisinya. As-Sa uuth adalah memasukkan obat ke dalam 
hidung dan menyuntikkannya ke dalam dubur. 


Redaksi, Ma'Jumaatin "diketahui” mengisyaratkan bahwa 


tidak ditetapkan hukum penyusuan kecuali setelah diketahui 
bilangan penyusuan itu. Juga bahwa tidak cukup hanya dengan 
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dugaan, bahkan dugaan dan keraguan harus dikembalikan kepada 
asalnya, yaitu tidak ada. 


Redaksi, Wahunna fiima Yuqra * “dan itu termasuk yang 
dibaca,” ini mengisyaratkan di akhirkannya pengurangan yang lima 
penyusuan, lalu Rasulullah & meninggal dan itu sebagai Qur`an 
yang dibaca. 


Hukum: Penyusuan yang terkait dengan pengharaman 
status mahram- adalah lima penyusuan, dimana itu tidak terkait 
dengan perkara yang kurang dari itu. Ini diriwayatkan dari Aisyah, 
Ibnu Az-Zubair, Sa'id bin Jubair, Atha”, Thawus, Ahmad dan 
Ishaq. Sementara diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar dan Ibnu 
Abbas, bahwa pengharaman itu terkait dengan penyusuan yang 
sedikit maupun yang banyak. Demikian juga pendapat Malik, Al 
Auza'i, Ats-Tsauri, AHLaits, serta Abu Hanifah dan para ulama 
madzhabnya. Sedangkan Zaid bin Tsabit mengatakan, bahwa 
pengharaman itu terkait dengan tiga kali penyusuan. Demikian 
juga pendapat Daud, Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Dalil kami 
adalah, apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi & bersabda, 


32. 3 


r oz 3 P o r 
“Satu dan dua penyusuan tidak mengharamkan.” 
Al Amlaajah adalah satu kali penyusuan. 


Telah diriwayatkan juga dengan redaksi, 


322 A 


SEN I SN AN 


“ Satu dan dua penyusuan tidak mengharamkan.” 
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Riwayat ini menggugurkan pendapat orang yang 
mengatakan, bahwa pengharaman itu terkait dengan penyusuan 
yang sedikit. 


Apabila dikatakan, “Maka dalil khithab di sini menunjukkan 
bahwa tiga penyusuan itu mengharamkan.” Maka kami katakan: 
Nash telah menyatakan, bahwa tidak ada yang mengharamkan 
kecuali lima. Dan ini lebih kuat daripada dalil khithab. Juga nash 
yang diriwayatkan dari Aisyah &, bahwa dia berkata, “Dahulu di 
antara apa yang diturukan Allah & dari Al Qur`an adalah sepuluh 
penyusuan yang diketahui mengharamkan. Kemudian itu di-nasakh 
dengan lima penyusuan yang diketahui. Lalu Rasulullah & 
meninggal dunia dalam keadaan itu termasuk yang dibaca di dalam 
Al Qur`an” 


Hal ini tidak dilontarkan oleh Aisyah kecuali dengan taugif 
dari Nabi &, karena Al Qur'an diturunkan kepada beliau. dika 
dikatakan: “Yang dibaca di dalam Al @ur'an bukan sepuluh, 
karena apa yang dihapus hukumnya, maka bacaannya tetap di 
baca dalam Al @ur'an, seperti yang mengenai iddah setahun.” 
Maka jawabnya: Bahwa naskh (penghapusan) di dalam Al Qur'an 
itu ada tiga bagian: 


Bagian Pertama: Penghapusan tulisan dan hukumnya. Itu 
sebagaimana diriwayatkan, bahwa sejumlah orang berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kami pernah membaca suatu surah dari 


3 30. gf 
? 


Al Qur'an, lalu kami lupa.” Rasulullah & bersabda, WB patas! 


“Kalian dibuat melupakannya.” Lalu beliau memberitahukan, 
bahwa bacaan dan hukumnya telah dihapus. 
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Bagian Kedua: Yang dihapus adalah hukumnya dan 


13 r i 


bacaannya tetap, seperti firman Allah &, ae Sp a ya 


JA dl (Mt KN Pu PARAH Ia “Dan orang-orang 
yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, 
hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga 


setahun lamanya.” (Qs. Al Baqarah (2): 240). Juga seperti wasiat 
untuk suami. 


Bagian Ketiga: Yang dihapus adalah tulisan dan bacaannya, 
namun hukumnya tetap berlaku. Yaitu seperti apa yang 
diriwayatkan dari Umar, bahwa dia berkata, “Dahulu di antara apa 
yang diturunkan Allah dari Al Qur`an: ii Lab yoo a AN aa 


z 


AN ya YK “Lelaki tua dan wanita tua (yang berzina) maka 
rajamlah keduanya dengan tegas sebagai hukuman dari Allah." 
Seandainya aku tidak khawatir orang-orang akan mengatakan, 
“Umar menambahi-nambahi di dalam Kkitabullah,” niscaya aku 
tetapkan ayat rajam di dalam catatan kaki Mushaf. Sungguh kami 
pemah membacanya di masa Nabi $.” Yang dia maksudkan 
adalah, bahwa dia menetapkan hukum ayat itu. Dan ayat ini (yang 
disinggung Aisyah) termasuk yang dihapus tulisannya namun 
hukumnya tetap berlaku, yaitu hukum lima kali penyusuan. 
Apabila dikatakan: “Lalu apa makna ucapannya: Lalu 
Rasulullah & meninggal dunia, dan itu termasuk yang di baca di 
dalam Al Qur`an.’ Sedangkan penghapusan setelah meninggalnya 
Nabi & adalah tidak boleh.” Mengenai ini kami katakan dua 
takwilan: 


Takwilan Pertama: Hukum yang lima itu termasuk yang 
dibaca di dalam Al Qur`an, bukan yang ada tulisannya. 
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Takwilan Kedua: Ini merupakan takwilan Abu Al Abbas: 
Bahwa bacaan ayat ini telah dihapus di masa hidup Nabi &, lalu 
beliau & meninggal dunia, sementara para sahabat masih baru 
terbiasa membacanya, maka lisan mereka terbiasa membacanya 
sebagaimana sebelum dihapus hingga mereka membiasakan lisan 
mereka untuk tidak membacanya, lalu menjadi terbiasa. Di antara 
yang menunjukkan apa yang kami sebutkan dari hadits Sahlah 
binti Suhail adalah, bahwa Nabi & memerintahkannya agar 
menyusui Salim lima kali agar dia diperbolehkan masuk ke 
tempatnya, karena suaminya, Hudzaifah, telah mengangkatnya 
sebagai anak, kemudian pengangkatan anak diharamkan dan 
mereka merasa berat untuk melarang masuk anak yang tadinya 
menjadi anak angkatnya. Kemudian men-/asakh status penyusuan 


pada anak yang telah besar dengan sabdanya, „$ OS ú Y) AD y 


oa pad “Tidak ada penyusuan (yang mengharamkan) kecuali yang 


pa 


terjadi dalam masa dua tahun.” Dan bilangan penyusuan tetap 
berlaku. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, maka penyusuan itu terkait 
dengan lima kali penyusuan. Orang yang mensyaratkan bahwa 
jumlah lima itu harus terjadi secara terpisah, maka manakala si 
anak mengulum puting dan menyusu darinya, sedikit maupun 
banyak, kemudian menghentikan penyusuan dengan kehendaknya 
sendiri tanpa ada suatu halangan, maka itu dihitung satu 
penyusuan. Jika kembali lagi setelah berhenti lama dan menyusu 
darinya sesuai keinginannya hingga menghentikan dengan 
keinginannya sendiri, maka itu dihitung satu, hingga terpenuhi lima 
kali penyusuan, karena Nabi & memerintahkan Sahlah agar 
menyusui Salim lima kali sehingga susunya mengharamkannya, 
dan tidak membatasi bentuk penyusuan itu, sementara setiap 
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hukum itu disebutkan oleh syari'at secara mutlak, dan tidak ada 
pembatasannya di dalam syari'at dan tidak pula dalam pengertian 
bahasa, maka batasannya kembali kepada tradisi dan adat. 
Sedangkan tradisi dan adat dalam penyusuan adalah apa yang 
telah kami sebutkan. 


Apabila si anak mengulum puting dan menyusu darinya 
kemudian melepaskannya untuk bernafas, atau untuk beristirahat, 
kemudian kembali lagi kepadanya tanpa jeda waktu lama atau ' 
melepaskannya dan beralih ke puting susu lainnya tanpa jeda 
waktu lama, atau beralih untuk minum air kemudian kembali lagi 
kepadanya tanpa jeda waktu lama, maka kesemuanya ini dihitung 
sebagai satu penyusuan. Sebagaimana jika seseorang bersumpah 
untuk tidak makan di siang hari kecuali satu kali makan, lalu dia 
duduk lalu makan kemudian berhenti untuk bernafas, atau 
istirahat, atau minum air, atau beralih ke jenis makanan lainnya 
dan setelahnya makan itu lagi tanpa jeda waktu lama, maka 
kesemuanya ini dianggap sebagai satu kali makan, walaupun dia 
makan di permulaan siang hingga akhirnya. Apabila dia makan 
kemudian berhenti dalam waktu lama kemudian kembali lagi dan 
makan, maka dihitung dua kali makan. Jika si anak menghentikan 
penyusuan karena sesuatu yang mengundang perhatiannya ' 
kemudian kembali lagi menyusu, maka Syaikh Abu Ishag 
mengatakan, “Itu adalah sebagaimana jika menghentikan sang 
anak dari penyusuan karena sesak nafas.” 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Apabila dia aan 
karena sesuatu yang mengundang perhatiannya hingga jedanya 
lama, kemudian kembali lagi kepadanya, maka yang pertama 
adalah satu penyusuan, dan yang kedua adalah satu penyusuan 
lainnya. Sebagaimana apabila seseorang bersumpah untuk tidak 
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makan kecuali satu kali, lalu dia makan kemudian menghentikan 
makan itu karena sesuatu yang melalaikannya dari makan itu 
hingga waktu jedanya lama, kemudian kembali lagi kepadanya, 
maka itu dianggap sebagai dua kali makan.” Apabila si anak 
mengulum puting lalu menyusu darinya, kemudian si ibu 
melepaskan puting susunya dari si anak dan menghentikannya, 
maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Itu tidak dihitung satu kali penyusuan. 
Karena standar hitungan dalam penyusuan adalah berdasarkan 
perbuatan anak (kehendak si anak). Dalilnya adalah, bahwa jika si 
anak menyusu satu kali darinya ketika si ibu sedang tidur, maka itu 
dihitung. Namun jika si ibu yang menghentikannya, maka tidak 
dihitung. Sebagaimana jika seseorang bersumpah tidak makan hari 
— ini kecuali satu kali, lalu dia mulai makan, kemudian datang 
seseorang lalu menghentikan makannya. 


Pendapat Kedua: Itu dihitung satu kali penyusuan. Karena 
penyusuan terjadi dengan perbuatan si ibu. Sebab, apabila si ibu 
memerahkan susu dan mengeluarkannya untuk si anak ketika si 
anak sedang tidur, maka itu dihitung satu kali penyusuan. Karena 
terjadi penyusuan dengan perbuatan si ibu, maka pemutusannya 
pun itu juga dihitung. 


Cabang: Apabila si anak menyusu dari seorang wanita lalu 
beralih darinya kepada wanita lain dan menyusu darinya tanpa 
jeda lama, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Itu tidak dihitung dari apa yang disusui 
olehnya dari masing-masing keduanya, karena si anak ketika mulai 
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menyusu, maka kondisi yang dengannya dapat menyempumakan 
penyusuan, maka itu adalah satu penyusuan. Dalilnya adalah, 
bahwa jika si anak beralih dari satu puting ke puting lainnya tanpa | 
jeda lama, maka berarti dia tidak menyempurnakan penyusuan 
dari masing-masing kedua puting susu itu, sehingga itu tidak 
dihitung. 

Pendapat Kedua: Dihitung apa yang disusu dari masing- 
masing dari keduanya sebagai satu penyusuan. Karena si anak 
menyusu dari masing-masing kedua ibu itu dan menghentikan 
dengan kehendaknya sendiri sehingga dihitung sebagai satu kali 
penyusuan. Sebagaimana jika dia menghentikan dari salah satu 
dari keduanya dan beralih ke roti atau susu. Beda halnya jika dia 
menghentikan dari satu puting ke puting susu lainnya, karena ini 
masih dari orang yang sama, maka hukum salah satu puting 
susunya itu digabung dengan puting lainnya. Beda halnya jika 
menyusu dari dua orang. 


Apabila si anak menyusu dari keduanya sebagian dari lima 
itu dalam masa dua tahun, kemudian sisa yang lima itu disusui 
dalam waktu setelah usianya lewat dua tahun, maka pengharaman 
itu tidak terjadi, karena pengharaman terkait dengan lima kali 
penyusuan itu di masa dua tahun pertama, sedangkan dalam 
contoh kasus ini tidak terjadi. 


Cabang: Di dalam madzhab, para ulama berdalih dengan 
hadits Aisyah dalam menyatakan bahwa pengharaman itu tidak 
terjadi kecuali dengan lima kali penyusuan atau lebih yang 
diketahui. Satu penyusuan adalah satu kali penyusuan. Maka 
manakala si anak mengulum puting susu lalu mengisap darinya, 
kemudian membiarkannya dengan kehendaknya sendiri tanpa ada 
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penghalang, maka itu adalah satu penyusuan, maka setiap dari 
kondisi itu menjadi satu penyusuan, dua penyusuan, tiga 
penyusuan, empat penyusuan. 


Mereka juga berdalih dengan hadits: REPA Lan ya #Y 


“Satu dan dua pengisapan tidak mengharamkan,” bahwa tiga 
penyusuan mengharamkan. Pendalilan ini diambil dari konotasi 
mafhumul khithab, demikian madzhab Zaid bin Tsabit, Abu Tsaur, 
Ibnu Al Mundzir, Abu Ubaidah, Daud bin Ali dan Ahmad dalam 
satu riwayat darinya. Akan tetapi ini bertentangan dengan 
pemahaman yang sudah jelas, bahwa apa yang di atas ada dua 
yang berdampak pada pengharaman, yaitu apa yang telah 
ditetapkan, bahwa penyusuan yang menyebabkan keharaman itu 
adalah lima penyusuan, dan ini merupakan pendapatnya Ibnu 
Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Az-Zubair, Atha', Thawus, Sa'id bin | 
Jubair, Urwah bin Az-Zubair, Al-Laits bin Sa'd, Ahmad dalam 
zhahir madzhabnya, Ishag, Ibnu Hazm dan sejumlah ahli ilmu 
lainnya. Asy oyaukan berkata, “Madzhab ini juga dirayakan dari 
Ali bin Abu Thalib. 


Ibnu Al Qayyim menuturkan dari Al-Laits bin 'Sa'd, bahwa 
tidak ada (penyusuan) yang mengharamkan kecuali berjumlah lima 
penyusuan. Orang-orang yang sependapat dengan Abu Tsaur 
yang dikemukakan oleh pengarang di sini telah menyanggah . 
dengan sejumlah sanggahan, diantaranya: 

Pertama: Bahwa hadits ini berarti bahwa yang lima 
penyusuan itu merupakan Al Qur'an, sedangkan Al Qur`an 
syaratnya adalah mutawatir, dan yang mutawatir itu tidak menjadi 
point yang diperdebatkan. 
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Kedua: Seandainya ini merupakan Al Qur'an, tentu 
dipelihara, berdasarkan firman Allah &, 


Gel SMa; ié 


“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, 
dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Os. Al Hijr 
(151: 9). 


Ketiga Firman Allah &, KASI HH TAK 
“Jbu-ibumu yang menyusui kamu.” (Qs. An-Nisaa” (4): 23). 
Pemutlakkan penyusuan ini mengindikasikan bahwa itu berlaku 
baik sedikit maupun banyak. Contohnya adalah hadits, 4 au 


LEa 3 7 


ii | a apu ú ang “| “Diharamkan karena penyusuan apa yang 
diharamkan karena nasab.” 

Keempat Dari Uqbah bin Al Harits: “Bahwa dia menikahi 
Ummu Yahya binti Abu Ihab, lalu datanglah seorang budak hitam, 
seraya berkata, “Aku telah menyusui kalian berdua’. Lalu aku 
menceritakan itu kepada Nabi &, lalu beliau berpaling dariku, 
maka aku menjauh, lalu aku menceritakan lagi itu kepadanya, 
maka beliau bertanya, Te wi TS Hy 3 S 4 “Bagaimana 
lagi karena dia telah mengaku bahwa dia telah menyusui kalian 
berdua.” Beliau pun melarangnya.” 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud, 
At-Tirmidzi, An-Nasaa`i dan Ad-Daraquthni. Jadi, Nabi & tidak 
mencari kejelasan tentang bagaimana prihal itu, dan tidak 
menanyakan tentang bilangannya. 
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Kelima: Hadits s$ 2 ú yi ELJ e au Y “Tidak ada 
yang mengharamkan dari penyusuan kecuali yang melebarkan 
lambung,” ini menunjukkan tidak mendasarkan pada lima kali, 
karena pelebaran itu bisa terjadi tanpa itu. 


Kami jawab sanggahan pertama, bahwa status ke- 
mutawatiran sebagai syarat itu tertolak, dan sanadnya adalah para 
pendahulu kami dari kalangan para imam gira'at seperti Hafsh 
dan Nafi’. Al Jazari dan yang lainnya telah mengulas tentang bab 
hujjah di dalam shalat mengenai gira'at Ibnu Mas'ud dan Ubay di 
antara bab-bab sifat shalat, dia dan sejumlah imam gira at menukil 
ijma’ berupa sesuatu yang menyelisihi klaim ini, dan penukilannya 
berupa hal yang tidak layak di sanggah. Lain dari itu, pensyaratan 
mutawatir mengenai ayat yang lafazhnya dihapus berdasarkan 
pendapat yang mensyaratkannya adalah tertolak. Begitu juga 
ketiadaan pembacaannya, dimana ketiadaan status hujjahnya tidak 
mengharuskan adanya pensyaratan mutawatir, karena hujjah itu 
ditetapkan dengan asumsi kepastian yang harus diamalkan. Para 
imam telah membaca dengan bacaan perseorangan dalam 
sejumlah masalah, di antaranya gira 'at Ibnu Mas'ud: abi NG Aas 


ers 


okt “Maka berpuasa tiga hari berturut-turut,” sedangkan 
qira`at Ubay: al a tsi af d 43 “Dan dia mempunyai saudara 
laki-laki atau saudara perempuan seibu." 

Jawaban untuk poin kedua adalah, bahwa statusnya tidak 
terpelihara, maka itu tertolak, bahkan Allah telah memeliharanya 
dengan periwayatan Aisyah, dan yang dianggap adalah 
terpeliharanya hukum tersebut. Kalaupun dianggap tidak lagi 


dibaca berdasarkan semua asumsi, maka itu sebagai Sunnah, 
karena sahabat meriwayatkannya dari Nabi @ walaupun 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab | 41 


disebutnya sebagai Al Qur`an. Jadi, itu memang berasal dari lisan 
beliau, dan itu cukup sebagai hujjah karena ditetapkan di dalam 
ushul, bahwa yang diriwayatkan oleh perseorangan jika itu 
dinafikan darinya sifat Al Qur'an, maka tidak serta merta 
menafikan wajibnya pengamalan, sebagaimana yang telah kami 
kemukakan. 


Jawaban untuk poin ketiga, bahwa kemutlakan penyusuan 
dibatasi dengan hadits-hadits yang menyebutkan bilangan 
penyusuan di dalam hadits Aisyah. 


Jawaban untuk poin keempat, bahwa tambahan penjelasan 
atas itu, yaitu yang dikatakan bahwa beliau tidak tidak meminta 
penjelasan, jelas ini menjadi patokan, dimana Ziyadah Ats-tsigah 
adalah hujjah, dan yang menetapkan adalah hujjah atas yang 
menafikan. Adakalanya tidak meminta penjelasan karena sudah 
ada penjelasan dari beliau & untuk kadar yang diharamkan. Lalu 
jawaban untuk poin kelima adalah sebagaimana jawaban kami 
untuk poin ketiga dan keempat. 


Apabila ini telah ditetapkan, maka apabila penyusuan yang 
mengharamkan itu sebanyak lima kali dan itu selama kurun dua 
tahun pertama, maka jika si anak menyusu yang kelima kalinya di 
masa umur dua tahun pertama, maka penyusuan itu menetapkan 
keharaman. Begitu pula hendaknya penyusuan itu terpisah-pisah. 
Demikian ini juga merupakan pendapat Ahmad. 


Batasan penyusuan sebagaimana yang kami katakan, yaitu 
tidak menghentikannya kecuali karena kehendak si anak sendiri. 
Sedangkan jika sang ibu menghentikannya karena sesak nafas atau 
untuk berpindah dari satu puting ke puting lainnya, atau karena 
sesuatu yang melalaikannya, atau si ibu yang menghentikannya, 
maka perlu ditinjau terlebih dahulu, apabila si anak tidak segera 
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kembali dalam waktu dekat, maka itu dihitung sebagai satu 
penyusuan, namun jika dia kembali lagi saat itu juga, maka 
mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Yang pertama adalah penyusuan, lalu 
jika dia kembali lagi, maka itu adalah penyusuan lainnya. Ini 
zhahirnya perkataan Ahmad di dalam riwayat Hanbal, karena dia 
mengatakan, “Tidakkah engkau lihat bayi menyusu dari puting, 
lalu ketika dia nafasnya tersedak, maka dia berhenti dari puting itu 
untuk bernafas atau beristirahat. Jika dia melakukan itu, maka itu 
adalah satu penyusuan. Demikian itu, karena yang pertama adalah 
penyusuan jka dia tidak kembali, maka menjadi satu penyusuan, 
namun jika dia kembali, maka sebagaimana jika dia menghentikan 
karena kehendaknya sendiri.” 


Pendapat Kedua: Semua itu adalah satu penyusuan kecuali 
dalam keadaan si ibu yang menghentikan, maka mengenai ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Karena, jika seseorang 
bersumpah untuk tidak makan hari ini kecuali satu kali, lalu dia 
makan dalam waktu lama atau menghentikan untuk minum air 
atau beralih ke jenis makanan lainnya atau menantikan 
dibawakannya makanan kepadanya, maka itu hanya dihitung satu 
kali makan, maka demikian juga di sini. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila si ibu yang 
menyusui ragu apakah dia telah menyusuinya ataukah 
tidak? atau apakah dia telah menyusuinya lima kali 
atau empat kali? maka tidak ditetapkan keharaman 
tersebut. Sebagaimana jika suami ragu apakah dia telah 
menthalak istrinya ataukah tidak? Dan apakah dia telah 
menthalak tiga ataukah dua thalak? 
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Pasal: Ditetapkan keharaman dengan wajuur 
(dituang ke tenggorokan, diminumkan, dicekok), karena 
mengantarkan susu ke bagian yang bisa dijangkau 
dengan penyusuan, dan dengan ini bisa menumbuhkan 
daging dan mengembangkan tulang sebagaimana yang 
dicapai dari penyusuan. Juga ditetapkan dengan sa 'uuth 
(dimasukkan ke hidung), karena ini juga merupakan 
jalan berbukanya orang yang berpuasa, maka menjadi 
jalan untuk pengharaman karena penyusuan 
sebagaimana halnya mulut. Lalu, apakah ditetapkan 
keharaman dengan penyuntikan? Mengenai ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Ditetapkan, berdasarkan apa 
yang kami sebutkan mengenai sa 'uuth. 


Pendapat Kedua: Tidak ditetapkan, karena 
penyusuan ditetapkan untuk menumbuhkan daging dan 
mengembangkan tulang, sedangkan penyuntikan itu 
dilakukan untuk diare. Apabila si anak menyusu dua 
kali, dicekoki sekali, dihirupkan ke hidung sekali dan 
disuntikan sekali, sementara kami katakan, bahwa 
penyuntikan menetapkan pengharaman, karena kami 
menetapkan semua itu seperti penyusuan dalam 
pengharaman, maka demikian juga dalam penyem- 
purnaan bilangannya. 


Pasal: Apabila si ibu memerah banyak susu dalam 
sekali perah lalu meminumkannya dalam lima waktu, 
maka yang di-nash adalah bahwa itu adalah satu 
penyusuan. 
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Ar-Rabi' berkata, “Mengenai ini ada pendapat 
lain, bahwa itu adalah lima penyusuan.” Di antara 
ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa ini 
dari takhrij Ar-Rabi'. Di antara ulama madzhab kami 
lainnya juga ada yang mengatakan, bahwa dalam hal ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Itu adalah lima penyusuan, 
karena dengan demikian terjadi seperti apa yang terjadi 
dengan lima penyusuan. 


Pendapat Kedua: Ini adalah satu penyusuan, dan 
inilah yang shahih, karena peminuman atau 
pencekokan adalah cabang dari penyusuan. Kemudian 
bilangan dalam penyusuan itu tidak terjadi kecuali 
dengan pemisahan yang lima kali itu, maka demikian 
juga dalam pencekokan. 


Jika si ibu memerah lima kali, lalu meminum- 
kannya sekaligus, maka mengenai ini ada dua riwayat 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di antara ulama 
madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa itu seperti 
dua pendapat Asy-Syafi'i pada masalah sebelumnya. 
Sementara di antara ulama madzhab kami lainnya ada 
juga yang mengatakan, bahwa itu adalah satu 
penyusuan, karena hanya diminum satu kali, sementara 
dalam masalah sebelumnya diminum lima kali. 

Jika si ibu memerah lima kali dan menempatkan- 
nya di sebuah bejana, kemudian memisahkannya dan 
meminumkannya lima kali, maka mengenai ini ada dua 
jalan riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 
Sementara di antara ulama madzhab kami ada yang 
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mengatakan, bahwa itu menetapkan keharaman dengan 
pasti, karena si ibu memerah dan meminumkan secara 
terpisah-pisah. Di antara ulama madzhab kami lainnya 
juga ada yang mengatakan, bahwa itu seperti dua 
pendapat Asy-Syafi'i, karena pemisahan yang terjadi 
dari pihak yang menyusui (yaitu yang dilakukan oleh ibu 
susuan) membatalkan hukumnya dengan cara menghim- 
punkannya di dalam satu bejana. 


Penjelasan: 


Apabila terjadi keraguan tentang adanya penyusuan atau 
bilangan penyusuan yang mengharamkan, apakah telah sempurna 
ataukah tidak? Maka tidak ditetapkan keharaman, karena asalnya 
adalah tidak ada, maka yang yakin tidak dapat dihilangkan dengan 
yang ragu. Sebagaimana jika keraguan tentang adanya thalak dan 
bilangannya. 


Cabang: Ditetapkan juga keharaman dengan wajur dan 
ladud, yaitu susu ibu diperah lalu dituangkan ke mulut anak bukan 
dengan kehendaknya sendiri. Jadi, wajur adalah menuangkan ke 
tengah mulut, sedangkan /adud adalah menuangkan ke salah satu 
dari dua bibirnya. Demikian pendapat semua ulama kecuali Atha” 


dan Daud, karena keduanya mengatakan itu menyebabkan 
keharaman. Dalil kami adalah sabda Nabi &, 


AAN ade 


“Penyusuan adalah yang mengenyangkan lapar." 


46 || A Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab 


Juga sabda beliau 3, 


A] cash, aa) Au 


“Penyusuan adalah yang menumbuhkan daging dan 
mengembangkan tulang,” 


Serta sabda beliau &, 
7 20 ge r PA - 3 -, á 
SNI GB G é JI 
“Penyusuan adalah yang melebarkan lambung.” 


Makna-makna ini terdapat di dalam wajur dan ladud, dan 
karena Nabi & memerintahkan Sahlah agar menyusui Salim, dan 
sebagaimana diketahui, bahwa beliau tidak memaksudkan agar 
Salim menyusu dari putingnya, karena dia sudah besar, sedangkan 
Sahlah adalah wanita asing baginya, maka bagaimana boleh dia 
melihat ke putingnya, sedangkan Sahlah adalah wanita asing 
baginya, maka diketahui bahwa yang beliau memaksudkan adalah 
wajur atau ladud. Ditetapkan juga keharaman karena sa'uth, yaitu 
menuangkan susu ibu di hidung si anak lalu sampai ke mulutnya 
atau perutnya. Di antara para ulama madzhab kami dari kalangan 
ulama Khurasan ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i seperti dalam masalah penyuntikan, 
dan yang masyhur adalah yang pertama. Sementara Atha` dan 
Daud mengatakan, bahwa itu tidak menetapkan keharaman. Yang 
menjadi dalil kami adalah, bahwa otak adalah tempat untuk 
makan. Dengan dalil, bahwa orang yang otaknya ringan, maka 
lemak dituangkan ke hidungnya agar sampai ke otaknya lalu 
melembabkannya. Maka terjadi keharaman karena susu dari 
wanita yang terjadi padanya seperti halnya mulut. 
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Apabila susu dituangkan ke telinga si anak lalu sampai ke 
otaknya, maka itu juga penyusuan, Namun jika tidak sampai ke 


otaknya, maka tidak menjadi penyusuan. Lalu, apakah keharaman 


itu ditetapkan dengan penyuntikan, yaitu memasukkan susu lewat 
dubur anak? Mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Menetapkan keharaman, dan ini 
merupakan pilihan Al Muzani. Karena dubur adalah jalan yang bisa 
mengantarkan makanan, maka terkait dengan keharaman karena 
susu wanita jika masuk ke dalamnya, maka ini sebagaimana halnya 
pada mulut. 


Pendapat Kedua: Tidak dapat menetapkan keharaman 
karenanya, dan ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, dan 
Ahmad, dimana ini lebih shahih berdasarkan sabda Nabi &, 


aah ra ai cu ar) “Penyusuan adalah yang 
menumbuhkan daging dan mengembangkan tulang.” 


Sedangkan dengan penyuntikan ini tidak terjadi hal itu, 
karena yang dimaksudkan dengan penyuntikan adalah untuk diare. 
Jika kami katakan, bahwa itu menetapkan keharaman, lalu si ibu 
menyusuinya sekali, mencekoki sekali, me-/adud (memasukkan ke 
salah satu bibirnya) sekali, memasukkan lewat hidung sekali, dan 
menyuntikannya sekali, maka terjadilah keharaman. Apabila si 
anak menderita luka pada bagian untuk makan lalu seseorang 
mengobatinya dengan susu manusia, maka Al @affal berkata, 
“Tidak terjadi penyusuan dengan itu.” Sementara Ash-Shaidalani 
mengatakan, “Itu seperti dua pendapat Asy-Syafi'i layaknya 
penyuntikan.” 
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Cabang: Apabila diperahkan susu dari seorang wanita lalu 
dicekokkan kepada anak, maka mengenai ini ada lima per- 
masalahan: 


Permasalahan Pertama: Diperahkan susu sekaligus lalu 
dicekokkan kepada si anak sekaligus, maka ini adalah satu kali 
penyusuan. 


Permasalahan Kedua: Diperahkan darinya lima kali dalam 
lima waktu, kemudian dicekokkan kepada si anak dalam lima 
waktu secara terpisah, yang mana susu dari setiap bejana diberikan 
dalam satu waktu, maka itu adalah lima penyusuan karena 
terpisahnya pemerahan dan pencekokan. 


Permasalahan Ketiga: Diperahkan darinya susu dalam 
jumlah yang banyak sekaligus, kemudian dicekokkan kepada si 
anak dalam lima waktu secara terpisah, maka Al Muzani dan Ar- 
Rabi menukil, bahwa itu adalah satu penyusuan. Ar-Rabi' berkata, 
“Mengenai ini ada pendapat lainnya, bahwa itu adalah lima 
penyusuan.” Para ulama madzhab kami berbeda pendapat 
mengenai itu: di antara ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, bahwa itu adalah satu penyusuan secara pasti 
sebagaimana yang telah kami nukil, dan apa yang dikemukakan 
oleh Ar-Rabi' adalah berasal dari takhrijnya, karena hal itu tidak 
terdapat di dalam kitab-kitab Asy-Syaff'i. 


Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang 
mengatakan, bahwa mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, 
karena Ar-Rabi' mengartikan bahwa dia mendengar itu darinya: 


Pendapat Pertama: Itu adalah lima penyusuan, ini 
berdasarkan sabda Nabi &, bli 44 #51 “Penyusuan adalah 
yang mengenyangkan lapar,” sedangkan susu ini bisa 
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menghilangkan lapar sebanyak lima kali, dan karena penyusuan itu 
seperti halnya makan. Juga sebagaimana diketahui, bahwa jika 
seseorang bersumpah tidak makan lima kali, lalu dia makan dari 
satu makanan sebanyak lima kali makan dalam lima waktu secara 
terpisah, berarti dia telah melanggar sumpah. Maka di sini juga 
dianggap lima penyusuan. 


Pendapat Kedua: Itu adalah satu penyusuan. Asy-Syaikhani 
berkata, “Ini yang lebih shahih.” Karena wajur (pencekokan) 
adalah cabang penyusuan. Sebagaimana juga telah diketahui, 
bahwa keharaman tidak terjadi di dalam penyusuan kecuali susu itu 
terpisah dari puting si ibu sebanyak lima kali dalam waktu yang 
berbeda, dan sampai ke perut si anak dalam lima waktu yang 
berbeda. Maka demikian juga dalam pencekokan, pasti terpisah 
lima kali pemisahan dan sampai lima kali dalam jangka waktu yang 
terpisah. 


Permasalahan Keempat: Apabila diperahkan susu darinya 
dalam lima waktu yang berbeda di lima bejana, lalu dicekokkan 
kepada si anak sekaligus, maka para ulama madzhab kami 
berbeda pendapat mengenai ini. Di antara ulama madzhab kami 
ada yang mengatakan, bahwa mengenai ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i seperti pada masalah sebelumnya, karena penyusuan butuh 
mengeluarkan susu dan memasukan susu, sehingga dapat 
dipastikan bahwa jika susu telah keluar dari wanita yang menyusui 
sekaligus dan mencekokkannya kepada si anak dalam beberapa 
kali, maka mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syaff'i. 


Begitu juga jika susu telah keluar darinya sebanyak lima kali 
dengan rentang waktu sekali dan sekali, maka dapat dipastikan 
hukumnya seperti dua pendapat Asy-Syafi'i. Di antara ulama 
madzhab kami lainnya juga ada yang mengatakan, bahwa itu 
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adalah satu penyusuan dengan pasti, karena pada masalah 
sebelumnya, susu sampai ke perut anak lima kali, sedang di sini 
susu itu tidak sampai ke dalam perutnya kecuali sekali. 


Permasalahan Kelima: Susu diperah dalam lima waktu 
secara terpisah, yang mana setiap kalinya dimasukkan ke dalam 
sebuah bejana, kemudian susu itu dicampur di dalam satu bejana 
dan dicekokkan kepada si anak dalam lima waktu secara terpisah. 
Mengenai ini, para ulama madzhab kami berbeda pendapat, 
dimana Abu Ishag berkata, “Itu adalah lima penyusuan dengan 
pasti. Karena susu terpisah dari si wanita dalam lima waktu, dan 
sampai kepada si anak dalam lima waktu, dimana pencampuran 
itu tidak berdampak apapun.” 


Di antara ulama madzhab kami lainnya ada juga yang 


mengatakan, bahwa mengenai ini ada dua riwayat pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Pemisahan dalam pemerahan telah 
membatalkan hukumnya karena adanya pencampuran, dan pada 
masing-masing peminuman pada si anak adalah satu bagian dari 
setiap pemerahan. Sebagaimana jika si wanita memerahnya 
sekaligus lalu meminumkannya dalam lima waktu, maka salah satu 
riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini adalah seperti dua 
pendapat Asy-Syafi'i. 


| Pendapat Kedua: Itu adalah satu penyusuan dengan pasti. 


Cabang: Apabila dua wanita memerah susu dari mereka 
di dalam satu bejana lalu meminumkannya atau mencekokkannya 
kepada si anak, kemudian memerah lagi dari keduanya di dalam 
satu bejana dalam satu waktu lalu meminumkannya kepada si anak 
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hingga terjadi lima kali, maka terjadilah lima kali penyusuan dari 
masing-masing keduanya, dimana si anak menjadi anak mereka, 
karena di dalam perutnya telah ada susu dari masing-masing dari 
kedua ibu itu hingga lima kali. 


Cabang: Sa'uth (memasukkan lewat hidung) dan wajur 
(mencekoki) adalah seperti menyusui, maka apabila seseorang 
menuangkan susu di hidung anak dari bejana atau lainnya, atau 
menuangkan ke tenggorokannya tidak dari puting susu, maka 
hukum kedua cara ini sama dengan hukum menyusui. Ada 
perbedaan riwayat dari Ahmad tentang keharaman hal tersebut 
lantaran kedua cara ini, dimana riwayat yang lebih shahih adalah, 
bahwa itu menyebabkan keharaman, sebagaimana yang dikemuka- 
kan oleh Ibnu Qudamah. Ini juga merupakan pendapatnya Asy- 
Sya'bi, Ats-Tsauri, dan para ulama madzhab Hanafi, dimana ini 
juga merupakan pendapat Malik mengenai wajur (mencekoki), 
namun dia tidak mengatakan tentang sa 'uth (memasukkan lewat 
hidung). 


Riwayat kedua dari Ahmad, bahwa kedua hal itu tidak 
menyebabkan keharaman, dan ini merupakan pilihan Abu Bakar 
dari kalangan sahabat Ahmad dan Daud bin Ali. Sedangkan 
pendapat Atha Al Khurasani mengenai sa'uth, bahwa ini 
bukanlah penyusuan, dimana Allah & dan Rasul-Nya hanya 
mengharamkan karena penyusuan. Alasan lainnya adalah karena 
ini terjadi bukan dari penyusuan, maka ini menyerupai jika masuk 
lewat luka ke dalam tubuh. 


Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dari 
Nabi &, 
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Dan egf, hai af UPI 


“Penyusuan adalah yang mengembangkan tulang dan 
menumbuhkan daging.” 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. 


Karena dengan ini, susu sampai dengan penyusuan dan 
dengannya terjadi penumbuhan daging dan pengembangan tulang 
sebagaimana yang terjadi dengan penyusuan, maka harus 
disamakan dalam hal menyebabkan keharaman. Hidung adalah 
jalan terbuka bagi yang berpuasa, maka itu juga merupakan jalan 
untuk penyebab keharaman ini. 


Apabila ini telah ditetapkan, maka karena itu 
diharamkanlah apa yang diharamkan lantaran adanya penyusuan, 
yaitu lima kali dalam riwayat yang masyhur. Sebab, itu adalah 
cabang pada penyusuan sehingga diambil hukumnya. Apabila si 
anak menyusu dan genap lima kali dengan sa'uth (melalui hidung) 
atau wajur (diminumkan atau dicekok), maka dia sebagaimana 
anak yang genap disusui lima kali, dan menyebabkan keharaman. 
Karena kami menetapkannya seperti penyusuan dalam hal asal 
pengharamannya. Maka, begitu juga dalam kesempurnaan 
bilangannya, sehingga jika diperahkan susu pada suatu bejana 
dalam satu waktu sekaligus lalu diminumkan kepada si anak dalam 
lima waktu, maka yang di-nash adalah: bahwa itu adalah satu 
penyusuan. 


Ar-Rabi' berkata, “Mengenai ini ada pendapat lain, bahwa 
itu adalah lima penyusuan.” Para ulama madzhab kami berbeda 
pendapat: di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan 
bahwa ini bukan pendapat Al Imam, tetapi ini dari takhrij Ar-Rabi'. 
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Di antara ulama madzhab kami lainnya juga ada yang 
menganggapnya sebagai dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Itu adalah lima kali, karena dengannya 
tercapai apa yang tercapai dengan lima penyusuan. Demikian juga 
pendapat Ahmad, karena standarnya adalah minumnya si anak, 
sebab hal itu yang menyebabkan adanya keharaman. Alasan 
lainnya adalah karena jika seseorang memakan lima kali dari satu 
jenis makanan secara terpisah-pisah, maka itu dianggap telah 
memakan lima kali makan. 


Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa kadar yang 
dianggap untuk satu penyusuan adalah jika itu dibagi menjadi lima 
bagian, maka itu tidak lebih hanya menjadi satu penyusuan. Juga 
yang menjadi ukurannya adalah dengan penyusuan, sementara 
pencekokan itu adalah cabangnya. Sementara ulama madzhab 
Hanbali membalikkan dalam kedua bentuk ini. 


Sedangkan jika si ibu susu meminumkan susu kepadanya 
semua susu dari lima penyusuan dengan anggapan tegukan demi 
tegukan secara berturut-turut, maka mengenai ini ada dua riwayat 
pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang menjadikannya 
seperti masalah sebelumnya dalam hal pencekokan lima kali dari 
satu penyusuan. Zhahir perkataan Al Kharazi dari kalangan para 
ulama madzhab Hanbali, bahwa itu adalah satu penyusuan, karena 
yang dianggap adalah lima penyusuan secara terpisah, sedangkan 
ini tidak terpisah. Dimana pemisahan yang terjadi dari pihak ibu 
yang menyusui itu membatalkan hukumnya dengan 
menghimpunnya dalam satu bejana. 
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Sedangkan penyuntikan, jika kami katakan bahwa itu 
menyebabkan keharaman sebagaimana sa'uth (lewat hidung), 
maka ini termasuk hukum penyusuan dengan makna, bahwa jika si 
anak menyusu dari puting susu seorang ibu dua kali penyusuan, 
dengan sa'uth (lewat hidung) satu kali, dengan wajur (dicekok atau 
diminumkan lewat mulut) satu kali, dan disuntikkan satu kali, maka 
ini menjadi lima kali dan sempurna pengharaman tersebut. 
Demikian juga pendapat Ibnu Hamid dari kalangan ulama 
madzhab Hanbali dan Ibnu Abi Musa. 


Sedangkan pendapat yang di-nash dari Ahmad, bahwa ini 
tidak mengharamkan. Ini juga yang menjadi madzhab Abu Hanifah 
dan Malik, karena ini bukanlah penyusuan, dimana dengan ini 
tidak terjadi pemberian makan, sehingga tidak menyebabkan 
terjadinya keharaman, sebagaimana jika diteteskan pada saluran 
kencingnya. 


Alasan lainnya adalah, karena itu bukan penyusuan dan 
tidak termasuk ke dalam maknanya, maka tidak boleh menetapkan 
hukum penyusuan pada perkara ini. Beda halnya dengan bukanya 
orang yang berpuasa, karena dalam bukanya (batalnya) orang 
berpuasa tidak ada ukuran menumbuhkan daging . dan 
mengembangkan tulang. Alasan lainnya adalah karena susu ini 
sampai ke perut tidak melalui tenggorokan, maka itu menyerupai 
masuk melewati celah luka. 


Kami pernah menanyakan kepada anak kami At-Tagiy Dr. 
Usamah Amin Farraj, lalu dia pun menjawab, bahwa jika kita 
memberi suntikan susu kepada anak lewat anus, maka itu tidak 
memberikan suplai makanan kepada tubuh kecuali sangat sedikit 
ketika masih berada di dalam perutnya dalam waktu yang lama. 
Dimana tidak dapat digiyaskan dengan sisi apa pun yang dapat 
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difahami bagaimana dan apanya. Sedangkan jika turun dari itu, 
maka apa yang telah dikonsumsinya itu tidak kembali kepadanya. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila susu 
dipadatkan (dibuat keju) lalu si anak diberi makan ini, 
maka itu menyebabkan keharaman, karena dengan ini 
terjadi apa yang terjadi oleh susu, yaitu penumbuhan 
daging dan pengembangan tulang. 


Pasal: Apabila susu dicampur dengan air atau 
benda padat lalu disuapi kepada si anak, maka ini 
menyebabkan keharaman. Diceritakan dari Al Muzani, 
bahwa dia berkata, "Apabila susu lebih dominan, maka 
itu menyebabkan keharaman, namun jika susu tersebut 
tidak dominan, maka itu tidak menyebabkan 
keharaman. Karena dominasi campuran yang ada 
menghilangkan nama dan makna yang dimaksudnya. 
Pendapat ini salah, karena apa yang terkait dengan 
pengharaman; jika susu itu dominan, maka itu masih 
memiliki keterkaitan dengannya. Namun jika susu itu 
tidak dominan, maka itu seperti halnya najis di air yang 
sedikit. 

Pasal: Apabila si anak meminum susu seorang 
wanita yang telah meninggal dunia, maka itu tidak 
menyebabkan keharaman, karena itu bermakna 
memastikan pengharaman selamanya sehingga gugur 
karena kematian sebagaimana persetubuhan. 


Pasal: Tidak ditetapkan keharaman tersebut 
karena susu binatang. Maka jika ada dua anak 
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meminum dari susu seekor kambing, maka itu tidak 
menyebabkan keharaman di antara keduanya lantaran 
penyusuan ini, sebab pengharaman itu secara syar'i, 
sedangkan syari'at hanya memaksudkan pada susu 
manusia. Susu binatang tidak seperti susu manusia 
dalam menyebabkan keharaman tersebut, dimana susu 
binatang lebih rendah daripada susu manusia dalam 
memperbaiki tubuh, sehingga tidak dikaitkan dengan 
keharaman. 


Alasan lainnya adalah, karena persaudaraan 
adalah cabang dari keibuan. Maka jika keibuan tidak 
ditetapkan dengan penyusuan ini, maka tidak 
ditetapkannya persaudaraan justru lebih utama. Dan 
juga tidak ditetapkan keharaman karena susu laki-laki. 


Al Karabisi mengatakan, “Ditetapkan (keharaman) 
karena susu laki-laki.” Pendapat ini salah, karena 
susunya tidak dijadikan makanan bagi bayi, sehingga ini 
tidak menyebabkan keharaman, sebagaimana halnya 
susu binatang. 


Jika susu seorang banci itu keluar, lalu seorang 
anak menyusu darinya, kemudian jika diketahui bahwa 
banci itu laki-laki, maka tidak menyebabkan keharaman, 
namun jika diketahui bahwa dia adalah wanita, maka itu 
menyebabkan keharaman. Apabila sulit dipastikan, 
maka Abu Ishag berkata, “Jika kaum wanita 
mengatakan, bahwa susu deras ini hanyalah susu 
wanita, maka dia dihukumi wanita, dan bahwa susunya 
itu menyebabkan keharaman.” 
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Di antara ulama madzhab kami ada juga yang 
mengatakan, “Susu tidak dijadikan bukti, karena 
adakalanya susu laki-laki juga memancar.” Maka 
berdasarkan ini, perkara yang menyusui pada susunya 
itu dihentikan sebagaimana perkaranya di-tawagguf- 


kan. 


Pasal: Apabila seorang perawan atau seorang 
janda tak bersuami mengeluarkan susu, lalu dia 
menyusui seorang anak, maka ditetapkan keharaman di 
antara keduanya karena penyusuan ini, sebab susu 
wanita adalah makanan bagi anak-anak. Jika susu 
seorang wanita mengalir kepada seorang anak hasil 
zina, lalu dia menyusui seorang anak lainnya, maka 
ditetapkan keharaman di antara keduanya karena 
penyusuan, sebab penyusuan itu mengikuti nasab, 
kemudian nasab itu ditetapkan di antara itu, dimana 
tidak ditetapkan antara si anak dan si pezina, maka 
demikian juga keharaman karena penyusuan. 


Penjelasan: 


Apabila diperahkan susu dari seorang wanita lalu 
dipadatkan, atau dimasak, atau dijadikan keju lalu dimakankan 
kepada anak yang berusia kurang dari dua tahun sebanyak lima 
kali secara terpisah, maka itu menyebabkan keharaman. Abu 
Hanifah berkata, “Itu tidak menyebabkan keharaman.” Dalil kami 
adalah, sabda Nabi &, EA Ke HARA “Penyusuan itu yang 
mengenyangkan lapar.” Dimana penyusuan itu adalah hal yang 
dapat yang menumbuhkan daging dan mengembangkan tulang. 


58 || AlMajmu'Syarah Al Muhadzdzab 


Makna ini terdapat pada susu wanita walaupun telah berubah 
sifatnya, sebagaimana yang kami sebutkan. 


Cabang: Apabila susu wanita dicampur dengan air atau 
madu atau lainnya lalu diminumkan kepada si anak sebanyak lima 
kali dalam lima waktu berbeda: jika susu lebih dominan, yaitu lebih 
banyak daripada yang dicampurinya, maka itu menyebabkan 
keharaman. Namun jika air atau madu yang lebih dominan, yaitu 
lebih banyak daripada susunya: jika susu itu habis oleh yang 
mencampurinya: yaitu jika sesuatu dari yang mencampurinya 
sampai ke perut anak, maka tidak dapat dipastikan bagian ada 
bagian susu yang sampai ke perutnya, sehingga itu tidak 
menyebab-kan keharaman. 


Apabila susunya tidak habis, yaitu jika ada sesuatu dari yang 
mencampuri susu itu sampai ke perut anak dipastikan bagian ada 
bagian dari susu yang sampai bersamanya, maka itu menyebabkan 
keharaman. Ini merupakan nukilan Syaikh Abu Hamid dan ulama 
Baghdad dari kalangan ulama madzhab kami. 


Sementara Al Mas'udi dan Ath-Thabrani mengatakan, 
“Apabila susu wanita dicampur dengan suatu cairan, dan 
diminumkan kepada anak sebanyak lima kali secara terpisah, 
maka mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Itu menyebabkan keharaman bagai- 
mana pun kondisinya. | 


Pendapat Kedua: Apabila susu lebih dominan, maka itu 
menyebabkan keharaman, namun jika tidak dominan, maka itu 
tidak menyebabkan keharaman. 
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Jika sedikit dari susu wanita jatuh ke dalam dua gullah air, 
lalu semuanya diminumkan kepada anak, maka mengenai ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Terkait dengan keharaman, karena 
kami yakin ada susu di dalamnya. 


Pendapat Kedua: Tidak terkait dengan keharaman, karena 
susunya telah habis di dalamnya. Apabila susu seorang wanita itu 
jatuh ke dalam air yang kurang dari dua gullah, maka jika 
semuanya itu diminumkan kepada anak, maka itu masih memiliki 


keterkaitan dengan keharaman, namun jika diminumkan sebagian : 


dan dimaksudkan untuk lima kali, maka mengenai ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Terkait dengan keharaman, karena 
dihukumi sampainya ke semua air, dengan dalih bahwa jika ada 
najis yang jatuh, maka itu menajisi semuanya. 


Pendapat Kedua: Tidak terkait dengan keharaman, karena 


kemungkinan susu itu pada bagian yang tersisa. Abu Hanifah 
berkata, “Apabila susu dicampur dengan makanan atau minuman 
atau madu, maka itu tidak menyebabkan keharaman, baik susu itu 
dominan pada apa yang dicampurinya ataupun habis di 


dalamnya.” Apabila susu dicampur dengan obat, jika susunya 


dominan, lalu diminumkan kepada anak sebanyak lima kali secara 
terpisah, maka itu menyebabkan keharaman, namun jika susunya 
tidak dominan bahkan habis, maka itu tidak menyebabkan 
keharaman. Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa susu yang 
sampai ke perut si anak adalah susu manusia dalam lima waktu 
secara terpisah, maka itu masih memiliki keterkaitan dengan 
keharaman tersebut, sebagaimana halnya jika susu itu dominan. 
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Cabang: Apabila susu dicampur dengan yang lainnya, 
maka hukumnya adalah hukum susu murni yang tidak dicampur 
dengan yang lainnya. Demikian pendapat Al Khiragi dari kalangan 
ulama madzhab Hanbali. Sementara Abu Bakar mengatakan, 
“Yang lebih tepat adalah pendapat Ahmad, bahwa itu tidak 
menyebabkan keharaman, karena itu adalah pencekokan.” 
Pengarang menuturkan dari Al Muzani, “Apabila susu lebih 
dominan, maka itu menyebabkan keharaman, namun jika itu tidak 
lebih dominan, maka tidak manyebabkan keharaman.” Ini juga 
yang menjadi pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Hamid, karena 
hukumnya bagi yang dominan, dan karena yang dominan itu 
menghilangkan nama (sebutan) dan makna yang dimaksudnya. Ini 
senada dengan pendapat para ulama madzhab Hanafi, dimana 
mereka menambahkan dengan mengatakan, “Jika api telah 
menyentuh susu hingga mematangkan makanan, atau hingga 
berubah, maka itu bukan sebagai penyusuan.” Pendapat ini salah, 
karena manakala susunya tampak dominan, maka telah terjadi 
proses meminumnya, dan dari situ dapat menumbuhkan daging 
dan mengembangkan tulang, sehingga menyebabkan keharaman 
sebagaimana halnya jika air yang dominan. 


Ibnu Qudamah berkata, “Apabila dituangkan ke dalam air 
yang banyak dan airnya tidak berubah karenanya, maka itu tidak 
menyebabkan keharaman. Karena ini bukan susu campur, dan 
tidak menjadi makanan, serta tidak menumbuhkan daging dan 
tidak pula mengembangkan tulang.” Pendapat ini salah, karena 
yang terkait dengan keharaman itu jika dia dominan, namun 
manakala tidak dominan itu pun juga terkait dengan keharaman. 
Dan karena sedikit khamer dimasukkan ke dalam air walaupun 
tidak sampai merubah air tersebut, maka haram meminumnya, 
kecuali jika menguap dan habis dampak Ahamernya. Alasan 
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lainnya adalah, karena bagian-bagian susu itu masuk ke dalam 
perutnya, sehingga menyerupai jika suatu warna itu tampak. 


Cabang: Apabila seorang wanita meninggal dunia, lalu si 
anak menyusu darinya setelah wanita itu meninggal, atau 
diperahkan susu darinya setelah kematiannya lalu diminumkan 
kepada seorang anak, maka itu tidak terkait dengan keharaman. 
Sementara Malik, Al Auza'i dan Abu Hanifah mengatakan, bahwa 
itu terkait dengan keharaman. Dalil kami, bahwa penyusuan 
adalah makna yang menyebabkan keharaman selamanya, maka 
keharaman itu tidak terkait dengannya setelah kematian, 
sebagaimana persetubuhan syubhat. Demikian itu, jika seseorang 
menyetubuhi wanita yang telah meninggal dunia karena syubhat, 
maka itu tidak menyebabkan keharaman mushaharah. 


Apabila seorang anak menyusu dari seorang wanita 
sebanyak empat kali di masa hidupnya, kemudian diperahkan 
darinya ke dalam sebuah bejana di masa hidupnya, lalu setelah 
wanita itu meninggal susu perahan ini diminumkan kepada si anak, 
maka ini menyebabkan keharaman. Karena pertumbuhan daging 
dan pengembangan tulang terjadi dengan meminum susu itu. 
Maka ini sebagaimana jika si anak mengulum puting dan mengisap 
susu darinya hingga masuk ke mulutnya, lalu si wanita itu 
meninggal dunia, kemudian si anak menelannya, maka ini 
menyebabkan keharaman, maka demikian juga dalam perkara ini 
yang hukumnya seperti itu. 


Apabila diperahkan susu dari seorang wanita, lalu ada najis 
yang mengenainya, kemudian diminumkan kepada anak, maka 
Syaikh Abu Hamid berkata, “Ini masih berkaitan dengan 
keharaman.” Perbedaan antara ini dan yang diambilkan dari 
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wanita yang telah meninggal dunia adalah, bahwa susu ini tadinya 
suci, hanya saja tercampuri najis, sehingga tidak menghalangi 
penetapan keharaman padanya, sedangkan susu dari wanita yang 
telah meninggal, zatnya najis sehingga tidak menyebabkan 
keharaman. 


Cabang: Apabila susu wanita yang telah meninggal 
diminum, maka itu tidak menyebabkan keharaman. Demikian 
pendapat Al Khalal. Karena, itu bukan susu yang terkait dengan 
peranakan, sehingga tidak terkait dengan keharaman sebagaimana 
halnya susu laki-laki. Yang dicatatkan dari Ahmad di dalam riwayat 
Ibrahim Al Harbi, bahwa itu menyebabkan keharaman. Ini juga 
yang merupakan pendapat Abu Tsaur, Al Auza'i, Ibnu Al Qasim, 
para ulama madzhab Hanafi dan Ibnu Al Mundzir. Dan perkara ini 
di-tawaggufkan darinya dari Ahmad dalam satu riwayat darinya. 


Apabila diperahkan susu seorang wanita di dalam sebuah 
bejana, kemudian wanita itu meninggal dunia, lalu seorang anak 
meminumnya, maka itu menyebabkan keharaman menurut 
pendapat semua yang mengatakan bahwa pencekokan itu 
menyebabkan keharaman. Demikian juga pendapat Ahmad di 
dalam salah satu dari dua riwayat darinya, Abu Tsaur, para ulama 
madzhab Hanafi dan lain-lain. Demikian itu, karena susu itu adalah 
susu si wanita ketika dia masih hidup, sehingga itu menyerupai jika 
diminum ketika dia masih hidup. 


Cabang: Apabila susu wanita yang telah meninggal dunia 
diminum, maka itu tidak menyebabkan keharaman. Oleh karena 
itu, jika dua anak meminum dari susu seorang binatang, maka 
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kedua anak ini tidak lantas menjadi saudara menurut pendapat 
umumnya ahli ilmu, di antaranya: Ahmad, Ibnu Al Qasim, Abu 
Tsaur dan ulama madzhab Hanafi. Jika kedua anak itu menyusu 
dari seorang lelaki, maka keduanya tidak menjadi saudara, dan itu 
tidak menyebabkan keharaman di antanya si laki-laki ini dan kedua 
anak ini menurut pendapat umumnya ahli ilmu. 


Al Karabisi berkata, “Ini terkait dengan keharaman, karena 
ini adalah susu manusia laki-laki sehingga menyerupai susu 
manusia perempuan.” Diceritakan dari sebagian salaf terdahulu, 
bahwa apabila kedua anak itu menyusu dari susu seekor binatang, 
maka keduanya menjadi saudara. Ini tidak benar, karena ini tidak 
terkait dengan haramnya keibuan, sehingga ini tidak menyebabkan 
keharaman sebagai saudara, karena persaudaraan adalah cabang 
dari keibuan. Begitu juga tidak terkait dengan keharaman sebagai 
bapak karena hal itu. Alasan lainnya adalah, karena susu ini tidak 
diciptakan untuk makanan bayi, maka ini tidak terkait dengan 
keharaman, sebagaimana makanan-makanan lainnya. 


Apabila susu dari seorang banci yang tidak jelas (khuntsa 
musyikil itu keluar, maka itu tidak dapat menyebabkan 
keharaman, karena tidak dipastikan bahwa dia wanita sehingga 
tidak ditetapkan keharaman dengan keraguan. Ibnu Hamid 
berkata, “Perkaranya di-tawaggufkan dengan ditetapkan 
keharaman hingga tersingkap perihal banci ini adalah laki-laki.” 
Sementara Abu Ishag Al Marwazi berkata, “Bila kaum wanita 
mengatakan bahwa susu yang deras seperti ini hanya susu wanita, 
maka dihukumi wanita, dan bahwa susunya menyebabkan 
keharaman.” 


Sebagian ulama madzahab kami mengatakan, bahwa susu 
itu tidak menunjukkan status laki-laki dan perempuan, karena 
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adakalanya lelaki itu mengeluarkan susu dengan deras sederas susu 
perempuan beserta unsur-unsur yang biasa ada dari perempuan. 
Berdasarkan ini maka kami sependapat dengan pendapat Ibnu 
Hamid, dan itu merupakan pendapat Asy-Syirazi dalam masalah 
ini. 


Cabang: Apabila susu dari seorang wanita itu keluar, baik 
janda maupun perawan, tidak dari akibat persetubuhan, lalu 
disusukan kepada seorang anak, maka itu menyebabkan 
keharaman. Demikian pendapat Ibnu Hamid, Malik dalam salah 
satu dari dua riwayat dari Ahmad, dimana ini juga merupakan 
madzhab Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan para ulama madzhab Hanafi, 
serta semua yang disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir, berdasarkan 


firman Allah &, 


“Jbu-ibumu yang menyusui kamu.” (Qs. An-Nisaa' (4): 23). 


Alasan lainnya adalah, karena itu adalah susu wanita, maka 
terkait dengan keharaman, sebagaimana apabila susu itu keluar 
akibat persetubuhan. Dan karena susu kaum wanita diciptakan 
sebagai makanan bagi bayi, walaupun ini jarang terjadi, namun 
jenisnya sama. | 


Masalah: Syarat penyebab keharaman antara anak yang 
menyusu dengan lelaki yang menyebabkan keluarnya susu karena 
persetubuhannya adalah hendaknya itu adalah susu kehamilan 
yang dikaitkan kepada yang menyetubuhi, baik persetubuhan itu di 
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dalam pernikahan ataupun kepemilikan (pada budak perempuan) 
atau nikah syubhat Sedangkan susunya dari pezina atau yang 
tidak mengakui anak dengan Han, maka tidak menyebabkan 
keharaman di antara keduanya. Ini madzhab kami, dan demikian 
juga yang dikatakan oleh Abu Abdullah bin Hamid dan Al Kharagi 
dari kalangan para sahabat Ahmad. Sementara Abu Bakar bin 
Abdul Aziz dari kalangan mereka mengatakan, “Itu menyebabkan 
keharaman di antara anak yang menyusu dan si pezina, atau yang 
tidak mengakui anak dengan /'an. Karena, itu mengandung makna 
yang menyebabkan keharaman, maka menjadi sama dalam hal 
boleh dan tidak bolehnya seperti halnya persetubuhan.” Ini 
- dikuatkan, bahwa jika dari lelaki yang menyebutuhi itu terjadi susu 
dan anak, kemudian anak menyebabkan keharaman antara dirinya 
dengan yang menyetubuhi itu, maka begitu juga susu. Alasan 
lainnya adalah, karena itu adalah penyusuan yang. disepakati 
menyebabkan keharaman kepada yang menyusui, maka itu 
menyebabkan keharaman kepada yang menyetubuhi, | dan ini 
adalah bentuk jima’ ulama. is 


Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa keharaman antara 
keduanya adalah cabang dari keharamannya kebapakan, maka 
karena tidak ditetapkan keharamannya kebapakan, maka tidak 
ditetapkan pula keharaman dari apa yang merupakan cabangnya. 


Sedangkan wanita yang menyusui, maka si anak yang 
menyusu itu diharamkan baginya dan dinisbatkan kepadanya pada 
semuanya. Begitu juga semua anak-anak dan kerabat dari wanita 
ini yang diharamkan baginya juga diharamkan bagi si anak yang 
menyusu ini, sebagaimana dalam penyusuan dengan susu yang 
diperbolehkan. 
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Cabang: Apabila seorang lelaki mengeluarkan susu, lalu 
disusukan kepada seorang anak yang berumur kurang dari dua 
tahun sebanyak lima kali secara terpisah-pisah, maka itu tidak 
menyebabkan keharaman. Al Karabisi berkata, “Itu menyebabkan 
keharaman sebagaimana halnya susu wanita.” Dalil kami adalah 


firman Allah &, 


Handa "... 27 
SI Sa ANAY 


“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya.” (Qs. Al 
Baqarah (2): 233). 


Allah telah menetapkan penyusuan yang terkait dengan 
hukum yaitu dari kalangan ibu, sedangkan lelaki ini bukan 
bapaknya dan bukan jenis ibu sehingga penyusuannya itu tidak 
terkait dengan hukum. Alasan lainnya adalah, karena susunya itu 
tidak dijadikan sebagai makanan bayi, maka tidak terkait dengan 
keharaman, seperti halnya susu binatang. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Dan karena itu adalah masjid, 
dan digiyaskan padanya susu wanita yang telah meninggal dunia.” 
Apabila seorang Kkhutsa musykil (banci yang tidak jelas) 
mengeluarkan susu lalu dia menyusui seorang anak, sementara 
kami katakan, bahwa susu lelaki itu tidak terkait dengan 
keharaman, maka para ulama madzhab kami berbeda pendapat 
mengenai ini. Abu Ishag Al Marwazi mengatakan, “Kaum wanita 
melihatnya, apabila mereka mengatakan bahwa susu yang deras. . 
seperti ini hanya susu wanita dan tidak keluar susu lelaki seperti ini 
tetapi hanya berasal dari wanita, maka hilanglah hukum ketidak 
jelasannya, dan si banci dihukumi sebagai wanita, dan susunya . 
diperlakukan sebagai susu wanita. Namun jika mereka 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 67 


mengatakan, bahwa adakalanya lelaki itu mengeluarkan susu, 
maka perkara anak yang menyusu ini di-tawaggufkan.” Mayoritas 
ulama madzhab kami mengatakan, bahwa ketidak jelasannya itu 
tidak hilang dengan status susu, tetapi perkara anak yang menyusu 
di-tawaggufkan. Jika ternyata banci itu adalah wanita, maka 
penyusuan tersebut masih terkait dengan keharaman, namun jika 
ternyata dia adalah lelaki, maka penyusuan itu tidak terkait dengan 
keharaman. Karena adakalanya susu keluar dari laki-laki 
sebagaimana keluar dari wanita. 


Diceritakan dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, “Aku 
melihat seorang lelaki menyusui di majelis Harun Ar-Rasyid.” 
Apabila banci ini meninggal dunia sebelum hilang ketidak 
jelasannya, maka yang menjadi pendapat madzhab adalah, bahwa 
itu tidak menyebabkan keharaman karena penyusuannya, karena 
asalnya tidak ditetapkan keharaman. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seorang 
wanita menyusui seorang anak, dimana susu ini dari 
seorang suami, lalu sang suami menthalaknya, 
kemudian dia menikah dengan suami lainnya, maka 
susu ini milik suami yang pertama hingga si wanita 
hamil dari suami yang kedua, dan juga sampai kepada 
keadaan keluarnya susu karena kehamilan ini. Jika 
wanita ini menyusui seorang anak, maka anak ini 
menjadi anak suami pertamanya, baik ada susu 
tambahan maupun tidak, terhenti kemudian kembali 
ataupun tidak terhenti. Karena tidak ada sebab 
terjadinya susu ini selain suami pertama. Apabila 
kehamilan dari suami yang kedua sampai kepada 
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keadaan turunnya susu akibat kehamilan ini, maka jika 
susu tidak bertambah, maka itu adalah dari suami 
pertama. Lalu apabila wanita ini menyusui seorang 
anak dengan susu ini, maka anak ini menjadi anak dari 
suami yang pertama, karena susunya tidak berubah, 
namun jika bertambah lalu dia menyusui seorang anak, 
maka mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i: 


Dalam gaul qadim, Asy-Syafi'i mengatakan, 
bahwa itu adalah anak mereka berdua (suami pertama 
dan kedua), karena. zhahirrnya bahwa tambahan itu 
akibat kehamilan, dan anak yang menyusu dengan susu 
keduanya itu menjadi anak dari keduanya. 


Sedangkan dalam qaul jadid Asy-Syafi'i 
mengatakan, bahwa itu adalah anak suami pertama. 
Karena susu itu dari suami pertama. Bisa jadi juga 
tambahan itu karena kelebihan makanan, dan bisa jadi 
karena faktor kehamilan, namun yang diyakini tidak 
dihilangkan dengan keraguan. Jika susu terhenti 
kemudian kembali lagi di waktu biasanya keluar susu di 
saat hamil, lalu si wanita menyusui seorang anak 
tersebut dengan susu ini, maka mengenai ini ada tiga 
pendapat: 


Pendapat Pertama: Itu adalah anak dari suami 
pertama, karena susu diciptakan sebagai makanan bayi 
selain dari kehamilan, dimana si anak terkait dengan 
suami yang pertama sehingga anak yang menyusu 
dengannya adalah anaknya. 


Pendapat Kedua: Itu dari suami yang kedua, 
karena susu dari suami pertama telah terhenti, maka 
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zhahir-nya bahwa itu terjadi karena kehamilan, dimana 
kehamilan ini dari suami yang kedua, maka anak yang 
menyusu dengan susu ini adalah anaknya (suami kedua). 


“ Pendapat Ketiga: Itu adalah anak keduanya 
(suami pertama dan kedua), karena masing-masing dari 
keduanya itu memiliki tanda yang menunjukkan, bahwa 
itu adalah susunya, maka anak yang menyusu dengan 
susu ini sebagai anak mereka berdua. Apabila si wanita 
melahirkan kandungan dan menyusui seorang anak, 
maka anak yang disusuinya ini adalah anak suami yang 
kedua dalam semua keadaannya baik susu itu 
bertambah ataupun tidak, baik berkelanjutan ataupun 
terputus lalu kembali, karena kebutuhan bayi kepada 
susu menghalangi terjadinya susu dari orang lain. 


Penjelasan: 


Apabila sang anak disusui dari seorang suami yang 
menthalaknya, lalu dia menikah lagi dengan suami lainnya, maka 
tidak lepas dari lima kondisi: 

Kondisi Pertama: Tetapnya susu suami yang pertama 
dengan keadaannya, tidak bertambah dan tidak berkurang, serta 
tidak melahirkan dari suami yang kedua. Maka itu adalah milik 
suami pertama, baik si wanita itu hamil dari suami yang kedua 
ataupun tidak. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan 
pendapat mengenai ini, karena susu itu milik suami pertama, dan 
tidak diperbaharui dengan apa yang berasal dari suami yang 
kedua, sehingga tetap menjadi milik suami pertama. 
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Kondisi Kedua: Si wanita tidak hamil dari suami yang 
kedua, maka susu itu milik suami pertama, baik bertambah 
ataupun tidak, baik terhenti kemudian kembali lagi ataupun tidak 
terhenti. | 


Kondisi Ketiga: Si wanita itu melahirkan dari suami yang 
kedua, maka itu adalah susunya. Ibnu Al Mundzir berkata, “Telah 
sepakat pada ini setiap ahli ilmu yang kami hafal darinya.” Ini juga 
merupakan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, baik susu itu 
bertambah maupun tidak, dan baik terhenti maupun berkesinam- 
bungan. Karena susu suami yang pertama itu terhenti dengan 
kelahiran anak dari suami yang kedua, sebab kebutuhan bayi 
kepada susu menghalangi terjadinya susu itu dari orang lain. 


Kondisi Keempat: Apabila kehamilan itu sampai pada 
keadaan menurunkan susu sehingga bertambah, maka mengenai 
ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Pendapatnya di dalam gau/ gadim, 
bahwa susu itu milik keduanya (suami pertama dan kedua), dan 
menyebabkan keharaman antara si anak dan keduanya, karena 
bertambahnya itu akibat terjadinya kehamilan cukup jelas bahwa 
susu itu darinya, dan tetapnya susu dari suami yang pertama 
mengindikasikan, bahwa asalnya darinya, maka si anak dikaitkan 
kepada keduanya. Demikian juga pendapat ulama madzhab 
Hanbali. 


Pendapat Kedua: Susu itu adalah milik suami pertama, 
karena susu itu miliknya secara meyakinkan. Bisa jadi juga 
bertambahnya susu itu akibat makanan atau berputarnya anak 
pada puting susu sehingga merangsang puting susu sebagai 
dampak rasa keibuan pada anak yang disusui, sehingga air 
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susunya semakin banyak lantaran sebab-sebab kejiwaan yang 
berupa kasih sayang yang diberikan Allah ke dalam hati wanita. 


Pengalamanku, ketika aku masih menyusu, sementara ibu 
meninggal enam bulan setelah melahirkanku, sedangkan nenekku 
dari pihak bapak telah mencapai usia delapan puluh tahun, lalu 
keluar susu dari puting susunya sebagai rahmat bagiku dan belas 
kasian atas kebinasaan (orang tuaku). Ini termasuk sebab-sebab 
yang dianugerahkan Allah kepadaku agar aku tetap hidup. Maka 
diharamkan bagiku anak-anak perempuan paman-paman dan bibi- 
bibiku. Susu di putingnya terus berlanjut hingga memasuki usia 
seratusan. Allah menciptakan susu bagi anak ketika keberada- 
annya itu untuk "menutupi kebutuhan sang anak dan demi 
memelihara hidupnya. 


Sementara Abu Hanifah berkata, “Itu adalah milik suami 
yang pertama selama dia tidak melahirkan dari suami kedua.” 


Kondisi Kelima: Susu dari suami yang pertama terhenti, 
kemudian keluar lagi karena kehamilan dari suami yang kedua, 
maka mengenai ini ada tiga pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Itu adalah anaknya suami pertama. 
Demikian pendapat Abu Hanifah. Karena kehamilan tidak selalu 
menyebabkan susu, tetapi Allah & menciptakannya karena 
kebutuhan sang anak kepadanya. Tadi telah diulas saat 
menyinggung pendapat Asy-Syafi'i dalam gaul jadid. 

Pendapat Kedua: Itu adalah anak suami yang kedua. Ini 
merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Al Khaththab dari 
kalangan ulama Hanbali. Karena susu dari suami yang pertama itu 
telah terhenti, maka hukumnya hilang dengan terhentinya, dan 
susu terjadi lagi karena kehamilan dari suami yang kedua, maka itu 
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adalah miliknya, sebagaimana apabila si wanita tidak memiliki susu 
dari suami pertama. 


Pendapat Ketiga: Itu adalah anak keduanya (suami pertama 
dan kedua). Demikian itu, karena susu itu tadinya dari suami 
pertama, lalu ketika susu itu ada lagi maka itu adalah akibat dari 
terjadinya kehamilan. Sehingga secara zhahir, bahwa susu dari 
suami yang pertama tetap akibat kehamilan dari suami yang 
kedua. Maka si anak dikaitkan kepada keduanya, sebagaimana 
halnya jika susu itu tidak pernah terhenti. 


Cabang: Apabila seorang lelaki mempunyai seorang istri, 
lalu apabila si istri melahirkan anak darinya, lalu jika susu yang 
turun kepada si anak itu milik mereka (suami-istri ini), lalu suami 
menthalaknya dan susu itu masih terus berlanjut, maka susu ini 
milik mereka berdua selama si istri belum menikah dengan lelaki 
lainnya. Apabila itu ada setelah masa iddah dari suami yang 
pertama itu habis dan dia menikah dengan suami lainnya, maka 
susu itu dari suami yang pertama selama dia belum hamil dari 
suami yang kedua, atau belum digaulinya: baik susu itu terhenti 
kemudian kembali lagi ataupun tidak terhenti, juga baik susu itu 
bertambah ataupun berkurang, karena susu itu turun untuk anak, 
dan di sini tidak ada anaknya dari suami yang pertama. 


Apabila dia hamil dari suami yang kedua maka perlu 
ditinjau terlebih dahulu: apabila tidak sampai pada keadaan dimana 
susu tersebut keluar karena kehamilan, maka Ibnu Ash-Shabbagh 
memperkirakannya selama empat puluh hari. 


Sedangkan Syaikh Abu Hamid mengatakan, “Hal ini 
dikembalikan kepada pengetahuan sebelumnya. Manakala sampai 
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pada waktu itu, apabila susu itu masih tetap pada keadaannya, 
tidak bertambah, maka itu adalah dari suami pertama. Dan 
manakala dia menyusui seorang anak dengannya dengan 
penyusuan yang sempurna, maka itu menjadi anak suami pertama, 
tidak menjadi anak dari suami yang kedua. Jika susu itu bertambah 
dan dia menyusui seorang anak dengan susu itu, maka mengenai 
ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Dalam gau/ qadim, Asy-Syafi'i mengatakan, “Itu adalah 
anak mereka berdua.” Demikian juga pendapat Muhammad, Zufar 
dan Ahmad. Karena susu yang tadinya dari suami yang pertama 
terus berlanjut. Dan zhahirnya bahwa itu adalah miliknya. Maka 
jika setelah hamil dari suami yang kedua susu itu bertambah di 
waktu yang biasanya susu itu keluar, maka zhahirnya bahwa 
pertambahan itu karena kehamilan dari suami yang kedua, maka 
anak yang disusui dengan susu ini menjadi anak mereka berdua. 
Sebagaimana jika dua wanita memerah susu di dalam satu cangkir, 
atau ke mulut seorang anak, maka dihukum terjadinya satu 
penyusuan dari masing-masing dari kedua wanita ini. 


Sementara dalam gaul jadid, Asy-Syafi'i mengatakan, “Itu 
anaknya suami yang pertama saja.” Demikian juga pendapat Abu 
Hanifah. Karena susu itu dari suami yang pertama dengan 
meyakinkan, sedangkan pertambahan itu bisa jadi karena 
kehamilan dari suami yang kedua, dan bisa jadi karena kelebihan 
makanan, sehingga tidak ditetapkan milik suami yang kedua 
karena keraguan. 


Jika susu dari suami yang pertama terhenti dan susunya 
kembali mengalir setelah dia hamil, maka mengenai ini ada tiga 
pendapat Asy-Syafi’i: 
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Pendapat Pertama: Itu adalah anak suami yang pertama 
saja. Demikian juga pendapat Abu Hanifah. Karena susu itu hanya 
untuk anak jika anak tersebut makan dengannya, sehingga susu itu 
adalah miliknya. 


Pendapat Kedua: Itu adalah anak suami yang kedua saja. 
Demikian juga pendapat Abu Yusuf. Karena ketika susu terhenti 
kemudian kembali, maka secara zhahir yang terhenti itu adalah 
susu suami pertama, dan susu kedua adalah milik suami yang 


kedua. 


Pendapat Ketiga: Itu adalah anak mereka berdua (suami 
pertama dan kedua). Karena masing-masing dari keduanya 
memiliki tanda yang menunjukkan bahwa susu itu miliknya, 
sehingga ditetapkan pada keduanya. 


Apabila si wanita menyusui anak dari suami yang kedua, 
maka susu itu dari suami yang kedua dalam keadaan apa pun. 
Karena susu itu mengikuti anak, dan anak di sini adalah anak 
suami yang kedua, sehingga susu itu miliknya. 


Asy-Syirazi & berkata: “Pasal: Apabila dua lelaki 
menggauli seorang wanita dengan penggaulan yang 
mengaitkan nasab, lalu si wanita melahirkan anak, dan 
dia menyusui seorang anak dengan susu itu, maka anak 
itu adalah anaknya, dan bayi terlahir itu dinasabkan 
kepadanya. Karena susu itu mengikuti anak. Jika anak 
itu meninggal dunia dan ahli garis keturunan tidak 
menasabkan, dan tidak pula dinasabkan kepada salah 
satunya —maka jika dia memiliki anak- dia dapat 
menggantikan posisinya dalam pernasaban. Namun jika 
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dinasabkan kepada salah salah satunya, maka anak 
yang menyusu itu menjadi anak dari lelaki yang si bayi 
tadi dinasabkan kepadanya. Namun jika dia tidak 
mempunyai anak, maka mengenai anak yang menyusu 
dengan susunya itu ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Itu adalah anak mereka 
berdua, karena susu itu terkadang berasal dari 
persetubuhan, dan bisa juga karena anak. 


Pendapat Kedua: Itu tidak menjadi anak mereka 
berdua, karena anak yang menyusu mengikuti yang 
sesuai, sedangkan yang sesuai itu tidak boleh menjadi 
anak keduanya, maka demikian juga anak yang 
menyusu. Berdasarkan hal ini, apakah anak yang 
menyusu itu diberi pilihan untuk bernasab kepada salah 
satunya? Mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Tidak diberi pilihan, karena 
tidak diperlihatkan kepada ahli garis keturunan, 
sehingga dia tidak diberi hak pilih untuk bernasab. 

Pendapat Kedua: Diberi hak pilih, karena dengan 
adanya penyusuan akhlak dan tabi'at anak itu condong 
kepada orang yang dia menyusu dengan susunya. Oleh 
karena itu, diriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, í 


Kela pk Bd ON Ap ae AI Gd Yg SAI ali 
33. “Aku adalah orang Arab yang paling fasih, dan 
aku tidak membanggakan diri. Kendatipun aku berasal 


dari Quraisy, tetapi aku tumbuh di tengah Bani Sa'd, 
dan aku menyusu di Bani Zuhrah.” 
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Karena itu dikatakan: “Baiknya akhlak anak itu 
jika baik pulalah wanita yang menyusuinya. Dimana 
buruknya akhlaknya itu juga buruknya akhlak orang 
yang menyusuinya.” Maka jika kami katakan bahwa dia 
boleh memilih lalu bernasab kepada salah satunya, 
maka dia menjadi anak susunya. Namun jika kami 
katakan tidak boleh memilih, maka apakah dia boleh 
menikah dengan anak perempuan mereka? Mengenai 
ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Ini yang lebih shahih. Bahwa 
tidak halal baginya menikahi anak perempuan salah 
seorang dari mereka, karena walaupun kita tidak 
mengetahui mana bapak yang sebenarnya dari kedua- 
nya itu, hanya saja kita tahu pasti bahwa anak 
perempuan dari salah satunya itu adalah saudaranya, 
sedangkan anak perempuan dari yang lainnya adalah 
wanita asing baginya. Maka dia tidak boleh menikahi 
satu pun dari keduanya. Sebagaimana jika saudara 
perempuannya berbaur dengan wanita lain. 


Pendapat Kedua: Dia boleh menikah dengan anak 
perempuan mana pun dari keduanya. Lalu jika dia telah 
menikahinya, maka diharamkan anak perempuan 
lainnya, karena asalnya pada anak perempuan masing- 
masing dari keduanya adalah diperbolehkan, dan dia 
ragu dalam pengharamannya, sedangkan keyakinan 
tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Apabila dia 
telah menikahi salah satunya, maka dinyatakan yang 
menjadi saudaranya adalah perempuan lainnya, maka 
diharamkan menikahinya selamanya. Sebagaimana jika 
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air suci dan air najis tersamarkan, lalu dia berwudhu 
dari salah satunya dengan ijtihad, maka dinyatakan 
najis pada air lainnya, dan dia tidak boleh berwudhu 
dengan itu. 


Pendapat Ketiga: Dia boleh menikahi setiap anak 
perempuan itu, kemudian menthalaknya, lalu menikahi 
yang lainnya. Karena larangan tidak pasti pada salah 
satunya. Sebagaimana dibolehkan shalat dengan ijtihad 
ke suatu arah, kemudian shalat ke arah lainnya dengan 
ijtihad pula. Dimana diharamkan juga menyatukan 
antara keduanya, karena larangan itu dipastikan pada 
penghimpunan, sehingga menjadi seperti dua lelaki 
yang melihat seekor burung, kemudian salah satunya 
berkata, “Apabila ini burung gagak, maka budakku 
merdeka.” Sementara yang lainnya berkata, “Apabila 
bukan burung gagak, maka budakku merdeka.” Lalu 
burung itu terbang tanpa diketahui apakah itu burung 
gagak ataukah bukan, maka tidak seorang pun dari 
keduanya yang memerdekakan dengan kepemilikan 
yang diragukan. Jika kedua budak dimiliki oleh satu 
orang, maka salah satunya merdeka karena keduanya 
berpadu di dalam kepemilikannya. 


Pasal: Apabila istrinya membawakan seorang 
anak lalu dia menyangkalnya dengan li'an, kemudian si 
wanita ini menyusui anak dengan susunya, maka anak 
itu menjadi anak si wanita tersebut, namun tidak 
menjadi anak bagi sang suami ini. Karena susu itu 
mengikuti anak, sedangkan anak menetapkan nasab 
dari wanita tanpa menetapkan dari suami, maka begitu 
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juga anak. Jika dia mengakui anak, maka anak itu 
menjadi anaknya, karena susuan itu mengikuti anak. 


Pasal: Apabila seorang lelaki mempunyai lima 
ummul walad, lalu mereka mengeluarkan susu darinya, 
lalu seorang bayi menyusu dari masing-masing dari 
mereka satu kali penyusuan, maka mengenai ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapatnya 
Abu Al Abbas bin Suraij, Abu Al Qasim Al Anmathi, 
dan Abu Bakar bin Al Haddad Al Mishri: Bahwa sang 
majikan tidak menjadi bapak si anak, karena itu adalah 
penyusuan yang tidak menyebabkan keibuan, sehingga 
itu tidak menyebabkan kebapaan. 


Pendapat Kedua: Ini pendapatnya Abu Ishag dan 
Abu Al Abbas bin Al Qash, bahwa sang majikan 
menjadi bapaknya si anak. Inilah yang benar. Karena si 
anak menyusu dari susunya sebanyak lima penyusuan, 
sehingga dia menjadi anaknya. Apabila seorang lelaki 
mempunyai lima saudara perempuan, lalu seorang anak 
menyusu dari masing-masing mereka satu kali 
penyusuan, apakah anak ini menjadi saudara laki-laki 
ini? Maka dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Penjelasan: 


Diriwayatkan dengan shahih, bahwa Nabi & menyusu dari 
Tsuwaibah, budaknya Abu Lahab, dia menyusuinya selama 
beberapa hari, dan menyusu pula bersamanya Abu Salamah 
Abdullah bin Abdul Asyad Al Makhzumi dengan susu anaknya, 
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Masruh, di samping itu dia juga menyusui Hamzah bin Abdul 
Muththalib -dan ada perbedaan pendapat mengenai keislaman 
keduanya-, kemudian beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah 
dengan susu anaknya: Abdullah, saudara Unaisah dan Jadzamah, 
yaitu Asy-Syaima', anak-anaknya Al Harits bin Abdul Uzza bin 
Rifa'ah As-Sa'di, dan ada perbedaan pendapat mengenai 
keislaman kedua ibu-bapak susunya. Di samping itu dia juga 
menyusui anak pamannya: Abu Sufyan bin Al Harits bin Abdul 
Muththalib, dia sangat memusuhi Rasulullah &, kemudian dia ` 
masuk Islam di tahun penaklukan Makkah dan keislamannya pun 
baik. Sementara pamannya disusui di Bani Sa'd bin Bakr, lalu 
ibunya menyusui Rasulullah & ketika beliau di tempat ibunya, : 
Halimah. Maka Hamzah adalah saudara sesusuan Rasulullah & 
dari dua sisi, yaitu dari Tsuwaibah dan dari As-Sa'diyah. 

Sedangkan para pengasuh Nabi & adalah: Ibunya: Aminah ` 
binti Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Yang lainnya 
adalah  Tsuwaibah, - Halimah, dan  Asy-Syaima': anak 
perempuannya, yaitu saudara susunya, yang mengasuh beliau 
bersama ibunya, dan dialah yang datang kepada beliau dalam 
utusan Hawazin lalu beliau menghamparkan sorbannya untuknya, 
dan mendudukkannya di atasnya sebagai pemeliharaan atas 
haknya. 


Cabang: Apabila seorang lelaki menikahi seorang wanita 
lalu menggauli kemudian menceraikannya, lalu wanita ini di masa 
iddahrnya menikah lagi dengan lelaki lain, kemudian suami yang 
kedua ini menggaulinya karena tidak mengetahui perihal 
keharamannya, lalu wanita ini melahirkan anak, dan menyusui 
seorang anak dengan susunya, maka anak yang disusui ini menjadi 
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anaknya. Sedangkan bapak susuannya, jika memungkinkan anak 
yang lahir itu dari suami yang pertama dan bukan dari suami yang 
kedua, maka anak susuan ini menjadi anak susu suami pertama, 
bukan suami yang kedua. Namun, jika memungkinkan anak yang 
lahir itu sebagai anak salah satunya, maka tidak mungkin sebagai 
anak yang lainnya. Namun jika memungkinkan si anak yang lahir 
ini dari masing-masing keduanya, maka diperlihatkan kepada ahli 
garis keturunan, lalu jika ahli pembaca garis keturunan itu 
mengaitkannya kepada salah satu dari dua suami tersebut, maka 
anak susuan itu juga menjadi anaknya. 


Apabila ahli pembaca garis keturunan mengaitkan anak 
yang lahir itu kepada kedua suami, atau mengesampingkan dari 
keduanya, atau tidak ada ahli pembaca garis keturunan, atau 
perihalnya sulit dipastikan, maka si anak dibiarkan sampai besar 
lalu dinasabkan kepada orang dimana tabi'at sang anak condong 
kepadanya. Apabila dia telah bernasab kepada salah satunya, 
maka dapat dinasabkan kepadanya, dan anak susu itu juga 
dikaitkan kepadanya. Apabila si anak kurang akal atau gila, maka 
tidak sah penasabannya. Jika anak ini mempunyai anak, maka 
tidak sah menasabkannya kepada salah satunya selama ayahnya 
masih hidup. Jika si anak meninggal dunia sebelum dikaitkan 
kepada salah satunya oleh ahli pembaca garis keturunan, atau 
penasaban, dan anak tersebut menggantikan posisinya dalam 
pernasaban kepada salah satunya, maka jika dia bernasab kepada 
salah satunya, sehingga anak susuan itu juga mengikutinya. 


Apabila anak ini tidak mempunyai anak, Asy-Syafi'i 
berkata, “Nasabnya hilang.” Maksudnya, bahwa dia tidak 
dinasabkan kepada salah satunya. Lalu, bagaimana hukumnya si 
anak susuan tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 
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Pendapat Pertama: Dia merupakan anak susuan keduanya 
(suami pertama dan kedua), karena susu bisa terjadi lantaran 
adanya persetubuhan, dan bisa juga terjadi karena anak. Oleh 
karena itu anak ini tidak boleh menikah dengan anak perempuan 
salah satu dari keduanya. 


Pendapat kedua: Dia tidak menjadi anak dari keduanya, 
karena anak yang menyusu itu mengikuti anak. Maka karena dia 
tidak menjadi anak dari keduanya, maka begitu juga anak susuan 
itu. Ta 

Berdasarkan ini, apakah dia boleh bernasab kepada orang 
yang tabi'atnya serupa dengannya, dengan alasan dia telah 
menyusu dengan susu dari keduanya? Mengenai ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Tidak boleh bernasab kepada salah : 


satunya, karena anak hanya dibolehkan bernasab kepada salah 
satunya, sebab dia diciptakan dari air mani salah satunya, 
sementara manusia ditabi'atkan condong kepada yang dia 
diciptakan dari air maninya. Karena makna ini tidak terdapat pada 
si anak susu, maka boleh memperlihatkan si anak kepada ahli 
pembaca garis keturunan (untuk ditetapkan nasabnya), dan tidak 
boleh memperlihatkan si anak susu kepada ahli garis keturunan 
(untuk dikaitkan). < 

Pendapat Kedua: Boleh bernasab kepada yang tabi'atnya 
serupa dengan dirinya, karena tabi'at seseorang itu condong 
kepada sosok dimana dia menyusu dengan susunya, sebab susu itu 
mempengaruhi tabi'at. 
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Apabila wanita yang menyusui itu memiliki suatu sifat dari 
akhlak yang baik atau lainnya, maka itu beralih kepada yang 
disusuinya. Oleh karena itu, Nabi & bersabda, 
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“Aku adalah orang Arab yang paling fasih, dan aku tidak 
membanggakan diri. Aku berasal dari Quraisy, dan aku tumbuh di 
tengah Bani Sa'd, dan aku menyusu di Bani Zuhri 


Redaksi, Mabda 'i yaitu karena aku berasal dari Quraisy. 


Diriwayatkan, bahwa Umar melihat seorang lelaki, lalu ia 
berkata, “Engkau dari Bani Fulan?” Lelaki itu menjawab, “Aku 
bukan dari mereka secara nasab, tetapi aku dari mereka secara 
susuan.” Ada yang mengatakan, bahwa jika bayi diminumi susu 
binatang, maka akan bertabi'at binatang. Maka jika kami katakan 
bahwa anak susu itu bisa dinasabkan kepada salah satunya, lalu dia 
bernasab kepada salah satunya, maka dia menjadi anaknya, dan 
dia boleh menikah dengan anak perempuan dari yang lainnya. 
Namun jika kami katakan, bahwa dia tidak boleh bernasab kepada 
salah satunya, maka apakah dia boleh menikah dengan anak 
perempuan dari salah satunya? Mengenai ini ada tiga pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi’i: 


Pendapat Pertama: Dia tidak menikahi anak perempuan 
dari salah satunya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu 
Ishag. Karena kita yakin, bahwa salah satunya haram baginya 
walaupun kita tidak tahu pasti yang mananya, maka kami 
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mengharamkan baginya, sebagaimana jika saudara perempuannya 
berbaur dengan wanita asing dan menjadi samar baginya. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang menjadi 
pilihan Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa dia boleh menikahi anak 
perempuan dari salah satunya. Maka jika dia telah menikahi anak 
perempuan dari salah satunya, maka yang lain diharamkan 
baginya selamanya. Karena sebelum menikah boleh mengharam- 
kan masing-masing dari keduanya, lalu apabila setelah menikahi 
salah satunya, maka telah diputuskan bahwa yang lainnya haram 
baginya, sehingga yang lainnya itu haram baginya selamanya. 
Sebagaimana jika ada dua bejana yang samar baginya, mana yang 
bernajis dan mana yang tidak, lalu setelah berijtihad dia 
menetapkan kesucian salah satunya dan berwudhu dengannya, 
maka yang najis itu telah dipastikan pada yang lainnya. 


Pendapat Ketiga: Ini merupakan pendapatnya Abu Ishag 
serta pilihannya Abu Hamid, yaitu bahwa dia boleh menikahi anak 
perempuan dari masing-masing dari keduanya secara tersendiri. 
Karena, sebelum penyusuan itu keduanya halal baginya, 
sedangkan setelahnya kita ragu akan keharaman keduanya, 
sedangkan yang diyakini adalah bahwa itu tidak dihilangkan 
dengan keraguan. Namun dia tidak boleh menyatukan keduanya, 
karena kesalahan itu diyakini ada di dalam penyatuan tersebut. 
Sebagaimana jika dua lelaki melihat seekor burung, lalu salah 
satunya berkata, “Jika ini burung gagak, maka budakku merdeka.” 
Sementara yang satu lagi berkata, “Jika ini bukan burung gagak, 
maka budakku merdeka.” Lalu burung itu terbang tanpa diketahui 
dengan pasti, maka tidak satu pun dari keduanya yang 
memerdekakan budaknya. Namun jika kedua budak itu berada di 
dalam kepemilikan salah satunya, maka Syaikh Abu Ishag berkata, 
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“Dimerdekakan salah satunya karena itu.” Sementara Abu Hamid 
berkata, “Dimerdekakan budak yang lainnya karena itu.” Karena 
mempertahan budaknya itu berarti merupakan pengakuan darinya 
akan kemerdekaan budak yang lainnya. 


Cabang: Apabila istrinya melahirkan seorang anak, lalu 
dia menyusui seorang anak lainnya dengan susunya itu, kemudian 
sang suami menyangkal anak yang lahir ini dengan Man, maka 
anak susuan ini menjadi anak si istri ini, namun tidak menjadi anak 
si suami, karena anak susuan ini mengikuti hukum anak yang lahir 
tersebut. Apabila nasab anak yang lahir itu belum ditetapkan, 
maka anak susuan itu tidak menjadi anaknya. Apabila seorang 
lelaki berzina dengan seorang wanita, lalu wanita ini melahirkan 
seorang anak, kemudian dengan susunya itu dia menyusui seorang 
anak lainnya, maka ditetapkan keharaman di antara keduanya dan 
anak-anak dari wanita yang menyusui ini, namun tidak ditetapkan 
keharaman antara wanita yang menyusui dengan lelaki yang 
berzina itu, karena statusnya mengikuti si anak, sedangkan si anak 
tidak ditetapkan nasabnya darinya. Begitu juga si anak susuan. 
Namun yang lebih hati-hati bagi lelaki yang berzina ini adalah agar 
tidak menikahinya. Abu Hanifah berkata, “Dia tidak boleh 
menikahinya.” Dalilnya telah dikemukakan pada pembahasan, 
tentang nikah. 


Cabang: Apabila seorang lelaki mempunyai lima ummul 
walad yang memiliki anak darinya, lalu seorang anak lainnya 
menyusu dari masing-masing mereka sebanyak satu kali 
penyusuan, maka masing-masing mereka tidak menjadi ibu 
baginya, karena dia hanya menyusu satu kali darinya dengan 
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sempurna. Lalu, apakah majikan mereka menjadi bapak baginya? 
Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapatnya Ibnu 
Suraij, Al Anmathi dan Ibnu Al Haddad: Bahwa sang majikan tidak 
menjadi bapak baginya, karena kebapaan mengikuti keibuan, 
sehingga karena penyusuan ini tidak menyebabkan keibuan, maka 
itu juga tidak menyebabkan kebapaan. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapatnya Abu Ishag Al 
Marwazi, Ibnu Al Qash, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, dan Syaikh 
Abu Ishag, dimana inilah yang shahih: Bahwa dia menjadi bapak 
baginya, karena si anak menyusu dari susunya sebanyak lima 
penyusuan secara terpisah. Maka ini sebagaimana jika dia 
menyusu demikian dari salah seorang dari mereka. 


Apabila seorang lelaki mempunyai lima saudara perempuan 
yang mempunyai susu, lalu seorang bayi menyusu kepada masing- 
masing dari mereka sebanyak satu kali penyusuan, maka masing- 
masing mereka tidak menjadi ibu baginya. Lalu, apakah laki-laki ini 
menjadi paman baginya? Mayoritas ulama madzhab kami 
mengatakan, bahwa ada dua pendapat Asy-Syafi'i mengenai ini 
seperti pada masalah sebelumnya. 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Apabila kami katakan menjadi 
paman, maka anak susu ini tidak boleh menikah dengan satu pun 
dari yang menyusuinya, karena dia itu telah menjadi bibinya.” Ibnu 
Ash-Shabbagh berkata, “Ini jauh dari kebenaran, karena status 
paman adalah cabang dari status ibu, maka jika tidak ditetapkan 
keibuan, maka juga tidak ditetapkan status paman. Beda halnya 
dengan status bapak.” 
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Apabila seorang wanita mempunyai lima anak perempuan 
yang memiliki susu, lalu seorang bayi menyusu dari masing-masing 
mereka sebanyak satu penyusuan, maka tidak satu pun dari 
mereka yang menjadi ibu baginya, lalu apakah sang wanita ini 
menjadi nenek baginya? Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, 
“Orang yang mengatakan tentang kelima ummul walad bahwa 
majikannya tidak menjadi bapak baginya, maka di sini dia 
mengatakan bahwa ibunya para wanita yang menyusuinya itu juga 
tidak menjadi nenek baginya. Sedangkan yang di sana 
mengatakan, bahwa majikan mereka menjadi bapaknya, sehingga 
berkenaan dengan nenek di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Tidak menjadi nenek baginya, karena 
statusnya sebagai nenek adalah cabang dari status anak 
perempuannya sebagai ibu. Jika status ibu tidak di tetapkan, maka 
dia juga tidak ditetapkan sebagai nenek. 


Pendapat Kedua: Dia menjadi nenek baginya. Ini pendapat 
yang dipilih oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Karena dia menyusu 
dari susu anaknya sebanyak lima penyusuan secara terpisah. Maka 
ini sebagaimana jika anak itu menyusu dari salah seorang mereka. 
Jika kami mengatakan dengan pendapat ini, maka menurut 
pendapat madzhab, tidak halal baginya menikahi salah satu dari 
para wanita yang menyusuinya itu, karena dia merupakan anak 
perempuan neneknya, dan tidak halal baginya menikahi anak 
perempuan neneknya dari nasab, maka begitu pula yang berasal 
dari penyusuan. 


Apabila seorang lelaki mempunyai ibu yang memiliki susu, 
saudara perempuan yang mempunyai susu, anak perempuan yang 
mempunyai susu, istri yang mempunyai susu dan istrinya saudara 
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yang mempunyai susu, lalu seorang bayi menyusu dari masing- 
masing mereka sebanyak satu kali penyusuan, maka tidak satu pun 
dari mereka yang menjadi ibu baginya. Lalu, apakah ditetapkan 
keharaman antara dirinya dengan lelaki ini? Berdasarkan 
ketetapan keharaman pada nenek pada conoth kasus sebelumnya: 
jika kami katakan tidak ditetapkan keharaman bagi nenek, maka di 
sini lebih tidak ditetapkan lagi. Namun jika kami katakan 
ditetapkan keharaman bagi nenek tadi, maka di sini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Ditetapkan, karena telah terdapat 
bilangan pada haknya. 


Pendapat Kedua: Tidak ditetapkan, karena penyusuan- 
penyusuan itu dari pihak-pihak yang berbeda, sehingga tidak 
mungkin dia disebut bapak baginya, tidak pula saudara, tidak pula 
kakek, dan tidak pula paman, beda halnya dengan nenek. 


Cabang: Apabila seorang lelaki mempunyai istri yang 
memiliki susu darinya, lalu dengan susu ini dia menyusui seorang 
anak sebanyak tiga kali penyusuan, kemudian suami ini 
menthalaknya, lalu masa iddah-nya habis, dan kemudian dia 
menikah lagi dengan lelaki lain dan melahirkan anak darinya, lalu 
dia menyusui lagi anak tadi dua kali penyusuan, maka wanita ini 
menjadi ibu baginya, dan tidak satu pun dari kedua suami ini yang 
menjadi bapak baginya, karena dia tidak menyusu sebanyak lima 
kali dari salah satunya. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila seorang 
lelaki mempunyai istri yang masih kecil, lalu dia minum 
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susu ibu suaminya lima penyusuan, maka gugurlah 
pernikahan antara keduanya, karena dia menjadi 
saudara perempuannya. Apabila seorang lelaki 
mempunyai istri yang sudah besar dan istri yang masih 
kecil, lalu yang besar menyusui yang kecil sebanyak 
lima kali penyusuan, maka gugurlah pernikahan 
mereka, karena tidak boleh dia memperistri seorang 
wanita dan anak perempuannya. Jika seorang lelaki 
mempunyai dua istri yang masih kecil, lalu datanglah 
seorang perempuan, kemudian dia menyusui salah 
satunya sebanyak lima penyusuan, lalu menyusui yang 
lainnya sebanyak lima penyusuan, maka mengenai ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Pernikahan keduanya 
digugurkan. Ini pendapat yang dipilih oleh Al Muzani. 
Karena, keduanya menjadi dua perempuan bersaudara, 
sehingga pernikahan keduanya itu menjadi gugur, 
sebagaimana jika perempuan itu menyusui keduanya 
dalam waktu bersamaan. 


Pendapat Kedua: Pernikahan istri kedua itu 
gugur, karena gugurnya pernikahan itu terjadi oleh istri 
yang kedua, maka pernikahannya saja yang batal, 
sebagaimana jika dia menikahi salah satu dari dua 
wanita bersaudara setelah menikahi saudaranya. 


Pasal: Orang yang merusak pernikahan seorang 
wanita dengan penyusuan, maka menurut pendapat 
yang telah di-nash, bahwa dia diharuskan membayar 
setengah mahar standar, dan juga me-nash terkait dua 
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saksi thalak. Namun jika keduanya rujuk, maka ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Keduanya diharuskan 
membayar mahar standar. 


Pendapat Kedua: Keduanya diharuskan 
membayar setengah mahar standar. Para ulama 
madzhab kami berbeda pendapat mengenai hal ini, 
dimana Abu Sa'id Al Isthakhri menukil jawaban hal ini 
dari salah satu antara dua masalah yang dinukil kepada 
masalah lainnya dan menjadikannya sebagai dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Diwajibkan mahar standar, 
karena dia telah merusak mahar, sehingga diwajibkan 
menanggung semuanya. 


Pendapat Kedua: Diwajibkan setengah mahar 
standar, karena dia tidak menanggung bagi yang kecil 
kecuali setengah mahar, sehingga tidak diwajibkan 
atasnya lebih dari setengah pengganti. 


Abu Ishaq berkata, “Di dalam penyusuan, 
diwajibkan setengah mahar, dan di dalam kesaksian 
diwajibkan semuanya.” Perbedaan antara keduanya, 
bahwa di dalam penyusuan terjadi perceraian yang lahir 
dan batin serta rusaknya mahar, dimana telah kembali 
lagi kepadanya setengah pengganti tersebut sehingga 
diwajibkan atasnya setengah pengganti lainnya. 
Sedangkan di dalam kesaksian, maka itu tidak merusak 
mahar secara hakiki, tetapi hanya menghalangi antara 
dirinya dan apa yang dimilikinya, sehingga diwajibkan 
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menanggung semuanya. Yang shahih adalah teori Abu 
Ishag, dan itu ada cabang pembahasannya. 


Apabila seorang lelaki mempunyai istri yang 
masih kecil, lalu datang lima orang, kemudian masing- 
masing dari mereka menyusukannya dari susu ibunya 
sang suami atau saudara perempuannya sebanyak satu 
susuan, maka diwajibkan bagi masing-masing mereka 
seperlima dari setengah mahar (sepersepuluh mahar) 
karena kesamaan peran mereka dalam melakukan 
kerusakan. Jika mereka itu berjumlah tiga orang, lalu 
salah satunya menyusui satu susuan, sementara dua 
lainnya menyusui dengan dua susuan, maka mengenai 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafiii: 


Pendapat Pertama: Diwajibkan atas masing- 
masing dari mereka sepertiga dari setengah (yaitu 
seperenam mahar standar), karena masing-masing dari 
mereka melakukan sebab kerusakan, sehingga mereka 
sama dalam tanggungannya, sebagaimana jika seorang 
lelaki melemparkan najis seukuran danig ke dalam cuka 
dan yang lainnya seukuran dirham. | 


Pendapat Kedua: Disesuaikan dengan bilangan 
penyusuan, sehingga diwajibkan atas orang yang 
menyusui satu susuan sebanyak seperlimanya dari 
seperenam mahar, dimana bagi masing-masing dari dua 
lainnya itu sebanyak dua perlimanya, karena 
pengguguran itu terjadi berdasarkan bilangan susuan, 
sehingga penanggungan itu dibebankan kepadanya. 


Pasal: Apabila perempuan yang masih kecil itu 
menyusu dari ibu suaminya sebanyak lima penyusuan 
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ketika si ibu sedang tidur, maka gugurlah maharnya, 
karena perceraian itu terjadi akibat perbuatannya, 
sehingga maharnya gugur, dan suami tidak boleh 
menuntutnya dengan mahar standar dan tidak pula 
setengahnya, karena pengrusakan dari pihak yang 
mengadakan akad sebelum penyerahan itu tidak 
mengharuskan apa yang tidak disebut. Jika dia 
menyusu dari ibu suaminya sebanyak dua penyusuan 
ketika si ibu sedang tidur, lalu si ibu menyusuinya 
hingga genap lima penyusuan ketika si istri sedang 
tidur, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Itu menggugurkan setengah 
mahar dari setengah yang telah disebut, yaitu 
seperempatnya, dan diwajibkan seperempatnya. 


Pendapat Kedua: Mengugugurkan sesuai bilangan 
penyusuan, yaitu menggugurkan setengah dari yang 
telah disebut sebanyak dua perlimanya, dan diwajibkan 
tiga perlimanya. Alasannya adalah sebagaimana yang 
telah kami sebutkan dalam masalah sebelumnya. Hanya 
Allahlah yang kuasa memberi petunjuk.” 


Penjelasan: 


Apabila seorang lelaki menikahi perempuan yang masih 
kecil, lalu dia disusui oleh ibunya atau saudara perempuan-nya 
atau seorang wanita yang penyusuannya bisa menggugurkan 
pernikahan sebanyak lima penyusuan secara terpisah, maka jika 
dia telah menyebutkan mahar yang fasid, maka diwajibkan baginya 
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setengah mahar standar. Namun, jika dia telah menyebutkan 
mahar yang sah, maka diwajibkan baginya setengah mahar yang 
telah disebutkan, dimana suami boleh menuntut kepada wanita 
yang menyusui atas mahar yang telah dirusaknya itu, baik sengaja 
menggugurkan pernikahan ataupun tidak sengaja. Sementara 
Malik mengatakan, “Dia tidak boleh menuntut apa pun 
kepadanya.” 


Abu Hanifah berkata, “Apabila dia sengaja menggugurkan 
pernikahan itu, maka suami itu boleh menuntut kepadanya, namun 
jika tidak sengaja menggugurkan pernikahan itu, maka dia tidak 
boleh menuntut kepadanya.” Dalil kami adalah firman Allah &, 


BE AG II IK a13 Ke an 


ta sí 11 


TEKA 


“Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang- 
orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah 
kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang 
telah mereka bayar.” (Qs. Al Mumtahanah (60): 11). 


Demikian ini, karena Nabi & berdamai dengan Quraisy 
pada tahun Hudaibiyah, dengan kesepakatan bahwa wanita 
muslimah yang berhijrah, maka dikembalikan suaminya kepada 
mereka, lalu Allah melarang itu dan memerintahkannya agar 
mengembalikan mahar mereka kepada para suami mereka, karena 
statusnya telah terhalangi antara mereka dengan suami mereka. 
Maka ini menunjukkan, bahwa orang yang menghalangi antara 
seorang lelaki dan istrinya, maka dia menanggung mahar. Dan 
wanita yang menyusui ini telah menghalanginya dari suaminya, 
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maka dia harus menanggungnya. Sedangkan menurut Abu 
Hanifah, bahwa setiap yang menanggung janji, maka dia yang 
menanggung kesalahan seperti halnya pada harta. 


Cabang: Apabila seorang lelaki menikahi seorang 
perempuan yang masih kecil kurang dari dua tahun, lalu 
perempuan ini disusui oleh ibunya secara nasab atau ibu susu 
sebanyak lima penyusuan secara terpisah, maka gugurlah 
pernikahannya dari perempuan ini, karena jika dia disusui dengan 
susu bapaknya, maka perempuan ini menjadi saudara 
perempuannya sebapak dan seibu, namun jika disusui oleh selain 
susu bapaknya, maka menjadi saudara seibu. Namun, jika disusui 
oleh ibu dari ibunya (neneknya) secara nasab atau penyusuan, 
maka gugurlah pernikahannya dengan perempuan itu, karena dia 
menjadi bibinya. 

Apabila dia disusui oleh istri ayahnya maka perlu ditinjau 
terlebih dahulu, apabila itu adalah susu bapaknya maka gugurlah 
pernikahannya dengan perempuan itu, karena dia menjadi 
saudaranya sebapak, namun jika dia menyusuinya dengan selain 
susu bapaknya, maka pernikahannya tidak gugur, karena 
perempuan itu menjadi anak dari istri bapaknya, dimana itu tidak 
diharamkan baginya. Apabila dia disusui oleh ibu dari bapaknya 
(neneknya) secara nasab atau penyusuan, maka gugurlah 
pernikahan itu, karena perempuan itu menjadi bibinya. Jika dia 
disusui oleh anak perempuannya secara nasab atau penyusuan, 
maka gugurlah pernikahannya itu, karena perempuan itu menjadi 
anak bapaknya. Namun jika disusuinya dengan selain susu 
anaknya, maka itu tidak menggugurkan pernikahan. 
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Apabila dia disusui oleh istri saudaranya dengan susu 
saudaranya, maka gugurlah pernikahan itu, karena perempuan itu 
menjadi anak saudaranya. Apabila dia disusui dengan selain susu 
saudaranya, maka tidak menggugurkan pernikahan itu. Jika dia 
disusui oleh istri pamannya dari pihak bapak ataupun ibu, maka 
tidak menggugurkan pernikahan itu, karena anak paman dari 
pihak bapak ataupun ibu tidak diharamkan baginya. 


Apabila seorang wanita menyusui bayi laki-laki atau 
perempuan yang kurang dari dua tahun, kemudian setelah si anak 
besar, maka dia boleh menikahi ibu saudara susunya dari nasab 
dan saudara perempuannya, sebab di antara keduanya tidak ada 
yang menyebabkan keharaman. Begitu juga jika itu adalah 
saudara perempuannya secara nasab sebagai ibu susunya, maka 
dia boleh menikahinya. 


Cabang: Apabila seorang lelaki mempunyai seorang istri 
yang sudah besar dan seorang istri yang masih kecil kurang dari 
dua tahun, lalu yang besar menyusui yang kecil sebanyak lima 
penyusuan secara terpisah, maka gugurlah pernikahannya dengan 
segala penghalang, karena perempuan yang kecil ini menjadi 
anaknya yang besar, padahal tidak boleh menghimpun seorang 
perempuan dengan anak perempuannya di dalam pernikahan. 
Jika dia menyusuinya dengan susu suami, maka kami haramkan 
selamanya, karena yang besar menjadi ibu istrinya dan yang kecil 
menjadi anaknya. Apabila dia menyusuinya dengan susu suami, 
maka diharamkan bagi sang suami istri yang besar selamanya, baik 
telah digauli ataupun belum, karena dia menjadi ibunya dari para 
istrinya. Sedangkan istri yang kecil, jika sang suami telah 
menggauli yang besar, maka yang kecil juga diharamkan 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab | 95 


selamanya, karena menjadi anak tiri yang ibunya telah digaulinya, 
namun jika istri yang besar belum digauli, maka istri yang kecil ini 
tidak diharamkan baginya selamanya, bahkan dia boleh 
melangsung akad dengannya, karena dia anak tiri yang dari ibu 
belum digaulinya. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, maka hukum kadar yang 
dituntutkan kepada yang menyusui, Asy-Syafi'i di sini me-nash, 
bahwa dia boleh menuntut kepadanya setengah mahar standar, 
dan juga me-nash mengenai dua saksi apabila mempersaksikan 
seorang lelaki bahwa dia telah menthalak istrinya sebelum 
menggauli, dan menghukumi kesaksian keduanya, kemudian 
keduanya menarik kesaksian bahwa si wanita itu tidak di 
kembalikan kepadanya. Lalu dengan apa suami menuntut 
keduanya? Mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Menuntut keduanya setengah mahar 
standar. 


Pendapat Kedua: (Yang Pertama): Menuntut keduanya 
mahar penuh, karena kesaksian itu telah merusakkan mahar itu 
sehingga dia dapat menuntut nilainya kepada keduanya. (Yang 
Kedua): Menuntut keduanya setengah mahar, karena dia tidak 
berutang kecuali setengah pengganti mahar, sehingga tidak 
diwajibkan baginya lebih dari setengah penggantinya. Abu Ishag 
dan mayoritas ulama madzhab kami mengartikan sesuai zhahirnya, 
yaitu menetapkan dua pendapat Asy-Syafi'i mengenai kedua saksi, 
sementara mengenai wanita yang menyusui, sang suami boleh 
menuntutnya setengah mahar standar dengan pasti, karena 
perpisahan di dalam penyusuan itu terjadi secara lahir dan batin. 
Dan yang ditanggung suami setengah mahar tidak dituntutkan 
kepadanya lebih banyak dari penggantinya. Dan mengenai kedua 
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saksi, tidak terjadi perpisahan secara lahir dan batin, tetapi itu 
terjadi secara lahir, dimana keduanya mengakui bahwa si wanita 
sekarang sebagai istrinya, jadi hanya menghalanginya dari istrinya, 
maka dia boleh menuntut keduanya sisa dari semua mahar yang 
ada. Abu Hanifah mengatakan, “Menuntut wanita yang menyusui 
itu setengah mahar yang telah disebut.” 


Dalil kami, bahwa ini terkait dengan pengrusakan sehingga 
tidak menanggung mahar yang telah disebut, akan tetapi 
menanggung nilainya seperti menanggung harta. Maka jika kami 
katakan, boleh menuntutnya setengah mahar standar -dan ini 
yang lebih shahih, dan ada cabang pembahasannya-, lalu datang 
lima orang, kemudian masing-masing mereka menyusukan yang 
kecil itu kepada ibu suaminya satu penyusuan, maka suami boleh 
menuntut masing-masing mereka sebanyak seperlima dari 
setengah mahar standar karena kesamaan mereka dalam 
pengrusakan. Jika mereka itu berjumlah tiga orang, lalu dua dari 
mereka masing-masing menyusukan satu penyusuan dari susu 
ibunya suami, sementara yang ketiga menyusukan tiga penyusuan, 
maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dibebankan atas masing-masing 
mereka sepertiga dari setengah mahar standar, karena masing- 
masing dari mereka terdapat sebab kerusakan sehingga mereka 
sama dalam penanggungan. Sebagaimana jika seorang budak 
dimiliki oleh tiga orang, yang mana salah satunya memilki 
setengah bagian, yang kedua seperenam bagian dan. yang 
ketiganya sepertiga bagian, lalu pemilik setengah bagian dan 
seperenam bagian memerdekakan bagiannya dalam waktu 
bersamaan. 
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Pendapat Kedua: Gugur setengahnya dari bilangan 
penyusuan, sehingga orang yang menyusukannya satu susuan itu 
menanggung seperlima dari setengah mahar standar, dan yang 
menyusukannya tiga susuan itu menanggung tiga perlima dari 
setengah mahar standar, karena fasakh itu terjadi berdasarkan 
bilangan penyusuan, sehingga gugurlah tanggungan atas mereka. 


Cabang: Apabila seorang lelaki mempunyai tiga istri yang 
masih kecil dan yang keempat sudah tua, dan yang tua ini 
mempunyai tiga anak perempuan secara nasab atau penyusuan 
yang mempunyai susu, lalu masing-masing dari ketiga anak 
perempuan istri yang dewasa ini menyusui ketiga istrinya yang 
masih kecil, maka perlu ditinjau terlebih dahulu: apabila penyusuan 
mereka itu terjadi sekaligus, yaitu bersamaan pada yang kelima 
kali, maka gugurlah pernikahan dengan yang tua dan dengan istri 
yang kecil, karena tidak boleh memadukan mereka dengan nenek 
mereka. 


Apabila suami belum menggauli yang tua, maka mereka 
boleh menuntut setengah mahar yang telah disebut kepada suami, 
dan suami menuntut kepada masing-masing anak perempuan dari 
istri tuanya sebanyak setengah mahar dari istri kecil yang 
disusuinya, dimana ketiga anak perempuan yang menyusui ini 
menuntut setengah mahar kepada yang tua, karena mereka 
bersama-sama telah merusak pernikahan masing-masing dari 
mereka (istri yang kecil) Dan laki-laki ini boleh memadukan 
mereka karena mereka menjadi anak-anak perempuan dari 
beberapa bibi, tetapi jika sang suami telah menggauli yang tua, 
maka para istri yang kecil ini diharamkan selamanya bagi dirinya 
itu. 
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Pembahasan tentang mahar istri yang kecil adalah 
sebagaimana yang telah dikemukakan, sedangkan mahar istri yang 
tua, maka dia dapat menuntut kepada ketiga anak perempuan 
yang menyusu itu, dengan dibagi di antara mereka masing-masing 
menanggung sepertiga. 


Ibnu Al Haddad berkata, “Dia tidak boleh menuntut mereka 
mahar standar, karena sang suami telah menggaulinya. Apabila 
ditetapkan baginya boleh menuntut, maka ini semakna dengan 
yang digadaikan, sedangkan ini tidak benar, karena mahar 
dituntutkan kepada yang lainnya, sehingga tidak semakna dengan 

yang digadaikan.” 


Jika penyusuan sebagian mereka: lebih dahulu daripada 
penyusuan sebagian lainnya, yang anak perempuan pertama dari 
istri tua, ketika dia menyusui salah satu dari istri-istri yang masih 
kecil, maka gugurlah pernikahan istri yang kecil dan yang besar, 
dimana sang suami boleh menuntut perempuan yang menyusui itu 
sebanyak setengah mahar standar yang kecil dan setengah mahar 
standar yang tua jika dia belum menggaulinya, atau menuntut 
semua maharnya jika dia telah menggaulinya menurut pendapat 
yang lebih shahih, serta yang tua ini diharamkan selamanya. Lalu 
ketika anak perempuan kedua menyusui istri kedua yang masih 
kecil dan anak perempuan ketiga menyusui istri ketiga yang masih 
kecil, maka jika suami ini belum menggauli yang tua, gugurlah 
pernikahan keduanya, karena keduanya menjadi anak dari anak 
istrinya yang telah digaulinya (yaitu menjadi cucunya), dimana 
pembahasan tentang maharnya ini, sebagaimana yang telah 
dikemukakan. 


Namun jika sang suami belum menggauli istri yang tua, 
maka pernikahan mereka tidak gugur, karena kedua istri yang 
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masih kecil itu tidak menjadi anak dari istri yang belum digaulinya 
itu. 


Cabang: Apabila dia mempunyai empat istri, satu sudah 
tua dan tiga yang masih kecil yang kurang dari dua tahun, maka 
apabila yang tua ini menyusui masing-masing dari mereka 
sebanyak lima penyusuan secara terpisah, maka perlu ditinjau 
terlebih dahulu, apabila dia menyusui mereka dengan susu suami, 
maka gugurlah pernikahan suami dan mereka semuanya 
diharamkan selamanya, baik dia telah menggauli istri yang tua 
ataupun belum, juga baik yang tua ini menyusui mereka sekaligus 
ataupun secara terpisah, karena para istri yang kecil ini menjadi 
anaknya dan yang tua menjadi ibu bagi mereka, sementara tidak 
boleh menyatukan seorang wanita dengan anak perempuannya. 
Namun jika dia menyusui mereka dengan selain susu suami, maka 
mengenai ini ada empat permasalah: 


Permasalahan Pertama: Dua dari mereka disusui sekaligus 
sedangkan yang satu setelahnya. Yaitu yang tua menyusui masing- 
masing dari dua pertama sebanyak empat penyusuan, kemudian 
masing-masing dari keduanya itu mengulum sebelah puting pada 
yang kelima kalinya dimana keduanya menyusu bersamaan dan 
tuntas, atau diperahkan susu di dua tempat, lalu diminumkan 
kepada keduanya secara bersamaan, kemudian dia setelah itu 
menyusui istri yang ketiga, maka pernikahan yang tua dan dua 
pertama gugur. Sedangkan yang tua, tidak boleh memadunya 
dengan anak perempuannya di dalam ikatan pernikahan. 
Sedangkan dua yang kecil, karena dia tidak boleh memadu 
keduanya dengan ibu mereka, dan karena masing-masing dari 
keduanya itu juga menjadi saudara yang lainnya (saudara susu), 
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dan itu tidak boleh memadu dua perempuan bersaudara, maka 
yang tua diharamkan selamanya: baik telah digauli ataupun belum, 
karena dia menjadi ibu dari para istrinya. Sedangkan dua istri kecil 
yang pertama: jika sang suami telah menggauli istri yang tua, maka 
keduanya ini diharamkan selamanya, karena keduanya itu telah 
menjadi anak tirinya, dimana dia telah menggauli ibu mereka, 
namun jika dia belum menggauli istri yang tua, maka dia boleh 
mengadakan akad dengan salah satu dari keduanya, sebab 
keduanya adalah anak tiri dimana ibu mereka belum digaulinya, 
namun tidak boleh memadu keduanya karena keduanya menjadi 
bersaudara (saudara susu). Lalu jika setelah itu yang tua menyusui 
istri ketiga; jika sang suami telah menggauli yang tua, maka 
gugurlah pernikahan dengan yang ketiga, karena dia menjadi anak 
tiri dimana ibunya telah digauli dan diharamkan selamanya. Akan 
tetapi jika dia belum menggauli yang tua, maka pernikahan dengan 
yang ketiga itu tidak gugur, karena dia merupakan anak tiri dimana 
ibunya belum digauli. 


Pendapat Kedua: Apabila istri yang tua itu menyusui istri 
yang pertama sebanyak lima penyusuan, kemudian menyusui dua 
lainnya secara bersamaan, maka ketika dia menyusui yang 
pertama, gugurlah pernikahan yang tua dan pernikahan istri kecil 
pertama, serta yang tua itu diharamkan selamanya. Namun jika 
sang suami telah menggauli yang tua, maka istri kecil pertama juga 
diharamkan selamanya, tetapi jika sang suami belum menggauli 
yang tua, maka tidak diharamkan selamanya. 


Sedangkan dua istri kecil lainnya, maka pernikahan mereka 
gugur, karena keduanya menjadi dua saudara secara bersamaan, 
sementara tidak boleh memadu dua perempuan bersaudara di 
dalam satu ikatan nikah. Lalu jika dia telah menggauli yang tua, 
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maka kedua yang kecil ini diharamkan selamanya. Namun jika 
belum menggauli yang tua, maka keduanya tidak diharamkan 
selamanya. 


— Pendapat Ketiga: Apabila dia menyusui ketiganya satu demi 
satu, maka ketika dia menyusui yang pertama, gugurlah 
pernikahan istri yang tua dan yang kecil (yang pertama), karena 
sang suami tidak boleh memadu seorang wanita dengan anak 
perempuannya, dan yang tua diharamkan selamanya bagaimana 
pun perihalnya. Sedangkan yang kecilnya, jika sang suami telah 
menggauli yang tua, maka istri yang kecilnya juga diharamkan 
selamanya, tetapi jika belum menggauli yang tua, maka tidak 
diharamkan selamanya. Lalu jika istri yang tua itu menyusui istri 
kecilnya yang kedua, maka apakah pernikahannya gugur? Hal ini 
perlu ditinjau terlebih dahulu, Apabila sang suami telah menggauli 
istri yang tua, maka gugurlah pernikahannya, karena istri kecil 
yang kedua itu menjadi anak tirinya, dimana dia telah menggauli 
ibunya, dan dia diharamkan selamanya, tetapi jika sang suami 
belum menggauli istri yang tua, maka pernikahannya tidak gugur, 
karena dia menjadi anak tiri yang ibunya belum digauli. Kemudian 
jika dia menyusui istri kecilnya yang ketiga, jika sang suami telah 
menggauli istri yang tua, maka gugurlah pernikahannya dan 
diharamkan selamanya, akan tetapi jika sang suami belum 
menggauli istri yang tua, maka yang ketiga dan yang kedua 
menjadi saudara, lalu bagaimana hukum keduanya? Mengenai ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Dalam qaul qadim, Asy-Syafi'i mengatakan, “Pernikahan 
keduanya gugur.” Demikian juga pendapat Abu Hanifah, dan ini 
yang dipilih oleh Al Muzani, karena itu merupakan saudara di 
dalam satu ikatan pernikahan sehingga pernikahan itu gugur. 
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Sebagaimana jika istri yang tua itu menyusui keduanya bersamaan, 
dan yang kedua menggugurkan yang ketiga, karena pemaduan 
terjadi olehnya, dari sini nampaklah rusaknya pernikahan yang 
dikhususkan padanya, sebagaimana jika dia menikahi dua 
perempuan bersaudara satu demi satu, maka rusaknya pernikahan 
itu khusus pada yang kedua. 


Permasalahan Keempat: Apabila menyusuinya sekaligus, 
yaitu menyusui masing-masingnya empat penyusuan, kemudian 
diperahkan tiga waktu secara terpisah, lalu untuk kelima kalinya 
diminumkan bersamaan, maka gugurlah pernikahan dengan yang 
tua dan dengan semua yang kecil, dimana istri yang tua 
diharamkan selamanya, sedangkan para istri yang kecil, jika sang 
suami telah menggauli istri yang tua, maka mereka semua juga 
diharamkan selamanya. Namun jika sang suami belum menggauli 
yang tua, maka para istri yang kecil itu tidak diharamkan 
selamanya, hanya saja mereka menjadi saling bersaudara, sehingga 
tidak boleh memadu mereka, tetapi sang suami hanya boleh 
menikahi salah satu dari mereka secara tersendiri. 


"Cabang: Apabila sang suami itu mempunyai tiga istri, 
yaitu dua tua dan satu kecil, lalu masing-masing dari yang tua 
menyusui yang kecil empat penyusuan, kemudian masing-masing 
memerahkan susu dari dirinya, lalu keduanya dicampurkan, 
kemudian keduanya meminumkan campuran itu kepada yang kecil 
secara bersamaan, maka gugurlah pernikahan dengan dua yang 
tua dan yang kecil, dimana suami berhak atas setengah mahar 
yang telah disebut terhadap istrinya yang kecil, juga terhadap dua 
istri yang tua setengah mahar standar istri yang kecil dengan dibagi 
di antara keduanya. 
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Sedangkan mahar dua orang istri yang tua: jika dia telah 
menggauli keduanya, maka keduanya berhak menuntut mahar 
yang telah disebut, dan suami berhak menuntut kepada masing- 
masing dari keduanya mahar temannya, karena masing-masing 
dari keduanya telah merusak setengah mahar temannya, dan 
pernikahan masing-masing dari keduanya itu gugur karena 
perbuatannya. 


Apabila sang suami belum menggauli keduanya, maka 
masing-masing dari keduanya itu berhak atas seperempat 
maharnya yang telah disebut terhadap suami, karena jika sebab 
gugurnya pernikahan itu bukan dari pihaknya, niscaya dia berhak 
atas setengah dari mahar yang telah disebutkan. Namun jika 
gugurnya pernikahannya itu karena perbuatannya, maka gugurlah 
semua maharnya. Jika nikahnya itu gugur sebelum digauli, maka 
tidak ada mahar baginya, sedangkan kompensasi perbuatan 
temannya itu tidak gugur, dan suami berhak menuntut masing- 
masing dari keduanya berupa seperempat mahar standar 
temannya, karena itu adalah nilai dari apa mahar temannya yang 
dirusaknya. 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Apabila dengan keadaannya 
itu hanya saja salah satunya menyewakan susu yang dicampur dari 
keduanya, maka gugurlah pernikahan semuanya, dan yang kecil 
berhak menuntut setengah mahar yang telah disebut kepada 
suami, dan suami berhak menuntut kepada yang menyewakan 
setengah maharnya istri yang kecil karena dia sendirian dalam 
melakukan kerusakan.” 


Sedangkan mahar dua istri yang tua -jika suami belum 
menggauli dengan wanita yang tidak sewa- maka sang istri berhak 
menuntut setengah mahar yang telah disebut suaminya, dimana 
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suami juga berhak menuntut wanita yang disewa setengah mahar 
standarnya yang tidak menyewakan. Namun, jika dia telah 
menggauli wanita yang tidak disewa, maka sang istri berhak 
menuntut semua mahar yang telah disebut sang suami, dan suami 
berhak menuntut wanita yang disewakan berupa semua mahar 
standar wanita yang tidak disewa. 


Sedangkan maharnya wanita yang disewakan -jika dia 
belum digauli- maka tidak ada hak baginya, namun jika telah 
digauli, maka dia berhak menuntut semua mahar yang telah 
disebut dan tidak gugur sedikit pun darinya, dimana kedua istri 
yang tua itu diharamkan baginya selamanya dengan keadaan apa 
pun. 


Sedangkan istri yang kecil: jika sang suami telah menggauli 
kedua istri yang tua atau salah satunya, maka istri yang kecil itu 
diharamkan baginya selamanya. Namun, jika suami belum 
menggauli satu pun dari istri yang tua, maka dia boleh memulai 
lagi akad dengan istri yang kecil. 


Cabang: Apabila dia menikahi seorang perempuan yang 
masih kecil, lalu istrinya ini menyusu kepada ibunya suami 
sebanyak lima penyusuan secara terpisah ketika si ibu sedang 
tidur, maka gugurlah pernikahannya dan gugur pulalah maharnya, 
karena pengguguran itu datang dari pihak istri sebelum digauli. 
Jika dia menyusu dari si ibu dua kali penyusuan ketika si ibu 
sedang tidur, kemudian si ibu menyusuinya sebanyak tiga susuan 
secara terpisah, maka gugurlah pernikahannya. 
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Syaikh Abu Ishag berkata, “Tentang kadar yang gugur 
darinya adalah sebanyak setengah mahar yang telah disebut, ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


" Pendapat Pertama: Gugur setengahnya, yaitu seperempat- 
nya, sehingga hanya diwajibkan seperempatnya. 


Pendapat Kedua: Gugur sesuai bilangan penyusuan, 
sehingga dari setengah yang disebut itu gugur dua perlima dan 
diwajibkan tiga perlimanya. Lalu jika kami mengatakan yang 
pertama, maka diwajibkan atas si ibu kepada suami ini seperempat 
mahar standar. Namun jika kami mengatakan yang kedua, maka 
diwajibkan atas si ibu tiga perlima dari setengah mahar standar.” 


Apabila diteteskan dari susu ibunya ke tenggorokan istrinya 
yang masih kecil, lalu sampai ke perutnya sebanyak lima 
penyusuan, maka gugurlah pernikahannya, kemudian dia 
menanggung setengah mahar yang telah disebut bagi istrinya yang 
masih kecil itu, dimana suami tidak berhak menuntut apa pun 
kepada sang ibu, karena (gugurnya pernikahan ini) tidak berasal 
dari salah satunya. 


Cabang: Apabila sang istrinya yang masih kecil menyusu 
kepada istrinya yang tua sebanyak lima penyusuan ketika istri yang 
tua itu sedang tidur, maka gugurlah penikahan keduanya, dan 
gugur pulalah mahar istri yang kecil. Namun jika dia belum 
menggauli istri yang tua, maka dia berhak menuntut setengah 
maharnya yang telah disebutkan, dimana sang suami berhak 
menuntut pada harta istrinya yang kecil semua mahar standar istri 
yang tua. Demikianlah menurut pendapat mayoritas ulama 
madzhab kami. Sementara menurut pendapat Ibnu Al Haddad, 
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sang suami tidak dituntut untuk memberikan apa pun kepada 
istrinya. 


Cabang: Apabila dia mempunyai istri yang masih kecil 
dan istri yang sudah tua, sementara istri yang tua itu mempunyai 
anak lelaki dari selain suaminya ini, yang mana anak lelaki ini 
mempunyai istri yang memiliki susu dari anak lelaki istri tuanya, 
lalu dia (istri anak tirinya) ini menyusui istrinya yang masih kecil, 
maka gugurlah pernikahan dengan istri yang tua dan yang masih 
kecil, karena istri yang tua itu menjadi nenek bagi istri yang kecil, 
sementara tidak boleh sang suami memadu wanita dengan 
neneknya, dimana istri yang tua itu diharamkan selamanya. 
Sedangkan istri yang kecil: jika dia telah menggauli yang tua, maka 
istri yang kecil ini diharamkan selamanya. Namun, jika dia belum 
menggauli istri yang tua, maka tidak diharamkan selamanya, dan 
suami harus menanggung setengah mahar yang telah disebut bagi 
istri yang kecil, dimana suami juga berhak menuntut istrinya yang 
tua setengah mahar standar istri yang kecil. Sedangkan istri yang 
tua, jika dia belum digauli, maka dia berhak atas setengah 
maharnya yang telah disebutkan itu, dan sang suami berhak 
menuntut istri anaknya berupa setengah mahar standar yang tua. 
Namun, jika istri yang tua ini telah digauli, maka dia berhak 
menuntut semua maharnya yang telah disebutkan, dan suami 
berhak menuntut istri anak tirinya semua mahar standar istri yang 
tua ini menurut pendapat mayoritas ulama madzhab kami, 
sedangkan menurut pendapat Ibnu Al Haddad, bahwa di sini 
(dalam contoh kasus ini) dia tidak berhak menuntut apa pun 
kepadanya. 
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Cabang: Apabila sang suami mempunyai istri tua dan 
yang masih kecil, lalu dia menthalak yang masih kecil, kemudian 
dia disusui oleh istri yang tua, maka gugurlah pernikahan istri yang 
tua, karena dia menjadi ibu dari orang yang tadinya menjadi istri 
suami tersebut. Jika dia menthalak istri yang tua, lalu istri yang tua 
itu menyusui yang kecil, maka jika dia menyusuinya dengan susu 
suami, maka gugurlah pernikahannya dengan istri yang kecil, 
karena dia menjadi anaknya. Namun jika dia menyusuinya dengan 
selain susu suaminya ini: jika istri yang tua ini telah digauli, maka 
gugurlah pernikahan istri yang kecil, karena dia menjadi anak dari 
istri yang telah digaulinya. Lain halnya, jika istri yang tua ini belum 
digauli, maka tidak gugur pernikahan istri yang kecil karena dia 
adalah anak dari istri yang belum pernah digauli suami itu. 


Cabang: Apabila dia mempunyai empat istri, yang mana 
tiga di antaranya merupakan istri tua dan satu yang masih kecil, 
lalu masing-masing dari yang tiga istri tua ini menyusui lima kali 
secara terpisah, maka gugurlah pernikahan semuanya, karena 
masing-masing dari yang tua itu menjadi ibu bagi wanita yang 
tadinya juga merupakan istri suaminya tersebut, dan para istri tua 
ini diharamkan selamanya, sedangkan istri yang kecil, jika dia 
disusui oleh salah satu dari mereka dengan susu suami, atau selain 
susu suami, hanya saja salah seorang dari mereka telah digauli, 
maka dia juga diharamkan selamanya. Namun jika dia tidak disusui 
dengan susu suami, dan tidak ada yang pernah digauli di antara 
mereka yang tua ini, maka istri yang kecil itu tidak diharamkan 
selamanya, bahkan boleh berakad lagi dengannya. 


Ibnu Al Haddad berkata, “Apabila dia mempunyai tiga istri, 
yang mana dua di antaranya tua dan satu masih kecil, lalu masing- 
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masing yang tua menyusui istri yang kecil empat penyusuan, 
kemudian kedua istri tua itu memerahkan dari susu keduanya, lalu 
keduanya mencekokan kepada istri yang kecil sehingga menjadi 
penyusuan yang kelima dari masing-masing dari keduanya, maka 
gugurlah pernikahan semuanya, dan dua istri yang tua itu 
diharamkan selamanya dengan keadaan apa pun. Sedangkan istri 
yang kecil: jika dua yang tua telah digauli atau salah satunya, maka 
istri yang kecil juga diharamkan selamanya, tetapi jika tidak satu 
pun dari istri yang tua telah digauli sang suami, maka istri yang 
kecil itu tidak diharamkan selamanya.” 


Menurutku (Al Muthi'i): Ini jika susunya itu dari suami, 
-sedangkan jika itu susu mereka berdua atau susu salah satunya dari 
suami, maka istri yang kecil tidak diharamkan selamanya dengan 
keadaan apa pun. 


Cabang: Apabila dia mempunyai dua istri, dimana yang 
satu tua dan yang satunya lagi masih kecil, lalu ibunya yang tua 
menyusui istri yang tua sebanyak lima penyusuan, maka gugurlah 
pernikahan istri yang besar dan istri yang kecil, karena keduanya 
berarti di dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, 
sedangkan itu tidak boleh. Jika nenek dari istri yang tua menyusui 
istri yang kecil, maka gugur juga pernikahan keduanya, karena istri 
yang kecil itu menjadi bibi bagi istri yang tua. 


Jika yang menyusuinya itu adalah saudara perempuan dari 
istri yang tua, maka gugur pula pernikahan keduanya, karena istri 
yang tua menjadi bibi bagi istri yang kecil. Apabila yang 
menyusuinya ibu dari bapaknya yang tua, maka gugur pula 
pernikahan keduanya, karena yang kecil menjadi bibinya yang tua. 
Dan ia boleh berakad dengan salah satunya secara tersendiri, 
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karena tidak terlarang menikahi bibi dari orang yang tadinya 
adalah istrinya: baik pernah menggauli istri yang tua ataupun 
belum. 


Cabang: Apabila seorang lelaki mempunyai dua istri, 
dimana istri yang satu tua dan yang satunya lagi masih kecil, lalu 
dia menthalak keduanya, kemudian keduanya itu dinikahi oleh 
lelaki lain, lalu istri yang tua menyusui istri yang kecil, maka 
gugurlah pernikahan keduanya dari suami yang kedua. Jika suami 
yang pertama itu hendak menikahi kembali keduanya, maka dia 
tidak boleh menikahi istri yang tua karena dia sudah menjadi ibu 
dari orang yang tadinya sebagai istrinya. Sedangkan istri yang 
kecil: jika dia pernah menggauli istri yang tua, maka dia tidak 
boleh menikahi istri yang kecil, karena dia adalah anak dari istri 
yang pernah digaulinya, Namun jika sang suami belum pernah 
menggauli istri yang tua, maka dia boleh menikahi istri yang kecil, 
karena dia merupakan anak dari istri yang belum pernah 
digaulinya itu. 


Cabang: Apabila seorang lelaki mempunyai istri yang tua, 
dan lelaki lainnya mempunyai istri yang masih kecil, lalu masing- 
masing dari kedua lelaki ini menthalak istrinya, lalu yang tadinya 
mempunyai istri masih kecil menikahi wanita yang tua ini, 
sementara yang tadinya mempunyai istri yang tua menikahi istri 
yang masih kecil, kemudian istri yang tua menyusui istri yang kecil, 
maka pernikahan istri yang tua itu gugur dan diharamkan 
selamanya, karena dia menjadi ibu dari orang yang tadinya sebagai 
istrinya. 
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Sedangkan yang kecil: jika suaminya itu pernah menggauli 
istri yang tua sebelum menthalaknya, maka gugurlah pernikahan 
istri yang kecil dan diharamkan selamanya, karena dia menjadi 
anak dari istri yang pernah digaulinya, sedangkan jika belum 
pernah menggaulinya, maka tidak gugur pernikahannya, karena 
dia itu adalah anak dari istri yang pernah belum pernah digaulinya. 


Cabang: Al Muzani mengatakan dalam A/ Mantsur, 
“Apabila seorang lelaki menikahkan budak perempuannya yang 
tua dengan budak lelakinya yang kecil, kemudian majikan budak 
perempuan tersebut memerdekakan budaknya,. lalu budak 
perempuan ini men-fasakh nikah karena dia merupakan wanita 
merdeka yang diperistri oleh seorang budak, lalu dia menikah 
dengan lelaki lainnya dan melahirkan anak darinya, kemudian 
dengan susunya dia menyusui suami pertamanya (budak lelaki 
mantan suaminya), maka gugurlah pernikahan tersebut dari 
suaminya, karena dia menjadi istri dari anaknya.” Para ulama 
madzhab kami mengatakan, “Begitu juga jika seorang lelaki 
menikahkan anak lelakinya yang masih kecil dengan perempuan 
yang sudah tua, lalu si perempuan mendapati aib padanya dan 
men-fasakh pernikahan, kemudian dia menikah lagi dengan yang 
tua dan melahirkan anak darinya, lalu dengan susunya itu dia 
menyusui suami pertamanya, maka gugurlah pernikahan wanita itu 
dari suaminya, karena dia menjadi istri dari anaknya, dan dia 
diharamkan bagi kedua suami tersebut selamanya.” 

Apabila seorang wanita menikah dengan seorang lelaki lalu 
mempunyai susu darinya, kemudian lelaki ini menthalaknya, lalu 


setelah itu wanita ini menikah dengan seorang anak lelaki kecil 
kemudian dia menyusuinya dengan susu milik suami pertamanya 
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sebanyak lima kali penyusuan, maka gugurlah pernikahannya itu 
dengan suami yang kecil dimana dia juga diharamkan selamanya, 
karena sang istri itu menjadi ibu dan istri anaknya, dimana sang 
wanita itu diharamkan bagi suami pertama selamanya karena dia 
itu telah menjadi istri anaknya. 


Cabang: Apabila ada dua lelaki bersaudara, yang mana 
salah satunya mempunyai anak lelaki kecil dan yang lainnya 
mempunyai anak perempuan kecil, lalu keduanya dinikahkan, 
kemudian ibu dari kedua bersaudara ini menyusui salah satu dari 
kedua anak kecil ini tersebut, maka gugurlah pernikahan mereka, 
karena jika dia menyusui anak yang lelaki, maka dia menjadi 
paman bagi istrinya. Namun jika dia menyusui anak yang 
perempuan, maka dia menjadi bibi bagi suaminya. 


Apabila anak yang kecil itu dinikahkan dengan anak 
perempuan pamannya yang masih kecil, lalu nenek mereka 
menyusui salah satunya, maka gugurlah pernikahan mereka, 
karena jika dia menyusui yang anak laki-laki, maka dia menjadi 
paman dari istrinya. Namun, jika dia menyusui anak yang 
perempuan, maka dia menjadi bibi dari suaminya. Apabila anak 
lelaki kecil itu dinikahkan dengan anak perempuan bibinya yang 
masih kecil, lalu nenek mereka menyusui salah satunya, maka 
gugurlah pernikahan mereka, karena jika dia menyusui anak laki- 
laki tersebut, maka dia menjadi paman dari istrinya, namun jika dia 
menikahi anak perempuan, maka dia menjadi bibi dari suaminya. 


Apabila anak yang kecil itu dinikahkan dengan anak 
perempuan bibinya yang masih kecil, lalu nenek mereka menyusui 
salah satunya, maka gugurlah pernikahan mereka, karena jika dia 
menyusui anak yang laki-laki itu, maka dia menjadi paman dari 
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istrinya, namun jika dia menyusui anak yang perempuan itu, maka 
dia menjadi bibi dari suaminya. 


Cabang: Ibnu Al Haddad berkata, “Al Muzani meriwayat- 
kan, bahwa Asy-Syafi'i mengatakan dalam A/ Mantsur, “Apabila 
suami ummu walad seseorang dinikahkan dengan budak lelakinya 
yang masih kecil, lalu ummu waladnya ini menyusuinya dengan 
susu maulanya sebanyak lima susuan, maka gugurlah 
pernikahannya ini dan diharamkan bagi budak lelaki itu selamanya, 
namun ummu waladnya ini tidak diharamkan bagi maularnya. 
Karena dia tidak menjadi ibu bagi budaknya yang kecil kecuali 
setelah hilangnya ikatan pernikahan di antara keduanya, dimana 
ummul walad itu menjadi mantan istri budaknya yang kecil, dan 
tidak menjadi ibunya. Lalu ketika budaknya yang kecil itu menjadi 
anaknya (karena disusui tadi), dia tidak lagi menjadi istri dari 
budaknya yang kecil." 


Penjelasan ini, bahwa sebutan istri anak tidak terdapat 
dalam hal ini, karena ketika budak lelaki ini disebut anak (setelah 
disusui itu), maka ummu waladnya itu tidak disebut sebagai istri 
anak, tetapi pernah menjadi istri anaknya, lantaran tidak 
ditetapkannya sebutan ini, maka tidak ditetapkan keharaman.” 


Al Muzani dan Ibnu Al Haddad serta semua ulama madzhab 
kami mengingkari itu, dan mereka mengatakan, “Diharamkan bagi 
sang majikan.” Namun tidak benar menurut madzhab Asy-Syaffi, 
karena hilangnya pernikahan itu tidak menghalangi terjadinya 
sebutan istri anak. Asy-Syafi'i telah me-nash, bahwa jika dia 
menikahi anak perempuan kecil dan wanita dewasa (tua), lalu 
wanita yang tua itu menyusui yang kecil, maka pernikahan 
keduanya itu gugur, sebab wanita yang tua itu menjadi ibu dari 
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istrinya yang kecil, tetapi dia tidak lagi menjadi istrinya di saat 
wanita yang tua menjadi ibunya. Demikian yang disebutkan oleh Al 
Qadhi Abu Ath-Thayyib, dan yang disebutkan oleh Syaikh Abu 
Hamid dalam At-Ta'ig, bahwa Al Muzani menyebutkan dalam A/ 
Mantsur, “Apabila seorang majikan mempunyai ummul walad yang 
mempunyai susu, lalu dia menikahkannya dengan anak lelaki kecil, 
kemudian dia menyusuinya dengan susu maulanya, maka 
gugurlah pernikahan keduanya.” Al Muzani dan Ibnu Al Haddad 
mengatakan, “Diharamkan ummul walad tersebut bagi sang 
majikan selamanya, karena budak yang kecil menjadi anak 
majikannya dari penyusuan, sehingga wanita (ummu! walad itu 
menjadi istri dari anaknya.” 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Itu salah. Bahkan tidak 
diharamkan bagi sang majikan, karena pernikahan ummul walad 
tersebut dengan yang kecil itu tidak sah, karena pernikahan budak 
perempuan tidak sah kecuali dengan dua syarat: yaitu takut 
kesulitan dan tidak ada mahar bagi wanita merdeka, sedangkan 
budak yang kecil itu tidak disifati dengan takut kesulitan. Karena 
tidak adanya syarat itu, maka pernikahan itu tidak sah, dan karena 
pernikahan itu tidak sah, maka dia tidak menjadi istri dari 
anaknya.” Sedangkan yang dikemukakan oleh Al Qadhi adalah 
benar, apabila anak lelaki kecil itu merupakan budak, karena dia 
itu tidak dianggap takut kesulitan dan tidak adanya mahar wanita 
merdeka di dalam penikahannya dengan budak perempuan. Yang 
disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid juga benar. Dan kedua ini 
tidak ada di sana. 


Cabang: Apabila seorang lelaki mempunyai dua istri yang 
masih kecil, lalu datang seorang wanita asing, kemudian dia 
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menyusui salah satunya dengan lima susuan, lalu menyusui yang 
lainnya juga dengan lima susuan, maka pernikahan dengan yang 
kedua itu gugur dengan genapnya penyusuan yang kelima. Lalu, 
apakah karena itu pula pernikahan dengan yang pertama itu 
gugur? Mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang telah 
dikemukakan. Begitu juga jika ibu dari salah satu istrinya yang 
masih kecil itu datang, lalu dia menyusui madu anak perempuan- 
nya (yaitu istri lain dari lelaki ini yang bukan anaknya) sebanyak 
lima penyusuan, maka gugurlah pernikahan yang disusui. Lalu, 
apakah gugur pula pernikahan dengan anak dari wanita yang 
menyusui ini? Di sini ada dua pendapat Asy-Syaff'i. 


Apabila seorang lelaki mempunyai empat istri yang masih 
kecil, dan dia mempunyai tiga bibi seibu-sebapak atau seibu saja, 
lalu masing-masing bibinya menyusui salah satu dari istrinya dan 
tersisa yang keempat, maka pernikahannya itu tidak ada yang 
gugur dengan satu pun dari mereka, sebab tiga yang disusui 
menjadi anak-anak para bibinya, karena menikahi anak bibi itu 
diperbolehkan. 


Jika ibu dari ibunya suami (neneknya) menyusui istrinya 
yang keempat, maka gugurlah pernikahan dengannya, dan 
diharamkan bagi sang suami selamanya, karena dia telah menjadi 
bibinya, dan yang keempat ini juga menjadi bibi bagi ketiga istrinya 
yang lain. Lalu, apakah pernikahan mereka menjadi gugur? Di sini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i seperti pada contoh kasus 
sebelumnya. 

Apabila dia mempunyai tiga bibi yang terpisah, lalu masing- 
masing dari bibinya itu menyusui salah satu dari para istrinya, 
maka pernikahan mereka itu tidak gugur. Jika yang menyusui itu 
adalah ibunya suami dan istrinya yang keempat, maka gugurlah 
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pernikahan itu, dan dia menjadi ibu bagi ketiga istrinya. Karena 
dalam penguguran pernikahan istrinya yang disusui oleh bibinya 
dari pihak bapak dan ibunya ada dua pendapat Asy-Syaff'ii. 
Sedangkan pernikahan dengan yang disusui oleh bibinya dari 
pihak bapak, maka itu tidak gugur dengan pasti, karena sifat bibi 
yang keempat itu terjadi dari pihak ibunya sang suami, sementara 
bibi suami dari pihak bapak dari orang lainnya, yaitu dari pihak 
bapaknya ibu suami, sehingga yang disusuinya itu tidak berhimpun 
bersama bibinya di dalam „ikatan pernikahan. Demikian yang 
disebutkan oleh Al Mas'udi dan Ath-Thabari dalam pembahasan 
Iddah. 


Menurutku, bahwa ibunya ibu suami (neneknya), jika dia 
menyusui dengan selain susu milik bapak dari ibunya suami 
(kakeknya), maka dalam menikahi anak susuan bibi dari pihak 
bapak ini juga ada dua pendapat Asy-Syafi'i, akan tetapi ini 
berbeda jika disusui dengan selain susu bapak. dari ibunya suami. 
Berdasarkan ini digiyaskan,. jika suami mempunyai tiga bibi (dari 
pihak bapak), lalu masing-masing dari mereka itu menyusui satu 
orang dari para istrinya, kemudian ibu dari bapaknya suami itu 
menyusui istrinya yang keempat, maka ini sebagaimana yang telah 
dikemukakan sebelumnya. Wallahu A'lam Bish-Shawaab. 
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KITAB NAFKAH (PEMBAHASAN 
PEMBERIAN NAFKAH) 


Bab: Nafkah Para Istri 


Asy-Syirazi æ berkata: Apabila seorang wanita 
menyerahkan diri kepada suaminya dimana sang suami 
itu memungkinkan bersenang-senang dengannya dan 
memindahkan kemana pun yang dikehendaki suaminya, 
dimana keduanya termasuk orang yang bisa bersenang- 
senang di dalam pernikahan yang sah, maka sang 
suami itu diwajibkan menafkahinya, ini berdasarkan apa 
yang diriwayatkan Jabir &, bahwa Rasulullah & 
berkhutbah, lalu beliau bersabda, SG se Ss a F 
dylu 54-55 “Bertakwalah kalian kepada Allah dalam 


hal wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil 
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mereka dengan amanat Allah, dan kalian menghalalkan 
kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan hak 
mereka atas kalian adalah kalian memberi rezeki dan 
pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf.” 


Apabila sang wanita menolak untuk menyerahkan 
dirinya, atau menguasakan untuk bersenang-senang 
dengan suatu cara tanpa cara lainnya, atau di suatu 
tempat tanpa tempat lainnya, atau di suatu negeri 
tanpa negeri lainnya, maka sang suami tidak diwajibkan 
memberi nafkah, karena tidak ada penguasaan yang 
sempurna, maka tidak diwajibkan memberi nafkah, 
sebagaimana tidak diwajibkannya membayar harga 
barang yang dijual jika si penjual itu menolak 
menyerahkan barang yang dijual tersebut, atau 
menerima di suatu tempat tanpa tempat lainnya. Jika 
dia menyerahkan kepadanya dan memberikan 
kekuasaan penuh dan pemindahan ke tempat mana pun 
yang dikehendaki suami ketika suami itu hadir, maka 
sang suami diwajibkan memberi nafkah karena adanya 
penguasaan yang sempurna. 


Apabila sang istri menyerahkan diri kepada 
suaminya ketika sang suami sedang tidak ada, maka 
sang suami tidak diwajibkan memberikan nafkah hingga 
dia atau wakilnya datang, atau berlalu waktu dimana 
jika seseorang berjalan menempuhnya, maka orang itu 
bisa mengambil sang istri, karena tidak ada penguasaan 
yang sempurna kecuali dengan hal yang seperti itu. 


Jika sang istri tidak menyerahkan diri kepada 
suaminya, dimana tidak menguasakan kepada sang 
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suami hingga waktu tersebut berlalu, maka sang suami 
tidak diwajibkan memberikan nafkah, karena Nabi & 
menikahi Aisyah æ dan baru menggaulinya setelah dua 
tahun berikutnya, dan beliau tidak menafkahinya 
kecuali sejak beliau menggaulinya, dimana tidak 
diwajibkan pula menafkahi sang istri untuk jangka 
waktu yang telah lalu itu. Karena, tidak ada penguasaan 
yang sempurna pada waktu yang telah lalu itu, sehingga 
dia tidak diwajibkan menggantinya, sebagaimana tidak 
diwajibkan mengganti pada apa yang dibebankan pada 
barang yang dijual ketika masih ada di tangan penjual 
sebelum menyerahkan. 


Pasal: Apabila istri menyerahkan diri kepada 
suami atau menawarkan kepadanya, sementara dia 
masih kecil, dimana yang seperti itu tidak bisa digauli, 
maka mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Diwajibkan memberikan 


nafkah, karena sang istri itu telah menyerahkan diri 
tanpa halangan. 


Pendapat Kedua: Sang suami tidak diwajibkan 
memberikan nafkah, dan inilah yang shahih, karena 
tidak terdapat penguasaan yang sempurna dalam hal 
bersenang-senang. 


Jika istrinya telah dewasa sementara suami masih 
kecil, maka mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Sang suami tidak diwajibkan 
memberikan nafkah, karena tidak terdapat penguasaan 
yang sempurna dalam hal bersenang-senang. 
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Pendapat Kedua: Sang suami diwajibkan 
memberikan nafkah, dan inilah yang shahih, karena 
penyerahan penguasaan itu telah ada dari pihak istri, 
hanya saja tidak dapat dilakukan dari pihak suami, 
sehingga sang suami tetap diwajibkan memberikan 
nafkah atasnya. Sebagaimana halnya jika istri 
menyerahkan diri kepada suami, dan suami pun telah 
dewasa, lalu suami lari darinya. 


Apabila sang istri menyerahkan diri, sementara si 
istri sakit, atau ada penghalang di kemaluannya atau 
sangat sempit sehingga tidak bisa disetubuhi, atau 
suami sakit atau kemaluannya terkebiri atau sangat 
besar sehingga tidak bisa menyetubuhi, maka sang 
suami tetap diwajibkan memberikan nafkah karena 
telah ada penguasaan untuk bersenang-senang, 
sedangkan ketidak mungkinan untuk melakukannya itu 
adalah karena suatu sebab yang tidak berarti penyia- 
nyiaan. 


Penjelasan: 


Hadits Jabir di atas ini merupakan bagian dari hadits Jabir 
yang panjang mengenai haji. Telah diriwayatkan juga maknanya 
dari Amr bin Al Ahwash yang dikemukakan oleh semua penyusun 
kitab-kitab Sunan: “Bahwa dia menyaksikan haji wada' bersama 
Nabi &. Lalu beliau memanjatkan puja dan puji kepada Allah, lalu 
memberi peringatan dan wejangan, kemudian bersabda, 
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“Bersikap baiklah kalian terhadap para istri, karena 
sesungguhnya mereka adalah tawanan bagi kalian, kalian tidak 
memiliki apa pun dari mereka selain itu, kecuali mereka 
melakukan perbuatan keji yang nyata, maka jika mereka 
melakukan (itu), maka kucilkanlah mereka di tempat tempat tidur 
dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Apabila 
mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan 
(untuk menyusahkan mereka). Sesungguhnya kalian memiliki hak 


dari istri-istri kalian, dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. 
Sedangkan hak kalian atas istri-istri kalian adalah hendaknya alas 
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tidur kalian tidak diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai, dan 
tidak diizinkan ke rumah kalian orang yang tidak kalian sukai. 
Ingatlah, dan sesungguhnya hak mereka atas kalian adalah kalian 
bersikap baik terhadap mereka dalam memberi mereka pakaian 
dan makan.” 


Sedangkan khabar Aisyah di atas itu diriwayatkan oleh 
Ahmad, Al Bukhari dan Muslim dengan lafazh dari Aisyah &: 
“Bahwa Nabi & menikahinya ketika dia berusia enam tahun, lalu 
dia bawa kepada beliau ketika dia berusia sembilan tahun, dan dia 
tinggal bersama beliau selama sembilan tahun.” Di dalam riwayat 
Ahmad dan Muslim disebutkan: “Beliau menikahinya ketika dia 
berusia tujuh tahun, dan digabungkan kepada beliau ketika dia 
berusia sembilan tahun.” 


Hukum: Dasar wajibnya memberi nafkah kepada istri dari 
Al Qur`an, adalah firman Allah œ, 


2, 


3 sii Sal UE nya : PAS 215 2 S3, 1, 
Si Gi Sang D 


“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. 
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara yang ma'ruf” (Qs. Al Baqarah (2): 233). 


Redaksi, A/ Mauluudi lahu adalah suami. Disebutkannya 
kewajiban memberi nafkah kepada sang istri ketika melahirkan, hal 
ini menunjukkan bahwa nafkah itu diwajibkan untuknya ketika dia 
sedang tidak bisa diajak bersenang-senang lantaran kesibukkannya 
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dengan nifas, sehingga tidak muncul dugaan bahwa itu tidak wajib 
diberikan kepadanya. 


Allah & juga berfirman, 
TE LA IK OA Ta KN TC ar er 
Mas as A EKC A S SA 


“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 3). 

Asy-Syafi'i berkata, “Maknanya tidak bertambah banyak 
keluargamu dan orang yang kamu tanggung.” Ada juga yang 
mengatakan, bahwa mayoritas ulama salaf mengatakan, bahwa 
makna “A/-Laa Ta diluu” adalah tidak berbuat aniaya. Dikatakan 
“Aalaa- Ya'uuluu- Aulan” apabila dia berbuat sewenang-wenang. 
Dan “Aala-Ya'iili” berarti banyak keluarganya. Kecuali Zaid bin 
Aslam, karena dia mengatakan, “Maknanya: Tidak bertambah 
banyak keluargamu.” Sabda Nabi & menguatkan itu, yang mana 
beliau bersabda, J yí ya 2 aa lai “Mulailah dengan dirimu, 
kemudian dengan orang yang menjadi tanggunganmu.” 


Yang juga menunjukkan kewajiban memberi nafkah kepada 
istri adalah firman Allah &, 


2 ALA San K 


5 GT T La ae GO Ada 
Aa IS AG II 
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 
oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas 
sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Qs. An-Nisaa” 14): 34). 


Allah & berfirman lainnya, 


2. 5. 22 2 KRA 2 ge ke Ar » arr A > A 
Sadi aay ade A cag aa A Ran 9 AN 


E "í LA > GA “7, Aga Ts 
GE YESI aa E 


“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. (Qs. Ath- 
Thalaaq [65]: 7). 5 

Makna firman Allah &, “Qudira Alaih?" yaitu Dhiiga Alaihi 
(disempitkan). | 

Sementara Dalil dari As-Sunnah adalah, apa yang 
diriwayatkan oleh Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, 
Dia berkata: Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apa hak istri?” 
Beliau bersabda, LAI E BES of Chab 13 Gaskó of 
“Engkau memberinya maka apabila engkau makan, dan engkau 
memberinya pakaian apabila engkau berpakaian.” Hadits ini 
diriwayatkan oleh An-Nasa 'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ibnu Hibban 
dan Al Hakim, dimana keduanya menilai hadits ini shahih. 
Sementara Al Bukhari mengemukakan sepenggal dari itu secara 
muallaq (tanpa menyebutkan awal sanadnya), dan di-shahih-kan 
oleh Ad-Daraquthni di dalam A/ Mal 
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Apa yang dibatasi oleh pengarang di sini adalah dari Jabir, 
dan telah diriwayatkan sejumlah hadits darinya, di antaranya 
adalah hadits Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah @ bersabda, 


ts. 


ISiai “Bershadagahlah kalian” Seorang lelaki berkata, Aku 
punya satu dinar.” Beliau bersabda, D Jé a Ga 
“Shadaqahkanlah itu kepada dirimu.” Dia berkata lagi, “Aku punya 
satu dinar lainnya.” Beliau bersabda, Ur; JJ 4 GAS 
“Shadagahkanlah kepada istrimu.” Dia berkata lagi, “Aku punya 
satu dinar lainnya.” Beliau bersabda, B4 g6 4 GS 
“(Shadagahkanlah kepada anakmu.” Dia berkata lagi, “Aku punya 
satu dinar lainnya.” Beliau bersabda, hab & a GAS 
“Shadagahkanlah kepada pelayanmu.” Dia berkata lagi, “Aku 
punya satu dinar lainnya.” Beliau bersabda, 4 yai! TSI “Engkau 
lebih mengetahui itu.” 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i. 
Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan mendahulukan 
penyebutan anak daripada istri. Abu Ubaid berdalih dengan ini 
dalam membatasi status kaya (cukup) dengan lima dinar emas, 
yang dikuatkan oleh hadits Ibnu Mas'ud mengenai lima puluh 
dirham. 


Apabila ini telah ditetapkan, maka suami-istri tidak lepas 
dari empat kemungkinan yang ada: 


Kemungkinan Pertama: Keduanya sama-sama baligh. 


Kemungkinan Kedua: Suami baligh sedangkan istri masih 
kecil. | 
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Kemungkinan Ketiga: Suami masih kecil sedangkan istri 
sudah besar. 


Kemungkinan Keempat: Keduanya masih kecil. 


Apabila keduanya sudah baligh dan si istri menyerahkan 
dirinya kepada sang suami secara sempurna, yaitu mengatakan, 
“Aku menyerahkah diriku kepadamu. Apabila engkau memilih 
untuk menghampiriku dan bersenang-senang, maka itu terserah 
kepadamu. Namun jika engkau memilih agar aku mendatangimu 
sesuai kehendakmu, maka akan aku lakukan.” Oleh karena itu 
diwajibkan bagi sang suami menafkahinya, karena nafkah itu 
diwajibkan sebagai kompensasi bersenang-senang dengan sang 
istri, maka jika hal itu terdapat padanya, maka sudah terdapat 
penguasaan di tangan suami, sehingga sang suami diwajibkan 
memberi nafkah sebagai konpensasinya, seperti halnya penjual 
apabila barang yang dijual telah diserahkan, maka pembeli harus 
menyerahkan hartanya. 


Jika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada sang 
suami, dan suami sedang ada di tempat, namun suami tidak 
menerimanya hingga berlalunya waktu tersebut, maka sang suami 
diwajibkan menafkahinya, seperti halnya seorang penjual saat 
barang yang dijual itu telah diserahkan, maka pembeli wajib 
menyerahkan harganya. Apabila istri telah menyerahkan dirinya 
kepada sang suami dimana suami itu sedang ada di tempat namun 
tidak menerima penyerahan diri istrinya itu hingga berlalunya 
waktu tersebut, maka sang suami diwajibkan menafkahinya di 
waktu tersebut. 
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Abu Hanifah berkata, “Tidak diwajibkan nafkah pada waktu 
tersebut kecuali sang hakim memutuskan itu untuknya.” Sebab, itu 
adalah harta yang diwajibkan bagi istri sehingga tidak perlu 
memastikannya pada keputusan hakim seperti halnya mahar. 


Apabila istri menyerahkan dirinya kepada sang suami 
dengan penyerahan yang tidak sempurna, misalnya dengan 
mengatakan, “Aku menyerahkan diriku di rumah ini tanpa rumah 
lainnya,” atau “di kota ini tanpa kota lainnya,” maka sang suami 
tidak diwajibkan menafkahinya, karena tidak terdapat penyerahan 
yang sempurna. Ini seperti halnya penjual yang mengatakan, “Aku 
serahkan mobil ini di tempat ini tanpa tempat lainnya.” Maka sang 
suami telah melangsungkan akad nikah, namun sang istri tidak 
menyerahkan dirinya, dan suami tidak menuntutnya, dimana 
keduanya mendiamkan itu hingga berlalunya itu selama setahun 
atau lebih, maka tidak diwajibkan menafkahinya, karena Nabi & 
menikahi Aisyah ketika dia berusia tujuh tahun, lalu berkumpul 
bersamanya ketika Aisyah berusia sembilan tahun, dimana tidak 
ada nukilan yang menyatakan bahwa beliau menafkahinya kecuali 
sejak beliau berkumpul bersamanya. 


Apabila walinya sang istri menawarkan kepada suami tanpa 
seizin istri, sedangkan istri telah baligh dan berakal, lalu suami itu 
tidak menerimakannya dan berlalu waktu tersebut, maka tidak 
diwajibkan atas sang suami menafkahinya, karena tidak ada 
kekuasaan bagi wali atasnya dalam hal harta. Jika suami sedang 
bepergian dari negeri istri, maka perlu ditinjau terlebih dahulu, 
apabila dia sedang pergi meninggalkannya setelah istri 
menyerahkan diri kepadanya dengan penyerahan sempurna, 
namun sang suami berhalangan menerimanya, maka sang suami 
telah diwajibkan menafkahinya karena istrinya itu telah 
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menyerahkan dirinya, sehingga kewajiban itu tidak gugur lantaran 
kepergiannya. Namun, jika sang suami pergi meninggalkannya 
sebelum istri menyerahkan diri kepadanya dimana istri hendak 
menyerahkan dirinya kepadanya, maka jika sang istri mendatangi 
hakim negerinya seraya berkata, “Aku menyerahkan diri 
kepadanya dan membiarkanku dengannya.” Maka hakim 
negerinya mengirim-kan surat kepada hakim negeri dimana suami 
berada di sana untuk memberitahukan hal itu. Lalu jika surat itu 
sampai kepada yang dituju, suami pun dipanggil dan diberitahukan 
perkara itu kepadanya, apabila suami berangkat kepadanya dan 
menerima diri sang istri itu, atau mewakilkan penerimaannya lalu 
sang wakil menerimakannya, maka sang suami diwajibkan 
menafkahinya sejak penerimaan olehnya atau oleh wakilnya. 


Apabila sang suami memungkinkan untuk berangkat, 
namun dia tidak berangkat dan tidak pula wakilnya, maka jika 
telah berlalu waktu yang seandainya dia mau berjalan kepadanya, 
maka hakim mewajibkan nafkah untuknya sejak berlalunya waktu 
perjalanan kepadanya, karena telah memberikan kemungkinan 
penerimaan. Maka jika sang suami tidak menerimakannya, maka 
dia diwajibkan menafikahinya. Namun jika berjalan kepada sang 
istri tidak memungkinkannya berjalan kepadanya, maka hakim 
mewajibkan nafkah untuknya dari sejak berlalunya waktu 
perjalanan kepadanya, karena telah memungkinkan sang suami 
menerimakannya. Maka jika dia tidak melakukannya sehingga 
terhalang untuk menerimakannya, maka diwajibkan atasnya 
menafkahinya. 


Apabila sang suami tidak memungkinkan berjalan kepada 
istrinya karena tidak adanya teman atau karena takut di perjalanan, 
maka dia tidak diwajibkan menafkahi hingga dia mungkin untuk 
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melakukan perjalanan, karena dia tidak terhalangi untuk 
menerimakannya. Jika suami baligh, sedangkan istrinya masih 
kecil, maka perlu dilihat terlebih dahulu: jika istrinya itu telah puber 
yang bisa besenang-senang dengannya, maka yang diwajibkan 
menyerahkannya adalah walinya. Apabila wali menyerahkannya 
dengan penyerahan yang sempurna, maka sang suami wajib 
menafkahinya. Apabila istri tidak memiliki wali atau walinya sedang 
tidak ada, atau berhalangan menyerahkannya, atau berdiam diri 
dari menyerahkannya lalu istri menyerahkan dirinya sendiri kepada 
suami, maka suami diwajibkan menafkahinya, karena penyerahan 
itu telah terjadi. 


Apabila dia tidak termasuk kategori yang sah menyerah- 
kannya, seperti misalnya dia membeli sebuah barang dengan suatu 
harga dan menyerahkan harganya dan pembeli menerima barang 
itu tanpa seizin penjual, atau bawang itu diserahkan kepadanya 
oleh budaknya penjual, maka penyerahan itu sah. 


| Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan di dalam Asa 
“Hendaknya tidak diwajibkan nafkah kecuali setelah menerimanya, 
dan tidak diwajibkan penyerahannya karena penyerahannya tidak 
ada hukumnya.” 


Apabila sang istri masih kecil yang belum bisa digauli, maka 
mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: Pendapat Pertama: 
. Sang suami diwajibkan menafkahinya. Karena halangan untuk 
menggaulinya itu bukan akibat perbuatannya, sehingga itu tidak 
menggugurkan nafkahnya, sebagaimana halnya jika sang istri itu 
sakit. 

Pendapat Kedua: Sang suami tidak wajib menafkahinya. 
Demikian pendapat Malik dan Abu Hanifah serta yang dipilih oleh 
Al Muzani, dan inilah yang benar, karena bersenang-senang itu 
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terhalangi, sehingga tidak diwajibkan menafkahinya, sebagaimana 
jika istri itu nusyuz (membangkang). Apabila sang suami masih 
anak kecil, sedangkan istri sudah dewasa, maka mengenai ini ada 
dua pendapat Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Tidak diwajibkan menafkahinya, karena 
nafkah hanya diwajibkan lantaran adanya penguasaan dan 
penyerahan, dan itu hanya sah jika ada penguasaan dan 
penyerahan. Sedangkan anak kecil tidak menguasai dan tidak 
menerimakan, sehingga tidak diwajibkan untuk menafkahinya, 
sebagaimana halnya jika suami sedang tidak ada. 


Pendapat Kedua: Sang suami diwajibkan menafkahinya jika 
dia menyerahkan dirinya, dan inilah yang lebih shahih, karena 
penguasaan dan penyerahan yang sempurna itu telah terwujud 
darinya, sementara halangan itu berasal dari pihak suami, sehingga 
sang suami diwajibkan menafkahinya. Sebagaimana jika si istri 
telah menyerahkan dirinya kepada suami yang telah baligh, lalu 
suami lari darinya. Sedangkan jika keduanya masih kecil, lalu wali 
menyerahkannya, apakah sang suami diwajibkan menafkahi-nya? 
Mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, dan pandangan-nya 
adalah apa yang telah kami sebutkan pada contoh kasus 
sebelumnya, hanya saja yang lebih tepat disini adalah diwajibkan 
menafkahinya, karena bersenang-senang itu terhalangi dari pihak 
istri. 


Cabang: Apabila sang suami menerima penyerahan diri 
istrinya itu, sementara sang istri sedang sakit, atau suami 
menerimanya dalam keadaan sehat lalu si istri sakit, atau 
menerimanya sedangkan istri keadaannya ratga' (kemaluannya 
tertutup sehingga tidak bisa digauli), atau garna ' (ada daging yang 
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tumbuh pada kemaluannya seperti penutup tebal pada bagian 
masuknya kemaluan, atau berupa tulang seperti tanduk), atau dia 
mengalami itu setelah diterimanya, atau suami mengalami sakit 
atau gila atau jasm (kemaluannya sangat besar), maka sang suami 
diwajibkan menafkahinya, karena bersenang-senang dengannya itu 
memungkinkan dengan keadaan seperti itu. 


Asy-Syafi'i @, berkata, “Apabila dalam menggaulinya 
terdapat mudharat besar yang menghalangi untuk menggaulinya 
dan dipaksakan menafkahinya.” Intinya, apabila lelakinya itu 
bertubuh sangat besar, sedangkan istrinya bertubuh kecil. Namun 
jika sang suami menggaulinya maka ada bahaya yang 
dikhawatirkan atau kesulitan berat, atau kemaluan istri menjadi 
luka sehingga bisa membahayakan jika digauli, jika suami 
sepandangan mengenai bahaya yang bisa mengancam istrinya saat 
dia menggaulinya, maka sang suami tidak boleh menggaulinya, ini 


berdasarkan firman Allah &, ssf, 5257516, “Dan bergaullah 


dengan mereka secara patut” (Os. An-Nisaa" (4): 19). Di antara 
cara yang patut itu adalah dengan menahan diri untuk 
menggaulinya. ni 


Apabila suami memilih untuk menthalaknya, lalu dia 
menthalaknya, maka tidak ada lagi pembahasan. Jika suami 
memilih untuk tidak menthalaknya, maka dia wajib menafkahinya, 
karena sang istri tertahan olehnya, dimana sang suami juga 
memungkinkan bersenang-senang dengannya tanpa berupa 
persebutuhan. Apabila suami tidak mempercayainya, bahkan dia 
mengklaim bahwa dirinya itu bisa menggauli si istri, maka jika istri 
mengklaim tidak bisa digauli karena besarnya tubuh sang suami, 
maka Al Imrani mengatakan dalam A/ Bayan, “Hakim me- 
merintahkan para wanita yang terpercaya untuk mempersaksikan 
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itu di antara keduanya dalam keadaan bersetubuh tanpa ada 
penghalang. 


Lalu jika mereka mengatakan, bahwa ada kesulitan besar, 
atau' dikhawatirkan terhadap istri, maka sang suami dilarang 
menggauli istrinya. Namun jika mereka mengatakan, bahwa tidak 
ada kesulitan besar, dan tidak ada kekhawatiran terhadap istri, 
maka sang istri diperintahkan menguasakan untuk digauli. Apabila 
sang istri mengklaim tidak dapat digauli karena luka di kemaluan- 
nya, maka hakim memerintahkan para wanita terpercaya untuk 
melihat kemaluannya, karena ini kondisi darurat sehingga 
dibolehkan melihat kepada aurat. 


Para ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai 
jumlah kaum wanita yang melihat kepadanya saat bersetubuh, atau 
melihat luka di kemaluannya, yang mana Abu Ishag mengatakan, 
“Cukup satu orang, karena itu adalah cara untuk mencari tahu dan 
untuk mengetahui kesulitan dengan melihat persetubuhan 
keduanya, sehingga boleh hanya dengan satu orang.” 


Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang 
mengatakan, “Tidak cukup jika kurang dari empat wanita dalam 
hal itu. Karena kesaksian ini khusus oleh para wanita sehingga 
tidak diterima dalam hal ini jika jumlahnya kurang dari empat 
seperti halnya kesaksian yang lain. 


Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila istri 
menyerahkan dirinya kepada sang suami dan sang 
suami memungkinkan untuk bersenang-senang 
dengannya di dalam pernikahan yang fasid, maka sang 
suami tidak diwajibkan memberikan nafkah, karena 
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penguasaan itu tidak sah bersamaan dengan kerusakan 
nikah, dimana si wanita itu tidak berhak terhadap apa 
yang menjadi kompensasinya. 


Pasal: Apabila istri pindah dari tempat suami ke 
tempat lain tanpa seizinnya, atau bepergian tanpa 
seizinnya, maka gugurlah nafkahnya tersebut: baik 
suami hadir maupun sedang bepergian, karena istri 
telah keluar dari genggamannya dan ketaatan 
kepadanya, sehingga gugurlah nafkahnya sebagaimana 
istri yang nusyuz. 


Apabila istri bepergian dengan seizin suaminya — 
jika suami bersamanya,- maka diwajibkan nafkah, 
karena dia tidak keluar dari genggamannya dan 
ketaatan kepadanya. Namun, jika suami tidak 
bersamanya, maka mengenai ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i yang kami sebutkan pada pembahasan tentang 
pembagian. 


Pasal: Apabila istri berihram untuk haji tanpa 
seizin suami, maka gugurlah nafkahnya, karena jika 
ihram itu tathawwu', maka berarti dia telah mencegah 
hak suami, sedangkan itu wajib dan yang ini tidak 
wajib. Apabila dia itu dalam kondisi ihram wajib, maka 
dia telah mencegah hak suami yang harus dipenuhi 
secara langsung, sedangkan ini bisa ditangguhkan. Jika 
si istri berihram dengan seizin suami: jika dia keluar 
bersamanya, maka nafkahnya tidak gugur, karena si 
istri tidak keluar dari ketaatan kepadanya dan juga dari 
genggamannya. Namun, jika dia keluar sendirian, maka 
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ada dua pendapat seperti pada masalah bepergian 
dengan seizin suaminya. 


Pasal: Apabila istri menahan dirinya dengan 
itikaf tathawwu' atau nadzar dalam tanggungan, maka 
gugurlah nafkahnya berdasarkan apa yang kami 
sebutkan mengenai haji. Apabila karena nadzar tertentu 
yang diizinkan suami, maka nafkahnya itu tidak gugur, 
karena suami mengizinkannya dan menggugurkan 
haknya sendiri sehingga hak istri tidak gugur. Apabila 
itu karena nadzar yang tidak diizinkan suami, maka; jika 
itu setelah akad nikah, maka gugurlah nafkahnya, 
karena dia mencegah hak suami setelah wajibnya, 
namun jika itu karena nadzar sebelum nikah, maka 
nafkahnya itu tidak gugur lantaran apa yang menjadi 
hak sebelum nikah, maka sang suami tidak berhak pada 
masanya. Sebagaimana jika si istri menyewakan 
tenaganya kemudian menikah. Apabila istri beri'tikaf 
dengan seizin suami dan suami bersamanya, maka 
nafkahnya tidak gugur, karena dia tetap di dalam 
genggamannya dan ketaatan kepadanya, namun jika 
tidak bersamanya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i 
seperti dalam masalah haji. 


Pasal: Apabila dia menahan dirinya dengan 
puasa, jika itu merupakan puasa tathawwu” maka 
mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Nafkahnya tidak gugur, 
karena si istri tetap di dalam genggaman suaminya. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang 
shahih, bahwa nafkahnya gugur, karena dia mencegah 


134 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


penguasaan yang sempurna dengan sesuatu yang tidak 
wajib, sehingga gugurlah nafkahnya seperti halnya istri 
yang nusyuz. Apabila dia menahan dirinya dengan 
puasa Ramadhan atau gadha'-nya dan waktunya telah 
sempit, maka nafkahnya itu tidak gugur, karena apa 
yang menjadi hak secara syar'i, maka sang suami tidak 
berhak secara langsung dengan sesuatu yang secara 
langsung. Jika itu dikarenakan nadzar tertentu, maka 
jika nadzar itu dengan seizin suami, maka nafkahnya 
tidak gugur, karena dia mewajibkanya dengan kerelaan 
suami. Namun jika tanpa seizinnya, jika itu nadzar 
setelah nikah, maka gugurlah nafkahnya, namun jika itu 
nadzar sebelum nikah, maka tidak gugur nafkahnya 
berdasarkan apa yang kami sebutkan mengenai itikaf. 


Pasal: Apabila dia menahan dirinya dengan 
shalat, maka jika itu shalat yang lima atau sunnah 
rawatib, maka nafkahnya tidak gugur, karena apa yang 
ditetapkan syari'at maka suami tidak berhak pada 
waktunya. Apabila itu qadha` dari yang tertinggal, maka 
jika kami katakan bahwa dia secara langsung, maka 
tidak gugur nafkahnya. Namun, jika kami katakan, 
bahwa itu merupakan penangguhan, maka gugurlah 
= nafkahnya berdasarkan apa yang kami paparkan 
mengenai qadha Ramadhan. Jika itu merupakan 
shalat-shalat yang dinadzarkan, maka sebagaimana 
yang kami sebutkan mengenai i'tikaf dan puasa. 
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Penjelasan: 


Apabila istri menyerahkan diri kepada suami dan 
menguasakannya untuk bersenang-senang dengannya di dalam 
pernikahan yang fasid, maka sang suami tidak diwajibkan 
menafkahinya, karena penguasaan itu tidak sah bersama dengan 
fasidnya pernikahan, sehingga si istri tidak berhak mendapatkan 
apa yang menjadi kompensasinya, sebagaimana tidak berhaknya 
penjual terhadap harga di dalam penjualan yang fasid. 


n Cabang: Apabila istri pindah dari tempat suami ke tempat 
lainnya tanpa seizinnya, atau keluar dari negeri tanpa seizin suami, 
maka ` dia berbuat nusyuz dan karena itu gugurlah nafkahnya. 
Demikian pendapat semua ahli ilmu kecuali Al Hakam bin 
Uyainah, karena dia mengatakan, “Tidak gugur nafkahnya, 
sebagaimana jika dia menyerahkan dirinya.” Apabila si istri 
bepergian tanpa seizin suami, maka gugurlah nafkahnya, karena 
dia mencegah suami bersenang-senang dengannya lantaran 
melakukan perjalanan itu. Jika si istri berpergian dengan seizin 
suami, maka perlu ditinjau terlebih dahulu: apabila suami 
bepergian bersamanya, maka tidak gugur nafkahnya, karena dia 
tetap di dalam genggaman dan ketaatan kepadanya, namun jika si 
istri bepergian sendirian, maka jika itu untuk keperluan suami, 
maka sang suami diwajibkan menafkahinya, karena dia bepergian 
dalam mengurus keperluan dan maksud suami. 


Apabila dia bepergian untuk keperluan dirinya sendiri, 
maka Asy-Syafii mengatakan di dalam masalah nafkah, “Dia 
berhak atas nafkah.” Sementara di dalam pembahasan tentang 
nikah dia berkata, “Dia tidak berhak atas nafkah.” Ulama madzhab 
kami berbeda pendapat mengenai ini, dimana Abu Ishaq berkata, 
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“Bukan merupakan dua pendapat yang berbeda, tetapi itu berbeda 
sesuai dengan perbedaan kondisinya. Yaitu Asy-Syafii 
mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah tersebut, maksudnya 
adalah, jika sang suami itu bersamanya. Dia mengatakan tidak 
berhak atas nafkah, maksudnya adalah jika suami tidak 
bersamanya.” Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa 
mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Tidak harus dinafkahi. Demikian 
pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, karena dia tidak menguasakan 
dirinya sehingga tidak wajib dinafkahi. Sebagaimana jika dia 
bepergian tanpa seizin dari suaminya. 


Pendapat Kedua: Dia wajib dinafkahi, karena si istri 
berpergian dengan seizin suaminya, sehingga tidak gugur 
nafkahnya, sebagaimana jika dia bepergian untuk keperluan sang 
suami. 


Cabang: Apabila istri berihram untuk haji atau umrah 
tanpa seizin suami, maka gugurlah nafkahnya, karena jika ihram 
itu merupakan perkara thathawwu', maka si istri telah mencegah 
‘hak suami yang wajib dengan perkara fathawwu', namun jika 
ihram itu wajib baginya, maka si istri itu telah mencegah hak suami 
yang harus secara langsung dipenuhi, sedangkan haknya itu bisa 
ditunda. Demikian yang dikemukakan oleh pengarang A/ Bayan. 


Apabila si istri berihram dengan seizin suaminya dan keluar 
bersama sang suami, maka nafkahnya tidak gugur, karena dia 
tetap di dalam genggaman suami. Jika dia berihram dengan seizin 
suaminya dan keluar sendirian (tanpa suami), maka mengenai ini 
ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah 
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disebutkan mengenai mengadakan perjalanan. Apabila dia ber- 
itikaf, maka tidak sah kecuali di masjid, dan jika itu tanpa seizin 
suami, maka gugurlah nafkahnya, karena si istri itu telah 
melakukan nusyuzh lantaran keluar ke masjid tanpa seizin 
suaminya. Namun jika itu dengan seizin suami, dan dia bersama 
sang suami di masjid, maka tidak gugur nafkahnya, karena dia 
tetap di dalam genggaman dan ketaatan kepadanya. 


Namun jika sang suami itu tidak bersamanya di masjid itu, 
maka ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti 
riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam kasus mengadakan 
perjalanan. 


Abu Ishag berkata, “Tidak wajib dinafkahi dengan pasti.” Di 


antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, bahwa 
mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Cabang: Apabila si istri berpuasa tanpa izin suaminya, 
maka perlu ditinjau terlebih dahulu, apabila itu adalah puasa 
tathawwu' maka suami berhak melarangnya dari itu, dan dia 
berhak memaksa si istri untuk berbuka dengan makan dan 
bersetubuh, ini berdasarkan sabda Nabi $, 


3 


e “ r 23 90. 2 F 3 sa PE an naa 
VP baja KIA ana Y 
“Janganlah seorang wanita berpuasa tathawwu' sedangkan 


suaminya hadir kecuali dengan seizinnya.” 
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Apabila si istri menolak digauli tetapi dia tidak 
meninggalkan rumah, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i. Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, “Dia berbuat 
nusyuz sehingga gugurlah nafkahnya, karena dia telah menolak, 
sehingga tidak ada bedanya si istri itu menolak tidur bersama atau 
meninggalkan rumah.” Sementara Asy-Syirazi mengatakan, 
“Nafkahnya tidak gugur, karena selama dia tidak meninggalkan 
rumah, maka dia tidak berbuat nusyuz.” Dan ini juga merupakan 
pendapatnya Syaikh Abu Hamid. 


Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, 
bahwa jika si istri menolak digauli, maka gugurlah nafkahnya 
dengan pasti. Sedangkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i 
lainnya adalah, jika si istri itu berpuasa namun dia tidak menolak 
untuk digauli. Apabila itu merupakan puasa wajib, maka perlu 
dilihat terlebih dahulu, apabila itu merupakan puasa Ramadhan, 
maka sang suami tidak berhak melarangnya, dan itu tidak 
menggugurkan nafkahnya, karena itu adalah hak secara syari. 
Namun jika itu merupakan puasa qadha Ramadhan, maka 
pengarang A/ Bayan mengatakan, “Apabila waktunya tidak 
sempit, maka sang suami berhak melarangnya. Namun jika istri 
tetap berpuasa tanpa seizinnya, maka itu sebagaimana jika dia 
berpuasa tathawwu' tanpa seizin dari suaminya. Namun jika 
waktunya telah sempit untuk meng-gadha'-nya: misalnya tidak 
lagi tersisa dari Sya'ban kecuali beberapa hari saja untuk qadha` 
puasa, maka sang suami tidak berhak melarangnya. Namun jika si 
istri berpuasa tanpa seizinnya, maka nafkahnya tidak gugur karena 
itu, sebab si istri tidak boleh menangguhkan gadha' puasa itu 
hingga masuknya Ramadhan, maka itu menjadi hak untuk puasa 
seperti hari-hari Ramadhan.” 
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Apabila itu puasa kafarah, maka sang suami berhak 
melarangnya, karena puasa itu bisa ditangguhkan, sedangkan hak 
suami harus langsung dipenuhi. Jika itu merupakan puasa nadzar, 
maka jika itu ada di dalam tanggungannya, maka sang suami 
berhak melarangnya, karena itu bisa ditangguhkan sedangkan hak 
suami harus langsung dipenuhi. 


Apabila puasa itu terkait dengan waktu tertentu, maka jika 
si istri menadzarkannya dengan seizin suami, maka sang suami 
tidak berhak melarangnya, karena waktunya itu merupakan 
haknya untuk berpuasa dengan seizin suami, sehingga jika dia 
berpuasa tanpa seizinnya, maka nafkahnya tidak gugur karena itu. 
Jika si istri menadzarkannya tanpa seizin suami setelah menikah, 
maka sang suami berhak melarang istrinya itu melakukannya, 
karena dia berlebihan dalam mewajibkannya atas dirinya tanpa 
seizin suami. 

Apabila si istri bernadzar puasa di suatu waktu tertentu 
sebelum akad nikah, maka suami tidak berhak melarangnya untuk 
melakukan itu. Namun jika dia melakukannya tanpa izin dari 
suaminya, maka nafkahnya tidak gugur, karena si istri itu telah 
berhak untuk melakukan puasa sebelum akad nikah. Pada setiap 
kasus dimana kami mengatakan, bahwa suami berhak 
melarangnya, lalu jika istri melakukannya tanpa seizin suami, 
apakah nafkahnya gugur karena itu? Mengenai ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana yang telah 
dikemukakan terkait dengan puasa tathawwu'. 


Cabang: Apabila si istri menahan dirinya dengan shalat 
yang lima pada waktu-waktunya maka nafkahnya tidak gugur 
karena itu, karena pada waktunya itu si istri berhak untuk shalat, 
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dan suami tidak berhak melarang untuk melakukannya di awal 
waktu, karena shalat itu telah diwajibkan di awal waktunya. Alasan 
lainnya adalah karena si istri itu bisa kehilangan keutamaan awal 
waktu. Sedangkan gadha" shalat yang terlewat: jika kami katakan 
bahwa si istri diwajibkan meng-gadha '-nya secara langsung, maka 
sang suami tidak berhak melarangnya. 


Namun jika kami katakan, bahwa si istri tidak wajib meng- 
gadha -nya secara langsung, maka sang suami berhak melarang si 
istri untuk melakukannya. Sedangkan shalat-shalat yang dinadzar- 
kan, maka itu seperti halnya puasa nadzar, sebagaimana yang 
telah dikemukakan. Sedangkan shalat tathawwu' jika itu bukanlah 
shalat rawatib, maka sang suami berhak melarangnya, karena hak 
suami adalah wajib sehingga tidak digugurkan oleh sesuatu yang 
tidak wajib. 


Apabila istri melakukannya tanpa seizin sang suami, maka 
kemungkinan nafkahnya itu gugur, dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana yang kami katakan mengenai 
puasa fathawwu' Namun jika itu merupakan sunah rawatib, maka 
Syaikh Abu Ishag berkata, “Nafkahnya tidak gugur karenanya.” 
Sebagaimana yang kami katakan mengenai shalat yang lima. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila kedua 
suami istri itu kafir lalu si istri masuk Islam setelah 
digauli, sedangkan suaminya tidak demikian, maka 
nafkah istrinya itu tidak gugur, karena terhalangnya 
sang suami untuk bersenang-senang dengan istrinya itu 
lantaran suatu hal dari pihak suami, sedangkan sang 
suami itu mampu menghilangkannya, maka nafkah 
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istrinya itu tidak gugur. Seperti halnya suami muslim 
yang bepergian dari istrinya. 


Abu Ali bin Khairan berkata, "Mengenai ini ada 
pendapat lainnya, yaitu bahwa nafkahnya gugur, karena 
itu menghalangi sang suami dari bersenang-senang 
dengan istrinya lantaran suatu makna dari pihak istri 
sehingga nafkahnya menjadi gugur. Sebagaimana jika 
wanita muslimah itu berihram tanpa seizin suami." 
Yang shahih adalah yang pertama, karena haji adalah 
kewajiban memiliki waktu yang luas, sedangkan Islam 
adalah kewajiban yang sempit waktunya, sehingga 
nafkah itu tidak gugur seperti halnya puasa Ramadhan. 


Apabila suami memeluk Islam setelah menggauli, 
sedangkan istri majusi atau paganis dan tertinggal di 
dalam kesyirikan, maka gugurlah nafkah dirinya itu, 
karena si istri itu mencegah bersenang-senang dengan 
kemaksiatan sehingga nafkahnya gugur seperti halnya 
istri yang berbuat nusyuz. Jika si istri masuk Islam 
sebelum habisnya masa iddah, lantas apakah sang 
suami itu berhak atas nafkah untuk masa dimana si istri 
tertinggal di dalam kesyirikan? Mengenai ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Si istri berhak mendapatkan- 
nya, karena Islam menghilangkan apa yang teruraikan 
dari pernikahan, sehingga seakan-akan itu tidak pernah 
terjadi. 

Pendapat Kedua: Si istri itu tidak berhak men- 
dapatkannya, karena tidak ada penguasaan untuk 
bersenang-senang di waktu lampau sehingga si istri 
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tersebut tidak berhak atas nafkah sebagaimana halnya 
istri yang berlaku nusyuz jika telah kembali kepada 
ketaatan. 


Apabila suami murtad setelah menggauli istrinya, 
maka nafkah istrinya itu tidak gugur, karena halangan 
menggauli itu disebabkan dari pihak sang suami, 
sedangkan si istri mampu menghilangkannya, sehingga 
nafkah itu tidak gugur. Jika si istri murtad, maka 
gugurlah nafkahnya, karena dialah yang menghalangi 
sang suami untuk bersenang-senang lantaran 
kemaksiatan si istri, sehingga nafkahnya gugur seperi 
halnya istri yang berbuat nusyuz. 


Apabila si istri kembali kepada Islam sebelum 
habisnya masa iddah, apakah diwajibkan nafkah untuk 
yang telah lalu di waktu murtad? Mengenai ini ada dua 
riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di antara 
ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa 
mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i seperti 
halnya istri kafir yang tertinggal di dalam kesyirikan 
kemudian masuk Islam. 


Di antara ulama madzhab kami lainnya juga ada 
yang mengatakan, bahwa tidak diwajibkan nafkah 
dengan pasti. Perbedaan ini dengan istri yang kafir, 
bahwa pada istri yang kafir itu tidak terjadi dari 
pihaknya, tetapi dia hanya menetap pada agamanya, 
sedangkan yang murtad memunculkan halangan dengan 
kemurtadan, maka perkara ini diperberat terhadapnya. 


Apabila istri murtad lalu kembali kepada Islam, 
sementara suami sedang bepergian, maka dia berhak 
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terhadap nafkah dari sejak dia kembali kepada Islam. 
Jika si istri berbuat nusyuz lalu kembali kepada 
ketaatan, sementara suami sedang bepergian, maka si 
istri tidak berhak terhadap nafkah hingga berlalunya 
waktu suami yang bepergian itu sampai dia dapat 
bersenang-senang dengannya. Perbedaan antara 
keduanya adalah, bahwa istri yang murtad itu nafkah- 
nya gugur karena kemurtadan dan itu telah hilang 


dengan keislaman, sedangkan istri yang berbuat nusyuz 


gugur nafkahnya karena hal itu menghalanginya dari 
penguasaan, dan itu hilang dengan kembali kepada 
ketaatan. 


Pasal: Apabila dia merupakan istri seorang budak, 
lalu maula-nya itu menyerahkan si istri di malam dan 
siang hari, maka sang suami diwajibkan memberikan 
nafkah untuknya karena adanya penguasaan yang 


sempurna. Jika maula-nya itu menyerahkan si istri di 


malam hari saja tanpa siang hari, maka mengenai ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu 
Ali bin Abu Hurairah, bahwa diwajibkan setengah 
nafkah untuknya sesuai dengan penyerahan itu. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapatnya 
Abu Ishag serta zhahirnya pendapat madzhab, bahwa 
tidak diwajibkan nafkah bagi si istri tersebut, karena 
tidak ada penguasaan yang sempurna sehingga tidak 
diwajibkan memberikan nafkah untuknya, sebagaimana 
jika istri yang merdeka itu menyerahkan dirinya di 
malam tanpa siang hari. Wallahu A'lam. 
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Penjelasan: 


Apabila si istri masuk Islam, sedangkan suaminya kafir: jika 
itu sebelum berhubungan intim, maka tidak ada nafkah bagi si istri, 
karena perceraian terjadi di antara keduanya. Namun jika itu 
terjadi setelah berhubungan intim, maka pernikahan itu bertopang 
pada keislaman suami di masa iddahrnya istri, dan istri berhak 
terhadap nafkah di masa iddahnya itu, karena halangan 
bersenang-senang itu datangnya dari pihak suami, yaitu keeng- 
ganannya memeluk Islam padahal dia memungkinkan untuk 
menghilangkan kekafirannya itu, maka nafkah si istri tidak gugur, 
sebagaimana halnya jika suami bepergian dari istrinya. 


Ibnu Khairan mengemukakan pendapat lainnya, yaitu 
bahwa nafkah si istri itu gugur, karena gugurnya bersenang-senang 
lantaran suatu hal yang datang dari pihak istri, sehingga karena 
itulah nafkah si istri gugur, sebagaimana jika si istri ber-ihram 
untuk haji tanpa seizin suami. Yang masyhur adalah pendapat 
yang pertama, karena haji merupakan kewajiban yang luas 
waktunya, sedangkan Islam adalah kewajiban yang sempit 
waktunya sehingga tidak gugur karenanya, seperti halnya puasa 
Ramadhan. 


Apabila masa iddah si istri itu habis sebelum suami masuk 
Islam, maka istri menjadi terthalak ba “in, dan nafkahnya gugur. 


Cabang: Apabila suami masuk Islam, sedangkan istrinya 
Paganis atau Majusi; jika itu terjadi sebelum berhubungan intim, 
maka terjadilah perceraian di antara keduanya dan tidak ada 
kewajiban memberikan nafkah untuknya. Apabila itu setelah 
bercampur, maka pernikahan itu bertopang pada keislaman istri 
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sebelum habis masa jddah-nya, sehingga tidak ada kewajiban 
memberikan nafkah untuk si istri itu pada masa iddah selama dia 
belum masuk Islam, karena dia menghalangi sang suami yang 
harus bersenang-senang dengan kemaksiatan, yaitu menetapnya 
pada kekufuran, sehingga dia seperti halnya istri yang berbuat 
nusyuz. Apabila habis masa iddah si istri sebelum dia memeluk 
Islam, maka dia menjadi terthalak ba 'in karena berbeda agama, 
dan tidak ada kewajiban nafkah untuknya. 


Jika dia memeluk Islam sebelum habis masa iddahrnya, 
maka diwajibkan nafkah untuknya sejak dia memeluk Islam, 
karena keduanya telah kembali bersatu dalam ikatan suami istri. 
Lalu, apakah diwajibkan nafkah untuk yang telah berlalu di masa 
iddahrnya ketika masih kafir? Mengenai ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: | 

Dalam qaul qadim, Asy-Syafi'i mengatakan, “Diwajibkan 
memberikan nafkah untuknya, karena keislaman suami itu 
merupakan pengurai tali pernikahan itu, jika si istri memeluk Islam 
sebelum habis masa iddafrnya, maka hilanglah keteruraian 
tersebut, sehingga menjadi seperti tidak pernah terurai.” 


Dalam qaul jadid, Asy-Syafi'i mengatakan, “Tidak diwajib- 
kan memberikan nafkah untuknya bagi masa yang telah berlalu 
dari iddah-nya.” Dan ini yang lebih shahih, karena menetapnya dia 
di dalam kekufuran layaknya seperti nusyuz si istri tersebut. Dan 
sebagaimana diketahui, bahwa jika dia berbuat nusyuz dan tetap di 
dalam nusyuznya, kemudian kembali pada ketaatan kepada 
suaminya, maka tidak diwajibkan menafkahinya selama masa si 
istri menetap dalam nusyuznya itu, maka begitu juga perkara ini 
yang berimplikasi hokum seperti itu. 


146 || Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Cabang: Apabila suami istri sama-sama muslim, lalu 
suami murtad setelah berhubungan intim, maka sang suami wajib 
memberikan nafkah kepada si istri selama masa iddah, karena 
halangan bersenang-senang itu lantaran hal yang datang-nya dari 
pihak suami, sehingga nafkah itu tidak gugur karenanya, 
sebagaimana halnya jika dia bepergian. 


dika si istri murtad setelah berhubungan intim, maka 
perkara pernikahan ini bertopang pada keislaman diri si istri 
sebelum habis masa iddah-nya, sehingga sang suami tidak 
diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddahrnya, karena si 
istri itu menghalangi suaminya untuk bersenang-senang lantaran 
kemaksiatan yang datang dari pihaknya. Ini sebagaimana jika si 
istri itu berbuat nusyuz, maka jika masa habis iddah-nya sebelum 
memeluk Islam, maka tidak ada lagi yang perlu dibahas. Namun 
jika si istri memeluk Islam sebelum habis masa iddah-nya, maka 
sang suami diwajibkan menafkahinya sejak dia memeluk Islam, 
karena keduanya telah kembali bersatu di dalam ikatan 
pemikahan. Lalu, apakah diwajibkan nakfah untuk masa iddah-nya 
yang telah berlalu sebelum dia masuk Islam? Di antara ulama 
madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa mengenai ini ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana yang kami katakan 
mengenai si istri yang musyrik jika telat tidak memeluk Islam 
kemudian memeluk Islam sebelum habis masa iddah-nya. 


Di antara ulama madzhab kami lainnya juga ada yang 
mengatakan, bahwa sang suami tidak diwajibkan memberikan 
nafkah untuknya secara pasti, karena untuk waktu yang 
sebelumnya, maka itu masuk di dalam kekufuran, sedangkan 
suami mengurai pernikahan dengan keislamannya, sementara di 
sini keduanya masuk Islam, dan hanya si istri yang mengurai 
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pernikahan dengan kemurtadannya, sehingga perkara ini 
diperberat baginya. 

Apabila si istri murtad sementara suami sedang tidak ada, 
atau suami tidak ada setelah kemurtadannya lalu dia kembali 
kepada Islam dan suami sedang tidak ada, maka sang suami 
diwajibkan memberikan nafkah untuknya sejak dia kembali kepada 
Islam. Begitu juga jika suami masuk Islam sementara istrinya 
Paganis atau Majusi dan tertinggal dalam kesyirikan, lalu suami 
pergi kemudian si istri masuk Islam sebelum habis masa iddah-nya, 
maka sang suami diwajibkan memberikan nafkah untuknya sejak 
dia masuk Islam. 


Apabila si istri berbuat nusyuz dari rumahnya, sementara 
suami sedang tidak ada, atau suami bepergian setelah nusyuznya 
si istri, lalu istri kembali ke rumahnya, maka tidak diwajibkan 
nafkah hingga suami hadir lalu menerimanya, atau istri datang 
kepada hakim dan berkata, “Aku telah kembali pada ketaatan 
kepadanya.” Kemudian hakim mengirim surat kepada hakim 
negeri dimana suami berada, lalu memanggil orang yang dimaksud 
surat itu dengan mengatakan, “Engkau berangkat kepadanya 
untuk menerimanya atau engkau mewakilkan kepada orang yang 
akan menerimakannya.” 


Apabila dia tidak berangkat dan tidak juga mewakilkan 
padahal dia mampu atas hal itu, lalu berlalu waktu dimana dirinya 
itu mungkin dapat sampai kepadanya, maka sang suami 
diwajibkan memberikan nafkah untuknya sejak waktu itu. 
Perbedaan antara keduanya, bahwa nafkahnya gugur akibat 
nusyuz karena dia keluar dari genggamannya, sehingga tidak 
berhak menuntut nafkah kecuali dengan kembali kepada 
genggamannya. Begitu juga itu tidak terjadi kecuali dengan suami 
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menerimanya kembali atau menguasakan orang lain untuk 
menerimanya. Akan tetapi tidak demikian terkait istri yang murtad 
atau musyrik, karena nafkahnya gugur akibat murtad atau menetap 
di dalam kesyirikan, sehingga jika dia masuk Islam, maka hilanglah 
hal yang menyebabkan gugurnya nafkah. 


Cabang: Apabila seorang lelaki Paganis menyerahkan 
nafkah kepada istrinya yang Paganis, atau lelaki Majusi 
menyerahkan nafkah kepada istrinya yang Majusi, sebulan setelah 
berhubungan intim, kemudian suami masuk Islam sementara 
istrinya tidak masuk Islam hingga habis masa iddah-nya, lalu suami 
hendak menarik kembali nafkah yang telah diserahkannya, maka 
perlu ditinjau terlebih dahulu: apabila penyerahan kepadanya itu 
mutlak, maka Asy-Syafi'i berkata, “Dia tidak bisa menarik kembali 
apa pun darinya. Karena zhahirnya itu adalah kerelaan 
menyerahkan kepadanya.” Dan jika dia mengatakan, Ini adalah 
nafkah untuk masa mendatang.' Maka dia boleh menariknya 
kembali, karena ternyata si istri tidak berhak atas nafkah itu.” 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Ini mengindikasikan bahwa 
hibah (pemberian) tidak membutuhkan lafazh ijab dan qabul 
karena itu dianggap suka rela jika dilakukan secara mutlak’. Dia 
juga mengatakan, “Apabila dikatakan: “Kemungkinan maksudnya 
adalah pembolehan'. Akan tetapi itu tidak benar, karena jika itu 
pembolehan, maka harus dengan syarat bahwa istri telah 
menggunakannya hingga gugur haknya darinya. Wallahu A am.” 
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Bab: Kadar Nafkah Para Istri 


Asy-Syirazi æ berkata: Apabila suami berkecukup- 
an, Yaitu yang mampu memberi nafkah dengan 
hartanya atau penghasilannya, maka diharuskan dua 
mud setiap hari. Jika sang suami dalam kondisi 
kesulitan, yaitu yang tidak mampu memberi nafkah 
dengan harta ataupun penghasilan, maka diharuskan 
mengeluarkan satu mud setiap hari, ini berdasarkan 
firman Allah 8, 5a Ah AA cah HK os RA HI 


- 


Pn 
IL 


Mg kk Č, “Hendaklah orang yang mampu memberi 


nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang 
disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari 
harta yang diberikan Allah kepadanya.” (Os. Ath- 
Thalaag [65]: 7). 


Jadi, Allah membedakan antara suami yang 
berkecukupan dan yang kesulitan, dan mewajibkan atas 
masing-masing dari keduanya sesuai dengan kadar 
kondisinya tanpa menjelaskan kadarnya, maka kadar- 
nya harus di tetapkan dengan ijtihad. Ini lebih 
menyerupai apa yang digiyaskan pada nafkah makanan 
dalam hal kafarah, karena makanan diwajibkan oleh 
syari'at untuk menutupi lapar, dan mayoritas yang 
diwajibkan di dalam kafarah bagi orang miskin adalah 
dua mud dalam fidyah pelanggaran, dan minimal yang 
diwajibkan adalah satu mud. Yaitu kafarah bersetubuh 
di bulan Ramadhan. 
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Apabila kondisi sang suami itu ada pada 
pertengahan, maka diwajibkan satu setengah mud, 
karena tidak memungkinkan disamakan dengan yang 
berkecukupan, namun dia di bawahnya, dan tidak 
mungkin disamakan dengan yang kesulitan karena dia 
berada di atasnya, sehingga ditetapkan atasnya satu 
setengah mud. 


Jika sang suami adalah seorang budak atau budak 
mukatab, maka yang diwajibkan atasnya adalah satu 
mud, karena dia tidak lebih baik kondisinya dari orang 
merdeka yang kesulitan, sehingga tidak diwajibkan 
baginya lebih dari satu mud. Apabila setengahnya 
merdeka dan setengahnya lagi masih berstatus budak, 
maka diwajibkan atasnya nafkah orang yang kesulitan. 


Al Muzani berkata, “Apabila dia berkecukupan di 
samping ada status merdekanya, maka diwajibkan 
atasnya satu setengah mud, karena telah berhimpun 
padanya status budak dan merdeka, sehingga 
diwajibkan atasnya setengah nafkah suami yang 
berkecukupan, yaitu satu mud, dan juga setengah 
nafkah yang kesulitan, yaitu setengah mud.” 


Pendapat ini salah, karena kondisi dirinya itu 
kurang akibat status budak, sehingga diwajibkan 
nafkahnya orang yang kesulitan seperti halnya budak. 

Pasal: Diwajibkan bagi suami berupa nafkah dari 
makanan negerinya, ini berdasarkan firman Allah &, 


2 


Kah LS un A | SA fes “Dan kewajiban ayah 
aa ae makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
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cara yang ma'ruf.” (Os. Al Baqarah [2]: 233). Juga 
berdasarkan sabda Nabi &, S « Ai S Rap 
x AN “Dan hak mereka atas kalian adalah memberi 
rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf.” 
Yang ma ruf di sini adalah yang biasa dimakan 


maka jika sang suami U menyerahkan tepung atau roti 
kepadanya, maka tidak diharuskan si istri menerimanya, 
karena itu adalah makanan yang diwajibkan syari'at, 
sehingga yang diwajibkan dalam hal itu adalah biji- 
bijian, seperti halnya makanan dalam kafarah. 


Apabila keduanya sepakat menyerahkan peng- 
ganti, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Tidak boleh, karena itu 
adalah makanan yang diwajibkan dalam tanggungan 
secara syar'i, sehingga tidak boleh mengambil 
pengganti dalam hal itu seperti halnya makanan dalam 
kafarah. 


Pendapat Kedua: Boleh, dan ini yang shahih, 
karena itu adalah makanan yang berlaku di dalam 
tanggungan bagi manusia, maka boleh mengambil 
pengganti dalam hal itu sebagaimana halnya makanan 
dalam hal pinjaman. Ini berbeda dengan kafarah, 
karena hal itu diwajibkan lantaran adanya hak Allah &, 
dan tidak diizinkan mengambil penggantinya, sedang- 
kan nafkah diwajibkan untuk hak istri dan dia telah rela 
mengambil penggantinya. 
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Penjelasan: 


Hukum: Nafkah istri disesuaikan dengan kondisi suami, 
bukan dengan kondisi istri, sehingga diwajibkan untuk anak 
perempuan menteri atau pemimpin negeri apa yang diwajibkan 
untuk anak perempuan penjaga, yaitu ditetapkan sesuai dengan 
yang mencukupinya. 

Malik berkata, “Nafkahnya diwajibkan sesuai dengan kadar 
yang mencukupi dan kondisi lapangannya. Apabila si istri lemah 
dalam makanan, maka si istri berhak atas kadar yang bisa 
dimakannya. Namun jika dia memiliki banyak makanan, maka dia 
berhak mendapatkan apa yang mencukupinya.” 

Abu Hanifah berkata, “Apabila istri kesulitan, maka dalam 
sebulan dia berhak empat sampai lima dirham. Namun jika kondisi 
si istri itu lapang, maka antara tujuh hingga delapan dirham.” 

Apabila kita mengkonversi kadar-kadar ini dengan nilai 
. uang kita sekarang di Mesir, semoga Allah menjaganya, adalah 
sama dengan lima puluh girsy. 

Para ulama madzhab Abu Hanifah berkata, “Dia 
mengatakan ini sebagai keringanan di masanya. Sedangkan di 
masa kita sekarang lebih dari itu.” Mereka menganggap 


kecukupannya itu seperti yang dikatakan oleh Malik, berdasarkan 
apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi & bersabda kepada Hindun, 


AIA BY) AG G git 


“Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan 
cara yang ma'ruf” 


Dalil kami adalah firman Allah &, 
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Py 


Pa 9342 Rer È ge æ SI s arr B ri 
Se san) ale JA oya bana A kawa 3 GAN 


OAI 
s 


SRA Lla TG 
aa La 


“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya. (Os. Ath-Thalaag (651: 7). 

Maksudnya adalah, bahwa yang kaya itu memberi nafkah 
sesuai dengan kondisinya, dan yang miskin itu juga sesuai dengan 
kondisinya. 


Juga berdasarkan firman Allah &, 


E t? 7 sesse Ii RERI 
A EGA AEs 
“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 
para ibu dengan cara yang ma'ruf (Qs. Al Baqarah (2): 233). 
Maksud yang ma'ruf adalah kebiasaan yang berlaku di 
tengah manusia, sedangkan kebiasaan dan tradisi di tengah 
manusia, bahwa nafkah orang kaya berbeda dengan orang miskin, 
karena jika kami katakan bahwa nafkahnya berdasarkan 
kecukupannya, tentu itu menyebabkan tidak berhentinya 
percekcokan di antara keduanya dan tidak sampai kepada hakim 
hingga kadar kecukupannya, maka hal ini ditetapkan. 


Sedangkan khabar Hindun, itu adalah hujjah kami, karena 
beliau mengatakan, s$ y y Sg AS G ie “Ambillah apa 
yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf” 
Sedangkan yang ma'ruf di tengah manusia itu berbeda dengan 
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kelapangan atau kesulitan suami. Beliau tidak mengatakan, 
“Ambillah apa yang mencukupimu,” secara mutlak. Dan kami juga 
mengartikan, bahwa beliau mengetahui kondisi suaminya (Abu 
Sufyan), bahwa kecukupan Hindun tidak lebih dari nafkah orang 
yang berkecukupan, sedangkan Abu Sufyan seorang yang ber- 
kecukupan. 


Apabila ini telah ditetapkan, maka nafkahnya berdasarkan 
kondisi sang suami: jika suami seorang yang berkecukupan, yaitu 
yang mampu memberi nafkah dengan harta dan penghasilannya, 
maka yang diwajibkan untuknya adalah dua mud setiap hari, 
namun jika dia dalam kondisi kesulitan, yaitu yang tidak mampu 
memberi nafkah dengan harta dan penghasilannya, maka yang 
diwajibkan baginya adalah satu mud setiap hari, yaitu satu 
sepertiga rith, yaitu kira-kira sekitar enam ratus gram gandum, 
karena itulah mayoritas yang diwajibkan Allah & dalam kafarah 
untuk satu orang yaitu dua mud, untuk kafarah pelanggaran, dan 
minimal yang diwajibkan untuk satu orang dalam kafarah adalah 
satu mud. Maka kami menggiyaskan nafkah istri dengan kafarah, 
karena Allah & menyerupakan kafarah dengan nafkah keluarga 


dalam hal jenis: ini berdasarkan firman Allah &, SAS G LA 5. 


Ker “Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 


keluargamu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 89), maka kami menetapkan 
maksimal dan minimal dalam kewajiban ini bagi satu orang 
sebagaimana di dalam kafarah. 


Sedangkan kondisi sang suami yang pertengahan, maka 
diwajibkan atasnya satu setengah mud setiap hari, karena dia lebih 
tinggi kondisinya dari orang yang kesulitan, dan lebih rendah 
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kondisinya dari orang yang berkecukupan, maka diwajibkan 
nafkah setiap hari sebanyak setengah dari kedua golongan ini. 


Cabang: Apabila suami seorang budak atau budak 
mukatab atau mudabbar atau merdeka setengahnya, maka sang 
suami itu diwajibkan menafkahi istrinya berdasarkan firman 


Gal 


Allah &, Seb) x 2 Aiie; “Dan kewajiban ayah memberi makan.” 
(Qs. Al Baqarah (2): 233) —hingga akhir ayat—. 


Tidak diwajibkan atasnya kecuali nafkahnya orang yang 
kesulitan, karena kondisi sang suami itu lebih buruk daripada 
orang merdeka yang sulit kondisinya. 


Perkataan Asy-Syirazi, “Diwajibkan atasnya nafkah dari 
makanan negerinya,” ini shahih, karena diwajibkan atasnya 
menyerahkan nafkah berupa apa yang berupa makanan utama 
negerinya. 


Jika makanan pokok negerinya berupa gandum, maka dia 
memberi nafkah berupa itu, dan jika makanan pokok negerinya 
berupa beras, maka dia memberi nafkah berupa itu. Namun jika 
makanan pokok negeri berupa kurma, maka sang suami memberi 
nafkah berupa itu. Karena, itu adalah makanan yang diwajibkan 
dalam bentuk yang lapang dan banyak tersedia sehingga 
diwajibkan dari makanan pokok negerinya seperti halnya kafarah. 
Maka, apabila sang suami menyerahkan kepadanya berupa tepung 
atau roti, Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan, 
“Tidak boleh.” 
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Pengarang A/ Muhadzdzab menyebutkan, bahwa itu tidak 
boleh secara pasti berdasarkan firman Allah &, KA PRE 


Ken Sebatas Jan Ia GS 3/2 “Maka kafarah (melanggar) 
sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari 
makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. (Os. Al 
Maa'idah [5]: 89). Dia menganggap kafarah sebagai cabang 
kemurahan hati dan mengartikan makna tersebut kepada hal itu. 


Karena kafarah yang diwajibkan berupa biji itu sendiri, 
maka tidak mencukupi jika itu dilakukan dengan tepung atau roti, 
sehingga begitu pula dengan nafkah. Apabila dia memberinya nilai 
biji maka istri tidak boleh dipaksa menerimanya, karena yang 
diwajibkan untuknya adalah biji sehingga tidak boleh dipaksa untuk 
mengambil nilainya, sebagaimana jika dia memiliki hak berupa 
makanan yang dipinjam. Jika istri meminta kepada suaminya 
untuk memberikan nilainya, maka suami tidak boleh dipaksa 
menyerahkan nilainya, karena yang diwajibkan atasnya adalah 
memberikan biji-bijian, sehingga tidak boleh dipaksa untuk 
memberikan nilainya. Apabila keduanya rela dengan nilainya, 
apakah ini sah? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafii 
mengenai ini: 

Pendapat Pertama: Tidak sah, karena itu adalah makanan 
yang diwajibkan dalam tanggungan oleh syari'at sehingga tidak sah 
mengambil penggantinya seperti halnya kafarah. 


Pendapat Kedua: Sah, dan ini yang shahih, karena itu 
adalah makanan yang diwajibkan dalam bentuk kasih sayang, 
sehingga sah mengambil penggantinya seperti halnya pinjaman. 
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Ash-Shaimuri dan Al Mas'udi mengatakan, “Dan diharus- 
kan menanggung biaya penumbukan dan pembuatan rotinya 
hingga siap, karena itu tradisi yang berlaku.” 


yang tersedia di semua negeri dan lapisan masyarakat, bahkan di 
sebagian kota seperti Kairo, Iskandariyah dan lain-lain, biji-bijian 
hanya seperti kerikil dan tanah, tidak bermanfaat dan tidak 
berguna, dan ditetapkan agar suami memberi nafkah dengan 
sesuatu yang memungkinkan istrinya itu mendapatkan makanan 
dan memudahkan untuknya sebab-sebab kehidupan dengan 
tetapi dengan apa yang bisa direalisasikan dengan nilai (harga 
barang), dimana pemberian nilai dari suami ini adalah perkara 
yang harus, tidak ada pilihan lain untuk memenuhi wajibnya 
menafkahi istrinya. 


Asy-Syafi'i #5 berkata, “Inti kebajikan adalah pemenuhan 
kepada pemilik hak yang berupa biaya dengan cara 
mengupayakan dan menunaikan kepadanya dengan lapang dada, 
bukan dengan keterpaksaan dalam mengupayakan dan 
menunaikannya, yaitu dengan menunjukkan ketidak sukaan untuk 
memenuhinya. Mana pun dari keduanya yang meninggalkan hal 
itu, maka dia zhalim, karena penangguhan utang yang dilakukan 
oleh suami yang mampu (berkecukupan) adalah kezhaliman.” Dan 
penangguhan di sini adalah jika dia menunda pemenuhan hak. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Diwajibkan untuk- 
nya lauk sekadar yang dibutuhkan yang berupa lauk 
negerinya yang berupa minyak, minyak simsim, 
mentega dan daging, ini berdasarkan apa yang 
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diriwayatkan dari Ibnu Abbas #., bahwa dia berkata 
tentang, “ Ken Aa Pa G Ba & “Dari makanan yang 
biasa kamu berikan kepada keluargamu.” (Os. Al 
Maa'idah [5]: 89), yaitu roti dan minyak.” 

Dari Ibnu Umar #&, bahwa dia berkata, “Roti dan 
minyak, roti dan mentega, roti dan kurma. Dan sebaik- 
baik makanan yang biasa kalian berikan kepada 
keluarga kalian adalah roti dan daging.” Dan karena itu 
termasuk nafkah secara tradisi. 


Pasal: Diwajibkan juga bagi sang suami apa yang 
dibutuhkan yang berupa sisir, sird, minyak rambut dan 
biaya pemandian jika kebiasaan istrinya itu masuk ke 
pemandian umum, karena hal itu dimaksudkan untuk 
kebersihan sehingga diwajibkan bagi sang suami, 
sebagaimana diwajibkan atas penyewa untuk menyapu 
rumah dan membersihkannya. Sedangkan pencelup, 
jika suami tidak memintanya, maka tidak diharuskan, 
tetapi jika suami memintanya, maka suami harus 
menyediakan harganya karena hal itu untuk hiasan si 
istri. 


Sedangkan obat-obatan, biaya dokter (atau tabib) 
dan tukang bekam tidak diwajibkan atasnya, karena itu 
tidak termasuk nafkah yang tetap, tetapi hanya 
dibutuhkan karena suatu kondisi tertentu, dan itu 
dimaksudkan untuk memperbaiki tubuh sehingga itu 
tidak diharuskan, sebagaimana tidak diharuskannya bagi 
penyewa untuk memperbaiki bagian yang roboh dari 
rumah yang disewanya. 
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Sementara minyak wangi, apabila dimaksudkan 
untuk membuang bau busuk, maka itu diharuskan, 
karena itu dimaksudkan untuk kebersihan diri, namun 
jika dimaksudkan untuk kesenangan dan bersenang- 
senang, maka itu tidak diharuskan, karena bersenang- 
senang adalah hak suami sehingga tidak bisa 
dipaksakan. 


Penjelasan: 


Asy-Syafi'i 8, berkata, “Minimal yang ditanggungnya 
beserta pelayannya adalah apa yang tubuh seseorang tidak dapat 
tegak dengan yang kurang dari itu, dan itu adalah satu mud 
dengan mudnya Nabi &, itu setiap hari berupa makanan pokok 
negerinya yang biasa mereka makan: baik itu gandum berkulit, 
gandum bertangkai, jagung, nasi ataupun biji gandum tanpa kulit, 
dan bagi pelayannya juga seperti itu, serta satu takar lauk 
negerinya baik berupa minyak atau minyak samin sekadar yang 
mencukupi untuk lauk tiga puluh mud dalam sebulan, dan untuk 
pelayannya juga seperti itu. Diwajibkan untuknya minimal apa 
yang mencukupinya untuk minyak rambut dan sisir, namun ini 
tidak diharuskan bagi pelayannya, karena tidak termasuk tradisi.” 


Asy-Syafi'i juga berkata, “Apabila istri berada di suatu 
negeri yang masyarakatnya biasa memakan berbagai jenis biji- 
bijian, maka yang diharuskan untuknya adalah yang mayoritas 
yang ada di negeri itu. Ada yang mengatakan, bahwa baginya 
dalam sebulan adalah empat rith/, di setiap pekan satu rith/, dan itu 
adalah tradisi untuknya.” 
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Menurutku (Al Muthi'i): Intinya, bahwa diwajibkan 
memberi lauk untuk istri berdasarkan firman Allah &, 3 33363 


E i? GL, 2> “ P” 2 
» sah De TAN BESS Dan kewajiban ayah memberi makan dan 


pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf” (Qs. Al 
Baqarah [2]: 233). Di antara cara yang ma'ruf adalah istri tidak 
memakan rotinya kecuali dengan lauk. Diriwayatkan dari Ikrimah: 
“Bahwa seorang wanita bertanya kepada Ibnu Abbas, dia berkata 
kepadanya: “Apa yang menjadi hakku dari harta suamiku?’ Ibnu 
Abbas berkata, “Roti dan lauk.’ Wanita itu berkata, “Apa boleh aku 
mengambil sedikit dari dirham-dirhamnya?” Ibnu Abbas berkata, 
Apa engkau mau dia mengambil dari hartamu lalu dia 
menyedekahkannya?' Wanita itu menjawab, “Tidak.” Ibnu Abbas 
berkata, “Begitu juga, engkau jangan mengambil sedikit pun dari 
dirham-dirhamnya tanpa seizinnya .” 


Tentang jenis dan kadarnya dikembalikan kepada kebiasaan 
(adat/tradisi), sehingga diwajibkan di setiap negeri yang berupa 
umumnya lauk. ulama madzhab kami berkata, “Jika di Syam 
lauknya adalah minyak, jika di Irak lauknya adalah minyak simsim, 
namun jika di Khurasan lauknya minyak samin.” 


Sedangkan Asy-Syafi'i mewajibkan berbagai minyak di 
antara beragam lauk, karena itu yang layak untuk tubuh, yaitu 
bersama gandum, bisa memberikan kekuatan panas pada tubuh. 
Dia mengatakan, bahwa di dalam minyak terkandung protein. 
Disebutkan di dalam A/ Bayan, “Itu lebih ringan biayanya, karena 
tidak memerlukan lauk hingga dimasak.” Kadarnya dikembalikan 
kepada tradisi, jika tradisinya satu mud dan lauknya satu ugiyah, 
maka untuk istri dari suami yang berkecukupan setiap hari 
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diwajibkan memberikan dua ugiyah minyak, untuk istri dari suami 
yang kesulitan diwajibkan satu ugiyah, dan untuk istri dari suami 
yang pertengahan diwajibkan satu setengah ugiyah, karena tidak 
ada standar yang bisa menjadi rujukan dalam kadarnya sehingga 
kadarnya dikembalikan kepada tradisi, ini berbeda dengan nafkah. 
Dia berkata, “Menurutku, bahwa jika di suatu negeri umumnya 
lauk penduduknya berupa susu, seperti penduduk Yaman, maka 
lauknya diwajibkan berupa susu.” 


Cabang: Apabila istri berada di suatu negeri dimana lauk 
penduduknya berupa daging, maka sang suami diwajibkan 
menyerahkan daging kepadanya setiap pekan, karena tradisi dan 
kebiasaan masyarakatnya adalah memasak daging setiap pekan. 


Para ulama madzhab kami mengatakan, bahwa Asy-Syafi'i 
mewajibkan satu rith/ daging setiap pekan, karena dia saat itu 
berada di Mesir, sedangkan di sana daging sedikit. Sedangkan jika 
istri berada di suatu tempat dimana terdapat banyak daging, maka 
hakim mewajibkan untuknya sesuai dengan pandangannya, yaitu 
dua rith/ atau lebih. Ini bagi istri dari suami yang kesulitan, 
Sedangkan istri dari suami yang berkecukupan, maka diwajibkan 
untuknya dua kali atau lebih dari apa yang diwajibkan bagi istrinya 
orang yang kesulitan. 


Perkataan Asy-Syirazi, “A/ Khidhaab” (pencelup/pewarna), 
yaitu inai, katm (bahan semir rambut) dan pemerah bibir. Al A'sya 
berkata, 


Kn US KRS doa HSE Ul SU SI 


162 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Aku melihat seorang lelaki dari kalian dalam keadaan 
menyedihkan, ia hanya # mengepitkan tangan yang dicelup di 
kedua pingganggnya. 


Khadhaba Ar-Rajulu Syaibahhu -Yakhdhubuhu “Lelaki itu 
menyemir ubannya.” A/ Khidhaab adalah sebutannya (namanya). 
As-Suhaili berkata, “Abdul Muththalib adalah yang pertama kali 
menyemir dengan wama hitam dari kalangan orang Arab.” 


Disebutkan di dalam hadits: Sandi Aan ah S “Menangis 
hingga air matanya membasahi kerikil” yaitu membasahinya, ini 
bentuk isti'arah (ungkapan pinjaman kata). 

Ibnu Al Atsir berkata, “Yang lebih tepat, maksudnya adalah 
mubalaghah (menunjukkan sangat) dalam menangis, hingga air 
matanya memerah lalu mewamai kerikil.” 


Sedangkan “As-Suhuukah” berasal dari As-Sahku. 
Disebutkan di dalam A/Lisan, “Bau tidak sedap yang didapati dari 
seseorang saat berkeringat. Engkau mengatakan, Annahu 
Lasahaka Ar-Riiha “bahwa dia membuat bau yang tidak sedap.” 
Bentuk polanya adalah, Sahaka- Sahkan- wahuwa Sahakun.” 


An-Nabighah berkata, 
sa & odn- oz 03 Anna Te 2 ofer 
Mereka berbau tidak sedap karena kotoran besi, seakan-akan 


mereka # di bawah cahaya taman penggembala sapi. 


Seandainya mereka tidak mengenakan perisai yang telah 
berkarat, tentu mereka tidak disifati dengan bau tidak sedap. As- 
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Sahku dan As-Sahkatu juga berarti buruknya bau daging saat telah 
membusuk. 


Ibnu Baththal berkata, “Asalnya adalah aroma misik dan 
karatnya besi.” 


Sedangkan hukum-hukum di dalam pasal ini, bahwa 
diwajibkan memberikan kepada istri apa yang dibutuhkannya yang 
berupa minyak rambut dan sisir, karena hal itu dibutuhkan untuk 
memperindah rambutnya sehingga diwajibkan atas suami 
memberikan itu sebagaimana halnya nafkah tubuhnya. Alasan 
lainnya adalah, karena hal ini mengandung kebersihan sehingga 
diwajibkan, sebagaimana diwajibkan bagi yang menyewa agar 
menyapu rumah yang disewanya. Demikian yang dikemukakan 
oleh Al Imrani dalam A/ Bayan. 


Diwajibkan juga atas suami memberikan apa yang 
dibutuhkan istri berupa sabun dan biaya kamar mandi, atau 
menyediakan sebab-sebab untuk mandi di tempat tinggalnya 
sebagaimana yang kami sebutkan mengenai minyak rambut dan 
sisir. Mengenai ini Syaikh Abu Ishag berkata, “Sedangkan semir, 
jika si istri tidak memintanya, maka tidak diwajibkan atasnya, tetapi 
jika dia memintanya maka suami wajib menanggung harganya. 


Sedangkan minyak wangi, apabila dimaksudkan untuk 
menghilangkan bau, maka hal itu diwajibkan karena dimaksudkan 
untuk kebersihan, namun jika dimaksudkan untuk kesenangan dan 
bersenang-senang, maka itu tidak diwajibkan, karena bersenang- 
senang adalah hak suami sehingga tidak diharuskan, dan juga tidak 
diwajibkan biaya bekam dan pengeluaran darah, dan juga tidak 
biaya obat-obatan, dan juga biaya dokter saat dia memerlukannya, 
karena hal itu untuk menjaga tubuhnya jika ada gangguan.” 
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Kami bertawagguf mengenai perkara ini yang harus dikaji 
lebih jauh dari segi apa yang bisa berdampak terhadap perubahan 
kehidupan manusia, dan ini bukan cabang tetap yang tidak terkait 
dengan faktor-faktor kemanusiaan yang menghalanginya. Karena 
jika suami istri berada di tengah suatu masyarakat atau lingkungan 
atau negeri dimana para pekerja dilindungi dengan perlindungan 
kesehatan jika mengalami kecelakaan kerja atau sakit saat bekerja, 
lalu pemilik pekerjaan (yaitu yang memperjakan) menanggung 
sebagian biaya pengobatan atau seluruhnya, maka itu tidak 
termasuk tradisi, karena membuat perumpamaan ini dengan 
penyewaan rumah sangatlah berbeda, karena berbedanya antara 
istri dan rumah. Yang lebih mendekati perumpamaannya adalah 
perumpamaan yang manusiawi, yaitu diperumpamaan dengan 
pekerja, karena itu lebih tepat. 


Bahwa perbedaannya dalam hal itu, bahwa seseorang 
dalam hal itu adalah penguasa dirinya, maka jika dia merasakan di 


g AIl >h 


dalam nalurinya dari firman Allah &, 5: $ Ge a Hg 
TAG PH Sana GÍ KA SN AS “Dan di 
antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 
dan sayang.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 21), maka dia tidak akan kikir 
terhadapnya dengan sesuatu yang bisa menghilangkan penyakit di 
pundaknya. Jadi, ini perkara yang dianjurkan dan yang termasuk 
dalam kategori utamanya kepribadian seseorang serta baiknya 
perlakuan dan pengutamaan. 


Apabila biaya kamar mandi untuk kebersihan tubuh 
diwajibkan, maka demikian juga diwajibkan kadar daging dan lauk 
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untuk memelihara tubuhnya. Ulama madzhab kami mengatakan, 
bahwa semua ini untuk memelihara tubuh selamanya, maka kami 
telah menjawab giyas biaya obat untuk memelihara tubuh yang 
terkait dengan nafkah tubuh lainnya, dan juga pada masalah- 
masalah yang menguatkan giyasan kami ini. Kami berpendapat 
dianjurkannya itu karena jima’ yang menyatakan tidak wajibnya hal 
itu tanpa ada perbedaan pendapat. Dalam hal ini terkandung 
sanggahan terhadap orang yang mengatakan tidak bolehnya si istri 
meminta biaya pengobatan dari suaminya. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Diwajibkan juga 
memberikan pakaian kepada istrinya, ini berdasarkan 
firman Allah 8, GS ISS Yah A IAI Es “Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 


para ibu dengan cara yang ma'ruf.” (Os. Al Bagarah 
(21: 233). 


Alasan lainnya adalah, karena hal itu dibutuhkan 
untuk memelihara tubuh selamanya sehingga diwajibkan 
seperti halnya nafkah. Diwajibkan bagi istri dari suami 
yang berkecukupan berupa pakaian kelas tinggi yang 
biasa dipakai di negerinya, yaitu yang berbahan kapas, 
lenin, sutera tebal dan sutera halus, dan untuk istri dari 
suami yang kesulitan berbahan kapas tebal dan lenin 
tebal, sedangkan bagi istri dari suami yang pertengahan 
adalah yang di antara keduanya. Minimal yang 
diwajibkan adalah gamis, celana, penutup wajah dan 
alas kaki bagi lelaki. Apabila di musim dingin, maka 
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ditambah dengan jubah, karena itu merupakan pakaian 
secara tradisi. 


Pasal: Diwajibkan juga untuk memberikan 
kepadanya selimut atau jubah dan bantal serta alas 
berisi (kasur) untuk tidur, dan karpet atau permadani 
atau tikar untuk siang hari. Untuk istri dari suami yang 
berkecukupan barang itu dari bahan berkualitas tinggi, 
sedangkan untuk istri dari suami yang kesulitan dari 
bahan berkualitas tidak tinggi, dan untuk istri dari suami 
yang pertengahan adalah di antara keduanya, karena 
itu termasuk tradisi. 


Pasal: Diwajibkan juga untuk memberikan 
kepadanya tempat tinggal berdasarkan firman Allah &: 


Sand, Yayuk, “Dan bergaullah dengan mereka 


secara patut.” (Os. An-Nisaa [4]: 19). Di antara 
kepatutan adalah menempatkannya di suatu tempat 
tinggal. Alasan lainnya adalah, karena dia 
membutuhkan tempat tinggal untuk menutupi diri dari 
pandangan orang lain, untuk beraktifitas dan 
bersenang-senang. Tempat tinggal hendaknya sesuai 
dengan kadar kemudahan, kesulitan atau pertengahan 
sebagaimana yang kami katakan mengenai nafkah. 


Pasal: Apabila istri termasuk yang tidak melayani 
dirinya sendiri, yaitu tadinya termasuk yang memiliki 
kemampuan, atau sakit, maka diwajibkan untuk 
menyediakan pelayan untuknya, ini berdasarkan firman 


Allah &, & Peraih Has, “Dan bergaullah dengan 
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mereka secara patut” (Os. An-Nisaa' [4]: 19). Di 
antara pergaulan yang patut juga adalah menyediakan 
untuknya orang yang melayaninya. Dalam hal ini tidak 
diwajibkan lebih dari satu pelayan, karena yang menjadi 
haknya adalah pelayanan untuk dirinya, dan itu bisa 
dipenuhi hanya dengan satu pelayan. Dan pelayan itu 
hanya boleh berupa perempuan, atau mahram-nya. 
Lalu, apakah boleh dari kalangan Yahudi dan Nashrani? 
Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 
Pendapat Pertama: Itu boleh, karena mereka boleh 
dijadikan pelayan. 


Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena jiwa 
terkadang membenci orang yang melayaninya. 


Apabila istri mengatakan, “Aku bisa melayani 
diriku sendiri, dan aku akan mengambil biaya pelayan.” 
Maka suami tidak boleh dipaksa memenuhi itu, karena 
maksud pelayanan adalah untuk memewahkan dan 
menyediakannya untuk memenuhi hak suami, dan itu 
tidak tercapai dengan pelayanannya. Jika suami 
berkata, “Aku akan melayaninya sendiri.” Maka 
mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i: 

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu 


Ishag, bahwa istri diharuskan rela dengan itu, karena 
kecukupan bisa dipenuhi dengan pelayanannya. 


Pendapat Kedua: Tidak diharuskan si istri rela 
dengan itu, karena istri memuliakannya dan bisa juga 
dia tidak memenuhi haknya dalam pelayanan. 
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Pasal: Apabila pelayan itu budaknya si istri, 
sementara suami dan istri sepakat menjadikannya 
sebagai pelayannya, maka suami harus menanggung 
nafkahnya. Jika suami seorang yang berkecukupan, 
maka diharuskan memberikan satu sepertiga mud yang 
berupa makanan pokok negerinya, jika dia seorang 
yang dalam kondisi (ekonomi) pertengahan atau dalam 
kondisi sulit, maka diharuskan memberikan satu mud, 
karena tidak cukup apabila kurang dari itu. Lalu 
mengenai lauknya, ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Diharuskan serupa dengan 
lauk istrinya, sebagaimana diwajibkan dalam makanan 
pokok harus sejenis dengan makanan pokok istrinya. 


Pendapat Kedua: Diharuskan lebih rendah dari 
lauk istri, dan inilah yang di-nash, karena tradisi dalam 
hal lauk adalah lebih rendah dari lauknya istri, 
sedangkan secara tradisi dalam hal makanan pokok 
adalah sejenis dengan makanan pokok istri. Diwajibkan 
juga memberikan untuk pelayan setiap istri berupa 
pakaian, kasur (alas tidur) dan selimut yang kualitasnya 
lebih rendah dari yang diwajibkan untuk istri. Tidak 
diwajibkan memberikan celana, tidak pula diwajibkan 
memberikan sisir, sidr, dan minyak rambut, karena hal 
ini dimaksudkan untuk menghias diri, sedangkan 
pelayan tidak dimaksudkan untuk berhias. Jika pelayan 
keluar karena ada keperluan, maka diharuskan 
menyediakan alas kaki untuk keperluannya keluar. 
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Penjelasan: 


Perkataan Asy-Syirazi, Az-Zalliyyah yaitu tikar Iraq yang 
serupa dengan permadani, sedangkan selimut dan pakaian adalah 
untuk menghangatkan diri. Asy-Syafi'i 8 berkata, “Diwajibkan 
juga untuk memberikan kepadanya pakaian seperti yang biasa 
dipakai oleh wanita sepertinya di dalam negeri tersebut, ini bagi 
suami yang dalam kondisi kekurangan. Dan itu adalah yang 
terbuat kapas Kufah, Bashrah dan serupanya. Sedangkan untuk 
pelayannya diharuskan memberikan pakaian luar, pakaian dalam 
dan serupanya. 


Diwajibkan pula untuk memberikan kepadanya di negeri 
yang dingin, minimal jubah berisi beludru atau sabut yang bisa 
menutupi dari dingin, juga celana, gamis, tutup kepala atau tutup 
muka, dan bagi pelayannya jubah woll dan kain selimut yang bisa 
menyelimutinya dari dingin seperti itu, serta gamis, tutup muka 
dan alas kaki serta hal-hal yang dibutuhkan. Diwajibkan juga untuk 
memberikan kepadanya di musim panas berupa gamis, tutup 
kepala dan tutup muka.” Asy-Syafi'i juga berkata, “Cukup jubah 
beludru atau jubah berisi yang serupanya.” 


Intinya, bahwa memberi pakaian kepada istri Pe 
bagi sang suami berdasarkan firman Allah &, pe A Sa des 


T9 asah HE “Dan kewajiban ayah memberi makan dan 


pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf” (Os. Al 
Bagarah (2): 233). Juga karena pakaian diperlukannya untuk 
menjaga tubuhnya selamanya sehingga diwajibkan atas suami 
seperti halnya nafkah. 
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Apabila ini telah ditetapkan, maka standar dalam hal 
bilangan pakaian, kadar dan jenisnya dikembalikan kepada tradisi, 
karena syari'at menyebutkan wajibnya memberi pakaian tanpa 
menyebutkan batasan kriterianya, dimana tidak ada dasar yang 
bisa dijadikan rujukan standarnya, sehingga mengenai bilangan dan 
kadarnya dikembalikan kepada tradisi, beda halnya dengan nafkah, 
karena standarnya ada asalnya di dalam syari'at, yaitu pemberian 
makan dalam kafarah, sehingga untuk nafkah standarnya itu 
dikembalikan kepada itu. 


Apabila dikatakan, “Syari'at telah menyebutkan tentang 
diwajibkannya memberi pakaian dalam kafarah, mengapa 
mengenai pakaian untuk istri standarnya tidak dikembalikan 
kepada itu?” Jawabnya, bahwa tentang pakaian yang diwajibkan 
dalam kafarah yamin (tebusan sumpah) apa yang bisa disebut 
kiswah (pakaian), sedangkan umat telah sepakat bahwa tidak 
diwajibkan memberikan untuk istri pakaian yang bisa disebut 
kiswah (pakaian) (dalam kafarah. Maka karena ijma’ menolak 
giyas pakaiannya dengan pakaian dalam kafarah, maka tidak ada 
dasar yang bisa dijadikan rujukannya, sehingga dirujukkan kepada 
tradisi. | 

Sedangkan tentang bilangan pakaian, Asy-Syafi'i berkata, 
“Diwajibkan memberikan kepada istri berupa gamis, celana, dan 
tutup kepala atau tutup muka.” ulama madzhab kami berkata, 
“Dan diwajibkan juga memberikan kepadanya. sesuatu yang 
dipakai di kakinya, yaitu berupa sandal dan serupanya.” 
Sedangkan kadarnya, itu ditetapkan untuknya apa yang 
mencukupinya sesuai dengan kadar tinggi dan pendeknya, karena 
berdasarkan itu standar kecukupannya dalam hal pakaian, dan itu 
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tidak tercapai kecukupannya kecuali dengan kadar ukurannya. 
Sementara mengenai jenisnya. 


Asy-Syafi'i berkata, “Aku tetapkan untuk istri dari suami 
yang berkecukupan berupa pakaian lembut buatan Bashrah, Kufah 
dan Baghdad, sedangkan untuk istri dari suami yang kesulitan 
berupa pakaian kasar buatan Bashrah dan Kufah.” Syaikh Abu 
Hamid berkata, “Asy-Syafi'i mewajibkan pakaian ini berdasarkan 
kebiasaan masyarakat di masanya. Karena tradisi di masanya 
sebagaimana yang disebutkannya. Sedangkan di masa kita 
sekarang, tradisinya telah melebar, karena tradisinya, bahwa istri : 
dari suami yang berkecukupan mengenakan sutra halus, sutera 
kasar dan linen, sehingga harus diberikan kepadanya apa yang 
berlaku pada kebiasaan yang dipakai kaum wanita negerinya. 
Namun jika di musim dingin, ditambahkan dengan jubah isi untuk 
menghangatkan diri.” 

Menurutku, bahwa jika dia di negeri yang kaum wanita 
tidak cukup kecuali dengan pakaian dalam, pakaian luar dan 
pakaian tidur, maka itu harus diberikan. Diwajibkan juga 
memberinya ikat pinggang dan tutup kepala, sehingga diwajibkan 
untuk istri dari suami berkecukupan tutup kepala dengan kualitas 
tinggi yang di masa kita sekarang disebut syal (kain penutup: 
selubung). Sedangkan untuk istri dari suami yang dalam kondisi 
kesulitan cukuplah yang kasarnya, dan untuk istri dari suami yang 
pertengahan adalah yang di antara kedua kualitas ini. 


Jika dia di negeri dimana para penduduknya beragam di 
musim panas dan dingin, maka tidak diwajibkan memberinya 
pakaian tebal berisi, seperti mantel untuk musim dingin, karena itu 
adalah tradisi dan kebiasaan bagi penduduk negerinya, sehingga 
tidak diwajibkan lebih dari itu. 
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Asy-Syafi'i berkata, “Apabila sang istri seorang wanita 
pedalaman, maka diwajibkan apa yang biasa dimakan oleh 
penduduk pedalaman, dan pakaiannya sesuai dengan kadar yang 
biasa mereka pakai.” Asy-Syafi'i juga berkata, “Dan diwajibkan 
juga memberikan kepada istrinya kasur dan bantal yang terbuat 
dari kain tebal Bashrah.” 


Intinya, bahwa diwajibkan atasnya memberi kasur untuk 
istri, karena si istri membutuhkan itu sebagaimana membutuhkan 
pakaian, sehingga diwajibkan memberi kepada istri dari suami 
yang berkecukupan serupa itu yang diisi kapas beserta bantalnya. 
Namun jika di musim dingin wajib diberi selimut atau kain untuk 
kehangatan. Jika di musim panas, maka wajib diberi selimut. Lalu, 
apakah diwajibkan memberinya kasur atau alas untuk duduk di 
siang hari selain kasur yang digunakan untuk tidur? Mengenai ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Tidak diwajibkan memberinya itu selain 
kasur yang digunakan tidur, karena cukup dengan itu. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat madzhab, 
bahwa diwajibkan memberinya kasur atau alas untuk si istri duduk 
di siang hari selain kasur yang digunakannya untuk tidur, seperti 
misalnya matras (kasur kecil) atau kursi atau sajadah atau 
serupanya, karena tradisinya pada istrinya orang berkecukupan 
bahwa di siang hari dia duduk di selain kasur tempat tidurnya, dan 
tradisi telah membatasi tempat untuk duduknya sebagaimana 
tempat untuk penyambutan (paviliun), maka bagi suami yang 
berkecukupan hendaknya menyediakan untuknya salah satu dari 
kedua tempat ini untuk istirahatnya. 
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Cabang: Diwajibkan juga memberinya tempat tinggal, ini 
berdasarkan firman Allah &, 


2 » » Pn sr 2> s 
Nanga, SA OI Ia Ga 


“ Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu.” (Os. Ath-Thalaag [65]: 6) 


Allah & juga berfirman, 


Kg Ha F2 TPA 


“Dan bergaullah dengan mereka secara patut” (Qs. An- 
Nisaa' [4]: 19). 


Di antara bentuk kepatutan adalah menempatkannya di 
suatu tempat, dan karena si istri juga membutuhkannya untuk 
menutupi diri dari pandangan mata orang lain ketika bersenang- 
senang, serta untuk melindunginya dari panas dan dingin, maka 
hal itu diwajibkan sebagaimana halnya pakaian, dan itu sesuai 
dengan kadar kelapangan, kesulitan dan pertengahannya kondisi 
suami. 


Masalah: Apabila si istri termasuk yang tidak melayani 
dirinya karena penyakit yang dideritanya, atau termasuk golongan 
mampu, Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Jika dia tidak melayani 
dirinya sendiri di rumah ayahnya, maka diwajibkan atas suami 
menyediakan orang yang melayaninya.” Sementara Daud berkata, 
“Tidak diwajibkan adanya pelayan untuknya.” 
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Dalil kami adalah firman Allah 8, oai JAA 


“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. (Qs. An-Nisaa” [4]: 
19). Di antara bentuk perlakuan yang patut adalah menyediakan 
untuk si istri berupa orang yang bisa melayaninya. Juga karena 
diwajibkan atas suami menafkahi istrinya, maka diwajibkan juga 
melayaninya, sebagaimana halnya ayah, karena diwajibkan 
menafkahi anak maka diwajibkan juga menanggung biaya orang 
yang melayaninya, yaitu yang mengasuhnya. 


Apabila ini telah ditetapkan, maka tidak diwajibkan 
untuknya kecuali seorang pelayan. Demikian juga yang dikatakan 
Abu Hanifah dan Ahmad. Sedangkan Malik mengatakan, “Jika si 
istri biasa dilayani dua pelayan atau lebih di rumah ayahnya, atau 
dia membutuhkan lebih dari satu orang pelayan, maka itu wajib 
disediakan oleh sang suami.” 


Abu Tsaur berkata, “Apabila suami mampu atas itu, maka 
diwajibkan dua pelayan.” Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa 
suami hanya diwajibkan menyediakan orang yang melayani 
dirinya, tidak termasuk hartanya, dan bagi seorang wanita cukup 
satu pelayan, sehingga tidak diwajibkan lebih dari itu. 


Cabang: Pelayan hendaknya hanya berupa perempuan 
atau laki-laki mahram-nya, karena si istri perlu melihat pelayan dan 
terkadang berduaan dengannya, sehingga tidak boleh berupa laki- 
laki non mahram-. Lalu, apakah boleh istri dipaksa menerima 
pelayannya berasal dari kalangan Yahudi dan Nashrani? Mengenai 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: . 


Pendapat Pertama: Boleh dipaksa untuk dilayani mereka, 
karena mereka layak untuk melayani. 
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Pendapat Kedua: Tidak boleh dipaksa untuk dilayani salah 
seorang dari mereka, karena jiwa terkadang membenci orang yang 
melayaninya. Jika si istri dilayani oleh pelayan yang dimiliki suami, 
atau: disewakan untuknya pelayan yang melayaninya, atau istri 
mempunyai pelayan dan keduanya sepakat agar pelayan itu 
melayaninya yang biayanya ditanggung oleh sang suami, atau 
suami sendiri yang melayaninya dan istri rela dengan itu, maka itu 
diperbolehkan, karena maksudnya adalah melayani, dan itu 
tercapai dengan semua itu. 


Menurut para sahabat Ahmad tentang diberdayakannya 
pelayan Yahudi dan Nashrani ada dua pendapat ulama seperti dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan kami, dimana yang 
benar adalah boleh, karena pelayanan mereka itu diperbolehkan. 
Disebutkan dalam A/ Mughni karya Ibnu Qudamah, bahwa yang 
shahih adalah boleh melihat kepada mereka. 


Apabila suami hendak menyediakan pelayan untuknya dan 
istri memilih pelayan lainnya, maka mengenai ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang dikemukakan oleh Al Qadhi 
Abu Ath-Thayyib: 

Pendapat Pertama: Pilihan si istri didahulukan, karena 
pelayan ini adalah haknya, bahkan bisa jadi yang dipilihnya itu 
lebih dapat melayaninya. 

Pendapat Kedua: Pilihan sang suami yang didahulukan, 
karena pelayanan adalah kewajibannya untuk istri, sehingga 
didahulukan sisi pilihan suami seperti halnya nafkah. Juga karena 
terkadang ada tuduhan wak yang dipilih oleh istri sehingga 
pilihan suami didahulukan. 
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Al Mas'udi berkata, “Apabila istri memiliki pelayan 
sementara suami ingin menggantinya dengan yang lainnya, maka 
apabila ada aib pada pelayan itu, atau dia seorang pencuri, maka 
suami boleh melakukannya, dan jika tidak demikian, maka tidak 
boleh.” Jika suami ingin melayaninya sendiri sedangkan istri 
menolak, apakah boleh dipaksa? Mengenai ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Boleh dipaksa, ini merupakan pendapat 
yang dipilih oleh Abu Ishag Al Marwazi dan Syaikh Abu Hamid, 
karena maksudnya adalah pelayanan si istri, sehingga suami boleh 
melayaninya dengan menggunakan orang lain atau dirinya sendiri, 
sebagaimana dibolehkan menyampaikan nafkah kepadanya oleh 
wakil sang suami atau dirinya sendiri. 


Pendapat Kedua: Tidak boleh dipaksa menerima 
pelayanannya, karena si istri merasa segan memperbantukannya di 
semua keperluannya, dan karena istri bisa menanggung aib dan 
cela sehingga tidak boleh dipaksa untuk menerimanya. Demikian 
nukilan ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad, 
karena si istri tidak rela suaminya menjadi pelayan walaupun 
tadinya adalah memang pelayannya. Demikian juga dua pendapat 
ulama madzhab Hanbali lainnya. 


Al Mas'udi berkata, “Apabila istri tidak pantas dengan cara 
seperti itu, misalnya menyapu rumah, memasak dan serupanya, 
maka dia boleh dipaksa menerima itu darinya. Namun jika 
pelayanan si istri itu menjadikannya merasa pantas dengan cara 
seperti itu, seperti membawakan air bersamanya ke tempat 
pemandian dan serupanya, maka tidak boleh dipaksa untuk 
menerima itu darinya, bahkan wajib atas suami menyediakan 
pelayan yang mengurusi itu untuknya.” 
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Cabang: Sedangkan nafkah untuk orang yang melayani si 
istri, jika sang suami memperkerjakan budak miliknya, maka dia 
menanggung nafkah dan pakaiannya hingga cukup karena hak 
kepemilikan, bukan karena melayani istrinya. Apabila suami 
menyewa orang yang melayani istrinya, maka sang suami harus 
menanggung biaya sewanya baik sedikit maupun banyak. 


dika ada orang yang suka rela melayani istrinya tanpa 
konpensasi maka itu diperbolehkan, karena hak istri dalam 
pelayanan bisa tercapai dengan itu. Apabila istri memiliki pelayan 
yang dimiliki, dan suami istri sepakat untuk menjadikannya pelayan 
istrinya, maka suami wajib menanggung nafkah pelayan istrinya itu 
termasuk juga pakaian dan zakat fitrahnya, dimana nafkah itu 
sesuai kadarnya (kondisi financial sang suami). 


Al Muzani berasumsi, bahwa tentang wajibnya menafkahi 
pelayan istrinya ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Sementara ulama 
madzhab kami mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. 


Apabila ini telah ditetapkan, maka diwajibkan memberikan 
kepada pelayan istri dari suami yang berkecukupan dan 
pertengahan sebesar dua pertiga dari nafkah yang wajib diberikan 
kepada istri, sehingga diwajibkan memberi nafkah kepada pelayan 
istri dari orang yang berkecukupan satu sepertiga mud setiap hari, 
dan kepada pelayan istri dari suami yang kondisinya pertengahan 
sebesar satu mud setiap hari, karena tradisi menyatakan, bahwa 
nafkah untuk pelayan istri dari suami yang berkecukupan lebih 
banyak daripada nafkah untuk pelayan istri dari suami yang 
kesulitan. Sedangkan nafkah pelayan istri dari suami yang 
kondisinya kesulitan diwajibkan satu mud setiap hari, karena tubuh 
tidak dapat tegak tanpa itu. Dan itu diwajibkan berupa makanan 
pokok negeri, karena tubuh tidak dapat tegak tanpa makanan 
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pokok negerinya. Diwajibkan juga memberikan lauknya, karena 
tradisi menyatakan, bahwa makanan tidak dimakan kecuali dengan 
lauk. Lalu, apakah lauknya seperti lauk untuk istri? Mengenai ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Lauknya seperti lauk istrinya, sebagai- 
mana makanannya yang diwajibkan seperti makanannya. 


Pendapat Kedua: Tidak diharuskan seperti lauk istrinya, 
karena tradisi menyatakan, bahwa lauk pelayan itu lebih rendah 
daripada lauknya orang yang dilayaninya, sehingga tidak harus 
disamakan, sebagaimana tidak disamakan kadar nafkahnya. 


Berdasarkan ini, maka lauknya istri sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al Imrani dan lainnya dari kalangan para sahabat 
kami, yaitu berupa minyak yang bagus, sementara lauk pelayannya 
dengan kualitas di bawahnya. Namun lauk pelayan tidak boleh 
menyimpang dari jenis mayoritas lauk negerinya, karena tubuh 
tidak dapat tegak kecuali dengan itu. Lalu, apakah diwajibkan 
memberikan daging untuk pelayan? Jika kami katakan, wajib 
memberikan lauknya seperti lauknya istri, maka diwajibkan 
memberikan daging untuk pelayan. Dan tidak diwajibkan 
memberikan minyak rambut dan sisir, karena hal ini dimaksudkan 
untuk berhias, sedangkan pelayan tidak dimaksudkan untuk 
berhias. 

— Asy-Syafi'i berkata, “Diwajibkan juga memberikan gamis, 
penutup kepala dan khuff (alas kaki) untuk pelayannya.” Dia 
mewajibkan untuk memberinya khuff karena pelayan memerlukan- 
nya ketika keluar untuk memenuhi berbagai keperluan. Begitupula 
ketika musim dingin diwajibkan memberinya mantel wool atau 
jubah untuk menghangatkan diri dari dingin. Dia juga berkata, 
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“Dan untuk pelayannya juga diberikan mantel, bantal dan 
serupanya yang berupa baju kurung atau jubah.” 


Para ulama madzhab kami mengatakan, “Sedangkan kasur, 
tidak wajib diberikan kepada pelayannya, tetapi hanya diwajibkan 
memberinya bantal.” Dan diwajibkan untuk memberikan kepada 
pelayannya istri dari suami yang berkecukupan berupa jubah, 
sedangkan bagi pelayan istri dari suami yang kesulitan berupa baju 
kurung, karena itu tradisi yang berlaku pada mereka. Apabila 
pelayannya meninggal dunia, apakah diwajibkan menanggung 
kafannya dan biaya pengurusannya? Mengenai ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana yang 
kami katakan mengenai kafan istri dan biaya pengurusannya. 


Apabila istri melayani dirinya sendiri, maka tidak diharuskan 
menanggung biayanya, karena maksud melayaninya adalah untuk 
mensejahterakan sang istri, maka jika dia menanggung sendiri 
kesulitan itu, maka dia tidak berhak atas upah, seperti halnya 
pekerja dengan modal pinjaman jika dia bekerja sendiri, maka 
tidak berhak menyewakan dirinya dari harta pinjaman itu. 


Cabang: Apabila si istri termasuk orang yang tidak biasa 
dilayani, misalnya dia biasa melayani dirinya sendiri di rumah 
ayahnya, dan dia dalam keadaan sehat, mampu melayani dirinya 
sendiri, maka suami tidak wajib menyediakan orang yang 
melayaninya, karena kebiasaannya adalah melayani dirinya sendiri. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Diwajibkan bagi 
sang suami memberikan istrinya nafkah setiap hari saat 
matahari terbit, karena itu adalah permulaan waktu 
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kebutuhan. Diwajibkan juga memberikan kepadanya 
pakaian setiap enam bulan, karena tradisi dalam hal 
pakaian adalah menggantinya dalam kurun waktu itu, 
jika dia memberikan pakaian kepadanya lalu pakaian itu 
usang dalam waktu kurang dari kadar itu, maka tidak 
diwajibkan atasnya untuk menggantinya, sebagaimana 
sang suami tidak diwajibkan mengganti makanan hari 
itu jika habis sebelum habisnya hari. Apabila masa layak 
bagi pakaian itu habis, sedangkan pakaiannya masih 
baik, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Tidak diwajibkan memper- 
baharuinya, karena pakaian diukur berdasarkan 
kecukupan, dan itu masih mencukupi. 


Pendapat Kedua: Diwajibkan memperbaharuinya, 
dan inilah yang shahih, sebagaimana diharuskan 
memberinya makan setiap hari. Jika masih ada sisa 
makanan hari ini dari makanan hari sebelumnya, dan 
karena ukurannya berdasarkan waktu, maka itu tidak 
dianggap cukup. Dalilnya adalah, bahwa seandainya 
makanan itu habis sebelum habisnya waktu tersebut, 
maka suami tidak harus memperbaharuinya. Sedangkan 
apabila tahan selama setahun atau lebih, seperti tikar, 
kasur, pakaian sutera kasar dan sutera halus, maka itu 
tidak wajib diperbaharui di setiap musimnya, karena 
kebiasaannya tidak harus diperbaharui di setiap musim. 

Pasal: Apabila suami telah memberikan nafkah 
sehari lalu si istri menjadi terthalak ba'in, maka sang 
suami tidak berhak meminta kembali apa yang tersisa, 
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karena dia telah menyerahkan apa yang harus 
diserahkannya. Jika dia meminjamkan nafkah untuk 
beberapa hari, lalu si istri menjadi terthalak ba'in 
sebelum habisnya itu, maka suami boleh meminta 
kembali nafkah yang setelah hari dimana istrinya 
menjadi terthalak ba'in, karena dia tidak berhak atas 
itu. Apabila dia telah memberikan pakaian musim 
dingin atau musim panas, lalu istrinya terthalak ba'in 
sebelum habisnya semua itu, maka mengenai ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Sang suami boleh meminta 
kembali itu, karena dia menyerahkannya untuk masa 
yang akan datang, jika tidak ada yang menghalangi 
keberhakannya, maka ditetapkan bagi sang suami boleh 
mengambilnya kembali, sebagaimana jika dia 
meminjamkan nafkah untuk beberapa hari lalu si istri 
menjadi terthalak ba in sebelum habisnya hari-hari itu. 


Pendapat Kedua: Tidak boleh memintanya 
kembali, karena dia telah menyerahkan apa yang harus 
diserahkannya sehingga tidak boleh menariknya 
kembali. Sebagaimana jika dia menyerahkan kepadanya 
nafkah hari itu, lalu si istri menjadi ba'in sebelum 
berakhirnya hari itu. 


Pasal: Apabila istri telah menerima pakaian suatu 
musim dan hendak menjualnya, maka itu tidak boleh 
dicegah. Abu Bakar bin Al Haddad Al Mishri berkata, 
“Tidak boleh.” Abu Al Hasan Al Mawardi Al Bashri 
berkata, “Apabila dia hendak menjualnya dengan yang 
kualitas yang lebih rendah dalam hal kebagusannya, 
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maka itu tidak boleh. Karena suami memiliki hak dalam 
hal kebagusannya, dan ada keburukan di balik 
berkurangnya kebagusan tersebut.” Pendapat pertama 
lebih tepat, karena itu adalah kompensasi yang berhak 
dimilikinya sehingga tidak boleh dicegah dalam 
memperlakukannya sebagaimana halnya mahar. 


Apabila istri telah menerima nafkah dan dia 
hendak menjual atau menukarnya dengan yang lainnya, 
maka itu tidak boleh dilarang. Di antara ulama madzhab 
kami ada yang mengatakan, “Jika si istri menukarnya 
dengan yang sesuatu yang membahayakan untuk 
dimakan, maka suami berhak melarangnya, karena hal 
itu bisa menimbulkan bahaya dalam bersenang-senang 
dengannya.” Sementara yang menjadi pendapat 
madzhab adalah yang pertama, berdasarkan apa yang 
kami sebutkan dalam hal pakaian, sedangkan bahaya 
dalam hal makanan tidak pasti, sehingga itu tidak boleh 
dilarang. 


Penjelasan: 


Mengenai kapan diwajibkan memberi nafkah istri ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i. Dalam gau/ gadim, Asy-Syafi'i mengatakan, 
“Semua diwajibkan dengan akad, namun tidak diwajibkan 
menyerahkan semuanya.” Demikian juga pendapat Abu Hanifah, 
karena itu adalah harta yang wajib diberikan sang suami kepada si 
istri lantaran status dirinya sebagai istri sehingga nafkah itu 
diwajibkan dengan akad, sebagaimana halnya mahar, dan karena 
nafkah diwajibkan sebagai kompensasi dari bersenang-senang, 
manakala telah dapat bersenang-senang dengannya dengan akad, 
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maka diwajibkan pula menguasakan padanya dengan akad apa 
yang menjadi kompensasinya, yaitu nafkah, seperti halnya harga 
dengan yang dihargai. 


Sementara di dalam qaul jadid, Asy-Syafi'i mengatakan, 
“Tidak diwajibkan dengan akad, tetapi diwajibkan hari demi hari.” 
Dan inilah yang shahih, karena jika diwajibkan dengan akad, 
niscaya diwajibkan pula penyerahan seluruhnya saat si istri telah 
menyerahkan dirinya, sebagaimana diwajibkan atas penyewa untuk 
menyerahkan semua biaya sewa jika dia telah menerima barang 
“yang disewanya. Karena tidak diwajibkannya menyerahkan semua 
itu, maka ditetapkan bahwa tidak semuanya diwajibkan. 


Pendapat pertama yang mengatakan, bahwa itu diwajibkan 
sebagai kompensasi kepemilikan bersenang-senang, ini tidak 
shahih, karena hanya diwajibkan sebagai kompensasi penguasaan 
untuk bersenang-senang. Jika kami mengatakan dengan gau/ 
gadim-nya yang menjadi sah jaminan atas suami dengan akad 
untuk masa yang akan datang, akan tetapi tidak menjamin kecuali 
pada nafkahnya orang yang kesulitan, sekalipun sang suami orang 
yang berkecukupan, karena itulah yang wajib secara meyakinkan. 
Namun jika kami katakan dengan gaw/ jadidnya, maka tidak sah 
jaminan bagi sang suami kecuali nafkah hari itu setelah terbitnya 
fajar. 


Sedangkan tentang wajibnya penyerahan tidak ada 
perbedaan pendapat, bahwa tidak diwajibkan atasnya kecuali 
penyerahan nafkah hari demi hari, karena hal itu hanya diwajibkan 
sebagai kompensasi penguasaan untuk bersenang-senang, dan itu 
tidak terdapat kecuali dengan adanya penguasaan pada hari itu. 
Oleh karena itu, jika datang permulaan hari sementara istri 
menguasakan dirinya kepada suami, maka suami wajib 
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menyerahkan nafkah hari itu di permulaannya, karena yang 
diwajibkan atasnya adalah biji-bijian, sedangkan biji-bijian itu perlu 
ditumbuk dan diadon hingga dibuat roti, dimana si istri 
memerlukan sarapan pagi dan makan malam. Jika kami katakan, 
tidak wajib atasnya menyerahkan itu kecuali di waktu makan pagi 
dan makan malam, maka hal itu akan menyebabkan istri kelaparan 
hingga selesai memprosesnya. 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Apabila suami menyerahkan 
roti hampa kepadanya lalu istri mengambil dan memakannya, 
maka itu adalah penerimaan yang fasid, karena yang berhak 


mengembalikan harga roti tersebut.” 


Cabang: Apabila suami menyerahkan kepadanya nafkah 
sebulan yang akan datang, lalu salah satunya meninggal dunia atau 
istrinya menjadi terthalak ba 'in karena thalak sebelum habisnya 
bulan, maka dia tidak berhak menarik kembali nafkah itu darinya, 
karena dia telah menyerahkan kepadanya apa yang wajib 
diserahkannya, sehingga tidak berubah dengan apa yang terjadi 
setelahnya. Sebagaimana jika dia menyerahkan zakat kepada 
seorang fakir lalu orang fakir itu meninggal dunia atau menjadi 
kaya (tidak berhak atas zakat). 


Apabila suami menyerahkan kepada istrinya nafkah bulan 
yang akan datang, lalu salah satunya meninggal atau istri menjadi 
terthalak ba “in dari di tengah bulan, maka suami boleh mengambil 
nafkah setelah hari meninggalnya salah satunya atau setelah bain- 
nya si istri. Demikian juga pendapat Ahmad dan Muhammad bin 
Al Hasan. Sementara Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan, 
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“Tidak boleh mengambil kembali darinya, karena dia telah 
memberikan kepemilikan dengan adanya penerimaan itu.” 


Dalil kami, bahwa sang suami menyerahkan itu kepadanya 
untuk memenuhi apa yang akan diwajibkan lantaran status wanita 
itu sebagai istri di waktu mendatang, lalu jika ternyata hal itu tidak 
diwajibkan, maka dia boleh memintanya kembali, sebagaimana jika 
dia mendahulukan zakat harta sebelum satu hau/ kepada seorang 
fakir, lalu orang fakir itu menjadi berkecukupan tanpa apa yang 
diserahkan kepadanya itu atau meninggal dunia. 


Cabang: Jika dia menyerahkan pakaian atau sandal 
kepadanya lalu pakaian atau sandal itu rusak, maka perlu ditinjau 
terlebih dahulu, apabila rusak pada waktu yang biasa rusak setelah 
masa penggunaan seperti itu, misalnya dikatakan, “Barang seperti 
ini tahan enam bulan,” lalu ternyata barang itu rusak setelah empat 
bulan atau kurang, maka si wanita itu tidak diharuskan menyerah- 
kan pengganti kepadanya, karena dia telah menyerahkan 
kepadanya apa yang menjadi haknya. Jika barang itu rusak 
sebelum itu, maka dia tidak harus menggantinya, sebagaimana jika 
pakaiannya dicuri atau terbakar, juga sebagaimana jika dia 
menyerahkan nafkah sehari kepadanya, lalu memakan sebelum 
harinya. 

Apabila telah berlalu masa yang biasanya selama masa itu 
pakaian itu rusak karena penggunaan yang normal, namun 
ternyata pakaian itu belum rusak, bahkan masih layak dipakai, 
apakah suami harus memberikan pakaian baru? Mengenai ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 
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Pendapat Pertama: Tidak diharuskan, karena istri tidak 
membutuhkan pakaian lainnya itu. 


Pendapat Kedua: Diharuskan memberinya pakaian lain. 
Syaikh Abu Ishag dan Syaikh Abu Hamid berkata, “Ini yang lebih 
shahih, karena standar pakaian dengan waktu bukan dengan 
- rusaknya pakaian itu. Tidakkah engkau lihat, bahwa jika pakaian 
mereka rusak sebelum waktunya rusak, maka tidak diharuskan 
menggantinya? Maka jika pakaian itu masih baik setelah waktu 
yang biasanya rusak, maka tetap diharuskan menggantinya. Alasan 
lainnya adalah, karena sang suami menyerahkan nafkah sehari lalu 
si istri tidak memakannya hingga datang hari kedua, maka suami 
tetap harus memberikan nafkah hari kedua, walaupun istri tidak 
membutuhkannya karena dicukupi dengan nafkah hari pertama, 
demikian juga pakaian seperti itu.” 

Apabila sang suami menyerahkan kepadanya pakaian untuk 
suatu masa, lalu salah satunya meninggal atau istrinya menjadi 
terthalak ba "in darinya sebelum habisnya masa itu, sedangkan 
pakaian itu belum rusak, maka apakah suami boleh menariknya 
kembali dari ahli warisnya atau darinya? Mengenai ini ada dua 


pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sang suami boleh menariknya kembali 
darinya, sebagaimana jika sang suami menyerahkan nafkah untuk 
setelah hari kematian atau untuk setelah status istrinya menjadi 
terthalak ba 'in. 

Pendapat Kedua: Tidak boleh menariknya kembali, karena 
sang suami menyerahkan pakaian itu kepadanya setelah 
diwajibkannya, sehingga dia tidak boleh menariknya kembali 
darinya, sebagaimana jika dia menyerahkan kepadanya nafkah 
sehari lalu salah satunya meninggal dunia atau si istri menjadi 
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terthalak ba 'in sebelum habisnya hari itu. Ini berbeda halnya jika 
sang suami menyerahkan kepada istrinya nafkah sebulan, maka si 
istri tidak berhak atas seluruh nafkah itu setelah hari kematian atau 
hari berstatus si istri terthalak ba 'in, karena itu boleh diminta 
kembali darinya. 


Cabang: Ibnu Al Haddad berkata, “Bila sang suami 
menyerahkan pakaian kepada istrinya lalu istri hendak menjualnya, 
maka si istri tidak berhak menjualnya, karena dia tidak memiliki- 
nya. Tidakkah engkau lihat, bahwa suami berhak mengambil itu 
darinya dan menggantinya dengan yang lainnya? Jika dia 
menyerahkan makanan kepadanya lalu istri menjualnya, maka dia 
boleh melakukan itu.” 


Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai ini, di 
antara mereka ada yang menyepakati Ibnu Al Haddad dan 
mengatakan, “Istri tidak boleh menjual pakaian yang diserahkan 
kepadanya, karena dia hanya berhak memanfaatkan pakaian itu, 
yaitu untuk menutupi dirinya, sehingga dia tidak memilikinya 
dengan penerimaan itu seperti halnya tempat tinggal. Namun jika 
Si istri tersebut merusak pakaiannya itu, maka dia harus mengganti 
nilainya, dan suami harus memberinya pakaian.” Di antara ulama 
madzhab kami lainnya ada yang menyalahkan Ibnu Al Haddad dan 
berkata, “Si istri memiliki pakaian itu jika dia telah menerima dan 
juga menjualnya, karena diwajibkan atas suami menyerahkan 
pakaian kepadanya, jika dia telah menerimanya, maka dia memiliki 
dan penjualannya itu sah, seperti halnya nafkah. Beda halnya 
dengan tempat tinggal, karena sang suami tidak diharuskan 
menyerahkan tempat tinggal kepada istri, tetapi dia hanya 
menempatkan bersamanya.” 
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Abu Al Hasan Al Mawardi pengarang A/ Hawi berkata, 
“Apabila dia ingin menjualnya dengan yang lebih rendah dari segi 
keindahannya, maka itu tidak boleh, karena suami memiliki bagian 
dalam keindahannya, dan ada keburukan di balik berkurangnya 
keindahannya itu. Namun jika si istri hendak menjualnya dengan 
yang sepertinya atau yang lebih tinggi darinya, maka si istri boleh 
melakukan itu, karena dia memilikinya dan tidak ada keburukan 
bagi suami dalam hal itu.” 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Menurutku, jika sang suami 
ingin menyewakan pakaian untuk dipakai istrinya, maka istri tidak 
diharuskan menerimanya. Namun jika suami ingin menyewakan 
tempat tinggal untuknya, maka si istri harus menerimanya.” Ini 
nukilan ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad, 
bahwa yang si istri berhak atasnya yaitu berupa penyerahan 
nafkah dan pakaian, dimana tidak seorang pun dari mereka yang 
menyebutkan, bahwa diwajibkan atas suami untuk menguasakan- 
nya. 

Sedangkan Al Mas'udi, dia berkata, “Diwajibkan atasnya 
memberikan kepemilikan biji-bijian; apabila si istri rela diberi 
kepemilikan roti, maka zhahirnya itu adalah sah. Dan mengenai ini 
ada pandangan lain, bahwa itu tidak sah, karena itu adalah 
pengganti sebelum adanya penerimaan. Lain dari itu, bahwa itu 
adalah penjualan biji-bijian dengan roti, dan itu adalah riba. 
Sedangkan pakaian, diwajibkan atas suami dengan jalan 
kecukupan dan tidak diwajibkan atasnya memberikan kepemilikan. 
Apabila pakaian itu dicuri atau terbakar, maka saat itu suami wajib 
menggantinya. Dan mengenai ini ada pandangan lain, yaitu bahwa 
tidak diwajibkan atasnya memberikan kepemilikan, ini berbeda 
dengan nafkah.” 
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Cabang: Apabila suami menyerahkan nafkah si istri 
kepadanya, dan istri hendak menjual atau menukarnya dengan 
yang lainnya, maka suami tidak boleh melarangnya. Di antara 
ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa apabila istri 
hendak menukarnya dengan apa yang bisa membahayakan jika dia 
memakannya, maka suami boleh melarangnya, karena hal itu bisa 
menimbulkan keburukan dalam bersenang-senang dengannya 
karena dia sakit. Sedangkan yang menjadi pendapat madzhab 
adalah pendapat yang pertama, karena bahaya dari memakan 
yang lainnya itu tidak pasti, jika dipastikan bahayanya karena itu, 
maka si istri dilarang melakukannya agar tidak membunuh dirinya, 
sebagaimana halnya jika dia hendak bunuh diri. 


Asy-Syafi'i berkata, “Suami tidak diharuskan berkurban atas 
nama istrinya, karena dia juga tidak diwajibkan berkurban atas 
namanya sendiri, maka lebih tidak diwajibkan lagi berkurban atas 
nama istrinya. Wallahu a'lam.” 


Bab: Kesulitan Nafkah dan Perselisihan Suami Istri 
Mengenainya 


Asy-Syirazi & berkata: Apabila suami mengalami 
kesulitan nafkah dengan standar nafkah orang yang 
kesulitan, maka istri berhak men-fasakh pernikahan itu, 
ini berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu 
Hurairah æ, bahwa Nabi & bersabda mengenai lelaki 


yang tidak menemukan apa yang bisa dinafkahkan 
untuk istrinya, beliau bersabda, 6%% S4 (Keduanya 
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diceraikan). Dan karena apabila telah pasti bahwa istri 
berhak men-fasakh karena alasan suami tidak mampu 
menggauli -kendatipun mudharatnya lebih ringan-, 
maka lebih dipastikan lagi bolehnya karena ketidak 
mampuan memberi nafkah, karena mudharat-nya itu 
lebih banyak dan lebih dominan. 


Apabila sang suami kesulitan dengan sebagian 
nafkah standar orang yang kesulitan, maka si istri boleh 
memilih, karena tubuh tidak dapat tegak dengan 
makanan yang kurang dari satu mud. Jika suami 
kesulitan menambah nafkah di atas standar orang yang 
kesulitan, maka si istri tidak berhak men-fasakh 
pernikahannya, karena yang selebihnya itu tidak 
menjadi haknya saat sang suami dalam kondisi sulit. 


Apabila suami kesulitan mendapatkan lauk, maka 
istri juga tidak berhak men-fasakh pernikahan, karena 
tubuh bisa tegak dengan makanan tanpa lauk. Jika 
suami kesulitan memberi pakaian, maka si istri berhak 
men-fasakh pernikahan, karena tubuh tidak dapat tegak 
tanpa pakaian, sebagaimana tidak dapat tegaknya 
tanpa makanan pokok. 

Apabila suami kesulitan memberi nafkah pelayan, 
maka istri tidak berhak men-fasakh pernikahan, karena 
jiwa dapat berdiri tanpa pelayan. Jika suami kesulitan 
menyediakan tempat tinggal, maka mengenai ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Si istri berhak men-fasakh 
pernikahan, karena dia terancam mudharat karena 
tidak adanya tempat tinggal. 
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Pendapat Kedua: Tidak ditetapkan itu, karena hal 
itu tidak berarti meniadakan tempat untuk ditinggali. 


Pasal: Apabila suami hanya bisa mendapatkan 
makanan hari demi hari maka istri tidak berhak men- 
fasakh pernikahan, karena setiap hari tidak diharuskan 
lebih dari nafkah sehari. Jika suami mendapatkan di 
permulaan siang untuk disantap di permulaan siang itu 
dan di akhirnya mendapatkan lagi untuk makan malam, 
maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Si istri berhak men-fasakh 
pernikahan, karena nafkah harian tidak dibagi-bagi. 


Pendapat Kedua: Si istri tidak berhak men-fasakh 
pernikahan, karena keadaan itu bisa mengantarkan 
kepada mencukupinya. 


Apabila suami mendapatkan nafkah sehari dalam 
kadar yang mencukupi, lalu tidak mendapatkan pada 
hari lainnya, maka ditetapkan bahwa istri berhak men- 
fasakh pernikahan, karena setiap hari dia hanya 
mendapatkan sebagian nafkah. 


Jika suami merupakan seorang penenun yang 
setiap pekan bisa menenun sebuah pakaian yang 
upahnya mencukupi untuk sepekan, atau seorang 
pekerja yang berkerja setiap tiga hari dengan upah 
yang mencukupi untuk tiga hari, maka istri tidak berhak 
men-fasakh pernikahan, karena suami mampu 
meminjam untuk waktu tersebut apa yang bisa 
dinafkahkannya sehingga tidak memutuskan nafkah. 
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Jika nafkahnya terkait dengan suatu pekerjaan, 
lalu dia tidak mampu bekerja karena sakit, maka perlu 
ditinjau terlebih dahulu: apabila sakit itu bisa diharap- 
kan kesembuhannya dalam dua atau tiga hari, maka 
istri tidak berhak men-fasakh pernikahan, karena si istri 
bisa meminjam untuk nafkah kemudian menggantinya. 
Namun apabila sang suami sakit yang sakitnya ber- 
kepanjangan, maka istri berhak men-fasakh pernikah- 
an, karena dia terancam bahaya lantaran tidak adanya 
nafkah. 


Apabila suami memiliki harta yang tidak di 
tempat: jika harta itu dalam jarak yang tidak dibolehkan 
meng-gashar shalat, maka si istri tidak berhak men- 
fasakh pernikahan, namun jika harta itu dalam jarak 
yang dibolehkan meng-gashar shalat, maka si istri 
berhak men-fasakh pernikahan berdasarkan apa yang 
kami sebutkan mengenai kondisi sakit. 


Apabila suami mempunyai utang kepada orang 
yang berkecukupan, maka si istri tidak berhak men- 
fasakh pernikahan, namun jika sang suami berutang 
kepada orang yang kesulitan, maka si istri berhak men- 
fasakh pernikahan, karena cukupnya pemberi utang 
seperti kecukupannya, dan kesulitannya seperti 
kesulitannya dalam hal kemudahan dan kesulitan 
memberi nafkah. 
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Penjelasan: 


Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dan 
Al Baihaqi di dalam As-Sunan Al Kubra dari jalur Ashim Al Qaari, 
dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Hadits ini dinilai cacat oleh 
Abu Hatim, tetapi hadits ini mempunyai beberapa syahid dari Sa'id 
bin Al Musayyib yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Asy- 
Syafi'i dan Abdurrazzag mengenai lelaki yang tidak mendapatkan 
apa yang bisa dinafkahkan kepada keluarganya, yang mana beliau 
bersabda, G45 pn “Keduanya diceraikan.” Abu Az-Zinad 
berkata, “Aku katakan kepad Sa'id, “Sunnah? Ia menjawab, 
Sunnah.” Ini mursal gawiy. 

Dari Umar yang diriwayatkan oleh Abdurrazzag, Al 
Mundziri dan Asy-Syafi'i: “Bahwa dia mengirim surat kepada para 
komandan pasukan, mengenai para lelaki yang meninggalkan istri- 
istri mereka, yaitu agar mereka memberi nafkah kepada mereka 
atau menthalak dan memberi nafkah selama mereka tertahan.” 
Dari Abu Hurairah, dari Nabi &, beliau bersabda, Ú WAT pa 
Ja ajar TAG A adi aa 3 Tah dg LB ab Ha DG 
“Sebaik-baik sedekah adalah yang selebihnya dari nafkah keluarga, 
dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan 


mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu.” Lalu 
dikatakan, “Siapa yang aku tanggung, wahai Rasulullah?” Beliau 


bersabda, Jp Uye ESE W abi AP: Ii aa Un 


SS up Si Ma ; 3, nara, p ai “Jstrimu termasuk yang 
engkau tanggung. Dia berkata, ‘Berilah aku makan atau kalau 
tidak maka ceraikanlah aku: Budakmu berkata, 'Berilah aku makan 
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dan pekerjakanlah aku.’ Anakmu berkata, ‘Kepada siapa engkau 
meninggalkanku?” 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daraquthni 
dengan sanad shahih. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syaikhani di 
dalam Ash-Shahihain dan Ahmad dari jalur lainnya. Mereka 
menetapkan tambahan yang menafsirkan di dalamnya dari 
perkataan Abu Hurairah. Al Hafizh Ibnu Hajar menilai hasan 
sanadnya kendatipun dari riwayat Ashim dari Abu Shalih, 
sedangkan hafalan Ashim diperbincangkan. 


Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abu 
Hurairah, /fazhnya: Dia berkata, “Rasulullah & bersabda, Jif 
jan TAN did aii a YP Tahi II, i Ab POS G a 
wali tai Ja „sibs oÍ ú hsh of Lal HPAI Osis ME 
nÉ JI abl Usil) kn “Sedekah yang paling 
utama adalah yang selebihnya dari nafkah keluarga. Tangan di atas 
lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dengan orang 
yang menjadi tanggunganmu. Istri berkata, ‘Engkau memberiku 
makan atau engkau menthalakku.' Budak berkata, Berilah aku 
makan dan pekerjakanlah aku.' Anak berkata, ‘Berilah aku makan, 
dan kepada siapa engkau meninggalkanku?' Mereka berkata, 
“Wahai Abu Hurairah, ini dari Rasulullah @?' Dia berkata, “Tidak, 
ini dari kantong Abu Hurairah.” 


Hukum: Apabila suami seorang yang berkecukupan lalu 
menjadi kesulitan, maka sang suami memberi nafkah istrinya 
dengan standar nafkah orang yang kesulitan, dan tidak ditetapkan 
si istri berhak memilih untuk fasakh pernikahan, karena tubuhnya 
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bisa tegak dengan nafkah standar orang yang kesulitan. Jika sang 
suami kesulitan juga dengan nafkah standar orang yang kesulitan, 
maka si istri boleh memilih untuk bersabar atau men-fasakh 
pernikahan. Demikian juga pendapat Umar, Ali, Abu Hurairah, 
Ibnu Al Musayyib, Al Hasan Al Bashri, Hammad bin Abu Salamah, 
Rabi'ah, Malik dan Ahmad. 


Sementara Atha', Az-Zuhri, Ats-Tsauri, serta Abu Hanifah 
dan para ulama madzhabnya mengatakan, “Tidak ditetapkan 
bahwa si istri berhak men-fasakh pernikahan, bahkan mengangkat 
tangan darinya untuk mencari penghasilan.” Al Mas'udi 
mengemukakan pandangan lainnya dari kalangan kami namun ini 
tidak masyhur. Dalil kami adalah firman Allah &, 


ARA Sa BIG BL SBI 


“Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh 
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara 
yang baik. (Os. Al Bagarah (2): 229). 

Allah memberi pilihan kepada suami untuk menahan 
dengan cara yang baik, yaitu menahan dan memberinya nafkah, 
atau menceraikannya dengan cara yang baik. Jika si istri tidak 
dapat menahannya dengan cara yang baik, maka sang suami 
dapat menceraikannya. 


Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi #& bersabda, 


Soe 3 


Na Oa SA nia RN NI 


“Apabila seorang lelaki kesulitan menafkahi istrinya, maka 
keduanya diceraikan.” 
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Ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Abu Hurairah, dan 
di kalangan sahabat tidak ada yang menyelisihi mereka kecuali apa 
yang diriwayatkan oleh pengarang A/ Fath dari ulama Kufah, 
bahwa si istri harus bersabar, sedangkan nafkah dikaitkan dengan 
tanggung jawab suami. Demikian yang dikemukakan dalam A/ 
Bahr dari tulisan Al Atrah dari Atha', Az-Zuhri, Ats-Tsauri dan Al 
@asimiyah, dan tentang hadits-hadits itu mereka mengatakannya 
cacat. 


Sedangkan apa yang diriwayatkan di dalam Ash-Shahihain 
dari hadits Abu Hurairah, mereka berkata, “Itu dari perkataan Abu 
Hurairah sebagaimana yang dinyatakan darinya, yang mana dia 
mengatakan, bahwa itu dari kantongnya.” yaitu dari 
penyimpulannya yang marfu’, disebutkan juga di dalam riwayat Al 
Ashili dengan fathah pada kaaf "min kaisi," yaitu dari kecerdasan- 
nya. 

Kami jawab itu, bahwa hadits-hadits tersebut saling 
menguatkan satu sama lainnya di samping tidak ada cela pada 
riwayat tersebut yang melemahkannya apalagi menggugurkannya. 
Kan fcs 2 KA Ly DARI “Hendaklah orang yang mampu 
memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang 
disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan 
kepadanya.” (Qs. Ath-Thalaag (65): 7), begitu juga perkataan 
mereka: “Apabila suami kesulitan dan tidak mendapatkan sebab 
yang memungkinkannya untuk menghasilkan nafkah, maka tidak 
ada pembebanan atasnya berdasarkan dalil ayat itu.” 
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Hal ini dijawab, bahwa kami tidak membebankan kewajiban 
nafkah atas sang suami ketika dia dalam kondisi sulit, bahkan kami 
menghalau mudharat dari istrinya dan menyelamatkannya dari 
jeratan sang suami agar si istri mencari nafkah untuk dirinya 
sendiri atau dinikahi oleh lelaki lain. 


Mereka berdalih dengan apa yang terdapat di dalam Shahih 
Muslim dari hadits Jabir: “Bahwa Abu Bakar dan Umar masuk ke 
tempat Nabi &, lalu keduanya mendapati beliau sementara para 
istrinya berkumpul di sekitar beliau, mereka meminta nafkah 
kepada mereka, maka masing-masing dari keduanya berdiri 
menghampiri anak perempuannya masing-masing, yaitu Abu 
Bakar menghampiri Aisyah dan Umar menghampiri Hafshah, lalu 
menarik leher mereka. Lalu setelah itu Rasulullah & menjauhi 
mereka selama sebulan.” 


Pukulan Abu Bakar dan Umar kepada kedua anak 
perempuan mereka di hadapan Nabi @ karena keduanya turut 
menuntut nafkah yang tidak beliau dapatkan menunjukkan tidak 
adanya perceraian karena kesulitan nafkah. Mereka berkata, “Dan 
di kalangan sahabat tetap saja ada yang berkecukupan dan yang 
dalam kondisi sulit, sedangkan yang berada dalam kondisi sulit itu 
lebih banyak.” 


Hal ini dijawab, bahwa teguran Abu Bakar dan Umar 
karena menuntut apa yang tidak ada pada Rasulullah & ini tidak 
menunjukkan bahwa tidak bolehnya fasakh lantaran kondisi 
ekonomi yang sulit, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan 
bahwa mereka menuntutnya dan tidak memenuhi beliau. 
Bagaimana itu? Setelah itu Rasulullah & memberi mereka pilihan, 
dan mereka memilih beliau. 
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Letak perdebatan, Bolehkah fasakh ketika kesulitan 
ataukah tidak? Tentang hadits ini telah dijawab, bahwa para istri 
Nabi & tidak memaksudkan nafkah keseluruhan, karena Nabi & 
telah memohon perlindungan kepada Allah dari kefakiran yang 
membinasakan, dan kemungkinannya adalah mengenai apa yang 
melebihi sekadar tegaknya tubuh. 


Asy-Syaukani berkata dalam Nai! Al Authar, “Zhahirnya 
ayat, bahwa bagi si istri ditetapkan boleh men-!asakh pernikahan 
lantaran sang suami tidak dapat menafkahinya, hal ini agar tidak 
menimbulkan mudharat terhadap si istri karena hal itu.” 


Apabila ini telah ditetapkan, maka jika suami tidak 
mendapatkan nafkah kecuali per-hari, yang diperuntukan bagi hari 
itu juga, maka tidak ditetapkan hak pilih bagi si istri untuk men- 
fasakh pernikahan, karena sang suami mampu memenuhi 
kewajibannya. Namun jika sang suami itu tidak mendapatkan di 
permulaan siang kecuali untuk sarapan, lalu di akhir siang 
mendapatkan untuk makan malam, maka apakah ditetapkan hak 
fasakh bagi si istri? Mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i 
ulama fikih Asy-Syafi'i yang dikemukakan Asy-Syirazi: 

Pendapat Pertama: Ditetapkan hak fasakh bagi si istri, 
karena nafkah harian itu tidak dibagi-bagi. 

Pendapat Kedua: Tidak ditetapkan hak fasakh bagi si istri, 
karena si istri sampai kepada taraf kecukupan hidup. 

Apabila sang suami mendapatkan nafkah pada hari itu dan 
tidak mendapatkannya pada hari lainnya, maka ditetapkan hak 
fasakh bagi istri, karena tidak mungkin si istri bersabar atas hal itu, 


karena perkara ini sebagaimana jika suami hanya mendapatkan 
setengah mud setiap harinya. 
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Cabang: Apabila suami seorang penenun yang setiap 
pekan menenun pakaian yang upahnya cukup untuk sepekan, 
maka tidak ditetapkan hak fasakh pernikahan bagi si istri, karena 
sang suami bisa meminjam untuk hari-hari itu guna menafkahi 
istrinya sehingga nafkah tidak terputus, karena jika upahnya hanya 
cukup untuk diri sang suami tanpa istrinya, maka sang suami bisa 
meminjam, hal ini sebagaimana yang kami tetapkan, sehingga 
tidak ditetapkan hak fasakh bagi istri. 


Apabila nafkahnya dengan bekerja lalu dia tidak mampu 
bekerja karena sakit; jika sakitnya itu bisa diharapkan : 
kesembuhannya dalam dua atau tiga hari, maka tidak ditetapkan 
hak fasakh pernikahan bagi si istri, karena dia tidak terancam 
suatu kemudharatan. Jika suami memiliki harta yang tidak ada di 
tempat, maka jika harta itu dalam jarak yang tidak dibolehkan 
meng-gashar shalat, maka si istri tidak boleh men-/fasakh dan tidak 
ditetapkan hak fasakh baginya berdasarkan apa yang kami 
sebutkan mengenai sakit. 


Apabila suami memiliki utang kepada orang kaya, maka 
tidak ditetapkan hak fasakh bagi si istri sebagaimana yang kami 
katakan mengenai zakat. Jika sebagian utangnya kepada orang 
kaya, maka yang berutang menanggung zakatnya, karena 
kelapangan yang berutang itu seperti kelapangan dan kesulitan 
dalam hal mudah dan sulitnya nafkah. 


Cabang: Apabila seorang wanita mengetahui kesulitan 
seorang lelaki dalam hal nafkah, lalu dia menikahinya, maka dia 
berhak men-fasakh pernikahan, karena setelah akad suami bisa 
mencari nafkah atau meminjam atau meminta. Karena keadaan 
bisa berubah, maka hukum pengetahuan istri itu tidak 
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mengikatnya. Jika si istri menikahinya dalam keadaan mengetahui 
kesulitannya dalam hal mahar, apakah si istri boleh men-fasakh 
pernikahan tersebut? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Ditetapkan bagi si istri hak fasakh 
seperti halnya nafkah. 


Pendapat Kedua: Tidak ditetapkan baginya hak fasakh 
karena dia telah rela dengan penangguhan sang suami itu, lantaran 
sang suami dalam kesulitan, beda halnya dengan nafkah karena 
diwajibkan setelah akad. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila suami 
berkecukupan namun tidak mau memberi nafkah, maka 
si istri berhak men-fasakh pernikahan, karena perkara 
ini memungkinkan untuk diselesaikan oleh hakim. 


Apabila sang suami bepergian dan beritanya 
terputus, maka tidak ditetapkan hak fasakh bagi si istri, 
karena fasakh ditetapkan karena adanya aib atau 
kesulitan, sedangkan ini tidak pasti kesulitannya. Di 
antara ulama madzhab kami ada yang menyebutkan 
pandangan lain, yaitu bahwa ditetapkan bagi si istri 
tersebut hak fasakh pernikahan, karena tidak adanya 
nafkah akibat terputus beritanya seperti tidak adanya 
nafkah karena kesulitan. 


Pasal: Apabila ditetapkan hak fasakh bagi si istri 
karena kesulitan, lalu si istri memilih tetap bersamanya, 
maka ditetapkan baginya di dalam tanggungan suami 
apa yang diwajibkan atas orang yang kesulitan, yaitu 
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berupa makanan, lauk, pakaian dan nafkah pelayan. 
Lalu jika sang suami kemudian berkecukupan, maka 
dituntutlah darinya nafkah itu karena itu adalah hak-hak 
yang diwajibkan, dimana perkara itu tadinya tidak 
mampu dipenuhinya. Jika suami telah mampu maka hal 
itu dituntutkan sebagaimana halnya utang-utang 
lainnya. Dan tidak ditetapkan baginya di dalam 
tanggungan suami apa yang tidak diwajibkan atas orang 
yang kesulitan, yaitu berupa tambahan nafkah di atas 
standar orang yang kesulitan karena itu bukanlah hak si 
istri. 


Pasal: Apabila si istri memilih tetap bersamanya 
setelah suami kesulitan, maka si istri tidak diharuskan 
menguasakan diri untuk bersenang-senang, dimana si 
istri boleh keluar dari rumah suami, karena penguasaan 
diri itu sebagai kompensasi nafkah, sehingga itu tidak di 
wajibkan jika tidak ada nafkah. Apabila si istri memilih 
untuk tetap bersama suaminya dalam kesulitan, dan 
berubah pikiran untuk men-fasakh pernikahan, maka si 
istri tersebut boleh men-fasakh pernikahan tersebut, 
karena kewajiban nafkah itu terus menjadi baru setiap 
harinya, sehingga hak fasakh juga terus terbuka. 


Apabila seorang wanita menikah dengan lelaki 
fakir dalam keadaan mengetahui keadaannya, kemudian 
suami kesulitan memberi nafkah, maka si istri berhak 
men-fasakh pernikahan, karena hak fasakh itu terus 
menjadi baru (tetap terbuka) dengan keadaan sulit 
sesuai dengan pembaruan nafkah. 
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Pasal: Apabila si istri memilih fasakh, maka si istri 
tidak boleh men-fasakh pernikahan kecuali dengan 
adanya keputusan hakim, karena fasakh pernikahan itu 
diperselisihkan sehingga tidak sah tanpa adanya 
keputusan hakim, seperti halnya fasakh karena adanya 
dua pengakuan. Mengenai fasakh ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Si istri boleh men-fasakh saat 
itu juga, karena itu adalah fasakh akibat tidak adanya 
kompensasi, sehingga ditetapkan saat itu juga 
sebagaimana halnya fasakh penjualan lantaran 
kebangkrutan, dimana pembeli membayar harganya. 


Pendapat Kedua: Itu ditangguhkan tiga hari, 
karena adakalanya suami tidak mampu di hari itu tetapi 
mampu di esok hari, tetapi tidak mungkin ditangguhkan 
selamanya karena bisa menimbulkan mudharat 
terhadap istri, sedangkan tiga hari adalah batas 
sedikitnya untuk memberi nafkah sehingga wajib 
ditangguhkan. Berdasarkan ini, maka si istri boleh 
keluar di hari-hari itu dari rumah suami, karena dia 
tidak diharuskan menyerahkan diri tanpa nafkah. 


Penjelasan: 


Hukum: Apabila sang suami berkecukupan dan hadir 
(tidak bepergian), lalu si istri menuntut nafkahnya namun sang 
suami tidak memberikannya, maka tidak ditetapkan hak fasakh 
bagi si istri, karena si istri bisa menuntutkan haknya kepada hakim. 
Mengenai perkara ini ada pandangan lain yang dikemukakan oleh 
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Al Mas'udi, bahwa si istri berhak men-/asakh pernikahan, karena 
suatu mudharat bisa menimpanya akibat tidak diberi nafkah, 
sehingga itu seperti halnya kondisi sang suami yang sedang sulit, 
akan tetapi pendapat ini tidak dianggap, karena kesulitan itu 
adalah suatu aib. 


Apabila suami bepergian meninggalkan si istri dan beritanya 
terputus, sementara dia tidak meninggalkan harta untuk menafkahi 
istrinya, lantas apakah ditetapkan hak men-fasakh pernikahan bagi 
Si istri tersebut? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: : 

Pendapat Pertama: Ditetapkan hak men-fasakh pernikah- 
an, seperti ketiadaan nafkah karena kondisi sang suami yang sulit. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Syaikh Abu 
Hamid, bahwa tidak ditetapkan hak fasakh baginya, karena fasakh 
hanya ditetapkan akibat kesulitan memberi nafkah, sedangkan di 
sini tidak ada kepastian akan sebuah kesulitan yang ada. 


Cabang: Apabila kondisi sulitnya sang suami dalam 
member nafkah itu telah dipastikan dan si istri diberi hak pilih 
antara tiga hal, yaitu: men-fasakh pernikahan, atau tetap 
bersamanya dan menguasakannya untuk bersenang-senang 
dengannya dan menetapkan baginya di dalam tanggungan sang 
suami apa yang diwajibkan atas orang yang kesulitan yaitu berupa 
nafkah, lauk, pakaian dan nafkah pelayan hingga dia berkecukup- 
an, atau tetap di dalam pernikahan itu tetapi sang suami tidak 
harus menguasakan atas dirinya, bahkan bisa keluar dari rumah 
suaminya, karena penguasaan itu mengharuskan pemberian 
nafkah kepadanya, sedangkan dalam hal itu tidak ada nafkah, dan 
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tidak berhak terhadap nafkah di dalam tanggungannya ketika si 
istri terpisah darinya, sebab nafkah hanya diwajibkan sebagai 
kompensasi dari bersenang-senang dan penguasaan sang suami 
terhadap diri istrinya. Maka jika si istri memilih untuk tetap 
bersama suaminya kemudian berubah fikiran untuk men-fasakh 
pernikahan, maka si istri berhak melakukan itu, karena kewajiban 
nafkah tidak dibatasi sesaat demi sesaat, atau hari demi hari. 


Apabila si istri mengesampingkan fasakh karena wajibnya 
nafkah pada waktunya dan si istri rela dengan itu, maka kewajiban 
itu diperbaharui untuk waktu mendatang sehingga ditetapkan bagi 
si istri hak fasakh pernikahan. Ini berbeda dengan mahar, yaitu jika 
sang suami kesulitan memberikan mahar, lalu si istri rela dengan 
tetap bersamanya, maka hak pilihnya itu menjadi gugur, karena 
hal itu tidak harus diserahkan secara sekaligus dan kewajiban itu 
tidak diperbaharui. 

Apabila si istri memilih fasakh pernikahan, Ath-Thabari 
mengatakan dua pendapat dalam A/ Uddah-, dia berkata: 

Pendapat Pertama: Ini hanya disebutkan oleh Syaikh Abu 
Hamid, bahwa si istri tidak boleh mem-fask/rnya sendiri, tetapi 
mengajukan perkara ini kepada hakim hingga hakim memerintah- 
kan thalak atau memutuskan thalak bagi si istri, karena ini adalah 
bidang ijtihad dan persilangan pendapat, maka diajukan kepada 
hakim seperti halnya fasakh karena Ian. 

Pendapat Kedua: Si istri boleh men-fasakh sendiri seperti 
halnya si istri merdeka yang diperistri budak. Lalu, apakah 
ditangguhkan? Mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Tidak ditangguhkan, karena fasakh ini 
akibat kondisi ekonomi sang suami yang sulit, sementara kesulitan 
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itu telah terjadi sehingga ditetapkan fasakh pernikahan saat itu juga 
seperti halnya aib pada salah satu dari suami-istri. 


Pendapat Kedua: Ditangguhkan tiga hari, karena orang 
yang mencari nafkah terkadang terputus pencariannya kemudian 
kembali lagi, sedangkan tiga hari adalah batasan minimalnya 
sehingga wajib ditangguhkan selama tiga hari, dan si istri tidak 
diharuskan menetap bersama sang suami di rumahnya dalam masa 
tiga hari itu, karena si istri tidak di haruskan menguasakan dirinya 
kepada sang suami tanpa nafkah. Maka jika kami mengatakan ini, 
lalu suami mendapatkan nafkahnya di hari ketiga, lalu kesulitan 
nafkah itu adanya di hari keempat, maka apakah wajib 
menangguhkan lagi selama tiga hari? Mengenai ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Wajib menangguhkannya, karena 
kesulitan pertama telah diselesaikan. 


Pendapat Kedua: Tidak wajib menangguhkannya, karena 
itu bisa membahayakan si istri. 


Cabang: Apabila si istri masih kecil atau gila, lalu suami 
kesulitan memberi nafkah, maka walinya tidak berhak men-fasakh 
pernikahan, karena hal ini terkait dengan syahwat dan pilihannya, 
sedangkan wali tidak mewakilinya dalam hal itu. Apabila seorang 
lelaki menikahkan budak perempuannya dengan seorang lelaki 
lain, lalu sang suami kesulitan menafkahinya, maka jika si istri 
pandir atau gila; Ibnu Al Haddad berkata, “Majikan tidak berhak 
mem-fasakh pernikahannya, karena pilihan ada di tangan 
perempuan itu, sedangkan majikan tidak termasuk orang yang 
memiliki hak pilih, sehingga majikan tidak mewakilinya dalam 
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men-fasakh pernikahan. Sebagaimana jika sang suami berlepas diri 
darinya dan majikan harus menafkahi budaknya jika dia berke- 
cukupan berdasarkan hukum kepemilikan, dan nafkah itu di dalam 
tanggungan suaminya hingga dia berkecukupan. Jika sang suami 
telah berkecukupan, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, “Istri 
dapat menuntut itu kepada suaminya, lalu setelah menerimanya, 
sang majikan mengambil itu darinya, karena si suami budak itu 
tidak memiliki harta, dan kebutuhannya telah terpenuhi dengan 
nafkah dari majikan kepadanya.” 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Mengenai ini perlu ditinjau 
lebih jauh, karena jika budak perempuan itu tidak memiliki barang 
itu, maka begitu juga utang, hendaknya utang yang ada itu 
ditetapkan menjadi hak majikan dan sang suami berhak 
menuntutnya tanpa melalui budaknya itu.” 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila terdapat 
penguasaan yang mewajibkan nafkah namun suami 
tidak menafkahi hingga berlalu satu masa nafkah, maka 
nafkah itu menjadi utang di dalam tanggungan sang 
suami dan tidak gugur dengan berlalunya masa itu. 
Karena, itu adalah harta yang diwajibkan dengan cara 
penggantian di dalam akad pertukaran, sehingga itu 
tidak gugur dengan berlalunya masa, sebagaimana 
halnya harga, upah dan mahar, dimana penjaminan apa 
yang ditetapkan darinya dengan berlalunya masa itu 
adalah sah, sebagaimana sahnya penjaminan bentuk 
utang lainnya. 


Lalu, apakah sah penjaminan utangnya sebelum 
utang itu ditetapkan dengan berlalunya masa tersebut? 
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Mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i seperti dua 
pendapat Asy-Syafii mengenai nafkah, apakah 
diwajibkan karena akad atau karena penguasaan? 
Mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Dalam gaul jadid, Asy-Syafi'i mengatakan, 
“Diwajibkan karena penguasaan.” Dan inilah yang 
Shahih, karena jika itu diwajibkan karena akad niscaya 
si istri berhak menuntut semuanya seperti halnya mahar 
dan upah. Berdasarkan ini, maka tidak sah menjamin 
utangnya tersebut, karena itu adalah jaminan yang tidak 
diwajibkan. 

Sementara dalam gaul qadim, Asy-Syafi'i 
mengatakan, “Diwajibkan karena akad. Karena, itu 
adalah sebagai kompensasi dari bersenang-senang, 
sedangkan bersenang-senang diwajibkan karena akad, 
maka begitu juga dengan nafkah.” Berdasarkan ini, 
maka sang suami dapat menjamin darinya nafkah yang 
disifati dengan masa yang tertentu. 

Pasal: Apabila suami istri berselisih mengenai 
penerimaan nafkah, dimana suami berkata, bahwa 
istrinya telah menerima, sedangkan si istri mengingkari, 
maka ucapan yang diterima adalah ucapan si istri 
disertai sumpahnya, berdasarkan sabda Nabi œ, “ii 


Par Sa A “Sumpah diharuskan atas orang yang 
didakwa”. Dan karena asalnya tidak ada penerimaan. 


Apabila berlalu satu masa nafkah, dimana suami 
tidak menafkahi istrinya dan si istri mengklaim bahwa 
suaminya berkecukupan sehingga suami diharuskan 
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mengeluarkan nafkah dengan standar nafkah orang 
yang berkecukupan, sementara suami mengaku bahwa 
dia dalam kondisi sulit sehingga tidak diwajibkan 
atasnya kecuali nafkah standar orang yang kesulitan, 
maka perlu ditinjau terlebih dahulu, apabila diketahui 
bahwa suami memiliki harta, maka ucapan yang 
diterima adalah ucapan si istri, karena asal perkara itu 
adalah tetap harta tersebut, namun jika tidak diketahui 
suami memiliki harta sebelum itu, maka ucapan yang 
diterima adalah ucapan suami, karena asalnya tidak ada 
harta. 


Jika keduanya berselisih mengenai penguasaan, 
dimana si istri mengaku bahwa dia telah menguasakan, 
sementara sang suami mengingkari, maka ucapan yang 
diterima adalah ucapan suami, karena asalnya adalah 
tidak ada penguasaan dan sang suami terbebas dari 
tanggungan nafkah. Apabila sang suami menthalak 
istrinya satu talak raj'i ketika si istri sedang hamil lalu 
melahirkan, dan keduanya sepakat mengenai waktu 
thalak, namun berselisih mengenai waktu kelahiran, 
dimana suami berkata, “Aku menthalakmu sebelum 
. melahirkan, lalu masa iddah-mu habis, sehingga aku 
tidak berhak merujukmu, maka tidak ada kewajiban 
diriku memberimu nafkah.” Sementara istrinya berkata, 
“Bahkan engkau menthalakku setelah melahirkan, maka 
engkau berhak merujukku, dan aku berhak atas nafkah 
darimu.” Maka ucapan yang diterima adalah ucapan 
sang suami, yaitu: “Aku tidak berhak merujukmu.” 
Alasan lainnya adalah, karena itu adalah hak sang 
suami sehingga pengakuannya dalam hal ini diterima. 
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Sedangkan ucapan si istri yang diterima adalah tentang 
wajibnya iddah, karena itu adalah hak si istri, sehingga 
ucapan yang diterima adalah ucapan istri. Ucapannya 
yang diterima disertai sumpah mengenai wajibnya 
nafkah, karena asalnya adalah tetapnya pemberian 
nafkah. Wallahu A'lam. 


Penjelasan: 


Hukum: Nafkah si istri tidak gugur dengan berlalunya 
masa nafkah, maka jika seorang istri menguasakan sang suami 
terhadap dirinya pada suatu masa, sementara suami tidak 
menafkahinya, maka sang suami diwajibkan memberikan nafkah 
untuknya pada masa tersebut, baik diwajibkan oleh hakim maupun 
tidak. Demikian juga pendapat Malik dan Ahmad. 


Sementara Abu Hanifah mengatakan, “Kewajiban itu gugur 
darinya kecuali jika diwajibkan oleh hakim.” Dalil kami adalah, 
bahwa itu adalah hak yang diwajibkan baik dalam kondisi 
berkecukupan maupun dalam kondisi sulit, sehingga nafkah itu 
tidak gugur dengan berlalunya masa seperti halnya utang. Dan ini 
untuk memisahkan dari nafkah kerabat, maka jika sang suami 
kesulitan menafkahi untuk waktu yang telah berlalu, maka tidak 
ditetapkan hak fasakh pernikahan bagi si istri, karena fasakh 
ditetapkan untuk kembali kepadanya berkaitan dengan kompensasi 
adanya nafkah, sedangkan nafkah untuk waktu yang telah berlalu 
itu sebagai kompensasi dari penguasaan yang telah berlalu. 
Seandainya si istri men-fasakh pernikahan karena hal itu, maka 
suami tidak berhak menariknya kembali untuk apa yang telah 
menjadi kompensasinya. Jadi, ini seperti halnya jika seorang 
pembeli bangkrut, sedangkan harga barangnya seribu, maka 


210 || 41 Majmu’ Syarah Al Muhadzazab 


penjual tidak berhak menuntut kembali barang itu. Apabila si istri 
membebaskan suami dari itu, maka pembebasannya itu sah, 
karena itu adalah utang yang diketahui, sehingga sah 
membebaskannya dari itu, seperti halnya utang-utang lainnya. 


Cabang: Apabila seorang lelaki menikahi wanita, lalu si 
wanita menguasakan diri atas suaminya itu selama satu waktu, 
kemudian keduanya berselisih mengenai nafkah dimana suami 
mengaku bahwa sang suami telah menafkahinya, sementara si istri 
mengatakan, bahwa sang suami tidak menafkahinya, sedangkan 
suami tidak memiliki bukti, maka ucapan yang diterima adalah 
ucapan si istri disertai sumpahnya, baik suami bersamanya 
ataupun sedang pergi darinya. Demikian juga pendapat Abu 
Hanifah dan Ahmad, sedangkan Malik mengatakan, “Bila suami 
sedang pergi darinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan 
istri, namun jika suami hadir bersamanya, maka ucapan yang 
diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya. Karena 
zhahirnya adalah, bahwa si istri tidak menyerahkan dirinya kepada 
sang suami kecuali setelah menerima nafkah.” Demikian juga 
pendapatnya mengenai mahar. 


Dalil kami adalah sabda Nabi &, 


AO lz P ga? lo SAR 

FI ja IE aN ead AE 

“ Bukti itu diwajibkan atas pengklaim, sedangkan sumpah 
diwajibkan atas yang mengingkari.” 


Dalam hal ini si istri mengingkari penerimaan itu, maka 
ucapan yang diterima adalah ucapannya, karena keduanya adalah 
suami si istri yang berselisih mengenai penerimaan nafkah, maka 
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ucapan yang diterima adalah ucapan istri, sebagaimana jika si istri 
menyerahkan dirinya ketika suami sedang bepergian. 


Apabila si istri menyerahkan diri kepadanya selama satu 
waktu, sementara sang suami tidak menafkahinya di masa tersebut 
atau menafkahinya dengan ukuran nafkah orang yang dalam 
kondisi sulit, lalu si istri mengklaim bahwa suaminya berke- 
cukupan, sedangkan suami mengaku bahwa dia dalam kondisi 
sulit, namun si istri tidak memiliki bukti tentang kecukupan suami 
pada waktu itu; jika diketahui bahwa sang suami memiliki harta, 
maka ucapan yang diterima adalah ucapan si istri disertai 
sumpahnya, karena asalnya adalah tetapnya kepemilikan harta, 
namun jika tidak diketahui sang suami memiliki harta, maka 
ucapan yang diterima adalah ucapan sang suami disertai 
sumpahnya, karena asalnya adalah tidak ada kelapangan. 


Cabang: Apabila si istri mengaku bahwa dia telah 
menguasakan suami terhadap dirinya, sedangkan sang suami 
mengingkari itu, maka ucapan yang diterima adalah ucapan sang 
suami disertai sumpahnya, karena asalnya adalah tidak ada 
penguasaan. 

Jika sang suami menthalak istrinya dengan thalak raj7, lalu 
si istri melahirkan, dan keduanya sepakat mengenai waktu thalak 
namun berselisih mengenai waktu kelahiran, dimana suami 
berkata, “Engkau melahirkan setelah thalak, sehingga aku tidak 
berhak merujuk dan tidak ada nafkah untukmu.” Sementara si istri 
berkata, “Bahkan aku melahirkan sebelum thalak, maka aku harus 
ber-iddah dan engkau berhak merujukku, dan aku berhak atas 
nafkah.” Maka sang suami tidak berhak merujuk istrinya itu, 
karena dia mengaku haknya untuk merujuk si istri telah gugur 
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darinya, dan sang suami boleh menikah dengan saudara 
perempuan dari istrinya itu atau dengan empat wanita lainnya. 
Sementara si istri diwajibkan menjalani iddah karena si istri 
tersebut mengakui adanya kewajiban suami atas dirinya, dan si istri 
bersumpah bahwa dia melahirkan sebelum dirinya itu dithalak, dan 
dia berhak atas nafkah, karena keduanya berselisih mengenai 
waktu kelahiran sedangkan si istri lebih mengetahui itu. Alasan 
lainnya adalah, karena keduanya berselisih mengenai gugurnya 
nafkah, sedangkan asal perkaranya adalah tetapnya nafkah sampai 
diketahui gugurnya. Wallahu A'lam. 


Bab: Nafkah Istri Yang Menjalani Masa Iddah 


Asy-Syirazi æ berkata: Apabila seorang suami 
menthalak istrinya dengan thalak raj'i setelah menggauli 
maka diwajibkan memberinya tempat tinggal dan 
nafkah di masa iddah-. Karena status si istri masih ada 
dan peluang untuk bersenang-senang dengannya pun 
juga masih ada. Lalu jika dia menthalaknya dengan 
thalak ba'in, maka diwajibkan memberinya tempat 
tinggal di masa iddah; baik si istri itu tidak hamil 
maupun sedang hamil, ini berdasarkan firman Allah &, 


£ Ly S 4 - i » z s 

Sd a BA G Ba 01 AA EK i S 
“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
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menyempitkan (hati) mereka.” (Qs. Ath-Thalaag [65]: 
6). 


Sedangkan mengenai nafkah: jika si istri itu tidak 
hamil, maka tidak diwajibkan baginya, namun jika dia 
hamil maka itu diwajibkan, ini berdasarkan firman 
Allah &, HAK SZ G Isis ya el Sa “Dan 
jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang 
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin.” (Qs. Ath-Thalaag [65]: 6). 


Allah mewajibkan untuk memberi nafkah dalam 
kondisi hamil, maka ini menunjukkan bahwa itu tidak 
wajib jika si istri tidak hamil. Lalu, apakah itu 
diwajibkan untuk kehamilan ataukah untuk yang 
hamilnya disebabkan kehamilan? Mengenai ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Dalam gaul qadim, Asy-Syafi'i mengatakan, 
“Diwajibkan untuk kehamilan, karena nafkah itu 
diwajibkan karena keberadaannya dan gugur karena 
ketiadaannya.” 


Sementara dalam Al Umm, Asy-Syafi'i 
mengatakan, “Diwajibkan untuk yang hamilnya 
disebabkan kehamilan.” Dan inilah yang shahih, karena 
jika itu diwajibkan untuk kehamilan tentu ditetapkan 
berdasarkan kecukupannya (yaitu untuk janinnya), dan 
itu bisa tercapai dengan nafkah yang kurang dari satu 
mud. 


Apabila kami katakan, bahwa nafkah itu 
diwajibkan untuk kehamilan, maka tidak diwajibkan atas 
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suami kecuali nafkah si anak saja. Maka jika si istri 
merupakan seorang budak, sedangkan sang suami 
orang yang merdeka, maka nafkah si istri yang 
berstatus budak itu diwajibkan atas maula-nya, karena 
anak (yang dikandung itu) menjadi budaknya. Jika kami 
katakan, bahwa nafkah itu diwajibkan untuk yang 
hamilnya maka nafkah itu diwajibkan atas suami, 
karena nafkah si istri diwajibkan atasnya. Apabila sang 
suami seorang budak dan kami katakan bahwa nafkah 
itu diwajibkan untuk si istri yang hamil, maka nafkah itu 
diwajibkan atas sang suami. Namun jika kami katakan, 
bahwa nafkah itu diwajibkan untuk kehamilan, maka itu 
tidak diwajibkan, karena budak itu tidak diharuskan 
menafkahi anaknya. 

Pasal: Apabila nafkah itu diwajibkan untuk 
kehamilan atau untuk yang hamilnya disebabkan 
kehamilan, maka tentang kewajiban menyerahkan itu 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Tidak diwajibkan menyerah- 
kan hingga si istri melahirkan kandungan itu, karena 
bisa jadi itu hanya angin sehingga kemudian 
menghilang, maka tidak diwajibkan menyerahkan 
disertai keraguan. 

Pendapat Kedua: Diwajibkan menyerahkan hari 
demi hari, karena zhahir-nya adalah adanya kehamilan, 
dan karena itu ditetapkan seperti terhalangnya 
pernikahan atau gugurnya jual beli pada budak 
perempuan yang dijual, serta adanya penghalang dalam 
mengambil zakat, dan wajibnya menyerahkan dalam 
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masalah diyat. Maka ditetapkan seperti yang pasti 
dalam menyerahkan nafkah. Apabila sang suami 
menyerahkan kepada istrinya, kemudian ternyata dia 
tidak hamil: jika kami katakan bahwa itu diwajibkan 
perhari, maka sang suami boleh mengambilnya 
kembali, karena dia menyerahkannya dengan asumsi, 
bahwa itu wajib, dan telah terbukti bahwa itu tidak 
wajib, maka ditetapkan bahwa sang suami boleh 
menarik nafkah itu kembali. 


Namun jika kami katakan, bahwa nafkah itu tidak 
diwajibkan kecuali dengan melahirkan: jika sang suami 
telah menyerahkannya dengan perintah hakim, maka 
sang suami boleh menariknya kembali, karena jika 
hakim wmemerintahkannya, maka dia pun harus 
menyerahkan, lalu ditetapkan baginya bahwa boleh 
untuk menariknya kembali. Jika dia menyerah-kannya 
tanpa perintah hakim: jika sang suami mensyaratkan 
bahwa itu nafkah si istri jika dia hamil, maka sang 
suami boleh menariknya kembali karena dia 
menyerahkan apa tidak diwajibkan dan telah terbukti 
bahwa itu tidak wajib. Namun jika sang suami tidak 
mensyaratkan itu, maka dia tidak boleh menariknya 
kembali, karena zhahirnya bahwa itu adalah 
sumbangan. 


Penjelasan: 


Hukum: Apabila seorang suami menthalak istrinya dengan 
thalak raj7 setelah menggauli, maka si istri berhak terhadap suami 
atas semua yang menjadi hak si istri tersebut kecuali pembagian 


216 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


hingga habis masa iddah-nya, dan ini adalah jjma' Apabila itu 
merupakan thalak ba 'in, maka diwajibkan memberinya tempat 
tinggal, baik tidak hamil maupun hamil. 

Terkait dengan nafkah: jika si istri tidak hamil, maka tidak 
diwajibkan memberikan nafkah kepadanya, namun jika dia hamil, 
maka diwajibkan. Ibnu Abbas dan Jabir berkata, “Tidak diwajibkan 
memberi tempat tinggal bagi si istri yang telah di thalak ba “in.” 
Demikian juga pendapat Ahmad dan Ishag. Sementara Abu 
Hanifah mengatakan, “Diwajibkan memberi nafkah untuk si istri 
yang terthalak ba 'in, baik dia hamil ataupun tidak hamil.” 


Dalil kami adalah firman Allah &, 


GTA Yo bed IA Sor o CINA 
AAS IS AK i SA 
cos GL Z RI 0x Ta 


A (AI ee 14 Z f A 4” a9 
Ka ie a e AI Bob Sa hana 
Kera 


“ Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusah- 
kan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka 
(istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah 
kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (Qs. Ath- 
Thalaag (65): 6). 


Allah mewajibkan memberi nafkah untuk mereka dengan 
syarat jika mereka hamil, maka ini menunjukkan bahwa jika 
mereka tidak hamil, maka tidak diwajibkan menafkahi mereka. 
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Diriwayatkan, bahwa Fathimah binti Qais dithalak suaminya 
dengan tiga thalak, saat itu suaminya sedang pergi ke Syam, lalu 
wakilnya membawakan kepadanya seraup gandum, maka 
Fathimah memarahinya, lalu wakilnya itu berkata kepadanya, 
“Engkau tidak berhak atas nafkah kecuali engkau hamil, ini hanya 
sumbangan untukmu.” Lalu Fathimah menemui Nabi & dan 


memberitahukan hal itu, maka beliau bersabda kepadanya, iái S 
WA al ae ab, M aS Ol WW “Tidak ada keharusan 
memberi nafkah untukmu kecuali engkau hamil. Dan ber'iddahlah 
engkau di tempat Ummu Syarik.” 


Apabila ini telah ditetapkan, maka apakah nafkah itu 
diwajibkan untuk kehamilan atau untuk yang hamil karena 
kehamilan itu? Mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi’i: 


Pendapat Pertama: Itu diwajibkan untuk kehamilan, karena 
nafkah itu diwajibkan atas suami karena keberadaannya, dan tidak 
diwajibkan atasnya apabila itu tidak ada, maka ini menunjukkan 
bahwa nafkah itu diwajibkan untuk kehamilan. 


Pendapat Kedua: Itu diwajibkan untuk yang hamil karena 
kehamilan itu, dan ini yang shahih, karena diwajibkan menafkahi si 
istri dengan apa yang telah ditentukan. Seandainya itu diwajibkan 
untuk kehamilan, maka tentu ditentukan dengan kadar 
kecukupannya seperti nafkah kaum kerabat, sedangkan janin 
cukup dengan nafkah kurang dari satu mud. 

Apabila seorang lelaki merdeka menikahi seorang budak 
perempuan lalu menthalaknya dengan thalak ba 'in dalam keadaan 
hamil: jika kami katakan, bahwa nafkah diwajibkan untuk 
kehamilan, maka tidak diwajibkan nafkah atasnya karena anak dari 
istrinya itu menjadi budak majikannya, sedangkan nafkah budak 
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ditanggung majikannya. Namun jika kami katakan, bahwa nafkah 
itu untuk yang hamil, maka diwajibkan atas suami memberi 


nafkah. 


Apabila seorang budak menikahi seorang wanita merdeka 
atau budak perempuan, lalu menthalaknya dengan thalak ba “in 
dalam keadaan hamil: jika kami katakan, bahwa nafkah itu untuk 
kehamilan, maka sang suami tidak diwajibkan memberi nafkah, 
karena anaknya dari budak perempuan itu menjadi budaknya sang 
majikan, sedang anaknya dari wanita merdeka tidak wajib 
dinafkahinya, karena budak tidak wajib menafkahi anaknya dan 
tidak pula orang tuanya. Namun jika kami katakan, bahwa nafkah 
itu untuk yang hamil, maka diwajibkan nafkah atasnya. Apabila 
yang hamil itu kaya dan kami katakan, bahwa nafkah itu untuk 
kehamilan, maka apakah diwajibkan atas ayahnya? Mengenai ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang dikemukakan oleh 
Al Qadhi di dalam kitab A/ Khanatsi. 


Asy-Syasyi dari kalangan ulama madzhab kami berkata, 
“Sah si istri membebaskan dari itu berdasarkan dua pendapat Asy- 
Syafi'i.” 

Apabila sang suami menthalak istrinya dengan thalak ba “in 
dalam keadaan hamil, lalu si istri itu murtad, maka Ibnu Al Haddad 
telah mengatakan, “Nafkahnya gugur.” Di antara ulama madzhab 
kami ada yang menyepakatinya dan berkata, “Secara pasti, nafkah 
si istri itu gugur, karena nafkah itu terkait dengan kemaslahatan 
dirinya dan dia yang berhak terhadapnya, maka nafkah itu gugur 
lantaran kemurtadannya.” 


Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang 
menyelisihi pendapat itu dan mengatakan, “Jika kami katakan, 
bahwa nafkah itu untuk yang hamil, maka gugurlah nafkah itu 
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karena kemurtadannya, namun jika kami katakan, bahwa nafkah 
itu untuk yang hamil, maka itu tidak gugur karena kemurtadannya, 
karena kehamilan itu dihukumi dengan keislaman suami, sehingga 
tidak gugur hak suami karena kemurtadan istri.” 


Apabila si istri memeluk Islam sementara suami tertinggal di 
dalam kesyirikan, maka sang suami wajib menafkahinya hingga 
habis iddah-nya, baik si istri itu tidak hamil maupun hamil. Di 
antara ulama madzhab kami ada yang menyepakati hal ini dan di 
antara mereka juga ada yang menyelisihi hal ini dan mengatakan, 
“Ini jika kami katakan, bahwa nafkah itu untuk yang hamil. 
Sedangkan jika kami katakan, bahwa nafkah itu untuk kehamilan, 
maka diwajibkan nafkah untuk si istri itu, karena yang dikandung 
itu dihukumi keislamannya.” 


Apabila sang suami meninggal dunia sebelum si istri 
melahirkan kehamilan tersebut, dan suami meninggalkan seorang 
ayah, maka Abu Ishag Al Marwazi berkata, “Nafkahnya gugur, 
karena dia dihukumi Islamnya.” Namun jika suami meninggal 
sebelum melahirkan dengan meninggalkan seorang ayah, maka 
Abu Hamid berkata, “Jika kami katakan, bahwa nafkah itu 
diwajibkan untuk kehamilan, maka nafkah itu diwajibkan atas 
kakeknya, karena diwajibkan bagi sang suami menafkahi 
anaknya.” 


Masalah: Jika dia menthalak si istri dalam keadaan hamil, 
apakah diwajibkan atasnya untuk menyerahkan nafkah kepada 
istrinya itu perhari, atau tidak diwajibkan atasnya penyerahan itu 
hingga melahirkan? Mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syaff:i: 
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Pendapat Pertama: Tidak diwajibkan bagi sang suami 
menyerahkan nafkah itu hingga melahirkan. Lalu setelah si istri 
melahirkan anak maka diwajibkan baginya menyerahkan nafkah 
untuk yang telah berlalu, karena tidak diwajibkan atasnya 
menyerahkan nafkah dengan keraguan, sedangkan kehamilan itu 
belum pasti keberadaannya sebelum melahirkan, bahkan bisa jadi 
itu hanya angin sehingga menghilang. 


Pendapat Kedua: Itu diwajibkan baginya, untuk 
menyerahkan nafkah kepada istrinya perhari, dan inilah yang 


2 ssd G s ak sA P 
shahih berdasarkan firman Allah &, fás lai E Sl Sol, 
Kra Ke pd “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu 
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 
mereka bersalin.” (Qs. Ath-Thalaag (651: 6). 


Allah memerintahkan kita untuk memberi nafkah kepada 
mereka hingga mereka melahirkan kandungan, dan ini berarti 
wajibnya menyerahkan nafkah tersebut. Alasan lainnya adalah, 
karena kehamilan itu ada tandanya, maka jika tanda itu ada, maka 
hukum terkait dengan nafkah sang istri itu adalah wajib, sehingga 
nafkah harus diserahkan. Sebagaimana hukum itu terkait 
dengannya dalam masalah larangan mengambil zakat bagi yang 
hamil, dalam hal bolehnya mengembalikan budak perempuan yang 
dijual, dalam masalah larangan menggauli budak perempuan yang 
ditawan atau dibeli, juga dalam masalah bolehnya mengambil 
pengganti dalam diyat. 


Jika kami katakan, tidak wajib menyerahkan nafkah hingga 
si istri tersebut melahirkan, maka kehamilan itu berarti tidak 
memerlukan tanda, bahkan iddah. Lalu jika dia melahirkan anak 
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yang bisa jadi itu darinya, maka sang suami diwajibkan 
menyerahkan nafkah kepadanya sejak thalak hingga melahirkan. 
Apabila si istri mengaku, bahwa dia telah melahirkan dan suami 
mempercayai, maka tidak ada lagi pembicaraan, tetapi jika sang 
suami mendustakannya, maka si istri harus menunjukkan dua 
saksi, atau seorang saksi dan dua wanita, atau empat wanita, yang 
mempersaksikan kelahirannya, karena si istri itu bisa saja 
menunjukkan bukti atas hal itu. 


Namun jika kami katakan, bahwa sang suami diwajibkan 
menyerahkan nafkah kepada istrinya setiap hari, sementara si istri 
mengaku bahwa dia hamil: jika sang suami mempercayai-nya, 
maka sang suami diwajibkan menyerahkan nafkah kepadanya 
setiap hari sejak waktu thalak hingga dihukumi dengan perkataan 
mereka bahwa dia hamil sekaligus. Dan diwajibkan bagi sang 
suami menyerahkan kepadanya nafkah setiap hari sejak dihukumi 
dengan perkataan mereka hingga waktu melahirkan. 


Apabila si istri meminta suaminya bersumpah kepada, 
bahwa dia tidak mengetahui bahwa istrinya hamil, maka yang 
menjadi pendapat madzhab adalah, bahwa sang suami harus 
bersumpah, karena bisa jadi dia takut bersumpah lalu mengakui 
bahwa istrinya hamil, atau sang suami menolak bersumpah lalu 
mengembalikan sumpah itu kepada istrinya, lalu jika si istri 
bersumpah, maka diwajibkan atas suami menyerahkan nafkah itu, 
karena sumpah si istri itu akibat keengganan sang suami 
bersumpah seperti pengakuannya atas salah satu dari pernyataan, 
dan juga seperti bukti yang ditunjukkan pada klaim lainnya, 
sedangkan semuanya itu mewajibkan adanya penyerahan. 
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Cabang: Jika sang suami menthalak istrinya dengan 
thalak ba “in, lalu orang-orang mengatakan bahwa dia hamil, lalu 
sang suami memberinya nafkah dan ternyata si istri itu tidak hamil, 
atau ternyata melahirkan anak yang tidak mungkin darinya, jika 
kami katakan, bahwa diwajibkan bagi sang suami untuk 
menyerahkan nafkah setiap hari kepadanya, maka sang suami itu 
boleh menarik kembali nafkah yang telah diserahkannya, baik sang 
suami itu menyerahkannya karena perintah hakim ataupun tanpa 
perintahnya, juga baik sang suami mensyaratkan, bahwa itu nafkah 
ataupun mutlak, karena dia menyerahkan nafkah kepadanya 
dengan anggapan bahwa itu diwajibkan atasnya, dan telah terbukti 
bahwa tidak diwajibkan nafkah atasnya untuk si istri itu. 

Namun jika kami katakan, bahwa tidak diwajibkan 
menyerahkan nafkah kecuali setelah melahirkan, maka perlu 
ditinjau terlebih dahulu; apabila sang suami telah menyerahkan 
kepadanya karena perintah kami, maka dia boleh meminta 
kembali, karena hakim mewajibkan penyerahan itu atasnya dan 
telah terbukti bahwa ternyata itu tidak diwajibkan atasnya. Jika dia 
menyerahkannya tanpa perintah hakim, maka jika dia 
mensyaratkan bahwa itu nafkahnya jika dia hamil, maka sang 
suami boleh menariknya kembali, karena terbukti bahwa si istri itu 
tidak sedang hamil dan tidak diwajibkan nafkah atasnya. Jika sang 
suami menyerahkan nafkah itu tanpa mensyaratkan, maka dia 
tidak boleh menariknya kembali, karena zhahir perkara yang ada 
adalah, bahwa itu adalah sumbangan dengan memberikan nafkah 
kepadanya. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila seorang 
lelaki menikahi seorang wanita lalu menggaulinya, 
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kemudian pernikahan itu gugur karena penyusuan atau 
aib, maka sang suami wajib memberikan tempat tinggal 
di masa iddah. Sedangkan mengenai nafkah, jika si istri 
tidak hamil, maka itu tidak diwajibkan, namun jika dia 
hamil, maka itu diwajibkan, karena si istri itu ber-iddah 
dari pemisahan di masa hidup, maka hukumnya dalam 
hal nafkah dan tempat tinggal sebagaimana yang kami 
sebutkan seperti si istri yang dithalak. 


Apabila sang suami me-li'an istrinya setelah 
menggauli; jika sang suami tidak menafikan kehamilan 
itu, maka diwajibkan nafkah, namun jika sang suami 
menyangkal kehamilan tersebut, maka tidak diwajibkan 
nafkah bagi istrinya, karena nafkah itu diwajibkan untuk 
kehamilan menurut salah satu dari dua pendapat Asy- 
Syafi'i. Sementara pendapat kedua, bahwa nafkah 
diwajibkan untuk si istri disebabkan kehamilan, 
sedangkan kehamilan itu dinafikan darinya sehingga 
tidak diwajibkan nafkah karenanya. 

Sementara mengenai tempat tinggal, mengenai 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Diwajibkan, karena si istri 
ber-iddah dari pemisahan di masa hidup, maka 
diwajibkan tempat tinggal untuknya, sebagaimana si 
istri yang ditalak. 

Pendapat Kedua: Tidak diwajibkan bagi si istri 


berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: 
Nabi & memutuskan bahwa tidak ditetapkan untuknya. 


Karena keduanya berpisah bukan karena thalak dan 
bukan karena ditinggal mati suami. Juga karena si istri 
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itu tidak memelihara air mani suaminya, sehingga tidak 
diwajibkan atas suami memberinya tempat tinggal. 


Penjelasan: 


Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan olah Al Bazzar: “Bahwa 
seorang lelaki menthalak istrinya, lalu istrinya itu mendatangi 
Nabi $, kemudian beliau bersabda, (Sx Y3 HJ 48 Y ' Tidak ada 
nafkah dan tidak pula tempat tinggal bagimu.” 


Al Haitsami mengatakan di dalam Majma' Az-Zawaid, “Di 
dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Isma'il bin Abu Habibah, dia 
seorang periwayat yang matruk (haditsnya ditinggalkan).” 


Hukum: Asy-Syafi'i berkata, “Apabila sang suami berhak 
merujuknya, lalu si istri tidak ber-iddah dengan tiga kali haid, atau 
haidnya beragam, yaitu terkadang lama dan terkadang sebentar, 
maka aku tidak menetapkan kecuali yang sebentar.” 


Para ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai 
takwilannya, Abu Ishag berkata, “Takwilnya, sang suami 
menthalak istrinya dengan thalak raj', lalu dia memberinya nafkah, 
kemudian tampak kehamilan padanya di masa iddah, lalu si istri itu 
melahirkan dalam waktu lebih dari empat tahun sejak waktu 
thalak: jika kami katakan, bahwa anak itu dikaitkan kepadanya, 
maka sang suami harus menafkahinya hingga melahirkan, maka 
berikutnya tidak ada lagi pembahasan. Namun jika kami katakan, 
bahwa anak itu tidak dikaitkan kepadanya dan dinafikan darinya 
tanpa £'an, sehingga si istri tidak ber-iddah dengan itu darinya, dan 
tidak ada kewajiban nafkah atas suami itu untuknya selama masa 
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kehamilan itu, dan iddah-nya adalah dengan hitungan masa suci. 
Lalu si wanita ditanya: ‘Darimana kehamilan itu?’ jika dia berkata, 
‘Dari orang lain karena syubhat, atau dari zina, maka kami 
katakan kepadanya: “Kapan waktu engkau hamilnya?' Jika dia 
berkata, “Setelah habisnya iddah-ku dengan hitungan masa suci 
dari yang pertama', maka suami yang pertama harus menafkahi- 
nya di masa /ddah-nya dengan hitungan masa suci, tidak ada yang 
lain. Apabila wanita itu berkata, 'Aku hamil setelah berlalu iddah- 
darinya selama dua masa suci’. Maka suami harus menafkahinya 
selama masa iddah-nya di dua masa suci sebelum kehamilan dan 
iddah-nya di masa suci ketiga setelah kehamilan. 

Apabila si wanita berkata, “Anak ini dari suami ini, dia 
menggauliku di masa iddah-ku', atau: “Sang suami merujukku 
kemudian menggauliku'. Apabila sang suami mengingkarinya 
maka suami bersumpah, karena asalnya adalah tidak ada. Maka 
jika sang suami bersumpah, batallah iddah-nya dengan kehamilan 
darinya, dan kami katakan kepada sang suami, “Tafsirkan olehmu, 
bagaimana dia ber-iddah darimu?’ Jika dia berkata, Si istri hamil 
sebelum berlalu satu pun dari masa suci’. Maka si istri ber-iddah 
darinya selama tiga masa suci setelah melahirkan, dan dia berhak 
menafkahi atasnya untuk waktu tersebut. Namun jika suami 
berkata, “Iddah-nya dariku telah habis dengan masa-masa suci, 
kemudian si istri hamil setelah itu'. Maka suami telah menyatakan, 
bahwa si istri telah ber-iddah darinya dengan masa-masa suci; jika 
haidnya tidak beragam, maka tidak ada nafkah selama tiga masa 
suci, namun jika haidnya beragam yaitu terkadang satu masa suci 
berlalu selama setahun, dan terkadang setahun beberapa bulan, 
dan terkadang dalam tiga bulan, sementara keduanya berselisih 
mengenai iddah-nya, maka si istri berhak atas nafkah tiga bulan, 
karena itu yang diyakini.” 
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Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, 
“Takwilnya, bahwa sang suami menthalaknya dengan thalak raj’, 
lalu dia melahirkan anak dalam waktu lebih dari empat tahun sejak 
thalak.” Sementara kami mengatakan, bahwa si anak tidak 
dikaitkan dengan suami itu, maka jika iddah istri dari suaminya 
adalah dengan hitungan masa suci, lalu suami mengkonfirmasi 
kepadanya tentang bagaimana dia ber-iddah darinya dengan 
hitungan masa suci, lalu jika si istri menyebutkannya, dimana 
haidnya tidak beragam, maka si istri itu berhak atas nafkah selama 
tiga masa suci, namun jika beragam yaitu terkadang lama dan 
terkadang sebentar, maka dia hanya berhak nafkah untuk yang 
sebentar, karena itu yang diyakini.” Demikian juga pendapat 
Ahmad. 


Di antara ulama madzhab kami ada juga yang mengatakan, 
“Takwilnya, bahwa jika dia menthalaknya dengan thalak raji, 
sementara kami menghukumi wajibnya nafkah untuknya, lalu si 
istri melahirkan anak dalam waktu lebih dari empat tahun sejak 
waktu thalak, dan kami mengatakan bahwa si anak dikaitkan 
dengannya, dan si istri haid di waktu hamil, dan kami katakan 
bahwa itu haid, maka si istri ber-iddah darinya dengan hitungan 
masa suci yang ada di masa hamil. Apabila haidnya tidak beragam, 
maka si istri berhak atas nafkah tidak masa suci, namun jika 
haidnya beragam, maka dia hanya berhak nakfah untuk masa yang 
paling pendek, karena itu yang diyakini.” 

Al Imrani mengatakan dalam A/ Bayan, “Ini sangat lemah.” 
Dan dia menilai itu cacat, karena berdasarkan pendapat ini, maka 
si istri berhak mendapatkan nafkah masa-masa suci di waktu 
hamil: baik waktunya panjang maupun pendek. 
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Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, 
“Takwilnya, jika sang suami menthalaknya dengan thalak raj, lalu 
si istri menyebutkan bahwa haidnya itu berhenti tanpa halangan, 
maka sang suami itu menanggung nafkah yang telah berlalu. Maka 
jika si istri itu mengaku bahwa haidnya berhenti tanpa halangan, 
maka dia telah mengakui adanya hak baginya, yaitu iddah dan 
rujuk, sehingga ucapannya di terima dalam hal ini. Sementara 
haknya adalah nafkah sehingga ucapannya tidak diterima dalam 
hal ini, tetapi nafkahnya hanya ditetapkan untuk masa yang 
pendek, karena itu yang diyakini.” Takwil pertama lebih benar. 


Sedangkan apabila sang suami menthalaknya dengan suatu 
thalak ketika ada tanda-tanda kehamilan padanya, lalu dia 
memberinya nafkah, kemudian ternyata dia tidak hamil tetapi 
hanya angin lalu menghilang, maka suami boleh meminta kembali 
nafkah yang selebihnya dari tiga masa suci. Lalu dikatakan kepada 
si istri, “Berapa lama masa sucimu?” jika dia memberitahukan itu, 
maka ucapan yang diterima adalah ucapannya disertai dengan 
sumpahnya. 


Apabila si istri mengatakan, “Aku tidak tahu dalam berapa 
lama habisnya iddah-ku, hanya saja kebiasaanku dalam haid adalah 
sekian, dan kebiasaanku dalam suci adalah sekian.” Maka kami 
menghitung itu, dan suami boleh meminta kembali nafkah yang 
setelah itu (selebihnya). 


Jika si istri berkata, “Haidku beragam (tidak teratur), dan 
aku tidak tahu kadar yang tiga masa suci itu.” Maka kami melihat 
kepada yang paling pendek dari apa yang disebutkannya dari masa 
haid dan masa suci, lalu kami menghitung itu selama tiga kali masa 
suci, dan suami berhak meminta kembali yang selebihnya dari itu. 
Apabila si istri berkata, “Aku tidak tahu kadar haidku dan masa 
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suciku.” Maka Ibnu Ash-Shabbagh menuturkan, bahwa Asy-Syafi'i 
berkata, “Kami menetapkan masa-masa suci itu tiga bulan, karena 
itulah yang biasa terjadi di kalangan para wanita. Dan suami boleh 
meminta kembali selebihnya.” 


Cabang: Abu Ishag Al Marwazi berkata, “Dan tidak 
diwajibkan pakaian bagi si istri yang telah terthalak ba'in 
walaupun diwajibkan nafkah untuknya. Wallahu A'lam.” 


Asy-Syirazi Ææ berkata: Pasal: Apabila seorang 
lelaki menikahi wanita dengan pernikahan yang rusak, 
lalu dia menggaulinya, kemudian keduanya diceraikan, 
maka tidak diwajibkan tempat tinggal untuk si istri, 
karena jika itu tidak diwajibkan dengan berperannya 
tempat tidur dan berhimpunnya mereka di dalam 
pernikahan, maka apalagi dengan hilangnya peran 
tempat tidur dan perceraian, maka lebih tidak 
diwajibkan lagi. Sedangkan mengenai nafkah, apabila si 
istri tidak hamil, maka itu tidak diwajibkan, karena jika 
nafkah itu saja tidak diwajibkan di masa iddah- dari 
pernikahan yang sah, maka apalagi di masa iddah dari 
pernikahan yang fasid, tentu lebih tidak diwajibkan lagi. 


Apabila si istri hamil, maka ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i. Jika kami katakan, bahwa nafkah itu untuk 
yang hamil, maka tidak diwajibkan menunaikan nafkah 
itu, karena kehormatannya di dalam pernikahan yang 
fasid itu tidak sempurna. Namun jika kami katakan, 
bahwa nafkah itu diwajibkan untuk kehamilan, maka 
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nafkahnya diwajibkan, karena persetubuhan di dalam 
pernikahan yang fasid itu seperti kehamilan di dalam 
pernikahan yang sah. 


Pasal: Apabila si istri ber-iddah dari wafatnya 
suami maka tidak diwajibkan nafkah untuknya, karena 
nafkah hanya diwajibkan bagi yang memungkinkan 
untuk bersenang-senang dengannya, sedangkan 
kemungkinan itu tidak ada karena kematian suami atau 
disebabkan kehamilan, dan orang yang sudah 
meninggal tidak menanggung hak karena anak. Lalu, 
apakah diwajibkan memberi tempat tinggal? Ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Itu tidak diwajibkan. Ini 
pendapat yang dipilih oleh Al Muzani. Alasan lainnya 
adalah, karena ini adalah hak yang diwajibkan perhari, 
sehingga tidak diwajibkan di dalam iddah wafat seperti 
halnya nafkah. 

Pendapat Kedua: Itu diwajibkan, berdasarkan apa 
yang diriwayatkan oleh Furai'ah binti Malik, bahwa 
Nabi & bersabda, A5 & ryj ihg 4d DU gai ch de 
rsg pal Tani Wet DES “Ber-iddahlah engkau di rumah 
yang datang kepadamu berita kematian suamimu 
hingga habis masanya, yaitu empat bulan sepuluh hari.” 
Alasan lainnya adalah, karena si istri itu ber-iddah dari 
pernikahan yang sah, maka diwajibkan tempat tinggal 
untuknya seperti halnya si istri yang dithalak.” 
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Penjelasan: 


Hadits Furai'ah binti Malik, takhrijnya telah dikemukakan 
di dalam pembahasan tentang iddah. Ibnu Abdil Barr mengatakan 
dalam A/ Isti'ab, “Furai'ah binti Malik bin Sinan adalah saudara 
perempuan Abu Sa'id Al Khudri. Disebut juga Al Fari'ah. Dia turut 
dalam Baiat Ar-Ridhwan. Ibunya adalah Ummu Habibah binti 
Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari Furai'ah ini Zainab binti Ka'b bin 
Ujrah meriwayatkan haditsnya mengenai tempat tinggal bagi si istri 
yang ditinggal mati suaminya, yaitu di rumahnya, hingga habis 
masa iddahnya. Hadits ini diamalkan oleh mayoritas ahli fikih 
perkotaan.” 


Hukum: Asy-Syafii Ææ berkata, “Setiap yang kami 
sebutkan berupa mut'ah atau nafkah atau tempat tinggal, itu tidak 
lain kecuali di dalam pernikahan yang sah.” 


Intinya jika seorang lelaki menikahi wanita dengan 
pernikahan yang fasid, seperti pernikahan tanpa wali dan tanpa 
saksi, atau pernikahan di masa iddahnya, maka keduanya 
diceraikan; jika mereka belum berhubungan intim, maka tidak ada 
hukum yang terkait dengan pernikahan, namun jika telah 
berhubungan intim, maka si wanita itu berhak atas mahar, dan dia 
harus menjalani iddah, namun tidak berhak terhadap tempat 
tinggal, karena tempat tinggal diwajibkan dari pernikahan yang 
sah, sedangkan di sini dianggap tidak ada pernikahan. 

Sedangkan nafkah, jika dia tidak hamil maka tidak ada 
nafkah untuknya, karena apabila tidak diwajibkan nafkah bagi si 
istri yang telah terthalak ba'in dan tidak hamil di dalam 
pernikahan yang sah, maka lebih tidak wajib lagi untuk ini karena 
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dia dalam pernikahan yang fasid. Apabila si istri itu hamil: jika 
kami katakan, bahwa nafkah itu diwajibkan bagi yang hamil, maka 
di sini tidak diwajibkan nafkah untuknya, karena nafkah itu hanya 
diwajibkan untuk pernikahan yang sah karena memiliki 
kehormatan, sedangkan ini merupakan pernikahan yang tidak 
memiliki kehormatan. Namun jika kami katakan, bahwa nafkah 
diwajibkan untuk kehamilan, maka diwajibkan nafkah untuknya, 
karena anak ini (yang dikandung ini) dikaitkan dengannya, jadi ini 
seperti halnya jika si wanita itu hamil darinya dalam pernikahan 
yang sah. 


Sedangkan jika tadinya pernikahan itu sah, lalu menjadi 
gugur karena penyusuan atau aib dan itu terjadi setelah 
bercampur, maka diwajibkan iddah bagi si istri tersebut. Syaikh 
Abu Ishag berkata, “Diwajibkan tempat tinggal untuknya di masa 
iddah.” 


Sedangkan nafkah, jika si istri itu tidak hamil, maka itu 
tidak diwajibkan (pemberian tempat tinggal), namun jika dia hamil, 
maka itu diwajibkan, karena si istri itu ber-iddah dari perceraian di 
masa hidupnya, maka hukum keduanya itu sebagaimana yang 
kami sebutkan dalam masalah thalak. Syaikh Abu Hamid dan Ibnu 
Ash-Shabbagh berkata, “Hukum keduanya dalam hal tempat 
tinggal dan nafkah adalah hukum pernikahan yang rusak, karena 
hukum pernikahan yang gugur setelah berhubungan intim adalah 
hukum pernikahan yang menjadi fasid.” 


Cabang: Apabila sang suami menuduh si istri sementara si 
istri sedang hamil, dan ia tidak mengakui kehamilannya lalu me- 
fannya, maka gugurlah pernikahan di antara keduanya, lalu si 
istri ber-iddah dengan melahirkan kehamilan itu, dimana tidak ada 
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nafkah untuknya di masa iddah tersebut, karena nafkah itu untuk 
kehamilan menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, dan 
nafkah itu untuk yang berstatus masih menjadi istri menurut 
pendapat kedua dari Asy-Syafi'i, sedangkan kehamilan itu tidak 
dikaitkan dengan suami itu sehingga tidak diwajibkan nafkah 
untuknya. Lalu, apakah diwajibkan tempat tinggal untuknya? 


Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Syaikh Abu Ishaq 
menghukumi dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam hal ini. 


Pendapat Pertama: Tidak diwajibkan tempat tinggal untuk 
si istri tersebut berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Abbas: Bahwa Nabi & memutuskan terhadap dua suami istri yang 
saling me-/'an bahwa keduanya diceraikan, keduanya tidak boleh 
lagi saling menikahi selamanya, serta tidak ada nafkah untuk si 
wanita dan tidak juga rumah (yaitu tempat tinggal). Karena 
keduanya berpisah tanpa thalak. 


Pendapat Kedua: Si istri berhak atas tempat tinggal. Ibnu 
Ash-Shabbagh berkata, “Syaikh Abu Hamid tidak menyebutkan 
selain itu.” Dan karena ber-iddah dari perpisahan di masa 
hidupnya sang suami, maka itu seperti halnya si istri yang dithalak. 
Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Telah kami sebutkan pada 
pembahasan yang lalu, bahwa fasakh yang diberlakukan itu 
kedudukannya seperti pernikahan yang fasid. Dan hal ini berarti 
fasakh. Sedangkan mewajibkan tempat tinggal adalah 
menyelisihinya, hanya saja itu terkait dengan ucapan suami, maka 
berlaku seperti pemutusan pernikahan tanpa adanya thalak.” 


Alasan lainnya adalah, sebagaimana yang kami katakan 
dalam masalah Ahulu' jika kami katakan, bahwa itu merupakan 
fasakh pernikahan. Apabila sang suami me-f'arnya namun tidak 
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menyangkal kehamilan itu, Syaikh Abu Ishag mengatakan dalam 
contoh kasus ini, “Diwajibkan nafkah untuknya.” 


Apabila istrinya menjadi terthalak ba 'in, karena thalak tiga, 
atau khulu' atau tampak kehamilan padanya namun si istri itu 
menyangkalnya, sementara kami mengatakan Harnya sah 
sebelum melahirkan, lalu dia me-/'an, maka gugurlah nafkah dari 
tanggungannya. Lalu apakah tempat tinggal juga gugur dari 
tanggungannya? Jika kami katakan, bahwa si istri yang di-f'an 
berhak terhadap tempat tinggal pada masalah sebelumnya, maka 
di sini lebih berhak lagi. Namun jika kami katakan pada masalah 
sebelumnya, bahwa si istri tidak berhak terhadap tempat tinggal, 
maka Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, “Kemungkinannya di 
sini (dalam contoh kasus ini) ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Si istri itu berhak terhadap tempat 
tinggal, karena dia ber-iddah dari thalak. 

Pendapat Kedua: Tidak ada tempat tinggal untuknya, 
karena nafkahnya gugur akibat Han, maka begitu juga tempat 
tinggal.” 

Apabila sang suami mendustakan setelah Fan, maka si 


anak dinasabkan kepadanya, dan dia harus menanggung nafkah si 
istri untuk yang telah berlalu hingga melahirkan. 


Apabila dikatakan: “Mengapa tidak kalian katakan, bahwa 
tidak ada nafkah baginya untuk yang telah berlalu berdasarkan 
.pendapat yang mengatakan, bahwa nafkah itu untuk kehamilan, 
karena nafkah kerabat itu juga gugur dengan berlalunya waktu?” 

Maka kami katakan: Kami hanya mengatakan itu jika 
kerabat itu yang dipenuhi nafkahnya, sedangkan di sini yang 
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dipenuhi nafkahnya adalah istri, maka seperti halnya nafkah istri, 
maka tidak gugur dengan berlalunya masa tersebut. 


Sedangkan si istri yang ber-iddah karena ditinggal mati 
suaminya, maka tidak diwajibkan nafkah untuknya, baik si istri itu 
tidak hamil maupun hamil. Demikian juga pendapat Ibnu Abbas 
dan Jabir. Diriwayatkan juga, bahwa keduanya berkata, “Tidak ada 
nafkah untuknya. Cukuplah baginya warisan.” Sebagian sahabat 
Nabi berpendapat bahwa jika si istri itu hamil, maka dia berhak 
terhadap nafkah. Sementara menurut Ahmad, bahwa si istri yang 
ber-iddah karena ditinggal mati suaminya, jika dia tidak hamil, 
maka tidak ada nafkah maupun tempat tinggal untuknya, namun 
jika dia hamil, maka mengenai ini ada dua riwayat pendapat ulama 
fikih Asy-Syaff'i: 

Pendapat Pertama: Si istri itu berhak terhadap tempat 
tinggal dan nafkah, karena dia hamil dari suaminya itu, maka dia 
berhak terhadap tempat tinggal dan nafkah, seperti halnya yang 
bercerai di masa hidup. 

Pendapat Kedua: Tidak ada tempat tinggal dan tidak pula 
nafkah untuknya, karena harta suami telah menjadi hak ahli waris, 
sedangkan nafkah yang hamil dan tempat tinggalnya hanyalah 
untuk kehamilan atau karena kehamilan, dan itu tidak dibebankan 
kepada ahli waris, karena jika si mayyit itu memiliki warisan, maka 
nafkah kehamilan diambilkan dari bagiannya, namun jika si mayyit 
tidak memiliki warisan, maka tidak dibebankan kepada ahli waris si 
mayyit untuk kehamilan istrinya, sebagaimana halnya setelah 
melahirkan. | 


Al Qadhi berkata, “Riwayat ini lebih shahih menurut Ibnu 
Qudamah dan yang lainnya.” 
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Yang menjadi dalil kami, bahwa itu tidak terlepas dari 
dikatakan bahwa nafkah ini untuk yang hamil, sehingga batallah 
untuk dikatakan bahwa itu untuk istri yang hamil, karena si istri itu 
tidak berhak terhadap nafkah jika dia tidak hamil, dan gugurlah 
untuk dikatakan bahwa nafkah ini untuk kehamilan, karena mayyit 
tidak dituntut nafkah kerabat sehingga tidak diwajibkan. Lalu, 
apakah diwajibkan tempat tinggal untuknya? Mengenai ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i yang telah dikemukakan dalam ulasan 
tentang iddah. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seorang 
istri yang kehilangan suaminya tertahan selama empat 
tahun, maka si istri itu berhak atas nafkah, karena dia 
tertahan olehnya di rumah suaminya. Jika dia meminta 
cerai setelah empat tahun, lalu hakim menceraikan 
keduanya, maka jika kami mengatakan dengan gaul 
gadim, bahwa perceraian itu sah, maka dia seperti 
halnya si istri yang ditinggal mati suaminya, karena dia 
ber-iddah dengan iddah- wafat, sehingga tidak 
diwajibkan nafkah untuknya, sedangkan mengenai 
tempat tinggal ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Apabila 
sang suami kembali, maka jika kami katakan diserahkan 
kepadanya adat-adat untuk menafkahi di masa 
mendatang, namun jika kami katakan, tidak diserahkan 
kepadanya, maka si istri tidak berhak terhadap nafkah 
atasnya. Sementara jika kami katakan dengan gaul 
jadid, bahwa perceraian itu batil, maka si istri berhak 
terhadap nafkah selama masa menunggu dan masa 
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iddah, karena si istri itu tertahan oleh sang suami di 
rumahnya. 


Apabila si istri menikah lagi maka gugurlah 
nafkahnya, karena dia seperti halnya si istri yang 
nusyuz. Apabila sang suami tidak kembali dan si istri 
kembali ke rumahnya sendiri lalu tinggal di sana, maka 
jika kami berpendapat dengan gaul gadim, maka 
nafkahnya itu tidak kembali, namun jika kami 
berpendapat dengan gaul jadid, apakah nafkahnya 
kembali dengan kembalinya si istri ke rumah (rumah 
yang ditempatkan oleh suami)? Mengenai ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Kembali, karena nusyuz 
dirinya itu gugur, sehingga nafkah kembali dengan 
kembalinya si istri ke rumah. 


Pendapat Kedua: Tidak kembali, karena 
penyerahan pertama itu telah gugur, sehingga tidak 
kembali kepada penyerahan baru, sebagaimana halnya 
titipan jika dia melanggarnya kemudian mengembalikan 
ke tempatnya, maka tidak dianggap sebagai amanah. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, “Apabila hakim menceraikan keduanya 
dan memerintahkan si istri untuk ber-iddah, lalu si istri 
ber-iddah dan meninggalkan rumah, kemudian dia 
kembali ke rumah itu, maka nafkahnya tidak dianggap, 
karena penyerahan pertama telah gugur oleh keputusan 
hakim. Namun jika si istri itu menunggu, lalu ber-iddah 
kemudian meninggalkan rumah, lalu dia kembali ke 
rumah itu, maka nafkah pun kembali, karena 
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penyerahan pertama itu tidak gugur tanpa adanya 
keputusan hakim. Wallahu A'lam. 


Penjelasan: 


Hukum: Apabila seorang lelaki berpergian meninggalkan 
istrinya dan si istri berada di tempat tinggalnya yang sang suami 
menempatkannya di sana, lalu berita keberadaan suaminya 
terputus dari si istri, lalu si istri memilih untuk tetap dalam 
keadaannya itu, maka nafkah diwajibkan atas suami, karena si istri 
telah menyerahkan dirinya. Jika si istri mengajukan perkara ini 
kepada hakim, lalu hakim memerintahkannya untuk menunggu 
empat tahun, maka si istri ini berhak mendapatkan nafkah dari 
suaminya, karena nafkah hanya gugur akibat nusyuz atau status 
ba 'in, sedangkan hal itu tidak terjadi. 


Apabila hakim memutuskan penceraian keduanya setelah 
empat tahun, lalu si istri ber-iddah selama empat bulan sepuluh 
hari, maka jika kami berpendapat dengan gaw/ gadim, dan bahwa 
perceraian itu telah terjadi secara lahir dan batin, atau secara lahir 
saja, maka dia seperti halnya istri yang ber-iddah wafat, sehingga 
tidak diwajibkan nafkah untuknya di masa iddah- ini. Lalu, apakah 
diwajibkan tempat tinggal untuknya? Mengenai ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i. 

Apabila suaminya kembali, dan kami katakan bahwa 
perceraian itu telah terjadi secara lahir dan batin, maka si istri 
sebagai wanita lain baginya, dan tidak diwajibkan nafkah untuknya 
dan tidak pula tempat tinggal. Namun jika kami katakan, bahwa 
perceraian itu terjadi secara lahir saja tanpa batin, maka si istri 
dikembalikan kepadanya, dan diwajibkan nafkah untuknya sejak 
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dikembalikan kepadanya. Namun jika kami katakan dengan 
pendapatnya, dan bahwa keputusan hakim tidak berlaku, maka 
selama si istri belum menikah lagi, nafkahnya itu ditanggung oleh 
suami ini karena si istri tertahan olehnya, sedangkan dia ber-iddah 
karena perceraian sudah terjadi, dan iddah ini tidak berdampak 
terhadap gugurnya nafkahnya. 


Jika si istri menikah lagi setelah empat bulan sepuluh hari 
itu, maka gugurlah nafkahnya dari suami yang pertama ini, karena 
dia seperti halnya si istri yang berbuat nusyuz terhadap suami yang 

- pertama, maka gugurlah nafkahnya darinya. 


Apabila sang suami yang kedua telah menggaulinya, lalu 
keduanya diceraikan, maka dia ber-iddah darinya (dari suami yang 
kedua), dan tidak ada kewajiban nafkah atas suami pertama, 
karena si istri ber-iddah dari suami yang kedua. Jika si istri kembali 
ke rumah suami yang pertama setelah habisnya iddah- dari suami 
yang kedua atau sebelum suami yang kedua menggaulinya, apakah 
si istri berhak terhadap nafkah atas suami pertama? 


Asy-Syafi'i mengatakan di dalam A/ Mukhtashar, “Tidak 
ada nafkah untuknya baik dalam status si istri maupun di masa 
iddah.” Ini menunjukkan bahwa si istri itu berhak atas nafkah 
setelah habisnya masa iddah. 


Sementara di dalam A/ Umm, Asy-Syafi'i mengatakan, 
“Tidak ada nafkah untuk si istri, baik dalam status sebagai si istri 
maupun di masa iddah, dan tidak juga setelahnya.” Ulama 
madzhab kami berbeda pendapat mengenai ini menjadi dua 
riwayat pendapat ulama fikih asy-Syafi'i. Al Imrani dari kalangan 
ulama madzhab kami berkata, “Di antara para ulama madzhab 
kami ada yang mengatakan, bahwa dalam hal ini ada dua 
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pendapat Asy-Syafi'i.” Dimana keduanya itu dikemukakan oleh 
Syaikh Abu Ishaq sebagai dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Diwajibkan nafkah untuk si istri tersebut 
sejak dia kembali ke rumah suaminya, karena nafkah itu gugur 
akibat nusyuznya, dimana nusyuz itu telah hilang, maka nafkah 
pun kembali. 


Pendapat Kedua: Tidak diwajibkan nafkah untuknya, 
karena penyerahan pertama telah gugur akibat nusyuznya, 
sehingga tidak kembali kecuali dengan penyerahan kedua, 
sedangkan di sini tidak ada yang menyerahkannya. Maka 
berdasarkan pendapat ini, apabila istrinya orang yang hadir (yang 
tidak bepergian) keluar dari rumahnya dengan berbuat nusyuz 
kemudian kembali kepadanya, apakah nafkahnya kembali tanpa 
penyerahan oleh suami? Mengenai ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i berdasarkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
lainnya. 


Di antara ulama madzhab kami ada juga yang mengatakan, 
bahwa itu tidak menjadi dua pendapat Asy-Syafi'i, tetapi sesuai 
dengan perbedaan keadaan. Jadi inti yang ditunjukkan oleh 
maksud perkataannya, bahwa nafkah itu untuknya, Maksudnya, 
jika si istri menikah lagi dengan suami yang kedua tanpa ada 
keputusan hakim yang menceraikannya: jika si istri itu kembali lagi 
ke rumah suami, maka nafkahnya kembali, karena nafkahnya 
gugur akibat perkara lemah, yaitu nusyuz, maka nafkah itu kembali 
dengan kembalinya si istri tersebut. 


Sementara di dalam A/ Umm, Asy-Syafi'i mengatakan, 
“Tidak ada nafkah untuknya,” maksudnya jika hakim memutuskan 
perceraian lalu dia menikah lagi dengan lelaki lain, karena 
nafkahnya itu gugur akibat perkara kuat, yaitu keputusan hakim, 
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sehingga tidak kembali kecuali dengan perkara kuat, yaitu 
diterimakannya oleh suami. Maka berdasarkan kedua riwayat 
pendapat ini: jika istrinya itu seseorang yang hadir (tidak 
bepergian) berbuat nusyuz dengan keluar dari rumahnya lalu 
kembali lagi kepadanya, maka diwajibkan nafkah untuknya, 
walaupun suami tidak menerima diri si istri itu. 


Sedangkan wajibnya nafkah atas suami yang kedua, jika 
kami berpendapat dengan gau/ gadim, maka perceraian itu sah 
lantaran si istri itu berhak terhadap nafkah dengan akad nikah, ini 
menurut qaul gadimnya, dan dengan setiap nafkah perhari 
menurut qaul jadidinya, karena pernikahannya itu sah. 


Apabila kami katakan dengan pendapat baru, dimana 
bahwa perceraian itu tidak sah, maka si istri itu tidak berhak 
terhadap nafkah maupun tempat tinggal atasnya dalam status istri, 
karena tidak ada status suami istri di antara keduanya. Maka jika 
keduanya diceraikan setelah digauli, maka tidak ada hak tempat 
tinggal untuknya di masa iddah. Sedangkan mengenai nafkah, jika 
si istri itu tidak hamil, maka tidak diwajibkan untuknya, namun jika 
dia hamil, sementara kami katakan, bahwa nafkah itu untuk 
kehamilan, maka diwajibkan nafkah baginya, namun jika kami 
katakan, bahwa nafkah itu untuk yang hamil, maka nafkah itu 
tidak diwajibkan. 


Cabang: Apabila seorang istri kehilangan suaminya lalu si 
istri menikah lagi dengan lelaki lain setelah habis iddah-nya, lalu 
suami yang pertama kembali, jika kami berpendapat dengan gau/ 
jadid, maka tidak terjadi perceraian, atau terjadi perceraian secara 
zhahir tanpa batin. Lalu jika si istri melahirkan anak yang 
memungkinkan anak itu dari suami yang kedua dan tidak mungkin 
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dari suami pertama, maka jiddah-nya dari suami yang kedua itu 
habis dengan melahirkan, lalu si istri dikembalikan kepada suami 
yang pertama setelah melahirkan anak itu. 


Apabila si istri itu melahirkan anak yang mungkin berasal 
dari masing-masing dari keduanya (yaitu bisa jadi dari suami yang 
pertama dan bisa jadi dari suami yang kedua); jika kami 
berpendapat dengan qaul gadim-nya, bahwa perceraian itu terjadi 
secara lahir dan batin, maka si anak adalah anaknya suami yang 
kedua. Namun jika berpendapat dengan qaul jadid, dan kami 
katakan bahwa perceraian itu terjadi secara lahir tanpa batin, maka 
jika sang suami yang pertama tidak mengakuinya, maka anak itu 
adalah anaknya suami yang kedua, karena si istri telah 
mengosongkan rahimnya dari suami yang pertama secara 
meyakinkan. 

Apabila sang suami yang pertama mengakuinya, maka dia 
ditanya tentang alasan pengakuannya. Jika dia mengatakan, 
“Anak ini dariku, karena ia istriku, dan aku pergi darinya 
sedangkan ikatan suami istri belum terputus, maka dia adalah 
anakku, karena si istri melahirkannya di atas tempat tidurku.” 
Maka pengakuannya tidak dianggap, dan si anak dikaitkan kepada 
suami yang kedua, karena kami yakin telah kosongnya rahim si 
istri dari air mani suami pertama, sehingga tidak mungkin anak itu 
berasal darinya. 

Apabila sang suami berkata, “Aku pernah pulang 
kepadanya secara tersembunyi, dan aku menggaulinya. Dan anak 
ini dariku.” Dimana bisa jadi memungkinkan dia jujur dalam 
perkataannya itu, maka si anak diperlihatkan kepada ahli garis 
keturunan. Jika mereka mengaitkan si anak dengan salah satunya 
(suami pertama atau kedua), maka si anak dikaitkan dengannya. 
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Dalam kondisi apa pun jika si anak dikaitkan dengan suami yang 
kedua, maka suami yang pertama tidak berhak melarang si istri 
untuk menyusuinya, karena si anak itu tidak dapat hidup kecuali 
dengan itu. 


Apabila si istri menyusui anak itu; apabila tidak ada wanita 
lain yang menyusui dan merawatnya, maka suami tidak berhak 
melarangnya dari itu, karena hal itu bisa menyebabkan kebinasaan 
si anak. Jika dia menemukan perempuan yang bisa menyusui dan 
merawatnya, maka sang suami boleh melarang si istri, karena 
perempuan ini dengan suka rela menyusuinya, namun suami boleh 
melarang istrinya melakukan suka rela ini seperti halnya shalat dan 
puasa tathawwu') maka lebih boleh lagi melarang si istri untuk 
menyusui. 


Apabila si istri itu menyusuinya di suatu tempat yang kami 
larang menyusui di dalamnya, jika dia menyusuinya di rumah 
suaminya, maka dia berhak atas nafkahnya, karena si istri itu 
berada di dalam genggamannya. Jika si istri dikeluarkan dari 
rumahnya ke tempat lainnya tanpa seizinnya, maka gugurlah 
nafkah tersebut, karena si istri itu telah berbuat nusyuz. Jika si istri 
keluar ke tempat lainnya dengan seizin suami dan menyusui si 
anak: jika sang suami itu bersamanya, maka nafkahnya itu tidak 
gugur, namun jika sang suami tidak bersamanya di sana, maka ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berdasarkan dua pendapat 
Asy-Syafi'i mengenai berpergian dengan seizin suami. 


Cabang: Apabila si istri kehilangan suaminya lalu hakim 
menceraikan keduanya, kemudian dia menikah lagi dengan lelaki 
lain setelah habis masa iddahnya, lalu suami yang kedua 
menggaulinya, kemudian suami yang kedua meninggal dunia, dan 
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ternyata suami yang pertama masih hidup ketika dia di dalam 
pernikahan dengan suami yang kedua, lalu suami yang pertama 
meninggal dunia setelah itu, maka jika kami berpendapat dengan 
gaul gadim bahwa keputusan perceraian itu sah secara lahir dan 
batin, maka si istri telah terthalak ba “in dari suami yang pertama, 
dan permikahannya dengan suami yang kedua itu sah, lalu si istri 
itu juga menjadi terthalak ba “in dari suami yang kedua lantaran 
kematiannya dan ber-iddah darinya. Sementara hidupnya suami 
yang pertama itu tidak berdampak apa-apa. 


Namun jika kami berpendapat dengan qaul jadid, bahwa 
keputusan perceraian itu tidak sah, atau kami katakan bahwa 
perceraian itu secara lahir saja tanpa batin, maka berdasarkan ini 
pernikahan dengan suami yang kedua adalah bathil, dan si istri 
harus ber-iddah dengan kematian suami pertama selama empat 
bulan sepuluh hari. Dia juga harus ber-iddah dari persetubuhan 
syubhat dengan suami yang kedua selama tiga kali masa suci, 
dimana tidak sah si istri itu ber-iddah dari salah satunya kecuali 
setelah diceraikannya dari suami yang kedua. Dalam hal ini ada 
tiga permasalahan: 

Permasalahan Pertama: Kematian masing-masing dari 
kedua suami itu diketahui waktunya secara pasti, sementara suami 
mengetahui selain itu. 

Permasalahan Kedua: Diketahui bahwa salah satunya 


meninggal dunia pada waktu yang diketahui, namun waktu 
kematian yang lainnya tidak diketahui. 


Permasalahan Ketiga: Tidak diketahuinya kematian masing- 
masing dari keduanya secara pasti. 
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Terkait permasalahan yang pertama, yaitu jika kematian 
masing-masing dari keduanya diketahui pada waktu yang pasti, 
maka mengenai ini ada dua masalah: 


Masalah Pertama: Diketahui bahwa suami yang pertama 
meninggal dunia di permulaan bulan Ramadhan, dan yang kedua 
meninggal di permulaan bulan Syawwal, maka si istri wajib ber- 
iddah dari suami yang pertama selama empat bulan sepuluh hari, 
dimana permulaannya adalah dari awal Syawwal setelah hilang 
status kasur dari suami yang kedua. Karena tidak mungkin si istri 
itu menjadi kasur bagi suami yang kedua ketika dia ber-iddah dari 
suami yang pertama. Lalu setelah habis masa iddah-nya dari suami 
pertama, dia ber-iddah lagi dari suami yang kedua selama tiga kali 
masa suci, karena iddah dari suami yang pertama itu lebih dahulu, 
sehingga didahulukan. Alasan lainnya adalah, karena iddah ini 
lebih kuat karena diwajibkan akibat sebab yang dibolehkan, 
sedangkan iddah kedua diwajibkan akibat sebab yang diwaspadai. 


Apabila suami yang kedua meninggal dunia di permulaan 
Ramadhan dan suami yang pertama di permulaan bulan Syawwal, 
saat suami yang kedua itu meninggal dunia, maka si istri masuk ke 
dalam iddahnya, walaupun sebagai si istri dari suami yang 
pertama, karena pernikahan itu melanjutkan status kasurnya, 
sehingga tidak mungkin memutuskan karena iddah ini. Beda 
halnya dengan status kasur pada pernikahan kedua, karena itu 
tidak berlanjut. Oleh karena itu, diwajibkan memutusnya dengan 
ber-iddah, dimana iddah-nya itu tidak terjadi bersamaan dengan 
keberadaannya. 


Apabila sang suami yang pertama meninggal dunia di 
pertengahan masa iddah dari suami yang kedua, maka si istri 
beralih kepada iddah dari suami yang pertama, karena itu yang 
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lebih didahulukan. Jika si istri itu telah menyelesaikan iddah dari 
suami yang pertama selama empat bulan sepuluh hari, barulah 
menyelesaikan dia ber-iddah dari yang kedua dengan hitungan 
masa suci. 


Masalah Kedua: Diketahui kematian salah satunya pada 
waktu yang diketahui, dan tidak diketahui kematian yang lainnya. 
Misalnya diketahui bahwa yang kedua meninggal di permulaan 
Syawwal, kemudian datang berita bahwa yang pertama masih 
hidup di negeri anu, lalu meninggal dunia namun tidak diketahui 
waktu kematiannya. Maka dikatakan, bahwa berapa lama waktu 
minimal yang memungkinkan berita itu sampai dari tempat dimana 
suaminya itu berada? 


Jika dikatakan, misalnya, sepuluh hari, maka ini dapat 
dijadikan ukuran, seakan-akan dia telah meninggal sepuluh hari 
sebelum beritanya ini sampai. Jika itu bertepatan dengan waktu 
kematian suami yang kedua, misalnya berita itu sampai sepuluh 
hari dari Syawwal, maka keduanya meninggal bersamaan di waktu 
yang sama (di hari yang sama), maka si istri ber-iddah dari suami 
yang pertama selama empat bulan sepuluh hari, lalu setelah itu 
ber-iddah dari yang kedua dengan tiga kali masa suci. Apabila sang 
suami yang kedua lebih dahulu meninggal dunia atau malah 
belakangan, maka hukumnya sebagaimana yang kami sebutkan 
dalam masalah pertama. 


Masalah Ketiga: Tidak diketahui waktu kematian masing- 
masing dari keduanya secara pasti. Misalnya, diketahui bahwa 
salah satunya meninggal dunia di awal bulan Ramadhan dan yang 
lainnya meninggal di awal bulan Syawwal, namun tidak diketahui 
mana dari keduanya yang meninggal lebih dahulu, maka yang 
diwajibkan atas si istri adalah apa yang dia yakini, ini jika dia tidak 
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hamil dari suami yang kedua. Namun, jika dia hamil dari suami 
yang kedua, kemudian diketahui kematian suami yang pertama, 
maka si anak itu dikaitkan dengan suami yang kedua, karena si 
istri itu telah ber-iddah dari suami yang pertama dan 
mengosongkan rahim darinya. Juga, suami yang pertama telah 
meninggal sebelum dia sempat mengklaim anak itu, sehingga anak 
itu tidak dikaitkan dengannya, lalu si istri ber-iddah dari suami yang 
kedua dengan cara melahirkan. | 


Jika si istri itu telah melahirkan, barulah dia ber-iddah dari 
suami yang pertama selama empat bulan sepuluh hari. Lalu, kapan 
dia memulainya? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sejak berhentinya darah nifas. Karena 
darah nifah mengikuti kehamilan dari suami yang pertama, maka 
seperti halnya masa kehamilan. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat madzhab, 
bahwa permulaannya itu setelah melahirkan kehamilan tersebut, 
karena ini merupakan iddah wafat, sedangkan iddah wafat itu tidak 
dikaitkan dengan ada dan tidak adanya darah. Alasan lainnya 
adalah, karena waktu darah nifas itu bukan dari iddah suami yang 
kedua, maka cukuplah dengan itu dari iddah- yang pertama. 
Wallahu A Jam. 
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Bab: Memberi Nafkah Kepada Kerabat, Budak dan 
Binatang 


Asy-Syirazi æ berkata: Kerabat yang berhak 
mendapat nafkah adalah kerabat kedua orang tua dan 
seterusnya ke atas dan kerabat anak-anak dan 
seterusnya ke bawah. Seorang anak wajib menafkahi 


ayah dan ibunya. Dalilnya adalah firman Allah &, 2533 


Ky RANY SEL Í, ban Yi S5 “Dan Tuhanmu telah 
memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 
dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (Qs. Al Israa" [17]: 
23). Di antara bentuk berbuat baik kepada kedua orang 
tua adalah dengan memberi nafkah kepada keduanya. 
Aisyah æ meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ù 
AS ya ba Or dara pa JA ITU La “Sesungguhnya 
makanan terbaik yang dimakan seseorang adalah yang 
berasal dari hasil usahanya, dan sesungguhnya anaknya 
itu adalah termasuk hasil usahanya.” 

Begitu pula wajib memberi nafkah kepada kakek 
dan nenek, karena istilah kedua orang tua berlaku 


untuk semuanya. Dalilnya adalah firman Allah &, a 


Ka SA “(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.” (Os. 
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Al Hajj (22): 78). Allah & menamai Nabi Ibrahim 
sebagai orang tua padahal dia adalah nenek moyang. 
Disamping itu, kakek adalah seperti ayah, sedangkan 
nenek itu seperti ibu dalam hal hukum anak seperti 
ditolaknya kesaksian dan lain-lainnya. Begitu pula 
dalam hal kewajiban memberi nafkah. 

Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada 
anaknya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah &, 
SEA gie àn pa JL ag ANE IN Kp He er) ol 
cats : JÓ Bad Jo Ha JB AH cas JG di IE Kal Ar) 


LI Was Je Kiai Jé AT ak Sg CAT 
a Ar Ca JÉ FT gas “Seorang laki-laki menemui 
Rasulullah œ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku 
memiliki (uang) satu dinar Nabi bersabda, 
“Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri” Lelaki tersebut 
berkata, “Aku memiliki (satu dinar) lain” Nabi bersabda, 
“Nafkahkanlah untuk anakmu” Lelaki tersebut berkata, 
“Aku memiliki (satu dinar) lain” Nabi bersabda, 
“ Nafkahkanlah untuk keluargamu (istri)” Lelaki tersebut 
berkata, “Aku memiliki (satu dinar) lain” Nabi bersabda, 
“Nafkahkanlah untuk pembantumu” Lelaki tersebut 
berkata, “Aku memiliki (satu dinar) lain” Nabi bersabda, 
“Kamu lebih tahu untuk apa uang itu digunakan.” 


Seseorang juga wajib memberi nafkah kepada 
anaknya anak (cucu) dan seterusnya ke bawah, karena 
istilah anak berlaku untuk cucu dan seterusnya ke 
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bawah. Dalilnya adalah firman Allah &, rata GS “Wahai 
anak Adam.” 

Seorang ibu juga wajib memberi nafkah kepada 
anaknya, berdasarkan firman Allah &, AAA KN 
“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya.” (Os. Al Baqarah (2): 233). Disamping itu, 
apabila nafkah wajib diberikan oleh ayah padahal ayah 
adalah yang menyebabkan anak lahir secara zhahir, 
maka tentunya dia lebih wajib lagi atas ibu karena ibu 
adalah yang benar-benar menyebabkan sang anak lahir 
(dengan melahirkannya). Begitu pula, seorang ibu juga 
wajib memberi nafkah kepada anak dari anaknya 
(cucunya), sebagaimana yang telah kami uraikan 
berkaitan dengan ayah. 


Sedangkan untuk kerabat selain kedua orang tua 
dan anak seperti saudara laki-laki dan paman serta 
lainnya, maka seseorang tidak wajib memberi nafkah 
kepada mereka: karena syariat hanya mewajibkan 
memberi nafkah kepada kedua orang tua dan anak, 
sementara selain mereka tidak digabungkan dalam 
status anak dan hukum anak, sehingga orang-orang 
tersebut tidak digabungkan dengan mereka dalam hal 
kewajiban memberi nafkah. 


Penjelasan: 


Kami mulai dengan firman Allah È yang paling mulia 
berkenaan dengan pasal ini, yaitu ayat 
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Es PA Í, .- Ma ele 
Sera) RENIY GI) PEENE CIRT 
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (Os. Al Israa` (17): 23). 


Dalam ayat ini Allah menyuruh dan mewajibkan manusia 
agar berbakti kepada kedua orang tuanya. 


Ibnu Abbas, Al Hasan dan Qatadah berkata, “Ayat tersebut 
bukanlah qadha hukum, tapi qadha perintah.” 


Ibnu Taimiyyah berkata, “Qadha itu ada dua: Qadha Kauni 
dan Qadha Syar'i. Sedangkan Qadha Syar'i adalah seperti firman 


Ae 


Allah &, «5, 25233 s, dimana ayat ini dalam Mushaf Ibnu Mas'ud 


tertulis “Wa Washsha.” Ini merupakan salah satu bacaannya, 
dimana bacaan ini juga dibaca oleh Ibnu Abbas dan Ubay. 


Ibnu Abbas berkata, “Ayat tersebut dibaca ‘Wa Washsha ' 
Mengingat ada dua huruf Wawu yang berdampingan, maka 
kemudian dibaca “Wa @adha': karena apabila dibaca “Wa Wadha', 
maka tidak akan ada yang mendurhakai Allah.” 


Akan tetapi Abu Hatim mengingkari, bahwa Ibnu Abbas 
mengatakan demikian. Dia mengatakan, “Kalau kita mengatakan 
— demikian, maka orang-orang Zindig akan mencaci maki Al Qur`an 
kita.” 


Menurutku (Al Muthi'i): “Sangat tepat apa yang 
dikatakan oleh Abu Hatim, karena bagaimana mungkin "Wawu" 
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berdampingan dengan "Shad" dalam seluruh mushaf lalu kalimat 
Wa Washsha' diganti menjadi Wa Qadha?” 


Para ulama Kalam mengatakan, “Qadha dalam bahasa arab 
digunakan untuk beberapa pengertian. Ada gadha yang berarti 
perintah, seperti firman Allah, 46, IJ) BAK Yi SE SE “Dan 
Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain dia.” (Qs. Al Israa` (17): 23). Ada juga qadha yang berarti 
penciptaan, seperti firman Allah, guy 3 HI g Dea 
“Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa” (Os. 
Fushshilat (41): 12). Ada juga gadha yang berarti memutuskan 
hukum, seperti firman Allah, “26 AL ő “Maka putuskanlah 
apa yang hendak kamu putuskan.” (Qs. Thaaha (20): 72). Ada 
juga gadha yang berarti selesai, seperti firman Allah &, IN 
OKS us SM “Telah diputuskan perkara yang kamu berdua 
menanyakannya (kepadaku).” (Qs. Yuusuf (12): 41). Juga firman- 


»J A A 


Nya, SF plas VS“ Apabila kamu telah menyelesaikan 


ibadah hajimu,” (Qs. Al Baqarah [2]: 200) dan firman-Nya, 156 
ZLA 113 “Apabila telah ditunaikan shalat” (Qs. Al Jumu'ah 
(62): 10. 

Ada juga qadha yang berarti kehendak, seperti firman 
Allah, (ay 556 SAJE SEA 155 (| “Apabila Dia telah 
menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: 
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Jadilah! maka jadilah dia." (Qs. Aali Imraan (3): 47). Ada juga 
gadha yang berarti ucapan, seperti firman Allah, yak D 63 


rbr s 3 


A ah IL Kas 3 a “Dan tidaklah kamu (Muhammad) 
berada di sisi yang sebelah barat ketika Kami menyampaikan 
perintah kepada Musa.” (Qs. Al Qashash [28]: 44). 


z 


Sedangkan berkenaan dengan firman Allah, SA ka 


per “ Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim,” (Os. Al Hajj (22): 
78). Al @urthubi mengatakan, “Nabi Ibrahim Æ adalah nenek 
moyang bangsa Arab seluruhnya.” Ada pula yang mengatakan, 
bahwa ayat ini ditujukan untuk seluruh kaum muslimin meskipun 
mereka semua bukan merupakan anak keturunannya, karena 
kehormatan Nabi Ibrahim bagi kaum muslimin seperti kehormatan 


ayah bagi anaknya. Dalil atas hal ini adalah firman Allah $, $a 


3 os Gak SE “ Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian 


oor 


orang-orang muslim dari dahulu.” (Qs. Al Hajj (22): 78). 
Ibnu Zaid berkata, “Ayat tersebut adalah arti dari firman 
Alah, Si TA: AA was A aral ah & "Ya Tuhan 


kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada 
Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang 


tunduk patuh kepada Engkau.” (Qs. Al Baqarah [2]: 128). 


Ibnu Zaid dan Al Hasan berkata, “Kalimat ‘dia’ merujuk 
kepada Ibrahim.” Artinya adalah, bahwa Nabi Ibrahim #& 
menamai kalian orang-orang Islam sebelum Nabi Muhammad &. 
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An-Nahhas berkata, “Pendapat ini bertentangan dengan 
pendapat para ulama besar kaum muslimin.” 


Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas 
bahwa dia berkata, “Dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian 
orang-orang muslim dari dahuli', (Qs. Al Hajj (22): 78) yaitu dalam 
kitab-kitab terdahulu dan Al Qur`an.” 


Sedangkan berkenaan dengan firman Allah, ts g5 
“Wahai anak Adam,” Al @urthubi berkata, “Ayat ini berlaku untuk 
seluruh manusia di alam semesta.” Sedangkan berkenaan dengan 
firman Allah, ay Bas KSN “Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya,” (Qs. Al Baqarah (2): 
233). Ibnu Baththal berkata, “Ayat ini boleh diartikan “Janganlah 
saling membahayakan', yaitu seorang anak diambil dari ibu 
kandungnya lalu diberikan kepada perempuan lain untuk 
menyusuinya. Boleh juga diartikan “Janganlah seorang ibu 
membahayakan sang ayah' dengan tidak mau menyusui sang 
anak. yaitu janganlah seorang ibu menolak menyusuinya dalam 
rangka untuk membahayakan ayahnya atau supaya bisa meminta 
lebih banyak dari upah standarnya.” 


Nafi, Ashim, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya 
“ Tudharra” dengan fathah huruf Ra" yang bertasydid dan majzum 
karena dimaksud huruf Nahi (yaitu “La”). Sedangkan Abu Amr, 
Ibnu Katsir dan Aban meriwayatkan dari Ashim dan segolongan 
ulama, bahwa bacaannya adalah “7Tudharu” yaitu Rofa' 
(dhammah) karena ma 'thuf pada kalimat “ Tukallafu Nafsun” yang 
merupakan khabar (redaksi berita) tetapi maksudnya perintah. 
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Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab & bahwa dia 
membaca, “La Tudharari” dengan dua huruf Ra‘ dimana yang 
pertama fathah. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas 48, bahwa dia 
membaca “La Tudhariru" dengan membaca kasrah sebelum huruf 
akhir; yaitu Ra‘ yang pertama. 

Sedangkan berkenaan dengan hadits Aisyah &, maka itu 
telah di-takhrij dalam pembahasan tentang Faraidh. Adz-Dzahabi 
juga mencantumkannya dalam Siyar A'lam An-Nubala' dengan 

redaksi, Alai AS Ia JJ! JST a bl ol “Sesungguhnya makanan 
terbaik yang dimakan seseorang adalah yang berasal dari hasil 
usahanya sendiri.” 

Abu Daud dan Al Hakim juga meriwayatkannya dengan 
redaksi, 


ra UG una CUA Tn Na Ap 


AM 

“Anak seseorang adalah salah satu hasil usahanya yang 
paling baik, maka makanlah dari harta mereka.” (Sanadnya 
Shahih). 

Sedangkan berkenaan dengan hadits Abu Hurairah, hadits 
itu diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Daud dengan redaksinya, 
An-Nasa'i dan Al Hakim -juga meriwayatkan yang semisalnya 
dengan mendahulukan kata istri atas anak. Hadits ini juga 
diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari jalur periwayatan Jabir, 
dengan mendahulukan istri daripada anak —tanpa keraguan—. 
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Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Yang diperselisihkan dalam 
hadits ini adalah pada riwayat Yahya Al @aththan dan Ats-Tsauri. 
Yahya mendahulukan kata istri daripada anak, sementara Sufyan 
mendahulukan kata anak daripada istri. Padahal seyogyanya salah 
satu dari keduanya tidak didahulukan atas lainnya dan justru harus 
sama, karena telah sah dari Nabi & bahwa apabila beliau 
bersabda beliau mengucapkannya tiga kali, sehingga bisa jadi 
ketika mengulanginya beliau mendahulukan anak dan ketika 
mengulanginya lagi mendahulukan istri, sehingga hukumnya 
adalah sama.” 


Ash-Shan'ani berkata dalam Subulus Salam, “Penafsiran 
tersebut jauh, karena pengulangan ucapan beliau tidaklah umum. 
Justru yang biasa dilakukan beliau adalah, tidak mengulanginya. 
Beliau hanya mengulangi apabila masih belum dipaham. Contoh 
lainnya adalah jawaban terhadap pertanyaan yang tidak biasa 
diulang lantaran tidak dibutuhkan karena penanya telah 
mengetahui jawaban tersebut. Disamping itu, riwayat Jabir yang 
tidak ada pengulangan di dalamnya semakin menguatkan riwayat 
yang mendahulukan keluarga.” 


Hukum: Asy-Syafi'i & berkata, “Dalam Al Qur`an dan 
As-Sunnah dijelaskan, bahwa ayah wajib memberi nafkah kepada 
anak-anaknya yang masih kecil dalam bentuk biaya untuk 
menyusui (membayar perempuan untuk menyusuinya), pakaian 
dan pelayanan.” 


Penjelasannya adalah, bahwa seorang ayah wajib 
menafkahi anak-anaknya. Dalilnya adalah firman Allah &, Í; 
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g aa Kasi Gea “Janganlah kamu membunuh anak-anak 
kamu karena takut kemiskinan.” (Qs. Al Israa` (17): 31). 


Dalam ayat ini, Allah melarang membunuh anak karena 
takut miskin. Seandainya menafkahi anak tidak wajib bagi mereka, 
tentu mereka tidak akan takut miskin. Dalil lainnya adalah firman 

Ia 2 5 
Allah &, arya ERE E< a òb “Kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak) untukmu, maka berikanlah kepada 
mereka upahnya.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6). Dalam ayat ini, Allah 
menyuruh seorang ayah membayar upah atas disusuinya anaknya. 
Ini menunjukkan bahwa dia wajib memberi nafkah kepada 
anaknya. 


Sementara berkenaan dengan hadits Abu Hurairah yang 
menyebutkan tentang seorang laki-laki yang menemui Nabi & lalu 
mengatakan “Aku memiliki satu Dinar” lalu Nabi menjawabnya, 
lalu dia mengatakan lagi “Aku memiliki satu Dinar lain” dan 
mengulangi lagi pertanyaannya, maka hadits ini telah kami takhrij 
sebelumnya. Begitu pula hadits tentang Hindun bin Utbah yang 
menyebutkan, bahwa Abu Sufyan seorang laki-laki pelit, lalu Nabi 
bersabda kepadanya, yiia salg MSG G cik “Ambillah 
secukupnya untuk keperluanmu dan keperluan anakmu dengan 
cara yang baik.” 

Disamping itu, anak adalah bagian dari ayah, sebagaimana 
dia wajib menafkahi dirinya sendiri, maka dia juga wajib menafkahi 
anaknya. 


Apabila sang anak tidak memiliki ayah atau memiliki ayah 
tetapi miskin, sementara kakeknya kaya, maka dia (sang kakek) 
wajib menafkahi cucunya dan seterusnya ke bawah. Pendapat ini 
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dinyatakan oleh Abu Hanifah. Akan tetapi menurut Malik, sang 
kakek tidak wajib menafkahi cucunya. 


Sedangkan dalil kami adalah firman Allah &, Fs: GS 
“Wahai anak Adam.” Dalam ayat ini Allah menamai manusia 
sebagai anak Adam, padahal Adam adalah nenek moyang mereka. 


AG 


Begitu pula firman Allah $, SSS Lal Sd IL LI, 


SAS “Dan Aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, 
Ishak dan Yaqub.” (Qs. Yuusuf (12): 38). Dalam ayat ini 
disebutkan bahwa Nabi Yusuf #2 menamai mereka sebagai bapak, 
padahal mereka adalah kakek. Sedangkan argumentasi lainnya 
adalah, bahwa antara keduanya (orang tua dan anak) ada 
hubungan kekerabatan yang menyebabkan merdeka dan 
ditolaknya kesaksian, sehingga nafkah juga wajib atas sang ibu. 
Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad. Akan 
tetapi menurut Malik, sang ibu tidak wajib memberi nafkah. 
Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, sang ibu wajib 
memberi nafkah, akan tetapi kewajiban tersebut ditanggung ayah 
apabila sang ayah kaya.” 


Sementara bantahan kami terhadap Malik adalah, bahwa 
antara keduanya terdapat hubungan kekerabatan yang mewajibkan 
merdeka dan ditolaknya kesaksian, sehingga mewajibkan pula 
pemberian nafkah, seperti halnya yang berlaku bagi ayah. 
Disamping itu, ketika nafkah wajib atas kakek padahal hubungan 
anak hanya sebatas lahiriyah saja, maka tentunya nafkah tersebut 
lebih wajib bagi ibu karena hubungan antara keduanya benar-benar 
pasti (karena dia yang melahirkannya). 
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Sedangkan bantahan kami terhadap Abu Yusuf dan 
Muhammad adalah, bahwa nafkah tersebut wajib diberikan oleh 
orang yang nasabnya benar-benar meyakinkan (tersambung 
dengan sang anak) sehingga tidak perlu dilimpahkan kepada sang 
ibu, seperti halnya kakek yang tidak perlu melimpahkan nafkah 
yang telah diberikannya kepada sang ayah. Tentang perkataan 
kami “yang nasabnya benar-benar meyakinkan,” ini adalah 
pengecualian dari anak yang dilahirkan di atas dua kasur dan 
ayahnya tidak jelas. 


Apabila sang anak tidak memiliki ibu atau ada dari pihak 
ibu atau ibunya ibu, maka ayah dari ibu wajib memberi nafkah 
kepada cucunya dan seterunya ke bawah. Jadi, pemberian nafkah 
kepada anak wajib diberikan oleh setiap orang yang merupakan 
ayah, atau ibunya baik dalam pengertian yang sesungguhnya atau 
sekedar majaz (kiasan): baik dari pihak ayah atau ibu. Dimana 
masalah kewajiban memberi nafkah ini sama-sama dipikul oleh 
ashabah dan dzawul arham, karena dia berkaitan dengan kerabat 
dari sisi kelahiran, sehingga dalam hal ini hukumnya sama antara 
ashabah dan dzawil arham dari sisi kedua orang tua, sebagaimana 
yang kami katakan berkenaan dengan masalah pelarangan 
kesaksian, gishash dan pemerdekaan budak. 


Tentang redaksi, “Maka wajib bagi anak” penjelasannya 
adalah, bahwa seorang anak wajib memberi nafkah ayahnya, ini 
berdasarkan firman Allah &, 
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“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya,” (Os. Al Israa` (17): 23). 


Allah # berfirman lainnya, 


ke or 2 a n é Pa 
“Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.” (Qs. 
Luqmaan (31): 15). 


Yang termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua 
adalah dengan menafkahi keduanya. 


Ibnu Al Munkadir meriwayatkan bahwa seorang laki-laki 
berkata, “Wahai Rasulullah, aku punya harta dan keluarga, 
sementara ayahku juga punya harta dan keluarga, tapi dia hendak 
mengambil hartaku” Nabi & bersabda, W49 Wu csf “Kamu dan 
hartamu milik ayahmu.” 


Aisyah & meriwayatkan bahwa Nabi @ bersabda, 
23 Pang o Taa a EESE 
oN 99 (daan Fpi J> Ie L cbl ol 
bra Ca 
“Sesungguhnya makanan terbaik yang dimakan seseorang 


adalah dari hasil usahanya, dan anaknya adalah termasuk hasil 
usahanya.” 


Aisyah & meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, 
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an Ko PPK AU r "3 Tea aa 
Sg HS Ga A SBY ol 


A 2 r 4 £ s2. 2 2 A 1! e (d L Ar - r, 

BL SI alg GSIN ss a Eig CG 
Lor, 0 X8 a 

Gl mil 

“Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hibah dari Allah. 

Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa 


saja yang dikehendaki-Nya. Dan harta mereka adalah milik kalian 
apabila kalian membutuhkannya.” 


Al Imrani juga menampilkan hadits ini, sebagaimana yang 
kami sebutkan di atas. Akan tetapi menurut kami apa yang 
dilakukannya tersebut perlu diteliti lagi. Dia berkata: Diriwayatkan 
dari Jabir bahwa seorang laki-laki menemui Nabi & lalu berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku mengambil hartaku lalu 
dia menafkahkannya.” Sang ayah pun berkata, “Wahai Rasulullah, 
aku menafkahkannya kepada salah satu bibinya dari jalur ayahnya 
atau salah satu bibinya dari jalur ibunya.” Lalu malaikat Jibril & 
turun dan berkata, “Wahai Rasulullah, tanyakanlah kepada sang 
ayah tentang syair yang dibuatnya.” Maka sang ayah berkata, 
“Segala puji bagi Allah yang telah memberi penjelasan lebih 
kepadamu, wahai Rasulullah. Aku melantunkan syair ini setiap hari 
dalam hati tanpa didengar kedua telingaku.” Lalu sang ayah 
tersebut melantunkan syairnya: 


Nasa PARTY af z 2a, Bg s r DA 2, 
Ja SI Ca Jai FG ale Bp Was 


Ja at YK Pd Ku Uti K) 
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KE S5 ep ab H gil ar Bok ul js 
PR US SU c gi Dad Ya cak Ob 
SAE SEN AT H ihis Ga Uh ga ola 


Ia MAN JI CS BH IN Snp dy us: 
A ” Pe r á o TG 2 P. P . n 9 ó ar 
Iga Nya al de S HS SN h a 
Aku memberimu makan saat masih bayi dan mendidikmu 
menjelang engkau dewasa # Pada masa itu engkau merasakan 
lapar dan haus 
Ketika engkau merasa kesakitan pada malam hari, Aku tidak tidur 
# semalaman karena terjaga demi menjagamu 
Seakan-akan hanya akulah yang merasakan rasa sakitmu # 
Sementara air mataku terus mengalir 
Akan tetapi ketika engkau telah dewasa # dan berhasil menggapai 
apa yang aku angan-angankan 
Engkau membalas kebaikanku dengan kedurhakaan # Seakan- 
akan engkau adalah yang memberi nikmat terhadap dirimu sendiri 
Jika engkau tidak memperhatikan hakku sebagai ayahmu # Bisa 
Jadi engkau akan melakukan 
Seperti yang dilakukan tetangga terhadap tetangga yang berselisih 


dengannya# Layaknya orang yang menolak orang-orang yang 
benar. 
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Cabang: Seorang anak wajib memberi nafkah kepada 
ibunya. Akan tetapi menurut Malik, dia tidak wajib memberi 
nafkah kepadanya. Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan 
adalah keterangan-keterangan dari Al Qur`an dan Sunnah yang 
telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan dalil lainnya adalah hadits 
yang menyebutkan, 


óg 


JG Tua Ie Are ol 


JG KA BE BM ae EU ad IG 


TETE ea ANN 7. 
E JG of ud Kan "JG Tua ~ sa Kan 
33 aa 


“Seorang laki-laki menemui Nabi lalu bertanya, “Wahai 
Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak kuperlakukan 
dengan baik? Nabi menjawab, “Ybumu, dia bertanya lagi, 
“Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, “Ibumu', dia bertanya lagi, 
“Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ‘bumu. Kemudian dia 
bertanya untuk yang keempat, dan Nabi menjawab, “Ayahmu'” 


Di antara bentuk bakti kepada ibu adalah dengan memberi 
nafkah kepadanya. Disamping itu sang ibu menjadi orang merdeka 
apabila sebelumnya dia berstatus budak dan juga dia tidak wajib 
dihukum gishash apabila dia melakukan tindak pidana terhadapnya 
(anaknya), dan selain itu kesaksian sang anak terhadapnya juga 
tidak diterima, sehingga sang anak wajib memberi nafkah 
kepadanya seperti halnya kewajiban memberi nafkah kepada sang 
ayah. 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadedzab || 263 


Seorang anak juga wajib menafkahi kakek dan nenek serta 
seterusnya ke atas; baik kakek-nenek dari pihak ayah atau kakek- 
nenek dari pihak ibu. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad, Ats- 
Tsauri dan ulama fikih rasionalis. 


Sedangkan menurut Malik, seorang anak tidak wajib 
memberi nafkah kepada kakek dan neneknya dan begitu pula 
sebaliknya, karena kakek bukanlah ayah yang sesungguhnya. 


Sedangkan argumentasi kami adalah, bahwa antara 
keduanya ada hubungan kerabat yang mewajibkan adanya 
kemerdekaan dan ditolaknya kesaksian, sehingga anak wajib 
memberi nafkah kepadanya, seperti halnya yang berlaku dalam 
hubungan antara anak dengan ayahnya. 


Cabang: Memberi nafkah kepada kerabat hukumnya wajib ` 
meski agama keduanya sama atau berbeda. Apabila salah satunya 
muslim, sementara yang lainnya kafir, maka hal tersebut tidak 
menghalangi wajibnya memberi nafkah, karena itu merupakan hak 
yang berhubungan dengan status anak, baik agama keduanya 
sama atau berbeda, seperti halnya memerdekakan budak karena 
kepemilikan. 


Sedangkan memberi nafkah kepada selain kedua orang tua 
dan anak, seperti saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, paman 
dari jalur ayah dan putra paman dari jalur ayah, maka hukumnya 
tidak wajib. Sementara menurut Abu Hanifah, wajib memberi 
nafkah kepada setiap kerabat yang masih ada hubungan mahram. 
Dengan demikian, maka wajib memberi nafkah kepada saudara 
laki-laki dan anak-anaknya, paman dari pihak ayah, bibi dari pihak 
ayah, paman dari pihak ibu dan bibi dari pihak ibu. Akan tetapi dia 
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tidak wajib memberi nafkah kepada anak-anak paman dari pihak 
ayah, anak-anak paman dari pihak ibu dan anak-anak bibi dari 
pihak ibu. 

Sedangkan penjelasan perkataan Ahmad adalah, bahwa 
seorang anak wajib memberi nafkah kepada setiap orang yang 
merupakan ahli waris: seperti saudara laki-laki, putra saudara laki- 
laki, paman dari pihak ayah dan putra paman dari pihak ayah. 
Akan tetapi, dia tidak wajib memberi nafkah kepada putri saudara 
laki-laki, bibi dari jalur ayah, putri bibi dari jalur ayah dan putri 
paman dari jalur ayah. 

Umar bin Al Khaththab s8, berkata, “Dia wajib memberi 
nafkah kepada setiap kerabat yang diketahui nasabnya.” 


Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits Abu 
Hurairah tentang seorang laki-laki yang memiliki uang satu dinar 
dan satu dinar lain sampai Nabi @ bersabda kepadanya, “Kamu 
lebih tahu (untuk siapa uang tersebut dinafkahkan),” dimana Nabi 
tidak menyuruhnya agar menafkahkannya kepada kerabat- 
kerabatnya. Ini menunjukkan, bahwa dia tidak wajib memberi 
nafkah kepada kerabat-kerabatnya. 

Apabila dikatakan, “Ayah tidak disebut padahal dia wajib 
memberi nafkah,” maka kami katakan “Telah dinyatakan bahwa 
anak wajib memberi nafkah, dan hal ini menekankan pentingnya 
seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya, karena dia 
memiliki kehormatan yang lebih besar dari anak. 


Disamping itu, orang yang menyamakan kedua orang tua 
dengan anak tidak akan bisa menyamakan mereka dalam hal 
kehormatan, sehingga tidak disamakan dengan mereka dalam hal 
kewajiban memberi nafkah. Selain itu juga, apa yang telah 
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dijelaskan adalah masalah kekerabatan yang tidak mewajibkan 
adanya nafkah meskipun ada perbedaan agama, sehingga 
hukumnya juga tidak wajib memberikan nafkah apabila agamanya 
sama, seperti halnya putra paman, sebagaimana pendapat Abu 
Hanifah dan seperti perkara pada selain ahli waris sebagaimana 
pendapat Ahmad.” 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Memberi nafkah 
kepada kerabat tidak wajib kecuali atas orang kaya atau 
orang yang bekerja sendiri yang penghasilannya itu 
melebihi kebutuhan yang bisa diberikan kepada 
kerabatnya. Sedangkan orang yang penghasilannya 
tidak melebihi kebutuhannya (pas-pasan), maka dia 
tidak wajib memberikan nafkah kepada kerabatnya. Hal 
ini berdasarkan riwayat Jabir # bahwa Rasulullah & 
bersabda, lte Ja Jai DG Dj on oi Vai Sa DÉ y 
SN Jd Jah OS op “Apabila salah seorang dari kalian 
miskin, hendaklah dia memulai dengan dirinya sendiri. 
Apabila ada kelebihan (dari biaya hidupnya) maka 
hendaknya diberikan kepada keluarganya. Apabila ada 
kelebihan, maka hendaknya diberikan kepada 
kerabatnya.” 


Apabila seseorang tidak memiliki kelebihan uang 
selain yang diberikan kepada istrinya, maka dia tidak 
wajib menafkahi kerabatnya. Hal ini berdasarkan hadits 
Jabir &. Alasan lainnya adalah, memberi nafkah 
kepada kerabat adalah membantunya, sementara 
memberi nafkah kepada istri adalah sebagai 


266 || AI Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 


kompensasi baginya, sehingga memberi nafkah kepada 
istri itu didahulukan atas memberi nafkah kepada 
kerabat. Selain itu, memberi nafkah kepada istri 
hukumnya wajib karena kebutuhannya, sehingga dia 
didahulukan atas nafkah kepada kerabat, seperti halnya 
menafkahi diri sendiri. 

Pasal: Kerabat tidak berhak mendapat nafkah dari 
kerabat lainnya apabila tidak membutuhkannya. Apabila 
dia kaya, maka dia tidak berhak mendapat nafkah, 
karena pemberian nafkah tersebut hanya sebagai 
tindakan membantunya, sementara orang kaya itu tidak 
membutuhkan bantuan. Sedangkan apabila dia miskin 
dan tidak bisa bekerja karena belum baligh atau sudah 
tua atau gila atau lumpuh, maka dia berhak dinafkahi 
kerabatnya, sebab dia dalam kondisi membutuhkan, 
mengingat dia itu tidak memiliki harta dan tidak bisa 
bekerja. 

Sedangkan apabila dia mampu bekerja karena 
kondisinya sehat dan kuat: apabila dia termasuk kedua 
orang tua, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: | 

Pendapat Pertama: Dia berhak mendapat bantuan 
nafkah karena dia membutuhkan nafkah itu dari 
kerabatnya, seperti halnya orang yang menderita 
kelumpuhan. 


Pendapat Kedua: Dia tidak berhak mendapat 
bantuan nafkah, karena kemampuan bekerja adalah 
seperti kondisi mampu (kaya). Oleh karena itu, 
Rasulullah œ menyamakan keduanya dalam hal 
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keharaman menerima zakat, yaitu dalam sabdanya, y 
GI Ta SN Y3 GA Balah Jai “Sedekah (zakat) tidak halal 
bagi orang kaya dan orang yang kuat (mampu 
bekerja).” 


Sedangkan apabila yang mampu bekerja 
merupakan anak, maka berkenaan dengan keharusan 
memberi nafkah ada dua riwayat pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i. Di antara ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i, seperti yang berlaku pada kedua 
orang tua. Ada pula yang mengatakan, bahwa sang 
anak tidak berhak mendapat anak nafkah, menurut satu 
pendapat yang disepakati ulama; karena kehormatan 
orang tua itu lebih kuat sehingga dia tetap mendapat 
nafkah, sementara kehormatan anak lebih rendah 
sehingga dia juga tetap berhak mendapat nafkah 
meskipun dia masih mampu bekerja. 


Penjelasan: 


Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud 
dan An-Nasa'i dengan redaksi, “Bahwa Nabi & bersabda kepada 
seorang laki-laki, 
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pia Par Sa anta r ya a% OWS E 
AK IK A UNA s ie Jas oh 


“Mulailah dengan dirimu dengan menafkahi dirimu sendiri. 
Apabila ada kelebihan, maka berikanlah kepada keluargamu. 
Apabila ada kelebihan, maka berikanlah kepada kerabatmu. 
Apabila ada kelebihan, maka berikanlah kepada anu dan anu.” 


Sedangkan berkenaan dengan hadits, ST 3 A PA) Ka 5 
Gi Bp SN “Sedekah tidak halal untuk orang kaya dan orang 
yang masih kuat (yang masih bisa bekerja)” hadits ini diriwayatkan 
oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah dalam pembahasan zakat dari 
Hannad bin As-Sari: Ibnu Majah dari Muhammad bin Ash- 
Shabbah: Abu Daud dari Abbad bin Musa Al Khattali dalam 
pembahasan zakat dari jalur Abdullah bin Amr, dan At-Tirmidzi 
dalam pembahasan zakat dari Muhammad bin Basysyar dari jalur 
Abd bin Amr dan dinilai hasan olehnya. 


Akan tetapi, ada yang mengatakan bahwa Syu'bah tidak 
meriwayatkannya secara marfu’ Dalam sanadnya juga terdapat 
Raihan bin Yazid yang dinilai tsigah oleh Yahya bin Ma'in. Abu 
Hatim Ar-Razi berkata, “Dia adalah Syaikh yang majhul” 
Sebagian ulama lainnya mengatakan, “Sanad hadits ini tidak sah 
dan ini hanya mauguf pada Abdullah bin Amr.” Ahmad juga 
meriwayatkannya dari jalur Abu Hurairah dan jalur Ionu Umar. 
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Abu Daud berkata, “Hadits-hadits lain dari Nabi & 
sebagian redaksinya adalah sy. Sy SN “Yang kuat lagi sehat” 
sementara sebagian redaksi lainnya, vs P “Yang kuat” 


Penjelasan Redaksional: Mirrah adalah kuat. Allah & 
berfirman, CG) Sa Ba p “ Yang mempunyai akal yang cerdas.” 


(Qs. An-Najm (53): 6). As-Sawi adalah orang yang anggota 
tubuhnya normal (tidak cacat). 


Hukum: Seorang kerabat tidak berhak mendapat nafkah 
dari kerabat lainnya sampai yang memberi nafkah itu kaya. Yaitu 
apabila dia memiliki uang lebih dari yang digunakan untuk 
keperluan dirinya dan keperluan istrinya untuk sehari semalam. 
Hal ini berdasarkan hadits Jabir yang telah disebutkan oleh Asy- 
Syirazi. Nafkah kepada istri didahulukan atas nafkah kepada 
kerabat, dikarenakan sang suami wajib memberikan nafkah 
kepadanya disebabkan dia butuh kepadanya, sementara nafkah 
kepada kerabat hanyalah perbuatan membantu dan menolongnya. 
Oleh karena itu, nafkah kepada istri lebih didahulukan dari nafkah 
kepada kerabat. Disamping itu, nafkah kepada istri hukumnya 
wajib disebabkan adanya kompensasi, sehingga nafkah itu lebih 
didahulukan atas nafkah kepada kerabat, sebagaimana didahulu- 
kannya nafkah dalam masalah utang. 


Apabila sang suami bekerja dan hasil usahanya dapat 
mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan istrinya untuk sehari 
semalam, maka dia wajib memberi nafkah kepada kerabatnya, 
karena kemampuan bekerja hukumnya sama dengan orang kaya 
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dalam hal kewajiban memberi nafkah. Oleh karena itu, 
diriwayatkan bahwa dua orang laki-laki pernah meminta sedekah 
kepada Nabi &, lalu Nabi & bersabda, 


á G3 BN AELA SIR ESA 
a SANI SP 


“Aku memberikan sedekah kepada kalian berdua setelah 
kuberitahukan kepada kalian berdua bahwa sedekah ini tidak boleh 
diberikan kepada orang kaya dan orang kuat yang masih mampu 
bekerja.” 

Dalam hadits ini Nabi @ menjelaskan, bahwa kemampuan 
bekerja sama dengan orang yang kaya. Apabila orang yang 
menafkahkan hartanya memiliki perabotan rumah, maka dia wajib 
menjualnya untuk dinafkahkan kepada kerabatnya. 


Sedangkan dalil kami adalah, bahwa nafkah kepada kerabat 
hukumnya wajib dengan catatan orang yang memberi nafkah 
memiliki harta lebih dari biaya hidupnya untuk sehari semalam, 
atau memiliki perabotan rumah yang nilainya melebihi kebutuhan 
hidupnya sehari semalam. Dalam kondisi demikian dia harus 
menjualnya untuk dinafkahkan kepada kerabatnya seperti ayah. 
Seorang kerabat tidak berhak dibantu kecuali apabila dia dalam 
keadaan miskin dan tidak mampu bekerja, baik karena masih kecil 
atau gila atau lumpuh atau tua. Apabila orang ini masih memiliki 
harta yang mencukupi kebutuhannya, maka dia tidak wajib 
dinafkahi kerabat lainnya, karena kewajiban memberi nafkah 
kepada kerabat hanyalah bersifat membantu, sementara orang 
yang masih memiliki harta tidak berhak mendapat bantuan. 
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Apabila seseorang memiliki pekerjaan atau masih mampu 
bekerja yang dapat mencukupi kebutuhannya, maka dia tidak wajib 
diberi nafkah oleh kerabat lainnya, karena kemampuan bekerja 
sama seperti orang kaya dalam hal tidak wajibnya diberi nafkah. 
Jika dia sehat, tapi tidak bisa bekerja: jika dia termasuk kedua 
orang tua (ayah atau ibu), maka dalam hal ini ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia wajib diberi nafkah oleh anaknya 
yang kaya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad. 
Alasannya adalah, karena dia memerlukan bantuan sehingga mirip 
orang lumpuh. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib diberi nafkah oleh 
anaknya, karena dia masih mampu bekerja, sehingga mirip orang 
yang bekerja. 


Apabila sang anak sudah baligh, sehat dan membutuhkan, 
tapi dia tidak bekerja, maka dalam hal ini ada dua riwayat 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di antara ulama madzhab kami 
ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i seperti yang berlaku pada kedua orang tua. 

Ada pula yang mengatakan, bahwa dia tidak wajib diberi 
nafkah, menurut satu pendapat yang disepakati ulama: karena 
kehormatan orang tua lebih kuat, sehingga dia tetap wajib diberi 
nafkah jika sang anak sehat, sementara anak itu lebih lemah, 
sehingga dia tidak wajib diberi nafkah jika masih sehat. 
Demikianlah yang menjadi pendapat madzhab kami. 

Abu Hanifah berkata, “Apabila anak perempuan sudah 
baligh maka nafkah untuknya tidak gugur sampai dia menikah, 
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karena dia tidak bisa bekerja sehingga hukumnya seperti 
perempuan kecil.” 


Sedangkan argumentasi kami adalah, bahwa pengguguran 
nafkah anak laki-laki adalah sama dengan pengguguran nafkah 
anak perempuan, seperti halnya yang berlaku dalam kondisi 
dirinya yang mampu. Apa yang dikatakannya adalah tidak benar, 
karena sang anak perempuan bisa bekerja sebagai sekretaris atau 
tukang tenun atau buruh pabrik obat atau guru TK atau pekerjaan- 
pekerjaan lainnya dengan tetap menjaga dirinya dan mencari 
rezeki yang halal. Dan perempuan pada masa Abu Hanifah ada 
yang bekerja sebagai tukang tenun dan pekerjaan-pekerjaan 
lainnya. 


Asy-Syirazim berkata: Pasal: Apabila yang 
berhak menerima nafkah adalah ayah dan kakek atau 
kakek dan ayahnya kakek (buyut), sementara keduanya 
adalah orang kaya, maka nafkah harus diberikan 
kepada kerabat yang paling dekat dengan keduanya, 
karena orang tersebut lebih berhak mendapat bantuan 
daripada orang yang jauh. Apabila dia memiliki ayah 
dan putra yang kaya, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Nafkah wajib diberikan oleh 
sang ayah, karena kewajiban nafkah telah ditetapkan 


berdasarkan firman Allah &, #55 Ban ad SS 


Ye salt “Dan kewajiban ayah memberi makan dan 
Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (Os. Al 
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Baqarah (2): 233). Sedangkan tentang kewajiban 
memberi nafkah atas anak, maka itu ditetapkan 
berdasarkan Ijtihad. 


Pendapat Kedua: Keduanya sama, karena 
keduanya sama dalam kekerabatan dan jenis kelamin 
laki-laki. Apabila sang anak memiliki ayah dan ibu kaya, 
maka yang wajib memberi nafkah adalah ayah, 
berdasarkan firman Allah &, Sarat 4436 $ ZA ag 
“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu 
untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” 
(Qs. Ath-Thalaag (65): 6). Dalam ayat ini ditetapkan, 
bahwa upah menyusui itu ditanggung oleh ayah. 

Aisyah & meriwayatkan bahwa Hindun Ummu 
Muawiyah menemui Nabi & lalu berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki 
pelit. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupi 
kebutuhanku dan kebutuhan anakku kecuali yang aku 
ambil darinya secara sembunyi-sembunyi tanpa 
diketahuinya. Apakah aku berdosa dalam hal ini ?” 
Nabi bersabda, Syu Sal, JK ú cik “Ambillah 
secukupnya untuk keperluanmu dan keperluan anakmu 
secara baik.” Disamping itu, ayah hukumnya sama 
dengan ibu dalam hal anak, akan tetapi dia menyendiri 
dalam ashabah sehingga dia lebih didahulukan. 


Apabila dia memiliki ibu dan kakek yang kaya, 
maka nafkah ditanggung oleh sang kakek, karena dia 
yang memiliki hubungan kepada anak dan juga 
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ashabah, sehingga lebih didahulukan atas ibu, seperti 
halnya ayah. 


Apabila dia memiliki anak perempuan dan putra 
anak perempuan, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Yang wajib memberi nafkah 
adalah anak perempuan, karena dia lebih dekat. 


Pendapat Kedua: Yang memberi nafkah adalah 
putra anak perempuan, karena dia lebih kuat dan lebih 
mampu mencari nafkah disebabkan dia seorang laki- 
laki. 

Apabila dia memiliki anak perempuan dan putra 
dari putra, maka nafkah ditanggung oleh putra dari 
putranya, karena statusnya anak itu sekaligus ashabah, 
sehingga dia lebih didahulukan, sebagaimana didahulu- 
kannya kakek atas ibu. Apabila dia memiliki ibu dan 
anak perempuan, maka nafkahnya ditanggung anak 
perempuan, karena anak perempuan menjadi ashabah 
sementara ibu tidak menjadi ashabah. 

Apabila dia memiliki ibunya ibu dan ayahnya ibu, 
maka keduanya sama, karena keduanya sama dalam 
kekerabatan dan tidak menjadi ashabah. Apabila dia 
memiliki ibunya ibu dan ibunya ayah, maka dalam hal 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i: 

Pendapat Pertama: Keduanya sama, karena 
tingkatan keduanya sama. 
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Pendapat Kedua: Nafkah ditanggung oleh ibunya 
ayah, karena dia dihubungkan dengan ashabah. 


Penjelasan: 

Hadits Aisyah tentang Hindun binti Utbah (yang bertanya 
kepada Rasulullah @) diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam 
pembahasan nafkah dari Muhammad bin Mugatil dan Muhammad 
bin Yusuf, juga dalam pembahasan Sumpah dan Nadzar dari 
Yahya bin Bukair, juga dalam pembahasan hukum dari 
Muhammad bin Katsir, juga dalam pembahasan pengaduan atas 
kezhaliman dari Abu Al Yaman, juga dalam pembahasan jual beli 
dari Abu Nu'aim. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Aisyah œ dalam Shahih 
Muslim dalam pembahasan hukum dari Ali bin Hujr dan Abd bin 
Humaid dan juga pada pembahasan peradilan dari Zuhair bin 
Harb; Abu Daud dalam pembahasan jual beli dari Khusyaisy bin 
Ashram dan Ahmad bin Yunus: An-Nasa'i juga meriwayatkannya 
dalam pembahasan peradilan dari Ishag bin Ibrahim: Ibnu Majah 
juga meriwayatkannya dalam pembahasan perdagangan dari Abu 
Bakar dan Ali bin Muhammad dan Abu Umar Adh-Dharir. 


Hukum: Apabila ada kerabat yang berhak dinafkahi dan 
ada dua kerabat kaya, maka yang menafkahinya itu adalah 
keduanya atau kerabat yang paling dekat dengannya dari 
keduanya, sebagaimana yang akan kami uraikan. Apabila ada anak 
kecil miskin yang memiliki dua orang tua kaya, maka yang 
menafkahinya itu adalah ayahnya, berdasarkan firman Allah &, 
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Sarak ag nata SÉ 
2 0 


NA Sa 


“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu 
untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Qs. Ath- 
Thalaag (65): 6). 


Dalam ayat ini ditetapkan bahwa yang memberi upah 
menyusui adalah ayah. Disamping itu juga berdasarkan sabda 
Nabi & kepada Hindun istri Abu Sufyan, 2055 SLS ú Si 
BAU “ Ambillah secukupnya untuk keperluanmu dan keperluan 


anakmu dengan cara yang baik.” Selain itu, keduanya sama dalam 
hubungan dengan anak tapi sang ayah menyendiri dalam ashabah, 
sehingga dia didahulukan atas ibu. 


Apabila berkumpul antara ayah dan kakek sementara 
keduanya sama-sama kaya, atau berkumpul antara ibu dan ibunya, 
atau berkumpul antara ibu dan ibunya ayah sementara keduanya 
sama-sama kaya, maka ayah didahulukan atas kakek, dan ibu 
didahulukan atas ibunya dan ibunya ayah, karena dia lebih dekat. 


Apabila berkumpul antara ibu dan kakek -ayahnya ayah-, 
sementara keduanya sama-sama kaya, maka nafkah itu ditanggung 
oleh kakek dan bukan ibu. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu 
Yusuf dan Muhammad. . 


Abu Hanifah berkata, “Keduanya sama-sama menafkahinya 
sesuai kadar warisan keduanya. Jadi ibu memberi sepertiga 
nafkah, sementara kakek memberi dua pertiga nafkah.” 


Yang menjadi argumentasi kami adalah bahwa ashabah 
berkumpul dengan dzawul arham, dimana masing-masing dari 
keduanya memberi nafkah kepadanya sendiri-sendiri, sehingga 
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ashabah lebih didahulukan, seperti halnya ayah ketika berkumpul 


dengan ibu. 


Apabila berkumpul antara kakek —ayahnya ayah— dan 
seterusnya ke atas dengan kakek —ibunya ibu—, sementara 
keduanya sama-sama kaya, maka yang wajib memberi nafkah 
adalah kakek yang merupakan ayahnya ayah, karena kakek lebih 
didahulukan atas ibu, sehingga dia lebih layak didahulukan atas 
ayahnya ibu. 


Apabila berkumpul antara ibunya ibu dan ayahnya ibu yang 
keduanya sama-sama kaya, maka yang menanggung nafkah 
adalah keduanya separuh-separuh, karena tingkatan keduanya 
sama dan tidak ada keistimewaan antara yang satu atas lainnya 
dalam ashabah, sehingga keduanya sama dalam kewajiban 
memberi nafkah. Namun jika yang berkumpul adalah ibunya ibu 
dan ibunya ayah yang sama-sama kaya, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 

Pendapat Pertama: Nafkah itu ditanggung oleh keduanya 
s -separuh. Inilah pendapat yang paling benar. Alasannya 
adalah karena tingkatan keduanya sama dan tidak ada 
keistimewaan antara yang satu atas lainnya dalam ashabah. 


Pendapat Kedua: Nafkah ditanggung oleh ibunya ayah, 
karena dia dihubungkan dengan ashabah. Disamping itu apabila 
ayah berkumpul dengan ibu, maka dia lebih didahulukan dalam 
kewajiban memberi nafkah. Oleh karena itu, yang berhubungan 
langsung dengan ayah lebih didahulukan daripada yang 
berhubungan langsung dengan ibu. Begitu pula apabila berkumpul 
antara ibunya ayah dan ibunya ibu. 
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Apabila berkumpul antara ibu dan ibunya ayah yang sama- 
sama kaya, maka dalam hal ini Syaikh Abu Hamid berkata, 
“Apabila kami katakan, bahwa apabila ibunya ibu berkumpul 
dengan ibunya ayah, maka ibunya ayah itu didahulukan, karena 
dia berhubungan dengan ashabah, maka begitu pula disini, ibunya 
ayah didahulukan atas ibu karena dia seperti ashabah. Sedangkan 
apabila kami katakan, bahwa keduanya sama, maka ibu 
didahulukan atas ibunya ayah, karena dia lebih dekat dengannya.” 


Cabang: Apabila seorang laki-laki miskin dan lumpuh, 
sementara dia memiliki ayah dan anak laki-laki yang kaya, maka 
dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Yang wajib memberi nafkah adalah 
ayahnya, karena kewajiban memberi nafkah atas ayah telah 
ditetapkan dalam Al Qur'an, sementara kewajiban memberi 
nafkah atas anak laki-laki hanya ditetapkan berdasarkan Ijtihad. 


Pendapat Kedua: Yang wajib memberi nafkah adalah anak 
laki-laki, karena dia lebih kuat dalam hal ashabah daripada ayah. 


Pendapat Ketiga: Yang wajib memberi nafkah adalah 
keduanya, karena keduanya sama dalam tingkatan dan ashabah. 
Apabila kami katakan berdasarkan hal ini, apakah nafkah wajib 
ditanggung keduanya separuh-separuh atau ditentukan berdasar- 
kan kadar warisan keduanya? Dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i. Al Imrani berkata, “Yang paling shahih 
adalah, bahwa nafkah itu ditanggung keduanya separuh-separuh.” 


Apabila berkumpul antara anak laki-laki dan kakek, maka di 
antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, “Hukumnya 
adalah seperti kasus ketika berkumpul antara anak laki-laki dan 
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ayah.” Ada pula yang mengatakan, bahwa yang wajib memberi 
nafkah adalah anak laki-laki, menurut satu pendapat yang 
disepakati ulama, karena dia lebih dekat. 


Apabila seorang laki-laki miskin memiliki dua anak laki-laki 
yang kaya dan dua anak perempuan yang juga kaya, maka nafkah 
itu wajib ditanggung keduanya separuh-separuh, karena tidak ada 
keistimewaan antara yang satu atas lainnya. 


Apabila seorang laki-laki memiliki seorang anak laki-laki 
dan seorang anak perempuan yang kaya, maka dalam hal ini Al 
Mawardi mengatakan, “Ulama madzhab kami dari kalangan ulama 
Baghdad mengatakan: “Seluruh nafkah itu ditanggung oleh anak 
laki-laki, karena tingkatan keduanya sama, namun anak laki-laki 
memiliki keistimewaan sebagai ashabah, sehingga dia lebih 
didahulukan dalam kewajiban memberi nafkah, layaknya ayah 
ketika berkumpul bersama ibu.” Sedangkan menurut ulama 
Khurasan dari ulama madzhab kami, nafkah itu ditanggung oleh 
keduanya. Lalu bagaimana nafkah tersebut wajib atas keduanya? 
Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i. 


Pendapat Pertama: Al Mas'udi mengatakan, “Nafkah 
tersebut wajib dibagi dua antara keduanya (memberi masing- 
masing separuh).” Inilah pendapat yang paling shahih dan inilah 
yang dinyatakan oleh Abu Hanifah. 

Pendapat Kedua: Nafkah itu wajib diberikan oleh keduanya 
sesuai kadar warisan keduanya, sehingga anak laki-laki itu wajib 
memberi dua pertiga nafkah, sementara anak perempuan itu wajib 
memberi sepertiganya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, maka menurut Ibnu Ash- 
Shabbagh: “Apabila dia memiliki anak laki-laki dan banci musykil, 
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sementara keduanya sama-sama kaya, maka nafkah ditanggung 
oleh anak laki-laki, karena banci itu bisa jadi dia perempuan 
sehingga dia tidak wajib memberi nafkah. Apabila ternyata 
diketahui, bahwa banci tersebut laki-laki, maka dia wajib memberi 
separuh nafkah, karena telah terbukti bahwa dia wajib 
memberikannya. Demikianlah menurut pendapat yang 
diriwayatkan para ulama Baghdad. Sedangkan menurut riwayat 
ulama Khurasan, berapakah nafkah yang wajib diberikan oleh si 
banci? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dia wajib memberi separuhnya. Inilah 
pendapat yang paling shahih. Berdasarkan hal ini, maka tidak ada 
bedanya apakah dia terbukti sebagai laki-laki atau perempuan. 


Pendapat Kedua: Dia wajib memberi nafkah sesuai jumlah 
warisannya. Berdasarkan hal ini, maka dia wajib memberikan 
sepertiga, sementara anak laki-laki itu wajib memberi separuh, dan 
masih tersisa lagi seperenam untuk nafkah tersebut. 


Apabila salah satu dari keduanya mengatakan, “Aku akan 
memberikan yang seperenamnya, nanti aku akan menagihnya 
kepada orang yang statusnya telah jelas,” maka hukumnya 
dibolehkan. 


Apabila salah satu dari keduanya memberikannya dengan 
keridhaannya, maka keduanya harus membagikannya separuh- 
separuh (dibagi dua). Apabila kemudian terbukti status si banci, 
maka orang yang ternyata tidak berhak memberikan nafkah yang 
wajib atasnya bisa menagih kembali pemberiannya itu. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Apabila seseorang memiliki 
anak perempuan dan banci musykil maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 
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Pendapat Pertama: Yang wajib memberi nafkah adalah si 
banci, karena bisa jadi terbukti bahwa dia seorang laki-laki. Apabila 
dia telah memberi nafkah lalu terbukti bahwa dia seorang laki-laki, 
maka dia tidak bisa menagih kepada saudara perempuannya. 
Sedangkan apabila terbukti bahwa dia seorang perempuan, maka 
dia bisa menagih separuh yang telah dinafkahkannya kepada 
saudara perempuannya. 


Pendapat Kedua: Pemberian nafkah wajib dibagi dua antara 
keduanya. Ibnu Ash-Shabbagh, “Inilah pendapat yang lebih 
shahih.” Alasannya adalah, kita tidak tahu apakah si banci tersebut 
laki-laki atau bukan. Apabila ternyata diketahui bahwa dia seorang 
laki-laki, maka anak perempuan bisa menagih uang yang telah 
dinafkahkan kepadanya. Sedangkan apabila terbukti bahwa si 
banci tersebut adalah anak perempuan, maka anak perempuan itu 
tidak perlu menagih apa yang telah dinafkahkan kepadanya. Ini 
berdasarkan riwayat ulama madzhab kami dari kalangan ulama 
Baghdad. Sedangkan menurut riwayat ulama Khurasan, menurut 
pendapat yang paling sah dari dua pendapat adalah nafkah wajib 
diberikan oleh keduanya separuh-separuh (masing-masing 
memberikan separuh) dan si banci tidak perlu menagih uang yang 
telah dinafkahkannya kepada saudara perempuannya, baik 
terbukti, bahwa dia seorang laki-laki atau seorang perempuan. 


Sedangkan berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa 
nafkah itu wajib diberikan oleh keduanya sesuai jumlah warisan 
masing-masing, maka masing-masing dari keduanya wajib 
memberikan sepertiga nafkah, kemudian yang tersisa adalah 
sepertiganya. Apabila salah seorang dari keduanya memilih 
menafkahkannya lalu dia hendak menagihnya kepada orang yang 
wajib memberikan nafkah tersebut, maka hukumnya dibolehkan. 
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Sementara jika salah satu dari keduanya tidak memilih untuk 
memberikannya, maka keduanya bisa memberikan dengan dibagi 
dua, dimana masing-masing memberikan separuh nafkah tersebut. 
Apabila kemudian terbukti, bahwa si banci tersebut adalah 
perempuan, maka salah satunya tidak perlu menagihnya. 
Sedangkan jika terbukti, bahwa dia seorang laki-laki, maka anak 
perempuan bisa menagih sepertiga yang telah diberikannya 
kepadanya (si banci tersebut). 


Cabang: Apabila seseorang memiliki tiga anak yang terdiri 
dari seorang anak laki-laki dan dua banci, maka menurut riwayat 
ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad, yang wajib 
memberi nafkah adalah anak laki-laki. Jika kemudian diketahui 
bahwa dua banci tersebut adalah dua anak perempuan, maka dia 
tidak perlu menagih nafkah yang telah diberikan kepada keduanya. 
Sedangkan apabila diketahui, bahwa dua banci tersebut adalah dua 
anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut bisa menagih seperti 
yang telah dinafkahkannya kepada keduanya. Apabila ternyata 
diketahui bahwa salah satunya laki-laki, sementara yang satunya 
lagi anak perempuan, maka dia bisa menagih kepada anak laki-laki 
separuh dari yang telah dinafkahkan. Sedangkan berdasarkan 
riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama 
Khurasan, yang wajib memberi nafkah adalah semuanya. Lalu 
bagaimana cara melakukan kewajiban tersebut? Dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Pemberian nafkah itu wajib diberikan 
oleh mereka secara sama rata. Inilah pendapat yang paling shahih 
menurut mereka. Berdasarkan hal ini, maka antara mereka tidak 
perlu saling menuntut. 
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Pendapat Kedua: Nafkah itu wajib diberikan oleh mereka 
sesuai jumlah warisan mereka. Berdasarkan hal ini, maka anak 
laki-laki wajib memberikan sepertiga nafkah, sementara masing- 
masing dari dua banci tersebut memberikan seperlima nafkah, 
karena jumlah tersebut adalah yang pasti. 


Al Qadhi Abu Al Futuh dari kalangan ulama madzhab kami 
mengatakan -dan juga dikutip oleh pengarang Al Bayan-, “Yang 
tersisa dari kewajiban memberi nafkah adalah seperempatnya yang 
diwajibkan atas mereka.” Akan tetapi ada yang mengatakan 
bahwa pendapat ini keliru, karena nafkah yang tersisa adalah 
empat bagian dari lima belas bagian. Apabila salah seorang dari 
mereka mengatakan, “Aku akan memberikannya dan nanti aku 
akan menagihnya kepada orang yang terbukti wajib memberikan- 
nya,” maka dia boleh menagihnya kepada orang yang terbukti 
wajib memberikannya. 

Apabila salah seorang dari keduanya tidak ridha 
memberikannya, maka kewajiban memberi nafkah tersebut dibagi 
tiga di antara mereka. Dengan demikian, maka nafkah tersebut 
dibagi berdasarkan 45 bagian, lalu anak laki-laki memberikan 17 
bagian, sementara masing-masing dari dua banci tersebut 
memberikan 13 bagian. Apabila kemudian diketahui jelas, bahwa 
dua banci tersebut adalah dua anak perempuan, maka keduanya 
bisa menagih separuh secara penuh kepada anak laki-laki, 
sehingga masing-masing dari keduanya menagih satu bagian dan 
tiga perempat bagian. 

Apabila kemudian diketahui jelas bahwa dua banci tersebut 
adalah dua anak laki-laki, maka si anak laki-laki bisa menagih dua 
bagian kepada masing-masing dari keduanya, yaitu sepertiga 
secara penuh. Apabila ternyata diketahui jelas bahwa salah satunya 
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laki-laki dan satunya lagi anak perempuan, maka anak perempuan 
bisa menagih empat bagian kepada anak yang terbukti sebagai 
laki-laki, sementara anak laki-laki menagih satu bagian kepadanya. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki memiliki seorang anak 
perempuan dan dua anak banci musykil, maka menurut ulama 
Baghdad, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berkenaan 
dengan wajibnya memberi nafkah: 


Pendapat Pertama: Seluruh nafkah ditanggung oleh dua 
anak banci. Apabila kemudian diketahui bahwa keduanya laki-laki, 
maka keduanya tidak bisa menagih nafkah yang telah diberikan. 
Sedangkan apabila diketahui bahwa keduanya perempuan, maka 
masing-masing dari keduanya bisa menagihnya kepada saudara 
perempuan yang tidak menafkahkan sepertiga. Apabila diketahui 
bahwa salah satunya laki-laki dan satunya lagi perempuan, maka 
yang terbukti perempuan menagih seluruh nafkahnya kepada yang 
terbukti laki-laki. | 

Pendapat Kedua: Nafkah ditanggung oleh ketiganya. 
Apabila kemudian diketahui bahwa kedua banci tersebut 
perempuan, maka sang anak perempuan tidak perlu menagih 
nafkah yang diberikan kepada keduanya. Sedangkan apabila 
diketahui bahwa keduanya laki-laki, maka sang anak perempuan 
bisa menagih nafkah yang telah diberikan kepada keduanya 
se -separuh. Jika diketahui, bahwa salah satunya laki-laki dan 
satunya lagi perempuan, maka dua perempuan bisa menagih 
seluruh nafkah yang telah diberikan kepada yang terbukti laki-laki. 


Sedangkan berdasarkan riwayat ulama Khurasan, Al Imrani 
mengatakan dalam A/ Bayan, Al Mawardi mengatakan dalam A/ 
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Hawi dan Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan dalam Asy-Syamil 
bahwa berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Nafkah wajib diberikan oleh semuanya 
secara sama rata. Inilah pendapat yang paling shahih menurut 
mereka. Berdasarkan hal ini, maka antara keduanya tidak bisa 
saling menuntut. 


Pendapat Kedua: Nafkah wajib diberikan oleh mereka 
sesuai jumlah warisan mereka. Berdasarkan hal ini maka anak 
perempuan wajib memberikan seperlima nafkah yaitu 4 dari 20, 
sementara masing-masing banci mengeluarkan seperempat nafkah 
yaitu 5 dari 20, karena ini adalah jumlah yang pasti. Kemudian 
masih tersisa 6 bagian, apabila yang memberikannya adalah salah 
seorang dari mereka dengan ketentuan dia akan menagihnya 
kepada orang yang benar-benar wajib menafkahkannya, maka 
hukumnya diperbolehkan. Sedangkan jika tidak demikian, maka 
nafkah tersebut dibagi di antara mereka masing-masing sepertiga. 

Apabila kemudian diketahui bahwa kedua banci tersebut 
laki-laki, maka anak perempuan bisa menagih bagiannya kepada 
masing-masing dari keduanya. Sedangkan apabila diketahui bahwa 
salah satunya laki-laki dan satunya lagi perempuan, maka anak 
perempuan yang asli bisa menagih bagiannya kepada anak laki- 
laki, sementara anak perempuan yang asalnya banci bisa menagih 
dua bagiannya kepada anak laki-laki tersebut. Sedang pendapat 
yang masyhur adalah riwayat ulama Baghdad. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki memiliki seorang anak 
perempuan dan putra anak perempuan kaya, maka menurut Asy- 
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Syirazi ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini, sementara 
menurut Ibnu Ash-Shabbagh dari Al Qadhi Abu Hamid ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yaitu: 

Pendapat Pertama: Nafkah wajib diberikan oleh anak 
perempuan, karena kedudukan keduanya sama yaitu bukan 
Ashabah, sementara anak perempuan lebih dekat sehingga dia 
lebih berhak memberi nafkah. 


Pendapat Kedua: Nafkah wajib diberikan oleh putra anak 
perempuan, karena dia lebih mampu memberi nafkah mengingat 
statusnya laki-laki. 


Apabila seseorang memiliki seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki dan seorang anak lelaki dari anak laki-laki, maka 
dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh: 


Pendapat Pertama: Yang wajib memberi nafkah adalah 
anak perempuan dari anak laki-laki, karena dia berhubungan 
dengan ashabah dan terkadang menjadi ashabah bersama saudara 
perempuannya. (Pendapat Kedua: (tidak ada di buku aslil) 


Pendapat Ketiga: Yang wajib memberi nafkah adalah 
keduanya secara sama rata, karena keduanya sama dalam 
tingkatan dan bukan ashabah. 


Apabila seseorang memiliki ibu dan anak perempuan kaya, 
maka yang menafkahinya adalah keduanya secara sama rata, 
karena keduanya sama dalam tingkatan dan bukan Ashabah. 
Apabila seseorang memiliki ibu dan anak perempuan kaya, maka 
yang menanggung nafkah adalah anak perempuan. Sedangkan 
menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sang ibu memberikan 
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seperempat nafkah, sementara sisanya ditanggung anak 
perempuan. 


Cabang: Apabila seseorang memiliki dua kerabat kaya 
yang salah satunya lebih jauh dari yang satunya lagi, lalu kerabat 
yang lebih jauh datang sementara kerabat yang lebih dekat tidak 
hadir, maka berkenaan dengan kasus ini Al Mas'udi mengatakan, 
“Kerabat yang hadir wajib memberi nafkah.” Kemudian apabila 
kerabat yang lebih dekat hadir, apakah kerabat yang lebih jauh 
bisa menagih nafkah yang telah diberikan kepadanya?” Dalam hal 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling 
shahih adalah bahwa dia bisa menagih kepadanya. Hal ini jika 
kerabat yang tidak hadir itu tidak memiliki harta yang bisa 
dinafkahkan kepada orang tersebut (yang wajib diberi nafkah). 
Sedangkan jika dia memiliki harta yang bisa dinafkahkan, maka dia 
bisa menafkahkannya. 

Apabila dia tidak memiliki harta tetapi hakim bisa 
meminjamkannya harta dari Baitul Maal atau dari seseorang, maka 
sang hakim bisa meminjaminya dan dia wajib membayarnya 
apabila telah hadir. Sedangkan apabila hal ini tidak bisa dilakukan, 
maka kerabat yang hadir bisa memberikan nafkah kepadanya 
(orang yang wajib diberi nafkah). Apabila diketahui, bahwa kerabat 
yang tidak hadir ternyata orang miskin atau telah wafat pada 
waktu wajib memberi nafkah, maka dia tidak bisa ditagih dan yang 
wajib memberi nafkah adalah kerabat yang hadir. 

Begitu pula apabila seseorang memiliki dua putra kaya yang 
salah satunya hadir dan yang satunya lagi sedang pergi, maka 
putra yang hadir wajib memberi separuh nafkah. Apabila putra 
yang sedang pergi memiliki harta, maka hartanya bisa digunakan 
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untuk memberi separuh nafkah. Sedangkan apabila dia tidak 
punya harta dan bisa meminjam uang dari Baitul Maal atau dari 
seseorang, maka hakim bisa meminjaminya. Sementara apabila hal 
tersebut tidak bisa dilakukan, maka menurut Ibnu Ash-Shabbagh 
putra yang hadir wajib meminjaminya, karena nafkah wajib 
diberikan olehnya apabila dia sendirian. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila orang yang 
wajib memberi nafkah hanya bisa menafkahi seorang 
kerabat, sementara dia memiliki ayah dan ibu yang 
berhak diberi nafkah, maka dalam hal ini ada tiga 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Ibu lebih berhak diberi 
.nafkah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan yang 
menyebutkan, J34 Jóg kag ale AN ke AN ia ii 
a JG Tya S JG KS JG ta 5 :JÓ at MH gr an ca 
ag i TAR ea Jú of “Seorang laki-laki menemui 
Nabi & lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah 
orang yang paling berhak kuperlakukan dengan baik ?' 
Nabi menjawab, “Ibumu', dia bertanya lagi, “Kemudian 
siapa lagi ? Nabi menjawab, “Ibumu', dia bertanya lagi, 
“Kemudian siapa lagi ? Nabi menjawab, “Ibumu. 
Kemudian dia bertanya untuk yang keempat, dan Nabi 
menjawab, “Ayahmu'”.” 

Disamping itu ibu sama dengan ayah dalam status 
kepemilikan terhadap anak tetapi dia yang 
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mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik 
(sehingga lebih berhak dibakti). 


Pendapat Kedua: Ayah lebih berhak, karena dia 
sama dengan ibu dalam status kepemilikan terhadap 
anak, tetapi dia menyendiri sebagai ashabah. 
Disamping itu apabila keduanya sama-sama kaya 
sementara sang anak miskin, maka ayah lebih 
didahulukan dalam hal kewajiban memberi nafkah 
daripada ibu, sehingga dia juga lebih didahulukan dalam 
hal kewajiban diberi nafkah. 


Pendapat Ketiga: Keduanya sama, karena 
pemberian nafkah itu berdasarkan kekerabatan dan 
bukan berdasarkan ashabah, sementara keduanya sama 
dalam kekerabatan. 


Apabila seseorang memiliki ayah dan anak laki- 
laki, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Anak laki-laki lebih berhak 
diberi nafkah, karena kewajiban memberi nafkah 
olehnya ditetapkan berdasarkan dalil dari Al Qur'an. 


Pendapat Kedua: Ayah lebih berhak diberi 
nafkah, karena kehormatannya lebih tinggi. Oleh 
karena itu, dia tidak dihukum gishash apabila 
membunuh anaknya, tetapi anaknya dihukum gishash 
apabila membunuh sang ayah. 


Apabila seseorang memiliki putra dan juga putra 
dari anak laki-laki (cucu) atau ayah dan kakek, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i: 
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Pendapat Pertama: Putra (anak laki-laki) lebih 
berhak diberi nafkah daripada putranya putra dan ayah 
lebih berhak diberi nafkah daripada kakek, karena 
keduanya lebih dekat. Alasan lainnya adalah, jika 
keduanya kaya, sementara orang tersebut miskin, maka 
yang wajib memberi nafkah adalah yang paling dekat. 
Maka begitu pula dalam hal kewajiban memberi nafkah 
atas keduanya. 


Pendapat Kedua: Keduanya sama; karena nafkah 
itu berdasarkan kekerabatan. Oleh karena itu, salah 
satunya tidak gugur apabila yang lainnya telah 
memberi, ini jika dia mampu memberi nafkah kepada 
keduanya. 


Pasal: Bagi orang yang wajib memberi nafkah 
kepada orang lain karena adanya hubungan 
kekerabatan, maka dia wajib memberi nafkah 
secukupnya, karena nafkah tersebut wajib diberikan 
ketika diperlukan, sehingga harus diberikan sesuai 
kebutuhan. Apabila orang yang wajib diberi nafkah 
membutuhkan pembantu, maka dia (orang yang wajib 
memberi nafkah) wajib memberi nafkah kepada 
pembantunya. 


Apabila orang tersebut memiliki istri, maka dia 
wajib memberi nafkah kepada istrinya, karena ini 
termasuk pemberian bantuan sesuai kebutuhannya. 
Apabila berlalu beberapa waktu dan dia tidak memberi 
nafkah kepada kerabat yang wajib diberi nafkah, maka 
nafkah tersebut tidak menjadi utang baginya, karena 
nafkah tersebut hanya wajib diberikannya ketika 
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dibutuhkan, sementara kebutuhan tersebut telah hilang 
bersamaan dengan berlalunya waktu. 


Penjelasan: 


Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan 
Muslim dari jalur Abu Hurairah #, dengan redaksi, 


SA aan ae Ie 
SIG aa e da IE Sa ba 
2 Ka IG IG AG dl ea 

ai 


“Seorang laki-laki bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah 
orang yang paling berhak kuperlakukan dengan baik? Nabi 
menjawab, “/bumu, Dia bertanya, “Lalu siapa lagi? Nabi 
menjawab, “/bumu', Dia bertanya lagi, “Lalu siapa lagi?’ Nabi 
menjawab, “/bumu', Dia bertanya lagi, “Lalu siapa lagi? Nabi 
menjawab, “Ayahmu'” 


360. 


Muslim juga meriwayatkannya dengan redaksi, MEN Ay 
-4f 
Ai “Siapakah orang yang paling berhak kulayani dengan baik?” 
Nabi menjawab, “/bumu.” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan 
At-Tirmidzi dari jalur Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, 
dia berkata: 
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di r 


j Jé ef Jú Guy 3 JB el JB 


LNG SSI ag J6 eta 


“Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak 
kuperlakukan dengan baik?” Nabi menjawab, “Ibumu,” dia 
bertanya lagi, “Kemudian siapa lagi?” Nabi menjawab, “/bumu,” 
dia bertanya lagi, “Kemudian siapa lagi?” Nabi menjawab, 
“Ibumu” Aku berkata, “Kemudian siapa?” Nabi menjawab, 
“Ayahmu, lalu yang paling dekat, lalu yang paling dekat” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan dinilai 
Hasan oleh Abu Daud dari jalur Bahz. 


Berkenaan dengan perkataan Asy-Syirazi, “Berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan,” bisa disimpulkan bahwa dia 
menyebutkan perkataan dengan tidak menyebut nama pelakunya 
yaitu dengan shighat tamridh yang biasa digunakan oleh An- 
Nawawi. Akan tetapi kami juga menggunakannya dan dalam hal 
ini kami mengikuti An-Nawawi dalam beberapa tempat dalam 
kitab ini (A/ Majmu), karena hadits ini muttafag alaih sehingga 
tidak masalah apabila menggunakan kalimat ‘Diriwayatkan’. 


Hukum: Apabila orang yang wajib memberi nafkah 
memiliki dua kerabat miskin; jika dia memiliki kelebihan harta dari 
harta yang digunakan untuk keperluan hidupnya sehari semalam, 
maka dia wajib memberi nafkah kepada keduanya. Sedangkan 
apabila dia tidak memiliki kelebihan harta untuk keduanya dan 
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hanya cukup diberikan kepada salah satunya, misalnya dia 
memiliki kedua orang tua miskin dan hanya bisa menafkahi salah 
satunya, maka dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Ibu lebih didahulukan, berdasarkan 
hadits Abu Hurairah dan Bahz bin Hakim yang telah disebutkan 
oleh pengarang dalam pasal ini, dimana di dalamnya kata “ibu” 
diulang sampai tiga kali lalu pada ucapan keempat disebut kata 
“ayah.” Disamping itu, ibu adalah aurat dimana dia tidak bisa 
membela dirinya, sementara ayah bukanlah aurat, sehingga dia 
lebih didahulukan daripada ayah. 


Pendapat Kedua: Ayah lebih didahulukan (lebih 
diutamakan), karena keduanya sama dalam status kepemilikan 
terhadap anak (yang menyebabkan sang anak lahir), akan tetapi 
ayah menyendiri dalam ashabah sehingga dia lebih utama, seperti 
halnya apabila dia lebih unggul dengan satu tingkatan. Selain itu, 
jika keduanya kaya, sementara sang anak miskin, maka yang wajib 
memberi nafkah adalah ayah, sehingga dia wajib didahulukan 
dalam hal pemberian nafkah. 


Pendapat Ketiga: Keduanya sama, karena keduanya sama 
dalam status terhadap anak dan penisbatan kepadanya. 


Cabang: Apabila seseorang memiliki ayah dan anak laki- 
laki miskin dan dia tidak bisa menafkahi salah satu dari keduanya, 
maka dalam hal ini ulama madzhab kami berselisih pendapat. 
Menurut Syaikh Abu Hamid, apabila anak laki-laki tersebut masih 
kecil, maka dia lebih berhak dinafkahi, karena nalurinya masih 
kurang dan hukumnya juga kurang. Sedangkan berkenaan dengan 
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ayah, adakalanya dia lumpuh atau gila sehingga nalurinya kurang, 
atau yang kurang hukumnya sementara nalurinya tidak. Apabila 
keduanya sama, misalnya sang anak sudah baligh tetapi lumpuh 
sehingga nalurinya kurang sementara hukumnya tidak, atau dia 
sudah mendekati baligh dan sehat sehingga nalurinya kurang, 
sementara ayah lumpuh atau gila, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Anak laki-laki lebih berhak didahulukan, 
karena kewajiban memberi nafkah kepada anak oleh ayah telah 
ditetapkan dalam Al @ur'an, sementara kewajiban memberi 
nafkah oleh anak hanya berdasarkan Ijtihad. 


Pendapat Kedua: Ayah lebih didahulukan, karena 
kehormatannya lebih tinggi daripada kehormatan anak, dengan 
alasan bahwa ayah tidak dihukum gishash jika membunuh 
anaknya, sementara anak dihukum gishash apabila membunuh 
ayahnya. 

Syaikh Abu Ishag berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i tanpa perincian: 

Pendapat Pertama: Anak laki-laki lebih didahulukan. 

Pendapat Kedua: Ayah lebih didahulukan. 

Akan tetapi Al Imrani menyebut pendapat ketiga yaitu 
bahwa keduanya sama, sehingga nafkah dibagi kepada keduanya 
karena tingkatan keduanya sama. 


Cabang: Apabila seseorang memiliki ayah dan kakek 
miskin, sementara dia tidak bisa menafkahi salah satu dari 
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keduanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Ayah lebih didahulukan, karena dia 
lebih dekat. Disamping itu, dia lebih didahulukan dalam kewajiban 
memberi nafkah sehingga dia lebih didahulukan dalam kewajiban 
diberi nafkah. 


Pendapat Kedua: Keduanya sama, sehingga nafkah dibagi 
kepada keduanya: karena ayah tidak menghalangi kewajiban 
memberi nafkah kepada kakek dan tidak mempersempit celah 
pemberian bantuan kepadanya. Oleh karena itu, nafkahnya dibagi 
pada keduanya, seperti halnya pembagian dua utang. Begitu pula 
apabila berkumpul antara anak laki-laki dengan anak lelaki dari 
anak laki-laki atau ibu dan ibunya ibu, dimana orang yang 
berkewajiban menafkahi hanya mampu menafkahi satu orang saja 
dari keduanya, maka yang berlaku adalah dua pendapat tadi. 


Masalah: Tentang perkataan Asy-Syirazi, “Bagi orang 
yang wajib memberi nafkah kepada orang lain karena adanya 
hubungan kerabat.” Penjelasannya adalah, bahwa apabila 
seseorang Wajib memberi nafkah kepada kerabat, maka 
kewajibannya tersebut tidak ditentukan nilainya dan dia hanya 
wajib memberikan bantuan sesuai kebutuhan orang yang diberi 
bantuan, karena bantuan tersebut diberikan ketika dibutuhkan 
sehingga ditentukan sesuai kebutuhan. 


Apabila kerabat yang diberi bantuan itu membutuhkan 
pembantu untuk membantunya, maka yang wajib memberi nafkah 
wajib memberi tunjangan kepada pembantu tersebut. Apabila yang 
dibantu memiliki istri, maka yang membantu wajib memberi 
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tunjangan kepadanya, karena yang demikian adalah termasuk 
memberi bantuan dengan sepenuhnya. 


Orang yang membantu juga wajib memberi pakaian kepada 
orang yang dibantu, karena orang yang wajib memberi nafkah 
kepada orang lain, dialah juga yang wajib memberi pakaian 
kepadanya, seperti halnya istri. Apabila dia membutuhkan tempat 
tinggal, maka dia (yang membantu) wajib memberinya tempat 
tinggal, karena dia memang wajib membantu sesuai kebutuhan 
orang yang dibantu. Apabila berlalu beberapa waktu dimana 
seseorang tidak memberi nafkah kepadanya (kerabat yang 
dibantu), maka kewajiban tersebut gugur dengan berlalunya waktu 
tersebut, karena kewajiban memberi nafkah itu disesuaikan dengan 
kebutuhan, sementara kebutuhan tersebut telah hilang. 


Cabang: Apabila orang yang wajib memberi nafkah 
kepada istri atau kerabatnya tidak mau memberi atau melarikan 
diri, maka hakim bisa memeriksa harta bendanya. Apabila harta 
tersebut termasuk jenis nafkah, maka nafkah diberikan dengan 
mengambil harta tersebut. Sedangkan jika harta tersebut bukan 
termasuk jenis nafkah: apabila bentuknya dirham dan dinar, maka 
hakim bisa menggunakannya untuk membeli makanan dan lauk 
pauk, lalu diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Apabila 
hakim menemukan perabotan, maka dia bisa menjualnya lalu 
diberikan kepada orang yang wajib diberi nafkah. 

Akan tetapi menurut Abu Hanifah, hakim tidak boleh 
menjual perabotan dan harta tak bergerak kecuali dalam satu 
kondisi, yaitu ketika seorang laki-laki datang kepada hakim lalu 
mengatakan, “Sesungguhnya si fulan yang sedang pergi memiliki 
barang atau tanah yang dipegang olehku, sementara istrinya ini 
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tidak diberi nafkah,” maka dalam kondisi tersebut hakim boleh 
menjual barang dan tanah tersebut lalu hasil penjualannya 
diberikan kepada istri laki-laki yang sedang pergi tersebut sebagai 
nafkah baginya. 


Sedangkan argumentasi kami adalah bahwa apabila 
dibolehkan menjual barang tanpa seizin orang yang berhak, maka 
dibolehkan pula menjual barang dan harta tak bergerak tanpa 
seizin pemiliknya, seperti halnya nafkah yang diberikan kepada 
istri. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang 
memiliki ayah miskin sekaligus gila atau miskin 
sekaligus lumpuh dan sang ayah perlu dipelihara dirinya 
(dengan dinikahkan), maka dia wajib memelihara diri 
ayahnya menurut pendapat yang telah di-nash. Akan 
tetapi Abu Ali meriwayatkan pendapat lain, yaitu bahwa 
sang anak tidak wajib melakukannya, karena sang ayah 
merupakan kerabat yang hanya berhak diberi nafkah 
sehingga tidak perlu dipelihara dirinya (dengan 
dinikahkan), seperti halnya anak laki-laki. Akan tetapi 
pendapat madzhab adalah pendapat pertama, karena 
sang ayah membutuhkannya dan akan membahayakan 
diri sang ayah jika dia tidak melakukannya, sehingga 
hukumnya wajib, seperti halnya nafkah. 

Namun jika sang ayah fisiknya sehat dan kuat 
sementara kami katakan, bahwa sang anak wajib 
menafkahinya, maka dia wajib memelihara kehormatan 
ayahnya (dengan menikahkannya). Sedangkan apabila 
kami katakan, bahwa sang anak tidak wajib melakukan- 
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nya, maka berkenaan dengan keharusan memelihara 
kehormatan diri sang ayah ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia tidak wajib menafkahinya 
sehingga tidak wajib pula memelihara kehormatan 
dirinya. 


Pendapat Kedua: Dia wajib memelihara 
kehormatannya (ayahnya). Ini adalah pendapat Abu 
Ishag. Karena apabila nafkah kepada sang ayah tidak 
wajib dilakukan oleh kerabat, maka nafkahnya itu 
diambil dari Baitul Maal. Dalam kasus ini, kewajiban 
memelihara kehormatan tidak wajib dengan 
menggunakan harta Baitul Maal, sehingga wajib atas 
kerabat. 


Bagi anak yang wajib memelihara kehormatan 
ayahnya, dia boleh memilih; apakah akan menikahkan- 
nya dengan perempuan merdeka atau mencarikan 
pembantu perempuan sebagai selirnya. Akan tetapi dia 
tidak boleh menikahkannya dengan budak perempuan, 
karena dengan adanya kewajiban memelihara 
kehormatan, maka tidak perlu lagi menikahkannya 
dengan budak perempuan. Sang anak tidak boleh 
menikahkannya dengan nenek-nenek atau perempuan 
buruk rupa, karena hukum asal menikahkan adalah 
untuk mencari kenikmatan, sementara hal tersebut 
tidak akan diperoleh dari nenek-nenek atau perempuan 
yang buruk rupa. 


Apabila dia menikahkannya dengan perempuan 
merdeka, atau pembantu perempuan yang dijadikan 
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selir lalu sang ayah merasa cukup, maka dia tidak perlu 
menikahkannya dengan perempuan merdeka. Si 
pembantu perempuan juga tidak perlu dikembalikan, 
karena yang berhak dilakukan karena kebutuhan, maka 
tidak wajib dikembalikan saat kebutuhannya hilang, 
seperti halnya seseorang menanggung nafkah satu hari 
lalu yang diberi nafkah itu menjadi kaya. 


Apabila sang anak menikahkan ayahnya dengan 
perempuan merdeka, lalu sang ayah menthalaknya, 
atau mencarikan budak perempuan untuk dijadikan 
selirnya lalu sang ayah memerdekakannya, maka dia 
tidak wajib menggantinya, karena apa yang 
dilakukannya adalah memberikan bantuan untuk 
mencegah bahaya. Apabila sang anak diwajibkan 
memberi gantinya, maka itu bukan lagi memberi 
bantuan dan akan menimbulkan bahaya, sementara 
bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya. 


Apabila si budak perempuan wafat di sisi sang 
ayah, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sang anak tidak wajib 
memberi gantinya, karena dia tidak lagi berkewajiban 
membantu. 

Pendapat Kedua: Sang anak wajib memberi 
gantinya, karena kepemilikannya telah hilang darinya 
tanpa kecerobohan sehingga dia wajib menggantinya: 
seperti halnya jika memberikan kepadanya nafkah satu 
hari lalu nafkah tersebut dicuri darinya (sang ayah). 


300 || Al Majmu’ Syarah Al Muhadzazab 


Pasal: Apabila seorang anak perlu disusui, maka 
kerabatnya wajib menyusuinya, karena susuan untuk 
anak kecil hukumnya seperti nafkah untuk orang 
dewasa. Dan itu tidak wajib kecuali selama dua tahun 


penuh, hal ini berdasarkan firman Allah &, 312» SIS, 


LN Z AAI gl IK SAS “Para ibu hendaklah 

menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” 
(Qs. Al Baqarah (21: 233). 

Apabila sang anak termasuk istrinya tetapi dia 
tidak mau menyusui, maka dia tidak boleh dipaksa. 
Sedangkan menurut Abu Tsaur, dia boleh dipaksa, 
berdasarkan firman Allah, SLE Sx SAMA 2x27 LAI 
Ah g d s 53 “Para ibu hendaklah menyusukan 
anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang 
ingin menyempurnakan penyusuan.” (Qs. Al Baqarah 
[2]: 233). Akan tetapi pendapat ini salah, karena 
apabila dia tidak dipaksa untuk memberi nafkah ketika 
sang ayah masih ada, maka dia juga tidak boleh dipaksa 
untuk menyusui. Apabila dia hendak menyusui, maka 
suaminya tidak boleh melarangnya, karena air susunya 
lebih cocok bagi yang disusui. Akan tetapi jika 
suaminya hendak melarangnya maka dia boleh 
melakukannya, karena dia berhak bersenang-senang 
dengan sang istri setiap saat kecuali pada waktu ibadah; 
jadi dia dibolehkan untuk tidak menyusuinya (jika sang 
suami melarangnya). Sedangkan apabila keduanya 
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sama-sama ridha apabila dia menyusuinya, maka harus 
ada tambahan nafkah untuknya? Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Hukumnya wajib. Ini adalah 
pendapat Abu Sa'id dan Abu Ishag, karena pada saat 
menyusui, dia membutuhkan lebih banyak nafkah 
daripada dalam kondisi lain. 

Pendapat Kedua: Hukumnya tidak wajib, karena 
nafkahnya telah ditentukan sehingga tidak wajib 
ditambah, sebagaimana tidak wajibnya menambah 
nafkah makan untuknya. 


Apabila perempuan yang menyusui itu mau 
menyusui sang anak dengan upah, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i. 


Pendapat Pertama: Tidak boleh. Ini adalah 
pendapat Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini. Alasannya 
adalah, karena waktu menyusui yang diminta suami 
untuk digunakan bersetubuh dengannya boleh diberi 
kompensasi yaitu nafkah, sehingga dia (istri) tidak boleh 
mengambil kompensasi lain. 


Pendapat Kedua: Boleh: karena menyusui adalah 
pekerjaan yang diperbolehkan meminta upah atasnya 
setelah bercerai, sehingga dibolehkan meminta upah 
atasnya sebelum bercerai, seperti yang berlaku dalam 
menenun. Apabila sang istri telah bercerai dengannya, 
maka suami tidak boleh memaksanya untuk menyusui, 
sebagaimana dia tidak boleh memaksanya sebelum 
bercerai. 
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Apabila perempuan yang menyusui minta upah 
sementara sang ayah tidak memiliki perempuan yang 
bisa menyusui tanpa upah, maka sang ibu lebih berhak 


atasnya, ini berdasarkan firman Allah $, $ SI 5 


Saat SAS “Kemudian jika mereka menyusukan (anak- 
anak)lmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka 
upahnya.” (Os. Ath-Thalaag (65): 6). 


Apabila dia meminta lebih dari upah standarnya, 
maka sang ayah boleh melepas anak itu darinya dan 
menyerahkannya kepada perempuan lain, ini 


berdasarkan firman Allah 8, GY SA 22x PG ob 


“Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan 
lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Qs. Ath- 
Thalaag [65]: 6). 


Disamping itu, upah yang lebih banyak dari upah 
standar adalah seperti upah yang tidak ada. Oleh 
karena itu, apabila ditemukan air yang harganya lebih 
tinggi dari harga standar, maka itu dianggap tidak ada, 
sehingga boleh melakukan tayammum. Maka begitu 
pula yang berlaku dalam kasus ini. 

Apabila dia meminta upah standar, sementara 
sang ayah memiliki perempuan yang mau menyusui 
tanpa upah atau tanpa upah standar, maka dalam hal 
ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sang ibu lebih berhak 
mendapat upah standar, karena menyusui itu untuk hak 
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anak. Selain itu, air susu ibu lebih cocok dan lebih 
bermanfaat bagi sang anak. Karena dia rela mendapat 
upah standar, maka dia yang lebih berhak. 


Pendapat Kedua: Ayah yang lebih berhak, karena 
menyusui anak kecil hukumnya seperti nafkah untuk 
orang dewasa. Apabila orang dewasa menemukan 
orang yang mau menafkahinya secara sukarela, maka 
sang ayah tidak wajib memberinya nafkah. Begitu pula 
apabila ditemukan orang yang mau menyusuinya secara 
sukarela, maka sang ayah tidak wajib membayar upah 
menyusui. 

Apabila si perempuan mengklaim, bahwa sang 
ayah tidak menemukan selain dirinya, maka yang 
berlaku adalah ucapan sang ayah, karena dia 
mengklaim berhak mendapat upah standar padahal 
hukum asalnya adalah, dia tidak boleh mendapat- 
kannya. 


Penjelasan: 


Hukum: Apabila seorang anak wajib menafkahi ayah dan 
kakeknya dari jalur ayahnya, atau kakeknya dari jalur ibunya, 
sementara ayah atau kakek perlu memelihara kehormatan dirinya 
dengan menikah, maka sang anak wajib menikahkannya apabila 
dia mampu melakukannya. 


Ibnu Khairan berkata, “Ada pula pendapat lain yang 
menyatakan, bahwa sang anak tidak wajib melakukannya.” 
Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah. Alasannya adalah 
karena yang dibantu adalah kerabat, sehingga tidak wajib 
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menikahkannya, seperti halnya kewajiban anak laki-laki terhadap 
orang tuanya. 


Sedangkan pendapat yang paling shahih adalah pendapat 
yang pertama, karena perbuatan tersebut diperlukan dan akan 
membahayakan yang bersangkutan apabila itu tidak dilakukan 
padanya, sehingga hukumnya wajib, seperti halnya pemberian 
nafkah dan pakaian. Ini berbeda dengan anak laki-laki, karena 
ayah lebih terhormat darinya, sehingga wajib baginya sesuatu yang 
tidak wajib bagi anak laki-laki. 

Apabila sang ayah miskin dan masih sehat tetapi tidak 
bekerja: Jika kami katakan bahwa anaknya wajib memberi nafkah 
kepadanya, maka sang anak itu wajib menikahkannya. Sedangkan 
apabila kami katakan, bahwa itu tidak wajib, maka berkenaan 
dengan menikahkan sang ayah, ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sang anak tidak wajib menikahkannya, 
karena sang ayah tidak wajib menafkahinya, sehingga sang anak 
pun juga tidak wajib menikahkannya, seperti halnya yang berlaku 
pada orang yang kaya. 


Pendapat Kedua: Sang anak wajib menikahkannya, karena 
nafkah untuknya itu bisa diwajibkan dengan mengambil dari Baitul 
Maal, berbeda dengan menikahkan. Apabila sang anak wajib 
menikahkannya, maka dia boleh memilih apakah akan memberi 
ayahnya budak perempuan yang bisa disetubuhi atau memberinya 
harta untuk membeli budak perempuan atau sang anak 
membelikan budak perempuan untuknya atas izin darinya. 
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Pada masa kita sekarang, hanya ada satu pendapat, yaitu 
bahwa sang anak memberikan harta kepadanya untuk modal nikah 
atau digunakan untuk menikah dengan seizinnya. 


Sang anak tidak boleh menikahkan ayahnya dengan budak 
perempuan, karena sang ayah tidak lagi membutuhkannya. Dia 
juga tidak boleh menikahkannya dengan perempuan yang buruk 
rupa atau nenek-nenek yang tidak bisa dinikmati (dengan cara 
disetubuhi), karena tujuan dari pernikahan itu tidak akan tercapai 
(yaitu mencari kenikmatan). 


Apabila sang anak memberikan budak perempuan 
kepadanya atau memberinya harta untuk menikahi perempuan, 
lalu sang ayah menjadi kaya setelah itu, maka sang ayah itu tidak 
wajib mengembalikan harta tersebut, karena dia telah 
menerimanya dan telah menjadi miliknya. 

Apabila sang ayah menthalak istrinya atau memerdekakan 
budak perempuan, maka sang anak tidak wajib menikahkan 
ayahnya untuk yang kedua kalinya, karena sang ayah telah 
menyia-nyiakan kesempatan tersebut. 

Sedangkan jika sang istri atau budak perempuan itu wafat, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 

Pendapat Pertama: Sang anak tidak wajib menikahkan 
untuk kedua kalinya, karena yang wajib baginya adalah 
menikahkannya satu kali dan dia telah melakukannya. 

Pendapat Kedua: Dia wajib menikahkannya. Inilah 
pendapat yang paling shahih, karena tidak ada rekayasa dalam 
perbuatan sang ayah yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut. 
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Masalah: Tentang redaksi, “Apabila sang anak perlu 
disusui.” Penjelasannya adalah, bahwa apabila seorang perempuan 
melahirkan seorang anak, maka dia wajib menyusuinya sampai 
kenyang, karena anak tersebut tidak bisa hidup kecuali dengan ASI 
tersebut. Apabila sang anak memiliki harta, maka ada upah dalam 
menyusuinya itu dengan menggunakan hartanya, sebagaimana 
wajib memberikan nafkah untuknya ketika sudah dewasa dengan 
menggunakan hartanya. Sedangkan apabila dia (sang anak) tidak 
memiliki harta, maka yang wajib membayar upah menyusui adalah 
orang yang wajib menafkahinya ketika dia sudah dewasa, 
sebagaimana firman Allah &, 


te 
DAS 21 GAA r A 
pr ES 
“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu 


untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Os. Ath- 
Thalaag (65): 6). 


Dimana sang anak tidak wajib disusui kecuali hanya dua 
tahun, ini berdasarkan firman Allah &, 


AA a GLE LAI jin Sh 


E, LA 


“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” 
(Qs. Al Baqarah (2): 233). 


Apabila sang anak dari istrinya, sementara sang ayah 
termasuk orang yang wajib menafkahinya, maka sang ibu tidak 
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boleh dipaksa untuk menyusuinya. Pendapat ini dinyatakan oleh 
Abu Hanifah dan Ahmad. Sedangkan menurut Abu Tsaur, sang 
ibu boleh dipaksa untuk menyusuinya. 


Sementara menurut Malik, maka ada dua riwayat pendapat 
darinya berkaitan dengan masalah ini. Riwayat pendapat yang 
pertama adalah seperti pendapat Abu Tsaur, sedangkan riwayat 
kedua adalah riwayat yang masyhur darinya, yaitu jika sang istri 
dari kalangan bangsawan, maka dia tidak boleh dipaksa untuk 
menyusuinya, sedangkan jika dia dari kalangan rakyat biasa, maka 
dia boleh dipaksa untuk menyusuinya. Yang menjadi argumentasi 
kami adalah firman Allah &, 


Ye kei Sam 


“Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain 
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Qs. Ath-Thalaag (2): 6). 


Apabila sang ibu menolaknya, maka dia menemui kesulitan. 
Disamping itu, dia tidak dipaksa untuk menafkahi anaknya ketika 
ada sang ayah, maka begitu pula dengan menyusui. 

Apabila hal ini telah ditetapkan, jika sang ibu menyusuinya 
secara sukarela, maka yang lebih utama bagi sang ayah adalah 
tidak melarangnya, karena menyusui itu merupakan hak anak, 
sementara ibunya lebih kasihan terhadapnya dan air susunya itu 
lebih bagus untuk sang anak. Lalu apakah sang ayah harus 
memberi uang nafkah lebih kepadanya? Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Dia tidak wajib melakukannya, karena 
nafkah untuk istri itu ditentukan sesuai kondisi suami. Apabila 
kami katakan, bahwa hukumnya wajib menambah uang nafkah 
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untuk menyusui, maka nafkahnya itu ditentukan sesuai kondisi 
sang ibu (sang istri), padahal itu tidak wajib bagi sang suami, 
seperti halnya jika sang istri banyak makan, dimana sang suami 
tidak wajib memberi uang belanja lebih terhadapnya. 


Pendapat Kedua: Dia wajib melakukannya dengan 
menambah uang belanja. Ini adalah pendapat Abu Sa'id Al 
Ishthakhri dan Abu io Al Marwazi, pendapat ini berdasarkan 


firman Allah &, " Hen LS OA S AERES le, “Dan kewajiban 
ayah memberi Na di pakaian laadi para ibu dengan cara 
ma'ruf” Dalam ayat ini, Allah menyuruh dengan mewajibkan 
pemberian nafkah. Dimana tidak ada manfaat dalam penyebutan 
kewajiban terhadap anak, kecuali wajibnya memberi tambahan. 
Kemudian disisi lain, pada umumnya perempuan yang menyusui 
itu membutuhkan makanan lebih banyak daripada perempuan 
yang tidak menyusui. Berdasarkan hal ini, maka hakim bisa 
menentukan jumlah tambahan yang pas sesuai pertimbangannya. 

Apabila sang suami menyewa istrinya untuk menyusui, 
apakah akad sewa-menyewanya sah? Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi i: 

Pendapat Pertama: Hukumnya sah. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Ahmad, karena setiap akad yang sah dilakukan 
antara suami dengan selain istri, maka akad tersebut juga sah jika 
dilakukan antara dia dengan istrinya, seperti halnya jual beli. 


Pendapat Kedua: Hukumnya tidak sah. Inilah pendapat 
yang masyhur. Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh tidak 
menyebut pendapat lainnya. 
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Begitu pula jika seorang suami menyewa istrinya untuk 
melayani dirinya, karena suami berhak menikmatinya kapan saja 
kecuali pada waktu ibadah. Apabila sang istri menyewakan dirinya, 
maka dia tidak bisa menjalankan kewajibannya terhadap suaminya 
kecuali dengan meniadakan hak bersenang-senang darinya, 
sehingga hukumnya tidak sah. Seperti halnya jika seorang budak 
laki-laki menyewakan dirinya kepada majikan. Apabila kami 
berpendapat berdasarkan pendapat ini, lalu sang suami 
menyewanya untuk menyusui dengan kompesansi, kemudian dia 
(sang istri) menyusuinya, maka apakah dia berhak mendapat upah 
standar? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh: 


Pendapat Pertama: Dia tidak berhak mendapatkannya, 
karena jikalau dia berhak mendapatkan upah, maka dia dibolehkan 
melakukan akad sewa-menyewa untuk hal tersebut. 


Pendapat Kedua: Dia berhak mendapatkannya. karena apa 
yang dilakukannya itu adalah jasa yang tidak wajib diserahkan. 
Apabila dia menyerahkannya dengan kompensasi, sementara 
kompensasinya itu tidak ada, maka dia wajib wajib mendapat 
kompensasi standar seperti halnya jasa-jasanya yang lain. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan 
istrinya, sementara dia memiliki anak dari istri tersebut yang masih 
menyusui, maka dia tidak bisa memaksa istrinya itu untuk 
menyusui anak tersebut, karena dia tidak berhak memaksa untuk 
menyusuinya ketika status keduanya masih suami istri, maka 
begitu pula ketika status keduanya bukan lagi menjadi suami istri. 
Apabila istri mau menyusuinya secara sukarela (tanpa upah), maka 
sang ayah tidak boleh melarangnya, karena dia tidak bisa lagi 
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bersetubuh dengannya. Sedangkan apabila sang suami menyewa 
istrinya untuk menyusui anaknya tersebut, maka hukumnya sah, ini 
berdasarkan firman Allah &, 


Sa LAA PD UU Pn 
A! Kerr Sý 
“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu 


untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” ( Qs. Ath- 
Thalaaq (65): 6). 


Alasan lainnya adalah, dia tidak bisa lagi bersetubuh 
dengannya. Ini berbeda apabila sang suami menyewanya ketika 
status keduanya masih suami istri. Apabila sang istri meminta upah 
standarnya, sementara sang ayah tidak menemukan perempuan 
lain yang bisa menyusui tanpa upah atau tanpa upah standar, 
maka dia wajib memberikan upah tersebut kepadanya dan dia 
tidak boleh melepasnya ketika dia (sang istri) sedang menyusui, 
karena menyusui adalah hak anak dan asi sang ibu lebih 
bermanfaat bagi sang anak dari pada asi perempuan lain. 


Apabila sang istri meminta upah yang lebih tinggi dari upah 
standar, maka sang suami boleh melepasnya ketika sang istri itu 
a or 


sedang menyusui, ini berdasarkan firman Allah &, ra 5 ol 


CG) & Â A m2 2 Pa “Dan jika kamu menemui kesulitan, maka 


perempuan lain D menyusukan (anak itu) untuknya.” (Qs. Ath- 
Thalaaq (65): 6). Apabila sang istri meminta upah yang lebih tinggi 
dari upah standar, maka dia telah menyulitkan dirinya sendiri. 
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Apabila sang istri meminta upah standar, sementara sang 
ayah itu menemukan perempuan yang mau menyusui anaknya 
tanpa upah standar atau tanpa upah sama sekali, maka dalam hal 
ini, ulama madzhab kami berselisih pendapat. Di antara mereka 
ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Sang istri lebih berhak menyusuinya 


dengan upah standar, ini berdasarkan firman Allah &, DA sh 
a Sa EK “Kemudian jika mereka menyusukan (anak- 


anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” 
(Qs. Ath-Thalaag (65): 6). Dalam ayat ini tidak ada yang 
dibedakan. Selain itu, diriwayatkan pula dalam sebuah hadits, A9! 


0 Gue 


Ta Aj G An úK EA] “Ibu lebih berhak menanggung anaknya 
selama dia belum menikah.” Alasan lainnya adalah, bahwa 
menyusui adalah, hak anak dan asi sang ibu lebih bermanfaat 
baginya dan lebih baik, sehingga dia lebih berhak menyusuinya. 


Pendapat Kedua: Sang ayah boleh melepasnya, 


berdasarkan firman Allah &, GG) SA A Haha ea ok 
“Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya.” (Qs. Ath-Thalaag (65): 6). 
Ta 'asur adalah kesulitan dan kesusahan. 

Al @urthubi berkata, “Kata, ‘Dan jika kamu menemui 
kesulitan , yaitu berkenaan dengan upah menyusui, dimana suami 
tidak mau ibu dari bayi menyusuinya dan sang ibu juga tidak mau 
menyusuinya. Dalam kondisi demikian, suami tidak boleh 
memaksanya dan hendaknya dia mencari perempuan lain selain 
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ibu si anak yang mau menyusuinya.” Ada pula yang mengatakan, 
bahwa artinya adalah, “Apabila kalian kesulitan dan berselisih, 
hendaklah sang suami mencari perempuan lain yang mau 
menyusui anaknya.” Jadi, ayat tersebut berbentuk berita yang 
mengandung arti perintah. 


Adh-Dhahhak berkata, “Apabila ibu tidak mau menyusui 
anaknya, maka sang suami itu bisa menyewa perempuan lain 
untuk menyusui anaknya. Apabila tidak ada perempuan yang mau 
menyusuinya, maka ibunya itu bisa dipaksa untuk menyusuinya 
dengan upah.” 


Kemudian Al @urthubi menyebutkan tiga pendapat ulama 
dalam masalah ini. 


Pendapat Pertama adalah pendapat ulama Malikiyyah, 
bahwa yang wajib menyusui anak adalah sang istri selama status 
suami istri masih berlaku. Kecuali apabila status sang istri adalah 
wanita bangsawan, maka yang bertanggung jawab adalah sang 
ayah, yaitu dia harus mencari perempuan lain yang mau menyusui 
anaknya dengan menggunakan hartanya. 


Pendapat Kedua: Abu Hanifah berkata, “Sang ibu tidak 
wajib menyusui dalam kondisi apapun.” Pendapat Ketiga: Sang 
istri wajib menyusui dalam kondisi apapun. 


Al @adhi Al Imrani dari golongan ulama madzhab kami 
mengatakan, “Apabila seorang laki-laki menemukan perempuan 
yang mau menyusui anaknya tanpa upah standar atau tanpa upah 
sama sekali, sementara ibu dari si anak meminta upah standar, 
maka dalam kasus ini dia mengalami kesulitan sehingga sang 
suami bisa melepasnya. Alasan lainnya adalah, bahwa nafkah 
menyusui anak kecil itu seperti nafkah untuk anak yang hampir 
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baligh. Apabila seorang ayah menemukan orang yang mau 
menafkahi anaknya yang hampir baligh secara sukarela, maka 
sang ayah tidak wajib menafkahinya. Begitu pula apabila dia 
menemukan perempuan yang mau menyusui anaknya secara 
sularela, maka sang ayah tidak wajib memberikan upah standar 
kepadanya. 


Abu Ishag Al Marwazi berkata, “Sang ayah boleh 
mengganti istrinya, menurut satu pendapat. Sedangkan menurut 
pendapat lain tidak ditemukan dalam kitab-kitab Imam Asy- 
Syafi'i.” 


Abu Hanifah berkata, “Sang ayah boleh menggantinya, 
akan tetapi hak ibu untuk dapat merawat sang anak tidak gugur, 
sehingga perempuan yang menyusui bisa datang lalu menyusuinya 
di hadapan sang ibu.” 


Sedangkan argumentasi kami adalah, bahwa pemeliharaan 
anak mengikuti penyusuan. Apabila hak ibu berupa penyusuan 
gugur, maka hak pemeliharaannya juga gugur. 


Cabang: Apabila sang ayah mengklaim, bahwa dia 
menemukan perempuan yang mau menyusui anaknya tanpa upah, 
sementara kami katakan, bahwa dia boleh mengganti sang ibu 
(dari anak tersebut): apabila sang ibu membenarkannya, maka 
sang ayah bisa menggantinya (melepas anak tersebut darinya): 
sedangkan jika dia mendustakannya, maka yang berlaku adalah 
ucapan sang ayah dengan sumpahnya. Apabila sang ayah telah 
bersumpah, maka dia bisa melepas anaknya dari tangan si ibu lalu 
menyerahkannya kepada perempuan yang menyusuinya. Akan 
tetapi dia tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi anaknya, ini 
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berdasarkan sabda Nabi &, vy Ap SN “Janganlah seorang 
ibu dijauhkan dari anaknya.” 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Seorang majikan 
wajib menafkahi budak laki-lakinya dan budak 
perempuannya serta memberi keduanya pakaian. Hal 

ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah & bahwa Nabi & 
bersabda, bi Ú Y Jadi ge LSI Yg Kp hub SA 
“Budak harus diberi makan dan pakaian dan tidak boleh 
dibebani pekerjaan yang dia tidak mampu 
melakukannya.” 

Majikan juga harus menafkahi budaknya dengan 
makanan pokok negeri setempat, karena makanan 
tersebut adalah makanan yang dikenal mereka. Apabila 
dia mengurus makanannya maka dianjurkan agar dia 
memberinya makanan dengan makanan pokok. Hal ini 
berdasarkan riwayat Abu Hurairah & bahwa dia 
berkata: Abu Al Qasim & bersabda, 454: (Sa s 15 
33 ks “Apabila salah seorang dari kalian didatangi 
pelayannya dengan membawa makanan, hendaklah dia 
duduk bersamanya. Apabila dia tidak duduk bersamanya 
hendaklah dia memberinya sesuap atau dua suap 
makanan, karena dialah yang menanggung pengobatan 
dan pemerdekaannya.” 


Apabila dia memiliki budak perempuan yang 
sekaligus dijadikan gundik (selir), maka dianjurkan agar 
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dia berniat memberinya pakaian yang lebih baik dari 
pakaian yang diberikan kepada budak perempuan yang 
tugasnya hanya melayani saja, karena biasanya pakaian 
untuk gundik lebih bagus dari pakaian budak wanita 
pelayan. 

Pasal: Seorang majikan tidak boleh 
membebankan kepada budak laki-laki dan budak 
perempuannya pekerjaan yang keduanya tidak mampu 
melakukannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi $, Y3 
Wal é Jah CV Tadi KPA IG Jak 33 MIS) “Dila 
tidak boleh membebankan kepadanya pekerjaan yang 
tidak mampu dilakukannya, dan budak perempuan tidak 
boleh diminta menyusui kecuali ASI yang merupakan 
sisa dari ASI yang diberikan kepada anaknya.” Hal ini 
karena perbuatan tersebut akan membahayakan anak si 
budak perempuan tersebut. 


Apabila budak laki-laki memiliki istri, maka sang 
majikan harus mengizinkannya untuk bersetubuh 
dengannya pada malam hari, karena pemberian izin 
untuk menikah ini mencakup pula pemberian izin untuk 
bersetubuh pada malam hari. 


Apabila budak laki-laki atau budak perempuan 
sakit, atau buta, atau lumpuh, maka sang majikan wajib 
menafkahi keduanya, karena kewajiban menafkahi 
keduanya disebabkan karena kepemilikan. Apabila 
memberi nafkah wajib ketika masih kecil, maka dia juga 
wajib ketika si budak tersebut buta atau lumpuh. Sang 
majikan juga tidak boleh memaksanya memberikan 
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setoran harian, karena itu merupakan akad 
mu'awadhah, sehingga tidak bisa dipaksa, seperti 
halnya akad kitabah. Apabila si budak memintanya, 
maka dia tidak boleh memaksa majikannya, 
sebagaimana dia tidak boleh memaksanya ketika 
meminta akad kitabah. Apabila keduanya sepakat 
melakukannya, sementara si budak mempunyai 
pekerjaan, maka hukumnya dibolehkan, ini berdasarkan 
riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi & pernah 
dibekam oleh Abu Thaibah lalu beliau memberinya 
upah. Dalam hal ini, para budak harus meminta kepada 
majikannya agar meringankan setoran mereka. 
Sedangkan apabila si budak tidak memiliki pekerjaan, 
maka hukumnya tidak dibolehkan, karena si budak tidak 
mampu memberikan kepadanya dari jalan halal 
sehingga tidak dibolehkan. 


Penjelasan: 


Hadits Abu Hurairah yang pertama diriwayatkan oleh 
Ahmad dalam A/ Musnad, Muslim dalam pembahasan 
memerdekakan budak dari Hajjaj dan pembahasan makanan dari 
Hafsh bin Umar, dimana disebutkan bahwa Nabi #& bersabda, 


SEE Jaai UN, 


“Dan tidak membebankan kepadanya pekerjaan yang tidak 
mampu dilakukannya.” 


Sedangkan hadits Abu Hurairah kedua, dia diriwayatkan 
oleh Al Bukhari dan Muslim dalam pembahasan nadzar dan 
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sumpah dan Abu Daud dalam pembahasan makanan dari Abdullah 
bin Maslamah Al @a'nabi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Ahmad dalam Musnadnya dan juga para pengarang kitab Sunan 
dengan redaksi, 

Ke E an A EN gan E Dn £ £ 
Kaleng od O aliha, Kan SAI SI 


r r 


R r RAR AE E 


e Pang - 30A e 

AS 90 OS 5 

“Apabila salah seorang dari kalian didatangi pelayannya 

yang membawa makanan untuknya: jika dia tidak duduk 
bersamanya hendaklah dia memberinya dua suap atau dua suap 


makanan, karena dialah yang dapat menanggung pemerdekaan 
dan pengobatannya." 


Sedangkan tentang hadits Abu Thaibah si tukang bekam, 
namanya adalah Dinar. Dia adalah maula Bani Haritsah. Haditsnya 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan jual beli dari 
riwayat Abdullah bin Yusuf; pembahasan jjarah dari Muhammad 
bin Yusuf dan Adam, dan juga pada pembahasan kedokteran dari 
Muhammad bin Mugatil. Muslim juga meriwayatkannya dalam 
pembahasan jual beli dari Ahmad bin Al Hasan, Yahya bin Ayyub, 
@utaibah, Ali bin Hujr dan Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. 
Abu Daud juga meriwayatkannya dalam pembahasan jual beli dari 
Al Ga'nabi. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari Adi bin Hujr, 
dan Ath-Thabrani juga meriwayatkannya dalam A/ Jami’ dari 
Humaid Ath-Thawil. 
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Penjelasan Redaksional: Redaksi, “Apabila salah 
seorang dari kalian didatangi pelayannya,” kalimat “Khadim 
(pelayan) berlaku untuk laki-laki dan perempuan, orang merdeka 
atau budak. 


Sedangkan redaksi, “Iaaj (Pengobatannya),” maksudnya 
adalah menghilangkan perkara sulit darinya. Bahkan bebatuan pun 
kerap disebut dengan “aaj.” 


Sementara redaksi, “A/ Hurra (pemerdekaan),” Yaitu 
merupakan bukit berbatu cadas berwarna hitam, yang merupakan 
sisa dari letusan gunung. Maksudnya di sini adalah, bahwa ini 
merupakan kiasan dari seseorang yang memikul perkara yang 
sulit. 


Hukum: Seorang majikan wajib menafkahi pelayan dan 
memberinya pakaian, ini berdasarkan hadits Abu Hurairah tentang 
seorang laki-laki yang mengatakan, bahwa dirinya itu memiliki 
dinar, Nabi bersabda, “Na/kahkanlah untuk dirimu sendiri.” Laki- 
laki tersebut berkata, “Aku memiliki (satu dinar) lain” Nabi 
bersabda, “Nafkahkanlah untuk anakmu.” Lelaki tersebut berkata, 
“Aku memiliki (satu Dinar) lain,” Nabi bersabda, “Nafkahkanlah 
untuk keluargamu (istri)” Lelaki tersebut berkata, “Aku memiliki 
(satu dinar) lain” Nabi bersabda, “Nafkahkanlah untuk 
pembantumu.” 


Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Nabi & 
bersabda, 
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P s oa Soro 2 r PA PA ANN 
í 3 op r “ sd 
aa L Y| 
“Budak harus diberi makan dan pakaian dengan baik dan 
tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya.” 
Ini adalah jma’ yang tidak diperselisihkan para ulama. 
Apabila si pembantu tidak bekerja karena masih kecil atau sakit, 
atau sudah tua atau lumpuh, maka yang menafkahinya adalah 
sang majikan. 


Sedangkan makanan yang harus diberikan adalah makanan 
pokok negeri setempat, berdasarkan sabda Nabi @, 


Zoas AL 6 osos $f, SIN osoa ?£ 
Djan Can A OIT aa eh yanbi 

“Berilah mereka makan dengan makanan yang kalian 
makan dan berilah mereka pakaian dengan pakaian yang kalian 
pakai.” 

Apabila seorang pelayan membawakan makanan untuk 
majikan atau menyiapkannya, maka dianjurkan bagi sang majikan 
agar menyuruhnya untuk duduk bersamanya dan mengajak makan 
bersamanya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa 
Nabi & bersabda, gä P KI Asal; fa LAM “ Hendaklah dia 
menyuruhnya duduk bersamanya, atau memberinya makan 
dengan makanan tersebut baik satu atau dua suap.” 


Disamping itu, apabila seseorang menyiapkan makanan, 
pada umumnya dia menginginkan makanan tersebut, sehingga 
dianjurkan agar sang majikan memberinya makan dengan 
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makanan tersebut, sebagaimana disunahkan bagi orang yang 
membagi warisan agar menghadiri prosesi pembagian warisan 
tersebut. Lalu manakah yang lebih utama dari keduanya?: 


Pertama: Yang lebih utama adalah menyuruhnya duduk 
bersamanya agar makan bersamanya, karena Nabi & yang 
memulai demikian. Disamping itu, apabila si pelayan makan 
bersama majikannya, maka dia akan makan sesuai 
kemampuannya. 


Ada pula yang berpendapat, bahwa salah satu dari 
keduanya tidak lebih utama dari yang lainnya, sehingga apabila dia 
mau, maka dia bisa menyuruhnya duduk bersamanya, dan apabila 
dia mau, maka dia juga bisa memberinya makan, karena Nabi & 
memberi pilihan dalam masalah ini apakah akan duduk 
bersamanya atau memberinya sesuap atau dua suap makanan. 
Akan tetapi pendapat pertama lebih shahih. Demikianlah yang 
dinyatakan oleh ulama madzhab kami dalam kitab-kitab mereka. 
Apabila ada pendapat lain, maka itu disesuaikan dengannya. Juga 
sebaiknya sang majikan tidak dibebani sesuatu yang dia tidak 
mampu melakukannya terus menerus, bukan sesuatu yang dia 
tidak mampu selama satu hari atau dua hari atau tiga hari lalu dia 
tidak mampu lagi. Demikianlah yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i 
dalam Al Umm. Wallahu A'lam. 


Asy-Syirazi Ææ berkata: Pasal: Bagi orang yang 
memiliki binatang ternak, dia wajib memberinya makan, 
ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwa 


Rasulullah & bersabda, CA S GS dp SIA A 
ig Gabi a a a Ep 
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Er Liu HPN MAS IS Sa ay, Gin 
“Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang 
dikurungnya sampai mati kelaparan lalu dia masuk 
Neraka,” lalu dikatakan kepadanya, “Kamu tidak 
memberinya makan dan minum ketika kamu 
mengurungnya, dan kamu juga tidak membiarkannya 
mencari makan serangga tanah hingga dia mati 
kelaparan.” 

Dia tidak boleh membebaninya muatan yang tidak 
mampu dimuatnya, karena Nabi 8 melarang mem- 
bebani budak dengan sesuatu yang dia tidak mampu 
melakukannya, sehingga binatang juga demikian. 
Susunya tidak boleh diperah kecuali sisa dari yang 
diberikan kepada anaknya, karena susu tersebut adalah 
makanan bagi si anak sehingga tidak boleh dilarang. 


Pasal: Apabila seorang majikan menolak untuk 
memberi nafkah kepada budaknya atau binatang 
ternaknya, maka dia harus dipaksa untuk memberinya, 
sebagaimana dia harus dipaksa untuk memberi nafkah 
kepada istrinya. Apabila dia tidak memiliki harta, maka 
dia bisa menyewakannya jika bisa disewakan. Apabila 
dia tidak mampu melakukannya, maka bisa dijual 
sebagaimana dihilangkannya kepemilikan terhadap 
istrinya saat dia tidak mampu menafkahi keduanya. 


Penjelasan: 


Hadits pertama diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih- 
nya dari Abu Kuraib dalam pembahasan binatang dari jalur Abu 
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Hurairah. Dia juga meriwayatkannya dalam pembahasan tobat dari 
Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Humaid dari jalur Abu Hurairah 
dengan redaksi seperti yang disebutkan Asy-Syirazi dan telah 
disebutkan pada pasal sebelumnya. 


Penjelasan Redaksional: Redaksi “Min Khasyasyi Al 
Ardhi” maksudnya adalah serangga tanah. Asal katanya adalah 
Khasysya. Susunan kalimat “Khasysya Fi Asy-Syai-i,” artinya 
adalah masuk ke dalamnya. Zuhair berkata, “Maka aku 
memasukinya di tengah-tengah tempat tinggi.” 


Dalam hadits Abdullah bin Unais disebutkan “Lalu dia 
keluar kemudian masuk ke tengah-tengah mereka.” Dari kata ini 
pula maka setiap sesuatu yang masuk ke dalam hidung unta 
disebut “Khasyasy.” 


Ibnu Syumail berkata, “Khayasy adalah ular kecil warna 
coklat yang lebih kecil dari ular Argam.” 


Abu Khirah berkata, “Khasyasy adalah ular putih yang 
jarang sekali menyakiti.” 

Abu Ubaid berkata tentang hadits, “Seorang perempuan 
mengikat seekor kucing, tidak memberinya makan dan tidak 
membiarkannya makan serangga tanah,” maksudnya adalah kutu 
dan sejenisnya. 

Dalam An-Nihayah disebutkan, berkenaan dengan hadits 
ini, “Yaitu seranggga dan kutu. Bentuk tunggalnya adalah 
Khasyasyah. Dalam suatu riwayat disebutkan “Min Khasyisyiha 
yang artinya sama. Diriwayatkan pula dengan huruf Ha‘ yang 
berarti tanaman kering. Akan tetapi riwayat ini keliru. Dikatakan 
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bahwa yang benar adalah Khusyaisyun yang merupakan bentuk 
tashghir dari Khasyasy.” 


Hukum: Bagi orang yang memiliki binatang ternak wajib 
memberinya makan, baik makanan pokoknya maupun bukan 
makanan pokoknya. Hal ini berdasarkan riwayat yang 
menyebutkan bahwa Nabi @ bersabda, „e cs f iki y Fa TN 


Ali 3 A ii Ang gi 3 Ga At G te PENE 
¿by A ån Gai La pi gaa ia Ha 
Mana w PR" Ii 3 eki á GG Sa kana ayat ca a 


Ta AA 
“Aku masuk Neraka pada malam Isra' lalu aku melihat seorang 
perempuan di dalamnya, kemudian kutanyakan tentang 
perempuan tersebut. Maka dikatakan, bahwa dia adalah 
perempuan yang mengikat kucing, tidak memberinya makan dan 
minum dan juga tidak membiarkannya memakan serangga tanah 
sampai kucing tersebut mati, sehingga Allah menyiksanya karena 
hal tersebut. Kemudian aku masuk ke surga dan kulihat ada 
seorang pelacur, kemudian kutanyakan tentang perempuan 
tersebut. Maka dijawab bahwa dia adalah pelacur yang pernah 
melewati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena 
haus, lalu dia melepas selendang dan menurunkannya ke dalam 
sumur, kemudian dia memeras kain selendang tersebut hingga 
airnya masuk ke dalam kerongkongan anjing tersebut, maka Allah 
pun mengampuninya atas perbuatannya tersebut.” 
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Rasulullah & memang melarang menyiksa binatang. Beliau 
bersabda, fl 4 AS JS à “Setiap hati yang basah (makhluk 
bernyawa) mendapat pahala (dengan memberinya makan). 


Apabila kami katakan, bahwa tidak wajib menafkahi 
binatang ternak, maka kami telah menggugurkan kehormatannya. 
Jika binatang tersebut ada di kota, maka pemiliknya wajib 
memberinya makan. Sedangkan jika dia ada di padang pasir, 
apabila di tempat tersebut ada rumput yang bisa dimakan ketika 
digembalakan, maka dia tidak wajib memberinya makan, karena 
ketika di kota dia memang harus menyesuaikan dengan keadaan, 
sementara di padang pasir makanannya adalah rumput. 


Para ulama Khurasan mengatakan, “Apabila binatang 
ternak tersebut bibir atasnya sobek, maka dia akan merasa cukup 
dengan makanan rumput dan tidak perlu makanan pokoknya. 
Sedangkan apabila bibir atasnya tidak sobek, maka dia tidak akan 
puas dengan digembalakan, tetapi harus diberi makanan pokok. 
Apabila tidak ada rumput yang bisa dimakannya, maka dia harus 
memberinya makan dengan makanan pokoknya. 


Apabila binatang tersebut bisa dimakan, maka dia bisa 
menyembelihnya dan bisa pula menjualnya. Sedangkan apabila dia 
tidak bisa dimakan, maka dia juga bisa menjualnya. Apabila dia 
tidak mau melakukannya, maka penguasa harus memaksa agar 
memberi makan binatang tersebut, atau menjualnya atau 
menyembelihnya apabila dia bisa dimakan. 


Penguasa harus menyediakan kandang ternak untuknya 
agar dia bisa memberinya makan di kandang tersebut dan 
mengobati penyakitnya dengan biaya dari pemiliknya. Penguasa 
juga harus menyediakan dokter hewan yang biasa merawat 
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binatang ternak milik orang-orang yang tidak mampu merawatnya, 
kemudian binatang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya 
setelah sembuh. Atau jika tidak, maka penguasa harus memaksa 
sang pemilik untuk menjualnya. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, 
pemiliknya tidak boleh dipaksa dan cukup disuruh dengan baik, 
sebagaimana yang dilakukan dalam amar ma'ruf nahi munkar. 


Yang menjadi argumentasi kami adalah, bahwa nafkah 
tersebut wajib hukumnya. Apabila pemiliknya tidak mau menafkahi 
binatang ternaknya, maka penguasa harus memaksanya agar mau 
menafkahinya, seperti halnya yang berlaku dalam nafkah terhadap 
budak. 


Apabila binatang tersebut memiliki anak, maka susunya 
tidak boleh diperah kecuali yang merupakan sisa dari susu yang 
diberikan kepada anaknya, karena susunya adalah makanan bagi 
anaknya sehingga tidak boleh melarangnya, sebagaimana yang 
telah kami katakan berkenaan dengan budak perempuan. Wallahu 
A'lam 


Bab: Al Hadhanah (Pengasuhan) 


Asy-Syirazi æ berkata: Apabila pasangan suami 
istri berpisah sementara keduanya memiliki anak yang 
sudah baligh, maka sang anak boleh memisahkan diri 
dari kedua orang tuanya, karena dia tidak perlu lagi 
dirawat dan dipelihara. Akan tetapi dianjurkan agar dia 
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tidak memisahkan diri dari kedua orang tuanya dan 
tidak memutuskan bakti kepada keduanya. 


Apabila anaknya itu gadis, maka makruh jika dia 
memisahkan diri dari kedua orang tuanya, karena kalau 
dia memisahkan diri maka dikhawatirkan ada orang 
yang masuk menemuinya untuk mengganggunya. 


Apabila keduanya memiliki anak gila atau anak 
kecil yang belum mumayyiz, yaitu yang usianya dibawah 
tujuh tahun, maka dia wajib dirawat dan dipelihara, 
karena apabila dia tidak dirawat maka dia akan terlantar 
dan mati. 


| Pasal: Pengasuhan oleh budak tidak sah, karena 
dia tidak mampu melakukan pengasuhan bersamaan 
dengan melayani majikannya. Pengasuhan ini juga tidak 
sah apabila dilakukan orang yang kurang waras 
pikirannya, karena dia tidak bisa melakukan 
pengasuhan dengan sempurna. Begitu pula jika ini 
dilakukan oleh orang fasik, karena dia tidak akan 
melakukan pengasuhan sebagaimana mestinya. 

Alasan lainnya adalah, pengasuhan dilakukan 
untuk menghindarkan anak dari pengasuhan orang 
fasik, karena apabila si anak itu dirawat oleh orang 
fasik, maka dia akan tumbuh sesuai perangai orang 
fasik tersebut. Pengasuhan ini juga tidak sah jika 
dilakukan orang kafir terhadap orang muslim (yaitu 
apabila orang kafir yang merawat orang Islam). 

Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata, “Pengasuhan 
orang kafir atas orang Islam itu sah, berdasarkan 
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riwayat Abdul Hamid bin Salamah! dari ayahnya bahwa 
dia berkata: Ayahku masuk Islam, sementara ibuku 
tidak mau masuk Islam. Saat itu aku masih kecil. 
Kemudian keduanya mengadukan kasus keduanya 
kepada Nabi &. Maka Nabi bersabda, tel Ji LAS AS G 


AR s aa ogs A f e oa A A Ne Aan 
ah Ul aa SA dn op aa Ni ciai KO 
A i el dl Had oaa AI SA hikoia kag ASEAN Ko il 
a> “Wahai bocah, pilihlah yang kamu suka dari 


keduanya. Andaikan kamu mau kamu boleh memilih 
ayahmu; dan jika kamu mau kamu juga boleh memilih 
ibumu.” Maka aku pun memilih ibuku. Ketika Nabi & 
melihatku memilih ibuku, beliau bersabda, “Ya Allah, 
berilah anak ini petunjuk.” Maka aku pun memilih 
ayahku dan duduk di pangkuannya.” 


Akan tetapi yang menjadi pendapat madzhab 
kami adalah pendapat pertama, karena pengasuhan itu 
disyariatkan untuk mengurus anak, sementara seorang 
anak muslim itu tidak layak diasuh orang kafir karena 
orang kafir akan mengganggu agamanya, dan ini 
termasuk bahaya terbesar. 


Sedangkan tentang hadits tadi, hukumnya telah 
di-nasakh (dihapus), karena kaum muslimin sepakat 


1 Demikianlah yang tertulis dalam buku cetakan. Yang benar adalah Abdul 
Hamid bin Ja'far. Inilah yang kami jadikan acuan dalam Syarah ini. Kami menemukan 
banyak pakar fikih berpendapat bahwa Abu Ishag adalah Ibnu Salamah, seperti Al 
Imrani yang menyatakan demikian dalam A/ Bayan. Akan tetapi pendapat mereka 
salah. Yang benar adalah apa yang kami tulis disini. Sedangkan Abdul Hamid bin 
Salamah Al Anshari, ada yang berpendapat bahwa dia adalah Ibnu Yazid bin Salamah, 
seorang periwayat yang majhul. (Al Muthi'i) 
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bahwa anak kecil tidak boleh diserahkan kepada orang 
kafir. 

Sedangkan apabila si perempuan tersebut 
menikah lagi, maka dia tidak berhak mengasuh anak 
tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr 
bin Al Ash: s6, Hj ag OS Ida aoi ca JE sodó SM af 
IE d i Ul ag ab Ali Dig AA Aa 
Pa Aj Lu ca ci Tang ale FT Ke An di “Seorang 
perempuan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
putraku ini, perutku adalah bejana baginya (sumber 
makanannya), ASl-ku adalah minumannya dan 
pangkuanku adalah pengayom baginya. Ayahnya telah 
menthalakku dan hendak memisahkan putraku ini 
dengan diriku', Rasulullah & bersabda, “Engkau lebih 
berhak terhadapnya selama engkau belum menikah .” 


Disamping itu, apabila dia telah menikah, maka 
dia akan sibuk melayani suaminya, sehingga tidak bisa 
lagi merawat anak tersebut. 


Apabila seorang budak merdeka, orang yang 
kurang waras menjadi normal kembali pikirannya, 
orang fasik menjadi orang adil dan orang kafir menjadi 
orang Islam, maka hak mereka berupa pengasuhan 
kembali lagi pada mereka, karena alasan pelarangannya 
telah hilang sehingga hak tersebut kembali lagi. 


Apabila seorang perempuan dicerai, haknya 
berupa pengasuhan kembali lagi padanya. Sementara 
menurut Al Muzani, apabila thalaknya merupakan 
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thalak raj'i maka haknya tidak kembali lagi padanya, 
karena pernikahan masih tetap berlaku. Akan tetapi 
pendapatnya ini salah, karena hak si perempuan hanya 
gugur disebabkan nikah, karena dia akan sibuk 
melayani suaminya sehingga tidak bisa lagi merawat si 
anak. Dengan terjadinya thalak aji, maka 
persetubuhan menjadi haram sebagaimana diharamkan- 
nya persetubuhan karena talak ba'in. Dengan demikian 
maka pengasuhan kembali lagi padanya. 


Pasal: Tidak ada hak asuh bagi laki-laki golongan 
dzawul arham yang tidak mendapat warisan, yaitu putra 
anak perempuan, putra saudara perempuan, putra 
saudara laki-laki dari jalur ibu, ayah dari ibu, paman 
dari jalur ibu, paman dari jalur ayah. Alasannya adalah 
karena pengasuhan itu hanya berlaku bagi perempuan 
disebabkan dia mengetahui cara merawat anak, atau 
hanya berlaku bagi orang yang hubungan kekerabatan- 
nya kuat disebabkan warisan dari kalangan laki-laki, 
sementara hal ini tidak ditemukan pada golongan 
dzawul arham dari golongan laki-laki. Hak asuh juga 
tidak berlaku bagi orang-orang yang dinisbatkan kepada 
mereka baik laki-laki maupun perempuan, karena jika 
hal tersebut tidak berlaku pada mereka disebabkan 
lemahnya kekerabatan mereka, maka tentunya hal 
tersebut lebih tidak berlaku lagi bagi orang-orang yang 
dinisbatkan kepada mereka. : 


Penjelasan: 
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Hadits Abdul Hamid bin Ja'far diriwayatkan dari ayahnya 
dari kakeknya Rafi’ bin Sinaan yaitu Abu Al Hakam Al Anshari Al 
Ausi. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan 
thalak dari Ibrahim bin Musa Ar-Razi, An-Nasa'i dalam 
pembahasan thalak dari Mahmud bin Ghailan. Ahmad juga 
meriwayatkannya dengan redaksi: 


a Bh La é SA 
MS cak ot Elit aa ala 


33. 


Ds Gg HN Aa al 
a NP A ke Aa Td AA Tg 
desa Tan n- XÚ Ga" AA A 5 AAA AN 


IS GA al E Maa JG 3 AH 
SE "aya al Ab la le KP 


£ 


Gib Gal 
Ayahku mengabarkan kepadaku dari kakekku Raf bin 
Sinan bahwa dia masuk Islam, sementara istrinya tidak mau masuk 
Islam, lalu sang istri mendatangi Nabi & dan berkata, “Putriku ini 
masih disapih,” lalu Rafi" berkata, “Dia juga putriku.” Maka 
Nabi & bersabda kepada Rafi, “Duduklah di sudut sana," 
kemudian beliau bersabda kepada istri Rafi', “Duduklah di sudut 
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sana.” Lalu Nabi mendudukkan bocah perempuan tersebut di 
antara keduanya lalu bersabda, “Panggillah dial.” Ternyata bocah 
tersebut lebih memilih ibunya. Maka Nabi & bersabda, “ Ya Allah, 
berilah dia petunjuk,” lalu bocah tersebut memilih ayahnya. Maka 
sang ayah pun membawanya. 


Redaksi ini disebutkan dalam suatu riwayat dari Abu Daud. 
Ada juga hadits yang sama dengan redaksi, 7&2 4 ce sd “Lalu 
dia datang dengan membawa putranya yang masih kecil.” Hadits 
ini juga diriwayatkan dengan redaksi “Anak perempuan” oleh An- 
Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad-Daraguthni. Akan tetapi dalam 
sanadnya terdapat banyak perbedaan dan redaksinya berbeda-beda 
sekaligus kacau. Dalam hal ini Ibnu Al @aththan menguatkan 
riwayat dengan redaksi “Anak laki-laki.” Ibnu Al Mundzir berkata, 
“Para periwayat hadits tidak menganggapnya sah dan sanadnya 
masih diperbincangkan.” 

Aku mengatakan, “Hadits ini di-shahih-kan oleh Al Hakim. 
Ad-Daraguthni mengatakan, bahwa anak perempuan yang disuruh 
memilih bernama Umairah.” 


Ibnu Al Jauzi berkata, “Riwayat yang menyebutkan bahwa 
anak tersebut adalah bocah laki-laki lebih sah.” 


Ibnu Al Qaththan berkata, “Seandainya riwayat yang 
menyebutkan, bahwa anak tersebut adalah bocah perempuan, 
maka bisa jadi ada dua kisah karena orang-orang yang 
meriwayatkannya berbeda-beda.” 


Para kritikus hadits berselisih pendapat tentang Abdul 
Hamid bin Ja'far. Ibnu Hajar mengatakan dalam At-Tagrib, 
“Shaduq, tetapi dia dituduh berpaham Qadariyah dan terkadang 
keliru dalam meriwayatkan.” 
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Adz-Dzahabi berkata dalam A/ Mizan, “Abdul Hamid bin 
Ja'far meriwayatkan dari ayahnya, Nafi’ dan Muhammad bin Amr 
bin Atha', sementara yang meriwayatkan darinya adalah Yahya Al 
@aththan, Abu Aashim dan beberapa periwayat lainnya.” 


An-Nasa'i berkata, “Dia tidak bermasalah.” Pendapat ini 
juga dinyatakan oleh Ahmad. 

Ibnu Ma'in berkata, “Tsigah.” Akan tetapi Ats-Tsauri 
mengkritiknya karena dia ikut memberontak bersama Muhammad 
bin Abdullah. 

Abu Hatim berkata, “Haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah.” 

Ada yang mengatakan, bahwa dia berpaham @adariyyah. 
Wallahu A'lam. Memang benar, bahwa Ali bin Al Madini 
mengatakan, “Dia berpaham @adariyyah. Akan tetapi menurut 
. kami dia tsigah, meskipun Sufyan menilainya dha'if” 

Sedangkan hadits Abdullah bin Amr, itu diriwayatkan oleh 
Ahmad Kala redaksi, 


r 35 


Tya ál e ce Uw 


ài Ja IE aja of h pab ai of, 


Čiu AA aig ae Ài bo 


“Seorang perempuan berkata, “Wahai Rasulullah, putraku 
ini, perutku adalah bejana baginya, pangkuanku adalah tempat 
berlindungnya dan air susùku adalah air minumnya. Akan tetapi 
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ayahnya mengklaim bahwa dia berhak merebutnya dariku.” Maka 
Nabi & bersabda, “Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu 
belum menikah.” 


Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini dalam pembahasan 
thalak dari Muhammad bin Khalid, akan tetapi dengan redaksi, 
“Ayahnya menthalakku dan mengklaim, bahwa dia bisa 
merebutnya dariku.” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihagi dan Al Hakim 
dan dinilai shahih olehnya. Ini berasal dari hadits Amr bin Syu'aib 
dari ayahnya dari kakeknya. 


Penjelasan Redaksional: Kalimat hadhanah merupakan 
kata yang diambil dari kata Aidhn, yaitu bagian di bawah ketiak 
sampai bagian badan sekitar pinggul. Ada pula yang mengatakan, 
bahwa itu adalah dada dan dua lengan atas serta bagian tubuh di 
antara keduanya. Bentuk pluralnya adalah ahdhan. Dari kalimat 
inilah lahir kalimat ihtidhan, yaitu mengangkat sesuatu lalu 
membawanya di atas pangkuan, seperti halnya perempuan yang 
menggendong anaknya di salah satu pinggangnya. Dalam sebuah 
hadits disebutkan, bahwa seseorang datang dengan menggendong 
salah satu putra dari anak perempuannya. 


Hidhn juga berarti lambung. Dalam hadits Usaid bin 
Hudhair disebutkan bahwa dia berkata kepada Amir bin Ath- 
Thufail, “Keluarkanlah tanggunganmu agar tidak hilang apa yang 
ada di dadamu.” Muhtadhin adalah hadhin. 


Al Kumait berkata: 
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L e r 
8 


Ae ya H Gal Ga GLS 
rina 
Sebagaimana Ummu Amir (kuda) tetap berada di pangkuannya # 
Dengan diikat tali sampai serigala memangsa anak-anaknya 


Kalimat Aidhnallaik adalah dua sisi malam, sedangkan 
Hidhnul Jabali adalah tempat yang menarik di bukit. Dalam hadits 
Ali disebutkan, “Tetaplah kalian di dua sisi kamp.” #idhnuth-Thair 
adalah telor burung. 


Al Jauhari berkata, “Hidhnuth-Thair adalah telor burung 
yang diletakkan di bawah kedua sayapnya. Begitu pula perempuan 
yang menggendong anaknya. Burung merpati adalah hadhin, 
sementara nama tempat adalah mahdhan. Mihdhanah adalah 
sarang burung merpati yang terbuat dari tanah liat seperti nampan 
besar. Hadhana Ash-Shabiyyu Yahdhunuhu Hadhnan, artinya 
adalah mengasuhnya. Hadhin dan hadhinah adalah orang yang 
diberi tugas menjaga dan mengasuh anak. 


Dalam hadits Urwah bin Az-Zubair disebutkan, “Aku kagum 
dengan orang-orang yang menuntut ilmu sampai berhasil lalu 
mereka menjadi pengasuh anak-anak raja.” Hudhdhan adalah kata 
plural dari hadhin, karena orang yang mengasuh dan mendidik 
mendekap anak yang diasuhnya di pangkuannya. Oleh karena itu, 
perempuan yang mengasuh anak disebut hadhinah. Hadhanah 
adalah perbuatannya (pengasuhan). 
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Hukum: Apabila seorang istri dithalak sementara dia 
memiliki anak apabila anak tersebut baligh, maka dia tidak boleh 
dipaksa untuk tinggal bersama salah satu dari keduanya dan dia 
boleh memilih tinggal sendirian. Hanya saja dianjurkan agar dia 
tidak tinggal sendirian supaya baktinya kepada orang tuanya itu 
tidak putus. 


Lalu apakah dilarang baginya tinggal sendirian. Dalam hal 
ini harus ditinjau terlebih dahulu; apabila anak tersebut laki-laki, 
maka dia tidak dilarang untuk tinggal sendirian. Sedangkan apabila 
anak tersebut perempuan, jika dia gadis, maka dia dilarang 
memisahkan diri dari kedua orang tuanya, karena dia belum 
pengalaman perihal laki-laki dan dikhawatirkan akan tertipu oleh 
laki-laki. Sedangkan jika anak tersebut janda, maka dia tidak 
dilarang memisahkan diri dari kedua orang tuanya, karena dia 
telah pengalaman perihal laki-laki dan tidak takut akan tertipu 
olehnya. 


Malik berkata, “Anak perempuan wajib untuk tidak 
memisahkan diri dari kedua orang tuanya sampai dia menikah dan 
digauli suaminya.” 

Sedangkan argumentasi kami adalah bahwa apabila anak 
perempuan telah baligh, maka dia tidak perlu lagi dirawat kedua 
orang tuanya sehingga dia boleh tinggal sendirian. Seperti halnya 
apabila dia telah menikah lalu dicerai suaminya. Sedangkan apabila 
sang anak masih kecil tetapi belum mumayyiz —yaitu usianya 
dibawah 7 tahun—, atau sudah dewasa tetapi gila atau lemah 
akalnya, maka dia wajib diasuh orang tuanya, karena jika dia 
ditinggal sendirian, maka dia akan terlantar. 


Pengasuhan anak tidak sah apabila dilakukan oleh orang 
yang akalnya kurang dan orang gila, karena dia tidak layak 
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melakukan pengasuhan. Pengasuhan juga tidak sah apabila 
dilakukan orang fasik, karena dikhawatirkan anak yang diasuh 
akan tumbuh sesuai watak dan perangainya. 

Apabila salah satu dari kedua orang tua beragama Islam, 
maka anak tersebut dihukumi muslim dan tidak boleh diasuh orang 
kafir. 

Abu Sa'id Al Ishihakhri berkata, “Orang kafir boleh 
mengasuh orang Islam, berdasarkan hadits Abdul Hamid bin Ja'far 
dari ayahnya yang telah kami sebutkan jalur-jalur riwayatnya tadi.” 
Akan tetapi Asy-Syirazi mengatakan, bahwa hadits tersebut 
mansukh. 

Kami katakan, “Sesungguhnya hadits ini dijadikan dalil oleh 
orang-orang yang berpendapat bahwa pengasuhan oleh ibu yang 
kafir itu hukumnya sah. Di antara ulama yang berpendapat seperti 
ini adalah Abu Hanifah dan para pengikutnya, Ibnu Al Qasim Al 
Maliki dan Abu Tsaur. Sementara menurut jumhur ulama, bahwa 
perempuan kafir itu tidak boleh mengasuh anaknya yang muslim.” 

Jumhur ulama mengomentari hadits di atas, bahwa 
statusnya masih diperbincangkan dan mudhtharib. Akan tetapi 
hadits ini dengan sanad dan jalur riwayatnya layak dijadikan dalil. 
Hanya saja status mudhtharib menghalanginya untuk dijadikan 
hujjah, yaitu kekafiran ibu dan adanya hak pilih bagi si anak. Dua 
argumentasi pengarang berkenaan dengan di-nasak/rnya hadits ini 
adalah dengan dalil-dalil umum, seperti firman Allah &, 
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“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 
orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 
beriman.” (Qs. An-Nisaa” (4): 141). 


Juga seperti hadits, Ya AI “Islam itu tinggi.” 

Ibnul Qayyim menjadikan ayat, Sa is (aa Ga gk 
BG Ka “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka,” sebagai dalil bahwa anak yang diasuh 
boleh memilih atau diadakan undian untuk sesuatu yang lebih 
bermaslahat baginya. Dan meskipun ada opsi atau penentuan atau 


undian, perkara itu tetap dibatasi dengan firman Allah &, Si IK 
VE Sah, “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” 


Diriwayatkan dari gurunya yaitu Ibnu Taimiyyah bahwa dia 
berkata: Dua orang tua memperebutkan seorang anak di hadapan 
hakim lalu hakim menyuruh sang anak memilih salah satu dari 
keduanya, lalu sang anak memilih ayahnya. Lalu ibunya berkata 
kepada hakim, “Tanyakan kepadanya mengapa dia memilih 
ayahnya?,” lalu hakim menanyakan kepada anak tersebut. Maka 
sang anak menjawab, “Ibuku mengirimku setiap hari kepada guru 
dan ulama lalu keduanya memukulku, sementara ayahku 
membiarkan aku bermain-main dengan anak-anak.” Maka hakim 
memutuskan, bahwa anak tersebut ikut ibunya. Pendapat ini dipilih 
oleh Ibnu Taimiyyah. 


Apabila syariat Islam memperhatikan urusan pengasuhan 
anak yang masih kecil, maka tidak diragukan lagi bahwa Islam 
tentunya lebih memperhatikan agar anak tidak jatuh dalam 
genggaman orang kafir, karena apabila sang anak jatuh ke dalam 
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genggaman orang-orang kafir, maka akan membahayakan dunia 
dan akhiratnya. Oleh karena itu, maka jelaslah kesalahan Abu 
Sa'id Al Isthakhri, Abu Hanifah dan para pengikutnya, Ibnu Al 
Qasim dan Abu Tsaur. 


Al Imrani berkata, “Pengasuhan adalah untuk kemaslahan 
anak. Oleh karena itu, seorang anak tidak boleh diasuh orang 
kafir, karena apabila dia diasuh orang kafir, maka dikhawatirkan 
agamanya akan diganggu (dimurtadkan).” Kemudian dia berkata, 
“Sedangkan tentang hadits tersebut, itu tidak dikenal di kalangan 
ulama hadits. Dan kalaupun dia shahih, maka bisa ditafsirkan 
bahwa Nabi & memberitahukan, bahwa anak tersebut akan 
memilih ayahnya. Oleh karena itu, beliau menyuruh anak tersebut 
memilih. Dengan demikian, maka dia hanya khusus berlaku bagi 
anak tersebut dan tidak berlaku bagi anak-anak lain.” 


Cabang: Apabila seorang perempuan menikah maka hak 
asuhnya gugur. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Abu 
Hanifah. Sementara menurut Al Hasan Al Bashri, haknya tidak 
gugur, berdasarkan firman Allah $&, 


sR CaA s A AA œ -4AA Irl Ae 
SK v3 rpm 3 NI “an 
“Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri 
yang telah kamu campuri.” (Qs. An-Nisaa' (41: 23). 
Disamping itu, Nabi & menikahi Ummu Salamah yang saat 


itu memiliki anak perempuan bernama Zainab yang ikut tinggal 
bersamanya. 
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Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Ali dan Ja'far bin Abi 
Thalib serta Zaid bin Haritsah berselisih pendapat tentang hak 
asuh putri Hamzah bin Abdul Muththalib. Kemudian mereka 
mengadu kepada Nabi &. Lalu Ja'far berkata, “Aku lebih berhak 
mengasuhnya karena aku putra pamannya dan bibinya menjadi 
istriku.” Lalu Ali berkata, “Aku juga lebih berhak terhadapnya 
karena aku putra pamannya dan putri Rasulullah $ menjadi 
istriku.” yaitu putri dari putra pamannya. Zaid juga berkata, “Aku 
lebih berhak mengasuhnya karena dia putri saudara laki-lakiku.” 
Rasulullah & memang mempersaudarakan antara Zaid bin 
Haritsah dan Hamzah. Maka beliau memutuskan, bahwa anak 
tersebut dirawat bibinya dari jalur ibu. Beliau bersabda, “Bibi dari 
Jalur ibu adalah ibu.” Lalu beliau memutuskan, bahwa anak 
tersebut diasuh bibinya dari jalur ibu yang telah menikah. 


Dalil kami adalah, hadits riwayat Abdullah bin Amr: 3f5a1 of 
pung salin Ad A calo ah OG a ah Dt Jane SG 
BEAN Ie àn Jah JS aja ke ol ag Ab ad og rp i 
. KN Aj uv gl Ri Tang “Seorang perempuan menemui 
Nabi & lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya putraku ini, 
perutku adalah bejana baginya (sumber makanannya), ASi-ku 
adalah minumannya dan pangkuanku adalah pengayom baginya. 
Ayahnya telah menthalakku dan hendak memisahkan putraku ini 


dengan diriku', Nabi bersabda, “Engkau lebih berhak terhadapnya 
selama engkau belum menikah?” 


Abu Hurairah #& meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, 
TIP SU ay Ge ASI “Ibu lebih berhak terhadap anaknya 


selama dia belum menikah.” 
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Disamping itu, apabila dia telah menikah, maka suaminya 
berhak menggaulinya kecuali pada waktu ibadah. Oleh karena itu, 
dia tidak bisa mengasuh anaknya. Sedangkan berkenaan dengan 
ayat tadi, yang dimaksud adalah apabila ayahnya tidak ada atau 
sang ayah tetapi tidak merelakannya. Sedangkan berkenaan 
dengan Zainab dan putri Hamzah, saat itu tidak ada perempuan 
yang berhak mengasuhnya dari perempuan yang tidak bersuami. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, apabila seorang istri 
dithalak dengan thalak ba'in atau raj'i, maka hak asuhnya kembali 
kepadanya. Akan tetapi menurut Malik, hak asuhnya itu tidak 
kembali kepadanya. 


Abu Hanifah dan Al Muzani berkata, “Apabila thalaknya itu 
ba'in, maka hak asuh sang anak kembali kepadanya. Sedangkan 
jika thalaknya itu raj7, maka hak asuhnya tidak kembali kepadanya 
(si istri), karena hubungan suami istri masih tetap berlaku.” 


Argumentasi kami adalah, bahwa haknya gugur disebabkan 
dia telah disetubuhi suaminya, sementara suami itu tidak bisa 
menggaulinya setelah thalak ba 'in dan thalak raj7. Oleh karena itu, 
hak asuhnya kembali lagi kepadanya (si istri tadi). 


Apabila seorang budak menjadi merdeka atau orang gila 
menjadi berakal atau orang fasik menjadi adil atau orang kafir 
menjadi orang Islam, maka hak asuh kembali kepada mereka, 
karena hak asuh itu hilang lantaran sebab tertentu, sementara 
sebab tersebut telah hilang sehingga hak tersebut kembali lagi pada 
mereka. 


Masalah: Perkataan Asy-Syirazi, “Tidak ada hak asuh bagi 
laki-laki golongan dzawul arham yang tidak mendapat warisan.” 
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Pernyataan ini benar. Contohnya adalah seperti putra saudara 


perempuan, putra saudara laki-laki seibu, ayah dari ibu, bibi dari . | 


jalur ibu, putra paman dari jalur ayah, karena dia laki-laki yang 
tidak mendapat warisan sehingga mirip orang lain. 


Asy-Syirazi berkata, “Tidak asuh tidak dimiliki putra dari 
anak perempuan.” Pernyataan ini tidak diasumsikan untuk hak 
asuh bagi anak kecil dan hanya diasumsikan untuk hak asuh bagi 
orang dewasa dan orang gila: karena kami telah mengatakan 
bahwa wajib mengasuhnya sebagai wajib mengasuh anak kecil. 
Hak asuh juga tidak berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang 
dinisbatkan kepada para lelaki tersebut, sebab jika pengasuhan itu 
tidak berlaku bagi mereka, maka pengasuhan itu pun tidak berlaku 
bagi orang-orang yang dinisbatkan kepada mereka. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila berkumpul 
beberapa perempuan yang memiliki hak asuh, maka ibu 
lebih berhak daripada lainnya. Hal ini berdasarkan 
riwayat Abdullah bin Amr bin Al Ash bahwa Nabi & 
bersabda, A HL 4 gf Gif “Kamu lebih berhak 
terhadapnya selama kamu belum menikah.” Alasan 
lainnya adalah, ibu lebih dekat terhadap anaknya dan 
lebih sayang terhadapnya, kemudian hak asuh tersebut 
beralih kepada ibu dari sang ibu yang mendapat 
warisan, karena dia berserikat dengan ibu dalam status 
anak dan warisan tersebut. Dan dalam kasus ini, 
didahulukan yang paling dekat dan seterusnya yang 
paling dekat. Dalam hal ini didahulukan sang ibu dari 
ayah meskipun dekat, karena statusnya sebagai ibu itu 
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lebih kuat. Selain itu, dia lebih kuat dalam masalah 
warisan daripada ibu dari ayah, karena dia tidak gugur 
dengan adanya ayah, sementara ibu dari ayah gugur 
dengan adanya ibu. 


Apabila tidak ada orang yang bisa melakukan 
pengasuhan dari kalangan ibunya ibu, maka dalam hal 
ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Dalam gaul gadim, 
Asy-Syafi'i mengatakan, “Hak asuh beralih kepada 
saudara perempuan dan bibi dari jalur ibu, karena 
keduanya didahulukan atas ibunya ibu.” Hal ini 
berdasarkan riwayat Al Barra” bin Azib &, bahwa 
Nabi œ menetapkan bahwa yang mengasuh putri 
Hamzah adalah bibinya dari jalur ibu. Beliau bersabda, 
abi Hj ja taji “Bibi dari jalur ibu adalah seperti ibu.” 


Disamping itu, bibi dari jalur ibu hukumnya 
dinisbatkan kepada ibu, sementara ibu dari ayah 
dinisbatkan dinisbatkan kepada ayah. Ibu memang 
didahulukan atas ayah sehingga orang yang dinisbatkan 
kepadanya didahulukan atas orang yang dinisbatkan 
kepada ayah. Selain itu, saudara perempuan sama 
dengan anak dalam hubungan rahim, sementara ibunya 
ayah itu tidak sama-sama dengannya dalam rahim, 
sehingga dia didahulukan atasnya. Berdasarkan hal ini, 
maka yang memiliki hak asuh adalah saudara 
perempuan seayah dan seibu, kemudian saudara 
perempuan seibu, lalu bibi dari jalur ibu, kemudian ibu 
dari ayah, lalu saudara perempuan seayah, dan 
kemudian bibi dari jalur ayah. 
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Sedangkan dalam gaul jadid, Asy-Syafi'i 
mengatakan, “Apabila ibu dari ibu tidak ada, maka hak 
asuh beralih kepada ibunya ayah.” Inilah yang shahih, 
karena nenek itu mendapat warisan, sehingga 
didahulukan atas saudara perempuan dan bibi dari jalur 
ibu seperti ibunya ibu. Berdasarkan hal ini, maka hak 
asuh itu dipegang oleh ibunya ayah, lalu ibunya ibu dan 
seterusnya ke atas, yang paling dekat dan yang paling 
dekat. Mereka didahulukan atas ibunya kakek, 
sebagaimana ayah didahulukan atas kakek. 


Apabila ibunya ayah tidak ada, maka hak asuh itu 
beralih kepada ibunya kakek, lalu ibunya ibu dan 
seterusnya ke atas, kemudian beralih lagi dari ibunya 
ayah dari kakek. Apabila ibu kedua orang tua tidak ada, 
maka hak asuhnya beralih kepada saudara-saudara 
perempuan. Mereka didahulukan atas bibi dari jalur ibu 
dan bibi dari jalur ayah, karena mereka sama-sama 
bersama anak dalam hubungan rahim dan berserikat 
dalam nasab. Dalam hal ini, saudara perempuan seayah 
dan seibu didahulukan, lalu saudara perempuan seayah, 
kemudian saudara perempuan seibu. 


Abu Al Abbas bin Suraij berkata, “Saudara 
perempuan seibu didahulukan atas saudara perempuan 
seayah, karena salah satu dari keduanya dinisbatkan 
kepada ibu, sementara yang lainnya dinisbatkan kepada 
ayah, sehingga yang dinisbatkan kepada ibu itu 
didahulukan atas yang dinisbatkan kepada ayah, 
sebagaimana ibu didahulukan atas ayah.” Namun 
pendapat ini salah, karena saudara perempuan seayah 
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itu lebih kuat posisinya dari saudara perempuan seibu 
dalam masalah warisan dan menjadi ashabah bersama 
anak-anak perempuan. Disamping itu, saudara 
perempuan seayah itu dapat menggantikan saudara 
perempuan seibu dalam masalah warisan, sehingga dia 
juga menggantikannya dalam pengasuhan. 


Apabila saudara-saudara perempuan tidak ada, 
maka hak asuh beralih kepada para bibi dari jalur ibu. 
Mereka didahulukan atas bibi dari jalur ayah, karena 
bibi dari jalur ibu sama dengan bibi dari jalur ayah 
dalam tingkatan dan tidak mendapat warisan serta 
mereka itu dinisbatkan kepada ibu. Bibi dari jalur ayah 
dinisbatkan kepada ayah dan ibu didahulukan daripada 
ayah sehingga yang dinisbikkan kepadanya lebih 
didahulukan. Bibi dari jalur ayah dan ibu didahulukan 
atas bibi dari jalur ayah, kemudian bibi dari jalur ayah, 
lalu bibi dari jalur ibu, kemudian hak asuh beralih 
kepada bibi dari jalur ayah, karena mereka dinisbatkan 
kepada ayah. Berdasarkan giyas terhadap pendapat Al 
Muzani dan Abu Al Abbas ini, maka bibi dari jalur 
didahulukan atas bibi dari jalur ayah. 


Penjelasan: 


Hadits Abdullah bin Amr telah di-takhrij sebelumnya. 
Sedangkan hadits Al Barra' bin Azib diriwayatkan oleh Al Bukhari 
dalam pembahasan haji dengan redaksi, “Nabi @ menunaikan 
Umrah pada bulan Dzulga'dah sebelum menunaikan Haji.” Di 


dalamnya juga disebutkan sabda beliau kepada Ja'far, Ae ca 
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ii 23 “Kamu menyerupai fisik dan akhlakku,” dan juga diceritakan 


tentang perjanjian damai antara beliau dengan orang-orang 


musyrik pada hari Hudaibiyyah. 


Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam pembahasan jizyah 
dari Ahmad bin Utsman bin Hakim, juga dalam pembahasan shulh 
dari Ubaidillah bin Musa dan Muhammad bin Basysyar. 


Muslim juga meriwayatkannya dalam pembahasan pepe- 
rangan dari Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin 
Basysyar, Ubaidillah bin Mu'adz, Ishag bin Ibrahim dan Ahmad bin 
Khabbab. 


Abu Daud juga meriwayatkannya dalam pembahasan haji 
dari Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi pun juga meriwayatkannya 
dalam pembahasan haji dari Abbas bin Muhammad Ad-Duri dan 
dalam pembahasan berbuat kebaikan dari Sufyan bin Waki’ dan 
Muhammad bin Ahmad bin Badawiyyah, juga dalam pembahasan 
managib dari Muhammad bin Ismail Al Bukhari. 


Ahmad i juga meriwayatkannya dari hadits Ali dengan 
redaksi, 51 JG op WI ie 46d “Dan gadis kecil dirawat 
bibinya dari jalur ibu kania bibi dari Jalur ibu adalah seperti ibu.” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Hakim dan 
Al Baihagi dari Ali dengan redaksi yang semakna. 


Sedangkan redaksi yang disepakati dalam riwayat Ahmad, 
Al Bukhari dan Muslim adalah, “Bahwa putri Hamzah diperebut- 
kan hak asuhnya oleh Ali, Ja'far dan Zaid. Ali berkata, “Aku lebih 
berhak terhadapnya karena dia adalah putri pamanku,” lalu Ja'far 
berkata, “Dia adalah putri pamanku dan bibinya menjadi istriku,” 
lalu Zaid berkata, “Dia adalah putri saudara laki-lakiku.” Maka 
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Rasulullah & memutuskan bahwa anak tersebut dirawat bibinya. 
Beliau bersabda, A Mj ja edi “Bibi kedudukannya seperti ibu.” 


Sedangkan tentang redaksi “Bibinya menjadi istriku,” 
maksudnya adalah Asma' binti Umais. Ibnu Hazm mengkritik 
riwayat hadits Al Barra” dalam kitabnya A/ Muhalla dan berkata, 
“Dalam sanadnya terdapat Israil yang divonis dha ff oleh Ali bin Al 
Madini.” Akan tetapi ada yang membantahnya dengan 
mengatakan, bahwa para ulama hadits menilainya sebagai 
periwayat yang £sigah. Tentang sikap Ibnu Al Madini yang menilai 
dha'ifhadits tersebut secara menyendiri tidak berpengaruh. Ahmad 
bin Hanbal sendiri kagum dengan hapalannya dan mengatakan, 
“Dia orang yang tsiqah.” Abu Hatim berkata, “Dia adalah murid 
Abu Ishag yang paling baik. Cukuplah kesepakatan dua Syaikh 
yang meriwayatkan hadits ini sebagai dalil.” 


Hukum: Apabila berkumpul beberapa perempuan yang 
merupakan kerabat dan semuanya layak mengasuh seorang anak, 
atau tidak ada seorang pun laki-laki bersama mereka, lalu mereka 
berselisih tentang siapa yang paling berhak mengasuhnya, maka 
ibu didahulukan atas lainnya, berdasarkan sabda Nabi g, “5-1 ai 


0 Gap 


CP Aj ú úy “Ibu lebih berhak terhadap anaknya selama dia 
belum menikah.” 


Disamping itu, ibu lebih dekat terhadap anaknya dan lebih 
menyayanginya. Apabila ibu tidak ada, maka hak asuh beralih 
kepada ibunya ibu, lalu kepada ibu dari ibunya dan seterusnya ke 
atas. Sedangkan ibu dari ayah, maka mereka tidak punya hak 
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asuh. Apabila tidak ada nenek dari pihak ibu, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Dalam gaul qadim, Asy-Syafi'i mengatakan, “Hak asuh 
beralih kepada para saudara perempuan dan para bibi dari jalur 
ibu. Mereka didahulukan atas ibu dari ayah karena mereka 
dinisbatkan kepada ibu. Ibu dari ayah dinisbatkan kepada ayah, 
sementara ibu lebih didahulukan atas ayah. Oleh karena itu, orang 
yang dinisbatkan kepada ibu lebih didahulukan atas orang yang 
dinisbatkan kepada ayah.” Berdasarkan hal ini, maka hak asuh itu 
dipegang oleh saudara perempuan seayah dan ibu. Keduanya 
didahulukan atas bibi dari jalur ibu karena keduanya lebih dekat 
disebabkan statusnya sama dengan anak dalam satu rahim. 
Kemudian hak asuhnya beralih kepada bibi, berdasarkan sabda 
Nabi @, MSG “Bibi dari jalur ibu adalah ibu" 


Dengan demikian, maka hak asuh dipegang bibi dari jalur 
ayah dan ibu lalu bibi dari jalur ayah. Apabila tidak ada saudara 
perempuan seayah seibu atau seibu dan tidak ada bibi-bibi dari 
jalur ibu, maka hak asuh beralih kepada ibu dari ayah lalu kepada 
ibunya ibu, lalu beralih kepada saudara perempuan seayah lalu 
beralih kepada bibi dari jalur ayah. Keduanya didahulukan atas ibu 
dari kakek, karena ayah lebih dekat dari kakek, sehingga orang 
yang dinisbatkan kepada ayah lebih didahulukan atas orang yang 
dinisbatkan kepada kakek, kemudian beralih kepada ibu dari kakek 
yang mendapat warisan. Demikianlah yang berlaku, yaitu selalu 
melihat garis hubungan yang terdekat dan seterusnya. Syaikh Abu 
Ishag juga berpendapat seperti ini. 


Asy-Syaukani berkata dalam An-Nail “Banyak pakar fikih 
yang merasa bingung dengan keputusan Nabi & terhadap Ja'far. 
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Mereka ' mengatakan, “Apabila keputusan beliau untuk Ja'far, 
maka sebabnya adalah karena Ja'far bukan mahramnya dan dia 
sama-sama kerabatnya dengan Ali. Sedangkan apabila keputusan 
beliau untuk bibi, maka dia telah menikah, sementara pernikahan 
itu menggugurkan haknya berupa pengasuhan. Maka gugurnya 
hak. bibi yang telah menikah tentunya lebih utama.” 


Tentang kebingungan ini, dijawab bahwa keputusan 
Nabi & adalah untuk bibi dan pernikahan tidak menggugurkan 
haknya berupa pengasuhan apabila suaminya ridha. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Ahmad, Al Hasan Al Bashri, Al Imam Yahya dan 
Ibnu Hazm. Ada pula yang mengatakan, bahwa pernikahan hanya 
menggugurkan hak asuh ibu saja karena ada sang ayah. Akan 
tetapi hak asuh untuk selain dia tidak gugur. Ibu tidak berhak 
apabila yang menyelisihinya adalah selain ayah. Dengan demikian, 
maka bisa digabungkan antara hadits Al Barra” dan hadits 
Abdullah bin Amr. 


Ibnu Ash-Shabbagh dan Ath-Thabari berkata, “Saudara 
perempuan seayah didahulukan atas saudara perempuan seibu 
berdasarkan hal tersebut.” 


Sedangkan menurut qaul jadid, Asy-Syafi'i mengatakan, 
“Apabila tidak ada orang yang layak mengasuh dari golongan 
ibunya ibu, maka hak asuh beralih kepada ibunya ayah yang 
mendapat warisan. Apabila tidak ada yang bisa mengasuhnya dari 
golongan ibunya ayah, maka hak asuh tersebut beralih kepada 
ibunya kakek, lalu beralih kepada ibu dari ayahnya kakek. Apabila 
tidak ada yang bisa mengasuhnya dari golongan kakek dari jalur 
ayah, maka hak asuh tersebut beralih kepada saudara-saudara 
perempuan.” Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. 
Inilah pendapat yang paling shahih, karena mereka adalah nenek- 
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nenek yang mendapat warisan sehingga didahulukan dari saudara- 
saudara perempuan, seperti nenek dari jalur ibu. Dan saudara- 
saudara perempuan itu didahulukan atas bibi-bibi dari jalur ibu dan 
bibi-bibi dari jalur ayah, karena mereka lebih dekat, sehingga hak 
asuh dipegang oleh saudara perempuan seayah seibu, lalu saudara 
perempuan seayah, lalu saudara perempuan seibu, karena mereka 
lebih dekat. 


Abu Hanifah, Al Muzani dan Abu Al Abbas bin Suraij 
berkata, “Saudara perempuan seibu didahulukan atas saudara 
perempuan seayah, karena dia dinisbatkan kepada ibu sementara 
saudara perempuan seayah itu dinisbatkan kepada ayah. Oleh 
karena itu, orang yang dinisbatkan kepada ibu itu didahulukan atas 
orang yang dinisbatkan kepada ayah, sebagaimana ibu didahulu- 
kan atas ayah.” Namun yang menjadi pendapat madzhab adalah 
pendapat pertama, karena saudara perempuan seayah itu 
menggantikan posisi saudara perempuan seayah seibu dalam 
ashabah, sehingga dia juga menggantikan dalam pengasuhan. 
Kemudian hak asuh itu beralih kepada para bibi dari jalur ibu. 
Mereka didahulukan atas para bibi dari jalur ayah, karena mereka 
dinisbatkan kepada ibu. Oleh karena itu, hak asuh tersebut 
dipegang oleh bibi dari jalur ayah dan ibu, lalu bibi dari jalur ayah 
lalu bibi dari jalur ibu. Kemudian berdasarkan pendapat yang 
mengatakan, bahwa saudara perempuan seibu itu didahulukan atas 
saudara perempuan seayah, maka bibi dari jalur ibu didahulukan 
atas bibi dari jalur ayah. Pendapat yang sesuai dengan pendapat 
madzhab adalah, bahwa hak asuh tidak beralih kepada para bibi 
dari jalur ibu, kecuali ketika tidak ada putri-putri saudara laki-laki 
dan putri-putri saudara perempuan, karena mereka itu lebih dekat. 
Kemudian hak asuh tersebut tidak beralih kepada para bibi dari 
jalur ayah kecuali ketika putri-putri bibi dari jalur ibu itu tidak ada. 
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Bab: Jumlah Nafkah Yang Diberikan Kepada Istri 


Pasal: Apabila beberapa laki-laki berkumpul 
sementara mereka merupakan orang-orang yang berhak 
mengasuh anak dan saat itu tidak ada perempuan, 
maka yang lebih diutamakan untuk mengurus sang anak 
adalah ayah, karena sang ayahlah yang menyebabkan 
dia lahir dan lebih kasihan terhadapnya. Kemudian hak 
asuh beralih kepada ayah-ayahnya dari yang paling 
dekat dan seterusnya, karena mereka berserikat dengan 
ayah dalam status anak tersebut dan menjadi ashabah. 
Apabila kakek tidak ada, maka hak pilih beralih 
ashabah sesudah mereka. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, bahwa hak asuh tidak berlaku bagi 
ashabah selain ayah dan kakek, karena mereka tidak 
mengetahui hak asuh dan tidak bisa mengatur diri 
mereka sendiri, sehingga mereka tidak berhak 
mengasuh, seperti halnya orang asing. Akan tetapi 
pendapat yang di-nash oleh Asy-Syafii adalah 
pendapat pertama. Sedangkan dalilnya adalah hadits 
riwayat Al Barra‘ bin Azib æ: Bahwa Ali, Ja'far dan 
Zaid bin Haritsah memperebutkan hak asuh atas putri 
Hamzah. Ali æ berkata, “Aku lebih berhak terhadapnya 
karena dia adalah putri pamanku.” Ja'far berkata, “Dia 
adalah putri pamanku dan bibinya menjadi istriku.” Zaid 
berkata, “Dia adalah putri saudara laki-lakiku.” Maka 
Rasulullah &$ memutuskan, bahwa anak tersebut diasuh 
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oleh bibinya, lalu beliau bersabda, 39! Au di “Bibi 
menempati posisi ibu.” 

Apabila tidak ada putra paman yang memiliki hak 
asuh, tentunya Nabi & akan mengingkari Ja'far dan Ali 
yang mengklaim memiliki hak asuh karena ada 
hubungan paman. Disamping itu, dia menjadi ashabah 
karena kekerabatan, sehingga hak asuh berlaku 
baginya, seperti ayah dan kakek. 


Berdasarkan hal ini, maka hak asuh beralih 
kepada saudara laki-laki dari ayah dan ibu, lalu beralih 
kepada ayah dari ayah, kemudian beralih kepada putra 
saudara laki-laki dari ayah dan ibu, lalu beralih kepada 
putra saudara laki-laki dari ayah, kemudian beralih 
kepada paman dari ayah, lalu beralih kepada putra 
paman dari ayah dan ibu, kemudian beralih kepada 
putra paman dari ayah, karena hak asuh itu berlaku 
bagi mereka disebabkan kuatnya kekerabatan karena 
warisan, sehingga yang didahulukan adalah orang yang 
lebih didahulukan dalam warisan. 


Penjelasan: 
Hukum: Apabila berkumpul beberapa laki-laki tanpa ada 


perempuan bersama mereka, sementara termasuk orang-orang 
yang memiliki hak asuh, maka ayah didahulukan lainnya, karena 
dia memiliki perwalian terhadap anak tersebut. Kemudian hak 
asuh beralih kepada para ayahnya yang mendapat warisan dari 
yang terdekat dan seterusnya, karena mereka dekat dengannya, 
sehingga kedudukan mereka itu menggantikan sang ayah. Lalu 
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apakah hak asuh berlaku bagi selain mereka dari golongan para 
bibi dari jalur ayah? Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, 
bahwa mereka tidak memiliki hak asuh, karena tidak ada 
pengetahuan bagi mereka dalam hak asuh dan mereka juga tidak 
mengurus hartanya, sehingga mereka tidak memiliki hak asuh. 
Jadi, hukumnya seperti orang lain. Hanya saja mereka bisa 
mendidik anak tersebut dan mengajarnya. 


Ada pula ulama madzhab kami yang mengatakan, bahwa 
hak asuh berlaku bagi mereka. Inilah pendapat yang dinyatakan 
oleh Asy-Syafi'i. Alasannya adalah, karena Ali dan Ja'far 
mengklaim memiliki hak asuh terhadap putri Hamzah disebabkan 
keduanya merupakan putra paman dan Nabi tidak 
mengingkarinya. 

Umarah Al Jarami meriwayatkan, dia berkata, “Ali &, 
menyuruhku memilih antara pamanku dan ibuku.” Disamping itu, 
dia menjadi ashabah karena status kerabat, sehingga hak asuh juga 
berlaku baginya, seperti ayah dan kakek. Berdasarkan hal ini, 
apabila kakek tidak ada, maka menurut pengarang hak asuh 
beralih kepada saudara laki-laki seayah seibu, lalu beralih kepada 
saudara laki-laki seayah, kemudian beralih kepada putra saudara 
laki-laki seayah seibu, lalu beralih kepada putra saudara laki-laki 
seayah, kemudian beralih kepada paman seayah seibu, lalu beralih 
kepada paman seayah, dan kemudian beralih kepada dua putra 
paman. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Hak asuh beralih kepada 
saudara laki-laki seayah seibu lalu beralih kepada saudara laki-laki 
seayah, lalu beralih kepada saudara laki-laki seibu.” 
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Dia berkata lebih lanjut, bahwa berdasarkan pendapat Abu 
Al Abbas yang mendahulukan saudara perempuan seibu atas 
saudara perempuan seayah, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Saudara laki-laki seibu itu tidak 
didahulukan atas saudara laki-laki seayah, karena dia bukan orang 
yang memiliki hak asuh dengan sendirinya, tetapi hanya 
memilikinya karena ada hubungan kekerabatan dengan ibu, 
sementara saudara laki-laki seayah lebih kuat sehingga dia 
didahulukan. 


Pendapat Kedua: Dia didahulukan, karena dinisbatkan 
“kepada ibu yang lebih dekat dari ayah, sehingga orang yang 
dinisbatkan kepadanya lebih didahulukan atas orang yang 
dinisbatkan kepada ayah. Kemudian hak asuhnya beralih kepada 
putra dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, lalu beralih 
kepada paman, kemudian beralih kepada putra paman, lalu beralih 
kepada paman ayah, kemudian beralih kepada para putranya. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila berkumpul 
beberapa laki-laki dan beberapa perempuan yang 
semuanya memiliki hak asuh, maka harus ditinjau 
terlebih dahulu, apabila berkumpul antara ayah dengan 
ibu, maka yang memiliki hak asuh adalah ibu, karena 
statusnya bersifat pasti, sementara status ayah hanya 
dugaan. Alasan lainnya adalah, bahwa ibu memiliki 
kelebihan yaitu yang mengandung dan melahirkannya 
serta mengetahui cara mengasuh anaknya, sehingga dia 
lebih diutamakan daripada ayah. 
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Apabila ayah berkumpul dengan ibunya ibu dan 
seterusnya ke atas, maka hak asuh berlaku bagi ibunya 
ibu, karena statusnya seperti ibu yang menyebabkan 
lahir dan mendapatkan warisan serta mengetahui cara 
mengasuh anak tersebut. 


Apabila ayah berkumpul dengan ibunya sendiri, 
atau dengan saudara perempuan seayah, atau dengan 
bibi dari jalur ayah, maka dia didahulukan atas mereka, 
karena mereka dinisbatkan kepadanya, sehingga dia 
lebih didahulukan atas mereka. 


Apabila ayah berkumpul dengan saudara 
perempuan seibu atau bibi dari jalur ibu, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i: 


Pendapat Pertama: Ayah lebih berhak. Inilah 
pendapat yang kuat, karena ayah adalah yang 
menyebabkannya lahir dan mendapat warisan, sehingga 
dia lebih didahulukan atas saudara perempuan dan bibi 
dari jalur ibu, seperti halnya ibu. 


Pendapat Kedua: Saudara perempuan dan bibi 
dari jalur ibu didahulukan atas ayah, karena keduanya 
memiliki hak asuh dan mengetahui cara mengasuh dan 
mendidik anak tersebut serta dinisbatkan kepada ibu 
sehingga keduanya lebih didahulukan atas ayah, seperti 
halnya ibu dari ibu. Ini adalah pendapat Abu Sa'id Al 
Ishthakhri. 


Apabila berkumpul antara ayah, ibunya ayah, 
saudara perempuan seibu atau bibi dari jalur ibu, maka 
yang kami jadikan acuan adalah dua pendapat tadi 
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berkenaan dengan saudara perempuan seibu dan bibi 
dari jalur ibu, ketika keduanya berkumpul dan ada 
ibunya ayah. Jika kami berpendapat berdasarkan gaul 
jadid Asy-Syafi'i, bahwa ibunya ayah didahulukan atas 
saudara perempuan dan bibi dari jalur ibu, maka yang 
kami jadikan acuan adalah dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i tentang ayah yang berkumpul bersama 
saudara perempuan seibu atau bibi dari jalur ibu. 
Sedangkan jika kami berpendapat berdasarkan zhahir 
nash yang ada, bahwa ayah didahulukan atas keduanya, 
maka yang memiliki hak asuh adalah ayah, karena dia 
menggugurkan saudara perempuan dan bibi dari jalur 
ibu serta ibunya sendiri, sehingga dia menyendiri dalam 
hak asuh. 


Sementara apabila kami berpendapat berdasarkan 
pendapat lain, bahwa hak asuh itu dipegang oleh 
saudara perempuan dan bibi dari jalur ibu, maka 
berkenaan dengan masalah ini, ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i: | 

Pendapat Pertama: Hak asuh itu dipegang oleh 
saudara perempuan dan bibi dari jalur ibu, karena 
ibunya ayah gugur dengan adanya ayah, sementara 
ayah gugur dengan adanya saudara perempuan dan bibi 
dari jalur ibu. 

Pendapat Kedua: Hak asuh dipegang oleh ayah. 
Ini adalah pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri. Alasannya 
adalah karena saudara perempuan dan bibi dari jalur 
ibu gugur apabila ada ibunya ayah, lalu ibunya ayah itu 
gugur apabila ada ayah, sehingga hak asuhnya 
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dipegang oleh ayah. Dimana seseorang diperbolehkan 
melarang orang lain mendapatkan haknya, lalu dia tidak 
mendapatkan sesuatu yang dilarang orang lain tersebut, 
seperti dua saudara laki-laki ketika ada kedua orang 
tua, karena keduanya menghalangi ibu dari mendapat 
sepertiga sampai seperenam, lalu keduanya tidak 
mendapat sesuatu yang dilarang orang lain tersebut, 
bahkan semuanya menjadi milik ayah. 


Apabila berkumpul antara kakek -ayahnya ayah- 
dengan ibu atau dengan ibunya ibu dan seterusnya ke 
atas, maka ibu lebih didahulukan daripada yang lainnya, 
sebagaimana ibu lebih didahulukan daripada sang ayah. 
Apabila kakek berkumpul dengan ibunya ayah, maka 
ibunya ayah itu lebih didahulukan, karena dia sama 
dengannya dalam tingkatan dan juga menyendiri dalam 
hal mengetahui caranya mengasuh anak, sehingga dia 
lebih didahulukan, seperti halnya ibu yang didahulukan 
dari sang ayah. 


Apabila kakek berkumpul bersama bibi dari jalur 
ibu atau saudara perempuan seibu, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana 
jika keduanya berkumpul bersama ayah. Apabila kakek 
berkumpul bersama saudara perempuan seayah, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Kakek lebih berhak, karena 
dia seperti ayah dalam status kepemilikan anak dan 
juga ashabah, sehingga dia juga didahulukan atas 
saudara perempuan. 
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Pendapat Kedua: Saudara perempuan lebih 
berhak, karena dia sama dengannya dalam tingkatan 
dan menyendiri dalam hal mengetahui cara mengasuh 
si anak. 


Penjelasan: 


Asy-Syafi'i 4 berkata, “Tidak ada orang yang memiliki hak 
asuh ketika ada ayah selain ibu dan ibunya ibu.” Penjelasannya 
adalah, bahwa jika beberapa lelaki dan perempuan yang memiliki 
hak asuh itu berkumpul, maka harus ditinjau terlebih dahulu: 
apabila ayah dan ibu berkumpul, maka ibu dahulukan daripada 
sang ayah, ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr, 
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“Seorang perempuan berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya putraku ini, perutku adalah bejana baginya (sumber 
makanannya), ASI-ku adalah minumannya dan pangkuanku adalah 
pengayom baginya. Ayahnya telah menthalakku dan hendak 
memisahkan putraku ini dengan diriku” Rasulullah &, “Engkau 
lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” 
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Alasan lainnya adalah, bahwa ibu lebih kasihan terhadap 
anaknya dan statusnya sebagai orang tua itu bersifat pasti, 
sehingga dia lebih didahulukan. Apabila sang ayah berkumpul 
dengan ibunya ibu dan seterusnya ke atas, maka ibunya ibu itu 
didahulukan darinya, karena dia menggantikan posisi ibu dalam 
status sebagai orang tua dan mengetahui cara mengasuh sang 
anak, sehingga dia lebih didahulukan atas ayah seperti halnya ibu. 
Apabila ibu tidak mau mengasuh anaknya dan dia punya ibu, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Hak asuh beralih kepada ayah dan 
tidak beralih kepada ibunya ibu, karena tidak ada ruang bagi 
ibunya ibu jika masih ada sang ibu, sehingga hak asuh itu tidak 
beralih kepada ibunya ibu. Ini merupakan pendapat Ibnu Al 
Haddad. Seperti halnya wali yang menghalangi pernikahan, 
dimana perwaliannya itu tidak berpindah kepada wali lainnya. 


Pendapat Kedua: Hak asuh dimiliki ibunya ibu. Pendapat 
ini dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash- 
Shabbagh. Alasannya adalah, karena ayah tidak memiliki hak asuh 
ketika ada ibunya ibu. Apabila ibu tidak mau mengasuh sang anak, 
maka hak asuh beralih kepada ibunya ibu, seperti jika dia wafat 
atau menjadi fasik, atau juga gila. Ini berbeda dengan perwalian 
nikah, karena hakim menempati posisi orang yang menghalangi 
pernikahan, sementara dalam kasus ini hakim tidak turut campur 
dalam perkara pengasuhan, sehingga dia tidak menggantikan 
posisi orang lain. 

Apabila ayah berkumpul bersama ibunya sendiri, maka 
yang didahulukan adalah ayah. Akan tetapi di antara ulama 
madzhab kami ada yang mengatakan, “Ibunya ayah kami 
dahulukan atas ayah.” Demikianlah yang diuraikan dalam A/ 
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Bayan. Alasannya adalah, karena mengasuh anak kecil lebih layak 
dilakukan oleh perempuan dan juga lebih cocok dilakukan : 
olehnya. 


Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, “Konsekuensinya | 
adalah, bahwa saudara perempuan, bibi dari jalur ibu dan bibi dari 
jalur ayah lebih layak mengasuh anak daripada ayah, dan ini tentu 
saja bertentangan dengan pendapat yang telah ditetapkan, karena 
Asy-Syafi'i mengatakan, “Tidak ada hak asuh bagi seorang pun 
ketika ada ayah selain ibu dan ibunya ibu.” Disamping itu, ibunya 
ayah dinisbatkan kepadanya, sehingga tidak didahulukan atasnya. 


Apabila berkumpul antara ayah dengan saudara perempuan 
seibu atau bibi dari jalur ibu, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Keduanya didahulukan atas ayah. Ini 
adalah pendapat Abu Al Abbas bin Suraij, Abu Sa'id Al Ishthakhri . 
dan Abu Hanifah. Alasannya adalah, karena mereka mengetahui 
cara mengasuh anak dan dinisbatkan kepada ibu, sehingga mereka 
lebih didahulukan daripada ayah, seperti ibunya ibu. 


Pendapat Kedua: Ayah didahulukan atas keduanya. Inilah 
pendapat yang di-nash oleh Asy-Syafi'i. Alasannya adalah, karena 
dia itu adalah ayah orang tuanya, sehingga lebih didahulukan dari 
keduanya. 


Cabang: Apabila ayah berkumpul dengan ibunya ayah 
dan saudara perempuan seibu atau bibi dari jalur ibu, apabila kami 
berpendapat berdasarkan gaul qadim, bahwa ayah menggugurkan 
saudara perempuan atau bibi dari jalur ibu, maka dalam kasus ini, 
mengacu pada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berkenaan 
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dengan ayah: apakah dia menggugurkan saudara perempuan seibu 
dan bibi dari jalur ibu? 


Jika kami katakan, bahwa dia menggugurkannya, maka hak 
asuh itu dipegang oleh ayah. Namun jika kami katakan, bahwa 
keduanya didahulukan daripada sang ayah, maka hak asuh itu 
dipegang oleh saudara perempuan seibu, lalu bibi dari jalur ibu. 
kemudian ayah kemudian ibunya ayah. Sedangkan jika kami 
mengacu pada gau/ jadid, bahwa ibunya ayah itu menggugurkan 
saudara perempuan dan bibi dari jalur ibu, maka kami mengacu 
pada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berkenaan dengan ayah 
yang berkumpul bersama saudara peremuan seibu atau bibi dari 
jalur ibu. Apabila kami berpendapat berdasarkan pendapat yang 
dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, bahwa ayah menggugurkannya, maka 
hak asuh itu dipegang oleh ayah, karena dia menggugurkan 
keduanya dan menggugurkan ibunya sendiri, sehingga hak asuh itu 
dipegang olehnya. Namun jika kami mengatakan, berdasarkan 
pendapat Abu Al Abbas dan Abu Sa'id, bahwa keduanya 
menggugurkan ayah, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syaff'i. 

Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata, “Hak asuh itu dipegang 
oleh sang ayah, karena saudara perempuan dan bibi dari jalur ibu 
itu menggugurkan status ibunya ayah, sementara ibunya ayah itu 
gugur jika ada ayah, sehingga yang memiliki hak asuh adalah ayah. 
Terkadang seseorang menghalangi orang lain dari mendapat 
sesuatu, lalu dia mendapatkan sesuatu milik orang yang tidak 
menghalanginya, sebagaimana dua saudara laki-laki menghalangi 
ibu dari mendapat sepertiga menjadi seperenam dan menjadi milik 


ayah. ” 
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Abu Al Abbas berkata, “Hak asuh dipegang oleh saudara 
perempuan atau bibi dari jalur ibu, karena ayah menggugurkan 
ibunya sendiri, sementara ayah gugur dengan adanya saudara 
perempuan atau bibi dari jalur ibu sehingga hak asuh tetap 
dipegang saudara perempuan atau bibi dari jalur ibu.” 


Apabila berkumpul antara ayah dan saudara perempuan 
seayah seibu; jika kami katakan, bahwa ayah itu didahulukan atas 
bibi dari jalur ibu, maka ayah itu didahulukan atas saudara 
perempuan seayah seibu. Namun jika kami katakan, bahwa bibi 
didahulukan atas ayah, maka dalam kasus ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid 
dari Abu Sa'id Al Ishthakhri: 


Pendapat Pertama: Saudara perempuan lebih berhak, 
karena dia menggugurkan bibi dari jalur ibu, sementara bibi dari 
jalur ibu itu dapat menggugurkan ayah. Apabila ayah gugur 
bersamaan dengan orang yang digugurkan saudara perempuan, 
maka tentunya saudara perempuan itu lebih tidak gugur jika ada 
bibi. 

Pendapat Kedua: Ayah lebih berhak mengasuh. Inilah 
pendapat yang paling shahih. Karena saudara perempuan itu 
dinisbatkan kepadanya, sehingga yang dinisbatkan kepadanya itu 
tidak boleh lebih utama dari yang dinisbatkan. 


Apabila berkumpul antara ayah dan saudara perempuan 
seayah dan bibi dari jalur ibu; jika kami katakan, bahwa ayah 
menggugurkan bibi dari jalur ibu, maka hak asuh dipegang oleh 
ayah. Namun jika kami katakan, bahwa bibi dari jalur ibu itu dapat 
menggugurkan ayah, maka dalam hal ini ada tiga pendapat ulama 
fikih Asy-Syaff'i: 
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Pendapat Pertama: Hak asuh itu dipegang saudara 
perempuan, karena saudara perempuan itu bisa menggugurkan 
bibi dari jalur ibu, sementara ayah gugur dengan adanya bibi dari 
jalur ibu. Apabila bibi gugur, maka orang yang digugurkan bibi itu 
tentu lebih layak untuk gugur. 


Pendapat Kedua: Hak asuh dipegang oleh ayah, karena 
saudara perempuan menggugurkan bibi dari jalur ibu dan saudara 
perempuan gugur dengan adanya ayah, karena dia dinisbatkan 
dengannya, sehingga hak asuh dipegang oleh ayah. Apabila 
seseorang menggugurkan orang lain dari mendapat sesuatu, maka 
itu tidak menghalanginya untuk mendapat sesuatu tersebut karena 
orang lain, sebagaimana yang kami katakan berkenaan dengan 
dua saudara laki-laki yang menghalangi ibu dari sepertiga menjadi 
seperenam. 

Pendapat Ketiga: Hak asuh dipegang oleh bibi dari jalur 
ibu, karena bibi menggugurkan ayah, sementara ayah itu bisa 


menggugurkan saudara perempuan. Apabila keduanya gugur, 
maka hak asuh itu dipegang oleh bibi dari jalur ibu. 


Apabila ayah tidak ada dan berkumpul antara kakek, ibu 


dan ibunya ibu dan seterusnya ke atas, maka mereka didahulukan 
atas kakek, sebagaimana mereka didahulukan atas ayah. 


Apabila berkumpul antara kakek dan ibunya ayah, maka 
ibunya ayah itu lebih didahulukan atas kakek, karena tingkatannya 
sama, tetapi ibunya ayah adalah orang yang melahirkan, sehingga 
dia lebih didahulukan, sebagaimana ibu didahulukan atas ayah. 


Apabila berkumpul antara kakek dan saudara perempuan 
seibu atau bibi dari jalur ibu, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
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ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana dalam kasus ketika kakek 
berkumpul dengan ayah. 


Apabila berkumpul antara kakek dan saudara perempuan 
seibu, atau bibi dari jalur ibu, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Sang kakek didahulukan atasnya, 
karena berstatus sebagai orang tua sekaligus menjadi ashabah, 
sehingga lebih didahulukan atasnya, seperti halnya ayah. 


Pendapat Kedua: Saudara perempuan seibu lebih 
didahulukan darinya, karena dia sama dengannya dalam status 
orang tua, tetapi dia menyendiri dalam hal mengetahui cara 
mengasuh anak, sehingga dia lebih didahulukan daripada sang 
kakek, sebagaimana ibu didahulukan atas ayah. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila ibu dan 
ayah tidak ada, maka dalam hal ini ada tiga pendapat 
ulama fikih Asy-Syaf''i: 

Pendapat Pertama: Perempuan lebih berhak 
mengasuh daripada ashabah. Dengan demikian, maka 
para saudara perempuan, para bibi dan para anak 
perempuan yang dinisbatkan kepada mereka lebih 
berhak mengasuh daripada para saudara lelaki dan 
para putra mereka, para paman dan para putra 
mereka, karena mereka memiliki keistimewaan yaitu 
mengetahui cara mengasuh anak dan bisa mendidiknya. 


Pendapat Kedua: Ashabah itu lebih berhak 
daripada para saudara perempuan, para bibi dari jalur 
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ibu, para bibi dari jalur ayah dan orang-orang yang 
dinisbatkan kepada mereka, karena mereka itu memiliki 
kekhususan dalam hal nasab dan bisa mendidik anak 
yang diasuhnya. 


Pendapat Ketiga: Apabila ashabah itu lebih dekat, 
maka mereka lebih didahulukan, sedangkan jika 
perempuan lebih dekat (kepada nasab), maka mereka 
lebih didahulukan. Apabila keduanya sama dalam 
kedekatan, maka perempuan itu lebih didahulukan, 
karena mereka memiliki kekhususan yaitu bisa mendidik 
anak yang diasuh. Apabila dua orang sama dalam status 
kekerabatan dan penisbatan, seperti dua saudara lelaki 
atau dua saudara perempuan atau dua bibi dari jalur ibu 
atau dua bibi dari jalur ayah, maka harus diundi antara 
keduanya, karena keduanya tidak bisa sama-sama 
mengasuh anak tersebut dan tidak keistimewaan antara 
yang satu dengan lainnya, sehingga harus diundi. 


Apabila orang-orang yang memiliki hak asuh dari 
golongan ashabah dan perempuan tidak ada, sementara 
sang anak memiliki kerabat dari golongan laki-laki 
dzawul arham dan orang-orang yang dinisbatkan 
kepada mereka, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i: | 

Pendapat Pertama: Mereka (kaum lelaki dzawul 
arham dan orang-orang yang dinisbatkan kepada 
mereka) lebih berhak daripada penguasa, karena 
mereka masih memiliki hubungan keluarga, sehingga 
mereka lebih berhak dari penguasa, seperti halnya 
ashabah. 
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Pendapat Kedua: Penguasa itu lebih berhak 
mengasuh anak tersebut, karena tidak ada hak asuh 
pada mereka ketika ada orang lain, sehingga penguasa 
itu lebih berhak dari mereka. Sebagaimana yang kami 
katakan berkenaan dengan warisan. 


Apabila seorang anak kecil memiliki dua orang 
tua, maka hak asuh itu dipegang oleh ibu. Apabila ibu 
tidak mau mengasuhnya, maka menurut Abu Sa'id Al 
Ishthakhri, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
berkenaan dengan masalah ini. 


Pendapat Pertama: Hak asuh beralih kepada 
ibunya ibu, sebagaimana hak asuh itu beralih 
kepadanya ketika sang ibu itu wafat atau gila atau fasik 
atau kafir. 


Pendapat Kedua: Hak asuh itu dipegang oleh 
ayah, karena hak asuh ibu tidak batal, sebab jikalau dia 
menuntutnya, maka dia lebih berhak atas hak asuh itu, 
sehingga hak asuh tersebut tidak beralih kepada orang- 
orang yang dinisbatkan kepadanya. 


Penjelasan: 

Hukum: Apabila berkumpul antara laki-laki yang menjadi 
ashabah selain ayah dan kakek dengan perempuan yang 
tingkatannya sama, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, 
paman dari jalur ayah, bibi dari jalur ayah, putra paman dari jalur 
ayah dan putri bibi dari jalur ayah, sementara kami katakan bahwa 
mereka memiliki hak asuh, lantas manakah yang paling berhak 
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diutamakan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Laki-laki itu lebih berhak mengasuh 
sang anak, karena dia lebih berhak mendidik dan mengajarnya, 
sehingga dia lebih berhak mengasuhnya. 


Pendapat Kedua: Perempuan lebih berhak mengasuhnya, 
karena dia sama dengannya dalam tingkatan dan menyendiri 
dalam hal mengetahui cara mengasuh, sehingga dia lebih 
didahulukan, seperti halnya ibu yang didahulukan atas ayah. 


Apabila berkumpul dua orang dalam satu tingkatan seperti 
dua saudara perempuan, maka harus diundi antara keduanya, 
karena tidak ada keistimewaan antara yang satu atas lainnya. 


Laki-laki dari golongan dzawu/ arham seperti paman dari 
jalur ibu, saudara laki-laki seibu, ayah dari ibu dan putra saudara 
perempuan tidak memiliki hak asuh ketika salah seorang dari 
orang-orang yang memiliki hak asuh selain mereka masih ada, 
karena dia bukan perempuan yang bisa mengasuh dan tidak 
memiliki kekerabatan yang kuat seperti ashabah. Dan tidak hak 
asuh kecuali bagi orang yang dinisbatkan kepada mereka seperti 
ibunya ayah dari ibu, putri paman dari jalur ibu dan putri saudara 
laki-laki seibu, karena mereka dinisbatkan kepada orang yang tidak 
memiliki hak asuh. Apabila berlaku hak asuh bagi orang yang 
dinisbatkan, maka tentunya lebih tidak berlaku lagi bagi orang 
yang dinisbatkan kepadanya. 


Sedangkan apabila tidak ada orang lain selain mereka, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Mereka lebih berhak karena mereka 
memiliki hubungan kekerabatan dan mendapat warisan ketika 
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tidak ada orang yang lebih dekat dari mereka. Begitu pula dalam 
hak asuh anak yang dipegang mereka ketika tidak ada orang yang 
lebih dekat denganya dari mereka. 


Pendapat Kedua: Mereka tidak memiliki hak asuh dan hak 
asuhnya beralih kepada hakim. 


Para pengikut Imam Ahmad memilih pendapat pertama 
meskipun dua pendapat tersebut masih bisa dikompromikan oleh 
mereka. Apabila di antara orang yang wajib memberi nafkah ada 
banci musykil, maka nafkah ditanggung olehnya sesuai jumlah 
warisannya. Apabila sang anak memilih ayahnya, maka dia harus 
bersamanya baik siang maupun malam; dan sang anak tidak boleh 
dilarang mengunjungi ibunya karena hal tersebut tidak boleh 
dilakukan. Apabila ternyata diketahui bahwa banci musykil tersebut 
mengeluarkan nafkah lebih banyak dari nafkah yang wajib 
diberikan olehnya, maka dia bisa menagihnya kepada sekutunya 
yang sama-sama memberikan nafkah. Sedangkan apabila ternyata 
diketahui, bahwa dia memberi nafkah lebih sedikit, maka dia bisa 
ditagih oleh sekutunya. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila pasangan 
suami-istri berpisah dan keduanya memiliki anak 
berusia 7 tahun atau 8 tahun telah mumayyiz, lalu 
keduanya bersiteru tentang hak asuhnya, maka sang 
anak harus disuruh untuk memilih salah satu dari 
keduanya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah &; 
bahwa dia berkata, kg de A1 Ko di Jos) JA ate 


PARA uga GAN OI eh Ul IG edá 
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ehi tag Dj Gin ea la An o dn Jp at 
a ció Bag bi ci ui g iú “Seorang 
perempuan menemui Rasulullah & lalu berkata, “Wahai 
Rasulullah, suamiku hendak membawa putraku 
meskipun dia telah memberiku minum dari sumur Abu 
Inabah dan telah berjasa kepadaku.” Maka Rasulullah & 
bersabda (kepada si anak), “Ini adalah ayahmu dan itu 
adalah ibumu, pilihlah mana di antara keduanya yang 
kamu suka.” Maka anak tersebut memegang tangan 
ibunya lalu sang ibu membawanya. 


Apabila sang anak memilih keduanya, maka harus 
diundi, karena keduanya tidak mungkin sama-sama 
mengasuhnya dan tidak ada keistimewaan antara yang 
satu atas lainnya sehingga harus diundi. Apabila dia 
tidak memilih salah seorang dari keduanya, maka harus 
diundi lagi karena dia tidak mungkin ditinggal sendirian 
selama belum baligh, karena akan membuatnya 
terlantar dimana tidak ada keistimewaan antara salah 
satunya dengan lainnya sehingga harus diundi. Namun 
jika dia memilih salah satu dari keduanya, maka harus 
ditinjau terlebih dahulu: apabila anak tersebut itu laki- 
laki, lalu dia memilih ibu, maka dia bersama ibunya 
pada malam hari, lalu pada siang harinya sang ayah 
mengambilnya, kemudian menyerahkannya kepada 
lembaga pendidikan (sekolah) atau lembaga 
keterampilan (kursus), karena tujuannya adalah untuk 
kemaslahatan anak, sebagaimana yang telah kami 
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uraikan, agar sang anak tidak durhaka dan memutus 
hubungan kekeluargaan. 


Apabila sang anak sakit, maka ibunya lebih 
berhak merawatnya, karena apabila dia sakit, maka dia 
seperti anak kecil yang membutuhkan bantuan, 
sehingga ibu lebih berhak merawatnya. 


Apabila sang anak adalah perempuan, lalu dia 
memilih salah satu dari keduanya, maka dia harus 
tinggal bersama ayahnya pada malam hari dan sang 
ayah tidak boleh melarang orang lain untuk 
mengunjunginya asalkan tidak lama-lama dan berlebih- 
lebihan, karena perpisahan suami istri menyebabkan 
salah satu mengunjungi yang lainnya dengan berlama- 
lama. Apabila dia sakit, maka sang ibu lebih berhak 
merawat di rumahnya. 


Apabila salah satu dari kedua orang tua sakit, 
sementara sang anak dirawat oleh salah satunya, maka 
dia tidak boleh dilarang menjenguknya dan juga ber- 
ta'ziyah saat kematiannya, sebagaimana yang telah 
kami uraikan. Apabila sang anak memilih salah satunya, 
lalu dia memilih yang lain, maka dia harus dipindah ke 
tempat orang tua yang dipilih tersebut. Apabila sang 
anak kembali memilih yang pertama, maka dia 
dikembalikan kepadanya, karena apa yang dilakukannya 
adalah sesuai keinginannya. Dan wajar saja apabila dia 
ingin tinggal bersama salah satunya pada suatu waktu, 
lalu ingin tinggal bersama yang lainnya pada waktu lain. 
Oleh karena itu, tinggal diikuti saja keinginan sang anak 


370 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


tersebut, karena keinginan tersebut seperti keinginan 
makan dan minum. 


Apabila sang anak tidak memiliki ayah tetapi 
memiliki ibu dan kakek, maka dia harus disuruh 
memilih salah satu dari keduanya, karena kakek itu 
seperti ayah dalam hal memiliki hak asuh terhadap 
anak kecil, sehingga dibolehkan memilihnya dalam 
masalah pengasuhan. 


Apabila sang anak tidak memiliki ayah dan kakek, 
jika kami katakan, bahwa tidak ada hak asuh oleh selain 
ayah dan kakek, maka dia dibiarkan bersama ibunya 
sampai baligh (dewasa). Sedangkan jika kami 
berpendapat berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i, bahwa 
hak asuh berlaku bagi ashabah, jika ashabah tersebut 
adalah mahram-nya seperti paman, saudara laki-laki 
dan putra saudara laki-laki, maka sang anak disuruh 
memilih antara mereka dan ibunya. Hal ini berdasarkan 
riwayat Amir bin Abdullah bahwa dia berkata, 
“Pamanku berselisih dengan ibuku dan hendak 
mengambilku, lalu keduanya mengadu kepada Ali bin 
Abi Thalib #. Lalu Ali menyuruhku memilih tiga kali, 
lalu aku memilih ibuku, kemudian dia menyerahkan aku 
kepada ibuku.” 

Apabila ashabah-nya adalah putra paman, jika 
sang anak adalah laki-laki, maka dia disuruh memilih 
antara putra paman dan ibunya. Sedangkan jika anak 
tersebut perempuan, maka dia diasuh ibunya sampai 
baligh dan tidak boleh disuruh memilih antara 
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keduanya, karena putra paman bukan mahram-nya dan 
tidak boleh diserahkan kepadanya. 


Penjelasan: 


Hadits Abu Hurairah dengan redaksi yang disebutkan 
pengarang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Abu Daud juga 
meriwayatkan dengan redaksi tambahan, “Maka Nabi & bersabda, 
adb 4E “Undilah untuknya” Ahmad juga meriwayatkannya 


dengan redaksi yang semakna dengan redaksi, Yak 3 ifa Let 
#35 “Seorang perempuan yang dithalak suaminya datang,” 
tanpa menyebutkan ucapan si perempuan, 1 af Ka ita 3 
sai 35, “Dia telah memberiku minum dengan air dari sumur Abi 
Inabah dan telah berjasa terhadapku.” 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, At- 
Tirmidzi -dan di-shahih-kan olehnya- secara ringkas dengan 
redaksi, “Nabi @ menyuruh seorang anak kecil untuk memilih 
antara ayah dan ibunya.” 


Pengarang kitab-kitab Sunan, Ibnu Abi Syaibah, At-Tirmidzi 
dan Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dengan redaksi seperti 
yang disebutkan Asy-Syirazi, dimana At-Tirmidzi menilainya 
shahih. 

Sedangkan hadits Amir bin Abdullah, itu diriwayatkan oleh 
Asy-Syafi'i dalam A/ Umm dalam Bab: Siapakah Orang Tua Yang 
Lebih Berhak Mengasuh Anaknya? Ar-Rabi' mengabarkan kepada 
kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dari Ibnu Uyainah 
dari Yunus bin Abdullah Al Jarami dari Umarah, dia berkata, “Ali 
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menyuruhku memilih antara ibu dan pamanku. Kemudian dia 
mengatakan kepada adik laki-laki, “Anak ini juga, apabila dia 
mencapai usia kakaknya, maka aku akan menyuruhnya memilih.” 
Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Ibrahim bin 
Muhammad dari Yunus bin Abdullah dari Umarah dengan redaksi, 
“Ali menyuruhku memilih antara ibu dan pamanku, lalu dia 
mengatakan kepada adik laki-lakiku, “Seandainya anak ini 
mencapai usianya, maka aku akan menyuruhnya memilih.” 


Ibrahim berkata, “Dalam sebuah hadits disebutkan, “Saat 
itu aku berusia 7 tahun atau 8 tahun.” Oleh karena itu, ditemukan 
bahwa riwayat tersebut bukan dari Amir bin Abdullah, tetapi dari 
Umarah.” 


Al Baihagi juga meriwayatkannya dalam As-Sunan Al Kubra 
dan berkata “Umarah Al Judzami.” Akan tetapi yang benar 
adalah yang disebutkan dalam A/ Umm. 


Penjelasan Redaksional: Sumur Abu Inabah adalah 
sumur yang jaraknya satu mil dari Madinah. Ibnu Al Jauzi berkata, 
“Abu Inabah adalah Abdullah bin Inabah, salah seorang sahabat. 
Dan tidak ada tokoh lain selain dia.” 


Dalam A/ Mu talif Wa Al Mukhtalif disebutkan, “Abu Inabah 
Al Khaulani adalah seorang sahabat.” 


Dalam Al Istiab disebutkan, “Dikatakan bahwa dia 
termasuk orang yang shalat dengan menghadap dua kiblat dan 
masuk Islam sejak awal. Dikatakan pula, bahwa dia masuk Islam 
sebelum Nabi & wafat dan tidak menjadi sahabatnya. Dia hanya 
berteman dengan Mu'adz bin Jabal dan tinggal di Syam. Orang 
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yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Ziyad Al 
Alhani, Bakar bin Zur'ah dan Syuraih bin Masruq.” 


Sedangkan tentang redaksi “Lembaga pendidikan (maktab 
atau lembaga keterampilan (shan'ah)”, Al Jauhari mengatakan, 
“Kitab dan maktab adalah satu. Bentuk pluralnya adalah Katatib 
dan Makatib, yaitu tempat mengajar baca tulis (sekolah).” 


Hukum: Asy-Syafi'i s8, mengatakan, “Apabila kedua orang 
tua berpisah (bercerai) dan keduanya tinggal di satu desa, maka 
sang ibu lebih berhak mengasuh anak-anaknya, selama dia belum 
menikah dan selama anak-anak tersebut masih kecil. Apabila salah 
seorang dari mereka telah berusia 7 atau 8 tahun dan telah 
berakal, maka dia bisa disuruh memilih antara ayah atau ibunya, 
lalu tinggal di rumah salah satunya. Apabila dia memilih ayahnya, 
maka ayahnya wajib menafkahi dan tidak boleh melarang sang ibu 
untuk mendidiknya.” 

Dia menyatakan lebih lanjut, “Dan dalam hal ini sama saja 
baik laki-laki maupun perempuan. Sang anak boleh belajar di 
sekolah atau lembaga keterampilan apabila telah layak belajar. Dia 
tetap tinggal bersama ibunya, sementara ayahnya yang 
memberinya nafkah. Apabila dia memilih ayahnya, maka sang 
ayah tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi sang ibu 
walaupun berhari-hari. Apabila anak tersebut perempuan, maka 
ibunya tidak boleh dilarang untuk mengunjunginya. Dan ayahnya 
tidak perlu membawanya kepada ibunya kecuali apabila dia sakit.” 


Perkataannya lebih lanjut, “Apabila anak perempuan wafat, 
maka ibunya tidak boleh dilarang untuk berada di sisinya sampai 
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dia dimakamkan, dan selama dia sakit sang ibu tidak boleh 
dilarang untuk merawatnya di rumah ayahnya.” 


Asy-Syafi'i melanjutkan, “Apabila si anak gila, maka 
hukumnya seperti anak kecil. Begitu pula jika dia tidak gila lalu 
menjadi gila, maka hukumnya seperti anak kecil, dimana sang ibu 
lebih berhak mengasuhnya, dan dia boleh disuruh memilih 
selamanya.” 


Perkataannya lebih lanjut, “Seorang anak disuruh memilih 
antara ayah dan ibunya apabila keduanya sama-sama bisa 
dipercaya dalam mengasuh anaknya. Apabila salah satunya bisa 
dipercaya sementara yang lainnya tidak bisa dipercaya, maka yang 
bisa dipercaya lebih berhak mengasuhnya tanpa perlu ada opsi 
lagi.” 

Asy-Syafi'i menyatakan lainnya, “Apabila sang anak disuruh 
memilih lalu dia memilih tinggal di rumah salah satu dari kedua 
orang tuanya, kemudian dia kembali lagi dan memilih salah 
satunya lagi, maka dia bisa dipindahkan ke rumah orang tua yang 
dipilihnya setelah memilih orang tua yang pertama.” 


Perkataannya lebih lanjut, “Apabila sang ibu menikah maka 
dia tidak berhak lagi mengasuh anaknya baik anak tersebut masih 
kecil maupun sudah dewasa. Sang anak hanya boleh memilihnya 
apabila dia belum menikah.” 


“Apabila hal ini telah jelas, apabila seorang anak yang 
mencapai usia 7 tahun dan dia bukan anak yang pikirannya 
kurang waras, maka dia boleh disuruh memilih antara salah satu 
dari kedua orang tuanya, baik thalak yang dilakukan suami adalah 
talak raj7atau bukan. Bagi orang tua yang dipilih sang anak, maka 
dia lebih berhak mengasuhnya. Demikianlah yang diputuskan oleh 
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Umar, Ali dan Syuraih. Ini adalah madzhab Ahmad. Sedangkan 
menurut Malik dan Abu Hanifah, apabila sang anak telah mandiri 
dimana dia bisa makan sendiri dan bisa memakai pakaian sendiri, 
maka sang ayah lebih berhak mengasuhnya. Malik juga 
mengatakan, bahwa sang ibu lebih berhak mengasuhnya. 
Keduanya mengatakan, “Sedangkan tentang opsi, hukumnya 
adalah tidak sah, karena sang anak belum berhak berbicara, 
karena terkadang dia memilih orang yang bisa diajak bermain 
bersamanya, juga tidak mendidik serta membiarkannya melakukan 
kesenangannya, sehingga akan membuatnya terjerumus ke dalam 
kerusakan. Disamping itu, usianya belum mencapai baligh, 
sehingga dia tidak disuruh memilih, seperti anak yang usianya 
dibawah 7 tahun.” 

Sedangkan dalil kami adalah, hadits Abu Hurairah i: 
Bahwa Nabi @ menyuruh seorang anak kecil untuk memilih 


antara ayahnya dan ibunya. Dalam redaksi lain disebutkan, ws% 
di eh Ol CAN Ting TS cas pala Jadi pan Ni 

ko àn Uas JG ai aA o aa 
Si ane cia ag aa I al ang SA h alay ie n 


-4 Cak “Seorang perempuan menemui Nabi & lalu berkata, 


“Wahai Rasulullah, suamiku hendak membawa putraku meskipun 
dia telah memberiku minum dari sumur Abi Inabah dan telah 
berjasa kepadaku.” Maka Rasulullah & bersabda (kepada si anak), 
“Ini adalah ayahmu dan itu adalah ibumu, pilihlah mana di antara 
keduanya yang kamu suka.” Maka anak tersebut memegang 
tangan ibunya lalu sang ibu membawanya.” 
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Disamping itu, masalah ini sudah menjadi jima’ sahabat, 
sebagaimana yang telah kami riwayatkan dari Ali dan Umar tanpa 
ada seorang pun yang menyelisihinya. 


Apabila seorang anak telah mencapai usia dimana dia bisa 
mengendalikan dirinya dan bisa membedakan antara sikap 
menghormati dan lawannya lalu dia cenderung kepada salah satu 
dari kedua orang tuanya, maka ini menunjukkan bahwa orang tua 
lebih sayang dan lebih kasihan terhadapnya. Kemudian kami 
tetapkan dengan usia 7 tahun, karena usia ini adalah usia dimana 
Allah Æ menyuruh manusia menunaikan shalat. 


Apabila seorang anak memilih salah satu dari kedua orang 
tuanya, lalu dia diserahkan kepadanya, kemudian dia memilih yang 
lain, maka dia harus diserahkan kepada orang tua yang dipilih 
tersebut (yang dipilih kedua). Apabila dia memilih kembali orang 
tua yang pertama (yang dipilih pertama kali), maka dia harus 
dikembalikan kepadanya. Demikianlah yang berlaku seterusnya, 
setiap kali dia memilih salah satu dari keduanya maka dia 
dikembalikan kepada orang tua yang dipilih tersebut, karena 
pilihan tersebut adalah sesuai keinginannya, sehingga harus diikuti. 
Apabila kami menyuruhnya memilih tetapi dia tidak memilih salah 
satu dari keduanya atau memilih keduanya sekaligus maka harus 
diundi, karena tidak ada keistimewaan antara yang satu dari yang 
lainnya dan tidak mungkin dia diasuh oleh keduanya sekaligus, 
sehingga salah satunya harus dipilih melalui undian. 


Cabang: Apabila ayah tidak ada atau bukan orang yang 
memiliki hak asuh, sementara ada selain dia dari golongan 
Ashabah seperti saudara laki-laki, paman dan putranya, maka dia 
menggantikan posisi ayah dan sang anak harus disuruh memilih 
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antara ibunya dan ashabah-nya tersebut. Begitu pula jika sang ibu 
tidak ada, atau bukan orang yang memiliki hak asuh, lalu sang 
anak diserahkan kepada nenek, maka sang anak disuruh memilih 
antara nenek dan ayahnya, atau yang menggantikannya dari 
golongan ashabah. 


Apabila kedua orang tua tidak ada atau bukan orang yang 
memiliki hak asuh, lalu dia diserahkan kepada perempuan seperti 
saudara perempuannya dan bibinya dari jalur ayah atau bibinya 
dari jalur ibu, maka perempuan tersebut menggantikan ibu, 
sehingga sang anak disuruh memilih antara dia dan ashabahrnya, 
sebagaimana yang telah kami uraikan berkenaan dengan kedua 
orang tua tadi. 


Cabang: Apabila seorang anak diasuh ayahnya, maka dia 
harus tinggal bersamanya baik siang maupun malam. Dan sang ibu 
tidak boleh dilarang untuk mengunjunginya, karena apabila dia 
dilarang, maka sama saja mengajarkan anak untuk durhaka 
kepada kedua orang tuanya dan memutuskan hubungan 
kekeluargaan. 


Apabila sang anak sakit, maka ibunya lebih berhak 
merawatnya di rumah sang ibu, karena ketika sakit dia seperti 
anak kecil yang perlu dirawat sehingga yang lebih berhak 
merawatnya adalah ibunya. 


Apabila salah satu dari kedua orang tua sakit sementara 
sang anak dirawat oleh salah satunya (yang tidak sakit), maka anak 
tersebut tidak boleh dilarang menjenguk orang tuanya yang sakit 
dan ber-taZiyah saat kematiannya, baik laki-laki maupun 
perempuan, karena sakit menghalangi penderitanya untuk berjalan 
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menemui anaknya, sehingga sang anak lebih berhak datang 
menjenguknya. 

Sedangkan dalam kondisi sehat, maka anak-lah yang 
menjenguk ibunya, karena perempuan adalah aurat yang harus 
ditutupi. Sedangkan ibu, maka dia harus menjenguk putrinya, 
karena keduanya sama-sama aurat yang harus dijaga, sementara 
menutupi anak perempuan adalah lebih utama, karena ibu telah 


berpengalaman dan berakal, sementara anak perempuan belum 
demikian. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila pasangan 
suami istri berpisah (bercerai) dan keduanya memiliki 
anak, lalu salah satunya ingin bepergian dengan 
membawanya: jika perjalanannya menakutkan atau 
negeri yang hendak dituju menyeramkan, maka orang 
tua yang menetap (tidak bepergian) lebih berhak 
terhadapnya. Apabila sang anak telah mumayyiz, maka 
dia tidak perlu disuruh memilih di antara keduanya, 
karena bepergian akan memperdaya anak. Apabila 
jarak perjalanannya bukan jarak gashar shalat, maka 
keduanya seperti orang yang menetap dan sama-sama 
memiliki hak asuh, sehingga sang anak bisa disuruh 
untuk memilih di antara keduanya, karena keduanya 
sama dalam hal tidak-adanya hukum perjalanan seperti 
gashar, berbuka dan mengusap khuff. Jadi, keduanya 
seperti dua orang mugim (berdiam) di dua tempat dalam 
satu negeri. 


Apabila perjalanannya untuk tujuan tertentu atau 
untuk pindah, maka orang tua yang mugim lebih 
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berhak mengasuh anaknya, karena dia yang berhak 
mengurusnya. Apabila perjalanannya untuk pindah ke 
suatu tempat dengan jarak gashar shalat dan tidak ada 
yang dikhawatirkan dalam perjalanan tersebut, maka 
sang ayah lebih berhak terhadapnya, baik dia mugim 
atau musafir, karena ibu memiliki hak asuh, sementara 
ayah adalah orang yang menjaga nasab dan 
mendidiknya. Dalam hak asuh, orang selain ibu bisa 
menggantikannya, sementara dalam hal menjaga nasab 
tidak ada orang yang bisa menggantikan ayah, sehingga 
dalam hal ini sang ayah lebih berhak. 


Apabila yang bepergian itu ayah, lalu sang ibu 
mengatakan, “Dia bepergian untuk suatu keperluan, 
maka akulah yang lebih berhak terhadapnya,” lalu sang 
ayah mengatakan, “Aku bepergian untuk pindah, 
sehingga aku yang lebih berhak,” maka yang berlaku 
adalah ucapan ayah, karena dia lebih mengetahui 
niatnya. Wabillahit Taufig. 


Penjelasan: 


Apabila salah satu dari kedua orang tua hendak bepergian 
dengan jarak gashar (jarak yang diperbolehkan meng-gashar 
shalat) untuk suatu keperluan lalu dia kembali lagi, sementara 
orang tua yang satunya lagi menetap (tidak bepergian), maka yang 
menetap lebih berhak mengasuh anaknya, karena bepergian 
dengan membawa anak akan membahayakannya. Sedangkan 
apabila dia bepergian dengan tujuan pindah ke negeri yang 
didatanginya, sementara jalan yang ditempuh berbahaya atau 
negeri yang dituju rawan, maka orang tua yang menetapkan lebih 
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berhak mengasuh anaknya, karena bepergian dengan membawa 
anak akan membahayakannya. 


Apabila sang anak memilih bepergian dalam kondisi 
tersebut, maka hukumnya tidak wajib baginya karena hal tersebut 
justru akan memperdayakannya. Sedangkan apabila negeri yang 
dituju aman dan jalan yang dilewati aman, maka sang ayah lebih 
berhak terhadap anaknya, baik dia menetap atau hendak pindah, 
karena jika sang anak bersama ayahnya akan menyebabkan 
nasabnya terjaga dan dia akan mudah dididik. 


Sedangkan apabila jarak yang ditempuh bukan jarak gashar 
shalat, maka keduanya seperti dua orang yang menetap. Pendapat 
ini dinyatakan oleh sebagian pengikut Ahmad. Akan tetapi yang 
sah dari Ahmad adalah berlakunya hukum yang telah kami 
tetapkan yaitu adanya perjalanan secara mutlak: baik perjalanan 
yang dibolehkan meng-gashar shalat atau tidak. Karena jarak jauh 
' yang menyebabkan tidak bisa melihat anak dapat menyebabkan- 
nya tidak bisa mendidik dan mengajarinya serta memperhatikan 
keadaannya, sehingga mirip jarak gashar. Sedangkan yang telah 
kami uraikan berkenaan dengan didahulukannya ayah ketika 
rumah keduanya berbeda, maka pendapat ini juga dinyatakan oleh 
- Syuraih, Malik dan Ahmad. 


Ulama fikih rasionalis mengatakan, “Apabila ayah pindah, 
maka ibu lebih berhak terhadap anaknya. Jika ibu yang pindah ke 
negeri tempat pernikahannya, maka dia lebih berhak terhadap 
anaknya, namun jika ibu pindah ke tempat lain, maka ayahnya 
lebih berhak.” 


Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia mengatakan, 
“Apabila ibu pindah dari suatu negeri ke desa, maka ayah lebih 
berhak mengasuh anaknya. Sedangkan jika dia pindah ke negeri 
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lain, maka dia lebih berhak, karena di kota dia bisa mengajari 
anaknya dan juga mendidiknya.” 


Cabang: Apabila ayah dan ibu berselisih tentang masalah 
bepergian lalu ibu mengatakan, “Dia pergi untuk urusan pribadinya 
dan tidak akan bisa merawat anaknya, maka aku-lah yang lebih 
berhak merawat anakku,” lalu sang ayah mengatakan, “Aku pergi 
untuk pindah dan menetap di negeri yang aku tuju, sehingga aku 
lebih berhak terhadap anakku,” maka yang berlaku adalah ucapan 
ayah, karena dia lebih mengetahui tujuannya. Wallahu A Jam. 
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alkal a 


KITAB JINAYAH (KRIMINALITAS) 


Penjelasan: Jinayaat adalah kata plural dari jinayah. 
Dalam A/ Qamus disebutkan, “Jana Adz-Dzanba Yajnihi Jinayatan 
yaitu berbuat dosa; Jana Ats-Tsamarata, yaitu memetiknya. Jaanin 
bentuk pluralnya adalah Junaatun, Junnaaun, dan Ajnaaun (tapi 
jarang).” 

Dalam AfLisan disebutkan: Abu Hayyah An-Numairi 
berkata: 


E É De SH E sal IS 


Sesungguhnya darah yang tertumpah # pada orang hidup, 
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pelakunya akan mendapat balasan yang sama dan tidak akan 
selamat 


Sedangkan tentang peribahasa yang mengatakan 
“Abnaa'uha Ajnaauha,” menurut Abu Ubaid, abnaa' adalah kata 
plural dari baanin, sementara ajnaa adalah kata plural dari Jaanin 
seperti syahidun dan asyhaadun, shaahibun dan ash-haabun. Ibnu 
Sayyidah berkata dalam A/ Mukhashshish, “Menurutku para pakar 
bahasa tidak merubah kalimat baanin menjadi abnaa 'un dan 
Jaanin menjadi ajnaa 'un kecuali dalam peribahasa ini. Artinya 
adalah, bahwa orang yang berbuat kriminal dan menumpahkan 
darah adalah orang yang menjerumuskan dirinya untuk dihukum 
dengan hukuman yang sama.” 


Al Jauhari berkata, “Aku menduga bahwa peribahasa 
tersebut adalah “Junaatuha Bunaatuha', karena fa'il tidak dijamak 
dengan kata afal” Kemudian dia menampilkan kesalahan dengan 
mengatakan, “Sesungguhnya asyhad dan ashab adalah kata plural 
dari syahdun dan shahbun.” Pernyataan ini salah, karena Jafazh 
fa'lun tidak menjadi kata plural af'a/ kecuali jika ain #'ilnya Wawu 
atau Ya, seperti kalimatu gau/dan syaikhun yang menjadi agwalun 
dan asy-yakhun, kecuali kata plural yang sedikit seperti na'am dan 
an am yang janggal. Aku telah melihat para ulama menulis dalam 
kitab-kitab fikih, hadits, tafsir dan bahasa, dimana mereka 
menjamak kalimat bahtsun menjadi abhatsun. Kalaupun ini 
dibolehkan maka jarang terjadi, karena yang benar adalah 
buhutsun. 


Peribahasa ini menggambarkan orang yang melakukan 
sesuatu dengan tidak hati-hati, sehingga terjerumus dalam 
kesalahan, lalu dia membetulkannya dan usahanya gagal. Kisah 
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kunci tentang sebab lahirnya peribahasa ini adalah menceritakan 
tentang salah seorang raja Yaman yang berperang dengan 
meninggalkan putrinya, kemudian sang putri membangun sebuah 
bangunan yang tidak disukai ayahnya atas rekomendasi beberapa 
tokoh kaumnya. Ketika sang raja pulang dia menyuruh orang- 
orang yang merekomendasikan bangunan tersebut agar meroboh- 
kannya. Artinya adalah, bahwa orang yang menghancurkan 
bangunan tersebut adalah orang yang membangunnya. Sedangkan 
kota yang dihancurkan adalah Baradisy. Oleh karena itu, ada 


peribahasa yang berbunyi, NY i (ii Is “Baragisy berbuat 
jahat terhadap dirinya sendiri.” Dalam sebuah hadits disebutkan, y 
| koi Ie ` Ol “Tidaklah seseorang berbuat kejahatan 
kocikah dia sendiri yang akan menanggung perbuatannya.” 

Jinayah adalah dosa dan kejahatan serta segala sesuatu 
yang dilakukan seseorang yang akan menyebabkannya dihukum 
atau di-gishash di dunia dan akhirat. Artinya adalah, bahwa 
seseorang tidak dituntut atas perbuatan jahat orang lain, baik dia 
kerabatnya atau orang jauh. Apabila salah seorang dari mereka 
berbuat kejahatan, maka orang lain tidak dituntut, ini berdasarkan 
firman Allah &, 


ya RIE 1o Ba A PA 
SA Sapi DI, sÝ; 
“ Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 


lain” (Qs. Az-Zumar [39]: 7). 


Kalimat, jana fulanun ala nafsihi, maksudnya adalah apabila 
seseorang berbuat dosa yang menyebabkan kaumnya terseret. 
Kalimat, tajanna fulanun ala fulanin dzanban, artinya adalah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 385 


apabila dia menuduh si fulan berbuat dosa padahal yang dituduh 
bebas dari tuduhan tersebut. Kalimat tajanna alaihi Janin, artinya 
adalah mengaku telah berbuat jahat terhadap si fulan. Syamir 
berkata, “Aku berbuat untukmu dan atasmu.” 


Contoh lainnya adalah seperti syair: 
HB AAN SAR HN, ME Pa 
pa 


Orang yang berbuat jahat kepadamu adalah orang yang 
menzhalimimu # Yang menularkan penyakit pada orang-orang 
sehat dan menularkan penyakit menular. 


Kalimat, janaitu ats-tsamarata ajniha wa jjtanaituha, 
menurut Ibnu Sayyidah, kalimat jana ats-tsamarata wa fajannaha 
artinya adalah memetik buah-buahan dari pohonnya. 


Seorang penyair berkata: 
E Gg Jadi Sa IE KE SRA 


Ketika aku dipanggil untuk mencari sesuatu di dalam rumah # Dia 
mengatakan, “Ambillah dari tonggak pohonnya” Akan tetapi aku 
tidak akan mengambilnya 


Abu Hanifah berkata, “Penyair ini singgah di tempat suatu 
kaum lalu mereka memberinya getah tetapi tidak membawanya 
kepada yang bersangkutan. Mereka malah hanya menunjukkan 
tempatnya seraya mengatakan, “Pergilah dan ambillah sendiri.” 
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Maka penyair ini melantunkan syair ini yang isinya mencela 
pelakunya. 
Abu Dzuaib menjadikan syair ini sebagai kiasan untuk 

kemuliaan. Dia berkata: 

r s o z 13. 0 PA PA Sana ea aan Ea Ke NT 2 
aa AB of S A Su al LNG GAS 3 LAN 
Keduanya telah hidup mulia # Dan mendapatkan kemuliaan 

seandainya itu bermanfaat. 


Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Amirul Mukminin 
Ali bin Abi Thalib 48, masuk ke Baitul Maal lalu berkata, “Wahai si 
merah, wahai si putih, jadilah kamu merah dan jadilah kamu putih, 
dan pedayalah orang selain aku. 


° "3. ji 2a’ 0, 33A 2r 2 2 ,” Leg 
nadi ISL Ha oke Coli lih 
Ini adalah hasil perbuatanku dan yang terbaik di dalamnya # 


Setiap orang yang meraih dengan tangannya, akan masuk ke 
dalam mulutnya 


Yang dimaksud Ali dalam syair ini adalah, menggambarkan 
perkataan yang diucapkan oleh Amr bin Adi Al-Lakhami putra 
saudara perempuan Judzaimah pada masa Jahiliyyah, yaitu bahwa 
dia tidak menggunakan harta Faj kaum muslimin, tetapi justru 
menaruhnya di tempatnya. Jani adalah buah-buahan yang dipetik 
selama masih segar. 
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SS 


Dalam Al Qur'an disebutkan, és Cb ai Lñ 


“Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak 
kepadamu.” (Qs. Maryam (19): 25). Dalam hadits Abu Bakrah i 
disebutkan, bahwa dia melihat Abu Dzar &, lalu dia memanggil- 
nya dam kemudian memegang tangannya, seraya membisikkan 
sesuatu kepadanya. Kalimat, jana alaihi adalah mendekapnya. Asal 
katanya adalah jana a yajna'u. jika seseorang condong kepadanya 
dan mendekapnya. Inilah sebagian penjelasan tentang kalimat 
Jinayah, baik secara bahasa maupun penggunaan, bukti syair dan 
peribahasa, atsar dan Al Qur`an yang akan bisa membantu 
pembahasan ini secara sempurna. Wallahu/ Muwalffg. 


Hukuman Dalam Teori Perhukuman? 


Sebagian penulis menyerang syariat gishash yang 
merupakan inti hukuman dalam fikih Islam, dimana dalam syariat 
ini hak individu menang atas hak masyarakat. Mereka 
mengatakan, “Perlu dipilih hukuman yang tepat sebagai landasan 
hukuman, karena hukuman gishash merupakan hukuman biadab 
dan tidak sesuai dengan peradaban modem yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia. Disamping itu, tujuan diadakannya 
hukuman adalah untuk memperbaiki jiwa pelaku kriminal.” 


Maka kami katakan: Sesungguhnya perbedaan antara 
hukuman dengan gishash bisa dilihat dari dua sisi: 


2 Dikutip dari kitab A/ Jarimah Wa Al {qab karya Syaikh Muhammad Abu 
Zuhrah hal 47 alinea 34. 
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Sisi Pertama: Hukuman (yang bukan gishas!) tidak 
disamakan dengan tindak kejahatan yang dilakukan pelaku 
kriminal. Terdapat perbedaan antara hukuman yang diterapkan 
dengan jenis kejahatan yang dilakukan pelaku kriminal. Hukuman 
ini merupakan vonis atas tindak kejahatan yang tidak sesuai 
dengan kejahatan yang dilakukan, sebagaimana yang terjadi pada 
masa Jahiliyyah. Akibatnya banyak terjadi di perkampungan Ash- 
Sha'id tindakan membalas dendam atas kejahatan yang dilakukan. 


Sedangkan gishash, itu menyamakan antara hukuman 
dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Apabila tidak bisa 
disamakan 'seperti yang terjadi pada sebagian luka, maka 
hukumannya bisa dirubah menjadi hukuman lain. Dengan 
demikian, maka jelas sekali perbedaan antara hukuman biasa 
dengan hukuman gishash. 


Sisi Kedua: Hukuman biasa diterapkan oleh sebagian raja 
terhadap rakyatnya 'yang memberontak atau membunuh salah 
seorang pejabat kerajaan, dimana dalam kasus ini hukuman 
diterapkan pada pelakunya atau orang diduga sebagai pelaku. 
Dengan demikian, maka orang yang tidak bersalah bisa ditangkap 
karena menzhalimi orang sakit dan pedang bisa ditaruh di tempat 
yang bebas. Tindakan ini sering terjadi di kalangan masyarakat, 
sehingga yang muncul adalah kekacauan, karena orang yang 
lemah bisa tunduk dalam tekanan dan tidak bisa melawan. 


Sedangkan gishash ditetapkan oleh hakim dan berlaku 
untuk pemimpin dan rakyat. Dialah yang memutuskan gishash 
berdasarkan keputusan penguasa tertinggi apabila ditemukan hal- 
hal yang mewajibkan adanya gishash. Bagi rakyat hendaknya 
membantu orang yang dizhalimi agar hukuman gishash itu bisa 
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terlaksana. Hal ini dijelaskan dengan redaksi yang gamblang dalam 
sebuah hadits, dimana Nabi $ bersabda, 


ox r Lo or .0 307? 8, 8x 
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e 33 s E OE A 
V3 OS 3 0.9. 0 NE OR a et 

pa M gana San O rad 3 


3 


(J Den A | 
SN Sa 


“Hendaklah kalian benar-benar menyuruh kepada yang 
ma'ruf dan mencegah kemungkaran, menangkap orang yang 
zhalim (menghentikan orang yang berbuat zhalim), dan 
memalingkannya (kembali) kepada kebenaran, atau memperketat 
(geraknya hanya) pada (lingkup) kebenaran. Atau Vika tidak 
dilakukan) kelak Allah akan mempertentangkan hati sebagian 
kalian dengan sebagian yang lainnya, sehingga kalian berdoa tetapi 
tidak dikabulkan.” 


Dengan demikian, maka jelaslah bahwa menolong orang 
yang dizhalimi adalah dengan mengambil haknya. Apabila yang 
melakukan penguasa tertinggi, maka ini menjadi perintah yang 
wajib ditaati. 
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Hukuman Bertujuan Untuk Meredakan Kemarahan 
Korban Kejahatan 


35. Suatu kewajiban ketika kami membantah orang-orang 
yang menyerang syariat, kami sampaikan pandangan kami, bahwa 
hukumannya bersifat balasan dan kami mengakui batas perbedaan 
antara hukuman balasan dengan gishash. Kami jelaskan, bahwa 
syariat Islam sangat memperhatikan masalah kejahatan yang 
berhubungan dengan hak hamba secara umum, seperti tindakan 
kriminal yang berkaitan dengan darah, dengan tujuan untuk 
meredakan kemarahan korban kejahatan. Tujuan penerapan 
hukuman ini adalah untuk menerapkan keadilan. 


Apabila undang-undang modem menganggap hukuman 
sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan hak masyarakat 
mendominasi hak individu dalam setiap kejahatan, maka syariat 
Islam menjadikan hukuman dengan tujuan untuk meredakan 
kemarahan korban kejahatan, dengan tetap memperhatikan 
kondisi masyarakat. Oleh sebab itu, aspek individu tetap 
diperhatikan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat. Islam 
menganggap, bahwa orang yang membunuh orang lain, maka dia 
seperti membunuh seluruh manusia. 


Allah & berfirman setelah menceritakan kisah Habil yang 
dibunuh Qabil, 
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“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 
Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, 
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 
membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah 
membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 
telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (Os. Al 
Maa 'idah (5): 32). 


Dari sisi hak individu, Islam menetapkan bahwa wali 


(keluarga) korban berhak mencabut gugatan, menggugurkan dan 
memaafkan. Allah # berfirman, 


PX 


”- r 8 gr orr s .. 1 A ”" 
Í% LE AI D IG An IS 0 


1715 orps v 
O a E 5, 
“Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka 
sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli 
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam 
membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat 
pertolongan.” (Os. Al Israa` (17): 33). 


Allah & juga berfirman terkait dengan gishash, 
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“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari 
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) 
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)” (Os. Al 
Bagarah (2): 178). 


Oishash adalah hukuman dasar dalam Islam untuk kasus- 
kasus kejahatan yang terjadi pada manusia, karena dia dapat 
meredakan kemarahan korban kejahatan. Karena, yang kehilangan 
sesuatu dan dianiaya dalam masyarakat tidak akan sembuh hatinya 
meskipun diberi denda tinggi. Begitu pula hukuman penjara, itu 
tidak bisa menghilangkan kemarahan korban kejahatan. 
Kemarahannya hanya bisa hilang apabila pelaku kejahatan itu 
dihukum di hadapan manusia. 


Undang-undang persamaan mewajibkan adanya persamaan 
antara hukuman dengan tindak kejahatan yang dilakukan dan sakit 
yang dirasakan korban disamakan dengan sakit yang dirasakan 
pelaku kejahatan sebagai hukuman baginya atas perbuatannya. 
Orang yang memulai kejahatan adalah lebih zhalim. Bahkan tidak 
ada kezhaliman dalam gishash. Justru kezhaliman yang sangat 
zhalim itu adalah jika pelaku kejahatan tidak dihukum gishash. 


36. Tidak diragukan lagi, bahwa meredakan kemarahan 
korban kejahatan memiliki pengaruh besar, karena dia tidak akan 
berpikir untuk membalas dendam dan tidak akan berlebih-lebihan 
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dalam melakukan pembunuhan (hukuman balasan), sebagaimana 
yang dijelaskan dalam Al Qur`an. 


Data statistik kejahatan dengan hukuman balas dendam 
perlu dijadikan pelajaran bagi kita semua, karena undang-undang 
modem tidak bisa meredakan kemarahan korban kejahatan 
lantaran kekurangan yang ada padanya, sehingga menimbulkan 
kejahatan yang berantai. Tindakan pembunuhan akan dibalas 
dengan tindakan pembunuhan, lalu orang kedua mengikuti orang 
ketiga, dan terkadang orang yang bukan pelaku kejahatan dibunuh 
karena kedudukan korban yang dibunuh, sebagaimana yang terjadi 
pada masa Jahiliyyah pertama. Balas dendam menjadi hukuman 
yang diwarisi dari generasi ke generasi. Semua itu disebabkan 
karena undang-undang yang dibuat tidak bisa meredam 
kemarahan korban kejahatan. | 


Kemudian dalam rangka meredam kemarahan korban 
kejahatan, fikih Islam menetapkan kompensasi bagi hukuman saat 
hukuman gishash tidak bisa dilaksanakan lantaran tidak adanya 
persamaan antara tindak kejahatan dengan hukuman atau lainnya. 


Ketika korban memaafkan pelaku, maka dia harus diberi 
sejumlah harta yang diminta. Dan ini tidak dibatasi dengan diyat 
jika tindak kejahatannya itu disengaja dan bukan tersalah (tidak 
sengaja). Semua itu dilakukan dengan kerelaan hati. Ketika 
hukuman gishash digugurkan karena memaafkan, maka hukuman 
badan bagi pelaku tidak hilang sama sekali. Bahkan dalam kondisi 
demikian, dia harus memperhatikan hak-hak umum, dan penguasa 
harus menetapkan hukuman ta'zir terhadap pelaku kejahatan 
untuk mencegahnya agar tidak melakukan kerusakan di muka 
bumi dan untuk menutup gerak orang-orang yang suka membuat 
kerusakan di muka bumi. 
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37. Dalam syariat telah ditetapkan, bahwa berkaitan 
dengan luka, darah tidak dibatalkan dalam Islam, sehingga 
kejahatan pembunuhan itu tidak bisa hilang tanpa adanya 
hukuman atau gishash atau pemberian diyat kepada keluarga 
korban: karena diyat yang merupakan kompensasi harta yang 
berlaku bagi setiap pembunuh, dimana itu yang diberikan kepada 
ahli waris korban yang dibunuh. Ini wajib diberikan apabila gishash 
tidak dilaksanakan, atau ketika pembunuhannya tersalah (keliru) 
atau ketika pelaku kejahatannya tidak diketahui. 


Apabila pembunuh tidak memiliki harta, maka yang wajib 
membayar diyat adalah agilah-nya yaitu kerabatnya dari golongan 
ashabah. Apabila mereka tidak bisa membayar diyat, maka diyat 
nya itu ditanggung Baitul Maal, agar darah tidak tertumpah sia-sia 
dan hati yang luka bisa terobati. 


Dengan adanya diyat maka kesetiakawanan sosial akan 
tumbuh berkenaan dengan beban dan tanggung jawab. Bagi orang 
yang membunuh orang Islam secara salah (tersalah), maka agilah- 
nya wajib memberikan diyat kepada keluarga korban, karena 
pelakunya salah (keliru), sehingga yang membayar diyat keluarga 
kecilnya. Apabila keluarga kecilnya itu tidak mampu membayar 
diyat, maka yang menanggung diyat adalah keluarga besarnya 
yaitu masyarakat dengan cara mengambil sejumlah harta dari 
Baitul Maal untuk pembayaran diyat Disamping prinsip tolong 
menolong ini, ada juga pelajaran lain, yaitu bahwa negara 
bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang dilakukan warga 
negara ketika dilakukan dengan sengaja dan bersikap hati-hati 
ketika pembunuhan dilakukan secara tersalah. 


Dalam pembunuhan tersalah, masyarakat muslim 
kehilangan salah satu anggotanya sehingga dia wajib 
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menggantinya. Oleh karena itu, diwajibkan memerdekakan budak 
beriman, karena kebebasan adalah kehidupan bagi manusia. 
Memerdekakan budak dapat menghidupkan jiwa dan bisa 
menutupi kekurangan anggota pada masyarakat Islam. 


38. Dalam fikih Islam tidak ada kejahatan pembunuhan 
yang darah korbannya hilang sia-sia dan para aparatnya seperti 
polisi dan lainnya mendiamkannya. Karena apabila ini terjadi, 
maka seakan-akan hak hidup manusia hilang sama sekali. Pada 
setiap individu wajib dilindungi masyarakat dan negara. Hakim dan 
para aparatnya wajib bertindak tegas dalam menangani masalah ini 
sampai hukum benar-benar ditegakkan. 


Apabila mereka tidak mampu menghukum pelaku 
kejahatan setelah melalui berbagai proses pemeriksaan, maka yang 
berlaku adalah gasamah, yaitu 50 laki-laki penduduk desa tempat 
kejadian perkara atau penduduk desa lainnya bersumpah dengan 
mengatakan, bahwa tersangka tidak membunuhnya dan mereka 
tidak mengetahui pembunuhnya. Dimana orang-orang yang 
bersumpah tersebut harus terdiri dari orang-orang adil yang 
dikenal jujur dalam ucapan. 


Dengan adanya sumpah yang diberatkan ini, maka 
pembunuh tersebut biasanya bisa diketahui, dan ini sering terjadi: 
karena tidak terjadi pembunuhan di suatu desa atau daerah kecuali 
penduduknya mengetahui pelakunya. Hanya saja mereka menolak 
bersaksi: baik karena meremehkan atau takut terhadap pelaku, 
atau juga karena dia masih kerabatnya. Sumpah yang dipaksakan 
ini dapat memaksa orang yang sebelumnya tidak mau berbicara, 
sehingga dia mau berbicara. 
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Apabila 50 orang itu telah bersumpah dan pembunuhnya 
tidak diketahui, maka diyat wajib dibayarkan kepada keluarga 
korban dengan dana dari Baitul Maal. 


Hukuman Yang Terbatas Ada Dua Macam 


Ibnu Rusyd berkata3: 


Jinayah (tindakan kejahatan Ipidanal) yang memiliki 
hukuman had yang disyariatkan adalah jinayah terhadap tubuh, 
jinayah terhadap jiwa dan anggota tubuh yang disebut 
pembunuhan dan melukai, jinayah terhadap kemaluan yang 
disebut zina, dan jinayah terhadap pangkal (aturan) yang apabila 
dilakukan dengan kekerasan (senjata) disebut hirabah apabila tidak 
dengan takwil, sedangkan apabila dilakukan dengan takwil, maka 
disebut baghyun. Sedangkan apabila kejahatan tersebut dengan 
cara mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat 
yang terjaga, maka ini disebut pencurian (sarigah). Apabila 
kejahatannya itu dilakukan dari pihak penguasa dengan kekuatan, 
maka disebut ghashab (pemerasan atau perampasan dengan 
kekerasan). Apabila kejahatan tersebut menyerang kehormatan 
maka disebut gadzaf (menuduh orang baik berbuat zina). 


Ada pula kejahatan yang membolehkan makanan dan 
minuman yang diharamkan Allah, dan yang ada hukuman had-nya 
hanyalah hamer (minuman keras). Inilah bentuk-bentuk jinayah 
(kejahatan) yang disepakati. (selesai) 


3 Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashid, (Juz 2 Hal 330-331), Mathba'ah 
Al Jamaliwah. 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 397 


Hukuman had (Hudud) menurut Ibnu Rusyd adalah 
hukuman yang ditentukan bentuknya, baik yang berkaitan dengan 
kejahatan terhadap sesama manusia atau yang secara umum 
berkaitan dengan hak mereka, atau kejahatan yang melanggar 
hak-hak Allah atau yang secara umum melanggar hak Allah. 


Inilah pendapat mayoritas ahli fikih. Menurut mereka, 
hukuman had adalah hukuman terhadap tindak kejahatan yang 
ditentukan bentuknya oleh sang pembuat syariat (Allah $), dimana 
dalam hukuman ini penguasa tidak bisa menentukan sendiri 
(menetapkan hukum sendiri). Pendapat ini dinyatakan oleh ulama 
Hanafiyyah. Akan tetapi banyak ulama selain mereka yang 
berpendapat bahwa hukuman had hanya berlaku terhadap 
hukuman yang berkaitan dengan hak Allah secara umum atau 
yang murni merupakan hak Allah. Mereka mengatakan, 
“Sesungguhnya hukuman had menurut terminologi adalah, 
hukuman yang ditentukan dan berkaitan dengan hak Allah. 
Dengan demikian, maka hukuman gishash tidak disebut Aad, 
karena hak manusia itu lebih dominan. Hukuman 4a Zir juga tidak 
disebut had, karena dia tidak ditentukan dengan dalil syariat. 
Berdasarkan hal ini, maka dalam hukuman had harus ada dua 
kriteria; salah satunya adalah bahwa tindak kejahatan tersebut 
bukan kejahatan yang dihukum dengan hukuman had.” 


Eksekusi Hukuman Had Adalah Ibadah dan Jihad 
Syaikhul Islam Abu Al Abbas bin Taimiyyah berkata dalam 


risalah As-Siyasah Asy-Syar iyyah: 
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“Penerapan hukuman had termasuk ibadah seperti jihad # 
sabilillah. Perlu diketahui, bahwa penerapan hukuman had 
merupakan rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena 
itu, penguasa harus bertindak tegas dalam hal ini. Dia harus berani 
menerapkan hukuman had tanpa takut terhadap siapapun dengan 
tujuan untuk mengasihi sesama manusia dengan cara menghilang- 
kan kemungkaran, bukan hanya sekedar untuk meredam amarah 
korban pembunuhan. Dia tidak boleh memposisikan dirinya lebih 
tinggi dari manusia, tetapi dia harus memposisikan dirinya seperti 
orang tua yang mendidik anaknya, karena apabila dia tidak 
mendidik anaknya dengan baik seperti yang dilakukan ibunya, 
maka anak tersebut akan rusak. Dia harus mendidiknya dengan 
penuh kasih sayang untuk memperbaiki kondisinya. Dia juga harus 
memposisikan dirinya seperti dokter yang memberi minum obat 
kepada pasiennya meskipun obat tersebut tidak disukai pasien, 
memotong anggota tubuh yang dianggap membahayakan anggota 
tubuh lain dan mengeluarkan darah dari urat-urat, karena dengan 
memberinya minum obat yang pahit tujuannya adalah agar dia 
merasakan kenyamanan (sembuh). 


Begitu pula dengan hukuman had (Hududj yang diterapkan 
penguasa, karena misi penguasa (pemerintah) adalah memperbaiki 
masyarakat dan menghilangkan kemungkaran dengan mendatang- 
kan manfaat dan melenyapkan bahaya. Dan tujuannya harus 
semata-mata karena mengharap ridha Allah dan mentaati 
perintah-Nya. Dengan penerapan hukuman had Allah akan 
melunakkan hati dan memudahkan sebab-sebab kebaikan dan 
mencukupi hukuman ringan. Korban kejahatan akan merasa lega 
apabila hukuman had diterapkan pada pelaku kejahatan. 
Sedangkan jika tujuannya untuk bertindak sewenang-wenang 
terhadap rakyat dan menghukum mereka agar mereka mau 
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memberikan harta yang diinginkannya, maka tujuannya telah 
berubah dari tujuan aslinya. 


Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi 
Khalifah menjabat gubernur Madinah pada masa pemerintahan Al 
Walid bin Abdul Malik. Dia memerintah dengan baik. Kemudian 
datanglah Al Hajjaj dari Irak, lalu menyiksa penduduk Madinah 
dengan siksaan yang hebat. Kemudian dia menanyakan kepada 
penduduk Madinah tentang Umar, “Bagaimana wibawanya di 
hadapan kalian?” mereka menjawab, “Kami tidak sanggup 
memandangnya karena dia begitu berwibawa”, dia bertanya lagi, 
“Bagaimana kecintaan kalian terhadapnya?” Mereka menjawab, 
“Kami mencintainya melebihi kecintaan kami terhadap keluarga 
kami”, dia bertanya lagi, “Bagaimana adabnya?” Mereka 
menjawab, “Antara tiga sampai sepuluh cambukan cemeti” Al 
Hajjaj berkata, “Itulah wibawanya, kecintaannya dan adanya. Ini 
adalah perkara yang datang dari langit.” 


Hak-Hak Manusia Dalam Syariat Islam4 


Hak-hak manusia dalam Islam banyak dan tidak cukup 
mempelajarinya sekaligus dalam satu kajian. Disini kami akan 
meralat kekeliruan yang sering dilakukan, karena ada dua jenis hak 
manusia yang wajib dibedakan dengan jelas: 


Jenis Pertama: Hak-hak yang berkaitan dengan pokok 
kemanusiaan yang tidak ada perbedaan di dalamnya antara 
manusia yang satu dengan manusia lainnya, antara kulit putih 


4 Dikutip dari majalah Asy-Syarg Al Ausath Al Fiqhi, karya DR. Abdul Halim 
'Uwais. 
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dengan kulit merah dan antara orang cerdas dengan orang bodoh. 
Itu adalah hak yang menjamin manusia sejak kelahirannya. 
Termasuk dalam jenis ini adalah hak yang berkaitan dengan 
pentingnya menerapkan keadilan dan persamaan dalam muamalah 
manusia -dengan setiap manusia- dalam satu syariat yang adil. 


Jenis Kedua: Hak yang berbeda-beda antara manusia 
dengan manusia lainnya, yaitu hak yang berkaitan dengan 
beragam kewajiban. Apabila persamaan pada jenis pertama wajib 
diterapkan dimana kehidupan tidak akan baik kecuali dengan 
menerapkannya, maka pada jenis kedua harus dibedakan, karena 
kehidupan juga tidak akan baik kecuali dengan menerapkannya, 
meskipun banyak orang yang keliru dalam hal ini. Masyarakat 
menganggap mudah masalah hak, tetapi mereka melupakan 
kewajiban. Seandainya yang dimulai adalah kewajiban, maka akan 
banyak hak yang bisa diperoleh tanpa kesusahan. Padahal telah 
berlaku, bahwa hak itu tidak bisa diberikan, tetapi hanya diambil, 
bukan melalui revolusi, atau naysid, atau pergolakan, atau slogan, 
tetapi melalui cara khusus yang diajarkan. 


Disini kami akan membahas tentang hak yang merupakan 
jenis pertama, yaitu jenis kemanusiaan yang bersifat umum. 
Namun perlu kami tegaskan, bahwa hak ini berhubungan erat 
dengan jenis kedua. Dengan demikian, maka hak tersebut 
berkaitan dengan kewajiban. Insya Allah akan kami bahas tentang 
hak-hak yang berhadapan dengan kewajiban, dimana yang 
menjadi kewajiban seorang muslim adalah mengetahui eksistensi 
dan peradaban sesuai syariat Islam. 
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Ragam Hak Manusia Antara Ajaran Islam dengan 
Berbagai Aturan Negara 


Tidak ada yang perlu dibandingkan antara ajaran Islam 
dengan ajaran lainnya, sebagaimana siang tidak bisa dibandingkan 
dengan malam. Atas dasar ini, kami pernah menanyakan kepada 
Syaikh Muhammad Al Ghazali tentang hak-hak manusia antara 
Islam dengan sistem negara. Maka dia menjawab dengan 
mengatakan, “Terdapat bagian yang di dalamnya berserikat antara 
Islam dengan kemanusiaan secara umum atas dasar fitrah, karena 
fitrah yang lurus lagi bebas dari penyakit dan Ahurafat serta 
kebodohan adalah Islam.” 


Itulah korelasi antara hakikat Islam dengan makna 
kemanusiaan yang asli, sehingga aku selalu mengatakan, 
“Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sesuai akal dan 
tidak mengenal adanya khurafat Dia itu agama yang sesuai hati 
nurani dan tidak mengenal hawa nafsu. Ketika aku mengamati 
tingkah laku manusia yang mengakui adanya hak dan kewajiban, 
disaat yang sama aku pun membandingkan antara kemampuan 
yang bisa dicapai manusia dengan ajaran-ajaran Islam yang 
terdapat dalam Al Qur`an dan Sunnah. Kemudian aku simpulkan, 
bahwa ternyata yang berhasil adalah yang menjalankan ajaran 
Islam, sementara sistem yang hanya mengandalkan ajaran manusia 
dan tidak merujuk pada wahyu Allah pada akhirnya akan hancur 
dan binasa. Aku katakan, bahwa ajaran Islam yang benar adalah 
yang melindungi kita dari semua kerusakan.” 


Ketika kita melihat pasal pertama dalam deklarasi hak asasi 
manusia, disebutkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan 
merdeka. Aku sendiri tidak heran dengan pasal ini, karena Islam 
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jauh sebelum itu sudah mendeklarasikannya, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al Khaththab 485 ketika 
menangani suatu kasus. Dia mengatakannya dengan spirit Islam 
yang murni dan tanpa beban. 


Apa yang telah aku uraikan hanyalah sekedar contoh 
tentang korelasi antara prinsip-prinsip yang diakui agama kita 
dengan prinsip-prinsip yang diajarkan manusia. 


Di sisi lain, aku melihat adanya perbedaan antara hak asasi 
manusia yang diakui wahyu Ilahi dengan hak asasi manusia yang 
diakui manusia dalam piagam hak asasi manusia. Di antara 
perbedaan yang paling menonjol adalah, adanya persamaan 
mutlak yang terdapat dalam piagam hak asasi manusia, sementara 
dalam Islam hal ini (persamaan mutlak) tidak ada. Contohnya 
adalah, persamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam 
segala hal yang ditetapkan oleh piagam hak asasi manusia, dimana 
sebenarnya hal ini adalah persamaan yang zhalim, karena laki-laki 
akan mengemban tugas dengan segala kesulitannya, sementara 
perempuan hanya mengemban tugasnya sebatas kemampuannya. 
Contoh lainnya adalah, perbedaan dalam masalah kemurtadan 
(keluar dari agama Islam). Kemurtadan dalam Islam adalah khianat 
dan hukumannya diterapkan secara terang-terangan yang bisa 
mengoncang sistem aturan umum (hukum negara misalnya). Dan 
tentu saja hal ini tidak akan diterima oleh negara manapun. 
Namun nyatanya, ada sebagian agama yang menerima hal ini, 
karena agama mereka tidak berdasarkan negara dan tidak tunduk 
pada kaisar. Ketika aku menemukan perbedaan ini, maka bisa 
diketahui kapan terjadinya perselisihan ini dan kapan terjadi 
kekacauan? 
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Orang-orang yang memberikan hak penuh kepada 
perempuan dalam hal persamaan dengan laki-laki, sebenarnya 
mereka sedang menonton pergaulan kotor di depan mata mereka, 
sebagaimana yang terjadi pada sebagian masyarat muslim, dimana 
Islam tidak bertanggung jawab dalam hal ini: karena akibat 
pergaulan ini laki-laki yang berzina di sebagian negara bisa 
melenggang bebas tanpa hukuman, sementara si perempuan akan 
mendapat hukuman mati karena perbuatannya. Berapa banyak 
gadis yang terzhalimi akibat sistem ini? 


Menurutku (Al Muthi'i): Ketika kita menjelaskan ajaran 
Islam yang benar dan meluruskan pandangan-pandangan keliru 
yang dilontarkan terhadap agama kita -padahal Islam bebas dari 
tuduhan tersebut-, sebenarnya orang-orang yang membuat piagam 
hak asasi manusia bisa mengakui dan kembali kepada ajaran 
Islam, karena perbedaannya sangat jelas antara kebebasan berpikir 
dengan kebebasan merusak masyarakat yang berujung pada 
penyerahan masyarakat kepada musuh. Demikianlah perbedaan 
inti antara hak asasi manusia yang ditetapkan dalam Islam dengan 
hak asasi manusia yang dibuat organisasi perserikatan bangsa- 
bangsa (PBB). 


Kebebasan Hak Asasi Manusia Dalam Islam 


Peradaban kita secara hukum dan historis adalah 
peradaban bebas. Bahkan kehidupan di bawah naungan kabilah 
juga berlandaskan kebebasan. Akan tetapi, ketika sistemnya 
beralih kepada negara dalam naungan Islam (maka kebebasan 
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tidak lagi mutlak): Pernah seorang muslim mengatakan kepada 
Khalifah di atas mimbar “Kami tidak akan mendengar dan tidak 
akan taat,” akan tetapi dia tidak dihukum berat. Seorang 
perempuan pernah mengkritik Umar bin Al Khaththab dan Umar 
mengakui kesalahannya. Akan tetapi istilah kebebasan ini telah 
hilang lama dari peradaban kita, lalu dikotori oleh peradaban Barat 
dengan pemahaman mereka (yang sesat). 


Di saat kita mempelajari istilah kebebasan, kita diharuskan 
mempelajari bermacam-macam acuan yang berkaitan dengan 
penggunaannya dan mengetahui fase-fase penggunaannya dalam 
sejarah. Dalam hal kebebasan, kita harus memperhatikan semua 
aspek agar bisa didudukkan dalam posisinya yang benar dan dapat 
menghilangkan kerancuan yang menumpuk dalam perjalanan 
sejarah. 

Sebagian kalangan berpendapat, bahwa kebebasan 
(kemerdekaan) adalah tidak adanya perlawanan individu. Yaitu 
bahwa kita dapat merasakan kebebasan di saat tidak ada seorang 
pun yang mengawasi tindakan kita dan tidak menghalang-halangi 
perbuatan kita. Dari sinilah, maka mereka menamakan aturan- 
aturan ancaman (darurat) sebagai aturan-aturan mutlak, yaitu 
kebebasan rakyat untuk berbuat sekehendak mereka. Dua 
pengertian ini tidak bertentangan antara satu sama lainnya, karena 
pada hakikatnya keduanya saling melengkapi satu sama lain. 
Kebebasan yang dimaksud orang pertama adalah, bahwa dia boleh 
berbicara semaunya, sementara kebebasan orang kedua adalah 
boleh mengkritiknya atau mengemukakan pendapat lain. Yang 
penting salah satunya tidak menggunakan beragam sarana 
ekstrinsik yang jauh dari ucapan untuk menghalangi lawannya 
berbicara sekehendak dirinya. Dengan pengertian ini, maka 
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sebenarnya faktor perasaan tidak berlaku di dalamnya. Kamu akan 
merasa tidak bebas karena orang lain boleh mengkritik ucapanmu. 
Pada dasarnya, ini adalah egoisme yang hendak menyerang hak 
orang lain untuk berbicara. Misalnya kamu memulai hakmu untuk 
berbicara lebih dahulu, lalu hakim mengatakan bahwa dia boleh 
membela pendapatnya, akan tetapi dia melarangmu berbicara. 
Pada hakikatnya ini adalah sikap dan tindakan merampas hak 
kebebasan. 


Sesungguhnya kebebasan itu tidak berarti hilangnya aturan- 
aturan, akan tetapi ada keseimbangan dan keselarasan pada 
aturan-aturan tersebut, dimana aturan-aturan tersebut tidak 
diterapkan pada orang yang dijatuhi hukuman saja, tetapi 
diterapkan pada hakim dan orang yang dijatuhi hukuman 
sekaligus. Aturan-aturan yang melarang manusia berbuat jahat 
terhadap dirinya sendiri dan sesama manusia adalah aturan-aturan 
yang baik secara umum, dan kriteria aturan-aturan yang adil 
adalah dari jenis ini. Apabila ada ungkapan “Tidak ada aturan” 
maka akan ada ungkapan “Tidak ada kebebasan.” 


Dengan demikian, maka kebebasan sosial yang terbatas, 
kebebasan ekonomi yang terbatas dan kebebasan pikiran yang 
terbatas adalah faktor-faktor penting untuk menyempurnakan 
kebebasan politik, karena kebebasan politik itu tidak bisa berdiri 
sendiri. 


Setelah itu adalah kebebasan politik, yaitu kebebasan warga 
negara untuk ikut bergabung dalam beragam aktifitas masyarakat. 
Suatu negara yang bebas secara politik adalah, negara yang 
menjadi negara rakyat di bawah naungan syariat Islam. 


Di sisi lain, kebebasan adalah hal mendasar dalam 
pandangan dan peradaban Islam. Dia tidak diartikan sebagai 
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pembebasan perbudakan saja, akan tetapi diartikan dengan arti 
umum sesuai prinsip kemanusiaan yang diungkapkan oleh khalifah 
Umar bin Al Khaththab # dalam ucapannya yang terkenal, 
“Apabila kalian memperbudak manusia, maka ibu-ibu mereka telah 
melahirkan mereka dalam keadaan merdeka.” 


Manusia dan Hak Pindah (Hijrah) 


Di antara hak asasi manusia yang sesuai fitrahnya yang 
dilindungi Islam adalah hak pindah, hak bepergian dan hak hijrah 
tanpa mengemukakan sebab-sebabnya; baik yang mendorongnya 
hijrah untuk memperbaiki kehidupan ekonominya atau mencari 
aman atau sekedar mengunjungi saudara-saudaranya atau sekedar 
bertamasya. Inilah hak pribadinya yang tidak perlu ditanyakan 
selama tidak dibatasi dengan hak hamba dan hak Allah. 


Berkaitan dengan hak pindah dan hijrah, DR. Abdul 
Wahhab Asy-Syisyani, guru besar Universitas Imam Muhammad 
bin Su'ud Al Islamiyyah Riyadh mengatakan, “Apabila hak pindah 
diakui undang-undang positif sebagai salah satu misi kemanusiaan 
yang mengantarkan kepada tujuannya, maka fase dari pengertian 
pindah ini berbeda tujuannya jika digiyaskan dengan pengertian 
pindah menurut pandangan Islam dan tabiat kehidupan itu sendiri. 


Pandangan Islam dalam masalah pindah, baik pada pagi 
dan sore hari berkaitan dengan tujuan menerapkan kebebasan 
layaknya kebebasan dan hak-hak lainnya, karena setiap hak yang 
dijalankan seseorang pasti secara umum akan melahirkan 
maslahatnya yang bersifat nyata atau menolak keburukan yang 
nyata. Jika tidak demikian, maka dia itu tidak dinamakan hak lagi, 
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karena melakukan sesuatu tanpa tujuan dianggap perbuatan main- 
main yang ditentang orang-orang berakal. Berdasarkan logika ini, 
maka berlaku hukum setiap jenis dari jenisjenis pindah yang 
dilakukan seorang muslim. Ada yang berkaitan dengan kebolehan 
secara mutlak, ada yang berkaitan dengan kewajiban dan ada yang 
berkaitan dengan larangan. 


Sedangkan yang berkaitan dengan kebolehan adalah 
kebebasan pindah dalam konteks zaman sekarang. Islam mengakui 
kebebasan pindah secara mutlak dalam hal-hal yang mubah, 
seperti bepergian untuk tujuan dagang dan bekerja untuk 
menambah penghasilan. Allah & berfirman, 


(Asa Aor 


á KS ES NA k Jas 


“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
pemiagaan) dari Tuhanmu” (Os. Al Baqarah (2): 198). 


Karena, kebiasaan pedagang adalah sering berpindah- 
pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. 
Allah & juga berfirman, 
o A04, Gara LK IKAN - Ah L 
wib Sea AA ska GB 


. 
r 


“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 
di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- 
banyak supaya kamu beruntung.” (Os. Al Jumu'ah [62]: 10). 
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Es LOLL ° 20 r 1 00 DIA L Pi La. 
LE GS SL TS SNN SI IN a 


OQ 5 2 2... 
DL os 
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari 
rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan.” (Os. Al Mulk (67): 15) 


Oleh karena itu, di antara wasiat Khalifah Umar bin Abdul 
Aziz adalah ucapannya yang terkenal, “Bukalah pintu hijrah untuk 
kaum muslimin.” Juga ucapannya yang lain, “Biarkan manusia 
berdagang di daratan maupun lautan dan jangan halangi hamba- 
hamba Allah mencari penghidupan mereka.” 


Termasuk kebolehan untuk pindah adalah kebebasan 
seorang muslim untuk pindah dan bepergian dalam rangka 
mencari sesuatu yang dibolehkan (mubah) yang dihalalkan Allah 
dan dianjurkan oleh-Nya: seperti bepergian untuk mencari obat, 
rekreasi (menghilangkan stres) dan mendatangi tempat-tempat 
suci. Nabi & bersabda, 

se 2 -2 ø - P P - 
Horan IE MV JD es S 


PE dia Se g Aa D 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 409 


“Tidak dibolehkan mengadakan perjalanan kecuali ke tiga 
masjid: Masjidil Haram, masjidku ini i (Masjid Nabawi) dan aya 
Agsha.” 


Di antara bepergian yang dianjurkan Allah & adalah 


bepergian dengan tujuan mengunjungi saudara karena Allah 
(saudara seiman). Rasulullah & bersabda, 


SA Jo ata ae ag 
mi J6 ae KU SE amú de 
ae i ja UB dia aa PIET JG 


pe ai a SA “E Y JG P a VET i 


fr 


agf: BN Ob a II Ia) A6 JG na 
KAS 


“Suatu ketika ada seorang laki-laki yang mengunjungi 
saudaranya yang tinggal di suatu desa, lalu Allah & mengirim 
— malaikat untuk melewati jalan yang dilaluinya, kemudian malaikat ' 
tersebut bertanya kepadanya, “kamu mau kemana?” laki-laki 
tersebut menjawab, “Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa 
ini,” Sang malaikat bertanya, “Apakah kamu memiliki sesuatu 
yang hendak diberikan kepadanya?” Dia menjawab, “Tidak: aku 
mencintainya karena Allah,” Sang malaikat berkata, “Sesungguh- 
nya aku adalah utusan Allah kepadamu (untuk mengabarkan) 
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bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya 
(saudaramu).” (HR. Muslim dan para ulama lainnya). 


Di antara kebolehan yang berkaitan dengan sesuatu yang 
wajib adalah bepergian yang wajib dilakukan seorang muslim 
ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya, seperti hijrah. Para ulama 
membagi jenis-jenis bepergian dan hijrah yang wajib menjadi enam 
macam: 

Pertama: Keluar dari negara kafir menuju negara Islam. 
Hijrah jenis ini berlaku sampai Hari Kiamat, meskipun hijrah ke 
Madinah berhenti karena penaklukan Makkah. Rasulullah & 
bersabda, ai 38 ipa Ú “Tidak ada hijrah setelah penaklukan 


Makkah.” Maksudnya adalah, mendatangi Rasulullah & dimana 
pun beliau berada. 


Kedua: Pergi dari negeri yang banyak bidafrnya. Ibnu Al 
Qasim berkata: Aku pernah mendengar Malik berkata, “Tidak 
halal bagi seorang pun untuk tinggal di negeri yang (penduduknya) 
suka mencela kaum Salaf.” 


Ketiga: Pergi dari negeri yang mayoritas makanannya (dan 
penghidupannya) haram, karena mencari rezeki yang halal adalah 
wajib atas setiap muslim. 


Keempat: Melarikan diri dari tindakan zhalim dan 
penganiayaan yang terjadi di suatu negeri. Ini adalah karunia 
Allah & dan dispensasi dari-Nya. Apabila seseorang meng- 
khawatirkan keselamatan dirinya di suatu tempat, maka Allah & 
telah mengizinkannya pergi dari tempat tersebut dan melarikan diri 
darinya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dimana 
orang yang pertama kali melakukan hal ini adalah Nabi Ibrahim #& 
ketika beliau takut akan kejahatan kaumnya. Dia berkata, “Aku 
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berhijrah kepada Nan ” Allah & juga berfirman mengabarkan 


A Ser 


tentang Nabi Musa #3, F sA la E A “Maka keluarlah Musa 


dari kota itu Pa rasa takut menunggu-nunggu.” (Qs. Al 
Qashash (28): 21). 


Kelima: Pergi dari Hana yang kotor karena takut terkena 
penyakit menuju negeri yang bersih. Nabi & mengizinkan orang- 
orang Urainah pergi ke Maraj ketika kota Madinah kotor. 


Keenam: Pergi dari suatu negeri karena khawatir hartanya 
akan diganggu, karena kehormatan harta seorang muslim adalah 
seperti kehormatan darahnya. 


Demikianlah, manusia diberi hak untuk pindah secara 
bebas, baik yang hukumnya mubah maupun wajib. 

Sedangkan larangan bepergian tanpa ada hak Allah atau 
hak hamba, maka ini merupakan tindakan penghinaan terhadap 
hak asasi manusia yang tidak diridhai Islam, dan ini merupakan 


kejahatan terhadap hak seorang muslim yang pelakunya bisa 
dituntut secara hukum. 


Adil Merupakan Salah Satu Dari Beragam Hak 
Manusia 


Ada hak-hak fundamental manusia yang dibangun di 
atasnya aturan-aturan hidup manusia, dimana manusia tidak layak 
disebut manusia kecuali apabila mendapatkan hak-hak tersebut. Di 
antara aturan terpenting bagi manusia adalah hak keadilan dalam 
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setiap aspeknya: baik yang bersifat kemanusiaan maupun 
perundangan. | 


Agar kita mengetahui nilai (pentingnya) keadilan, maka kita 
wajib mengetahui muara peradaban ketika kezhaliman merajalela. 
Apabila kezhaliman merajalela, maka yang akan terjadi adalah 
kerusakan dan kebinasaan, karena keadilan adalah dasar 
kekuasaan. 


Berkenaan dengan hak dan keadilan seperti hak asasi 
manusia dalam Islam, DR. Mahfuzh Azzam, guru besar 
Kebudayaan Islam di fakultas militer Raja Khalid, Riyadh, 
mengatakan: 


Islam sangat memperhatikan kehormatan manusia dan 
memberikan hak kepadanya. Oleh karena itu, keadilan termasuk 
ajaran fundamental yang dibawa Islam agar diterapkan di antara 
manusia. 


Keadilan sangat penting diterapkan agar masyarakat hidup 
tentram dan damai, serta hubungan antara individu menjadi kuat. 
Dengan prinsip keadilan hubungan antar sesama manusia didirikan 
atas dasar persaudaraan, keselarasan dan keseimbangan. 


Oleh karena itu, banyak ayat Al Qur`an dan hadits Nabi 
yang menyuruh berbuat adil dan melarang berbuat zhalim. Bahkan 
perbuatan zhalim diharamkan dengan tegas dan diancam dengan 
siksa yang pedih. 


Allah & berfirman, 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.” 
(Qs. An-Nahl (16) 90). 

Sesungguhnya Allah & menyatakan bahwa adil adalah 
salah satu dari sifat-sifat-Nya. Tidaklah Allah mengutus Rasul, 
menurunkan Kitab-Nya dan membebankan syariat kepada manusia 
kecuali Dia menyuruh menegakkan keadilan dan kebenaran. 


Allah & berfirman, 
dgn Asr “05, Lu KA -.. A 
LSNA IA SAN D LA 1g 
àe 
> -t PEET A Ac 7 w- 
“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan 


bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 
dapat melaksanakan keadilan.” (Qs. Al Hadiid (57): 25) 


Allah & berfirman lainnya, 

Pp s9 A 24 LA 2. 2... Ar 
OPS bit ai; 
“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan Janganlah 


kamu mengurangi neraca itu.” (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 9). 
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Salah satu tugas para Rasul adalah menegakkan keadilan, 
P 4 "14 4 1 531 LL. LA Yir u 
Katakanlah: 'Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan 


Allah dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu'” 
(Os. Asy-Syuuraa (42): 15). 


Sementara kezhaliman, maka Allah mengharamkan atas 
diri-Nya sendiri dan mengharamkannya atas hamba-hamba-Nya. 
Sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya, 


“Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezhaliman 
terhadap hamba-hamba-Nya.” (Qs. Ghaafir (401: 31) 


Dalam hadits Qudsi disebutkan, 


SE an a d al a al Sale G 
NAS IG Cia 
“Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharam- 


kan kezhaliman atas diri-Ku dan Aku mengharamkannya di antara 
` sesama kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zhalim.” 


Rasulullah &$ melarang kezhaliman dan menyatakan, 
bahwa dia akan menjadi kegelapan pada Hari Kiamat, 


AG py S5 Ibn oy lb 
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“Hindarilah oleh kalian perbuatan zhalim, karena 
sesungguhnya kezhaliman itu (akan menjadi) kegelapan pada Hari 
Kiamat” 


Keadilan yang diajarkan Islam adalah keadilan mutlak yang 
menyamakan semua manusia. Allah & berfirman, 


E 9272 IIA E Bres DL, L2 
JN KE A S a S 


“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Qs. An- 
Nisaa‘ [4]: 58) 


Permusuhan yang terjadi di antara sesama manusia tidak 
bisa dijadikan acuan untuk melegalkan kezhaliman atau 
meninggalkan keadilan. Allah & berfirman, 


sa. ? Gt dg PZ Adi Dg GI .. 3” da 2ni 
IS Yi « Ap IE aaa Jah 


“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 
Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
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bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.” (Os. Al Maa'idah [5]: 8. 

Bahkan sampai dalam ucapan sekalipun, Allah & melarang 
hamba-Nya dari berbuat tidak adil, seperti yang tertera dalam 
firman-Nya, 


ha, zA A 


ga r 2 L2 AON ot 4208 L, y 
Hala, Sp S5 Pp Jae 253 53 


AN sg a A 7 « Ka Gr oS z 
OI LPSK a E 3 


“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku 
adil, kendatipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. 
Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu 
ingat” (Qs. Al An'aam [6]: 152) 


Keadilan itu berlaku untuk individu dan masyarakat. 
Keadilan individu adalah memberikan setiap hak kepada orang 
yang berhak menerimanya. Apabila ini tidak diterapkan, maka 
yang terjadi adalah diskriminasi. 

Masyarakat yang adil adalah masyarakat aturan-aturannya 
memudahkan setiap individu untuk mendapatkan haknya dan bisa 
menaikkannya sesuai kadar kesiapannya. Batasan utama dalam 
hubungan individu dengan | masyarakat adalah keadilan, dimana 
asas dari keadilan itu adalah menjauhkan diri dari hawa nafsu dan 
tidak terpengaruh dengan apapun kecuali kebenaran. 

Keadilan adalah salah satu landasan hukum dan 
penopangnya yang kuat. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar & 
diangkat menjadi Khalifah, dia mengucapkan pidato perdananya 
sebagai berikut, “Orang lemah di tengah-tengah kalian akan 
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menjadi kuat di sisiku sampai aku mengambilkan hak untuknya, 
sementara orang kuat di tengah-tengah kalian akan menjadi lemah 
di sisiku sampai aku mengambil hak darinya.” 


Seorang Umar bin Al Khaththab #@, lantaran dia sangat 
mengharapkan agar para pegawainya menerapkan keadilan, dia 
sering keluar bersama para pegawainya untuk mengantar mereka 
dan menasehati mereka, bahwa mereka tidak diangkat menjadi 
pejabat dan pegawai supaya bisa mendapatkan simpati dan harta 
benda dari masyarakat, akan tetapi supaya mereka mengajarkan 
kepada masyarakat Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, memutus- 
kan hukum dengan benar dan membagikan harta kepada mereka 
dengan adil. Dia sering berkata kepada masyarakat, “Barangsiapa 
dizhalimi pegawaiku, laporkanlah kepadaku agar aku bisa 
menghukumnya.” Oleh karena itu, ketika dia ditanya oleh Amr bin 
Al Ash, “Wahai Amirul Mukminin, apakah jika seorang pejabat 
mendidik salah seorang rakyatnya, engkau akan menghukumnya 
(jika dia berbuat kesalahan)?” Umar menjawab, “Bagaimana aku 
tidak akan menghukumnya, sedang aku telah melihat sendiri 
Rasulullah @ minta dirinya di-gishash (atas perbuatannya)?” 


Keadilan yang dituntut dalam Islam adalah keadilan dalam 
hukum. Pemimpin yang adil adalah salah satu dari tujuh golongan 
yang akan mendapat naungan Allah pada hari ketika tidak ada 
naungan selain naungan-Nya. Dia adalah keadilan bagi orang- 
orang lemah dan menyamakan dua orang yang sedang berseteru 
meskipun status dan kasta keduanya berbeda. Dia juga keadilan 
dalam pembagian hak dan kewajiban, keadilan dalam mengdilir 
para istri yang lebih dari satu dan keadilan di antara golongan- 
golongan kaum muslimin yang berselisih. 


Allah & berfirman, 
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r — okr o 220 og? ar 

BB E aL E ina So GE os 

€ g ge 2 gs or Tso te bos ae o, 977 
AKSES SIS ATI GAH 


SRA 


“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tetapi 
kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, 
hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai 
surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, 
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 
kamu berlaku adil- sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang berlaku adil” (Qs. Al Hujuraat (49): 9). 

Sesungguhnya keadilan dalam Islam bersifat sempurna lagi 
mutlak, sampai terhadap musuh dan rival sekalipun, sehingga bisa 
dipastikan bahwa dia lebih adil terhadap orang-orang dzimmi dan 
mu'ahad. Rasulullah & bersabda, 


A- 0 Pa Ta Oo. Ito 2° P “tai pe”, TE or 
kanan LS yag (kaan Ul Ga sal uya 


al 2 Lor 33X. r 
SAW pa 
“Barangsiapa menyakiti orang kafir Dzimmi maka aku akan 


- menjadi musuhnya, dan barangsiapa yang aku musuhi, maka akan 
kumusuhi pada Hari Kiamat.” 
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Nabi @ bersabda lainnya, 


ap Gi Yaa Af tai db 


A29 — 


ge ° 5 an SN "3 
Kelas Ul adl Kab ba Ea Aa AS ab 
s r 2 


“Ingatlah, barangsiapa yang menzhalimi kafir mu'ahad atau 
merebut haknya atau membebaninya dengan sesuatu yang di luar 
kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan- 
nya, maka aku akan menjadi musuhnya pada Hari Kiamat” 


Hal ini karena orang-orang non muslim yang tinggal di 
negara Islam mendapat jaminan Allah dan Rasul-Nya. Dan di 
antara hak mereka adalah mendapat keadilan dalam segala hal. 


Demikianlah sistem keadilan dalam Islam sebagaimana 
yang diuraikan oleh DR. Mahfuzh Azzam, karena dia merupakan 
sistem yang teratur dari segala sisinya, baik terhadap kerabat, 
terhadap musuh, terhadap kaum muslimin dan terhadap orang- 
orang non muslim. Keadilan dalam syariat Islam adalah keadilan 
mutlak, karena adil memang harus diterapkan demikian. Jika tidak 
demikian, maka tidak dinamakan keadilan. 
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Piagam Hak Asasi Manusia Dalam Islam? 


Para pakar hukum membagi hak menjadi hak politik dan 
hak sipil. Kemudian hak sipil dibagi menjadi hak umum dan hak 
khusus, dimana untuk beragam hak umum diberlakukan pula 
ragam kebebasan umum. 


Keistimewaan kebebasan umum adalah, bahwa dia berlaku 
untuk semua manusia tanpa mendiskriminasikan antara yang satu 
dengan lainnya. 


Kemudian hak-hak umum itu dikembalikan kepada dua 
landasan yaitu persamaan sipil dan kebebasan individu. Yang 
dimaksud persamaan sipil adalah persamaan hukum dalam hak 
dan kewajiban tanpa membeda-membedakan manusia karena 
faktor bahasa atau agama atau ras atau tempat lahir. Sementara. 
kebebasan individu itu mencakup ragam kebebasan yang berkaitan 
— dengan kebutuhan material dan spiritual pada manusia. 


Kebebasan yang berhubungan dengan kebutuhan materi itu 
mengakui adanya kebebasan individu, kebebasan memiliki, 
kebebasan bertempat bertempat tinggal dan kebebasan bekerja. 
Sedangkan kebebasan yang berhubungan dengan spiritual itu 
mencakup kebebasan menganut suatu keyakinan (agama), 
kebebasan bermasyarakat, kebebasan mengajar, kebebasan 
berpendapat dan kebebasan mendirikan organisasi. 


Pembagian hak dan kebebasan ini dipelopori oleh para 
penganut aliran individualisme, yaitu landasan sistem politik di 


5 Dikutip dari majalah AsySyarg Al Ausath, yang ditulis oleh DR. Hasan 
Athiyyatullah. 
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Eropa Barat dan Amerika. Berdasarkan pembagian ini, maka 
lahirlah deklarasi hak asasi manusia pada tahun 1948 M. 


Akan tetapi fikih modern membagi hak dan kebebasan 
menjadi hak individu dan hak sosial ekonomi. Hak individu 
diperoleh manusia secara murni, sedangkan hak sosial ekonomi 
merupakan hasil dari pemikiran modern dan perkembangan sosial 
ekonomi. Hak-hak ini berlaku bagi manusia karena mereka hidup 
dalam komunitas masyarakat yang teratur dan maju secara 
ekonomi dan sosial. Berdasarkan pembagian terbaru ini, maka hak 
individu pada dasarnya adalah hak sosial, karena suatu hak tidak 
ditemukan kecuali dalam lingkup sosial. 


Berdasarkan pembagian hak dan kebebasan yang terbaru, 
maka lahirlah kesepakatan internasional hak asasi manusia dalam 
bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pembagian ini juga 
mendorong lahirnya kesepakatan khusus dalam masalah hak sipil, 
hak politik dan protokol dimana percobaan tersebut ditetapkan 
pada tanggal 16 Desember tahun 1966 M. 


Apabila kita membaca teks deklarasi internasional hak asasi 
manusia, maka akan kita temukan teks yang mengakui hak 
manusia dalam kebebasan, kehormatan, hak hidup, persamaan, 
keselamatan, kepemilikan, pernikahan, pendidikan, jaminan 
kesehatan dan kehidupan pribadi. Deklarasi ini juga mengakui 
kebebasan manusia dalam berpikir, berpendapat, mengungkapkan 
gagasan, bersosial dan beragama. 


Berdasarkan prinsip hak dan kebebasan ini, maka 
ditetapkanlah kesepakatan internasional khusus yang berkaitan 
dengan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Teks-teks 
kesepakatan dua negara yang dideklrasikan dalam deklarasi 
internasional hak asasi manusia sangat berperan penting dalam hal 
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politik, karena itu menjadi keputusan hukum yang wajib 
dilaksanakan. 


Asas Undang-Undang Internasional Modern 


Perlu diingat, bahwa deklarasi internasional hak asasi 
manusia tidak menetapkan hak rakyat dalam menentukan 
nasibnya sendiri dan tidak menetapkan haknya dalam kebebasan 
mengelola kekayaan dan sumber daya alamnya. Kemudian Piagam 
PBB mencoba membuat solusinya dalam masalah hak 
menentukan nasib sendiri, akan tetapi keputusannya masih samar 
dan tidak jelas. 


Pada hakikatnya, para pembuat piagam ini menyembunyi- 
kan kepentingan mereka di belakang teks-teks yang dibuat. 
Mereka menyatakan, bahwa pengakuan hak menentukan nasib 
sendiri hanya salah satu prinsip dan bukan hak. Kesepakatan dua 
negara yang membahas hak rakyat dalam menentukan nasib 
sendiri sebenarnya bisa membantu negara-negara yang tidak 
mendapatkan hak tersebut. Banyak pakar yang berpendapat, 
bahwa hak menentukan nasib sendiri telah menjadi salah satu asas 
dari asas-asas perundangan internasional modem, sehingga bagi 
yang mengingkarinya bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap 
perundangan internasional yang akan membahayakan keamanan 
dan perdamaian internasinal. 


Yang patut dibanggakan adalah bahwa hak-hak yang tidak 
diakui masyarakat internasional kecuali dalam kesepakatan dua 
negara (dua kovenan) yang ditetapkan pada 16 Desember 1966 
M, yang selanjutnya dikembangkan pada bulan Januari dan Maret 
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tahun 1976 M, dimana ternyata hak asasi manusia dan hak rakyat 
telah ditetapkan oleh syariat Islam sejak berabad-abad sebelumnya. 
Para ahli fikih Islam menyatakan, bahwa setiap umat (bangsa) 
berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa ada tekanan dari umat 
lain, kaum muslimin tidak boleh menzhalimi seorang pun dan 
negara Islam tidak boleh menjajah negara lain atau memanfaatkan 
sumber daya alamnya. Berdasarkan prinsip yang adil ini, maka 
Umar bin Al Khaththab dan para sahabat lainnya membiarkan 
tanah pertanian untuk dipegang oleh para pemiliknya yang 
dikalahkan oleh kaum muslimin, dimana mereka hanya 
menetapkan setoran dalam jumlah tertentu yang disebut Kharaj 
(pajak bumi). Prinsip yang ditetapkan Umar bin Al Khaththab pada 
masa kegemilangan Islam adalah inti dari kesepakatan hak asasi 
manusia dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, 
dimana intinya adalah, bahwa suatu bangsa itu tidak boleh 
dihalangi untuk memanfaatkan sumber-sumber penghidupannya 
bersifat khusus (milik negara). 


Al Qur'an dan Sunnah Menetapkan Kebebasan 
Berkeyakinan 


Berkaitan dengan hak suatu bangsa untuk menentukan 
nasibnya sendiri, ada riwayat yang menyebutkan, bahwa @utaibah 
bin Muslim Al Bahili menaklukkan sebagain daerah Samargand 
tanpa menyuruh penduduknya untuk memilih antara masuk Islam 
atau mengadakan perjanjian damai atau perang. Maka penduduk 
Samargand pun mengadukan hal tersebut kepada Khalifah Umar 
bin Abdul Aziz. Lalu Khalifah mengirim seorang hakim untuk 
membuktikan pengaduan tersebut. Setelah terbukti benar, maka 
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dia Khalifah mengirim lagi pasukan Islam ke negeri yang telah 
ditaklukkan lalu dia menyuruh penduduknya untuk menentukan 
nasibnya sendiri. 

Sedangkan berkaitan dengan kebebasan berkeyakinan bagi 
manusia, teks-teks Al Qur`an dan hadits serta jjtihad Khulafaur 
Rasyidin yang bersumber dari keduanya telah menetapkan adanya 
prinsip-prinsip ajaran ini, yaitu ajaran tentang kebebasan 
berkeyakinan, berpikir dan berpendapat. 

Allah & berfirman, 


apa Ar Gara ya Kasir 3 Gb 


“Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya 
mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?' (Os. 


Yuunus (10): 99). 
Allah & juga berfirman, 


tan He sa ng 1 
BB Ta As oas ya 


“Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah dia 
beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah dia kafir” (Os. 
Al Kahfi (18): 29). 

Berdasarkan teks-teks Al Qur`an ini dan petunjuknya maka 
datanglah surat Rasulullah & kepada orang-orang Nashrani Najran 
yang isinya sebagai berikut: (Bagi penduduk Najran dan semua 
daerahnya mendapat perlindungan Allah dan Rasul-Nya, termasuk 
segala yang mereka miliki; baik banyak maupun sedikit. Uskupnya 
tidak akan diserang, pendeta dan dukun-dukunnya juga tidak akan 
diserang). 
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Umar bin Al Khaththab kemudian meneruskan kebijakan 
Nabi #& pada masa pemerintahannya dengan penduduk Iliya' 
Baitul Magdis. Diriwayatkan bahwa dia menghilangkan debu dari 
Haikal Yahudi agar orang-orang Yahudi bisa menjalankan syiar- 
syiar mereka, kemudian ketika datang waktu shalat saat itu dia 
berada di dekat gereja Baitul Magdis, lalu dia shalat di luarnya dan 
mengatakan, “Aku khawatir apabila aku shalat di dalam kaum 
muslimin akan menghilangkannya lalu menjadikannya sebagai 
masjid.” 

Umar bin Khaththab juga menulis surat kepada penduduk 
Iliya' dengan redaksi sebagai berikut, “Mereka diberi jaminan 
aman, baik untuk diri mereka, harta mereka, gereja mereka, salib 
mereka, orang yang sakit, orang yang sehat dan seluruh agama 
yang dianut di sana. Yaitu bahwa gereja mereka tidak boleh 
disentuh dan dihancurkan, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh 
dirubah bentuknya. Harta mereka tidak boleh dirampas dan 
mereka tidak boleh dipaksa memeluk agama Islam. Dan salah 
seorang dari mereka tidak boleh dirugikan.” 


Para ahli fikih Islam menetapkan berdasarkan teks-teks Al 
Qur'an, hadits dan perbuatan para sahabat, bahwa kaum 
muslimin disuruh membiarkan orang-orang non muslim 
menjalankan agama mereka, sehingga non muslim tidak boleh 
diganggu keyakinannya dan dia berhak menjalankan ajaran-ajaran 
agamanya secara bebas tanpa ada tekanan. 

Kebebasan individu yang ditetapkan Al Qur`an dan Sunnah 
sejak 14 abad lalu tidak diakui oleh masyarakat internasional pada 


tahun 1948 M. Padahal mereka juga mengakui kebebasan setiap 
manusia dalam berpikir, berekspresi dan beragama. Yang juga 
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termasuk dalam hak ini adalah kebebasan menjalankan ajaran 
agama. 


Apabila syariat Islam berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan 
perbuatan para sahabat telah menetapkan kebebasan 
berkeyakinan, maka itu juga menetapkan hak manusia dalam hal 
kehormatan, kebebasan dan persamaan tanpa mendiskriminasikan 
sekelompok manusia disebabkan agama atau tubuh atau ras. 
Bahkan kehormatan manusia yang seperti ini wajib dijunjung 
tinggi, baik dalam keadaan perang maupun damai, baik untuk 
orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. 

Islam mengajarkan persamaan di antara sesama manusia 
dalam hak dan kewajiban sebagai hak alami yang berdasarkan 
fitrahnya. Dimana kehormatan manusia sejatinya diberikan oleh 
sang pencipta, sebagaimana disebutkan oleh Allah & dalam 
firman-Nya, 


pangan or en A esye CEDERA 
Hn PA MI å Pils (en GG HEAT 


». 2. s91? BIr la 
ai Gil ca , jé Se HA AT) SAMAT 


“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, 
kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka 
rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan 
kelebihan yang sempuma atas kebanyakan makhluk yang telah 
kami ciptakan.” (Qs. Al Israa` (17): 70). 
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Perjanjian Damai dan Masalah Pariwisata Menurut 
Tinjauan Syariat Islam? 


Para wisatawan yang masuk dalam perjanjian aman adalah 
para wisatawan dari kalangan non muslim, seperti pedagang dan 
lainnya. Sedangkan kaum muslimin di negara-negara Islam, 
mereka adalah saudara dan tidak masuk dalam perjanjian aman. 
Dalam hal ini, DR. Muhammad Kamal Imam hendak menyampai- 
kan makalahnya berkenaan dengan masalah ini dan kami pun 
langsung meresponnya. 


DR. Muhammad Imam, dosen pembantu di Universitas 
Imam Muhammad bin Su'ud Al Islamiyyah menulis makalahnya 
yang berkaitan dengan masalah hak-hak pariwisata bagi orang- 
orang yang masuk dalam perjanjian aman. Dia mengatakan: 


Orang-orang non muslim di negara Islam ada dua 
golongan: 


Golongan Pertama: Mencakup warga masyarakat non 
muslim yang tinggal di negara Islam, dimana mereka merupakan 
kelompok minoritas. Kelompok ini mendapatkan hak dan 
kewajiban dengan akad dzimmah. Mereka adalah orang-orang 
kafir dzimmi. Aturan Islam yang ditetapkan pada mereka adalah, 
bahwa mereka mendapatkan seperti yang kita dapatkan dan 
mendapatkan hukuman, sebagaimana hukuman yang berlaku bagi 
kita kaum muslimin. 


6 Dikutip dari majalah Asy-Syarg Al Ausath, yang ditulis oleh: DR. Abdul Halim 
Uwais. 
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Golongan Kedua: Orang-orang non muslim yang bukan 
rakyat di negara Islam dan hanya memasuki negara Islam untuk 
sekedar berkunjung. Mereka disebutkan golongan Musta ‘man. 


Apabila kita membahas golongan kedua yang termasuk 
golongan turis, maka para ahli fikih Islam menyatakan, bahwa 
musta man adalah seperti kafir dzimmi selama mereka berada di 
negara Islam. Perjanjian damai membuat para turis mendapat 
perlindungan jiwa dan harta benda, karena melindunginya sebagai 
manusia adalah hal yang pertama kali diterapkan dalam perjanjian 
damai selama masa menetapnya. Sedangkan hartanya, maka itu 
mendapat jaminan dengan adanya hukum perjanjian damai. 


Hal pertama yang hendak kami jelaskan adalah bahwa turis 
(wisatawan) yang meminta visa masuk ke negara-negara Islam 
tidak wajib diberi, karena bisa jadi tujuan masuknya akan 
menimbulkan bahaya, sehingga dia tidak diberi visa. Meskipun 
pada umumnya, suatu negara tidak melarang warga negara lain 
untuk berkunjung ke negaranya sebagai turis. Dan perlakuan yang 
dilakukan adalah perlakuan yang sama atau menolak bahaya. 


Sedangkan hal kedua adalah bahwa turis (wisatawan) yang 
memasuki negara Islam memiliki kebebasan berkeyakinan, 
memiliki hak untuk tinggal, hartanya terjaga dan memiliki 
kebebasan untuk berpindah tempat. 


1- Dia memiliki kebebasan untuk menjalankan agama dan 
keyakinannya. Hak menjalankan ajaran agamanya dijaga 
dan tidak dilarang. Meski demikian, dia tidak boleh 
menampakkan sesuatu yang menurut kaum muslimin 
merupakan kemungkaran; misalnya mengatakan terang- 
terangan tentang ideologi Trinitas. Kebebasan berkeyakinan 
yang diberikan kepadanya tidak berarti bahwa dia secara 
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mutlak boleh mendakwahkan agamanya, karena hal 
tersebut adalah kemungkaran yang harus dilawan. Bahkan 
sebagian ahli fikih berpendapat, bahwa dalam kondisi 
demikian, wajib untuk membatalkan perjanjian damai 
dengan orang-orang non muslim tersebut. 


2- Dia memiliki kebebasan untuk memilih tempat tinggal, 
sehingga dia boleh tinggal di hotel, menetap di rumah 
teman atau menyewa tempat sendiri. Meski demikian, 
negara Islam dengan alasan tertentu (demi kemaslahatan) 
boleh melarangnya tinggal di tempat-tempat tertentu karena 
sebab-sebab yang berkaitan dengan maslahat dakwah 
Islamiyah atau keamanan negara Islam. 


3- Dia memiliki kehormatan, sehingga hartanya tidak boleh 
dirampas. Dia juga tidak boleh dilarang melakukan jual beli 
kecuali apabila dapat merugikan negara, misalnya membeli 
senjata dan kuda (kendaraan perang) untuk dibawa ke 
negeri musuh. Apabila dia wafat di negara Islam, maka 
hartanya dibawa ke negaranya untuk dibagi-bagikan kepada 
ahli warisnya sesuai ajaran agamanya. 


4- Dia juga memiliki kebebasan berpindah tempat, karena 
tujuannya datang ke negeri tujuan adalah untuk berkunjung 
(wisata), sehingga dia harus diberi keleluasaan dan 
kebebasan. Kecuali jika tempat yang hendak ditujunya itu 
dilarang untuk dikunjungi olehnya atau syariat Islam 
melarangnya memasuki sebagian kota, maka non muslim 
tidak dibolehkan memasukinya. Syariat Islam melarang non 
muslim memasuki Makkah, karena kawasan Haramnya 
tidak boleh dimasuki oleh non muslim: baik kafir dzimmi 
atau musta man. 
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Disamping seorang non muslim yang menjadi wisatawan 
memiliki hak yang harus diberikan kepadanya berupa jaminan 
keamanan, maka dia jua memiliki kewajiban-kewajiban yang harus 
dilakukannya. Yang paling penting adalah bahwa dia tidak boleh 
menyuarakan kemungkaran secara terang-terangan yang dilarang 
syariat Islam. Dia tidak boleh mendatangkan ke dalam negara 
Islam barang-barang yang dilarang oleh negara Islam, seperti 
narkoba atau uang palsu. 


Dia juga harus mentaati aturan-aturan Islam secara umum 
dalam hal pakaian dan penampilan luarnya. Dia tidak boleh 
berjalan di jalan umum dengan memakai pakaian yang tidak 
pantas. Seorang perempuan tidak boleh berjalan dengan wajah 
terbuka (tidak memakai kerudung) di jalan umum dan tidak boleh 
melakukan hal-hal yang merupakan hal biasa di negara asalnya 
“secara terang-terangan. Kami berpendapat, bahwa wisatawan 
tidak boleh ditemani perempuan selain mahramnya. 


Apabila dia berkunjung ke negara Islam, maka aturan- 
aturan ini harus diberitahukan kepadanya, karena apabila dia 
melanggar, maka dia telah merusak aturan-aturan Islam yang 
bersifat umum. Meski demikian, kami ingin melontarkan 
pertanyaan penting kepada kaum pemikir Islam pada masa 
sekarang dan kami inginkan jawabannya segera. Yaitu: Apakah 
orang Islam yang datang ke negara Islam, baik untuk wisata atau 
bisnis dianggap sebagai orang asing dalam pandangan Islam, 
sehingga dia harus masuk dalam perjanjian jaminan keamanan? 

Kami berpendapat, bahwa seorang muslim dianggap 
sebagai warga lokal di negara Islam manapun yang dimasukinya. 
Memang betul bahwa hal ini akan merubah pandangan-pandangan 
kita berkaitan dengan undang-undang internasional khusus, 
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kewarganegaraan dan markas orang-orang asing. Akan tetapi hal 
ini tidak akan bermasalah, karena Islam adalah agama yang selalu 
memandang jauh ke depan dalam hal legalitas hukum. Kita tidak 
boleh menempatkan aturan Islam di bawah aturan-aturan modern 
yang dibuat oleh pakar hukum. Sesungguhnya kewarganegaraan 
dalam Islam dasarnya adalah akidah, bukan tempat lahir atau 
tempat tinggal orang tua. 


Bab: Pengharaman Pembunuhan Orang Yang 
Wajib Dihukum @ishash dan Yang Tidak 


Asy-Syirazi æ berkata: Membunuh tanpa alasan 


yang benar hukumnya haram dan termasuk salah satu 
dari dosa-dosa besar. Dalilnya adalah firman Allah &, 


Sein ISS KA Ah an 
(er) Kbs GAS A 3A AA; afe l “Dan barangsiapa 
yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, 
maka balasannya ialah Jahannam, dia kekal di 
dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan 
mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar 
baginya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 93). 

Abu Hurairah & meriwayatkan, bahwa Nabi 2 
bersabda, GW! JG ge ài Kp KBM cap jd “Sungguh 
membunuh seorang muslim lebih berat disisi Allah 
daripada hilangnya dunia.” 
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Ibnu Abbas, meriwayatkan. bahwa Nabi & 
bersabda, Had yaa J3 IS ASN A gai ut af of 
3 sa Y of Yı A “Seandainya penduduk langit dan 


bumi bekerjasama untuk membunuh orang beriman, 
pasti Allah & akan menyiksa mereka; kecuali apabila 


Dia tidak menghendakinya.” 


Penjelasan: 
Allah &, 


Z Ang AA 0... Z TI TAL rr 
HL 2 No Da ia ga Io yag 


l 374% A 2 aî A M E S A 
Aa aa aa AE 
opar 


“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin 
dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, dia kekal di 
dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta 
menyediakan adzab yang besar baginya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 93). 


Diriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari dari Ibnu Jubair, dia 
berkata, “Para ulama berselisih pendapat tentang ayat ini, lalu aku 
pergi menemui Ibnu Abbas dan kutanyakan kepadanya tentang 


TAS 


ayat ini. Maka dia menjawab, “Ayat ini, Eday A a 


DG or SALLA orzi 
SARI pil evan 


<% “Dan barangsiapa yang membunuh 
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seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah 
Jahannam”, adalah ayat terakhir yang turun dan tidak di-nasakh.” 


Muslim dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari beberapa 
jalur dari Syu'bah dengan redaksi serupa. Abu Daud juga 
meriwayatkannya dari Ahmad bin Hanbal dengan sanadnya dari 
Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Dia berkata, 
“Ayat ini tidak di-nasakh.” 


Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Yahya Al 
Jabiri dari Salim bin Abi Al Ja'd, dia berkata, “Kami pernah 
bersama Ibnu Abbas ketika penglihatannya sudah rabun, lalu dia 
didatangi seorang laki-laki yang bertanya kepadanya dengan suara 
keras, “Wahai Abdullah, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki 
yang membunuh orang beriman secara sengaja?” Ibnu Abbas 
menjawab, “Balasannya adalah Jahannam dan dia kekal di 
dalamnya (sampai akhir ayat)” Lelaki tersebut bertanya, 
“Bagaimana jika dia bertobat lalu beramal shaleh dan mendapat 
petunjuk?” Ibnu Abbas menjawab, “Kebinasaan bagi ibunya, 
bagaimana tobatnya bisa diterima dan mendapat petunjuk? Demi 
Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku pernah 
mendengar Nabi kalian & bersabda, s& dada Tya yA ta pú a as 


aa HP JS un aan 5 Ola | ata dist ana ag 


ee e 


Ka e Ida J- ju Jy Kal) SI oa Saba ATE Tah 
“Kebinasaan bagi ibunya, orang yang membunuh orang beriman 
secara sengaja akan datang pada Hari Kiamat dengan memegang- 
nya (korban) dengan tangan kanannya atau tangan kirinya dengan 
leher berlumuran darah menuju arah Arasy. Si pembunuh 
senantiasa memegangnya dengan tangan kirinya sementara di 
tangan yang satunya (kanan) adalah kepalanya, lalu si korban 
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mengatakan, “Wahai Tuhanku, tanyakan kepadanya mengapa dia 
membunuhku?' Demi Dzat yang jiwa Abdullah berada di Tangan- 
Nya, ayat ini telah diturunkan dan tidak ada ayat yang me-nasakh- 
nya sampai Nabi & wafat, dan tidak ada lagi keterangan setelah 
itu. ” 

Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dalam Musnad:nya. 

Sedangkan tentang hadits, By ài Je oaf GW JG 
da J3 “Sungguh membunuh seorang muslim lebih berat disisi 


Allah daripada hilangnya dunia,” aku tidak menemukannya dari 
jalur Abu Hurairah. Aku tidak akan menuduh pengarang salah 
dalam penisbatan kepadanya karena bukan kewenanganku. Akan 
tetapi aku menemukannya dalam Sunan An-Nasa7 dari jalur 
Buraidah &. Dia juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Umar 
dengan redaksi, Sai J a àn as shef ap KE “Sungguh 
membunuh seorang muslim lebih berat di sisi Allah daripada 
hilangnya dunia.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 
Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari jalur Al Barra‘. 

Sedangkan hadits Ibnu Abbas, maka itu diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi dalam pembahasan diyat dari jalur Abu Sa'id dan Abu 
Hurairah dengan redaksi, gô (8 ISEM PIN, sai Jaf RA 
a E A S 5 ca “Seandainya penduduk langit dan penduduk 
bumi bekerjasama untuk menumpahkan darah seorang muslim, 
maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam Neraka." 
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Hukum: Membunuh tanpa alasan yang benar adalah 
haram. Dalil asalnya adalah Al Quran, Sunnah dan ijma’ 
Sedangkan dalil dari Al Qur`an adalah firman Allah &, 


Had GS» r23 se 


sal NA Sa pen 


“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang 
benar.” (Qs. Al Isra” (17): 33). 


Allah & juga berfirman, 


z3 L Se g 


u MRI AREA] Dec, 


“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (Tidak sengaja)” (Qs. 
An-Nisaa' (41: 92). 

Allah # menjelaskan, bahwa seorang mukmin tidak boleh 
membunuh seorang mukmin lain kecuali karena tersalah (tidak 
sengaja). Dan yang dimaksud dengan redaksi “Kecuali karena 
tersalah” bukanlah bahwa membunuh secara tersalah itu 
dibolehkan. Akan tetapi yang dimaksud adalah, bahwa dia 
membunuh secara tersalah, maka dia wajib membayar diyat dan 
kafarat. 


Allah &, juga berfirman, 


TC DG rr de 4, z IS rr 
Gè SE g Jab penr KG LUi E 9 
Gua KN AE ALE HN Senpi 
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“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin 
dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, dia kekal di 
dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta 
menyediakan adzab yang besar baginya.” (Os. An-Nisaa (4): 93). 

Sedangkan dalil hadits, maka telah disebutkan pada hadits- 
hadits di atas dan hadits-hadits berikutnya yang akan disebutkan 
nanti. 

Sedangkan dalil jma’ adalah bahwa para ulama tidak 
berselisih pendapat tentang keharaman membunuh tanpa alasan 
yang benar. 

Apabila hal ini telah jelas, maka barangsiapa yang 
membunuh orang beriman secara sengaja tanpa alasan yang 
benar, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar dan 
wajib masuk Neraka Jahannam. Kecuali apabila dia bertobat. 


Ibnu Abbas meriwayatkan redaksi hadits, “Tobatnya 
seorang pembunuh tidak akan diterima.” 


Sedangkan dalil kami adalah firman Allah &, Ý Lal: 


SI TA EL Kai GA LA, 


“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta 
Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar’ (Os. Al 


Furgaan (25): 68) sampai ayat, LS “ Kecuali bagi yang bertobat.” 
(Os. Al Furgaan (25): 71). 
Juga sabda Nabi $, Ma ú Ca nya “Tobat itu akan 


menghapus dosa-dosa sebelumnya.” Disamping itu apabila tobat 
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dari kekafiran hukumnya sah, maka tentunya tobat dari 
pembunuhan lebih sah. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: @ishash wajib 
diterapkan apabila seseorang melakukan tindak 
kejahatan terhadap orang lain, yaitu menyerangnya 
dengan sengaja yang secara umum bisa membuatnya 
tewas. Dalilnya adalah firman Allah &, & Ts zá KS 
PSA LING HAL Eh Ah An 
Sa Gak Ah Ia £a “Dan kami telah tetapkan 
terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya 
jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 
gigi, dan luka-luka (pun) ada gishashnya.” (Qs. Al 
Maa'idah [5]: 45). 


sea Un Mg Eo 8 2,8 97x E< ĝe aire orr? Aor?tr 


a a aa oa e ge T Y AL dG A 


& 

ATT LL 0. Zog 1T Beo st oT OM Ca CE ” Ke an 

saka Sh US Any aceh Ya Kang 3) UA (LIA S3 oa L ajl TN, 
z s5 or r s cah 


O; ZÁ 154 “Diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 


dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah 
(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, 
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dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) 
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik 
(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 
Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang 
sangat pedih.” (Qs. Al Baqarah (2): 178). 


Allah & juga berfirman, J Ke me aaia <Í; 


kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang 
berakal.” (Qs. Al Baqarah (2): 179). 

Utsman & meriwayatkan bahwa Nabi & ber- 
sabda, aig ya EIE a isiy II lah cs i 2 Jau Y 
Äi pë f 439 ¿é “Tidak halal darah seorang muslim 


kecuali karena salah satu dari tiga hal: Orang yang 
berzina yang muhshan (telah menikah), orang murtad 
(keluar) dari dari agamanya (Islam) dan orang yang 
membunuh orang lain (tanpa alasan yang benar).” 


Disamping itu, apabila hukuman gishash tidak 
diterapkan, maka akan mendorong terjadinya pertum- 
pahan darah dan rusaknya manusia. Akan tetapi 
gishash itu tidak wajib diterapkan karena kejahatan 
yang tersalah (tidak sengaja), yaitu seseorang 
menyerang orang lain dengan sengaja hingga orang 
tersebut tewas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi &, &) 


sje ra Kal Gy bed Tah Af 35 “Diangkat (dihilangkan) 


“Dan dalam gishash itu ada (jaminan 
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dari umatku kesalahan (kelalaian), lupa dan segala 
sesuatu yang dipaksakan pada mereka.” 


Disamping itu, pula gishash adalah hukuman yang 
berat, sehingga tidak perlu diterapkan apabila sang 
pelaku melakukannya secara tersalah (tidak sengaja). 


@ishash juga tidak wajib diterapkan pada 
perbuatan yang sengaja tetapi tersalah (tidak sengaja), 
yaitu seseorang menyerang orang lain secara sengaja 
dengan sesuatu yang pada umumnya tidak dapat 
membunuhnya lalu orang yang diserang tersebut tewas, 
karena dia tidak bermaksud membunuhnya, sehingga 
tidak wajib dihukum gishash, sebagaimana hukuman 
zina tidak dapat diterapkan dalam persetubuhan yang 
syubhat yang tidak dimaksud berzina. 


Penjelasan: 


Berkenaan dengan firman Allah &, A k me EŞ 


La FE d 


oh An “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di 


dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa...” 

(Qs. Al Maa'idah (5): 45). Ahmad meriwayatkan dalam Musnad- 
nya dari Abdurrahman bin Abi Az-Zinad dari ayahnya dari 
Abdullah bin Abdullah bin Abbas dari ayahnya, dia berkata, 
“Allah & menurunkan ayat, “Barangsiapa yang tidak memutuskan 
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang kafir’ (Qs. Al Maa`idah (5): 44), “Maka mereka 
adalah orang-orang yang zhalim” (Qs. Al Maa`idah (5): 45) “Maka 
mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 47) 
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Allah & menurunkan ayat ini berkenaan dengan dua kelompok 
Yahudi yang salah satunya memaksa kelompok lainnya pada masa 
Jahiliyyah sampai mereka ridha dan berdamai, lalu mereka sama- 
sama sepakat, bahwa setiap rakyat jelata yang dibunuh orang 
bangsawan diyatnya 50 wasag, sedangkan setiap orang 
bangsawan yang dibunuh rakyat jelata maka diyatnya 100 wasag. 
Mereka tetap menerapkan demikian sampai Nabi @ datang ke 
Madinah. 


Suatu ketika seorang rakyat jelata membunuh orang 
bangsawan, lalu keluarga orang bangsawan tersebut meminta 100 
wasag kepada rakyat jelata tersebut. Maka si rakyat jelata 
mengatakan, “Bukankah dua kampung ini agamanya sama, 
nasabnya sama dan negerinya sama sehingga diyafnya sama-sama 
separuh? kami hanya memberikan kepada kalian karena ditindas 
kalian dan diperlukan secara diskriminatif oleh kalian. Muhammad 
telah datang dan kami tidak akan memberikannya kepada kalian.” 
Maka hampir saja terjadi perang antara dua kelompok tersebut 
(@uraizhah dan An-Nadhir), lalu mereka sama-sama sepakat untuk 
mengadu kepada Rasulullah &. 


Maka berkatalah kaum bangsawan, “Demi Allah, 
Muhammad tidak akan memberikan kepada kalian dua kali lipat 
dari apa yang diberikan mereka kepada kalian. Mereka (rakyat 
jelata) benar, bahwa mereka tidak memberikan kepada kita kecuali 
karena kezhaliman dan paksaan kita. Maka lakukanlah tipu daya 
kepada Muhammad dengan memberitahukan masalah kalian agar 
dia mengeluarkan pendapatnya. Apabila dia memberikan kepada 
kalian apa yang kalian inginkan, maka biarkanlah dia memutuskan 
hukum di antara kita. Dan apabila dia tidak memberikan kepada 
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kalian apa yang kalian inginkan, maka tinggalkanlah dia dan 
jangan biarkan dia memutuskan hukum di antara kita.” 
Maka mereka pun melakukan tipu daya terhadap Nabi & 


melalui orang-orang munafik agar orang-orang tersebut 
memberitahukan kepada mereka tentang pendapat Nabi &. 
Ketika mereka mendatangi Nabi, Allah & memberitahukan 


kepadanya tentang kasus yang sebenarnya dan apa yang mereka 


inginkan. Lalu Allah # menurunkan ayat, DA y 3 Pali Kets 


5 YAI Li “Hari rasul, janganlah hendaknya kamu 
disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) 
kekafirannya” (Os. Al Maa`idah [5]: 41), sampai ayat, f6 5 


2 L arz 


A SA Te “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka 
di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa” 
sampai ayat, CY SA 28 Ade AT IA SZ A S5 
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 


diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang 
zhalim.” (Qs. Al Maa 'idah [5]: 45). 


Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Az- 
Zuhri dari Anas bahwa Rasulullah & membaca, “Dan kami telah 
tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya 
jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata,” dengan me- 
nashab-kan "An-Nafsa dan me-rafa'kan ‘A/ Aint. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al Hakim dalam 
Mustadraknya dari jalur Abdullah bin Al Mubarak. At-Tirmidzi 
berkata, “Hasan Gharib.” 
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Al Bukhari berkata, “Ibnu Al Mubarak menyendiri dalam 
meriwayatkan hadits ini.” 


Banyak ulama ushul fikih dan fugaha yang menjadikan 
hadits ini sebagai dalil, bahwa syariat orang-orang sebelum kita 
menjadi syariat kita apabila itu diriwayatkan dengan ditetapkan dan 
tidak di-nasakh, sebagaimana yang terkenal dari golongan Jumhur. 
Juga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Ishag Al 
Isfirayini dari Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i yang 
berkaitan dengan ayat ini, dimana hukum kita sesuai dengannya 
dalam urusan pidana. Al Hasan Al Bashri berkata, “Ayat ini 
berlaku bagi mereka dan manusia secara umum.” (HR. Ibnu Abi 
Hatim) 


Imam An-Nawawi meriwayatkan tiga pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i dalam kitab A/ Majmu’ pada pembahasan puasa 
berkenaan dengan masalah ini, dimana pendapat ketiga adalah: 
Bahwa syariat Nabi Ibrahim #8 adalah hujjah, sementara syariat 
lainnya tidak. Akan tetapi beliau membenarkan pendapat yang 
menyatakan bahwa itu bukan hujjah. 


Syaikh Abu Ishag Al Isfirayini mengutip beberapa pendapat 
dari Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, lalu dia 
menguatkan pendapat yang menyatakan, bahwa itu merupakan 
hujjah bagi jumhur ulama fikih Asy-Syaff'i. | 

Imam Abu Nashr bin Ash-Shabbagh juga meriwayatkan 
dalam Asy-Syamil tentang ijma’ ulama, bahwa ayat ini merupakan 
hujjah sesuai yang ditunjukkan olehnya. 

Sedangkan tentang hadits Utsman 4s, itu diriwayatkan oleh 
Abu Daud dalam pembahasan diyat dari Sulaiman bin Harb, At- 
Tirmidzi dalam pembahasan fitnah-fitnah dari Ahmad bin Adh- 
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Dhabbi, An-Nasa'i dalam pembahasan muharabah dari Ibrahim bin 
Ya'gub, Muammil bin Ihab dan Abu Al Azhar Ahmad bin Al 
Azhar, Ibnu Majah dalam pembahasan hudud, dan juga dari 
Ahmad bin Abdat. 


Redaksinya adalah, “Bahwa Utsman bin Affan melihat 
orang-orang dari atas pada hari pengepungan rumahnya. Lalu dia 
berkata, "Aku katakan kepada kalian atas nama Allah. Tidakkah 
kalian mengetahui bahwa Rasulullah pernah bersabda, 
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'Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah 
satu dari tiga hal berikut ini: berbuat zina setelah menikah, murtad 
dari Islam, atau membunuh jiwa seseorang tanpa alasan yang 
dibenarkan hingga dia juga dibunuh karenanya' Demi Allah, aku 
tidak pernah berbuat zina pada masa Jahiliyah dan setelah datang 
ajaran Islam. Aku tidak pernah murtad sejak berbaiat kepada 
Rasulullah. Aku juga tidak pernah membunuh jiwa seseorang yang 
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diharamkan oleh Allah. Lalu, mengapa kalian hendak membunuh- 
ku?.” 


At-Tirmidzi berkata, “Hammad bin Salamah meriwayatkan- 
nya dari Yahya bin Sa'id secara marfu'” 


Yahya bin Sa'id Al @aththan dan lainnya meriwayatkan 
hadits ini dari Yahya bin Sa'id secara mauguf dan tidak marfu’. 
Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain dari Utsman dari 
Nabi & secara marfu’. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, 
Ashabus Sunan dan Ahmad dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi: 
Rasulullah & bersabda, 


1 
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“ Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah kecuali karena 
salah satu dari tiga hal: janda atau duda yang berzina, jiwa karena 
jiwa (membunuh orang lain tanpa alasan yang benar), orang yang 
meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah." 

Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah secara 

. se s s 3 Pa 
marfu’, ‘H epa GIS Ip IL AI Ya IL lah EA G3 Ja Y 
ý Jä Ca J „Í cake L TAS “Tidak halal darah seorang 
muslim kecuali tiga orang: Orang yang berzina setelah menikah, 
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atau orang yang kafir setelah masuk Islam, atau orang yang 
membunuh orang lain sehingga dia dibunuh.” 

Muslim juga meriwayatkannya dengan redaksi yang 
semakna. 


An-Nasa'i juga meriwayatkannya dari Aisyah dengan 
redaksi, 


r. 


a y AT san. o 
DW HA SY ba 3 daw y 
P S ORA a 203 7 - 
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“Tidak halal membunuh orang Islam kecuali karena salah 

satu dari tiga hal: Orang yang berzina yang telah menikah 

(muhshan) sehingga dia dirajam, orang yang membunuh seorang 

muslim secara sengaja, dan orang yang keluar dari Islam lalu 

memerangi Allah & sehingga dia dibunuh atau disalib atau 
dibuang (diasingkan) dari negerinya.” | 


Abu Daud dan Al Hakim juga meriwayatkan dengan redaksi 
ini dan dishahihkan olehnya. 


Hukum: Apabila seseorang membunuh orang yang sekufu 
dengannya secara sengaja, yaitu sengaja membunuhnya dengan 
sesuatu (alat) yang bisa membunuhnya secara umum, sehingga 
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orang tersebut tewas, maka dia wajib dihukum gishash. Hal ini 
berdasarkan firman Allah &, 


IG II i un 
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PCa raais 
“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At 
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, 


hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, 
dan luka-luka (pun) ada gishashnya.” (Qs. Al Maa 'idah (5): 45). 


Ayat ini adalah hujjah bagi kita tanpa diperselisihkan lagi. 
Karena di antara ulama madzhab kita ada yang mengatakan, 
“Syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat kita jika itu tidak 
diingkari.” Bagi golongan yang mengatakan, bahwa syariat orang- 
orang sebelum kita bukanlah syariat kita, maka syariat telah 
menetapkan, bahwa ayat ini berlaku bagi kita; karena Nabi & 
mengatakan kepada Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz ketika dia 
merontokkan gigi seorang budak perempuan Anshar, “Kitab Allah 
(hukum Allah) adalah gishash,” sementara gigi itu tidak disebut 
dalam hukuman gishash kecuali dalam ayat ini. 


Dalil lainnya adalah firman Allah &, 


àe 
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“Diwajibkan atas kamu gishaash berkenaan dengan orang- 
orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba.” (Os. Al Baqarah (2): 178). 


Juga firman Allah &, 


Peni 


“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 179). 


Artinya adalah, bahwa apabila seseorang mengetahui 
bahwa apabila dia membunuh orang lain, maka dia akan dibunuh, 
oleh karena itu dia tidak akan membunuh, sehingga ini akan 
menjamin kelangsungan hidup keduanya. Orang-orang Arab 
Jahiliyah biasa mengatakan, “Membunuh lebih menghindari 
pembunuhan.” Dan apa yang disebutkan dalam Al Qur`an paling 
bagus redaksinya dan paling luas maknanya. Sedangkan 


PPL 2. .. 2A ce 


berkenaan dengan firman Allah &, -a Uas G5 Gan jsa 


KL. “Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka 


Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli 
warisnya,” (Qs. Al Israa* (17: 33). Yang dimaksud kekuasaan 
disini adalah qishash. 


3 r 
Utsman #, meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, Ja y 


: Os Sa deh Yı | i Sa 23 “ Tidak halal darah seorang 


muslim kecuali ja salah zki dari tiga hak ...... dst.” Hadits ini 
telah kami takhrij sebelumnya. 
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Oishash tidak wajib diterapkan atas pembunuhan tersalah 
(tidak sengaja), yaitu seseorang sengaja menyerang orang lain 
hingga membuatnya tewas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi &, 


(AS u, ON ai A PB 


“Diangkat (dihilangkan) dari umatku kesalahan (kelalaian), 
lupa dan segala sesuatu yang dipaksakan pada mereka." 


@ishash juga tidak wajib diterapkan pada pembunuhan 
yang sengaja tetapi tersalah (tidak sengaja), yaitu seseorang secara 
sengaja menyerang orang lain dengan sesuatu yang pada 
umumnya tidak dapat membunuhnya, lalu orang yang diserang 
tersebut tewas, karena dia tidak bermaksud membunuh, sehingga 
tidak wajib dihukum gishash. | 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Qishash tidak wajib 
diterapkan pada anak kecil dan orang gila, hal ini 
berdasarkan sabda Nabi $, - Ka BU 3 Ai ad) 


ST Ra 03 dara & ad 3 & “Pena 
diangkat dari tiga orang: Dari anak. kecil sampai dia 
baligh, dari orang tidur sampai dia bangun, dan dari 
orang gila sampai dia sembuh.” 

Disamping itu, gishash adalah hukman berat 
sehingga tidak wajib diterapkan pada anak kecil dan 


orang gila, seperti hukuman hudud dan hukuman mati 
karena kekafiran (murtad). 
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Sedangkan berkenaan dengan mabuk, maka ada 
dua riwayat pendapat di kalangan ulama fikih Asy- 
Syafi'i. Di antara ulama madzhab kami, ada yang 
mengatakan, bahwa dia wajib di-gishash menurut satu 
pendapat yang disepakati ulama. Ada pula yang 
mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah kami 
uraikan dalam pembahasan thalak. 


Pasal: Orang Islam dihukum mati (gishash) 
apabila dia membunuh orang Islam, orang kafir dzimmi 
dihukum mati apabila dia membunuh orang kafir 
dzimmi, orang merdeka dihukum mati apabila dia 
membunuh orang merdeka, budak dihukum mati 
apabila dia membunuh budak, laki-laki dihukum mati 
apabila dia membunuh laki-laki, dan perempuan 
dihukum mati apabila dia membunuh perempuan. Hal 
ini berdasarkan firman Allah $, Ki G$ Ban Ill GG 
EAN ENG sah ZAT AL BT IAI 9 HG “Hai orang- 
orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba, perempuan dengan perempuan.” (Os. Al 
Baqarah (2): 178). 

Orang kafir dzimmi dihukum mati apabila dia 
membunuh orang Islam, budak dihukum mati apabila 
dia membunuh orang merdeka, perempuan dihukum 
mati apabila dia membunuh laki-laki. Karena, apabila 
masing-masing dari mereka dihukum mati saat 
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membunuh orang yang selevel dengannya, maka 
tentunya dia lebih patut dihukum mati saat membunuh 
orang yang di atasnya. 


Laki-laki dihukum mati apabila dia membunuh 
perempuan, hal ini berdasarkan riwayat Abu Bakar bin 
Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari 
kakeknya: “Bahwa Rasulullah & menulis surat kepada 
penduduk Yaman yang isinya menjelaskan tentang 
ibadah-ibadah fardhu dan ibadah-ibadah sunah, (yang di 
antaranya disebutkan) bahwa laki-laki dihukum mati 
apabila dia membunuh perempuan.” Disamping itu, 
apabila perempuan sama dengan laki-laki dalam had 
gadzaf, maka tentunya dia juga sama dengan laki-laki 
dalam gishash. 


Penjelasan: 


Firman Allah $, KS! 3 PAI KEC “Diwajibkan atas 
kamu gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." 
(Qs. Al Baqarah (2): 178). Ibnu Katsir meriwayatkan tentang sebab 
turunnya ayat ini dalam Tafsir-nya. Dia mengutip riwayat Ibnu Abi 
Hatim dengan sanadnya dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, 
“Apabila pembunuhannya sengaja antara orang merdeka dengan | 
orang merdeka. Kisahnya adalah, bahwa ada dua kampung Arab 
yang berperang pada masa Jahiliyyah sebelum datangnya Islam. 
Banyak yang tewas dan terluka dalam peperangan tersebut, 
sampai budak dan perempuan juga ikut dibunuh, akan tetapi 
antara yang satu dengan lainnya tidak saling membalas (tidak ada 
| gishash). Salah satu dari kampung tersebut murka kepada 
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kampung lainnya berkenaan dengan jumlah dan harta benda, lalu 
mereka bersumpah, bahwa mereka tidak rela sampai orang 
merdeka dibunuh karena membunuh budak dan laki-laki dibunuh 


kar&ha membunuh perempuan. Maka turunlah ayat, A tai 
r &., r 4 oss or 2e lah 

DYL VI Jual XS, “Orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan,” (Os. Al 
Baqarah (2): 178). Di antaranya ada yang di-nasakh yaitu “Jiwa 
dengan jiwa.” 


Sedangkan tentang hadits, su » ari B5 “Pena diangkat 
dari tiga orang,” hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud 
dan Al Hakim dalam A/ Mustadrak dari Ali dan Umar #5. Hadits 
ini telah di-takhrij pada beberapa tempat dalam kitab ini. 


Sedangkan hadits Ibnu Abi Bakar bin Muhammad bin Amr 
bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, itu diriwayatkan oleh Malik 
dalam A/ Muwaththa' dan Asy-Syafi'i: Bahwa Nabi & menulis 
surat kepada penduduk Yaman yang di dalamnya tertulis bahwa 
laki-laki dibunuh (dihukum mati) apabila dia membunuh 
perempuan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh keduanya dari jalur 
Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari 
ayahnya: Bahwa dalam surat Rasulullah & yang ditulis untuk Amr 
bin Hazm tertulis di dalamnya “Bahwa laki-laki dibunuh karena 


membunuh perempuan.” 


Nu'aim bin Hammad meriwayatkannya secara maushul dari 
Ibnu Al Mubarak dari dari Ma'mar dari Abdullah bin Abi Bakar dari 
ayahnya dari kakeknya. Kakeknya adalah Muhammad bin Amr bin 
Hazm. Dia lahir pada masa Nabi #& tetapi tidak mendengar 
darinya. 
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Abdurrazzag juga meriwayatkannya dari Ma'mar dan Ad- 
Daraguthni juga meriwayatkannya dari jalur periwayatannya. 


Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalur Ibnu 
Wahb dari Yunus dari Az-Zuhri secara mursal. 


Abu Daud juga meriwayatkannya dalam A/ Marasi/ dari 
Ibnu Syihab. Dia berkata, “Aku pernah membaca surat 
Rasulullah & yang ditulis untuk Amr bin Hazm ketika beliau 
mengirimnya ke Najran. Surat tersebut sekarang dipegang oleh 
Abu Bakar bin Hazm.” 


An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi 
meriwayatkannya secara maushul dan dengan redaksi yang 
panjang dari jalur Al Hakam bin Musa dari Yahya bin Hamzah dari 
Sulaiman bin Daud: Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Abu 
Bakar dari ayahnya dari kakeknya. Akan tetapi Ad-Darimi dalam 
Musnad:nya membedakan Al Hakam dari lainnya. 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Para ulama hadits berselisih 
pendapat tentang keabsahan hadits ini. Abu Daud mengatakan 
dalam A/ Marasil, “Hadits ini diriwayatkan secara musnad tetapi 
tidak sah. Hadits yang dalam sanadnya tertulis Sulaiman bin Daud 
itu adalah salah: yang benar adalah Sulaiman bin Argam.” 

Al Hafizh juga mengatakan di tempat lain, “Aku tidak 
meriwayatkannya.” 

Al Hakam bin Musa keliru ketika mengatakan “Sulaiman bin 
Daud', karena Muhammad bin Al Walid Ad-Dimasygi mencerita- 
kan kepadaku bahwa dia membaca dalam tulisan aslinya: Yahya 
bin Hamzah bin Sulaiman bin Argam. Abu Zur'ah Ad-Dimasygi 
juga mengatakan, “Itulah yang benar dan inilah yang dikuatkan 
oleh Shalih Al Jazarah, Abu Al Hasan Al Harawi dan lainnya.” 
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Shalih Jazarah berkata: Duhaim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku membaca dalam buku Yahya bin Hamzah 
sebuah hadits Amr bin Hazm yang diriwayatkan dari Sulaiman bin 
Argam.” Shalih berkata lebih lanjut, “Muslim bin Al Hajjaj menulis 
riwayat ini dariku.” 

Al Hafizh berkata, “Riwayat ini diperkuat dengan riwayat 
An-Nasa'i dari Al Haitsam bin Marwan dari Muhammad bin 
Bakkar dari Yahya bin Hamzah dari Sulaiman bin Argam dari Az- 
Zuhri. Dia berkata, “Ini lebih mendekati kebenaran.” 


Ibnu Hazm berkata dalam A/ Muhalla, “Riwayat tentang 
surat Amr bin Hazm adalah mungathi' sehingga tidak bisa 
dijadikan hujjah, dan Sulaiman bin Daud adalah orang yang para 
ulama telah sepakat bahwa dia matruk.” 


Abdul Haq berkata, “Sulaiman bin Daud yang 
meriwayatkan riwayat ini dari Az-Zuhri adalah dha'if Dikatakan 
bahwa dia adalah Sulaiman bin Argam. Akan tetapi Ibnu Adi 
mengomentari dengan mengatakan, “Nama tersebut salah, yang 
benar adalah Sulaiman bin Daud. Dia dianggap sebagai periwayat 
yang jayyid oleh Al Hakam bin Musa.” 


Abu Zur'ah berkata, “Aku menunjukkan nama tersebut 
kepada Ahmad. Maka dia berkata, “Sulaiman bin Daud Al Yamani 
adalah periwayat yang dha'if sementara Sulaiman bin Daud Al 
Khaulani adalah periwayat yang tsiqah. Keduanya sama-sama 
meriwayatkan dari Az-Zuhri. Yang meriwayatkan hadits tentang 
sedekah adalah Al Khaulani. Orang yang menilainya dha'if 
disebabkan karena dia menduga bahwa dia (Al Khaulani) adalah Al 
Yamani. Sulaiman bin Daud Al Khaulani dipuji oleh Abu Zur'ah, 
Abu Hatim, Utsman bin Sa'id dan segolongan Hafizh. Imam Asy- 
Syafi'i menilai hadits ini shahih dari sisi ketenarannya dan bukan 
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dari sisi sanadnya dalam Risalahnya. Dia mengatakan, “Mereka 
tidak menerima hadits ini sampai terbukti oleh mereka, bahwa ini 
merupakan surat Rasulullah &.” 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Surat ini sangat terkenal di 
kalangan ulama Sirah dan para ulama lainnya, sehingga tidak perlu 
lagi menyebutkan sanadnya karena sudah mirip dengan mutawatir, 
mengingat manusia telah menerima dan mengetahuinya.” 


Ya'qub bin Abi Sufyan berkata, “Sejauh yang aku ketahui - 
berdasarkan seluruh kitab yang ada- tidak ada surat yang lebih sah 
dari surat Amr bin Hazm, karena para sahabat dan tabi'in 
menjadikannya sebagai rujukan dan meninggalkan pendapat 
mereka.” 


Al Hakim berkata, “Umar bin Abdul Aziz dan Az-Zuhri 
menyatakan keabsahan surat tersebut.” 


Hukum: Qishash tidak wajib diterapkan atas anak kecil 
dan orang gila, ini berdasarkan sabda Nabi $, 


-3 ee r rro 
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“Pena itu (catatan amal perbuatan) diangkat dari tiga orang: 
Dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang tidur sampai dia 
bangun, dari orang gila sampai dia sembuh." 
Disamping itu, gishash adalah salah satu dari hak-hak 
tubuh, sementara hak tubuh itu tidak wajib diterapkan atas anak 
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kecil dan orang gila, sebagaimana yang kami katakan berkaitan 
dengan shalat dan puasa. 


Apabila orang mabuk membunuh orang yang sekufu 
dengannya secara sengaja, apakah dia wajib dihukum gishash? 
Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di 
antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam 
masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Ada pula yang 
mengatakan, bahwa dia wajib di-gishash, sesuai satu pendapat 
yang disepakati ulama. Dan masalah ini telah diuraikan dalam 
pembahasan thalak. 


Apabia seseorang membunuh orang lain dalam keadaan 
sadar, lalu dia gila setelah itu atau mabuk, maka hukuman gishash 
tidak gugur darinya: karena gishash itu telah wajib diterapkan 
atasnya, sehingga tidak gugur dengan terjadinya gila atau mabuk, 
sebagaimana dia juga tidak gugur dengan tidur. 


Ulama madzhab Hanbali mengatakan berkenaan dengan 
gishash terhadap orang mabuk: Apabila dia membunuh saat 
mabuk, maka hukumnya berkenaan dengan jatuhnya thalak saat 
itu; dimana dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i. Maka tentang wajibnya gishash bagi yang bersang- 
kutan ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Apa yang terjadi padanya lebih mirip 
dengan gila lantaran akalnya hilang. Disamping itu, dia tidak 
mukallaf sehingga mirip anak kecil dan orang gila. Akan tetapi 
Ibnu Qudamah lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa, 
dia wajib di-gishash, karena para sahabat 4 menetapkan, bahwa 
mabuk tetap menyebabkan berlakunya hukum gadzaf sehingga 
mereka mewajibkan hukuman had gadzaf atasnya. Seandainya 
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gadzaf itu tidak menyebabkan hukuman had, maka tentunya tidak 
wajib menjatuhkan hukuman had karena kesalahan. 


Apabila hukuman had wajib diterapkan dalam kasus 
demikian, maka gishash yang berkaitan dengan hak manusia 
tentunya lebih wajib diterapkan. Selain itu, seandainya dalam kasus 
ini tidak ada gishash dan hukuman had, maka ini akan mendorong 
orang yang ingin bermaksiat untuk mabuk lalu membunuh, 
kemudian berzina dan mencuri, dikarenakan tidak ada hukuman 
dan dosa, dan bahkan perbuatan maksiatnya tersebut merupakan 
sebab gugurnya hukuman di dunia dan akhirat. Akan tetapi tidak 
ada alasan untuk hal ini (tidak bisa diterima). Dan kasus ini berbeda 
dengan thalak: karena thalak itu merupakan ucapan yang bisa 
dihapus, berbeda dengan pembunuhan. 


Sedangkan jika seseorang minum atau makan sesuatu yang 
dapat menghilangkan akalnya selain khamer dengan jalan yang 
diharamkan, jika akalnya hilang total dan membuatnya gila, maka 
tidak ada gishash baginya. Sedangkan jika akalnya bisa kembali 
(kesadarannya bisa pulih) dalam waktu dekat tanpa perlu diobati, 
maka hukumnya adalah seperti mabuk, sebagaimana yang telah 
kami uraikan. 


Masalah: Apabila orang yang melakukan kejahatan dan 
korbannya itu termasuk orang yang dapat menghukum had salah 
satunya saat yang satunya melakukan gadzaf terhadap yang 
lainnya, maka kami nyatakan bahwa gishash wajib diterapkan bagi 
pelaku kejahatan. Apabila seorang muslim membunuh orang 
muslim dan orang kafir membunuh orang kafir, baik keduanya satu 
agama atau dua agama, atau laki-laki membunuh laki-laki, atau 
perempuan membunuh perempuan, atau orang merdeka 
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membunuh orang merdeka, atau budak membunuh budak, maka 


gishash wajib diterapkan atas orang yang membunuh, berdasarkan 
firman Allah &, 


a0170 D Ia 2 
SA ELS 
“Diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang- 
orang yang dibunuh,” (Qs. Al Baqarah (2): 178). —hingga akhir 
ayat.— 
Alasan lainnya adalah, bahwa masing-masing dari keduanya 
sama, sehingga harus dihukum gishash. 


Orang kafir dihukum mati (gishash) apabila membunuh 
orang Islam, budak dihukum mati (gishash) apabila membunuh 
orang merdeka, dam perempuan dihukum mati (gishash) apabila 
membunuh laki-laki. Hal ini berdasarkan firman Allah 8, Sa 


SRG AND Tp ade CS 


“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At 
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa.” (Qs. Al Maa'idah 
(5): 45). 


Disamping itu, apabila seseorang dihukum mati karena 
membunuh orang yang selevel dengannya, maka tentunya dia 
lebih patut dihukum mati jika membunuh orang yang levelnya di 
atasnya. Laki-laki juga dihukum mati apabila membunuh 
perempuan. Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Namun 
menurut Ibnu Abbas @;, dia tidak dihukum mati. 


.. Atha‘ berkata, “Wali (keluarga) pihak perempuan boleh 
memilih, apakah mengambil diyat atau menuntut gishash atas laki- 
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laki yang membunuhnya. Diyat yang diberikan kepada sang wali 
orang itu adalah separuhnya.” Pendapat ini juga diriwayatkan dari 
Ali 48. 

Sedangkan dalil kami adalah firman Allah &, 


» ye ofe 2 Ly 
a 3 I5 
“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu.” (Qs. Al Baqarah (2): 179). 


Juga firman Allah &, 


AI un 
“ Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At 
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa.” (Qs. Al Maa'idah 
ISI: 45). Ayat ini bersifat umum, kecuali apabila ada dalil yang 
mengkhususkannya. 


Dalil lainnya adalah hadits Abu Bakar bin Muhammad bin 
Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, “Bahwa Nabi & 
menulis surat kepada penduduk Yaman (yang isinya) bahwa laki- 
laki harus dihukum mati (gishas#) apabila membunuh perempuan.” 
Selain itu, keduanya adalah dua orang yang masing-masing bisa 
dihukum had jika melakukan gadzaf terhadap lainnya sehingga 
gishash juga berlaku atas keduanya, seperti dua laki-laki dan dua 
perempuan. 


Banci juga dihukum mati apabila membunuh laki-laki atau 
perempuan, dan laki-laki atau perempuan juga dihukum mati 
apabila membunuh banci, ini berdasarkan firman Allah &, 
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“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 
(At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa” (Os. Al 
Maa 'idah (5): 45). 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Qishash tidak wajib 
diterapkan bagi orang Islam yang membunuh orang 
kafir dan orang merdeka yang membunuh budak. Hal 
ini berdasarkan riwayat dari Ali @ bahwa dia berkata, 
“Yang termasuk Sunnah Nabi adalah, bahwa orang 
Islam tidak dihukum mati apabila dia membunuh orang 
kafir. Termasuk Sunnah pula, bahwa orang merdeka 
tidak dihukum mati apabila dia membunuh budak.” 


Apabila orang kafir dzimmi melukai sesama kafir 
dzimmi, lalu orang yang melukai masuk Islam, atau 
seorang budak melukai sesama budak lalu dia (yang 
melukai) menjadi orang merdeka, maka dia tetap 
dihukum gishash, karena keduanya sekufu (selevel) saat 
diwajibkannya hukuman gishash tersebut. Yang ' 
dianggap adalah, pada saat wajibnya, karena gishash 
itu seperti hukuman had, sedang hukuman had itu 
berlaku saat dia wajib ditegakkan. Alasannya adalah, 
bahwa apabila seseorang berzina saat masih gadis, lalu 
dia menikah, maka hukum yang diterapkan atasnya 
adalah hukuman had untuk seorang gadis. 


Apabila seseorang berzina saat berstatus budak 
lalu dia merdeka, maka dia dijatuhi hukuman had 
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budak. Maka gishash pun juga berlaku dalam kasus ini 
dengan melihat kondisi saat perkara itu wajib 
ditegakkan. 


Apabila seorang muslim memotong tangan orang 
kafir dzimmi lalu dia (si kafir dzimmi) masuk Islam 
kemudian wafat, atau orang merdeka memotong tangan 
budak, lalu budak tersebut menjadi orang merdeka 
kemudian dia wafat, maka gishash tidak wajib 
diterapkan atasnya, karena saat terjadinya tindakan 
kejahatan, keduanya tidak sekufu'. 


Apabila seorang muslim melukai muslim lainnya 
lalu orang yang dilukai itu murtad, kemudian kembali 
masuk Islam dan lalu wafat: jika kemurtadannya 
berlangsung beberapa waktu dimana pada saat itu luka 
tersebut bisa sembuh, maka pelaku tersebut tidak wajib 
dihukum gishash, karena tindakan kejahatan dalam 
Islam itu wajib di jatuhi hukuman gishash, sementara 
luka yang sembuh saat masa murtad, maka itu 
menggugurkan gishash. Sebagaimana jika seseorang 
dilukai secara sengaja atau sengaja tetapi tersalah. 


Apabila lukanya itu tidak sembuh pada saat 
murtad, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: | 

Pendapat Pertama: Tidak wajib menerapkan 
gishash atasnya, karena telah berlalu waktu yang 
seandainya dia wafat pada waktu tersebut, maka dia 
tidak wajib dihukum gishash sehingga hukumannya itu 
gugur. 
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Pendapat Kedua: Wajib menerapkan hukuman 
gishash atasnya. Inilah pendapat yang shahih, karena 
tindakan kejahatan dan kematian sama-sama ditemukan 
saat masih Islam, sementara pada saat murtad lukanya 
tidak sembuh, maka kondisinya itu sama seperti tidak 
adanya luka tersebut. 


Apabila tangannya putus, lalu dia murtad 
kemudian meninggal dunia, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Hukuman gishash itu gugur 
pada bagian anggota tubuh, karena dia mengikuti jiwa. 
Apabila gishash tidak wajib pada jiwa, maka dia juga 
tidak wajib pada bagian anggota tubuh. 


Pendapat Kedua: Hukuman gishash wajib 
dilaksanakan. Inilah yang shahih, karena gishash pada 
bagian anggota tubuh, hukumnya wajib dilaksanakan, 
sehingga dia tidak gugur meskipun gishash itu gugur 
pada jiwa. Alasannya adalah, bahwa seandainya bagian 
tubuh seseorang itu dipotong, lalu dia dibunuh oleh 
orang yang tidak wajib dihukum gishash, maka gishash 
tidak gugur pada bagian anggota tubuh meskipun gugur 
pada jiwa. 


Pasal: Apabila orang murtad membunuh orang 
kafir dzimmi, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash. 
Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani. Alasannya adalah, 
karena keduanya sama-sama kafir, sehingga hukuman 
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gishash berlaku bagi keduanya, seperti halnya pada 
perkataan dua orang kafir dzimmi. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum 
gishash, karena kemuliaan Islam masih berlaku pada 
orang murtad. Alasannya adalah, karena dia wajib 
meng-gadha" ibadah dan haram dijadikan budak. 
Apabila dia seorang perempuan, maka orang kafir 
dzimmi itu tidak boleh menikahinya. Oleh karena itu, 
tidak boleh membunuhnya jika pelaku tersebut 
membunuh kafir dzimmi. 


Apabila orang Islam melukai kafir dzimmi lalu 
orang yang melukai itu murtad, kemudian orang yang 
dilukai itu meninggal dunia, maka tidak wajib 
menerapkan gishash bagi pelakunya, sesuai dengan 
satu pendapat yang disepakati ulama. Karena, saat 
terjadi tindak kejahatan, keduanya tidak sekufu', 
sehingga tidak wajib diterapkan gishash bagi pelakunya 
meskipun setelah itu keduanya menjadi sekufu', seperti 
halnya jika orang yang merdeka itu melukai budak lalu 
si budak tersebut menjadi merdeka. 


Apabila orang kafir dzimmi membunuh orang 
murtad, maka ulama madzhab kami berselisih pendapat 
dalam masalah ini. Di antara ulama madzhab kami ada 
yang mengatakan, bahwa dia wajib dihukum gishash 
jika pembunuhannya itu dilakukan secara sengaja, dan 
wajib membayar diyat jika pembunuhan yang dia 
lakukan itu tidak sengaja: karena orang kafir dzimmi itu 
tidak membunuh orang murtad lantaran sentimen 
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agama, namun karena menentangnya, sehingga hukum- 
nya mirip orang yang membunuh orang muslim. 


Akan tetapi, menurut Abu Ishag, dia tidak wajib 
dihukum gishash dan tidak wajib membayar diyat. Inilah 
pendapat yang shahih. Alasannya adalah, karena diyat 
itu dibolehkan baginya, sehingga perlu adanya 
hukuman mati, seperti halnya jika orang tersebut 
dibunuh oleh orang Islam. Sementara menurut Abu 
Sa'id Al Ishthakhri, jika dia membunuhnya secara 
sengaja, maka dia wajib dihukum gishash, karena dia 
membunuhnya sebagai sikap menentang orang itu. 
Sementara jika dia membunuhnya secara tidak sengaja, 
maka yang bersangkutan tidak wajib membayar diyat, 
karena tidak ada nilai kehormatan padanya. 


Pasal: Apabila penguasa menahan orang murtad 
lalu si murtad tersebut masuk Islam kemudian dia 
dibebaskan, lalu dia dibunuh oleh orang Islam yang 
tidak mengetahui keislamannya, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Pelakunya tidak wajib 


dihukum gishash, karena dia tidak sengaja membunuh 
orang yang tidak selevel dengannya. 


Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum gishash, 
karena orang murtad itu tidak dibebaskan kecuali 
setelah masuk Islam. Pendapat yang zhahir adalah, 
bahwa dia itu orang Islam, sehingga wajib diterapkan 
gishash apabila dia dibunuh. 
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Apabila orang Islam membunuh orang yang 
melakukan zina muhshan (melakukan zina dan 
statusnya telah menikah), maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash, 
karena dia membunuh orang yang seharusnya dibunuh 
orang lain, sehingga wajib dihukum gishash, sama 
seperti jika seorang laki-laki membunuh orang lain, lalu 
dia dibunuh oleh selain wali korban. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum 
gishash. Inilah pendapat yang di-nash oleh Asy-Syaffi, 
karena darah orang tersebut boleh ditumpahkan, 
sehingga tidak wajib menghukum gishash pembunuh- 
nya, ini sama seperti halnya perkara membunuh orang 
murtad. 


Penjelasan: 


Hadits Ali &, diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, An- 
Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Juhaifah, dia berkata: 
Aku bertanya kepada Ali, “Apakah pada kalian ada wahyu selain 
Al Qur'an?” Ali menjawab, “Tidak, demi Dzat yang membelah 
diberikan Allah kepada seseorang berkenaan dengan Al Qur'an 
dan apa yang ada dalam lembaran ini” Abu Juihaifah bertanya, 
“Apa yang ada dalam lembaran tersebut ?” Ali manjawab, “Diyat, 
membebaskan tawanan, dan orang Islam tidak boleh dihukum mati 
apabila dia membunuh orang kafir.” 
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Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan Al Hakim -dan dinilai 
shahih olehnya- meriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi & bersabda, 


oz E AL 01. 0 LL. P Pn 2 
ASN Riba LIS Uap 


SE Yg BK 


“Darah orang-orang beriman adalah sekufu. Mereka satu 
tangan terhadap orang-orang selain mereka dan orang yang paling 
rendah dari mereka bisa diusahakan perlindungannya. Ingatlah, 
tidak boleh membunuh orang beriman yang membunuh orang 
kafir dan orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang 
Islam (mu ahad)” 


Hukum: Asy-Syafi'i berkata dalam A/ Umm, “Pidato 
Nabi & pada hari penaklukkan Makkah adalah disebabkan karena 
korban pembunuhan yang dibunuh oleh Khuza'ah, dimana korban 
tersebut adalah kafir mu'ahad. Beliau berpidato dengan 
mengatakan, 3 Sa Jä y Mp da ada 3 MW A fi 
otg d 4S sò Y3 “Seandainya mereka membunuh orang Islam 
yang membunuh orang kafir, maka aku akan menghukum mati 
pelakunya.” Lalu beliau bersabda, “Tidak boleh dibunuh orang 
beriman yang membunuh orang kafir dan (juga tidak boleh 
dibunuh) orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang 
Islam yang masa perjanjiannya masih berlaku.” 
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Apabila hal ini telah ditetapakan, maka orang Islam tidak 
boleh dihukum mati jika dia membunuh orang kafir, baik orang 
tersebut kafir dzimmi, atau musta'man, atau mu'ahad. Pendapat 
ini diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Tsabit dan 
Muawiyah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hasan, Umar bin 
Abdul Aziz, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Ibnu Syubrumah, Ahmad, Ishaq, 
Atha', Ikrimah, Al Auza'i dan Malik. Sementara menurut Asy- 
Sya'bi, An-Nakha'i dan Abu Hanifah, bahwa orang Islam itu 
dihukum mati jika dia membunuh kafir dzimmi, namun dia tidak 
dihukum mati jika membunuh kafir musta'man. Inilah pendapat 
yang masyhur dari Abu Yusuf. Diriwayatkan pula dari Abu Yusuf, 
bahwa dia mengatakan, “Orang Islam dihukum mati apabila 
membunuh kafir musta' man.” 


Ahmad berkata: Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i berkata, “Diyat 
orang Majusi dan orang Yahudi adalah seperti diyat orang Islam. 
Apabila ada orang yang membunuhnya maka dia dihukum mati.” 
Pendapat ini sangat aneh, karena orang Yahudi dianggap sama 
dengan orang Islam. Maha Suci Allah, pendapat macam apa ini?!. 
Demikianlah Ahmad menganggap buruk pendapat ini. | 


Sedangkan dalil kami terhadap ulama fikih rasionalis 
adalah, hadits riwayat Abu Juhaifah, dia berkata: Aku bertanya 
kepada Ali æ, “Apakah kalian memiliki keterangan (dokumen 
tertulis) yang tidak terdapat dalam Kitab Allah?” Ali menjawab, 
“Tidak: demi Dzat yang membelah biji-bijian dan menciptakan 
jiwa, aku tidak mengetahuinya. Kecuali pemahaman yang 
diberikan Allah kepada orang-orang tentang Al Qur'an dan 
sesuatu yang terdapat dalam lembaran ini” Abu Juhaifah bertanya, 


“Apa yang terdapat dalam lembaran itu?” Ali menjawab, “Diyat, 
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membebaskan tawanan, dan bahwa orang Islam tidak boleh 
dibunuh apabila dia membunuh orang kafir.” 


Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar & bahwa Nabi & 
bersabda, 9446 È 4 3 Y3 IK Gate Jak y“ Orang beriman 
tidak boleh dibunuh apabila dia membunuh orang kafir dan juga 


(tidak boleh dibunuh) orang yang mengadakan perjanjian dengan 
orang Islam yang masih dalam kontrak perjanjiannya.” 


Redaksi, “Tidak boleh dibunuh orang yang mengadakan 
perjanjian dengan orang Islam yang masih dalam kontrak 
perjanjiannya” maksudnya adalah, bahwa tidak boleh membunuh 
orang kafir dzimmi. Disamping itu, dalam kasus ini adalah orang 
Islam membunuh orang kafir, sehingga dia tidak boleh dibunuh, 
seperti halnya musta man. 


Cabang: Apabila orang kafir membunuh orang kafir lalu si 
pembunuh masuk Islam, atau orang kafir melukai orang kafir lalu 
orang yang terluka mati, kemudian oarng yang melukai masuk 
Islam, maka pelakunya harus dihukum mati. Akan tetapi menurut 
Al Auza'i dia tidak dihukum mati. 

Sedangkan dalil kami adalah hadits riwayat Al Baihagi dari 
jalur Abdurrahman bin Al Yamani bahwa Rasulullah & 
menghukum mati Orang. Islam yang membunuh kafir mu'ahad. 
Beliau bersabda, asis E Ina, assi í WÍ “Aku adalah orang yang 
paling layak melindungi orang kafir dzimmi karena statusnya yang 
sebagai Ahludz-Dzimm 

— Penjelasannya adalah, bahwa dia membunuhnya ketika 
kondisi dirinya masih kafir, lalu dia masuk Islam. Disamping itu, 
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gishash adalah hukuman had, sedang yang berlaku dalam had 
adalah saat dia wajib dilakukan, bukan saat pelaksanaannya. 
Dengan alasan, karena jika seseorang berzina di saat masih 
perjaka, maka dia tidak dihukum had sampai dia muhshan 
(menikah), atau apabila seseorang berzina ketika statusnya masih 
sebagai budak, maka dia tidak dihukum had sampai dia merdeka. 
Jadi, yang dianggap adalah saat diwajibkannya gishash. Dan 
pelakunya adalah sekufu (selevel) dengan korban saat wajib 
dilaksanakannya hukuman tersebut, sehingga hukumnya tidak 
berubah karena sesuatu yang terjadi setelahnya. 


Apabila orang kafir melukai orang kafir lainnya, lalu orang 
yang melukai itu masuk Islam dan orang yang dilukai itu meninggal 
dunia, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Tidak ada gishash bagi pelakunya, 
karena dia dalam kondisi yang seandainya sang pelaku 
membunuhnya dalam kondisi tersebut, maka dia tidak dihukum 
gishash. 

Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum gishash. Inilah 
pendapat yang masyhur, karena melihat saat terjadinya peristiwa 
itu. Sama seperti halnya jika orang yang terluka itu meninggal 
dunia, lalu orang yang melukai masuk Islam. 


Masalah: Apabila orang merdeka membunuh budak, 
maka dia tidak dihukum mati (gishash), baik yang dibunuh 
budaknya sendiri atau budak orang lain. Pendapat ini diriwayatkan 
dari Abu Bakar, Umar, Ali, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Az-Zubair. 
Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik dan Ahmad. Namun, 
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menurut An-Nakha'i dia harus dihukum mati; baik yang dibunuh 
budaknya sendiri atau budak orang lain. 


Abu Hanifah berkata, “Dia dihukum mati jika yang dibunuh 
adalah budaknya orang lain, namun jika yang dibunuh budaknya 
sendiri, maka dia tidak dihukum mati. Apabila orang kafir yang 
merdeka itu membunuh orang Islam yang berstatus budak, maka 
dia tidak dihukum mati, karena orang merdeka itu tidak dibunuh 
lantaran membunuh seorang budak.” 


Apabila budak muslim membunuh orang kafir merdeka, 
maka dia tidak dihukum mati, karena orang Islam tidak dibunuh 
apabila membunuh orang kafir. Apabila budak membunuh budak 
lalu orang yang membunuh menjadi orang merdeka, atau budak 
melukai budak, lalu yang dilukai mati dan kemudian orang yang 
melukai itu menjadi orang merdeka, maka dia dihukum mati, 
karena status orang yang dilukai itu sama dengan sang pelaku saat 
terjadi tindak kejahatan. 


Apabila orang yang melukai menjadi orang merdeka, lalu 
orang yang terluka itu meninggal dunia, lantas apakah dia wajib 
dihukum gishash? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i, sebagaimana yang kami katakan berkaitan dengan 
orang kafir yang melukai orang kafir lainnya lalu orang yang 
melukai masuk Islam dan kemudian orang yang terluka itu 
meninggal. 


Apabila orang kafir dzimmi membunuh budak lalu kafir 
dzimmi tersebut melarikan diri ke negara musuh (negara kafir), 
kemudian kaum muslimin menangkap dan menjadikannya budak, 
maka dia tidak dihukum mati, karena ketika terjadi kejahatan 
pembunuhan terjadi statusnya sebagai orang merdeka, sehingga 
hukumnya tidak berubah. 
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Cabang: Apabila orang Islam memotong tangan kafir 
dzimmi lalu si kafir dzimmi tersebut masuk Islam, lalu dia wafat, 
maka tidak ada hukuman gishash atas orang Islam tersebut. Begitu 
pula jika orang merdeka memotong tangan budak, lalu si budak 
tersebut merdeka dan kemudian dia meninggal dunia, maka tidak 
ada gishash bagi orang merdeka, karena ketika gishash gugur 
dalam pemotongan tangan, maka dia juga gugur ketika luka 
tersebut hilang. Disamping itu, gishash itu dianggap berlaku saat 
terjadinya tindak kejahatan tersebut, sementara dalam kasus ini 
tidak cukup baginya, sehingga dia tidak wajib dihukum gishash, 
sebagaimana yang kami katakan, berkenaan dengan orang kafir 
yang memotong tangan orang kafir. lalu orang yang dipotong 
tangannya itu mati dan orang yang memotongnya masuk Islam. 


Apabila orang Islam memotong tangan orang murtad atau 
tangan kafir harbi lalu orang yang dipotong masuk Islam dan 
kemudian wafat, maka tidak ada gishash dan diyat atas orang yang 
memotong, karena orang yang dipotong tangannya itu tidak diberi 
jaminan saat terjadinya kejahatan tersebut. Akan tetapi ada 
sebagian ulama madzhab kami yang mengatakan, bahwa 
“pelakunya wajib membayar diyat orang Islam ketika terjadinya 
kejahatan tersebut. Dan dalam hal ini merupakan pendapat yang 
paling shahih adalah pendapat yang pertama. 


Apabila orang Islam melemparkan anak panah kepada 
orang kafir dzimmi, lalu orang kafir dzimmi tersebut masuk Islam, 
dan kemudian anak panah tersebut mengenai tubuhnya hingga dia 
tewas, maka pelakunya tidak wajib dihukum gishash dan hanya 
wajib membayar diyat orang Islam. Ini berbeda dengan hukuman 
akibat berburu, karena yang diburu adalah harta, sehingga yang 
dianggap adalah saat terjadinya tindak pidana tersebut, mengingat 
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yang berlaku adalah saat dalam kondisi tenang. Sedangkan 
gishash, maka itu bukan harta sehingga yang berlaku adalah saat 
melepaskan anak panah tersebut. Apabila kami mewajibkan diyat 
pada orang murtad dan kafir harbi yang masuk Islam sebelum 
keduanya terkena senjata dan setelah senjata tersebut dilepaskan, 
maka dalam hal ini Abu Ishag Al Marwazi mengatakan, “Tidak 
wajib membayar diyat untuk kafir harbi, tetapi wajib membayarnya 
untuk orang murtad, karena kafir harbi boleh diserang dengan 
anak panah, sementara orang murtad tidak boleh dibunuh dan 
yang boleh membunuhnya hanya imam.” Ada pula sebagian ulama 
madzhab kami yang mengatakan, “Tidak ada diyat untuk 
keduanya.” Pendapat pertama adalah pendapat yang di-nash oleh 
Asy-Syafi'i. 


Apabila orang Islam memotong tangan orang Islam lainnya 
lalu orang yang terluka murtad kemudian masuk Islam lagi lalu 
mati karena luka tersebut, maka orang yang memotong itu harus 
dihukum gishash? Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam 
masalah ini. Di antara ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, bahwa dalam masalah ini harus diteliti dahulu: 
apabila dalam masa murtad tersebut lukanya sembuh, maka 
pelakunya tidak wajib di-gishash, akan tetapi dia wajib di-gishash 
berkenaan dengan jiwa. Demikianlah menurut satu pendapat yang 
disepakati ulama. Alasannya adalah, karena tindak kejahatan 
dalam Islam mewajibkan pelakunya dihukum gishash, sementara 
sembuhnya luka pada saat murtad itu tidak mewajibkan gishash. 
Dimana pada masa tersebut rohnya telah melayang, sehingga tidak 
wajib menerapkan gishash, hal ini sama seperti kondisi seseorang 
yang melukai orang lain secara sengaja dan tidak sengaja, lalu 
orang yang dilukai wafat pada masa tersebut. 
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Apabila pada masa murtad lukanya tidak sembuh, apakah 
pelakunya wajib dihukum gishash berkenaan dengan jiwa? Dalam 
hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi ii: 


Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash, karena 
tindak kejahatan dan kesembuhan tersebut terjadi pada masa Islam 
dan masa kemurtadan tidak berpengaruh sama sekali. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum gishash, karena 
kasus ini seperti orang yang menthalak istrinya tiga kali pada saat 
dia sakit yang menyebabkan kematiannya, lalu sang istri murtad 
dan kemudian wafat, sehingga dia tidak mendapat warisan. 


Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, 
bahwa dua pendapat ini berlaku untuk dua kondisi, karena Asy- 
Syafi'i mengatakan dalam A/ Umm, “Apabila orang kafir dzimmi 
memotong tangan orang kafir musta man, lalu si kafir musta man 
itu melanggar perjanjian dalam masa tersebut dan kemudian 
melarikan diri ke negara musuh (negara kafir), lalu dia kembali lagi 
ketika sedang mengadakan perjanjian damai, kemudian menuntut 
hukuman atas dirinya, apakah orang yang memotong tangannya 
wajib dihukum gishash? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i. Dimana pelanggaran janji oleh kafir musta'man adalah 
seperti murtad dalam Islam. 


Cabang: Apabila orang murtad membunuh kafir dzimmi, 
apakah dia wajib dihukum gishash? Dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash. Pendapat 
ini dipilih oleh Asy-Syafi'i dan Al Muzani. Alasannya adalah, 
karena keduanya kafir sehingga gishash berlaku bagi keduanya, 
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seperti dua kafir dzimmi. Disamping itu, orang kafir dzimmi lebih 
baik kondisinya dari orang murtad, karena agamanya diakui, 
sementara orang murtad tidak diakui agamanya. Berdasarkan hal 
ini, maka wajib menerapkan gishash atasnya, baik dia kembali 
kepada Islam atau tidak, karena gishash telah wajib baginya pada 
saat terjadinya kejahatan, sehingga tidak gugur meskipun dia 
kembali kepada Islam, seperti orang kafir dzimmi yang melukai 
sesama kafir dzimmi, lalu orang yang melukai itu masuk Islam dan 
kemudian wafat. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum gishash, karena 
ada zakat berkenaan dengan hartanya, sehingga dia tidak dihukum 
mati jika membunuh kafir dzimmi, seperti halnya orang Islam. 
Berdasarkan hal ini, maka dia wajib membayar diyat Apabila dia 
kembali kepada Islam, maka diyaf itu berkaitan dengan dzimmah- 
nya. Jika dia meninggal dunia atau dibunuh saat murtad, maka 
diyat tersebut berkaitan dengan hartanya. 


Apabila orang Islam melukai kafir dzimmi lalu orang yang 
melukai murtad kemudian orang yang dilukai wafat, maka tidak 
wajib gishash atasnya. Demikianlah menurut satu pendapat yang 
disepakati ulama. 


Sedangkan jika orang kafir dzimmi membunuh orang 
murtad, apakah dia wajib dihukum gishash? Menurut ulama 
madzhab kami dari kalangan Khurasan, hukumnya berdasarkan 
dua pendapat Asy-Syafi'i yang berkaitan dengan orang murtad 
yang membunuh kafir dzimmi. Sementara menurut ulama 
madzhab kami kalangan ulama Baghdad, dalam hal ini ada tiga 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash. Ini 
merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah. Apabila korban 
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memaafkan atau pembunuhannya dilakukan tidak sengaja, maka 
pelakunya wajib membayar diyat, karena pembunuhannya itu 
lantaran kemurtadan orang itu bagi kaum muslimin. Apabila yang 
membunuhnya adalah orang lain, maka harus ada yang 
menanggungnya. Sama seperti kondisi seseorang membunuh 
orang lain lalu dia dibunuh oleh selain wali korban. 


Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum gishash. Ini 
merupakan pendapat Abu Ath-Thayyib dan Abu Sa'id Al 
Ishthakhri. Apabila korban memaafkan atau tindak pidananya 
dilakukan tidak sengaja, maka dia tidak wajib membayar diyat, 
karena diyat hanya wajib atas dasar alasan keyakinan orang kafir 
dzimmi, bahwa orang tersebut sama dengannya dan sekufu' 
dengannya. Dia juga tidak wajib membayar diyat karena diyatnya 
tersebut tidak bernilai. 

Pendapat Ketiga: Dia tidak wajib dihukum gishash dan 
tidak wajib membayar diyat Ini merupakan pendapat Abu Ishaq 
dan inilah pendapat yang paling shahih. Alasannya adalah, karena 
setiap orang tidak dijamin oleh orang Islam baik dengan gishash 
atau diyat dia juga tidak dijamin oleh kafir dzimmi, seperti halnya 
kafir harbi. 

Apabila orang murtad membunuh orang murtad lainnya, 
maka dia wajib dihukum gishash? Dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ash-Shaimuri. 

Salah satunya: Dia wajib dihukum gishash, karena bisa jadi 
si pembunuhnya masuk Islam. 


Masalah: Apabila penguasa menahan orang murtad, lalu 
si murtad tersebut masuk Islam, kemudian dia dibebaskan dan lalu 
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ada orang yang membunuhnya sebelum diketahui keislamannya, 
maka apakah pelakunya harus dihukum gishash? Dalam hal ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Pelakunya tidak wajib dihukum gishash, 
karena dia tidak sengaja membunuh orang yang sekufu 
dengannya. Berdasarkan hal ini, maka dia wajib membayar diyat 
muslim. 


Pendapat Kedua: Pelakunya wajib dihukum gishash, karena 
secara zhahir, orang murtad itu tidak dibebaskan dari tahanan 
penguasa di negara Islam kecuali setelah keislamannya. 


Ath-Thabari berkata, “Apabila orang kafir dzimmi masuk 
Islam, lalu dia dibunuh oleh orang Islam sebelum diketahui 
keislamannya, atau seorang budak menjadi orang merdeka lalu dia 
dibunuh orang merdeka yang belum mengetahui status 
merdekanya, lantas apakah pelakunya itu wajib dihukum gishash? 
Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya.” 


Sedangkan orang yang melakukan zina muhshan (berzina 
ketika statusnya telah menikah (bersuami atau beristri)), apabila dia 
dibunuh oleh seseorang tanpa izin penguasa, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Pelakunya wajib dihukum gishash, 
karena eksekusi hukuman mati terhadap pezina muhshan itu 
dilakukan oleh penguasa. Apabila dia dibunuh orang lain tanpa 
seizin penguasa, maka pelakunya wajib dihukum gishash: seperti 
halnya apabila seseorang membunuh orang lain lalu si pembunuh- 
nya dibunuh oleh selain wali (keluarga) korban. 
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Pendapat Kedua: Pelakunya tidak wajib dihukum gishash. 
Inilah pendapat yang di-nash oleh Asy-Syafi'i. Dalilnya adalah 
hadits yang menyebutkan, bahwa seorang laki-laki berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku mendapati istriku bersama seorang laki-laki, 
apakah aku harus memberi tenggang waktu untuk laki-laki tersebut 
sampai aku dapat mendatangkan bukti?” Nabi menjawab, “Ya.” 
Hadits ini merupakan dalil, bahwa apabila sudah ada bukti, maka 
tidak perlu ada tenggang waktu dan boleh langsung dibunuh. 


Ibnu Al Musayyib meriwayatkan, bahwa seorang laki-laki 
memergoki istrinya sedang bersama seorang laki-laki lalu dia 
langsung membunuhnya. Rupanya kasus ini membuat bingung 
Muawiyah, sehingga dia menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari 
yang isinya memintanya agar dia (Abu Musa) menanyakan hal 
tersebut kepada Ali 4. Maka Ali berkata, “Kasus ini tidak pemah 
terjadi di negeri kita. Sebenarnya aku sangat berharap engkau 
tidak memberitahukan hal ini kepadaku” Abu Musa berkata, 
“Muawiyah menuliskan (menceritakan) hal ini kepadaku,” Ali 
berkata, “Aku adalah Abul Hasan. apabila dia bisa mendatangkan 
bukti (maka dilanjutkan), namun jika tidak, maka dia harus diberi 
tali (untuk memborgolnya saat hendak dieksekusi mati).” 

Al Imrani meriwayatkan dalam A/ Bayan, bahwa pada masa 
Umar & ada seorang laki-laki yang berangkat berperang dan dia 
meninggalkan seorang laki-laki Yahudi yang bekerja sebagai 
pelayan di rumahnya untuk melayani istrinya. Pada suatu malam 
seorang laki-laki muslim keluar pada malam hari pada waktu sahur 
(akhir malam) dan dia mendengar laki-laki Yahudi tersebut 
melantunkan syair: 
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J6 G h... YP TEH sia EA de ead 


Orang yang rambutnya kusut telah ditipu oleh Islam # Aku telah 
berduaan dengan istrinya semalaman penuh 


Aku tidur di atas tulang dadanya (istrinya) # Dan pada sore harinya 
aku berada di atas sesuatu yang tak berambut 


Maka suami tersebut langsung mendatangi laki-laki Yahudi 
itu dan langsung membunuhnya. Kemudian kasus tersebut 
dilaporkan kepada Umar #5. Maka Umar pun menganggap darah 
si Yahudi sia-sia (tidak ada gishas/). 

Akan tetapi kisah ini tidak sah menurutku karena berbagai 
alasan, karena dalam kasus ini harus dibuktikan status muhshan si 
Yahudi tersebut dan harus ada empat saksi yang mengakui adanya 
syair tersebut. Apabila kami katakan, bahwa kesaksian atas 
pengakuan itu sah dan kami juga katakan, bahwa ucapan tersebut 
merupakan syair. Kami juga mengatakan, bahwa dalam kasus ini 
tidak perlu merujuk kepada imam, apakah sah atau tidak. Masalah 
ini akan kami bahas dalam pembahasan Audud. Disamping itu, 
keabsahan sanad riwayat ini juga masih dipertanyakan. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Qishash tidak wajib 
dijatuhkan atas ayah yang membunuh anaknya dan ibu 


yang membunuh anaknya. Hal ini berdasarkan riwayat 
Umar bin Al Khaththab # bahwa Nabi & bersabda, 


Ml up LIL AGS “Ayah tidak dihukum gishash apabila 
membunuh anaknya.” 


a78 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdrab 


Apabila hal ini berlaku bagi ayah, maka itu juga 
berlaku untuk ibu, karena ibu seperti ayah dalam 
statusnya sebagai orang tua. 


@ishash juga tidak wajib dijatuhkan atas kakek 
dan seterusnya ke atas dan nenek dan seterusnya ke 
atas apabila dia membunuh anaknya anak (cucu) dan 
seterusnya ke bawah, karena mereka sama dengan ayah 
dan ibu dalam status orang tua dan juga beragam 
hukumnya. 


Apabila dua laki-laki mengklaim memiliki 
hubungan nasab dengan anak temuan lalu keduanya 
sama-sama membunuhnya sebelum nasabnya dinisbat- 
kan kepada salah satu dari keduanya, maka tidak wajib 
dijatuhkan gishash, karena masing-masing dari kedua- 
nya bisa menjadi ayahnya. Apabila keduanya mencabut 
klaimnya, maka pencabutan tersebut tidak diterima, 
karena nasab itu merupakan hak yang wajib atas 
keduanya, sehingga pencabutan tersebut tidak diterima 
setelah adanya pengakuan. Apabila salah satu dari 
keduanya menarik klaimnya, maka dia wajib dijatuhi 
hukuman gishash, karena status ayah telah berlaku atas 
orang yang satunya lagi dan nasab tersebut putus 
darinya (yang mencabut klaimnya). 


Apabila dua laki-laki sama-sama menyetubuhi 
seorang perempuan hingga perempuan tersebut 
melahirkan seorang anak yang ada kemungkinan 
berasal dari salah satu dari keduanya, lalu kedua lelaki 
itu membunuh sang anak sebelum nasabnya dinisbatkan 
kepada salah satunya, maka gishash tidak wajib 
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dijatuhkan pada keduanya. Apabila salah satunya 
mengingkari nasabnya, maka pengingkarannya tidak 
diterima dan tidak wajib gishash atasnya, karena 
dengan pengingkaran dirinya itu, nasab tersebut tidak 
putus darinya dan tidak berlaku pada orang yang 
satunya lagi. Berbeda dengan masalah sebelumnya yang 
nasab anak tersebut dinisbatkan kepada salah satunya 
dan putus dari orang yang satunya lagi. 


Apabila seorang lelaki membunuh istrinya dan dia 
memiliki anak darinya, maka dia tidak wajib dihukum 
gishash, karena apabila gishash tidak wajib baginya 
lantaran tindak pindana kepada anaknya, maka gishash 
juga tidak wajib baginya apabila dia melakukan tindak 
pidana terhadap ibu anak tersebut. Apabila keduanya 
memiliki dua anak yang salah satunya darinya dan yang 
satunya lagi dari orang lain, maka dia tidak wajib 
dihukum gishash, karena gishash itu tidak bisa dibagi 
dua. Apabila bagian anaknya itu gugur, maka gugur 
pula bagian lainnya, ini sama seperti kondisi jika 
seorang laki-laki wajib di-gishash lantaran melakukan 
tindak pidana terhadap dua orang lalu salah satunya 
memaafkan haknya. 


Apabila seorang budak mukatab membeli ayahnya 
yang memiliki budak laki-laki, lalu si budak laki-laki 
tersebut dibunuh ayahnya, maka si budak mukatab itu 
tidak boleh menuntut gishash padanya, karena apabila 
dia tidak wajib di-gishash lantaran tindak pidana 
tersebut, maka dia juga tidak wajib karena tindak 
kejahatan terhadap budaknya. 
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Pasal: Seorang anak laki-laki dihukum mati 
apabila dia membunuh ayahnya, karena apabila dia 
dihukum mati ketika membunuh orang yang selevel 
dengannya, maka tentunya dia lebih berhak dihukum 
mati apabila membunuh orang yang lebih tinggi 
darinya. Apabila budak mukatab melakukan tindak 
pidana terhadap ayahnya padahal dia menjadi miliknya, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia tidak dihukum gishash:, 
karena majikan tidak dihukum gishash jika membunuh 
budaknya. 


Pendapat Kedua: Dia dihukum gishash. Inilah 
pendapat yang di-nash oleh Asy-Syafi'i dalam sebagian 
kitabnya: karena budak mukatab memiliki hak merdeka 
dengan status mukatab-nya tersebut, sementara 
ayahnya juga memiliki hak merdeka karena anaknya. 
Oleh karena itu, dia tidak bisa menjualnya, sehingga dia 
menjadi seperti anak merdeka yang melakukan tindak 
pidana terhadap ayahnya yang merdeka. 


Pasal: Apabila orang Islam membunuh kafir 
dzimmi atau orang merdeka membunuh budak atau 
seorang ayah membunuh anaknya dalam peperangan, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syaffi'i: 

Pendapat Pertama: Sang ayah tidak wajib 
dihukum gishash, ini berdasarkan hadits-hadits yang 
telah kami sebutkan tadi. Disamping itu, orang yang 
tidak dihukum mati karena membunuh orang lain dalam 
selain peperangan, maka dia juga tidak dihukum mati 
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apabila membunuhnya dalam peperangan, ini sama 
seperti orang yang membunuh secara tidak sengaja. 


Pendapat Kedua: Sang ayah wajib dihukum 
gishash, karena membunuh dalam peperangan berlaku 
untuk hak Allah & agar tidak dibolehkan pemaafan dari 
wali korban, sehingga masalah persamaan derajat itu 
tidak dianggap, ini sama seperti perkara hukuman had 
zina. 


Penjelasan: 

Hadits Umar bin Al Khaththab &, masih diperselisihkan 
status ke-shahih-annya oleh Ibnu Nafi’, Ibnu Abdil Hakim dan Ibnul 
Mundzir. Mereka mengatakan -dengan redaksi Ibnul Mundzir-, 
“Mereka meriwayatkan beberapa hadits berkenaan dengan 
masalah ini.” 

Aku mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dalam pembahasan diyat dari Abu Sa'id Al Asyaj dan Ibnu Majah 
dalam pembahasan diyat dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. At- 
Tirmidzi juga meriwayatkannya dalam pembahasan yang sama dari 
Ibnu Basysyar dari jalur Ibnu Abbas dengan redaksi, 
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“Hukuman Had tidak boleh dilaksanakan di masjid dan 


seorang ayah tidak boleh dihukum mati apabila membunuh 
anaknya.” 
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Ibnu Majah juga meriwayatkannya dalam pembahasan 
hudud dari Ibnu Abbas dari jalur Harun Ibnu Muhammad bin 
Bakkar.” 


Ibnu Qudamah dalam A/ Mughni” mencantumkan riwayat 
An-Nasa'i dari Umar, akan tetapi aku tidak menemukan itu di 
dalam Al Mughni. 


Ibnu Abdil Barr mencantumkan dua hadits ini (hadits Umar 
dan hadits Ibnu Abbas) dan mengatakan, “Hadits ini terkenal di 
kalangan para ulama Hijaz dan Irak, sehingga karena begitu 
terkenalnya, maka tidak perlu lagi menyebut sanadnya. Bahkan 
menyebutkan sanad untuk hadits yang sangat terkenal ini dianggap 
berlebihan. Disamping itu, Nabi & juga bersabda, ai lp Ai 
“Kamu dan hartamu milik ayahmu.” Adanya penyandaran ini 
menunjukkan adanya hak milik. 


Apabila tidak terbukti adanya kepemilikan, maka yang 
tersisa adalah penyandaran yang bersifat syubhat dalam penolakan 
gishash, karena gishash bisa dicegah apabila masih ada hal yang 
bersifat syubhat Selain itu, ayah juga adalah sebab adanya anak, 
sehingga dia tidak bisa dihukum jika sang anak tidak dibunuh. 
Sedangkan apa yang telah kami uraikan, maka itu mengkhususkan 
sesuatu yang umum, dan dalam hal ini ayah berbeda dengan 
manusia lainnya. 


7 Kitab ini adalah salah satu buku induk dalam madzhab Ahmad. Akan tetapi 
belum ada ulama yang mentahgig hadits-haditsnya dan menjelaskan perkataan- 
perkataan yang terdapat di dalamnya dengan uraian yang rinci. Meski demikian, kami 
berusaha melakukannya dalam catatan pinggir kitab yang ada pada kami. 
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Hukum: Asy-Syafi'i #8, mengatakan, “Seorang ayah tidak 
boleh dibunuh apabila membunuh anaknya, karena ini sudah 
menjadi jma’. Dan baik pelakunya ibu maupun ayah, keduanya 
sama-sama tidak dihukum had.” | 


Penjelasannya adalah, bahwa apabila ayah membunuh 
anaknya, maka dia tidak wajib dihukum qishash. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Umar dan Ibnu Abbas dari golongan sahabat. 
Sedangkan dari kalangan pakar fikih yang berpendapat seperti ini 
adalah Rabi'ah, Al Auza'i, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq. Akan 
tetapi menurut Ibnu Nafi', Ibnu Abdil Hakam dan Ibnul Mundzir, 
dia harus dihukum mati berdasarkan zhahir ayat Al Qur`an dan 
hadits-hadits yang mewajibkan gishash. Alasan lainnya adalah, 
bahwa, keduanya sama-sama merdeka dan muslim yang termasuk 
golongan yang boleh dihukum gishash, sehingga masing-masing 
dari keduanya harus dihukum mati apabila membunuh yang 
lainnya, seperti dua orang asing. 


Malik berkata, “Apabila sang pelaku melemparinya dengan 
pedang hingga membuatnya tewas, maka dia tidak dihukum mati, 
karena bisa jadi tujuannya adalah untuk mendidiknya. Sedangkan 
apabila dia menyuruhnya berbaring, lalu menyembelihnya maka 
dia harus dihukum mati.” 


Yang menjadi dalil kami adalah hadits riwayat Umar dan 
Ibnu Abbas 4 bahwa Nabi & bersabda, 


sap MG SY 
“Ayah tidak dihukum gishash apabila membunuh anaknya.” 


Disamping itu, setiap orang yang tidak dihukum mati apabila 
melemparkan pedang kepada anaknya maka dia juga tidak 
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dihukum mati jika membaringkan dan menyembelihnya, seperti 
orang Islam yang menyembelih orang kafir. 


Apabila dikatakan, “Apa arti perkataan Asy-Syafi'i bahwa 
perkara itu merupakan ijma'” sementara Malik menyelisihinya? 
Perkataan ini memiliki dua penafsiran: 


Penafsiran Pertama adalah bahwa maksudnya adalah ijma' 
sahabat, karena ada riwayat dari Umar dan Ibnu Abbas berkenaan 
dengan hal ini dan tidak ada seorang sahabat pun yang 
menyelisihinya. 

Penafsiran Kedua adalah bahwa yang dimaksud adalah dia 
melemparnya dengan pedang, maka ini merupakan jjma' Dan 
seorang ibu atau salah satu nenek baik dari pihak ibu atau ayah 
juga tidak dihukum gishash (jika membunuh anaknya), begitu pula 
kakek dari pihak ayah dan ibu dan seterusnya ke bawah. 

Ath-Thabari berkata, “Pengarang At-Talkhish menyebut 
pendapat lain, yaitu bahwa selain ayah seperti ibu dan kakek 
dihukum mati apabila dia membunuh sang anak.” 


Para ulama madzhab kami mengatakan, “Pendapat ini tidak 
di-nash oleh Asy-Syafi'i. Kemungkinan dia menggiyaskan dengan 
penarikan hibah, karena dalam hal ini ada dua pendapat ulama 


Khurasan.” Adapun yang menjadi dalilnya adalah hadits, A15 SAN 

AU “Ayah tidak dihukum mati apabila membunuh anaknya.” Dan 
kalimat “Ayah' itu berlaku untuk semuanya. Alasan lainnya adalah, 
bahwa itu adalah hukum yang berkaitan dengan status orang tua, 
sehingga mereka juga berserikat dengan ayat, seperti memerdeka- 


kan yang berkaitan dengan kepemilikan dan wajibnya memberi 
nafkah. 
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Cabang: Apabila dua laki-laki mengklaim nasab anak 
temuan tetapi masing-masing dari keduanya tidak memiliki bukti, 
maka anak tersebut harus dibawa kepada ahli pembaca garis 
keturunan. Apabila kedua lelaki itu membunuh sang anak sebelum 
nasabnya dinisbatkan kepada salah satunya, maka tidak wajib 
menjatuhkan hukuman gishash kepada salah satunya, karena 
masing-masing dari keduanya itu bisa saja menjadi ayahnya. 
Apabila keduanya mencabut pengakuannya berkenaan dengan 
nasab anak tersebut, maka nasabnya itu tidak gugur dari salah 
satunya, karena arti mengakui nasab adalah, adanya kemungkinan 
benarnya orang yang mengaku tersebut, sehingga tidak boleh 
digugurkan dengan pencabutan pengakuan. 


Apabila salah satunya mencabut pengakuannya, sementara 
yang satunya lagi memiliki bukti akan pengakuannya, maka 
gugurlah nasab anak tersebut dari orang yang menarik pengakuan- 
nya dan dia menjadi milik orang yang satunya lagi: karena 
penarikan orang yang mencabut pengakuannya itu tidak 
menggugurkan nasab anak tersebut dari orang yang tidak 
mencabut pengakuannya. Dimana hukuman gishash itu gugur dari 
orang yang nasabnya dinisbatkan kepada anak tersebut, tetapi dia 
wajib diterapkan pada orang yang menarik pengakuannya, karena 
dia berserikat dengan sang ayah (dari anak tersebut), sementara 
sang ayah tidak wajib dihukum gishash. Juga, dalam kasus ini sang 
ayah wajib memberi separuh diyat kepada ahli waris korban. 


Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan 
yang sedang menjalani iddah dari laki-laki lain lalu dia 
menyetubuhinya karena dia tidak tahu keharaman menyetubuhinya 
(pada masa iddah), kemudian perempuan tersebut melahirkan 
anak yang ada kemungkinan berasal dari salah satu dari keduanya, 
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lalu kedua orang lelaki itu membunuh sang anak sebelum nasab 
anak tersebut dinisbatkan kepada salah satunya, maka tidak wajib 
diterapkan gishash kepada salah satu dari dua lelaki tersebut, 
karena bisa jadi salah satunya adalah ayah dari anak itu. 


Apabila keduanya mencabut pengakuannya, maka hal 
tersebut tidak diterima. Sedangkan apabila salah satunya 
mencabutnya sementara yang satunya lagi mendatangkan bukti, 
maka nasab anak tersebut tidak gugur dari orang yang 
mencabutnya dan dia tidak wajib dihukum gishash. Ini berbeda 
dengan kasus sebelumnya, karena dalam kasus ini status ayah 
telah berlaku dengan adanya pengakuan sehingga penarikannya 
diterima apabila yang lainnya mendatangkan bukti. Sementara 
dalam kasus yang sebelumnya, status ayah hanya berlaku 
berdasarkan hubungan dengan istri, sehingga tidak gugur dengan 
adanya penarikan pengakuan. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki membunuh istrinya dan 
dia memiliki anak darinya, maka dia tidak wajib dihukum gishash, 
karena jika dia tidak dihukum gishash dengan membunuh sang 
anak, maka dia juga tidak dihukum gishash saat mendapat warisan 
dari sang ibu. 


Apabila si perempuan memiliki dua anak, dimana yang 
pertama berasal dari suami yang membunuhnya, sementara yang 
kedua berasal dari suami lain, maka sang suami tersebut tidak 
wajib dihukum gishash, karena gishash itu berserikat di antara dua 
orang, sementara anak itu tidak menjadikan ayahnya dihukum 
gishash jika membunuhnya. Apabila haknya berupa gishash itu 
gugur, maka hak sekutunya pun juga gugur, sebagaimana jika 
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gishash itu berlaku pada dua laki-laki, lalu salah satunya dimaaf- 
kan. 


Masalah: Tentang perkataan, “Seorang anak (laki-laki) 
dihukum mati apabila membunuh ayahnya,” penjelasannya adalah 
bahwa seorang anak dihukum mati jika membunuh ayahnya, 
karena ayah lebih sempurna darinya, sehingga sang anak dihukum 
mati apabila membunuhnya, sebagaimana orang kafir dihukum 
mati jika membunuh orang Islam, budak dihukum mati jika 
membunuh orang merdeka, perempuan dihukum mati jika 
membunuh laki-laki, hal ini merupakan jima ulama. 


Apabila ada seorang laki-laki yang memiliki istri yang 
keduanya saling mewarisi satu sama lain dan keduanya memiliki 
dua anak laki-laki, lalu salah satu anak tersebut membunuh 
ayahnya secara sengaja, kemudian anak yang satunya lagi 
membunuh ibunya secara sengaja, maka gishash wajib diterapkan 
pada anak yang membunuh ibunya dan dia gugur dari anak yang 
membunuh ayahnya, karena ketika anak membunuh ayahnya, 
maka dia tidak mendapat warisan darinya dan hanya istri yang 
mendapat warisan seperdelapan dan si pembunuh ibu mendapat 
sisanya. Dimana dalam hal ini, keduanya sama-sama bisa 
menuntut gishash kepadanya. Apabila anak yang lain membunuh 
ibu, maka dia tidak mendapat warisan darinya. Yang mendapat 
warisan adalah pembunuh sang ayah tersebut. Sang ibu memiliki 
hak atas seperdelapan diyat dan kewajiban tersebut berpindah 
kepada si pembunuh ayah. Apabila dia memiliki sebagian hak 
gishash, maka gugurlah hak tersebut darinya, karena gishash tidak 
bisa dibagi dua sehingga gugurlah semuanya. Dengan demikian, 
maka pembunuh ayah dapat menghukum gishash pembunuh ibu, 
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karena tidak ada ahli waris selain dia. Kemudian pembunuh ibu 
bisa menuntut tujuh perdelapan diyat sang ayah. Apabila 
pembunuh ayah memaafkan pembunuh ibu, maka yang dimaafkan 
itu wajib membayar diyat ibu. Lalu apakah harta yang sama 
dengan lainnya gugur dari masing-masing? Dalam hal ini, ada 
empat pendapat berkenaan dengan penuntutan gishash. Apabila 
kami katakan gugur, maka yang tersisa pada pembunuh ayah 
adalah tiga perdelapan diyat sang ayah. Sedangkan apabila kami 
katakan, tidak gugur, maka masing-masing dari keduanya memberi 
kewajibannya kepada pihak yang lain, meskipun si pembunuh 
ayah itu menuntut si pembunuh ibu. Apabila si pembunuh ibu itu 
memiliki ahli waris selain si pembunuh ayah, maka mereka bisa 
menuntut tujuh per delapan diyat ayah kepadanya. Sedangkan 
apabila tidak ada ahli waris selain dia, maka apakah dia menjadi 
ahli warisnya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i tentang pembunuh yang dihukum gishash, lantas apakah 
dia mendapat warisan? Yang benar adalah bahwa dia tidak 
mendapat warisan. Sedangkan jika sang istri tidak mendapat 
warisan dari suami: apabila dia telah bercerai dengannya atau tidak 
bercerai, lalu salah satu dari kedua anaknya tersebut melukai 
ayahnya, sementara yang satunya lagi melukai ibunya, lalu roh 
keduanya itu melayang pada saat yang bersamaan, maka masing- 
masing dari keduanya itu tidak mewarisi orang yang dibunuhnya, 
dimana yang mewarisi adalah anak yang lainnya. Ulama madzhab 
kami berselisih pendapat, apakah ada hukuman gishash dalam 
kasus ini? 

Menurut mayoritas mereka, masing-masing dari keduanya 
wajib dihukum gishash, karena masing-masing dari keduanya itu 
mewarisi orang yang dibunuh saudaranya, sehingga harus ada 
gishash. Berdasarkan hal ini, apabila si pembunuh ayah 
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membunuhnya pertama kali, maka dia dihukum gishash oleh si 
pembunuh ibu. Apabila si pembunuh ayah itu memiliki ahli waris 
selain si pembunuh ibu, maka dia dihukum gishash oleh si 
pembunuh ibu. Sedangkan jika dia tidak memiliki ahli waris selain 
si pembunuh ibu: apabila kami katakan, bahwa pembunuhan yang 
dihukum mati itu tidak menghalangi warisan, maka dia mendapat 
warisan lalu gugur. Sementara apabila kami katakan, bahwa 
pembunuhan yang dihukum gishash itu menghalangi warisan, 
maka gishash beralih kepada ashabah yang ada setelah dia. 
Apabila tidak ada Ashabah, maka yang menjalankan hukuman 
gishash itu adalah penguasa setempat. 


Apabila keduanya membunuh kedua orang tuanya dalam 
satu kondisi atau melukai keduanya, lalu roh keduanya melayang 
dalam kondisi yang bersamaan (meninggal dunia), maka gishash 
berlaku untuk masing-masing dari keduanya. Akan tetapi, tidak 
ada yang boleh mendahului, dan jika kemudian terjadi 
pertengkaran di antara mereka, maka harus diundi siapa yang 
lebih dahulu melakukannya. Apabila telah keluar undian untuk 
salah satunya maka dialah yang digishash pertama kali. Apabila 
salah satunya langsung melakukan gishash terhadap yang lainnya 
tanpa diundi terlebih dahulu, maka dia telah menjalankan haknya, 
dan bagi ahli waris orang yang wafat bisa membunuh anak yang 
membunuh tersebut. Apabila yang dihukum gishash adalah ahli 
warisnya, apakah dia mendapat warisan darinya? Dalam hal ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i. Pendapat yang benar 
adalah bahwa dia tidak mendapat warisan. 


Ibnu Al-Labban berkata, “@ishash tidak berlaku dalam 
kasus ini, karena masing-masing dari keduanya tidak memiliki jalan 
untuk menghukum gishash yang lainnya. Apabila salah satunya 
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mulai meng-gishash saudaranya, maka batallah hak tuntutan 
gishash tersebut, karena haknya beralih kepada ahli warisnya: 
apabila dia mau maka dia bisa membunuhnya, dan apabila mau 
dia juga bisa meninggalkannya.” 


Sedangkan berkenaan dengan undian, maka itu tidak 
digunakan untuk menerapkan hukuman gishash. Berdasarkan hal 
ini, pembunuh ayah wajib membayar diyat ibu kepada pembunuh 
ayah. 

Ibnu Al-Labban berkata, “Apabila salah satu dari dua 
pembunuhnya mati sebelum kasusnya diadukan kepada hakim, 
maka ahli waris si mayit boleh membunuh yang lainnya (yang 
membunuh), kemudian yang lainnya atau ahli warisnya itu 
menuntut harta peninggalan si mayit dengan diyat orang yang 
dibunuh orang yang meninggal tersebut, yaitu salah satu dari 
kedua orang tua. Dalam perkara ini, tidak boleh dikatakan, bahwa 
gishash-nya gugur lalu menjadi wajib, karena hal tersebut tidak 
berlaku: bukan karena tidak wajib, akan tetapi karena sulit untuk 
melaksanakannya. Apabila bisa dilaksanakan, maka hukumnya itu 
berlaku. Pendapat pertama adalah yang masyhur.” 


Telah kita ketahui, bahwa syariat Islam yang mulia memberi 
kuasa kepada wali (keluarga) korban untuk menuntut haknya 
(gishash) atau memaafkan (membatalkan) gishash dengan diganti 
diyat atau memaafkan keduanya. Maraknya kriminalitas di Mesir 
terutama di Ash-Sha'id adalah disebabkan karena hukum yang 
berlaku melakukan hal yang prinsipil ini yang bisa mewujudkan 
keamanan dan ketentraman. Kecenderungan seseorang kepada 
orang yang memutuskan perkara dengan hukum Allah 
membuatnya menerima segala hukum yang ditetapkan. Bahkan 
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hal ini bisa melahirkan toleransi dan saling memaafkan di antara 
mereka, Allah & berfirman, 


afi IG sr EL aid Ia Mi Ge a 
2 Pa 


“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari 
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'a membayar (diat) 
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)” (Qs. Al 
Bagarah (2): 178). 


Dengan adanya penerapan hukum Islam, maka dendam 
dan kedengkian yang bisa menimbulkan balas dendam itu akan 
hilang. Hal ini telah diingkatkan oleh konsultan Ahmad Muwafi, 
seorang mantan jaksa dalam bukunya “Perbandingan Antara 
Syariat Islam dengan Hukum Positif.” Tidak diragukan lagi, bahwa 
perasaan keluarga korban sangat berpengaruh terhadap redanya 
amarah dan hilangnya keinginan membalas dendam. 


| Syariat Islam sangat memperhatikan urusan darah agar 
tidak tertumpah sia-sia, karena jika ini diperhatikan, maka akan 
menimbulkan kecintaan di antara sesama manusia dan dapat 
menghilangkan perselisihan dan permusuhan, 


OA AN 


“Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) 
Allah bagi orang-orang yang yakin ?' (Qs. Al Maa'idah (5): 50). 
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Cabang: Apabila ada empat saudara laki-laki yang saling 
mewarisi satu sama lain lalu yang paling tua membunuh adiknya, 
kemudian yang ketiga membunuh adiknya, maka gishash wajib 
diterapkan pada saudara ketiga, sementara bagi saudara tua wajib 
membayar separuh diyat karena ketika saudara tua membunuh 
saudara yang kedua, maka dia wajib dihukum gishash lantaran 
saudara yang ketiga dan yang keempat. Ketika saudara ketiga 
membunuh saudara keempat, maka dia wajib dihukum gishash 
dan gishash itu gugur dari saudara tua, karena dia mewarisi 
sebagian darah dirinya (hukuman) dari saudara keempat, sehingga 
gishash gugur darinya, kemudian dia wajib memberikan separuh 
diyat saudara kedua kepada saudara ketiga. 


Apabila seorang laki-laki membunuh putra saudara laki- 
lakinya dan ayahnya mewarisi korban yang tewas, lalu ayah dari 
korban yang tewas mati tanpa meninggalkan ahli waris selain si 
pembunuh, maka pembunuh itulah yang mewarisinya dan gishash 
gugur darinya, karena dia memiliki seluruh harta yang dimiliki ayah 
korban yang tewas, sehingga dia seperti memiliki darah dirinya 
sendiri yang menyebabkan hukuman gishash itu gugur darinya. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Kelompok 
(beberapa orang) dihukum mati apabila membunuh satu 
orang saat mereka bersekutu dalam membunuhnya. 
Yaitu masing-masing dari mereka melakukan tindakan 
kriminal yang seandainya masing-masing melakukannya 
sendiri-sendiri dan korban meninggal dunia, maka 
tindakan pembunuhan disandarkan kepadanya dan dia 
wajib dihukum gishash atas perbuatan tersebut. Dalilnya 
adalah atsar riwayat Sa'id bin Al Musayyib, bahwa 
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Umar bin Al Khaththab & menghukum mati tujuh 
orang penduduk Shan'a yang membunuh seorang laki- 
laki. Dia berkata, “Seandainya penduduk Shan'a 
bekerjasama dalam membunuhnya, pasti aku akan 
membunuh mereka semua.” Alasan lainnya adalah, 
bahwa apabila kita tidak menerapkan hukuman gishash 
pada mereka maka kerjasama akan dijadikan alat untuk 
menggugurkan gishash dan menumpahkan darah. 


Apabila kelompok (sekumpulan orang) 
bekerjasama dalam melakukan pembunuhan dimana 
sebagiannya melakukannya dengan sengaja dan 
sebagian lainnya melakukannya tidak sengaja, maka 
tidak wajib diterapkan gishash atas salah seorang dari 
mereka, karena tidak terbukti pembunuhan secara 
sengaja, sehingga tidak wajib diterapkan hukuman 
gishash. 


Apabila ayah dan orang lain bekerjasama dalam 
membunuh anaknya, maka gishash wajib diterapkan 
pada orang lain tersebut, karena kerjasama ayah tidak 
merubah sifat sengaja dalam pembunuhan, sehingga 
tidak menggugurkan hukuman gishash dari sekutunya, 
seperti kerjasama selain ayah. 


Apabila anak kecil dan orang dewasa bekerjasama 
dalam kasus pembunuhan, apabila kami katakan, bahwa 
apabila si anak melakukannya dengan sengaja tetapi 
tersalah, maka gishash tidak wajib diterapkan atas 
orang baligh, karena sekutunya salah (tidak sengaja 
membunuh dengan alat yang mematikan). Namun jika 
kami katakan, bahwa dia melakukannya dengan 
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sengaja, maka orang yang baligh wajib dihukum 
gishash, karena sekutunya sengaja. Jadi, dia seperti 
sekutu ayahnya. 


Apabila seorang laki-laki melukai dirinya sendiri 
dan dilukai orang lain, atau dilukai binatang buas dan 
dilukai orang lain, lalu dia mati, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Orang yang melukai wajib 
dihukum gishash, karena dia telah bersekutu dalam 
pembunuhan secara sengaja, sehingga wajib dihukum 
gishash, seperti sekutu ayah. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum 
gishash, karena apabila hukuman gishash itu tidak wajib 
diterapkan pada sekutu orang yang melakukannya 
secara tersalah dan tindak pidananya dijamin, maka 
tentunya hukuman gishash itu lebih tidak wajib lagi bagi 
sekutu orang yang melukai dirinya sendiri dan binatang 
buas, sedang tindak kejahatan keduanya itu tidak 
dijamin. 

Apabila seseorang dilukai orang lain, lalu ada 
orang lain lagi yang melukainya seratus kali (hingga 
memiliki luka seratus), maka wajib dijatuhkan gishash 
atas keduanya, karena luka tersebut menjalar dalam 
tubuh. Bahkan seseorang bisa mati hanya dengan satu 
luka dan tidak mati dengan beberapa luka, sehingga 
tidak bisa menyandarkan pembunuhan pada satu orang 
saja. Selain itu, gishash tidak bisa digugurkan, sehingga 
hukumnya wajib diterapkan atas semuanya. 
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Apabila salah satu dari kedua pelaku memotong 
tangannya, sementara yang lain memenggal lehernya 
atau menggorok tenggorokannya atau merobek 
perutnya dan mengeluarkan ususnya, lalu ada orang 
lain yang memenggal lehernya, maka yang membunuh 
adalah orang pertama, karena setelah tindakan 
kriminalnya korban tidak lagi hidup secara pasti dan 
hanya bergerak-gerak saja seperti gerakan orang yang 
telah disembelih. Oleh karena itu, perkataannya gugur 
baik dalam pengakuan, wasiat, Islam dan tobat. 


Sedangkan apabila seseorang melukainya hingga 
menusuk perut, tetapi nyawanya masih ada, lalu orang 
kedua membunuhnya, maka yang membunuh adalah 
orang kedua, karena hukum kehidupan masih ada. Oleh 
karena itu, Umar & berwasiat setelah minum susu dan 
lukanya hilang sudah tidak ada harapan lagi, kemudian 
wasiatnya dilaksanakan dan statusnya seperti orang 
sakit yang tidak ada harapan lagi (untuk sembuh) dan 
kemudian wafat. 

Apabila seseorang dilukai orang lain, lalu lukanya 
diobati dengan racun yang tidak ganas tetapi secara 
umum bisa mematikan, atau lukanya dijahit pada 
daging hidup karena takut membengkak lalu dipotong, 
maka berkenaan dengan wajibnya hukuman mati 
terhadap pelakunya, ada dua riwayat pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i. Sebagian ulama madzhab kami juga 
yang mengatakan bahwa ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum mati. 
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Pendapat Kedua: Tidak wajib dihukum mati, 
karena yang bersekutu dalam pembunuhan adalah 
orang yang tidak dijamin, sehingga berkenaan dengan 
hukum mati pelaku tersebut, ada dua pendapat, seperti 
orang melukai yang dibantu orang yang dilukai atau 
binatang buas. 


Ada pula yang mengatakan, bahwa dia tidak wajib 
dihukum mati menurut satu pendapat. Karena orang 
yang dilukai disini tidak bermaksud melakukan 
kejahatan, tetapi hanya bermaksud mengobati, 
sehingga perbuatannya tergolong sengaja tetapi 
tersalah (tidak sengaja) sehingga sekutunya tidak wajib 
dihukum mati. Sedangkan orang yang terluka dalam 
kasus sebelumnya dan binatang buasnya sama-sama 
sengaja melakukan tindak kejahatan, sehingga wajib 
menghukum mati sekutu keduanya. 


Apabila di atas kepala seseorang ada bisul lalu 
dipotong oleh walinya atau dilukai oleh orang lain, 
kemudian si walinya mengobatinya dengan racun yang 
tidak ganas atau menjahitnya dengan daging tambahan 
lalu korban tersebut tewas, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Sang wali wajib dihukum 
gishash, karena dia telah melukai dengan luka yang 
mengkhawatirkan, seperti halnya apabila itu dilakukan 
oleh selain wali. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum 
gishash, karena tidak sengaja melakukan kejahatan 
tetapi hanya sekedar mengobati. Apabila kami katakan, 
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bahwa dia wajib dihukum gishash, maka yang wajib 
dihukum adalah orang yang melukai, karena keduanya 
sama-sama bersekutu dalam pembunuhan. Sedangkan 
apabila kami katakan, bahwa dia tidak wajib dihukum 
gishash, maka orang yang melukai itu tidak wajib 
dihukum gishash, karena orang yang bersekutu 
dengannya itu melakukan hal tersebut dengan sengaja, 
tetapi tersalah (tidak sengaja). 


Penjelasan: Penjelasan Redaksional: 


Dalam pasal ini ada beberapa bahasa. Hisywah atau 
Husywah adalah usus. Hulgum adalah tenggorokan yaitu tempat 
masuknya makanan dan minuman. Si/'ah adalah bisul yang 
sebesar kacang atau lebih dari itu. Sedangkan Sa/ah (dengan 
fathah) adalah luka. Ja'ifah adalah luka tusukan yang sampai ke 
perut. Dalam sebuah hadits disebutkan, “Untuk luka yang masuk 
ke dalam perut diyafnya adalah sepertiga.” 


Hukum: Suatu kelompok dihukum mati apabila 
membunuh satu orang. Yaitu apabila masing-masing dari mereka 
melakukan tindakan kriminal seandainya itu dilakukan sendiri- 
sendiri (tanpa bersama-sama), maka orang yang diserang itu akan 
mati. Dalam kasus ini, pelakunya harus dihukum gishash. 
Pendapat ini dinyatakan oleh para sahabat seperti Umar, Ali, Ibnu 
Abbas dan Al Mughirah bin Syu'bah. Sedangkan dari kalangan 
tabi'in yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Al Musayyib, 
Atha', Al Hasan dan Abu Salamah. Sementara dari kalangan 
fugaha adalah Al Auza'i, Ats-Tsauri, Malik, Ahmad, Abu Hanifah, 
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Ishag dan Abu Tsaur. Muhammad bin Al Hasan berkata, “Ini 
bukanlah qiyas; kami hanya menyatakannya berdasarkan atsar dan 
Sunnah.” 


Sedangkan menurut Ibnu Az-Zubair, Mu'adz bin Jabal, Az- 
Zuhri dan Ibnu Sirin, kelompok tidak dibunuh apabila membunuh 
satu orang. Dalam kasus ini keluarga korban (wali) boleh memilih 
salah seorang dari mereka untuk dibunuh lalu orang-orang lainnya 
membayar diyat. 


Rabi'ah dan Daud berkata, “Qishash-nya gugur.” Pendapat 
ini dinyatakan oleh Habib bin Abi Tsabit, Abdul Malik dan Ibnu Al 
Mundzir. Ibnu Abi Musa juga meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu 
Abbas. 


Sedangkan alasan Ibnu Az-Zubair dan orang-orang yang 
sependapat dengannya adalah, bahwa masing-masing dari mereka 
sekufu', sehingga tidak perlu di-gishash beramai-ramai, sebagai- 
mana beragam diyat tidak wajib untuk satu korban pembunuhan. 


Disamping itu, Allah & berfirman, pese hir “Orang merdeka 
dengan orang merdeka,” (Qs. Al Baqarah [2]: 178) dan firman- 


Nya, yah Pari A e mie ES “Dan kami telah tetapkan 
terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa 
(dibalas) dengan jiwa.” (Os. Al Maa 'idah [5]: 45). 


Ini menunjukkan, bahwa satu jiwa tidak dibalas dengan 
lebih dari satu jiwa. Disamping itu, perbedaan dalam sifat 
menghalangi hal tersebut, dengan alasan bahwa orang merdeka itu 
tidak dihukum mati apabila membunuh budak. Dan dalam hal ini 
perbedaan dalam jumlah lebih utama. Ibnu Al Mundzir berkata, 
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“Tidak ada hujjah bagi orang yang mewajibkan hukuman mati bagi 
kelompok yang membunuh satu orang.” 


bar, 


Sedangkan dalil kami adalah firman Allah &, 3 KÍ; 


Dee 


aya da ani “Dan dalam gishash itu ada (jaminan kelangsungan) 
hidup bagimu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 179). Allah & mewajibkan 
gishash untuk menjamin kelangsungan hidup. Sebab, apabila 
seseorang tahu, bahwa apabila dia membunuh orang lain, maka 
dia akan dibunuh, sehingga dengan ini dia tidak akan melakukan 
pembunuhan. Apabila kami katakan, bahwa sekelompok orang 
tidak dihukum mati apabila membunuh satu orang, maka 
kerjasama dalam pembunuhan itu akan menggugurkan gishash 
Dalil lainnya adalah firman Allah &, 


Z TX AR AN AP Mean Se NN ee 
CLL, ca a as La His 


“Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka 
sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli 
warisnya.” (Os. Al Isra” (17): 33). 

Yang dimaksud kekuasaan disini, adalah gishash, tanpa 
membedakan apakah yang membunuh itu satu orang atau 
kelompok. 


Diriwayatkan, bahwa Nabi & bersabda, 
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iii 
sa BG S Si JELAS Abe NG Ui, ph 


z 9 


Tok £ oz- 07 

EA EA oy PAEA 

“Kemudian kalian wahai Khuza'ah, kalian telah membunuh 

orang Hudkzail ini, sedang aku, demi Allah, aku adalah Agilahnya. 

Maka barangsiapa yang setelah ini membunuh orang lain, maka 

keluarga korban boleh memilih dua hal. Apabila mereka mau, 

maka mereka bisa melaksanakan hukuman mati, dan jika mereka 
mau, mereka bisa mengambil diyat” 


Malik meriwayatkan dalam A/ Muwaththa', bahwa Umar & 
membunuh (menghukum mati) tujuh orang penduduk Shan'a yang 
membunuh seorang laki-laki. Dia berkata, “Seandainya seluruh 
penduduk Shan'a' itu bekerjasama untuk membunuhnya, pasti 
aku akan membunuh mereka semua.” 


Pengambilan dalil dari kalimat, “Maka barangsiapa (siapa 
saja)” yaitu kalimat ini berlaku untuk kelompok dan personal (satu 
orang). 


Cabang: Apabila dua orang bekerjasama dalam 
membunuh seseorang dan salah satunya wajib dihukum gishash 
seandainya dia melakukannya sendirian, maka harus ditinjau 
terlebih dahulu: apabila gugurnya hukuman gishash itu dari salah 
satunya karena suatu sebab dalam perbuatannya, misalnya salah 
satu pelaku itu melakukannya secara tidak sengaja, sementara 
yang satunya lagi melakukannya secara sengaja, maka tidak wajib 
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menjatuhkan hukuman gishash pada salah satu dari keduanya. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad. Sementara 
menurut Malik, gishash itu wajib diterapkan pada orang yang 
sengaja melakukan pembunuhan itu. 


Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa nyawa itu tidak 
keluar karena kesengajaan dua orang, sehingga tidak wajib 
menjatuhkan gishash pada keduanya, sebagaimana jika ada 
seseorang yang melukai secara tidak sengaja, lalu orang yang 
dilukainya itu meninggal dunia. 

Apabila anak kecil dan orang gila bekerjasama melakukan 
tindakan kriminal dengan sengaja, maka yang berlaku adalah 
kesengajaan keduanya. Dalam hal ini, ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Kesengajaan keduanya sama seperti 
tidak sengaja. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Abu 
Hanifah, ini berdasarkan sabda Nabi &, 


ak S ed e E e d a 


BE SO PAN 65 BELS SS 183 


“Pena itu (catatan amal perbuatan) diangkat dari tiga orang: 
dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang tidur sampai dia 
bangun, dan dari orang gila sampai dia sembuh.” 

Dalam hadits di atas, Nabi & mengabarkan, bahwa pena 
diangkat dari keduanya (anak kecil dan orang gila). Ini 
menunjukkan, bahwa kesengajaan keduanya sama dengan tidak 
sengaja. Disamping itu, apabila kesengajaan keduanya itu 
dihukumi sengaja, maka keduanya wajib dihukum gishash. 
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Berdasarkan hal ini, maka tidak wajib menjatuhkan gishash pada 
orang yang bekerjasama dengan keduanya dalam tindakan 
kejahatan. Hukuman gishash gugur dari keduanya lantaran adanya 
sebab yang berkaitan dengan diri keduanya, seperti sekutu ayah. 
Selain itu, apabila anak kecil makan dengan sengaja saat berpuasa, 
maka puasanya itu batal. Seandainya kesengajaannya itu tidak 
berakibat hukum, maka tentu puasanya tidak batal. Demikianlah . 
yang dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh. 


Al Mas'udi berkata, “Orang gila yang tidak mumayyiz dan 
anak kecil yang tidak berakal, jika tindakan keduanya itu dilakukan 
dengan sengaja, maka itu dianggap tidak sengaja. Demikianlah 
menurut satu pendapat Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu sekutu 
keduanya tidak wajib dihukum gishash.” 


Apabila yang bersekutu dengannya adalah orang yang tidak 
diberi jaminan, misalnya seseorang melukai dirinya sendiri lalu dia 
dilukai orang lain, atau dia dilukai binatang buas dan dilukai orang 
lain, atau tangannya dipotong karena gishash atau pencurian lalu 
dia dilukai orang lain dan kemudian meninggal dunia, maka 
apakah gishash wajib diterapkan pada sekutu yang diberi jaminan? 
Dalam hal ini, ada dua pendapat Asy-Syaff'i. 


Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash, karena dia 
bersekutu dalam pembunuhan secara sengaja, seperti sekutu ayah. 

Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum gishash apabila 
bersekutu dengan orang yang tidak diberi jaminan sejak awal. 


Cabang: Apabila seseorang dilukai orang lain dengan luka 
yang membuatnya meninggal dunia secara sengaja, lalu dia 
mengobati sendiri lukanya dengan racun dan kemudian tewas, 
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maka harus ditinjau terlebih dahulu: apabila racunnya itu ganas 
yang dapat membuatnya mati seketika, maka orang yang melukai 
tidak wajib dihukum gishash, karena orang yang terluka tersebut 
mengobati lukanya sendiri dengan racun, sehingga hukumnya 
seperti orang yang dilukai orang lain lalu dia menyembelih dirinya 
sendiri. Sedangkan jika racunnya itu terkadang mematikan dan 
terkadang tidak mematikan, sementara secara umum racun itu 
tidak mematikan, maka orang yang melukai itu tidak wajib 
dihukum gishash, karena orang tersebut itu meninggal dunai 
karena dua perbuatan, dimana yang pertama sengaja tetapi 
tersalah, sehingga hukumnya seperti orang yang bekerjasama 
dengan orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja tetapi 
tersalah. 


Apabila racunnya terkadang mematikan dan terkadang 
tidak mematikan, sementara secara umum racun itu mematikan, 
misalnya luka tersebut dibubuhi potassium, lantas apakah gishash 
itu wajib diterapkan pada orang yang melukai? Dalam hal ini 
ulama madzhab kami berselisih pendapat. Di antara ulama 
madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Alasannya adalah, karena dia 
sengaja bekerjasama melakukan tindak kejahatan dan tidak wajib 
bertanggung jawab, sehingga hukumnya seperti orang yang 
melukai dirinya sendiri lalu dia dilukai orang lain, atau dia dilukai 
oleh binatang buas lalu dilukai orang lain. 


Di antara ulama madzhab kami lainnya juga ada yang 
mengatakan, bahwa dia tidak wajib dihukum gishash, menurut satu 


pendapat yang disepakati ulama: karena dia tidak sengaja 


melakukan tindak pidana terhadap dirinya sendiri dan hanya 
sekedar mengobati, sehingga tindakannya dianggap perbuatan 
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yang sengaja tetapi tersalah. Berbeda dengan sekutu binatang buas 
dan sekutu orang yang melukai dirinya sendiri yang sengaja 
melakukan perbuatan tersebut. 


Cabang: Apabila seseorang dilukai orang lain, lalu luka 
tersebut dijahit kemudian dia meninggal dunia, maka harus ditinjau 
terlebih dahulu: apabila yang dijahit itu adalah daging mati, seperti 
daging yang dipotong pedang, maka hukuman gishash berlaku 
bagi orang yang melukainya, karena tidak ada penularan pada 
daging mati yang dijahit. Sedangkan apabila yang dijahit adalah 
daging hidup, maka harus ditinjau terlebih dahulu: apabila yang 
menjahit itu adalah orang yang terluka atau dijahit orang lain 
dengan perintahnya, apakah hukuman gishash itu wajib bagi orang 
yang melukai? Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i, sebagaimana yang kami katakan dalam kasus ketika 
seseorang mengobati lukanya dengan racun yang terkadang 
mematikan dan terkadang racun itu tidak mematikan, tetapi 
biasanya racun itu memang mematikan. 


Apabila lukanya dijahit orang lain tanpa seizinnya atau dia 
memaksa untuk melakukannya, maka gishash wajib dijatuhkan 
pada orang yang melukai dan orang yang menjahit luka tersebut, 
karena keduanya orang itu sama-sama membunuhnya. Apabila 
yang menjahit luka tersebut adalah penguasa dengan cara dipaksa: 
apabila sang penguasa setempat tidak memiliki kekuasaan atas 
pelaku tersebut, maka dia seperti rakyat biasa, sehingga wajib 
dihukum gishash bersama orang yang melukai. Sedangkan jika 
penguasa itu memiliki kekuasaan terhadap orang yang dilukai, 
misalnya orang yang dilukai masih kecil atau gila, atau yang 
menjahit luka tersebut dari kalangan keluarganya selain penguasa, 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadedzab || 505 


atau di atas kepalanya ada bisul, lalu bisul tersebut dipotong oleh 
walinya (keluarganya) dan kemudian dia meninggal dunia, maka 
apakah orang tersebut wajib dihukum gishash? Dalam hal ini ada 
dua pendapat Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash, karena dia 
telah melukai dengan luka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan 
hal ini, maka sekutunya yaitu orang yang melukai juga wajib 
dihukum gishash. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum gishash, karena 
tidak sengaja melakukan tindak kejahatan tersebut, tetapi hanya 
sekedar mengobati, sehingga perbuatannya itu dianggap sengaja 
tetapi tersalah. Berdasarkan hal ini, maka dia atau sekutunya tidak 
wajib dihukum gishash. Kemudian masing-masing dari keduanya 
itu wajib membayar separuh diyat mughallazhah. Lalu apakah 
yang wajib dibayar penguasa harus menggunakan hartanya atau 
menggunakan dana dari Baitul Maal? Dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i yang akan diuraikan nanti. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki melukai orang lain lalu 
dia dilukai lagi oleh orang lain sebanyak seratus kali lalu dia tewas, 
maka keduanya sama-sama bersekutu dalam pembunuhan 
tersebut, sehingga harus dihukum gishash, karena bisa jadi dia 
tewas karena satu luka dan bisa pula tewas karena seratus luka. 
Apabila sama-sama ada kemungkinan, maka secara zhahir korban 
tersebut tewas karena perbuatan keduanya, sehingga keduanya 
dianggap telah membunuhnya dan wajib dihukum gishash. 


Apabila korban memaafkan keduanya, maka keduanya 
harus membayar separuh diyat Dimana diyat itu tidak gugur 
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sesuai jumlah luka, sebagaimana yang kami katakan berkenaan 
dengan eksekutor (algojo) yang menambah hukuman deranya 
sesuai yang diperintahkan kepadanya, ini menurut satu dari dua 
pendapat Asy-Syafi'i, karena cemeti itu sama antara yang satu 
dengan lainnya, sementara luka-luka itu terputus-putus di tubuh. 
Dan bisa jadi satu pukulan itulah yang membuat korban tewas. 


Apabila seseorang menusuk orang lain hingga sampai ke 
dalam perutnya, lalu ada orang lain yang melukainya tetapi tidak 
sampai menusuk ke dalam perutnya, kemudian dia tewas karena 
perbuatan keduanya, maka keduanya sama-sama berkontribusi di 
dalamnya. Masalah salah satunya lebih dalam tusukannya daripada 
yang lainnya, maka ini tidak menghalangi kesamaan tindakan 
keduanya, sebagaimana lebihnya luka yang dilakukan salah 
satunya tidak menghalangi kesamaan status keduanya sebagai 
pelaku pembunuhan tersebut. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menggorok tenggorok- 
kan seseorang atau memukulnya, lalu datang lagi orang lain yang 
memenggalnya menjadi dua atau merobek perutnya dan 
mengoyak ususnya lalu mengeluarkannya, lalu datang lagi orang 
lain yang menyembelihnya, maka orang pertama adalah yang 
membunuhnya sehingga dia wajib dihukum gishash, sedangkan 
orang kedua tidak wajib dihukum gishash dan hanya perlu 
dihukum ta Zir, karena setelah perbuatan orang pertama itu tidak 
ada lagi status hidup pada korban dan dia hanya bergerak-gerak 
layaknya geraknya orang yang disembelih. Disamping itu, status 
korban sudah seperti orang yang meninggal dunia secara hukum, 
dengan alasan bahwa keislaman atau tobatnya itu tidak sah, begitu 
pula jual beli, wasiat dan warisannya. Seandainya pun dalam 
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kondisi tersebut dia melakukan tindak kejahatan, maka dia tidak 
wajib diberi hukuman, sehingga kondisi ini sama seperti orang 
yang melakukan kejahatan terhadap orang yang telah meninggal 
dunia. 


Apabila orang pertama memotong tangan atau kakinya lalu 
orang kedua menggorok lehernya, atau orang pertama menusuk 
perutnya lalu orang kedua menggorok lehernya, maka yang 
melukai adalah orang yang pertama sehingga dia wajib dihukum 
gishash sesuai perbuatannya, sementara orang kedua adalah orang 
yang membunuhnya, karena itu setelah perbuatan orang pertama, 
dimana masih ada kehidupan pada korban, karena dia masih bisa 
hidup satu atau dua hari, dan terkadang dia juga tidak mati karena 
perbuatan tersebut. Alasan lainnya adalah, karena dalam kondisi 
tersebut keislamannya masih sah, tobatnya dan jual beli serta 
wasiatnya juga masih sah. Oleh karena itu, ketika Abu Lu'lu'ah Al 
Majusi menusuk perut Amirul Mukminin Umar bin Al 
Khaththab 2, dokter datang dan memberinya minum susu hingga 
susu tersebut keluar dari perutnya, lalu dia berkata kepadanya 
(Umar), “Berilah wasiat kepada kaum muslimin.” Maka Umar Ds 
memberi wasiat dan setelah itu dia wafat, lalu para sahabat 
mengamalkan wasiatnya. Jadi, dalam kondisi demikian statusnya 
seperti orang yang sehat. Wallahu A'lam. 
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Bab: Hukuman Oishash Yang Wajib Diterapkan 
Pada Tindak Kriminal 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang 
melukai orang lain dengan sesuatu yang dapat 
memotong kulit dan daging seperti pedang, pisau dan 
kepala tombak, atau dengan sesuatu yang diruncingkan 
seperti kayu, batu, kaca dan lainnya, atau dengan 
sesuatu yang bisa bergerak cepat dan bisa menusuk ke 
dalam tubuh seperti jarum besar dan anak panah, atau 
dengan sesuatu yang ditajamkan seperti kayu dan 
dahan pohon yang membuat korbannya tewas, maka 
dia wajib dihukum gishash, karena dia telah membunuh- 
nya dengan alat yang secara umum dapat mematikan. 


Apabila dia menusuknya dengan jarum, apabila 
yang ditusuk adalah bagian tubuh yang vital seperti 
dada, lambung, mata dan pangkal telinga dan membuat 
orang yang ditusuk tewas, maka dia wajib dihukum 
gishash, karena yang ditusuk adalah bagian tubuh yang 
Vital, seperti menusuk dengan pisau dan jarum besar 
pada bagian tubuh yang vital. Sedangkan apabila yang 
ditusuk adalah bagian tubuh yang tidak vital seperti 
pantat dan paha, maka harus ditinjau terlebih dahulu: 
apabila tusukan tersebut menyebabkan penyakit kronis 
dan kelumpuhan hingga menyebabkan korban tewas, 
maka pelakunya harus dihukum gishash, karena secara 
zhahir dia meninggal dunia karena tusukan tersebut. 
Sedangkan apabila dia tewas saat itu juga, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 
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Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash, 
karena tusukan tersebut menjalar dan menyebabkan 
penyakit kronis pada tubuh, sehingga seakan-akan dia 
dibunuh secara pelan-pelan. Ini adalah pendapat Abu 
Ishag. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum 
gishash, karena yang dilakukannya secara umum itu 
tidak mematikan. Ini adalah pendapat Abu Al Abbas 
dan Abu Sa'id Al Ishthakhri. Hal ini seperti kasus orang 
yang memukul orang lain dengan benda berat yang 
kecil, karena terdapat perbedaan antara benda berat 
yang kecil dan benda berat yang besar. Dan begitu pula 
dengan benda yang ditajamkan. 


Penjelasan: 


Maur adalah bergerak dan bergoyang serta mengalir. 
Dikatakan Maara Ad-Damu Yamuru Mauran, artinya adalah darah 
mengalir. Amarahu adalah mengalirkan darah. Sedangkan kalimat 
Maara As-Sinan Fi Al Math'un, adalah kepala tombak memotong 
dan masuk ke dalam sesuatu yang ditusuk. A/ Ma 'ir adalah pedang 
tajam yang dapat langsung menusuk sesuatu yang dipukul. As- 
Sa'ir adalah bait syair yang terkenal. Sedangkan A/ Ghaur adalah 
dasar segala sesuatu. Sedangkan kata “Dhimnan,” artinya adalah 
kelumpuhan atau cacat pada tubuh karena musibah atau patah 
tulang atau sebab lainnya. 


Hukum: Apabila seorang laki-laki melukai orang lain 
dengan sesuatu yang dapat melukai, baik dengan benda tajam 
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seperti pedang dan pisau, atau dengan benda yang ditajamkan 
seperti timah, dahan kayu, emas dan kayu, atau dengan busur 
yaitu dahan kayu yang dibelah, atau dengan benda yang dapat 
menusuk tubuh seperti mata lembing atau anak panah atau kayu 
runcing yang biasa digunakan untuk melubangi terompah atau 
dengan jarum besar sehingga menyebabkan orang yang dilukai 
tewas, maka bagi yang melukai wajib dihukum gishash, baik 
lukanya itu kecil atau besar, baik dia tewas seketika atau merasa 
kesakitan beberapa saat sampai tewas, baik yang dilukai bagian 
tubuh vital atau bukan, karena semua benda tersebut dapat 
merobek daging dan mematikan secara umum. 


Sedangkan apabila seseorang menusukkan jarum ke bagian 
tubuh orang lain lalu orang ditusuk tewas, maka harus ditinjau 
terlebih dahulu: apabila yang ditusuk adalah bagian tubuh vital 
seperti pangkal kedua telinga, mata, jantung dan dua buah zakar, 
maka dia wajib dihukum gishash, karena secara umum tusukkan 
tersebut dapat mematikan. Sedangkan apabila yang ditusuk adalah 
bukan bagian tubuh vital seperti pantat dan paha, maka menurut 
Ibnu Ash-Shabbagh: jika tusukan tersebut terlalu dalam, maka 
pelakunya wajib dihukum gishash, sedangkan jika tusukannya itu 
tidak berlebihan, namun itu hanya tusukan biasa, maka ulama 
madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut 
dua Syaikh: yaitu Abu Hamid Al Isfirayini dan Abu Ishag Al 
Marwazi, bahwa apabila korban merasa kesakitan selama 
beberapa waktu sampai dia tewas, maka pelakunya wajib dihukum 
gishash, karena secara zhahir, dia tewas akibat luka tersebut. 


Sedangkan apabila dia tewas seketika itu juga, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut Abu 
Ishaq dia wajib dihukum gishash, karena Asy-Syafi'i & 
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mengatakan, “Baik lukanya kecil atau besar, apabila orang yang 
terluka tewas, maka pelakunya wajib dihukum gishash.” 
Disamping itu, pelaku melukainya dengan benda tajam yang bisa 
menusuk badan sehingga dia wajib dihukum gishash, seperti jarum 
besar. Sedangkan menurut Abu Al Abbas bin Suraij dan Abu Sa'id 
Al Ishthakhri, bahwa pelakunya tidak wajib dihukum gishash, 
karena secara umum manusia tidak mati jika ditusuk dengan 
jarum. 


Apabila dia tewas, maka kita tahu bahwa kematian tersebut 
terjadi secara kebetulan saja lantaran terkena tusukan jarum, 
seperti halnya orang yang melempar orang lain dengan pucuk 
. zakar atau kain lalu yang dilempar tewas, seperti orang yang tewas 
seketika karena serangan jantung akibat dipukul dengan tongkat, 
padahal secara umum pukulan tersebut tidak menyebabkan 
kematian. 


Ilmu kedokteran dan anatomi telah mempelajari sebab- 
sebab tindak kriminal dalam kondisi-kondisi tersebut yang 
menyebabkan kematian, baik yang sebabnya pasti atau mendekati 
pasti, dan ini adalah salah satu cara yang paling bisa menyimpul- 
kan kebenaran. Caranya adalah dua dokter yang adil dan kredibel 
meneliti sebab kematian tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah 
kami katakan sebelumnya. Sedangkan apabila yang meneliti 
seorang dukun, maka akan ada kesesuaian dan perbedaan, 
kecocokan dan kontradiksi. 

Ibnu Ash-Shabbagh mengkritik pendapat ini. Dia 
mengatakan, “Tidak ada argumentasi atas pendapat tersebut, 
karena apabila alasannya bahwa alat yang digunakan secara umum 
tidak bisa membunuh, maka tidak ada hubungannya antara yang 
menyebabkan kelumpuhan dengan yang menyebabkan kematian 
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seketika. Apabila ada ulama yang mengatakan: “Karena dia 
senantiasa lumpuh dan tewas karena luka tersebut, dan apabila dia 
tewas seketika itu juga, maka tidak diketahui bahwa sebabnya 
adalah hal tersebut. 


Oleh karena itu, seyogyanya dua alasan ini mewajibkan 
adanya ganti rugi dan bukan gishash. Jadi, harus diperhatikan 
apakah perbuatan tersebut secara umum bisa mematikan atau 
tidak. Bukankah banyak manusia yang melakukan bekam dan 
mengeluarkan darah dari tubuh? Apakah hal tersebut secara 
umum membuat mereka mati atau tidak? Faktanya banyak dari 
mereka yang melakukannya.” 


Al Mas'udi berkata, “Apakah pelakunya wajib dihukum 
gishash? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i 
yang tidak dirinci lebih jauh.” 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang 
memukul orang lain dengan benda berat, maka harus 
ditinjau terlebih dahulu, apabila benda tersebut besar 
yang terbuat dari besi atau kayu atau batu dan 
menyebabkan orang yang dipukul tewas, maka dia 
wajib dihukum gishash. Hal ini berdasarkan riwayat 
Anas #& bahwa seorang laki-laki Yahudi membunuh 
seorang budak perempuan dengan sebuah batu karena 
ingin merampas perhiasan perak darinya, lalu 
Rasulullah Æ menghukumnya dengan hukuman mati di 
antara dua batu. Disamping itu, secara umum pukulan 
tersebut dapat mematikan. Seandainya tidak wajib 
diterapkan hukuman gishash, maka perbuatan tersebut 
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akan dijadikan cara untuk menggugurkan hukuman 
gishash dan pertumpahan darah. 


Apabila seseorang memukul orang lain dengan 
benda berat kecil yang secara umum tidak mematikan 
seperti kerikil dan pena lalu orang yang dipukul tewas, 
maka dia tidak wajib dihukum gishash dan tidak wajib 
membayar diyat, karena dapat diketahui bahwa korban 
tidak tewas karena pukulan tersebut. Apabila dia 
memukulnya dengan benda berat yang terkadang 
mematikan dan terkadang tidak mematikan seperti 
tongkat, apabila yang dipukul adalah bagian tubuh vital 
atau orang sakit atau anak kecil atau pemukulan 
dilakukan saat cuaca panas atau cuaca sangat dingin, 
atau pemukulan dilakukan terus menerus sehingga 
korban tewas, maka pelaku wajib dihukum gishash, 
karena pukulan tersebut secara umum mematikan 
sehingga wajib diterapkan hukuman gishash atasnya. 


Apabila seseorang melempar orang lain dari 
tempat tinggi atau dari dinding hingga orang yang 
dilempar tersebut tewas, maka pelakunya wajib 
dihukum gishash, karena perbuatan tersebut secara 
umum dapat mematikan. Apabila dia mencekiknya 
dengan keras atau meremukkan buah zakarnya atau 
menutupi tubuhnya (wajahnya) dengan bantal atau 
menutup mulutnya dengan tangan hingga membuatnya 
tidak bisa bernapas sampai dia korban tewas, maka dia 
wajib dihukum gishash, karena perbuatan tersebut 
secara umum dapat mematikan. Apabila dia 
mencekiknya lalu melepaskannya dan korban merasa 
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kesakitan lalu tewas, maka dia wajib dihukum gishash, 
karena korban tewas akibat perbuatannya, seperti 
halnya jika orang itu melukainya lalu korban kesakitan 
dan kemudian tewas. Sedangkan jika korban masih bisa 
bernapas, lalu sehat kembali dan setelah itu meninggal 
dunia, maka pelakunya itu tidak wajib dihukum gishash, 
karena secara zhahir dia tidak tewas akibat perbuatan 
pelaku, sehingga tidak wajib dihukum gishash, seperti 
halnya jika orang itu melukainya tetapi luka tersebut 
berangsur sembuh dan kemudian si korban meninggal 
dunia. 

Pasal: Apabila seseorang melempar orang lain ke 
dalam api atau air dan korban tidak bisa menyelamat- 
kan diri karena airnya sangat banyak dan apinya sangat 
besar, atau korban tidak mampu menyelamatkan dirinya 
karena lemah, atau kedua lengan korban diikat di 
belakang pundak lalu dilemparkan ke dalam air atau api 
sehingga membuatnya tewas, maka pelaku wajib 
dihukum gishash, karena perbuatan tersebut secara 
umum dapat mematikan. Sedangkan apabila dia 
melemparkannya ke dalam air dan korban masih bisa 
menyelamatkan dirinya tetapi kemudian si korban 
ditelan ikan paus, maka pelaku tidak wajib dihukum 
gishash, karena perbuatan tersebut secara umum tidak 
mematikan. Sementara jika korban dilempar ke dalam 
laut besar yang tidak memungkinkan baginya untuk 
menyelamat-kan diri, lalu dia ditelan ikan paus sebelum 
dia sampai ke dalam air, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i. 
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Pendapat Pertama: Pelaku wajib dihukum 
gishash, karena dia telah melemparkannya ke tempat 
yang dapat menyebabkannya tewas. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum 
gishash, karena kematian korban itu bukan karena 
perbuatannya. 


Penjelasan: 


Hadits Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam 
pembahasan diyat dari Muhammad, Hajjaj bin Minhal, Ishag, 
Masdud dan Muhammad bin Basysyar. Hadits ini juga disebutkan 
dalam pembahasan thalak dan pembahasan wasiat dari Hassan bin 
Abi Abbad, juga dalam pembahasan Asykhaash dari Musa bin 
Ismail. 


Hadits Anas juga diriwayatkan oleh Muslim dalam 
pembahasan diyat dan juga diriwayatkan dari Muhammad bin Al 
Mutsanna, Muhammad bin Basysyar, Haddab dan Abd bin 
Humaid. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam 


pembahasan diyat dari Utsman bin Abi Syaibah, Ahmad bin Shalih 
dan Muhammad bin Katsir. 


At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dalam pembahasan diyat 
dari Ali bin Hujr. 

An-Nasa'i juga meriwayatkannya dalam pembahasan 
gishash dari Ali bin Hujr, Ishag bin Ibrahim, Muhammad bin 
Abdullah dan Ismail bin Mas'ud: juga dalam pembahasan 
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muharabah dari Ahmad bin Amr bin As-Sarh dan Al Harits bin 
Miskin. 

Ibnu Majah juga meriwayatkannya dalam pembahasan diyat 
dari Ali bin Muhammad bin Basysyar. 


Ahmad dan Ad-Daraguthni juga meriwayatkan dengan 
redaksi: “Bahwa seorang laki-laki Yahudi membuat bocor kepala 
seorang budak perempuan di antara dua batu. Lalu ditanyakan 
kepada budak perempuan tersebut, “Siapa yang melakukan ini 
terhadapmu?” (budak perempuan itu menjawab), “Fulan bin 
fulan,” sampai disebutkan nama laki-laki Yahudi dan budak 
perempuan tersebut mengiyakan dengan isyarat kepalanya. Maka 
ditangkaplah laki-laki Yahudi tersebut dan dia mengakuinya. Maka 
Nabi & menyuruh agar kepalanya dibocorkan di antara dua batu.” 


Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, “Lalu si 
Yahudi tersebut membunuhnya dengan batu, kemudian budak 
perempuan tersebut dibawa kepada Nabi @ dalam keadaan 
sekarat.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Seseorang membunuh 
budak perempuan Anshar karena ingin merebut perhiasannya, lalu 
dia membuangnya ke dalam sumur tua dan meremukkan 
kepalanya dengan batu. Kemudian Nabi menginstruksikan agar 
orang tersebut dirajam hingga mati. Maka orang tersebut pun 
dirajam hingga mati.” 


Penjelasan Redaksional: Mutsagga/ adalah benda berat 
seperti pualam dan sebagainya yang digunakan untuk memberat- 
kan bobot permadani. Audhah adalah kata plural dari wadh. 
Apabila dikatakan darahimu wadhin, artinya adalah uang perak 
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yang putih bersih. Dia juga bisa diartikan uang dirham asli. Dimana 
yang dimaksud audhah adalah perhiasan dari perak asli. Ibnu Al 
A'rabi meriwayatkan sebuah perkataan: (Aku memberikannya 
beberapa dirham putih seperti susu onta yang digembalakan di 
tanah keras berpasir. Jarang sekali unta digembalakan disitu 
kecuali dia mendapatkan perhiasan putih). Dalam perkataan ini, 
uang dirham yang putih diserupakan dengan susu unta yang tidak 
memakan kecuali perhiasan putih. Sedangkan kalimat “ Wadhul 
Qadam,” artinya adalah bagian lekuk telapak kaki yang putih. 


Kalimat, ghammuhu bimkhdatin, maksudnya adalah, dia 
pingsan lantaran ditutupi dengan sebuah bantal. 


Hukum: Apabila seseorang memukul orang lain dengan 
benda berat hingga orang yang dipukul tewas: jika korban dibunuh 
dengan benda seperti batu besar atau kayu atau tongkat, atau 
dilempar dari atas dinding atau atap rumah, maka pelakunya wajib 
dihukum gishash. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Ibnu Abi 
Laila, Abu Yusuf dan Muhammad. Sementara menurut An- 
Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al Hasan Al Bashri dan Abu Hanifah, bahwa 
pelaku tidak wajib dihukum gishash apabila dia memukul korban 
dengan benda berat. 


Sedangkan dalil kami adalah hadits riwayat Thawus dari 
Ibnu Abbas 4, bahwa Nabi & bersabda, 


oz 3 


On Nana 


“Pembunuhan sengaja (pelakunya) harus dihukum gishash, 
kecuali apabila wali (keluarga) korban memaafkannya.” 
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Sedangkan pembunuhan tidak sengaja, maka tidak ada 
gishash dan dia hanya membayar diyat, dimana tidak ada 
perbedaan dalam masalah ini. 


Anas juga meriwayatkan hadits yang disebutkan pengarang 
dalam pasal ini dan telah kami takhrij tadi. 


Al Imrani berkata: Dalam hadits ini ada beberapa pelajaran 
penting: 

Pertama: Hukuman gishash itu wajib diterapkan pada 
pembunuhan dengan benda berat. 

Kedua: Bisa dilakukan penuntutan hukuman gishash. 


Ketiga: Orang Yahudi dihukum mati jika membunuh orang 
Islam. 


Keempat: Laki-laki dihukum mati apabila membunuh 
perempuan. 


Kelima: Isyarat bisa menjadi landasan hukum, karena 
apabila dia tidak bisa dijadikan landasan hukum, maka pasti 
Nabi & akan mengingkarinya. 


Menurutku (Al Muthi'i): “Ini merupakan pendapat 
madzhab kami dan juga madzhab jumhur ulama.” 

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan jima’ dalam masalah 
ini, kecuali riwayat yang datangnya dari Ali. Diriwayatkan pula dari 
Al Hasan dan Atha', bahwa seorang laki-laki itu dihukum mati 
karena perempuan. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dari para ulama. 
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Asy-Syaukani berkata dalam An-Naif Diriwayatkan dalam 
Al Bahr dari Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan Al Bashri, Ikrimah, 
Atha‘, Malik dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua 
pendapatnya, bahwa seorang laki-laki tidak dihukum mati jika 
membunuh perempuan dan hanya wajib membayar diyat Abu Al 
Walid Al Baji dan Al Khaththabi meriwayatkan pendapat ini dari Al 
Hasan Al Bashri. Pengarang A/ Kasysyaf juga meriwayatkannya 
dari beberapa ulama yang pendapat mereka diriwayatkan oleh 
pengarang A/ Bahr. Akan tetapi dia mengatakan, “Ini adalah 
madzhab Malik dan Asy-Syafi'i,” tanpa mengatakan “Ini adalah 
salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i” seperti perkataan 
pengarang A/ Bahr. As-Sa'd menyatakan hal ini dalam Hasyiyah 
Al Kasysyaf bahwa riwayat yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari 
adalah keliru. Dia berkata, “Itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab 
dua madzhab tersebut,” yaitu madzhab Malik dan Asy-Syafi'i. Jadi, 
dia ragu tentang hukuman mati terhadap laki-laki yang membunuh 
perempuan. 


Al Baihagi meriwayatkan dari Abu Az-Zinad bahwa dia 
berkata, “Para pakar fikih yang pernah kami temui dan 
berpendapat seperti ini adalah Sa'id bin Al Musayyib, Urwah bin 
Az-Zubair, Al Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin 
Abdurrahman, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Ubaidillah bin 
Abdullah bin Utbah dan Sulaiman bin Yasar. Dan masih banyak 
lagi ulama selain mereka dari kalangan pakar fikih. Mereka 
berpendapat, bahwa laki-laki dihukum gishash jika dia melakukan 
tindak kejahatan terhadap perempuan, mata dibalas dengan mata, 
telinga dibalas dengan telinga, dan semua luka juga dibalas dengan 
hukuman yang sama. Apabila dia membunuhnya, maka dia harus 
dihukum mati. 
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Kami juga meriwayatkannya dari Az-Zuhri dan lainnya, juga 
dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi serta Umar bin Abdul Aziz.” Al 
Baihagi berkata, “Kami juga meriwayatkan pendapat berbeda dari 
Asy-Sya'bi dan Ibrahim untuk selain jiwa.” 


Diriwayatkan dari Hamal bin Malik (Ibnu An-Nabighah Al 
Hudzali, salah seorang sahabat yang menetap di Bashrah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh ulama Madinah dan ulama Bashrah) 
bahwa dia berkata, “Aku pernah berada di antara dua perempuan 
yang salah satunya memukul yang lainnya dengan tiang kemah 
hingga perempuan yang dipukul tersebut tewas bersama janinnya. 
Lalu Nabi & memutuskan, bahwa janinnya ditebus dengan budak 
dan perempuan tersebut (pelakunya) dihukum mati.” 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan 
diyat, An-Nasa'i dalam pembahasan gishash, Ibnu Majah dalam 
pembahasan diyat, dan juga diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni. 
Dan tidak ada hadits lainnya dari Nabi @. Misthah adalah kayu 
besar yang dipancang di tengah-tengah kemah (tiang kemah). 


Apabila seseorang memukul orang lain dengan benda yang 
secara umum tidak mematikan seperti pena dan kerikil lalu orang 
yang dipukul tewas, maka dia tidak wajib dihukum gishash dan 
tidak wajib membayar diyat serta kafarat karena korban tidak 
tewas akibat perbuatan tersebut dan hanya terjadi secara kebetulan 
saja. 

Apabila dia memukulnya dengan alat yang terkadang 
mematikan dan terkadang tidak mematikan seperti cemeti dan 
tongkat ringan lalu orang yang dipukul tewas, jika pukulan itu 
dilakukan terus menerus sampai pada hitungan yang secara 
umum, dan dapat membuat korban tewas sesuai kondisi fisiknya, 
atau korban dilempar lalu dipukuli hingga 500 kali atau seribu kali, 
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maka perbuatan tersebut secara umum dapat membuatnya tewas 
(dan pelakunya harus dihukum mati). Apabila orang yang dipukul 
itu kurus kering atau dia dipukuli dalam kondisi cuaca sangat 
panas atau sangat dingin tetapi dengan pukulan di bawah standar 
dan membuatnya tewas, maka pelakunya tidak wajib dihukum 
gishash, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja 
tetapi tersalah, dan dia hanya diwajibkan membayar diyat 


Cabang: Apabila seseorang mencekik orang lain dengan 
tangannya atau dengan tali atau menutupi wajahnya dengan bantal 
atau sapu tangan, lalu membekapnya hingga membuatnya tewas: 
jika dia melakukan ini selama beberapa saat yang membuat korban 
tewas secara umum, maka dia wajib dihukum gishash, karena dia 
sengaja membunuh dengan perbuatan yang secara umum dapat 
mematikan. Sedangkan jika dia melakukannya selama beberapa 
saat yang terkadang bisa membuat korban tewas atau tidak tewas, 
maka dia tidak wajib dihukum gishash dan hanya diwajibkan 
membayar diyat mughallazhah, karena perbuatannya ini tergolong 
sengaja tetapi tersalah. 


Apabila dia mencekiknya dengan cekikan yang secara 
umum dapat membuatnya tewas lalu dia melepasnya dalam 
keadaan hidup kemudian korban tewas: apabila cekikan tersebut 
menyebabkan korban tidak bisa bernapas atau terus merasa 
kesakitan hingga dia tewas, maka pelakunya harus dihukum 
gishash, karena korban tewas akibat perbuatannya. 


Apabila dia mengikat leher korban dengan tali dan di 
bawah kedua kakinya diletakkan kursi, lalu tali tersebut diikatkan 
pada atap rumah atau yang sejenisnya, kemudian kursi tersebut 
dilepas dari bawah hingga korban tewas karena tercekik tali 


522 || 4I Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab 


AA Taat 


LB Am Le Hii NI 


tersebut, maka pelakunya harus dihukum gishash, karena dialah 
yang menyebabkan korban tercekik tali tersebut. 


Masalah: Apabila seseorang melempar orang lain ke 
dalam lubang tanah yang berisi api menyala dan korban tidak bisa 
keluar darinya hingga dia tewas, maka dia wajib dihukum gishash, 
karena perbuatannya secara umum dapat membuat korban tewas. 
Apabila apinya ada di tanah datar, jika korban tidak bisa keluar 
darinya karena apinya sangat besar atau sangat menyala dan 
korban dilemparkan ke dalamnya, atau korban lemah sehingga 
tidak bisa keluar dari kobaran api tersebut, maka pelakunya wajib 
dihukum gishash, karena dia telah membunuhnya dengan 
perbuatan yang secara umum dapat mematikan korban. 
Sedangkan apabila korban bisa keluar darinya tetapi dia tidak 
keluar hingga tewas, dan dia tahu cara keluar darinya, misalnya dia 
mengatakan “Aku tahu cara keluar dari kobaran api ini tetapi aku 
tidak akan keluar,” maka pelakunya tidak wajib dihukum gishash. 
Lalu apakah dia wajib membayar diya? Dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dia wajib membayar diyat karena dia 
wajib bertanggung jawab mengingat dia telah melemparkannya ke 
dalam api. Dan tanggung jawab ini tidak gugur darinya meskipun 
korban tidak keluar dari kobaran api tersebut meskipun dia 
mampu melakukannya. Seperti halnya jika dia melukainya dan 
sang korban bisa mengobati luka tersebut tetapi dia tidak 
mengobatinya sampai dia tewas. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib membayar diyat karena 
nyawa korban tidak melayang akibat perbuatan pelaku yang 
melemparkannya ke dalam api, dan korban tewas karena 
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keinginannya sendiri yang tidak mau keluar darinya, ini sama 
kondisinya seperti halnya jika orang tersebut keluar dari api 
tersebut lalu masuk lagi ke dalamnya. Ini berbeda dengan tidak 
mengobati, karena dia tidak melakukan sesuatu yang 
menyebabkannya tewas. Berbeda ketika korban tetap berada 
dalam kobaran api, karena dia melakukan sesuatu yang dapat 
menewaskan dirinya. Disamping itu, kesembuhan dengan 
mengkonsumsi obat merupakan sesuatu yang bersifat spekulatif- 
sehingga tidak menggugurkan diyat sementara keluar dari kobaran 
api tersebut adalah sesuatu yang pasti dapat menyelamatkan 
korban dari kematian, sehingga jika ini tidak dilakukan, maka tidak 
ada tanggung jawab (diya). Apabila kami mengatakan berdasarkan 
hal ini, maka orang yang melempar wajib membayar diyat sesuai 
perbuatannya yang melempar korban ke dalam kobaran api 
sampai korban bisa keluar tetapi dia tidak keluar. 


Cabang: Asy-Syafi'i & berkata, “Apabila seseorang 
melempar orang lain ke dalam lautan luas dan korban bisa 
berenang atau tidak bisa berenang lalu dia tenggelam, maka 
pelakunya harus dihukum gishash.” Penjelasannya adalah, bahwa 
jika seseorang melempar orang lain ke dalam lautan luas, lalu 
korban tewas karenanya, maka pelaku wajib dihukum gishash: 
baik korban itu bisa berenang atau tidak, karena lautan luas itu 
dipastikan dapat membuatnya tewas. Sedangkan jika dia 
melemparnya ke dekat pantai, lalu korban tenggelam dan tewas, 
apabila korban itu dibelenggu tangannya ke belakang pundak atau 
tidak dibelenggu tangannya ke belakang pundak dan dia tidak bisa 
berenang, maka pelakunya wajib dihukum gishash. Lain halnya 
jika sang korban bisa berenang dan dia bisa keluar dari air tersebut 
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tetapi dia tidak keluar hingga dia tenggelam dan tewas, atau 
korban dilempar ke tempat yang dia bisa keluar darinya tetapi dia 
tidak keluar hingga tewas, maka pelakunya tidak wajib dihukum 
gishash. Lalu apakah dia wajib membayar diyaf? Dalam hal ini ada 
dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, 
bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, seperti 
halnya jika seseorang melempar orang lain ke dalam kobaran api, 
dimana korban itu bisa keluar darinya tetapi dia tidak keluar 
darinya hingga tewas. Ada pula yang mengatakan, bahwa 
pelakunya tidak wajib membayar diyat, dan ini merupakan satu 
pendapat Asy-Syafi'i: karena secara umum, api tidak menyelam 
pada manusia dan secara umum manusia-lah yang menyelam ke 
dalam air. 


Apabila seseorang membuang orang lainnya ke dalam 
lautan di dekat pantai dan korban bisa keluar darinya, akan tetapi 
dia ditelan ikan paus (hingga tewas), maka pelakunya tidak wajib 
membayar diyat karena korban bisa keluar seandainya dia tidak 
ditelan paus. Ada pula yang mengatakan, bahwa pelakunya wajib 
membayar diyat karena seandainya pun korban tidak ditelan ikan 
paus, dia tetap tidak bisa selamat. Ada pula pendapat kedua yang 
mengatakan, bahwa pelaku tidak wajib dihukum gishash dan 
hanya wajib membayar diyat, sebab kematian korban bukan akibat 
perbuatannya. Dan dalam kasus ini pendapat pertama adalah yang 
paling shahih. 

Apabila seseorang melempar orang lain ke pantai yang 
airnya terkadang pasang dan terkadang surut, tetapi saat itu air 
pasang hingga menenggelamkannya, maka pelakunya tidak wajib 
dihukum gishash, karena dia tidak sengaja membunuhnya, dan dia 
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hanya diwajibkan membayar diyat mughallazhah, karena 
perbuatannya tergolong sengaja tetapi tersalah (Amdun Khatha). 
Apabila pantai tersebut airnya tidak biasa pasang lalu tiba-tiba 
airnya pasang dan membuat korban tenggelam, maka pelaku juga 
tidak wajib dihukum gishash dan hanya diwajibkan membayar diyat 
mukhaffafah, karena perbuatannya tergolong tersalah tetapi 
sengaja. 


Asy-Syirazi #æ berkata: Pasal: Apabila seseorang 
menahan orang lain dan melarangnya makan dan 
minum selama beberapa waktu dimana pada saat itu 
orang yang ditahan tersebut benar-benar tidak makan 
dan tidak minum sehingga dia tewas, maka pelaku 
harus dihukum gishash, karena perbuatannya secara 
umum bisa membuat orang tersebut mati. Al Khuza'i 
meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, „Ú! (Si i ò 
Apa Jaf a Hata a PS ya ya Pd Je 
8 pas Aj ú Fi 3 Fa Sesungguhnya di antara orang 
yang paling zhalim adalah orang yang membunuh selain 
orang yang membunuhnya atau menuntut darah 
Jahiliyyah dalam Islam atau orang yang memperlihat- 
kan kedua matanya dalam tidur sesuatu yang tidak 
dilihatnya.” 

Diriwayatkan dari Nabi & bahwa beliau bersabda, 
Cal War, Jadi J3 “Hendaklah pembunuh dibunuh dan 
orang yang menahan orang lain sampai tewas juga 
ditahan (sampai tewas)” Disamping itu, hal itu adalah 
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penyebab yang tidak langsung sehingga penjaminan 
berkaitan dengan penyebab langsung dan bukan 
penyebab tidak langsung, seperti halnya jika seseorang 
menggali sumur, lalu ada orang lain yang mendorong 
seseorang masuk ke dalamnya hingga dia tewas. 


Pasal: Apabila seseorang membelenggu tangan 
orang lain di belakang pundaknya lalu membuangnya ke 
negeri yang banyak binatang buasnya atau membuang- 
nya di hadapan binatang buas hingga dia tewas (karena 
dimangsa binatang buas), maka pelakunya tidak 
dihukum gishash, karena apa yang dilakukannya bukan 
sebab langsung, sehingga hukumnya seperti orang yang 
menangkap orang lain lalu menyerahkannya kepada 
orang yang membunuhnya hingga orang tersebut 
dibunuh. 


Apabila digabungkan antara membelenggu tangan 
di belakang pundak dengan memasukkanya ke dalam 
lubang tempat menangkap binatang buas atau 
memasukkannya ke dalam rumah kecil yang sempit 
hingga dia (korban) tewas (karena dimangsa binatang 
buas), maka dia wajib dihukum gishash, karena 
binatang buas akan memangsa manusia yang dikumpul- 
kan bersamanya di tempat sempit. 


Apabila dia membelenggu tangannya di belakang 
pundak lalu meninggalkannya di tempat yang banyak 
terdapat ularnya lalu ular tersebut menggigitnya hingga 
tewas, maka pelakunya tidak dihukum gishash, baik 
tempatnya sempit atau luas, karena ular akan lari dari 
manusia sehingga meninggalkannya di tempat tersebut 
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tidak termasuk membiarkannya untuk dibunuh ular 
tersebut. Sedangkan apabila korban digigit binatang 
buas atau ular yang secara umum gigitan tersebut bisa 
mematikan, maka pelakunya wajib dihukum gishash, 
karena dia telah membiarkannya dibunuh secara 
sengaja. Sedangkan apabila yang menggigit adalah ular 
yang gigitannya secara umum tidak mematikan, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash, 
karena secara umum ular itu mematikan. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum 
gishash, karena yang menggigitnya secara umum itu 
tidak mematikan. 


Penjelasan: 

Hadits Abu Syuraih Al Khuza'i diriwayatkan oleh Ahmad, 
Ad-Daraguhtni, Ath-Thabrani dan Al Hakim. Ath-Thabarani dan 
Al Hakim juga meriwayatkannya dari jalur Aisyah dengan redaksi 
yang memiliki makna yang sama. | 

Al Bukhari meriwayatkan dalam shahihrnya dari Ibnu Abbas 
secara marfu’, 


NI 3 Inda HSE Ii Jaa ea 


. a DA. 


2. oz - a - á = fg o ° 
S~ KN a? Ha, Alal Rina AYI Aa 


H3 Bing 
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“Manusia yang paling dibenci Allah ada tiga: Orang yang 
melakukan pelanggaran (berbuat kriminal) di tanah Haram, orang 
yang mengikuti Sunnah Jahiliyyah dalam Islam, dam orang yang 
menuntut darah orang lain tanpa alasan yang benar agar bisa 
menumpahkan darahnya.” 


Ahmad juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar. 
Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dalam Shahih-nya dengan 
redaksi: Bahwa Nabi & bersabda, 
1 8 


TA EA 5 ASI Sa Of 


„Í PE o4 A z aqar a 

“dal Jad gá cab ae ja 
“Sesungguhnya manusia yang paling dimusuhi Allah & 
adalah orang yang membunuh di tanah Haram atau membunuh 


selain orang yang membunuhnya atau membunuh dengan masuk 
pada aturan Jahiliyyah.” 


Umar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Atha' bin Yazid, 
dia berkata, “Seorang laki-laki dibunuh di Muzdalifah -pada saat 
penaklukan Makkah-. Lalu dia menceritakan kisahnya yang di : 
dalamnya disebutkan bahwa Nabi & bersabda, 


ig paka ài a ea te Het us 
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“Sejauh yang aku ketahui tidak ada orang yang lebih 
angkuh terhadap Allah daripada tiga orang: orang yang 
membunuh di tanah Haram atau membunuh selain orang yang 
membunuhnya atau membunuh dengan masuk pada aturan 
Jahiliyyah.” 

Nama Abu Syuraih Al Khuza'i adalah Khuwailid bin Amr, 
ada pula yang mengatakan Amr bin Khuwailid, dan ada pula yang 
mengatakan Ka'b bin Amr. Ada pula yang mengatakan Hani‘ bin 
Amr. Sedangkan yang paling benar adalah Khuwailid bin Amr. Dia 
masuk Islam sebelum penaklukan Makkah. Dialah yang memegang 
salah satu bendera Bani Ka'b bin Khuza'ah pada hari penaklukan 
Makkah. Dia wafat di Madinah pada tahun 68 Hijriyah dan 
tergolong penduduk Hijaz. Ulama yang meriwayatkan hadits 
darinya adalah Atha' bin Yazid Al-Laitsi, Abu Sa'id Al Magburi dan 
Sufyan bin Abi Al Auja‘. 


Mush'ab berkata: Aku pernah mendengar Al Wagidi 
berkata, “Abu Syuraih Al Khuza'i termasuk salah seorang 
penduduk Madinah yang paling berakal. Dia mengatakan, “Apabila 
kalian melihatku berlebih-lebihan dalam menikahkan anakku 
dengan orang lain atau aku menikahkannya dengan penguasa, 
ketahuilah bahwa aku telah gila, maka tusuklah aku dengan besi 
panas. Apabila kalian melihatku melarang tetanggaku meletakkan 
kayu-kayunya di kebunku, ketahuilah bahwa aku telah gila, maka 
tusuklah aku dengan besi panas. Barangsiapa menemukan minyak 
samin atau susu atau kijang milik Abu Syuraih, maka itu halal 
baginya dan silahkan dia makan atau minum.” Al Bukhari dan 
Muslim sepakat meriwayatkan dua haditsnya, sementara At- 
Tirmidzi meriwayatkan tiga hadits darinya, Abu Daud tiga hadits 
dan Ibnu Majah dua hadits. Sedangkan redaksi “Inna Ata,” yang 
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dalam riwayat lain “Inna A'dan Naasi,” artinya adalah orang yang 
melampaui batas dalam kezhaliman atau berbuat angkuh terhadap 
orang lain. A/ Utuww adalah takabur dan congkak. 


Al Baihagi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari 
ayahnya dari kakeknya bahwa dia berkata, “Pada gagang pedang 
Rasulullah & tertulis, da SI cat SSI Ol “Sesungguhnya 
manusia yang paling zhalim terhadap Allah” (Al Hadits). 


Allah & berfirman, YO) KS pe, “Dan mereka benar- 
benar telah melampaui batas (dalam melakukan) kezhaliman.” (Os. 


Al Furgaan (25): 21). Maksudnya adalah sombong dan berbuat 
dosa. 


Sedangkan hadits “Hendaklah pembunuh dibunuh dan 
orang yang menahan orang lain sampai tewas juga ditahan 
(sampai tewas)” ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak dari 
Ma'mar dari Ismail secara marfu’, dia berkata, “Bunuhlah si 
pembunuh dan tahanlah orang yang menahan orang lain sampai 
tewas.” 


Ad-Daruguthni juga meriwayatkannya dari Ibnu Umar dari 
Nabi & bahwa beliau bersabda, “Apabila seorang laki-laki 
menahan orang lain lalu orang tersebut dibunuh orang lain, maka 
yang membunuh dihukum mati sedangkan yang menahan 
ditahan.” 


Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya berdasarkan perbuatan 
Ali # yang memutuskan berkenaan dengan seorang laki-laki yang 
membunuh laki-laki lain secara sengaja dan ditahan (ditangkap) 
oleh orang lain, “Si pembunuh dihukum mati sementara yang 
menahannya dipenjara sampai mati.” 
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Ad-Daraguthni juga meriwayatkannya dari jalur Ats-Tsauri 
dari Ismail bin Umayyah dari Nafi’ dari Ibnu Umar. Ma'mar dan 
lainnya juga meriwayatkannya dari Ismail. Ad-Daraguthni berkata, 
“Riwayat yang mursal lebih banyak.” 

Al Baihagi juga meriwayatkannya dan dia menguatkan 


riwayat yang mursa/ Dia mengatakan, “Riwayatnya maushu/ tetapi 
tidak mahfuzh.” 


Dalam Bulughul Maram dikatakan, “Para periwayatnya 
tsiqah dan dinilai shahih oleh Ibnu Al @aththan.” 

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ismail dari Sa'id bin Al 
Musayyib secara marfu’ Yang benar adalah dari Ismail, dia 
berkata, “Rasulullah & memutuskan.” (Al Hadits) 


Sedangkan tentang redaksi, “Wayushbarush Shabiru,” 
artinya adalah “Dan ditahan orang yang menahan.” Di antara 
nama-nama Allah & adalah Ash-Shabuur, yaitu Dzat yang tidak 
buru-buru menghukum orang-orang yang berbuat maksiat. Kalimat 
ini termasuk dalam metafora. Artinya mirip dengan arti A/ Haliim. 
Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah, bahwa orang yang 
berdosa tidak aman dari hukuman untuk Ash-Shabuur, sementara 
untuk A/ #aliim orang yang berdosa masih bisa aman (selamat) 
dari hukuman. Sedangkan kalimat Shabarahu Anisy Syai-i, artinya 
adalah menahan diri dari sesuatu. 


Al Hathi'ah berkata: 
r Aa Ae a aa # AA aa TES oz 
ag Jii Hb, H kale Unila G Ca 


Kukatakan kepadanya, “Tahanlah dengan sungguh-sungguh” # 
Celaka kamu, dia seperti orang kaya baru yang sedikit 


532 || Al Majmu’ Syarah Al Muhadzazab 


Ash-Shabr adalah menyuruh seseorang berdiri untuk 
dibunuh. Dalam pembahasan sumpah telah dijelaskan arti 
“Sumpah Shabr' dan juga arti-arti kalimat shabr, termasuk pula 
Shabrun Nafsi (kesabaran jiwa), yaitu menahan diri ketika 
mengeluh. 


Allah & berfirman, 


450 AL Go. AA Da 
“ Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang 
yang menyeru Tuhannya.” (Os. Al Kahfi (18): 28). 


Perkataannya, Ardhun Masba'ah, maksudnya adalah 
tempat yang banyak terdapat hewan buas. AzZubiyyah adalah 
sebuah lubang atau sumur guna mengkarantina hewan buas. Kata 
pluralnya adalah Zuban. Ibnu Baththal berkata: Pada kata itu ada 
dua bahasa: baik yang membacanya dengan men-dhammah-kan 
maupun yang meng-kasrah-kan. Kata, Nahasathu maksudnya 
adalah mengambilnya dengan gigi bagian depan. Nahasa Al hayah, 
maksudnya adalah, ular itu menggigit. Az-Zajir berkata: 


og ° Aoi -oz 09, Nu. A ozo | 2 a 
PE SP 3 H yap Ope oa D5) 
Pemilik dua tanduk yang memamah makanan itu # pun bisa 


menigit saat ada kesempatan untuk menggigit. 


Dikatakan pula: Nahasyathhu (dengan huruf Syiin). Az- 
Zamakhsyari berkata dalam A/ Asas, bahwa perbedaannya adalah 
bahwa An-Nahsu itu mengunyah dengan gigi bagian depan, 
sementara An-Nahsyu itu mengunyah dengan gusi. 
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Hukum: Apabila seseorang menahan orang merdeka lalu 
memberinya makan dan minum, kemudian orang tersebut mati 
dalam tahanan, maka orang yang menahan tidak wajib dihukum 
gishash dan tidak wajib membayar diyat: baik orang yang ditahan 
tersebut mati secara alami atau karena sebab tertentu seperti 
digigit ular atau jatuh dari dinding dan lain sebagainya. 


Abu Hanifah berkata, “Apabila orang ditahan masih kecil, 
lalu dia mati secara alami maka pelakunya tidak wajib di-gishash. 
Sedangkan apabila dia mati karena sebab tertentu seperti digigit 
ular dan jatuh dari dinding, maka dia wajib membayar diyat 
Sedangkan apabila dia tewas karena digigit ular atau jatuh dari 
dinding maka pelakunya wajib membayar diyat” 


Sedangkan dalil kami adalah, bahwa orang yang ditahan 
tersebut orang merdeka sehingga tidak ada jaminan dengan 
tangan, seperti halnya jika dia mati secara alami. Sedangkan jika 
dia ditahan dan dilarang makan dan minum atau salah satunya 
hingga dia tewas, maka harus ditinjau terlebih dahulu: apabila dia 
ditahan dengan kondisi demikian dalam waktu lama yang secara 
umum dapat menyebabkan kematian, maka dia wajib dihukum 
gishash, karena dia dibunuh dengan cara yang secara umum dapat 
mematikannya, sehingga hukumnya sama seperti jika dia dibunuh 
dengan pedang. 


Sedangkan jika dia ditahan selama beberapa waktu yang secara 
umum tidak membuatnya mati meskipun dia dilarang makan dan 
minum, maka tidak ada gishash dan diyat bagi pelakunya, karena 
kita tahu bahwa dia mati karena sebab lain. Dimana yang dianggap 
adalah kondisi orang yang ditahan tersebut: apabila dia ditahan 
dalam kondisi lapar maka dia tidak akan tahan menunggu 
makanan kecuali sebentar saja; sedangkan apabila kondisinya 
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kenyang saat ditahan, maka dia akan tahan lebih lama daripada 
orang yang lapar. Kemudian makanan itu ada penilaian tersendiri 
dan minum juga ada penilaiannya tersendiri, karena manusia itu 
bisa lebih sabar terhadap makanan daripada terhadap minuman. 


Apabila orang yang ditahan bisa keluar untuk mencari 
makanan dan minuman tetapi dia tidak keluar sampai tewas, maka 
menurut Ath-Thabari bahwa orang yang menahannya tidak 
gishash. 


Sedangkan jika seseorang menangkap orang lain lalu 
datang lagi orang lain yang membunuhnya, maka si pembunuhnya 
harus dihukum gishash, akan tetapi orang yang menangkapnya 
itu tidak dihukum gishash. Hanya saja apabila orang yang 
menangkap itu melakukannya sekedar main-main atau untuk 
memukulnya, maka tidak ada dosa atasnya dan tidak ada hukuman 
tazir atasnya. Sedangkan jika dia menangkap orang itu untuk 
membunuhnya, maka dia berdosa dan harus dihukum Za zir. Inilah 
yang merupakan pendapat madzhab kami, dimana pendapat ini 
juga dinyatakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. 


Sedangkan menurut Rabi'ah, pembunuhnya harus dihukum 
mati dan orang yang menangkapnya itu harus ditahan sampai 
mati. Sementara menurut Malik, apabila sang pelaku menahannya 
agar orang yang ditahan itu dipukul orang lain, atau dia 
menangkap agar dapat memukulnya atau hanya sekedar main- 
main, lalu datang orang lain yang membunuhnya, maka tidak ada 
gishash dan tidak ada diyat bagi orang yang menangkap, 
sementara jika dia menangkapnya agar orang tersebut dibunuh 
orang lain, maka dia harus dihukum gishash. 


Sedangkan menurut Ahmad, tidak ada perselisihan 
pendapat dikalangan ulama, bahwa orang yang membunuh itu 
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harus dihukum mati, karena dia membunuh orang yang sekufu" 
dengannya secara sengaja tanpa alasan yang benar. 


Terkait dengan orang yang menangkap (menahan): jika dia 
tidak tahu, bahwa si pembunuh itu telah membunuh orang yang 
ditangkapnya, maka tidak hukuman apapun baginya, karena dia 
hanya menyebabkan saja, sementara pembunuh adalah pelakunya 
secara langsung, sehingga gugurlah hukum orang yang 
menyebabkan. 


Apabila dia menangkapnya untuk diserahkan kepada orang 
lain agar dibunuh, misalnya dia menangkap si korban untuknya 
agar disembelih, maka ada riwayat berbeda dari Ahmad. 
Diriwayatkan darinya, bahwa dia harus ditangkap sampai mati. 
Pendapat ini juga dinyatakan oleh Atha‘ dan Rabi'ah dan juga 
diriwayatkan dari Ali. Diriwayatkan pula dari Ahmad bahwa 
pelakunya juga harus dihukum mati, dan pendapat ini juga 
dinyatakan oleh Malik. 


Sulaiman bin Musa berkata, “Jma’ dalam masalah ini 
menurut kami adalah bahwa pelakunya harus dihukum mati, 
karena apabila dia tidak menangkapnya, maka orang kedua tidak 
mungkin dapat membunuhnya. Dengan ditangkapnya korban, 
maka orang kedua dapat membunuhnya. Jadi, pembunuhan 
tersebut terjadi karena perbuatan keduanya dan keduanya itu 
dianggap bekerjasama, sehingga keduanya itu wajib dihukum 
gishash, seperti halnya jika kedua orang itu melukainya.” 


Yang menjadi dalil kami adalah, hadits Ibnu Umar Bo 
bahwa Nabi & bersabda, 
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“Apabila seseorang menangkap orang lain lalu orang yang 
ditangkap dibunuh orang lain, maka orang yang membunuh harus 
dibunuh dan orang yang menangkap (menahan) harus ditahan.” 


Disamping itu, pelaku menahannya sampai tewas sehingga 
dia juga harus ditahan sampai tewas, seperti halnya apabila dia 
melarangnya makan dan minum sampai tewas, maka kami juga 
melakukan hal yang sama terhadapnya sampai dia mati. 


Sedangkan tentang firman Allah &, Baa Sa ea KA 1 


E ra, 0.02 2 ng dg PA . . 
Ker CX G Ee ade Oleh sebab itu barangsiapa yang 


menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan 
serangannya terhadapmu,” (Os. Al Baqarah (2): 194). Jikalau kami 
mewajibkan hukuman gishash pada orang yang menahan maka 
kami telah menghukumnya dengan hukuman yang lebih besar dari 
perbuatannya itu dan ini tergolong perbuatan yang disabdakan 


Nabi # dalam haditsnya, Ja. P J3 rx Ai Pe A Si Ka o| 
AEN aa fi Jai, Lp Kata pu Tb Yi ab 3 


Ao «3 


@ saj “Sesungguhnya di antara orang yang paling zhalim terhadap 
Allah adalah orang yang membunuh selain orang yang 
membunuhnya (membunuh keluarganya) atau menuntut darah 
Jahiliyyah dalam Islam atau memperlihatkan matanya dalam tidur 
sesuatu yang tidak dilihatnya.” 
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Apabila keluarga korban pembunuhan membunuh orang 
yang menangkap korban, maka dia telah membunuh selain 
pembunuhnya. Sedangkan yang dimaksud Nabi & dengan 
menahan orang yang menahan adalah memberi hukuman ta'zir 
dengan menahannya, karena orang yang menahan merupakan 
penyebab tidak langsung yang berkumpul dengan penyebab 
langsung sehingga tanggung jawab berkaitan dengan orang yang 
melakukan langsung tindakan tersebut dan bukan penyebabnya, 
seperti halnya jika dia menggali sumur atau menancapkan pisau 
lalu ada orang lain mendorong seseorang ke dalam sumur atau 
pisau tersebut hingga tewas. Selain itu, jika yang bersangkutan 
menangkap maka itu dianggap tindakan kerjasama. Oleh karena 
itu, jika ada seorang laki-laki yang menangkap seorang perempuan 
lalu perempuan tersebut dizinai laki-laki lain maka orang yang 
menangkap tersebut harus dihukum Aad. Ketika orang yang 
menangkap itu tidak wajib dihukum Aad, maka gishash juga tidak 
wajib diterapkan padanya. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang 
memberi minum racun kepada orang lain hingga 
menyebabkan korban tewas, dia wajib dihukum gishash, 
karena yang dilakukannya secara umum dapat 
menyebabkan korban tewas. Hukumnya seperti orang 
yang melukai orang lain dengan luka yang secara umum 
dapat membuatnya tewas. Jika dia mencampurkan 
racun tersebut pada makanan dan meninggalkan 
makanan tersebut di rumah korban lalu ada orang lain 
yang masuk lalu memakan makanan tersebut hingga 
tewas, maka pelakunya tidak wajib dihukum gishash, 
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sebagaimana jika dia menggali sumur di rumahnya, lalu 
ada orang lain yang masuk tanpa seizinnya, lalu jatuh 
ke dalamnya hingga tewas. 


Sedangkan apabila dia menyuguhkan racun 
tersebut kepada korban atau mencampurnya dengan 
makanan lalu korban memakannya dan tewas, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Dia tidak wajib dihukum 
gishash, karena korban itu memakannya dengan 
kehendaknya sendiri, sehingga hukumnya seperti orang 
yang bunuh diri dengan menggunakan pisau. 


Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum gishash, ini 
berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa dia berkata, 
“Rasulullah & menerima hadiah dan tidak menerima 
sedekah. Suatu ketika ada seorang perempuan Yahudi 
Khaibar yang menghadiahkan daging kambing sate 
kepada beliau, lalu beliau dan para sahabat 
memakannya, kemudian beliau bersabda, “Angkatlah 
tangan kalian, karena daging ini mengabarkan 
kepadaku bahwa dia beracun.” Lalu beliau mengutus 
seseorang untuk menemui perempuan Yahudi tersebut, 
lalu beliau bertanya kepadanya, “Apa yang 
mendorongmu melakukan ini terhadapku ?” Perempuan 
Yahudi tersebut menajwab, “Kalau engkau memang 
seorang Nabi, maka yang aku lakukan terhadapmu 
tidak akan membahayakanmu: sedangkan apabila 
engkau seorang raja maka aku telah membebaskan 
manusia dari pengaruhmu.” Lalu daging tersebut 
dimakan Bisyr bin Al Barra" bin Ma'rur hingga dia 
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tewas, maka Nabi mengutus seseorang untuk 
mendatangi perempuan Yahudi tersebut dan mem- 
bunuhnya. Beliau juga bersabda, “Aku masih 
merasakan pengaruh makanan beracun yang aku 
makan di Khaibar. Inilah saat dimana urat nadiku 
terputus karenanya.” 


Disamping itu, perbuatan tersebut secara umum 
dapat menyebabkan kematian, sehingga hukumnya 
sama seperti membunuh dengan pedang. 


Apabila dia memberinya minum racun dan dia 
mengklaim tidak tahu bahwa dia yang menyebabkannya 
tewas, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash, 
karena secara umum racun tersebut mematikan. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum 
gishash, karena bisa jadi dia pura-pura tidak tahu, 
bahwa dia yang membunuhnya, dan ini adalah sesuatu 
yang syubhat, sehingga menggugurkan hukuman 
gishash. 


Pasal: Apabila seseorang membunuh orang lain 
dengan sihir yang secara umum mematikan, maka dia 
wajib dihukum gishash, karena dia telah membunuhnya 
dengan sesuatu yang secara umum dapat membunuh- 
nya, sehingga kasusnya ini mirip dengan orang yang 
membunuh orang lain dengan pisau. Sedangkan apabila 
secara umum sihir tersebut dapat mematikan dan tidak 
mematikan, maka pelakunya tidak wajib dihukum 
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gishash, karena perbuatannya itu tergolong sengaja 
tetapi tersalah, seperti halnya jika dia memukul orang 
itu dengan tongkat lalu orang yang dipukul itu tewas. 


Penjelasan: 


Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Daud: Wahb 
bin Bagiyyah menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Amr dan Abu Salamah bahwa 
Rasulullah & dihadiahi daging kambing oleh perempuan Yahudi 
Khaibar. Hadits ini diriwayatkan secara mursal. Hammad bin 
Salamah juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Amr dari Abu 
Salamah dari Abu Hurairah secara maushul. 


Abdurrazzag meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri 
bahwa Zainab binti Al Harits Al Yahudiyyah, istri Sallam bin 
Misykam menghadiahkan kepada Nabi & daging kambing sate 
yang dibubuhi racun dan sebelumnya dia menanyakan kepada 
para sahabat, “Bagian apa yang paling disukainya ?” Mereka 
menjawab, “Lengan.” Maka dia pun membubuhi racun lebih 
banyak pada bagian lengan. Ketika Nabi & menggigit lengan 
tersebut, lengan tersebut memberitahukan kepada Nabi bahwa dia 
beracun, maka beliau pun memuntahkan daging yang telah 
dikunyahnya, lalu beliau bersabda, “Kumpulkan orang-orang 
Yahudi dari sana dan bawa mereka kepadaku.” Setelah mereka 
dikumpulkan, beliau pun bersabda kepada mereka, “Aku akan 
menanyakan kepada kalian tentang sesuatu, apakah kalian akan 
membenarkanku?” Mereka menjawab, “Ya, wahai Abu Al Qasim.” 
Maka beliau bertanya kepada mereka, “Siapakah ayah kalian?” 
Mereka menjawab, “Ayah kami adalah si fulan” Nabi bersabda, 
“Kalian dusta bahwa ayah kalian adalah si fulan” Kata mereka, 
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“Kamu benar dan tepat” Nabi bertanya selanjutnya, “Apakah 
kalian akan membenarkanku tentang sesuatu apabila aku 
menanyakan kepada kalian tentangnya?” Mereka menjawab, “Iya, 
wahai Abul Qasim. Kalau kami dusta, maka kedustaan kami akan 
terlihat sebagaimana engkau mengetahui ayah kami” Nabi 
bertanya, “Siapakah penghuni neraka?” Mereka menjawab, “Kami 
hanya di neraka sebentar lalu kalian akan menggantikan kami” 
Nabi bersabda, “Diamlah kalian di dalamnya! Demi Allah, kami 
tidak akan menggantikan kalian di dalamnya.” Kemudian beliau 
bersabda, “Apakah kalian akan membenarkanku apabila aku 
menanyakan kepada kalian tentang sesuatu?” Mereka, “Iya” Beliau 
bertanya, “Apakah kalian yang membubuhi racun pada daging 
kambing ini?” Mereka menjawab, “Iya,” Beliau bertanya, “Apa 
yang mendorong kalian melakukannya?” Mereka menjawab, 
“Kami ingin tahu, apabila engkau berdusta, maka kami akan 
merasa tenang dari gangguanmu, sedangkan jika engkau seorang 
Nabi, maka racun tersebut tidak akan membahayakanmu.” 
Kemudian seorang perempuan dihadapkan kepada beliau, lalu dia 
berkata, “Aku ingin membunuhmu” Nabi bersabda, “Allah tidak 
akan membiarkanmu melakukan itu terhadapku” Para sahabat 
berkata, “Apakah kita boleh membunuhnya?” Nabi bersabda, 
“Jangan.” Ternyata Nabi tidak mengganggunya dan tidak 
membunuhnya. Lalu beliau membekam bagian atas punggungnya 
yang dekat leher dan beliau menyuruh orang-orang yang telah 
memakan daging tersebut agar berbekam, akan tetapi sebagian 
mereka tewas.” 


Para ulama berselisih pendapat tentang eksekusi hukuman 
mati terhadap perempuan tersebut. Az-Zuhri berkata, “Dia masuk 
Islam sehingga Nabi membiarkannya.” Ma'mar berkata, “Orang- 
orang mengatakan, bahwa dia dihukum mati oleh Nabi @.” Akan 


sa2 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


tetapi riwayat Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Amr dari 
Abu Hurairah menyebutkan, bahwa Nabi & menghukum mati 
perempuan Yahudi tersebut setelah Bisyr bin Al Barra‘ tewas. Dua 
riwayat ini bisa digabungkan bahwa pada permulaan Nabi & tidak 
menghukum mati perempuan tersebut, kemudian setelah Bisyr bin 
Al Barra' tewas beliau menghukum mati perempuan tersebut. 

Terdapat riwayat yang berbeda-beda, apakah Nabi & 
memakan daging tersebut atau tidak? Mayoritas riwayat 
menyebutkan, bahwa Nabi & memakannya dan tetap hidup 
setelahnya selama tiga tahun. Oleh karena itu, ketika beliau sakit 
yang menyebabkan kematiannya, beliau mengatakan, “Aku masih 
merasakan pengaruh daging kambing beracun yang aku makan di 
Khaibar. Inilah saat terputusnya urat nadiku.” Az-Zuhri berkata, 
“Rasulullah & wafat sebagai syahid.” 


Penjelasan Redaksional: Mashliyyah adalah daging 
panggang (sate). Kalimat Ash-Shala merupakan isim magshur, 
sementara kalimat Ash-Shilau adalah isim mamdud. Contohnya 
adalah firman Allah &, 


4 2 re or s 
Oí nD danu 
“Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.” (Qs. 
Al Masad [111]: 3). Juga firman-Nya, 


r 
- 


ILK : 2 te of 
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“Yaitu neraka Jahannam; mereka masuk kedalamnya; dan 
itulah seburuk-buruk tempat kediaman.” (Qs. Ibraahim (14): 29). 
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Redaksi “Aku masih merasakan pengaruh makanan,” 
kalimat Uklah (makanan) adalah kunyahan, sedangkan Abhar 
adalah urat nadi leher yang apabila dia putus, maka pemiliknya 
akan mati. Abhar adalah dua urat nadi yang keluar dari jantung 
lalu mencabang ke seluruh urat nadi. Demikianlah yang dikatakan 
oleh Ibnu Baththal. Jika kita merujuk ilmu anatomi, salah satu dari 
dua sisi jantung sebelah atas adalah pembuluh darah paru-paru 
yang memompa darah ke paru-paru untuk proses pertukaran 
oksigen. Dia membentang dari bilik jantung kanan sampai ke paru- 
paru. Kemudian pembuluh darah lainnya adalah Aorta; dia 
membentang dari bilik jantung kiri ke bagian-bagian tubuh, lalu 
dari keduanya menjalar ke pembuluh-pembuluh darah dan urat- 
urat yang disebut peredaran darah. 


Hukum: Apabila seseorang membelenggu tangan orang 
lain ke belakang pundaknya atau mengikatnya lalu orang tersebut 
dimangsa binatang buas, maka dalam hal ini ada tiga permasalah- 
an yang diuraikan oleh Syaikh Abu Hamid. 


Permasalahan Pertama: Apabila dia mengikat dan 
membelenggu kedua tangannya ke belakang pundak, lalu 
membuangnya ke daerah yang banyak binatang buasnya, 
kemudian datang binatang buas dan lalu memangsanya, maka dia 
(yang membuang) tidak wajib dihukum gishash dan tidak wajib 
membayar diyat karena binatang buas tersebut memakan orang 
itu atas keinginannya. Disamping itu, orang tersebut memiliki 
kehendak, sehingga hukumnya seperti orang yang ditangkap lalu 
dibunuh orang lain. 
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Permasalahan Kedua: Apabila dia mengikatnya di padang 
pasir, lalu melempar binatang buas ke arahnya atau dilempar ke 
arah seseorang atau dilempar ke arah binatang buas agar dia lari, 
apabila dia enggan untuk lari dan binatang tersebut memangsanya, 
maka itu terjadi atas keinginannya. 


Permasalahan Ketiga: Apabila binatang buasnya ada di 
tempat sempit atau rumah kecil atau sumur atau lubang untuk 
sarangnya, lalu orang yang dibelenggu tersebut dilempar ke 
arahnya, atau orang yang dibelenggu ada di tempat sempit atau di 
dalam rumah atau sumur atau sarang binatang, lalu binatang buas 
tersebut dilemparkan ke arahnya kemudian binatang itu 
menyerangnya hingga tewas: apabila serangan tersebut secara 
umum dapat menyebabkannya tewas, maka orang yang melempar 
Wajib dihukum gishash, karena dia telah melempar binatang buas 
ke arahnya untuk membunuhnya. 


Namun jika binatang tersebut menyerangnya dengan 
serangan yang secara umum tidak mematikan lalu dia tewas, maka 
orang yang melempar tidak wajib dihukum gishash, karena pada 
umumnya serang tersebut masih dapat membuatnya selamat, dan 
dia hanya wajib membayar diyat dengan menggunakan hartanya. 
Begitu pula yang berlaku jika yang menyerang adalah harimau atau 
sejenisnya. 

Apabila dia memegang binatang buas atau harimau lalu 
melepasnya untuk menyerang orang yang dibelenggunya dan 
kemudian binatang tersebut memangsanya, maka dia wajib 
dihukum gishash, karena dia telah menyediakan binatang buas 
untuk menyerangnya. 
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Masalah: Apabila seseorang membelenggu orang lain lalu 
membuangnya di daerah yang banyak ular, kemudian ada ular 
yang menggigitnya, maka tidak ada gishash dan diyat baginya: baik 
daerahnya luas atau sempit. Begitu pula jika dia melemparnya ke 
ular atau melemparkan ular ke arahnya, karena tabiat ular dan 
kalajengking adalah akan lari dari manusia. 


Apabila seseorang memegang ular atau kalajengking 
dengan tangannya, lalu menggigitkannya pada orang lain, maka 
menurut Asy-Syafi'i, “Baik dia mencengkeramkan ular tersebut 
atau tidak mencengkeramkannya kepada korban, lalu ular tersebut 
menggigitnya dan korban tewas: jika ular tersebut termasuk ular 
yang mematikan (berbisa) secara umum, seperti ular kobra atau 
ular berbisa yang yang memiliki kepala kecil, maka pelakunya 
wajib dihukum gishash, karena dia yang menyebabkan korban 
tewas dengan perbuatannya, sehingga hukumnya seperti 
membunuhnya dengan pedang. Sedangkan apabila ular tersebut 
secara umum tidak mematikan, seperti ular Makkah dan Hijaz atau 
ular Mesir yang biasa memangsa binatang jinak atau ular yang 
hidup di bawah rel kereta api dan biasa memangsa katak, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syaff'i. 


Pendapat Pertama: Dia tidak wajib dihukum gishash, 
karena ular tersebut secara umum tidak mematikan, dan dia hanya 
diwajibkan membayar diyat mughallazhah karena perbuatannya 
tergolong mirip sengaja. 

Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum gishash, karena 
perbuatan tersebut secara umum dapat membuatnya mati 
sehingga seperti orang yang melukai orang (sampai mati). 
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Pelajaran Penting: Ular ada yang berbisa. Ciri-cirinya 
adalah kepalanya kecil, lehernya tebal, racunnya ganas, lehernya 
halus dan kepalanya datar mirip ibu jari. Kemudian ular setengah 
berbisa, yaitu yang bentuknya pertengahan antara ular berbisa dan 
ular tidak berbisa. Sebagian orang Shufi ada yang memakan ular 
tidak berbisa karena beranggapan, bahwa hal tersebut akan 
melahirkan karamah, padahal perbuatan tersebut sangat keji dan 
durhaka karena menganggap orang yang memakan makanan 
buruk itu sebagai orang yang akan mendapat keridhaan. 


Masalah: Apabila seseorang memberi minum orang lain 
dengan minuman beracun, lalu orang yang meminumnya tewas, 
maka bisa jadi orang tersebut dipaksa atau tidak dipaksa. Apabila 
dia memaksanya untuk meminumnya, misalnya mencekokinya ke 
dalam tenggorokannya secara paksa, maka harus ditinjau terlebih 
dahulu: apabila orang yang memberi minum mengaku, bahwa 
minuman tersebut beracun dan mematikan, maka dia wajib 
dihukum gishash, karena dia telah membunuhnya dengan 
perbuatan yang secara umum mematikan, sehingga hukumnya 
seperti apabila dia membunuhnya dengan pedang. Sedangkan 
apabila keluarga korban mengklaim, bahwa racun tersebut 
mematikan tetapi orang yang memberi minum mengingkarinya: 
jika keluarga korban bisa mendatangkan bukti bahwa racun 
tersebut mematikan, maka orang yang memberi minum wajib 
dihukum gishash, karena telah terbukti bahwa racun tersebut 
mematikan. 


Apabila keluarga korban mendatangkan bukti bahwa 
korban fisiknya lemah dan ular tersebut tidak bisa membunuh 
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orang yang fisiknya kuat, maka pelakunya tidak wajib dihukum 
gishash dan hanya wajib membayar diyat mughallazhah. 


Sementara jika keluarga korban tidak dapat mendatangkan 
bukti, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang memberi 
minum dengan sumpahnya, bahwa racun tersebut secara umum 
tidak mematikan, karena hukum asalnya adalah tidak adanya 
gishash. Apabila dia telah bersumpah, maka dia tidak wajib 
dihukum gishash dan hanya wajib membayar diyat mughallazhah. 


Apabila terdapat bukti, bahwa racun tersebut secara umum 
mematikan atau orang yang memberi minum mengakuinya, hanya 
saja dia mengklaim, bahwa dia tidak tahu bahwa racun tersebut 
dapat mematikan pada waktu diminum, maka apakah dia wajib 
dihukum gishash? Dalam hal ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Dia tidak wajib dihukum gishash, 
karena pengakuannya masih multi tafsir sehingga bersifat syubhat 
yang menggugurkan hukuman gishash. 


Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum gishash, karena dia 
telah membunuhnya dengan sesuatu yang secara umum 
mematikan, sehingga pengakuannya itu tidak diterima. Seperti 
halnya jika pelaku melukainya (yang menyebabkan korban tewas). 


Apabila dia mencampur racun tersebut dengan makanan 
atau minuman dan memaksa korban dengan mencekokkan pada 
tenggorokannya lalu korban tewas, jika makanan dan minuman 
tersebut dapat mengurangi unsur racun tersebut secara otomatis, 
jika dia tidak memaksa korban dan hanya menyodorkan makanan 
atau minuman tersebut kepadanya, lalu korban meminumnya, 
maka harus ditinjau terlebih dahulu, apabila orang yang 
meminumnya itu masih kecil dan belum mumayyiz, atau sudah 
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dewasa tetapi gila atau orang ajam yang meyakini ketaatan 
terhadap perintah, maka orang yang menyodorkan harus 
bertanggung jawab, karena apa yang disodorkan seperti alat dan 
korban merasa wajib taat terhadap perintahnya. 


Sementara jika orang yang disodori sudah berakal dan 
mumayviz, maka orang yang menyodorkan tidak wajib 
bertanggung jawab, karena korban itu melakukan tindakan bunuh 
diri dengan keinginannya. 


Apabila seseorang mencampurkan racun pada makanan 
sementara makanan tersebut tidak bisa mengalahkan unsur racun 
tersebut lalu itu dimakan oleh seseorang hingga menyebabkannya 
tewas, maka harus ditinjau terlebih dahulu: apabila makanan yang 
dicampuri racun tersebut disodorkan kepada seseorang seraya 
mengatakan “Makanlah!” lalu orang tersebut memakannya, 
apakah pelakunya wajib dihukum gishash? Dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi’i: 


Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash, 
berdasarkan riwayat Abu Hurairah: Bahwa seorang perempuan 
Yahudi Khaibar menghadiahkan kepada Nabi & daging kambing 
sate lalu Nabi dan para Sahabatnya memakannya, lalu beliau 
bersabda, “Angkat tangan kalian ! karena daging ini mengabarkan 
kepadaku bahwa dia beracun.” Lalu beliau mengutus seseorang 
untuk menemui perempuan Yahudi tersebut, lalu beliau bertanya 
kepadanya, “Apa yang mendorongmu melakukan ini terhadapku” 
Si perempuan Yahudi menjawab, “Kalau engkau benar-benar 
seorang Nabi, maka apa yang kulakukan tidak akan membahaya- 
kanmu, namun jika engkau hanya seorang raja, maka aku akan 
membebaskan manusia dari gangguanmu,” lalu Bisyr bin Al Barra‘ 
bin Ma'rur memakannya dan dia pun tewas. Kemudian Nabi 
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mengutus seseorang untuk menghukum mati perempuan tersebut. 
Beliau juga bersabda, “Aku masih merasakan pengaruh racun 
yang kumakan sewaktu di Khaibar. Inilah saat dimana urat nadiku 
putus.” 


Selain itu, secara umum orang yang diberi makanan pasti 
akan memakannya, sehingga orang yang memberi makanan 
tersebut sama saja menyuruh untuk memakannya, sehingga dia 
wajib dihukum gishash, seperti halnya jika dia memaksa untuk 
memakannya. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum gishash, karena 
orang yang disodori memakan dengan keinginannya sendiri, 
sehingga seperti orang yang bunuh diri dengan pisau. Apabila 
kami katakan berdasarkan hal ini, apakah pelakunya wajib 
membayar diya Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam 
masalah ini. Menurut Qadhi Abu Ath-Thayyib, dalam masalah ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Dia tidak wajib membayar diyat, karena 
korban melakukan tindakan kriminal terhadap dirinya sendiri. 


Pendapat Kedua: Dia wajib membayar diyat karena 
kerusakan terjadi karena ulahnya, sehingga hukumnya seperti 
orang yang menggali sumur di jalan umum yang biasa dilalui 
manusia lalu ada orang yang jatuh ke dalamnya dan tewas. 
Sedangkan menurut Syaikh Abu Hamid, pelakunya wajib 
membayar diyat, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang 
disepakati ulama dan tidak ada dua pendapat yang lainnya. 


Apabila seseorang mencampurkan racun pada makanannya 
lalu dia menyuguhkannya kepada orang lain seraya mengatakan 
“Makanan ini beracun,” tetapi orang tersebut tetap memakannya, 
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maka dia (yang menyuguhkan makanan) tidak dihukum gishash 
dan tidak wajib membayar diyat Sedangkan apabila dia 
mencampur racun dengan makanan secara umum lalu 
menyuguhkannya pada anak kecil yang belum mumayyiz atau 
pada orang baligh yang gila atau pada orang ajam yang tidak 
berakal dan tidak mumayyiz seraya mengatakan, “Makanlah ini, 
tetapi makanan ini mengandung racun,” lalu orang yang disuguhi 
makanan tersebut memakannya dan tewas, maka dia (pelaku yang 
menyodorkan makanan tersebut) wajib dihukum gishash, karena 
hukumnya sama seperti jika dia membunuh orang itu dengan 
tangannya. 


Apabila seseorang membubuhi racun pada makanan, lalu 
ada orang lain yang masuk ke rumahnya dan kemudian memakan 
makanan tersebut serta menyebabkannya tewas, maka dia tidak 
wajib dihukum gishash dan tidak wajib membayar diyat, karena 
orang yang masuk tersebut telah bertindak gegabah dengan 
memakan makanan orang lain tanpa seizinnya. Sementara jika dia 
membubuhi racun pada makanan orang lain, lalu si pemilik 
makanan datang dan kemudian memakan makanannya tanpa 

mengetahui, bahwa makanan tersebut beracun hinga dia tewas, 
maka orang yang membubuhi racun pada makanan tersebut wajib 
mengganti makanan tersebut sesuai harganya karena dia telah 
merusaknya. Lalu apakah dia wajib dihukum gishash? Dalam hal 
ini ulama madzhab kami berselisih pendapat. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, 
bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang 
berkaitan dengan kasus orang yang mencampuri makanan dengan 
racun lalu disuguhkan kepada orang yang hendak memakannya, 
karena seseorang itu memakan makanan menurut kebiasaan dan 
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kebutuhan dirinya, sehingga hukumnya seperti orang yang 
mencampuri makanan dengan racun, lalu mengundang orang lain 
untuk memakannya. 


Ada pula ulama madzhab kami lainnya yang berpendapat, 
bahwa dia tidak wajib dihukum gishash, dan dalam hal ini hanya 
ada satu pendapat yang disepakati ulama, karena apa yang 
dilakukannya itu hanya sekedar merusak makanan tersebut saja. 


Cabang: Apabila seseorang menyihir orang lain lalu orang 
yang disihir tewas, maka orang yang menyihir harus ditanya 
dahulu tentang sihirnya. Apabila dia mengatakan, bahwa sihirnya 
secara umum mematikan dan dia telah membunuhnya, maka dia 
wajib dihukum gishash. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, dia 
tidak wajib dihukum gishash. 


Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa si penyihir itu telah 
menyihirnya dengan sihir yang mematikan secara umum. Al Imrani 
berkata, “Hukumnya seperti orang yang membunuh orang lain 
dengan pedang.” 

Sedangkan apabila si penyihir itu mengatakan, bahwa 
sihirnya itu tidak mematikan secara umum, maka dia wajib 
membayar diyat mukhaffafah (diyat yang ringan), karena dia telah 
melakukan kesalahan (ketidak-sengajaan). Sementara jika si 
penyihir mengatakan, bahwa sihirnya itu terkadang mematikan 
dan terkadang tidak mematikan, tetapi secara umum tetap 
membuat orang yang disihir selamat, maka dia wajib membayar 
diyat mughallazhah dengan menggunakan hartanya. 


Apabila si penyihir mengatakan, “Aku membunuh beberapa 
orang dengan sihirku,” tanpa menyebut satu per satu orang-orang 
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yang disihirnya, maka dia tidak dihukum mati. Akan tetapi 
menurut Abu Hanifah, dia harus dihukum mati, karena dia telah 
membuat kerusakan di muka bumi yaitu menampakkan senjata 
dan menteror di jalanan. Akan tetapi hukuman mati tidak 
berkaitan dengan masalah ini, sementara berkaitan dengan 
hirabah, maka akan diuraikan nanti insya Allah. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seorang 
laki-laki dipaksa untuk membunuh laki-laki lain tanpa 
alasan yang benar lalu orang tersebut (yang dipaksa) 
membunuhnya, maka orang yang memaksa wajib 
dihukum gishash, karena dia melakukan perbuatan yang 
secara umum dapat menyebabkan korban tewas, 
sehingga hukumnya mirip dengan kasus orang yang 
melempar orang lain dengan anak panah hingga tewas. 
Sementara berkenaan dengan orang yang dipaksa, 
dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syaffi'i. 


Pendapat Pertama: Dia tidak wajib dihukum 
gishash, karena dia membunuh korban dalam rangka 
membela dirinya, sehingga hukumnya seperti orang 
yang didatangi orang lain untuk membunuh karena 
hendak membela dirinya. 


Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum gishash. 
Inilah pendapat yang shahih, karena dia membunuh 
korban secara zhalim untuk mempertahankan dirinya 
sendiri, sehingga hukumnya mirip dengan orang yang 
terdesak membutuhkan makanan, lalu dia membunuh 
orang yang memiliki makanan agar dapat memakannya. 
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Apabila penguasa menyuruh seseorang mem- 
bunuh orang lain tanpa alasan yang benar: jika orang 
yang disuruh itu tidak tahu, bahwa dia membunuh 
tanpa alasan yang benar, maka penguasa wajib 
bertanggung jawab yaitu membayar kafarah, dihukum 
gishash dan membayar diyat karena orang yang 
disuruh itu dimaafkan dalam pembunuhan tersebut, 
mengingat secara zhahir, penguasa itu tidak menyuruh 
kecuali kebenaran. Sementara jika orang yang disuruh 
itu tahu, bahwa dia membunuh tanpa alasan yang 
benar, maka dia harus bertanggung jawab dengan 
membayar kafarah, dihukum gishash atau membayar 
diyat, karena dia tidak boleh mentaati sesuatu yang 
tidak diperbolehkan baginya. Dalilnya adalah sabda 
Nabi &, Jé Awara à dye) ib Y Tidak boleh taat 
kepada makhluk dalam randa bermaksiat kepada sang 
pencipta.” 

Asy-Syafi'ism meriwayatkan bahwa Nabi & 

s 
bersabda, ohi W di b po aI ia Si 
“Barangsiapa saja di antara kalan yang disuruh 
penguasa untuk melakukan selain ketaatan kepada 
Allah, janganlah taat kepadanya.” Jadi, hukumnya 
seperti orang yang membunuh orang lain tanpa 
perintah penguasa. 

Sedangkan jika salah seorang rakyat menyuruh 
seseorang untuk membunuh orang lain, lalu orang yang 


disuruh tersebut membunuhnya, maka orang yang 
disuruh itu wajib dihukum gishash: baik dia tahu, bahwa 
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dia membunuhnya tanpa alasan yang benar atau tidak 
tahu, karena dia tidak wajib taat kepadanya, sehingga 
secara zhahir si rakyat tersebut tidak menyuruhnya 
dengan alasan yang benar. Oleh sebab itu, tidak ada 
udzur dalam tindakan pembunuhannya, sehingga dia 
wajib dihukum gishash. 


Apabila seseorang menyuruh anak kecil yang 
belum mumayyiz atau orang ajam (non arab) agar 
membunuh orang lain, dimana orang yang disuruh itu 
belum tahu, bahwa dia tidak boleh taat kepadanya 
dalam membunuh tanpa alasan yang benar, maka yang 
wajib dihukum gishash adalah orang yang menyuruh, 
karena orang yang disuruh hanya menjalankan 
perintah. Apabila dia menyuruhnya mencuri harta, lalu 
orang yang disuruh tersebut mencurinya, maka orang 
yang menyuruh tidak wajib dihukum had, karena 
hukuman had itu tidak wajib diterapkan kecuali 
terhadap pelakunya langsung, sementara gishash wajib 
diterapkan pada orang yang menyebabkan dan juga 
pelakunya. 


Pasal: Apabila dua orang bersaksi bahwa 
seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan 
kematian orang lain, lalu orang tersebut (yang dituduh) 
dihukum mati karena kesaksian keduanya, maka 
hukuman gishash itu wajib dijatuhkan pada para saksi 
tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat Al @asim bin 
Abdurrahman: Ada dua orang laki-laki bersaksi di 
hadapan Ali & bahwa seorang laki-laki telah mencuri, 
lalu Ali memotong tangan orang yang dituduh tersebut, 
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kemudian keduanya menarik kesaksian mereka. Maka 
Ali pun berkata, “Seandainya aku tahu bahwa kalian 
berdua sengaja melakukannya pasti akan kupotong 
tangan kalian berdua,” lalu Ali menyuruh keduanya 
membayar diyat tangan orang yang dituduh tersebut. 


Selain itu, keduanya telah melakukan perbuatan 
yang menyebabkan orang lain terbunuh, sehingga 
keduanya harus dihukum gishash, seperti halnya jika 
keduanya melukai lalu orang yang dilukai itu tewas. 


Penjelasan: 


Hadits pertama di atas diriwayatkan oleh Ahmad dari 
Abdullah bin Ash-Shamit, dia berkata: Ziyad hendak mengirim 
Imran bin Hushain ke Khurasan, tetapi Imran menolaknya, lalu 
teman-temannya berkata kepadanya, “Apakah kamu meninggal- 
kan Khurasan padahal engkau harus ke sana ?” Imran menjawab, 
“Demi Allah, aku tidak suka shalat di sana ketika cuaca panas, 
sementara mereka shalat ketika cuaca dingin. Aku takut ketika aku 
berada di hadapan musuh ada surat dari Ziyad, sehingga apabila 
aku maju maka aku akan mati, sedangkan apabila aku kembali, 
maka leherku akan dipenggal.” Kemudian Ziyad hendak mengutus 
Al Hakam bin Umar Al Ghifari ke Khurasan. Maka Imran pun 
berkata, “Adakah yang mau memanggil Al Hakam kemari?” Maka 
pergilah seseorang untuk menemui Al Hakam, kemudian Al 
Hakam datang menemui Imran. Lalu Imran berkata kepada Al 
Hakam, “Apakah kamu pernah mendengar sabda Rasulullah &, y 


"r b 


AN Kaka 9 SS bÉ “Tidak boleh taat kepada makhluk dalam 
rangka bermaksiat kepada Allah &?” Al Hakam menjawab, “Ya.” 
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Maka Imran pun berkata, “Segala puji bagi Allah, Allah Maha 


Besar. 


Dalam riwayat Al Hasan disebutkan bahwa Ziyad 
mengangkat Al Hakam Al Ghifari sebagai komandan pasukan. 
Saat itu datanglah Imran bin Hushain menemuinya di hadapan 
pasukan, lalu dia berkata, “Tahukan kamu mengapa aku datang 
menemuimu?” Al Hakam menjawab, “Ada apa?” Al Hakam 
berkata, “Apakah kamu ingat sabda Rasulullah $ kepada seorang 
laki-laki yang disuruh komandannya “Lemparkan dirimu ke api” 
lalu laki-laki tersebut tidak mau masuk ke dalamnya? kemudian hal 
tersebut diberitahukan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, 
“Seandainya dia masuk ke dalamnya, maka keduanya akan sama- 
sama masuk ke dalam api tersebut. Tidak ada ketaatan dalam 
maksiat kepada Allah #&?” Al Hakam berkata, “Iya,” Imran 
berkata, “Aku hanya ingin mengingatkanmu akan hadits tersebut.” 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan berbagai 
redaksi. 


Sementara Ath-Thabrani meriwayatkannya secara ringkas. 
Dan dalam sebagian riwayat disebutkan dengan redaksi, 


Pa 5 Pd 1 r 
“HE akara SA 2 Y 
“Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka 
bermaksiat kepada Allah &.” 


Al Haitsami berkata, “Para periwayat yang disebutkan 
Ahmad merupakan periwayat Ash-Shahih” Al Hakim juga 
meriwayatkannya dalam A/ Mustadrak dari Imran dan Al Hakam 
Al Ghifari. As-Suyuthi berkata, “Sanadnya hasan.” 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dari 
Anas, bahwa Mu'adz bin Jabal bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana apabila ada penguasa yang tidak menjalankan Sunnah- 
mu dan tidak melaksanakan perintahmu? apa yang engkau 
perintahkan pada kami?” Nabi menjawab, 5$ FI ghi Sd A) by 
Ng “Tidak boleh taat kepada orang yang tidak taat kepada Allah 


&.” Dalam sanadnya terdapat Amr bin Zainab yang tidak dikenal 
identitasnya, sementara para periwayat lainnya merupakan 
periwayat Ash-Shahih. 


Ahmad, Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari 
jalur Alis bahwa dia berkata, “Rasulullah & mengirim 
detasemen dan mengangkat seorang laki-laki Anshar sebagai 
komandannya. Beliau menyuruh para pasukan agar mendengar 
dan mentaatinya, tetapi mereka malah membantah perintahnya. 
Lalu komandan tersebut berkata, “Kumpulkan kayu bakar 
untukku!.” Maka mereka pun mengumpulkan kayu bakar. Lalu dia 
berkata, “Nyalakan api!” Maka mereka pun menyalakannya. Lalu 
dia berkata, “Bukankah Rasulullah & telah menyuruh kalian agar 
mendengar dan mentaatiku?” Mereka menjawab, “Iya” Dia 
berkata, “Masuklah ke dalam api tersebut!.” Maka mereka pun 
saling menatap satu sama lain seraya berkata, “Justru kami lari 
(berlindung) kepada Rasulullah & untuk menghindari Neraka.” 
Demikianlah yang terjadi sampai amarah sang komandan reda dan 
api tersebut padam. Ketika mereka pulang, mereka menceritakan 
peristiwa tersebut kepada Rasulullah &. Maka beliau pun 


03 Ae, 


bersabda, ISI Gu Ny 3 Aj úd S “Seandainya mereka masuk 
ke dalam api tersebut, pasti mereka tidak akan bisa keluar darinya 


“ú os 


2 s ` £ Os 2. 
selamanya.” Lalu beliau bersabda, 3 4#! GÍ dl Laka „è bN 
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Saad “Tidak boleh taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. 
Ketaatan hanyalah dalam hal yang baik-baik saja.” 

Dalam hadits Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh 
Ahmad disebutkan, dil gbi SJ Hd BY “Tidak boleh taat kepada 
orang yang tidak taat kepada Allah.” 


Dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Ath-Thabrani disebutkan, àn (ta? td S 


“Tidak boleh taat kepada orang yang durhaka kepada Allah.” 
Sedangkan redaksi riwayat Al Bukhari adalah ar “at Sg 


APBN) mama NS nakas Rea YG “Apabila kalian disuruh bermaksiat, 


gu 


janganlah kalian mendengar dan mentaatinya.” 


Sedangkan hadits riwayat Al Qasim bin Sallam, itu telah 
diuraikan dalam pembahasan sumpah. 


Cabang: Apabila penguasa menyuruh seorang laki-laki 
membunuh orang lain tanpa alasan yang benar lalu orang yang 
disuruh tersebut membunuhnya, maka bisa jadi orang tersebut 
dipaksa untuk membunuhnya atau tidak dipaksa. Apabila sang 
penguasa tidak memaksanya dan hanya mengatakan “Bunuhlah 
dia!,” apabila orang yang disuruh tahu bahwa dia disuruh 
membunuh tanpa alasan yang benar, maka dia tidak boleh 
membunuhnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi $, 


r 3 r 2 r 
JUN ga SI 
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“Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka 
bermaksiat kepada Allah.” 


Juga sabda beliau, 
so Jo 3 SN AAA 2 D oz Na NE 3 Ona 
„o grs DG Al AS ag SY ja HS Al Ga 


“Siapa saja di antara kalian yang disuruh penguasa untuk 
melakukan selain ketaatan kepada Allah, janganlah mentaatinya.” 


Apabila dia tetap melanggar dan membunuh orang yang 
disuruh untuk dibunuh, maka dia wajib dihukum gishash dan 
membayar kafarah, karena dia telah membunuh tanpa alasan yang 
benar. Dimana dalam kasus ini sang penguasa tidak berdosa, ini 
berdasarkan sabda Nabi $, 


Ka Jaa ian 


- oros 2 O7 2 Srat 202 l2 
Al AS oa al SE oa GSG IAI Gi sG 


a 


“Barangsiapa membantu membunuh orang Islam meskipun 
dengan setengah kalimat, maka pada Hari Kiamat nanti dia akan 
datang dengan tertulis di antara kedua matanya “Orang yang putus 
asa dari Rahmat Allah.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh 
ulama Baghdad. 


Ulama Khurasan berkata, “Apakah sekedar perintah dari 
penguasa itu merupakan pemaksaan?” Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila orang yang disuruh itu 
tidak tahu, bahwa dia membunuh tanpa alasan yang benar, maka 
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` sang penguasa wajib dihukum gishash dan membayar kafarah, 
karena sang penguasa tidak membunuh langsung dan hanya 
menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Apabila dia menyuruh 
orang lain dan orang yang disuruh tersebut membunuh tanpa 
alasan yang benar, maka hukumnya berkaitan dengan penguasa, 
seperti halnya apabila dia membunuhnya dengan tangannya 
sendiri. Sedangkan orang yang disuruh, dia tidak berdosa, tidak 
wajib dihukum gishash dan tidak wajib membayar kafarah, karena 
dia hanya menjalankan perintah dan secara zhahir sang penguasa 
tidak menyuruh kecuali yang benar. 


Asy-Syafi'i & berkata, “Aku suka apabila dia membayar 
kafarah. Sedangkan jika dia disuruh atau dipaksa penguasa untuk 
membunuh, sementara dia tahu bahwa dia akan membunuh tanpa 
alasan yang benar, maka dia tidak boleh melakukannya, 
berdasarkan yang telah kami uraikan apabila dia tidak dipaksa. 
Apabila dia tetap membunuh, maka dia berdosa dan berbuat 
durhaka, dimana dalam kasus ini sang penguasa wajib di-gishash 
dan membayar kafarah dengan menggunakan hartanya.” 
Sementara terkait dengan orang yang dipaksa dan disuruh 
melakukan pembunuhan, apakah dia wajib dihukum gishash? 
Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Dia tidak wajib dihukum gishash. 
Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. Dasarnya adalah 
sabda Nabi gẹ, & NAKEN Gg KEB, Gah al 3 ah 
“Diangkat (tidak dicatat sebagai dosa) dari umatku kesalahan dan 
lupa serta sesuatu yang dipaksakan pada mereka.” Disamping itu, 
dia membunuh untuk membela dirinya sehingga tidak wajib 
dihukum gishash, ini sama seperti jika seseorang mencari diri 
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orang lain, dimana dia tidak bisa menghalaunya kecuali dengan 
membunuhnya. 


Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum gishash. Pendapat ini 
juga dinyatakan oleh Malik dan Ahmad. Inilah pendapat yang 


paling shahih berdasarkan sabda Nabi &, Hat X3 oot Ja ya 
AAU Naa (pal bg GS GE by o o “Barangsiapa yang 
membunuh seseorang dengan sengaja, maka keluarga korban 
boleh memilih dua hal- apakah akan membunuhnya (menghukum 
mati) atau mengambil diyat” Dalam kasus ini, pelaku adalah 
pembunuhnya. Selain itu, dia sengaja membunuh orang yang 
selevel dengannya untuk membela diri, sehingga dia wajib dihukum 
gishash, hal ini sama seperti kondisi seseorang yang lapar lalu 
membunuh orang lain untuk dimakan. Disamping itu, seandainya 
ada dua laki-laki yang berada di tempat sempit atau rumah kecil 
lalu ada seekor macan atau binatang buas lainnya yang masuk ke 
tempat tersebut lalu salah satu dari keduanya mendorong 
temannya ke arah binatang tersebut karena takut akan 
keselamatan dirinya lalu binatang itu memangsanya, maka orang 
yang mendorong wajib dihukum gishash. Begitu pula apabila 
sekelompok orang berada di lautan dan merasa ketakutan, lalu 
mereka mendorong salah seorang dari mereka ke laut agar beban 
perahu menjadi lebih ringan, kemudian orang yang didorong 
tersebut tewas, maka mereka harus dihukum gishash, meskipun 
perbuatan tersebut dalam rangka mempertahankan diri mereka. 
Jadi, kasus ini sama dengan kasus orang yang didorong ke laut lalu 
tewas. 


Apabila kami katakan bahwa orang yang disuruh itu wajib 
dihukum gishash, maka keluarga korban boleh memilih: apakah 
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akan membunuh orang yang memaksa atau orang yang dipaksa, 
atau memaafkan keduanya dan mengambil diyat dari keduanya. 
Namun, jika kami katakan, bahwa orang yang disuruh dan dipaksa 
tidak wajib membayar diyat, maka dia hanya wajib membayar 
separuh diyat, karena dia merupakan orang yang membunuh 
secara langsung, kemudian masing-masing dari keduanya wajib 
membayar kafarah berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i. 
Demikianlah yang diriwayatkan ulama madzhab kami dari 
kalangan ulama Baghdad. 


Sedangkan menurut ulama Khurasan, mereka mengatakan, 
“Apabila kami katakan, bahwa orang yang disuruh itu tidak wajib 
dihukum gishash, lantas apakah dia wajib membayar separuh 
diyat ?” Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 
Apabila kami katakan, bahwa dia wajib membayar separuh diyat, 
maka dia juga wajib membayar kafarah. Sedangkan jika kami 
katakan, bahwa dia tidak wajib membayarnya, maka apakah dia 
wajib membayar kafarah? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, maka tidak ada bedanya 
antara penguasa dengan wakilnya dalam masalah ini, karena taat 
kepada wakil itu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya taat 
kepada Imam. 


Begitu pula jika seseorang menguasai suatu negeri atau 
daerah dengan proses perwakilan, lalu mengklaim bahwa dia 
seorang penguasa, seperti penguasa yang diangkat kelompok 
Khawarij, maka hukumnya sama seperti penguasa: karena Asy- 
Syafi'i tidak menolak perbuatan mereka kecuali sebagaimana dia 
menolak perbuatan penguasa adil: begitu pula dengan para 
hakimnya. 
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Sedangkan jika dia menguasai suatu negeri tanpa adanya 
proses perwakilan tetapi dengan cara mencurinya, lalu dia 
menyuruh seseorang untuk membunuh tanpa alasan yang benar, 
atau dia disuruh salah seorang rakyat agar membunuh seseorang 
tanpa alasan yang benar, jika orang yang menyuruh itu tidak 
memaksa melakukan pembunuhan, tetapi orang yang disuruh 
tetap membunuh, maka orang yang disuruh itu wajib dihukum 
gishash dan membayar kafarah; baik dia tahu bahwa dia disuruh 
membunuh dengan alasan yang benar atau tanpa alasan yang 
benar, sebab dia tidak wajib taat kepadanya, berbeda dengan 
kewajiban taat kepada Imam (penguasa). Sedangkan pihak lain 
hanya mendapat dosa karena ikut bekerjasama dengan ucapan. 
Terkait hukuman gishash dan kafarah, maka keduanya itu tidak 
wajib baginya, karena dia tidak membunuhnya secara langsung. 


Sedangkan apabila orang tersebut memaksanya (orang 
yang disuruh) untuk membunuh seseorang, maka si penyuruh itu 
wajib dihukum gishash dan membayar kafarah, karena dia 
menyuruh melakukan pembunuhan dengan paksaan, sehingga 
hukumnya sama jika dia membunuh korban dengan tangannya. 


Sementara berkenaan dengan orang yang disuruh: apabila 
dia mampu menolak orang yang menyuruh itu sendirian atau 
melalui keluarganya, atau melalui orang yang dimintai bantuannya, 
maka dia tidak boleh membunuh. Apabila dia tetap membunuh, 
maka dia wajib dihukum gishash dan membayar kafarah. 
Sedangkan jika dia tidak mampu menolak orang yang menyuruh: 
baik menolak sendiri, atau melalui keluarganya, atau orang yang 
dimintai bantuannya, maka dia juga tidak boleh membunuh. 
Apabila dia tetap membunuh, maka dia wajib dihukum gishash 
dan membayar kafarah. Apabila dia tidak mampu menolak orang 
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yang menyuruh dan tetap membunuh, lantas apakah dia wajib 
dihukum gishash? Dalam hal ini, ulama madzhab kami berselisih 
pendapat. Menurut mayoritas mereka, dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i seperti yang telah kami katakan berkenaan 
dengan orang yang dipaksa penguasa. Ada pula yang mengatakan, 
bahwa dia wajib dihukum gishash, dimana dalam hal ini hanya ada 
satu pendapat yang disepakati ulama, karena orang yang dipaksa 
penguasa itu memiliki syubhat berkaitan dengan perintah 
penguasa, karena bisa saja penguasa itu mengetahui sesuatu yang 
menyebabkan pembunuh menghabisi nyawa korban, meskipun 
orang yang disuruh itu tidak tahu. 


Taat kepada penguasa hukumnya wajib, berbeda dengan 
orang yang menguasai suatu daerah dengan pencurian atau yang 
dikuasai orang per-orang, maka hukumnya tidak wajib taat dan 
orang yang disuruh tidak wajib taat. 


Ulama madzhab kami kalangan ulama Khurasan 
mengatakan, “Orang yang dipaksa penguasa itu tidak wajib 
dihukum gishash, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat Asy- 
Syafi'i. Yang wajib dihukum gishash adalah orang yang memaksa- 
nya selain penguasa, dan dalam hal ini juga hanya ada satu 
pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan apa yang telah kami uraikan 
tentang perbedaan antara keduanya.” Akan tetapi riwayat pertama 
lebih shahih. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, maka ketahuilah, bahwa 
Asy-Syafi'i telah mengatakan dalam A/ Umm, “Apabila penguasa 
menyuruh seseorang untuk membunuh orang lain secara zhalim, 
lalu orang yang disuruh itu melakukannya, maka keduanya itu 
harus dihukum gishash.” 
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Para ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang 
penafsiran dari perkataan tersebut. Menurut Abu Ishag, yang 
dimaksud adalah apabila penguasa memaksanya. Lalu dia 
mengomentari salah satu dari dua pendapat tersebut. 


Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, 
“Yang dimaksud bukanlah ketika penguasa memaksanya, karena 
dia menyebut kata ‘pemaksaan’ setelah itu. Penjelasannya adalah, 
jika orang suruhan itu adalah orang kafir, dimana dia disuruh 
membunuh orang Islam, sementara penguasa dan orang yang 
disuruh sama-sama meyakini, bahwa orang Islam itu tidak boleh 
dibunuh, hanya saja orang yang disuruh itu meyakini, bahwa 
penguasa melaksanakannya berdasarkan jjtihadnya, maka 
keduanya harus dihukum gishash. Sedangkan berkenaan dengan 
penguasa, alasannya adalah karena dia telah menyuruh seseorang 
untuk membunuh orang lain dengan perintahnya, karena taat 
kepadanya adalah wajib. Sementara orang yang disuruh: jika dia 
tahu bahwa hal tersebut diharamkan, maka dia tidak boleh 
melakukannya, meskipun penguasa menganggap boleh. Oleh 
karena itu, keduanya wajib dihukum gishash.” 


Cabang: Ulama madzhab kami berselisih pendapat 
tentang cara memaksa seseorang untuk melakukan pembunuhan. 
Menurut Ibnu Ash-Shabbagh, tidak disebut pemaksaan kecuali jika 
seseorang dipaksa membunuh atau melukai korban yang 
menyebabkannya binasa. Sedangkan jika seseorang hanya dipaksa 
untuk memukul orang lain dengan pukulan yang tidak mematikan, 
atau dipaksa mengambil harta benda, maka ini tidak disebut 
pemaksaan, karena perbuatan tersebut tidak sampai 
menghilangkan nyawa orang yang dipukul tersebut. Oleh karena 
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itu, orang yang dipaksa tersebut wajib membela dirinya menurut 
salah satu dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, akan tetapi 
dia tidak wajib mempertahankan hartanya. Justru dia wajib 
menyerahkannya agar nyawa orang lain tertolong. Sedangkan 
menurut Syaikh Abu Hamid, apabila seseorang dipaksa untuk 
mengambil harta tanpa membunuh korban, maka ini disebut 
pemaksaan, sebagaimana yang telah kami katakan berkenaan 
dengan pemaksaan secara mutlak. Sementara menurut Ath- 
Thabari, jika seseorang memaksa orang lain untuk membunuh 
seseorang yang dia tidak mampu melakukannya, maka ini 
merupakan pemaksaan, sebagaimana yang kami katakan 
berkenaan dengan masalah thalak. 


Cabang: Apabila seseorang menyuruh pelayannya yang 
masih kecil dan belum mumayyiz atau orang ajam (non arab) yang 
belum mumayyiz untuk membunuh orang lain tanpa alasan yang 
benar, sementara orang yang disuruh itu meyakini, bahwa dia 
wajib taat pada perintahnya dalam segala hal, maka yang wajib 
dihukum gishash dan membayar kafarah adalah orang yang 
menyuruh, sementara orang yang disuruh itu tidak dihukum apa- 
apa, karena dia layaknya sebuah alat, sehingga orang yang 
menyuruh itu seperti orang yang membunuh dengan mengguna- 
kannya. Begitu pula jika orang yang disuruh itu meyakini, bahwa 
dia wajib taat kepada orang yang menyuruhnya dalam segala hal, 
maka hukumnya juga sama. 


— Apabila seseorang menyuruh orang lain untuk mencuri 
barang yang telah mencapai nishab dari tempat yang terjaga, lalu 
orang yang disuruh tersebut mencurinya, maka orang yang 
menyuruh itu tidak wajib dihukum potong tangan, karena 
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kewajiban gishash lebih kuat dari kewajiban potong tangan dalam 
kasus pencurian. Oleh karena itu, gishash wajib diterapkan pada 
penyebab (pembunuhan) dan tidak wajib diterapkan pada 
penyebab terjadinya pencurian. 


Apabila seseorang menyuruh anak kecil yang belum 
mumayyiz atau orang ajam (non arab) yang menyakini kewajiban 
taat terhadapnya dalam segala hal yang diperintahkan dengan 
ucapan, “Bunuhlah aku !,” lalu orang yang disuruh itu 
membunuhnya, maka darah orang yang menyuruh itu sia-sia, 
karena orang yang disuruh itu ibarat sebuah alat baginya, sehingga 
hukumnya seperti orang yang bunuh diri. Kemudian orang yang 
disuruh itu wajib membayar kafarah. Sedangkan jika orang 
tersebut menyuruh anak kecil yang belum mumayyiz atau orang 
baligh yang gila agar menyembelih dirinya, lalu orang yang disuruh 
tersebut menyembelihnya, atau mengeluarkan bagian tubuh vital 
dari tubuhnya, lalu dia tewas; apabila yang disuruh itu adalah 
budaknya, maka si budak itu tidak wajib bertanggung jawab, 
karena dia sejatinya adalah milik sang majikan, namun si budak itu 
berdosa dan wajib membayar kafarah. Sedangkan apabila orang 
yang disuruh itu adalah budaknya orang lain, maka si budak 
tersebut wajib mengganti nilainya dan wajib membayar kafarah 
serta wajib dihukum gishash. 


Apabila dia mengatakan kepada orang ajam (non arab) 
yang meyakini ketaatan terhadapnya dalam segala hal, “Sembelih- 
lah dirimu sendiri!,” lalu orang tersebut menyembelih dirinya, maka 
orang yang menyuruh itu tidak wajib bertanggung jawab, karena 
dia tidak boleh merahasiakan sesuatu terhadapnya bahwa bunuh 
diri tidak dibolehkan, meskipun dia juga dibolehkan merahasiakan 
sesuatu kepadanya, bahwa membunuh orang lain tidak boleh. 
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Apabila dia menyuruhnya untuk melukai bagian tubuh yang vital, 
lalu orang tersebut melukainya dan menyebabkannya tewas, maka 
menurut Syaikh Abu Hamid hukumnya sama dengan kasus ketika 
seseorang menyuruh untuk membunuh dirinya. Sementara 
menurut Ibnu Ash-Shabbagh dalam Asy-Syamil, bahwa orang yang 
menyuruh itu wajib bertanggung jawab, karena dia boleh 
menyembunyikan sesuatu terhadapnya, bahwa hal tersebut dapat 
mematikan, berbeda apabila dia menyuruh untuk membunuh 
dirinya sendiri. 

Apabila seseorang memaksa orang lain untuk merusak 
harta orang lain, maka yang bertanggung jawab hanyalah orang 
yang menyuruh. Lalu apakah pemilik harta boleh menuntut orang 
yang disuruh? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari. 


Pendapat Pertama: Dia boleh menuntutnya, karena orang 
yang disuruh adalah yang merusak hartanya secara langsung. 
Berdasarkan hal ini, maka orang yang disuruh itu bisa menuntut 
kepada orang yang menyuruh. 


Pendapat Kedua: Pemilik harta itu tidak boleh menuntut 
kepada orang yang disuruh, karena dia hanyalah alat yang 
digunakan oleh orang yang menyuruh. 


Masalah: Tentang redaksi “Apabila dua orang bersaksi,” 
penjelasannya adalah, bahwa apabila dua orang bersaksi bahwa 
seseorang telah melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar 
lalu dia dihukum mati karena kesaksian keduanya dan keduanya 
sengaja bersaksi demikian dan tahu bahwa orang yang dituduh 
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akan mati dengan kesaksian keduanya, maka keduanya wajib 
dihukum gishash. 


Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan ada dua 
laki-laki bersaksi di hadapan Ali 4, bahwa seorang laki-laki telah 
mencuri, lalu Ali memotong tangan laki-laki tersebut, tetapi 
kemudian keduanya menarik kesaksiannya. Maka Ali berkata, 
“Seandainya aku tahu, bahwa kalian berdua sengaja bersaksi 
demikian, pasti akan kupotong tangan kalian berdua.” Lalu Ali 
memutuskan agar keduanya membayar ganti rugi atas tangan yang 
telah dipotong tersebut. Disamping itu, keduanya merupakan 
sebab yang menyebabkan orang yang dituduh tewas sehingga 
hukumnya seperti apabila keduanya melukainya lalu orang tersebut 
tewas. 


Cabang: Apabila seseorang berkata kepada seorang laki- 
laki, “Potonglah tanganku!,” lalu orang yang disuruh tersebut 
memotong tangannya, maka orang yang disuruh itu tidak dihukum 
gishash dan tidak wajib membayar diyat karena orang yang 
menyuruh itu mengizinkannya untuk mencelakakan dirinya, kondisi 
ini sama seperti halnya jika yang bersangkutan mengizinkan untuk 
merusak hartanya, lalu orang tersebut pun merusaknya. Lain 
halnya jika dia mengatakan kepadanya “Bunuhlah aku !,” lalu 
orang yang disuruh tersebut membunuhnya, atau mengizinkan 
kepadanya untuk memotong tangannya lalu orang tersebut 
memotongnya dan menyebabkannya tewas, maka orang yang 
disuruh tersebut tidak wajib dihukum gishash. 


Sedangkan berkenaan dengan diyat menurut mayoritas 
ulama madzhab kami, hal ini berkaitan dengan dua pendapat Asy- 
Syafi'i tentang masalah “Kapan wajib membayar diyat korban yang 
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tewas?” Jika kami katakan, bahwa diyat tersebut wajib dibayarkan 
pada detik-detik terakhir hidup korban, maka dalam kasus ini dia 
tidak wajib membayar diyat Sementara jika kami katakan, bahwa 
diyat tersebut wajib diberikan setelah kematian korban, maka diyat 
nya itu wajib diberikan kepada ahli warisnya. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Menurutku, pendapat 
tersebut perlu dikaji ulang, karena izin tersebut tidak 
menggugurkan sesuatu yang wajib lantaran tindakan kriminal. 
Seandainya dia menggugurkan hukuman itu, maka itu tetap tidak 
bisa menggugurkan, seperti halnya jika tidak mengatakan 
kepadanya, “Aku menggugurkan darimu sesuatu yang wajib 
untukku akibat tindakan kriminalmu atau perusakan hartaku.” 
Perkara itu gugur karena adanya izin. Dan dalam hal ini tidak ada 
perbedaan antara jiwa dengan anggota tubuh. Ini menunjukkan 
diyat menurutnya itu gugur, dan dalam hal ini hanya ada satu 
pendapat yang disepakati ulama. 


Apabila orang tersebut sengaja melakukannya dan itu 
menyebabkan kematian, jika hal tersebut bukan karena perintah 
orang yang menyuruh, maka orang tersebut itu wajib dihukum 
gishash. Sedangkan jika hal tersebut terjadi atas perintahnya, maka 
tidak ada gishash dan diyat menurut satu pendapat yang disepakati 
oleh para ulama, karena kesengajaan dalam kasus tersebut 
diperbolehkan dan berbeda dengan pembunuhan.” Wallahu A lam. 
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Bab: Qishash Pada Luka dan Anggota Tubuh 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: @ishash wajib 
diterapkan untuk selain jiwa (nyawa) seperti luka dan 
anggota tubuh yang dipotong dan lain-lainnya). Dalilnya 
adalah firman Allah &, t SI DG se C3 
Hb Int Fa ON SN SL NG A ah, 
a 3 “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di 


dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan 
jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) 
ada qishashnya.” (Qs. Al Maa'idah (5): 45). 

Anas meriwayatkan, bahwa Ar-Rubayyi' binti 
An-Nadhr bin Anas merontokkan gigi depan seorang 
budak perempuan, lalu keluarganya menawarkan diyat 
kepada keluarga korban tetapi ditolak, kemudian 
mereka meminta maaf tetapi juga ditolak. Akhirnya 
mereka pun menemui Rasulullah $. Maka Rasulullah & 
menyuruh agar Ar-Rubayyi' dihukum gishash. Lalu 
datanglah saudara laki-laki Ar-Rubayyi' yaitu Anas bin 
An-Nadhr, kemudian dia berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah Anda akan merontokkan gigi depan Ar- 
Rubayyi'? Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, 
janganlah Anda merontokkan giginya” Maka Nabi & 
bersabda, “tadi M LES “Hukum yang ada dalam kitab 


Allah adalah gishash.” Kemudian keluarga korban 
memaafkan Ar-Rubayyi', maka Rasulullah & bersabda, 
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kara pi da Je Ta Pj ya Al 3S Cya ol “Sesungguhnya di 
antara hamba-hamba Allah ada orang yang apabila dia 
bersumpah (berdoa) atas nama Allah, maka Allah akan 
mengabulkannya.” 


Disamping itu, bagian selain jiwa (nyawa) adalah 
sama seperti jiwa lain yang harus dijaga dengan 
gishash, sehingga dia juga seperti jiwa dalam hal 
wajibnya gishash. 


Pasal: Orang yang tidak di-gishash karena 
menghilangkan nyawa orang lain, dia juga tidak di- 
gishash karena menghilangkan selain nyawa. Sedang- 
kan orang yang di-gishash karena menghilangkan 
nyawa orang lain, maka dia juga di-gishash karena 
menghilangkan selain nyawa. Karena, ketika selain 
nyawa itu seperti nyawa dalam hal wajibnya gishash, 
maka perkara selain nyawa itu juga seperti nyawa, 
sebagaimana yang telah kami uraikan. 


Pasal: Apabila sekelompok orang bekerjasama 
memotong anggota tubuh orang lain secara bersamaan, 
maka mereka wajib dihukum gishash, karena dalam 
kasus ini yang berlaku adalah salah satu dari dua jenis 
gishash, sehingga gishash tersebut wajib dijatuhkan 
pada sekelompok orang yang sama-sama melakukan 
kejahatan, sebagaimana dia wajib dijatuhkan pada satu 
orang yang melakukannya, ini seperti gishash pada 
perkara nyawa. 


Apabila perbuatan kriminal mereka berbeda-beda, 
misalnya salah satunya memotong sebagian anggota 
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tubuh, dan yang lainnya memotong anggota tubuh lain, 
maka salah seorang dari keduanya itu tidak wajib 
dihukum gishash, karena perbuatan pidana mereka 
pada salah satu anggota tubuh, sehingga kita tidak 
boleh menghukumnya dengan gishash untuk seluruh 
anggota tubuh yang ada. 


Penjelasan: 


Hadits Anas & diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam 
pembahasan tafsir dari riwayat Abdullah bin Munir, juga dalam 
pembahasan perdamaian dan diyat dari riwayat Al Anshari dan 
Muhammad bin Sallam. 


Muslim juga meriwayatkannya dalam pembahasan hudud 
dari Abu Bakar. Abu Daud juga meriwayatkannya dalam 
pembahasan diyat dari riwayat Musaddad. An-Nasa'i juga 
meriwayatkannya dalam pembahasan gishash dari riwayat 
Muhammad bin Al Mutsanna dari Ahmad bin Sulaiman dan 
Humaid bin Mas'adah serta Ismail bin Mas'ud. 


Ibnu Majah juga meriwayatkannya dalam pembahasan diyat 
dari riwayat Muhammad bin Al Mutsanna, Ibnu Abi Adi dan Ar- 
Rubayyi' yaitu binti Mu'awwidz. Dia adalah Ummu Haritsah binti 
Suragah yang menanyakan tentang kesyahidan kepada 
Rasulullah &. Dialah yang meriwayatkan hadits, “Beritahukanlah 
kepadaku tentang Haritsah. Jika dia di surga, aku akan bersabar.” 
(Al Hadits). 
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Hukum: Asy-Syafi'i æ berkata, “ Gishash untuk selain jiwa 
hukumnya berlaku, baik luka maupun terkait dengan anggota 
tubuh yang dipotong. 


Al Imrani berkata, “@ishash wajib diterapkan pada selain 
jiwa seperti luka dan anggota tubuh (yang dipotong), ini 
berdasarkan firman Allah &, 


D AA AN o aa S 


Ep La SA 

ca Ph 
“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 
- Mt-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 
gigi, dan luka-luka (pun) ada gishashnya.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 
45). 


Juga berdasarkan riwayat Ar-Rubayy', bahwa dia 
merontokkan gigi depan seorang budak perempuan Anshar, lalu 
keluarganya menawarkan diyat pada keluarga si budak tersebut, 
tetapi keluarga si budak tidak mau menerimanya, kemudian 
mereka meminta ampunan tetapi keluarga si budak juga 
menolaknya. Akhirnya mereka menghadap Nabi &, lalu Nabi 
menyuruh agar Ar-Rubayyi' dihukum gishash. Maka Anas bin An- 
Nadhr berkata, “Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, 
janganlah gigi depannya dirontokkan” Sabda Nabi, AA SU 


7 Vaii “Hukuman yang terdapat dalam Kitab Allah adalah 
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gishash.” Kemudian keluarga si budak memaafkannya. Maka 


Nabi & bersabda, Laci FO At de LSP AM ale Hp DU) 
“Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang 
apabila dia bersumpah (berdoa) atas nama Allah, Allah akan 
mengabulkannya.” Disamping itu gishash terhadap jiwa (nyawa) 
disyariatkan untuk melindungi jiwa, dan hal ini juga ada pada selain 
jiwa. 

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka jika ada dua orang 
yang wajib dihukum gishash lantaran kasus jiwa (pembunuhan), 
maka keduanya itu juga harus dihukum gishash untuk selain kasus 
jiwa (pembunuhan). Dengan demikian, maka tangan orang Islam 
yang merdeka itu harus dipotong jika dia memotong tangan orang 
Islam yang merdeka lainnya, tangan orang kafir juga harus 
dipotong jika dia memotong tangan orang kafir lainnya, dan 
tangan perempuan juga harus dipotong jika dia memotong tangan 
perempuan lainnya. Ini adalah pendapat yang menjadi ijma’ para 
ulama. 


Tangan perempuan juga harus dipotong jika dia memotong 
tangan laki-laki, tangan laki-laki juga harus dipotong jika dia 
memotong tangan perempuan, dan juga tangan budak juga harus 
dipotong jika dia memotong tangan orang merdeka dan tangan 
budak. Demikianlah pendapat kami. Pendapat ini juga dinyatakan 
oleh Malik dan Ahmad. 


Abu Hanifah berkata, “Apabila dua orang berselisih tentang 
diyat, maka gishash tidak berlaku pada keduanya terkait hukum 
yang diperuntukkan bagi selain keduanya, ini seperti halnya dua 
orang merdeka yang beragama Islam.” 
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Apabila sekelompok orang bekerjasama memotong 
anggota tubuh orang lain atau melukainya, maka gishash berlaku 
pada mereka tanpa perlu dibedakan antara perbuatan yang satu 
dengan lainnya. Misalnya sekelompok orang memotong tangan 
seseorang atau kakinya secara bersama-sama atau menusuk 
kepalanya hingga tulang kepalanya kelihatan, maka masing-masing 
tangan mereka harus dipotong dan masing-masing kepala mereka 
harus ditusuk sampai tulangnya kelihatan. Pendapat ini dinyatakan 
oleh Rabi'ah, Malik dan Ahmad. Sementara menurut Ats-Tsauri 
dan Abu Hanifah, mereka tidak dihukum gishash, akan tetapi 
cukup membayar diyat 


Yang menjadi dalil kami adalah, hadits yang meriwayatkan 
bahwa ada dua orang laki-laki bersaksi di hadapan Ali #5 bahwa 
seorang laki-laki telah mencuri, lalu Ali memotong tangan laki-laki 
tersebut (yang dituduh mencuri), lalu keduanya datang lagi dengan 
membawa seorang laki-laki lain lalu berkata, “Inilah pencuri 
sebenarnya, tadi kami salah menuduh orang itu.” tetapi Ali tidak 
menerima kesaksian keduanya terhadap orang kedua dan dia 
menetapkan agar keduanya membayar diyat tangan yang telah 
dipotong tersebut seraya berkata, “Seandainya aku tahu, bahwa 
kalian berdua sengaja melakukannya, pasti akan kupotong tangan 
kalian berdua.” 

Sikap Ali ini tidak ditentang oleh para sahabat. Disamping 
itu, setiap tindakan kriminal terhadap satu orang yang 
menyebabkan hukuman gishash, maka hukuman gishash itu juga 
berlaku terhadap kelompok yang melakukannya, seperti yang 
berlaku pada kasus pembunuhan. 


Apabila salah seorang dari dua pelaku memotong anggota 
tubuh dan yang satunya lagi memisahkannya, atau salah satunya 
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meletakkan pisau pada pergelangan tangan dan yang satunya 
meletakkan pisah pada sisi yang lain, lalu keduanya memotong 
dan memisahkan anggota tubuh orang lain, maka masing-masing 
dari keduanya itu tidak wajib dihukum gishash dalam hal 
memisahkan anggota tubuh, karena perbuatan masing-masing 
adalah pemotongan tangan yang berbeda pada sebagian anggota, 
sehingga pelakunya tidak dihukum gishash untuk semuanya itu 
(harus dipotong kedua tangannya). 


Cabang: Yang dianggap berlaku pada tindak kriminal 
pada selain jiwa juga berlaku pada jiwa. Apabila seseorang 
melempar orang lain dengan batu besar dan melukai sampai 
tulangnya kelihatan, maka dia harus dihukum gishash. Jika dia 
menamparnya hingga bengkak bahkan sampai tulangnya 
kelihatan, maka tidak ada gishash atasnya dan juga tidak ada diyat 
Sedangkan jika seseorang melempar orang lain dengan batu kecil 
yang tidak dapat menyebabkan tulangnya kelihatan, namun 
nyatanya malah itu dapat menyebabkan tulangnya kelihatan (luka 
parah), maka dia tidak wajib dihukum gishash dan hanya wajib 
membayar diyat sebagaimana yang kami katakan berkenaan 
dengan kasus jiwa (pembunuhan). 


Ibnu Ash-Shabbagh meriwayatkan dalam Asy-Syamil 
bahwa Syaikh Abu Hamid berkata, “Apabila batu tersebut dapat 
menyebabkan tulang kelihatan (membuat luka parah) secara 
umum, maka pelakunya harus dihukum gishash untuk luka yang 
menyebabkan tulang itu kelihatan. Apabila korban tewas, maka 
pelakunya itu tidak wajib dihukum gishash.” 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Akan tetapi pendapat 
tersebut perlu dikaji ulang, karena orang yang melukai orang lain 
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dengan besi hingga tulangnya kelihatan (luka parah), maka dia 
wajib dihukum gishash. Apabila alat yang digunakan itu secara 
umum menyebabkan luka yang menampakkan tulang, maka alat 
ini sama seperti besi.” 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Qishash untuk 
selain jiwa (nyawa) berlaku pada dua hal yaitu luka dan 
anggota tubuh. Untuk luka harus ditinjau terlebih 
dahulu: apabila itu tidak sampai mengenai tulang, 
seperti luka yang menusuk ke bagian kepala tetapi tidak 
sampai mengenai tulang (yang menyebabkan tulang 
kepala kelihatan), atau luka pada tulang, seperti luka 
yang mematahkan lengan bawah dan lengan atas, luka 
yang memecahkan tulang dan luka mematahkan tulang 
dan yang dapat menggeser tulang dari tempatnya, 
maka pelakunya tidak wajib dihukum gishash karena 
tidak bisa diterapkan hukuman yang sama dimana 
dikhawatirkan gishash-nya ini malah melebihi luka yang 
sebenarnya. Apabila lukanya sampai ke tulang: jika luka 
tersebut pada kepala atau wajah, maka pelakunya wajib 
dihukum gishash, karena hukuman yang setimpal itu 
bisa diterapkan dan tidak ada kekhawatiran akan 
penerapan hukuman yang lebih besar dari yang 
semestinya. Apabila lukanya pada selain kepala dan 
wajah seperti lengan bawah, lengan atas, betis dan 
paha, maka pelakunya juga harus dihukum gishash. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, “Tidak wajib menerapkan hukuman 
gishash, karena ketika nilai diyat pada luka kepala dan 
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wajah yang sampai menampakkan tulang itu saja 
berbeda, maka keduanya juga berbeda dalam hal 
wajibnya gishash.” Namun, pendapat yang di-nash oleh 
Asy-Syafi'i adalah pendapat pertama, karena eksekusi 
gishash itu bisa dilakukan tanpa adanya kekhawatiran, 
mengingat luka tersebut sampai pada tulang. Jadi, 
gishash itu wajib diterapkan padanya, seperti luka pada 
kepala dan wajah yang sampai menampakkan tulang. 


Pasal: Apabila lukanya sampai menampakkan 
tulang, maka pelakunya wajib dihukum gishash sesuai 
luka tersebut, baik panjang maupun lebarnya. Hal ini 


berdasarkan firman Allah &, 2 5 Ah “Dan luka- 
luka (pun) ada gishashnya.” (Os. Al Maa'idah [5]: 45). 


@ishash adalah hukuman yang setimpal, dimana 
hukuman yang sepadan ini tidak bisa diterapkan pada 
luka yang menampakkan tulang kecuali dengan 
mengukur panjang dan lebarnya. Apabila lukanya 
terletak pada kepala, maka tempat yang terluka harus 
dicukur dan kemudian diukur kadar luka tersebut, 
kemudian pelakunya harus dihukum gishash. Apabila 
luka di bagian depan kepala atau di bagian belakangnya 
atau di jambulnya dan bisa diterapkan hukuman gishash 
padanya, maka hukuman gishash itu tidak boleh 
diterapkan di tempat lain. Apabila ukurannya melebihi, 
maka harus disesuaikan dengan luka pada orang yang 
dilukai, karena semuanya adalah bagian dari kepala. 
Dan dalam hal ini tidak boleh merembet pada wajah 
dan tengkuk, karena jika ini dilakukan, maka gishash- 
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nya diterapkan pada selain tempat itu. Kemudian untuk 
sisanya harus membayar diyat, yaitu jika kondisinya 
sulit melakukan gishash, sehingga wajib memberi 
kompensasinya. Apabila seluruh kepala terluka hingga 
menampakkan tulang, sementara kepala orang yang 
melukai itu lebih besar, maka orang yang dilukai boleh 
memulai hukuman gishash dari bagian mana saja yang 
disukainya pada kepala orang yang melukai tersebut, 
karena semuanya merupakan tempat hukuman gishash. 


Apabila orang yang terluka hendak menghukum 
gishash yang sebagiannya di bagian depan sedang 
sebagiannya lagi di bagian belakang, maka menurut 
salah seorang ulama madzhab kami, hukumnya tidak 
dibolehkan, karena ada dua luka untuk satu luka. 
Syaikh Al Imam berkata, “Menurutku hukumnya 
dibolehkan, karena itu tidak melewati tempat yang 
terluka dan ukuran luka tersebut. Kecuali jika seorang 
ahli mengatakan, bahwa dalam ekseksuinya ada yang 
melebihi batas dan membahayakan, maka baru hal ini 
boleh dilarang.” 


Apabila luka yang menampakkan tulang pada 
selain wajah dan kepala, sementara kami mengatakan 
berdasarkan pendapat yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, 
yaitu bahwa gishash itu wajib diterapkan padanya, 
maka gishash harus dilaksanakan berdasarkan ke- 
tentuan yang berlaku pada kepala. Jika lukanya pada 
lengan bawah dan ukuran lengan korban lebih panjang 
dari lengan pelaku, maka gishash-nya tidak boleh 
sampai pada telapak tangan dan tidak boleh sampai 
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lengan atas. Apabila lukanya pada betis dan ukuran 
betis korban lebih panjang dari betis pelaku, maka 
gishash-nya tidak boleh sampai kaki dan tidak boleh 
naik kepaha, sebagaimana gishash pada kepala yang 
tidak boleh mengenai wajah dan tengkuk. 


Pasal: Apabila lukanya itu meremukkan tulang 
atau menggeser tulang tersebut dari tempatnya atau 
mengenai otaknya, maka gishash harus diterapkan pada 
luka yang menampakkan tulang, karena dia masuk 
dalam kategori kriminal yang bisa di-gishash, sementara 
untuk luka lainnya hanya diwajibkan membayar diyat, 
karena pada luka-luka yang lain itu sulit diterapkan 
hukuman gishash, sehingga beralih kepada kompensasi- 
nya. 


Penjelasan: 


Hukum: @ishash wajib diterapkan pada selain jiwa yaitu 
pada luka dan anggota tubuh (yang dihilangkan atau dipotong dsb). 
Luka itu ada dua macam: Luka pada kepala dan wajah dan luka 
pada anggota tubuh selain keduanya. Luka pada kepala dan wajah 
disebut Syajaj. 

Asy-Syafi'i berkata: Jumlahnya ada sepuluh: 


Pertama: Harishah, yaitu luka yang menggores kulit tetapi 
tidak sampai mengeluarkan darah. 


Kedua: Damiyah, yaitu luka yang menggores kulit dan 
mengeluarkan darah. 
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Ketiga: Badhi'ah, yaitu luka yang menggores kulit dan 
daging tetapi tidak sampai mengeluarkan darah. 


Keempat: Mutalahimah, yaitu luka yang menusuk daging 
tetapi tidak sampai ke tulang. 

Kelima: Simhag, yaitu luka yang sampai kulit tipis antara 
daging dan tulang. 


Keenam: Mudhihah, yaitu luka yang menampakkan tulang. 
Ketujuh: Hasyimah, yaitu luka yang meremukkan tulang. 


Kedelapan: Munaggilah, yaitu luka yang menyebabkan 
tulang bergeser dari tempatnya. Menurut Syaikh Abu Hamid ada 
dua penafsiran untuk luka ini. Penafsiran Pertama: Luka yang 
memindahkan tulang dari tempatnya ke tempat lain. Penafsiran 
Kedua: Luka yang ketika diobati harus mengeluarkan bagian 
tulang dari tempatnya. 

Kesembilan: Ma mumah, yaitu luka yang mengenai otak. 
Dalam A/ Bayan dikatakan, “Itu adalah luka yang memotong 
tulang dan sampai pada kulit luar yang tipis di atas otak.” 

Kesepuluh: Damighah, yaitu luka yang sampai kepada otak. 

Diriwayatkan dari Abu Al Abbas bin Suraij bahwa dia 
mendefinisikan damighah setelah damiyah. Dia mengatakan: 
Damiyah adalah luka yang mengeluarkan darah yang tidak 
mengalir, sedangkan damighah adalah luka yang mengeluarkan 
darah yang mengalir. 


Al Azhari berkata, “Damighah adalah sebelum damiyah, 
yaitu luka yang mengeluarkan darah akibat dipotong, sedangkan 
damiyah adalah luka yang mengeluarkan lebih banyak darah.” 
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Setelah hal ini jelas, maka perlu diketahui bahwa Asy- 
Syafi'i @s mengatakan dalam A/ Umm, “Tidak ada gishash untuk 
luka selain mudhihah.” 


Al Muzani mengutipnya dengan mengatakan, “Apabila 
seseorang melukai orang lain tetapi tidak sampai menampakkan 
tulang, maka gishash yang diterapkan itu harus disesuaikan 
dengan kadar luka yang terdapat pada luka yang menampakkan 
tulang itu.” 


Para ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam 
masalah ini. Ulama Khurasan mengatakan, “Apakah wajib 
melakukan gishash pada luka selain luka yang menampakkan 
tulang? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Menurut 
mayoritas ulama Baghdad, tidak wajib melakukan gishash pada 
luka selain luka yang menampakkan tulang. Apa yang dikutip oleh 
Al Muzani adalah keliru, karena gishash adalah hukuman yang 
setimpal, sementara hukuman yang setimpal itu tidak bisa 
terapkan pada selain luka yang menampakkan tulang. Jikalau kita 
mewajibkan gishash pada selain luka yang menampakkan tulang, 
maka dikhawatirkan akan terjadi gishash untuk luka yang menusuk 
daging tetapi tidak sampai ke tulang, padahal sebenarnya gishash- 
nya untuk luka yang menampakkan tulang, karena terkadang 
kepala orang yang terluka memiliki kulit yang tebal dan banyak 
dagingnya, sementara kepala orang yang melukai tipis kulitnya dan 
sedikit dagingnya. Jikalau kita mengukur kedalaman luka yang 
menusuk daging, tetapi tidak sampai ke tulang, lalu kita terapkan 
ukurannya pada kepala orang yang melukai, maka bisa jadi luka itu 
sampai pada tulang dan hal ini tidak dibolehkan.” 


Syaikh Abu Hamid berkata, “Menurutku gishash bisa 
dilaksanakan pada selain luka yang menampakkan tulang, sesuai 
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yang diriwayatkan oleh Al Muzani. Dalam hal ini harus dilihat luka 
mutalahimah pada kepala orang yang terluka, lalu dilihat 
ukurannya pada kepala orang yang melukai. Apabila ukurannya 
adalah separuh dari kepalanya, maka harus dilihat berapa ukuran 
luka mudhihah yang ada pada kepala orang yang melukai, lalu 
dikurangi separuh dari luka yang ada pada kepalanya. Akan tetapi 
pendapat yang masyhur adalah bahwa tidak ada gishash untuk 
luka ini. Sedangkan luka mudhihah (luka yang menampakkan 
tulang), gishash wajib diterapkan padanya, karena hukuman yang 
setimpal bisa dilaksanakan padanya tanpa dikhawatirkan akan 
terjadi ketidak adilan. Jadi, luka mudhihah itu harus diukur panjang 
dan lebarnya dan diberi tanda dengan benang atau warna hitam, 
sedangkan kedalamannya tidak dianggap karena masuk sampai ke 
tulang. Apabila lukanya pada kepala, sementara di kepala orang 
yang melukai ada rambutnya, maka dianjurkan agar rambut 
tersebut dicukur dahulu karena akan lebih memudahkan eksekusi 
gishash. Apabila pelakunya dihukum gishash tanpa dicukur 
rambutnya terlebih dahulu, maka hukumnya dibolehkan, karena 
dia tidak mengambil kecuali sesuai haknya. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki melukai kepala orang 
lain, bisa jadi kepala keduanya sama dalam ukuran kecil dan 
besarnya atau berbeda. Apabila kepala keduanya sama dalam: 
ukuran kecil dan besarnya, maka gishash bisa diterapkan sesuai 
panjang dan lebarnya dimana tempatnya baik di bagian depan 
kepala atau di bagian belakangnya atau di antara dua jambul 
rambutnya. Sedangkan jika kepala keduanya berbeda, maka harus 
ditinjau terlebih dahulu, apabila kepala orang yang melukai itu 
lebih besar, sementara kepala orang yang dilukai lebih kecil, maka 
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jika luka yang menampakkan tulang itu sampai pada tempat 
tumbuh rambut di atas telinga, sementara panjang dan lebar 
kepala orang yang melukai itu sampai pada bagian atas dari 
tempat tersebut, karena kepalanya yang lebar, maka orang yang 
dilukai itu hanya bisa meng-gishash sesuai luka yang ada padanya: 
baik panjang dan lebarnya dan tidak boleh lebih dari itu. Hanya 
saja dia boleh memulai gishash dari sisi mana saja yang 


dikehendakinya. 


Apabila seluruh kepala terluka hingga tulangnya kelihatan, 
maka orang yang dilukai itu bisa melakukan gishash pada orang 
yang melukai sesuai luka yang ada padanya baik panjang maupun 
lebarnya pada waktu kapan saja, karena pelaku telah melukai 
kepalanya. Apabila orang yang dilukai (korban) hendak melakukan 
gishash untuk sebagiannya di bagian depan kepala pelaku dan 
sebagiannya lagi di bagian akhirnya, sementara antara keduanya 
itu ada pemisah, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Hal tersebut tidak dibolehkan, karena 
ada dua gishash untuk satu luka yang menampakkan tulang. 


Pendapat Kedua: Tidak diperbolehkan. Inilah pendapat 
Asy-Syirazi. Alasannya karena hukuman gishash itu merupakan 
hukuman yang setimpal sesuai luka yang dialami. Kecuali jika para 
pakar itu mengatakan, bahwa luka yang lebih besar itu 
membahayakan. 


Apabila kepala orang yang dilukai lebih besar dari kepala 
orang yang melukai, lalu yang dilukai bagian depan kepalanya 
hingga tulangnya kelihatan, sementara panjang dan lebarnya pada 
kepala orang yang melukai lebih besar dari tempat tersebut, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 
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Pendapat Pertama: Orang yang dilukai boleh melakukan 
gishash pada bagian depan kepala orang yang melukai dengan 
disempurnakan sesuai panjang dan lebar luka tersebut yang dekat 
dengan bagian belakang kepalanya, karena ia merupakan satu 
ganti. Apabila lukanya itu melebihi ukuran kepala, maka sisa 
gishash itu tidak boleh dilakukan pada wajah dan tengkuk, karena 
keduanya merupakan dua tempat lain. 


Pendapat Kedua: Dia tidak boleh melewati bagian yang 
terluka, sebagaimana dia tidak dibolehkan melewati kepala dengan 
melukai wajah dan tengkuk. Berdasarkan hal ini, jika luka yang 
menampakkan tulang tersebut ada di bagian depan kepala dan 
ukurannya melebihi bagian depan kepala orang yang melukai, 
maka tidak dibolehkan sampai pada bagian belakangnya. Apabila 
luka tersebut ada di antara dua jambul rambut dan ukurannya 
melebihi antara jambul rambut pada kepala orang yang melukai, 
maka orang yang dilukai itu boleh melakukan gishash sampai 
bagian atas telinga dan tidak boleh melakukannya pada bagian 
depan kepala dan bagian belakangnya, karena itu bukan 
tempatnya. 


Cabang: Sedangkan luka hasyimah, munaggilah dan 
ma 'mumah, orang yang dilukai boleh melakukan gishash padanya 
dan tidak boleh melebihi kadar lukanya, karena remuknya tulang 
tidak bisa diterapkan hukuman yang sama dengannya karena 
dikhawatirkan akan membahayakan nyawa orang yang di-gishash. 


Sedangkan luka pada selain kepala dan wajah, maka harus 
ditinjau terlebih dahulu: apabila luka tersebut sampai ke tulang 
maka wajib dilakukan gishash atasnya. Akan tetapi salah seorang 
ulama madzhab kami mengatakan, “Tidak wajib menerapkan 
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hukuman gishash padanya, karena ketika luka yang menampakkan 
tulang pada kepala dan wajah berbeda kadar diya#nya, maka itu 
juga berbeda dalam hal wajibnya gishash.” 


Sedangkan pendapat yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i 
adalah pendapat pertama, karena gishash masih bisa diterapkan 
padanya tanpa ada kekhwatiran. Jadi, itu seperti luka yang 
menampakkan tulang pada kepala dan wajah. | 


Berdasarkan hal ini, apabila luka tersebut ada di bagian 
yang banyak rambutnya, maka dianjurkan agar bagian tersebut 
dicukur dahulu dan diberi tanda dengan warna hitam atau lainnya, 
kemudian panjang dan lebarnya diukur sesuai yang telah kami 
uraikan pada luka kepala yang menampakkan tulang. 


Apabila lukanya pada lengan atas dan ukurannya lebih 
panjang dari ukuran lengan orang yang melukai, maka gishash-nya 
tidak boleh ditambah dengan melukai bagian atas lengan bawah. 
Apabila lukanya ada pada paha dan ukurannya lebih besar dari 
paha orang yang melukai, maka gishash-nya tidak boleh ditambah 
dengan melukai bagian betis. Apabila lukanya pada betis dan 
ukurannya itu lebih besar dari betis orang yang melukai, maka 
gishash-nya tidak boleh ditambah dengan melukai bagian kaki, 
sebagaimana gishash pada kepala tidak boleh sampai mengenai 
wajah dan tengkuk. Apabila lukanya selain di kepala, maka tidak 
wajib melakukan gishash menurut pendapat yang masyhur dalam 
madzhab kami, karena dalam eksekusinya tidak bisa diterapkan 
hukuman yang setimpal, dimana ini juga berdasarkan pendapat 
Syaikh Abu Hamid. Ulama Khurasan meriwayatkan, bahwa luka- 
luka pada kepala selain luka yang menampakkan tulang: jika 
adanya pada wajah, maka hukumnya adalah sama seperti perkara 
ini. 
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Apabila lukanya sampai ke bagian dalam atau tulang remuk 
maka tidak wajib melakukan gishash, karena tidak bisa dilakukan 
hukuman yang sama dan dikhawatirkan akan terjadi ketidak adilan 
(ika itu dilaksanakan). Bahkan, jika luka tersebut ada di bagian 
tertentu yang sampai ke tulang, lalu tulang tersebut patah atau 
menusuk sampai bagian dalam, maka wajib melakukan gishash 
untuk tulangnya, sedangkan selebihnya harus membayar diyat. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Sedangkan untuk 
athraf (anggota tubuh seperti tangan dan kaki dsb), 
maka wajib melakukan gishash pada setiap bagian yang 
sampai pada persendian. Dengan demikian, maka mata 
harus dibalas dengan mata, ini berdasarkan firman 


SB AS yah Sah SN, SNI, SSL “Dan Kami 
telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, 
gigi dengan gigi, dan dan luka-luka (pun) ada gishash- 
nya.” (Qs. Al Maa'idah (5): 45). Disamping itu, untuk 
anggota-anggota tubuh ini bisa diterapkan hukuman 
yang setimpal karena sampai pada persendian, 
sehingga wajib dilakukan gishash padanya. Dimana 
tidak boleh meng-gishash orang yang matanya normal 
jika pelakunya melukai orang yang hitam-putih pada 
matanya normal tetapi tidak bisa melihat, karena 
perbuatan demikian sama saja mengambil lebih banyak 
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dari hak orang yang dilukai, sementara jika gishash-nya 
itu kurang dari haknya maka itu diperbolehkan. 


Apabila seseorang melukai kepala orang lain 
hingga tulangnya kelihatan dan menyebabkan sinar 
matanya hilang, maka menurut pendapat yang telah di- 
nash oleh Asy-Syafi'i adalah, bahwa wajib melakukan 
gishash. Dia juga mengatakan berkenaan dengan orang 
yang memotong jari seseorang yang menyebabkan 
telapak tangannya rapuh, bahwa tidak ada hukuman 
gishash untuk telapak tangan tersebut. Abu Ishag 
mengutip perkataannya berkenaan dengan telapak 
tangan sampai mata dan tidak mengutip perkataannya 
berkenaan dengan mata sampai telapak tangan. Dia 
mengatakan, bahwa berkaitan dengan sinar mata, maka 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Tidak wajib melakukan 
gishash padanya, karena itu merupakan luka yang 
menjalar tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa, 
sehingga tidak wajib melakukan gishash atasnya, seperti 
halnya jika seseorang memotong jari dan membuat 
telapak tangan rapuh. 


Pendapat Kedua: Wajib melakukan gishash 
kepadanya, karena bagian itu tidak bisa dirusak secara 
langsung, sehingga wajib melakukan gishash jika luka 
tersebut menjalar, seperti luka yang menyebabkan 
nyawa melayang. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang 
menafsirkan dua masalah ini sesuai dengan zhahir-nya. 
Dia mengatakan, “Wajib melakukan gishash pada kasus 
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hilangnya sinar mata, dan dalam hal ini hanya ada satu 
pendapat yang disepakati ulama. Dimana gishash ini 
tidak wajib pada telapak tangan (atau telapak kaki), 
! karena telapak tangan bisa dirusak secara langsung, 

— sehingga tidak wajib melakukan gishash jika luka itu 
menjalar, berbeda dengan sinar mata.” 


Pasal: Pelupuk mata di-gishash dengan pelupuk 
mata, ini berdasarkan firman Allah &, X3 yadi 


“Dan luka-luka (pun) ada gishash-nya.” (Os. Al 
Maa'idah [5]: 45). Disamping itu, gishash bisa 
diterapkan padanya karena berakhir pada persendian. 
Kemudian pelupuk mata orang yang melihat juga di- 
gishash jika pelakunya melukai pelupuk mata orang 
buta, dan pelupuk mata orang buta juga di-gishash jika 
pelakunya melukai pelupuk mata orang yang melihat, 
karena keduanya sama dalam kenormalan meskipun 
yang tidak melihat itu ada pada pemilik mata yang 
buta. 

Pasal: Hidung di-gishash dengan hidung, ini 
berdasarkan firman Allah &, SL SS, “Hidung 
(dibalasjdengan hidung.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 45) 
Dimana yang wajib dilakukan gishash adalah pada 
pucuk hidung, karena pada bagian itu berakhir pada 
persendian. Hidung yang bisa mencium sesuatu juga di- 
gishash jika pelakunya melukai hidung yang tidak bisa 
mencium sesuatu (terkena penyakit pada hidungnya 
sehingga tidak bisa mencium sesuatu), dan hidung yang 
tidak bisa mencium sesuatu juga di-gishash jika pelaku- 
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nya melukai hidung yang dapat mencium sesuatu, 
karena keduanya sama dalam hal tidak memiliki cacat 
meskipun tidak bisa mencium sesuatu merupakan 
kekurangan pada pemiliknya. Melukai sebagian juga di- 
gishash dengan sebagian, yaitu bagian yang dipotong 
dengan ukuran tertentu seperti separuh dan sepertiga. 
Separuh dan sepertiga pucuk hidung yang dilukai juga 
digishash, akan tetapi ukurannya tidak bisa ditetapkan 
dengan panjang dan lebar, karena terkadang hidung 
orang yang melukai kecil, sementara hidung orang yang 
dilukai besar. Apabila kita mengacu hukuman yang 
sepadan berdasarkan panjang dan lebar, maka kita 
akan memotong seluruh pucuk hidung meskipun yang 
dilukai hanya separuhnya. Lubang hidung juga di- 
gishash dengan lubang hidung lainnya, dan pembatas 
lubang hidung juga di-gishash dengan pembatas lubang 
hidung, karena bagian ini bisa di-gishash mengingat 
bagian itu sampai pada persendian. Akan tetapi pucuk 
hidung yang normal tidak bisa di-gishash dengan pucuk 
hidung yang sebagiannya rontok karena lepra atau 
berlubang, karena jika ini dilakukan, maka gishash-nya 
akan berlebihan. Apabila orang yang sebagian pucuk 
hidungnya rontok memotong pucuk hidung yang 
normal, maka orang yang dilukai itu bisa meng-gishash 
bagian pucuk hidung yang ada dan sisanya dibayar 
dengan kompensasi, karena dia menemukan sebagian 
haknya dan tidak menemukan sebagian yang lainnya 
lagi, sehingga dia bisa mengambil yang ada dan juga 
mengambil sisanya dengan mengambil ganti dari itu. 
Apabila hidung itu dipotong dari pangkalnya, maka 
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gishash-nya itu dimulai dari pucuk hidung, karena itu 
termasuk dalam tindakan kriminal yang bisa di-gishash, 
kemudian sisanya ditetapkan dengan kompensasi, 
karena dia bisa di-gishash dan penyelesaiannya bisa 
beralih pada kompensasinya. 


Penjelasan: 


@aaimah adalah warna putih dan hitam pada mata yang 
sehat tetapi pemiliknya tidak bisa melihat. Sedangkan Maarin 
(pucuk hidung) adalah bagian hidung yang lunak yang meng- 
hubungkan ke batang hidung. Sementara Akhsyam adalah orang 
yang memiliki penyakit pada hidung yang menyebabkannya tidak 
bisa mencium rasa. 


Hukum: Athraf (anggota tubuh seperti tangan dan kaki 
dsb) ada gishash-nya, yaitu setiap anggota tubuh yang berakhir 
pada persendian. Dengan demikian, maka mata dibalas dengan 


o per 


mata, ini berdasarkan firman Allah &, gh “AN “Mata 
dengan mata.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 45). Selain itu, dia berakhir 
pada persendian. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, maka mata yang sehat itu 
di-gishash dengan mata yang sehat, dan mata yang sehat (hitam- 
putihnya) tetapi tidak bisa melihat juga di-gishash dengan mata 
yang sehat tetapi tidak bisa melihat. Yang dimaksud gaaimah 
adalah, mata yang sinar matanya hilang (tidak bisa melihat) tetapi 
biji matanya (hitam-putihnya) masih ada, yaitu mata yang jaringan- 
jaringannya lepas, atau dengan kata lain bagian dalam bola mata 
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dari bawah atau yang terpisah atau yang saraf penglihatannya 
rusak, dimana saraf penglihatan adalah bagian yang menerima 
objek yang terlihat lalu ditransfer ke otak, atau air biru yang 
terbentuk dalam lensa dalam pada mata, atau yang serupa 
dengannya yang secara lahir mengesankan bahwa mata dapat 
melihat padahal sebenarnya tidak. Jadi, mata yang sehat (yang 
dapat melihat) tidak di-gishash apabila pemiliknya melukai mata 
yang sehat tetapi tidak bisa melihat. Inilah yang akan kami uraikan 
sesuai ilmu anatomi mata. Karena jika gishash diterapkan pada 
mata kasus ini, maka orang yang dilukai itu akan mengambil 
hukuman yang lebih besar dari yang semestinya. Akan tetapi mata 
yang sehat itu dan tidak bisa melihat bisa di-gishash apabila 
pemilikinya melukai mata yang sehat tetapi bisa melihat, karena 
orang yang dilukai itu mengambil lebih kecil dari haknya dengan 
keinginannya. 


Cabang: Apabila seseorang melukai kepala orang lain 
hingga tulangnya kelihatan lalu sinar matanya hilang, yaitu jaringan 
matanya terpisah atau saraf-saraf penglihatannya rusak, maka 
menurut pendapat yang di-nash oleh Asy-Syafi'i, bahwa wajib 
dilakukan gishash untuk sinar mata. 


Asy-Syafi'i 8, mengatakan berkaitan dengan orang yang 
memotong jari orang lain yang menyebabkan telapak tangannya 
rapuh dan rontok, bahwa pelakunya tidak wajib di-gishash pada 
telapak tangannya. Akan tetapi ulama madzhab kami berselisih 
pendapat tentang sinar mata. Abu Ishag mengutip jawaban yang 
berkenaan dengan telapak tangan sampai mata: dan berkenaan 
dengan sinar mata ada dua pendapat Asy-Syaff'i. 
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Pendapat Pertama: Wajib melakukan gishash atasnya, 
karena luka tersebut menjalar ke bagian lain tetapi tidak sampai 
menghilangkan nyawa sehingga tidak wajib di-gishash, seperti 
halnya telapak tangan. 


Pendapat Kedua: Wajib melakukan gishash karena luka 
tersebut menjalar ke bagian lain, seperti halnya kasus 
pembunuhan. Akan tetapi menurut mayoritas ulama madzhab 
kami tidak wajib melakukan gishash pada telapak tangan apabila 
luka tersebut menjalar, dan menurut mereka hanya ada satu 
pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Sedangkan perbedaan 
antara keduanya adalah bahwa telapak tangan itu bisa dirusak 
secara langsung, sehingga tidak wajib melakukan gishash atasnya 
meskipun lukanya menjalar, sementara sinar mata itu tidak bisa 
dirusak secara langsung jika hanya dilukai dan hanya rusak jika ada 
bagian lainnya yang dirusak. Oleh karena itu, wajib melakukan 
gishash padanya jika ini menjalar, ini seperti halnya yang berlaku 
pada jiwa. 


Cabang: Asy-Syirazi berkata, “Pelupuk mata dibalas 
dengan pelupuk mata, ini berdasarkan firman Allah &, ah 


2 


Ss “Dan luka-luka (pun) ada gishashnya.” (Qs. Al Maa'idah 


[5]: 45). Pernyataan ini benar, karena bagian ini berakhir pada 
persendian. Jadi, pelupuk mata orang yang melihat itu di-gishash 
jika pemiliknya melukai pelupuk mata orang yang buta, dan 
pelupuk mata orang buta itu juga di-gishash jika pemiliknya 
melukai pelupuk mata orang yang bisa melihat, karena keduanya 
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sama dalam hal kenormalannya, meskipun tidak bisa melihat itu 
merupakan kekurangan pada orang yang tidak bisa melihat. 


Masalah: Berkenaan dengan firman Allah &, ASN 


era AG. or? 


DYL II, AN “Mata dengan mata, hidung dengan hidung,” 


(Os. Al Maa'idah [5]: 45). Nafi’, Ashim, Al A'masy dan Hamzah 
membacanya semuanya dengan nashab lantaran menjadikannya 
sebagai athaf Boleh pula meringankan “Anna” (yakni dibaca “An”) 
dan semuanya dibaca rafa’ lantaran menjadikannya sebagai ibtida 
dan athaf Sementra Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr dan Abu 
Ja'far membacanya dengan nashab pada semuanya selain kalimat 
“Juruuh (luka).” Sedangkan Al Kisa'i dan Abu Ubaid membaca 
“Mata dengan mata” dengan rafa’ seluruhnya. 


Abu Ubaid berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari 
Harun dari Abd bin Katsir dari Agil dari Az-Zuhri dari Anas, bahwa 


og, 2 85 4 54 


Nabi & membaca, MARA AN, 19 omah Gak A o ae 


en 34 Pe Uc 


KA Ah ja Sah ok SSK, SL GRI, “Dan 

Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka- 
luka (pun) ada gishashnya,” (Qs. Al Maa'idah (5): 45). dengan 
rafa’ dari tiga sisi yaitu ibtida', khabar dan arti pada posisi 
“Bahwasanya,” karena artinya adalah: Kami katakan kepada 
mereka “Jiwa dibalas dengan jiwa.” 


Pendapat ketiga adalah sebagaimana yang dikatakan oleh 
Az-Zajaj, bahwa kalimat-kalimat tersebut menjadi athaf pada kata 
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ganti yang disembunyikan dalam kalimat “Jiwa”, karena kata ganti 
dalam kalimat “Jiwa” posisinya adalah rafa’, karena perkiraannya 
adalah, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Jadi nama-namanya itu di- 
athafkan padanya. 


Ibnu Al Mundzir berkata, “Bagi yang membacanya rafa’, 
maka dia menjadikannya sebagai awal susunan kalimat yang 
berkenaan dengan hukum untuk kaum muslimin. Ini adalah 
pendapat yang paling shahih dari dua pendapat Al @urthubi dalam 
Jami tnya; karena dia adalah bacaan Rasulullah & dan perintah- 
nya untuk kaum muslimin. Sedangkan bagi yang mengkhususkan 
rafa’ (dhammah) pada kalimat “Juruuh” saja, maka maksudnya 
adalah memutus kalimat sebelumnya dan memulai susunan kalimat 
baru, seakan-akan kaum muslimin hanya disuruh melakukan 
demikian, sedangkan yang sebelumnya tidak.” 


Apabila hal ini telah ditetapkan, maka hidung besar di- 
gishash dengan hidung kecil, hidung tebal di-gishash dengan 
hidung tipis dan hidung mancung di-gishash dengan hidung pesek, 
karena bagian-bagian tubuh itu ada gishashinya meskipun ada 
perbedaan dalam hal kecil dan besarnya. Akan tetapi tidak wajib 
melakukan gishash pada pucuk hidung. 


Sedangkan terkait dengan batang hidung, maka tidak wajib 
dilakukan gishash padanya, karena dia hanya tulang. Dan hidung 
yang bisa mencium bau itu di-gishash dengan hidung yang tidak 
bisa mencium. Begitu pula hidung yang tidak bisa mencium bau, 
dia di-gishash dengan hidung yang bisa mencium bau, karena 
hidung yang tidak bisa mencium bau itu bukan kekurangan pada 
hidung, tetapi hanya penyakit yang terjadi pada otak. Dan dalam 
hal ini kedua hidung tersebut sama-sama normal. Hidung yang 
sehat juga di-gishash dengan hidung yang menderita lepra selama 
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dia tidak rontok karena lepra tersebut, karena anggota yang sehat 
di-gishash dengan anggota yang sakit. 


Apabila ada bagian hidung yang rontok, maka hidung yang 
sehat itu tidak boleh di-gishash karena akan mengambil lebih 
banyak dari hak orang yang terluka. Apabila orang yang sebagian 
pucuk hidungnya rontok itu memotong pucuk hidung orang yang 
sehat, maka seluruh bagian hidung orang yang melukai tersebut 
harus dipotong, sementara sisanya harus membayar diyat sesuai 
bagian yang hilang. Jika sebagian pucuk hidung orang lain 
dipotong, maka harus ditinjau terlebih dahulu tentang berapa 
ukuran yang dipotong tersebut, apabila yang dipotong itu separuh 
pucuk hidung, atau sepertiganya, atau seperempatnya, maka 
gishash harus dilaksanakan dengan memotong separuhnya atau 
sepertiganya atau juga seperempatnya. Dalam kasus ini, tidak 
perlu diukur panjang lebarnya, sebagaimana yang telah kami 
uraikan pada luka kepala yang menampakkan tulang, karena 
terkadang hidung orang yang melukai kecil sementara hidung 
orang yang dilukai besar. Apabila kami katakan, bahwa hidung 
orang yang melukai harus dipotong sesuai ukuran yang dipotong 
pada hidung orang yang dilukai berdasarkan panjang dan lebarnya, 
maka dikhawatirkan seluruh hidungnya akan terpotong meskipun 
yang terpotong pada korban hanya separuhnya. Jadi bagian yang 
menyatu di-gishash dengan bagian yang menyatu dan pembatas 
antara dua lubang hidung juga dibalas dengan pembatas antara 
dua lubang hidung. Jika pucuk hidung dan batang hidung dipotong 
maka pucuk hidungnya bisa dipotong lalu untuk batangnya harus 
membayar diyat karena tidak mungkin melakukan gishash 
terhadapnya. 
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Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Telinga dibalas (di- 
gishash) dengan telinga, ini berdasarkan firman 


4 ws 4 banda 
Allah &, 554 SG “Telinga dengan telinga.” (Os. 


Al Maa'idah (5): 45). Telinga bisa di-gishash karena 
bagiannya itu berakhir pada batas persendian. Telinga 
orang yang bisa mendengar di-gishash dengan telinga 
orang yang tuli, dan telinga orang tuli juga di-gishash 
dengan telinga orang yang bisa mendengar, karena 
keduanya sama dalam hal tidak memiliki kekurangan, 
sementara tidak mendengar itu merupakan kekurangan 
pada pihak lain. Telinga yang normal itu di-gishash 
dengan telinga yang berlubang dan telinga yang 
berlubang itu pun di-gishash dengan telinga yang 
normal, karena lubang pada telinga itu bukan 
kekurangan tetapi hanya sekedar hiasan. Melukai 
separuh telinga juga di-gishash dengan melukai separuh 
telinga, sesuai yang kami uraikan dalam pembahasan 
tentang hidung. Telinga yang sehat tidak di-gishash 
dengan telinga berlubang dan ditindik, karena apabila 
ini dilakukan, maka gishash-nya akan lebih banyak dari 
yang semestinya. Akan tetapi, telinga berlubang yang 
ditindik itu boleh di-gishash dengan telinga yang sehat, 
lalu diambil diyat untuknya sesuai ukuran yang rontok 
tersebut, sebagaimana yang kami katakan dalam 
pembahasan tentang hidung. 

Lalu apakah telinga yang bentuknya tidak 
mengkerut lagi tidak kering itu dapat di-gishash dengan 
telinga yang mengkerut lagi kering? Dalam hal ini ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i: 
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Pendapat Pertama: Tidak ada gishash padanya, 
sebagaimana tangan yang sehat (normal) tidak di- 
gishash dengan tangan yang lumpuh. 


Pendapat Kedua: Ada gishash padanya, karena 
keduanya sama dalam kegunaan. Berbeda dengan 
tangan lumpuh yang tidak sama dengan tangan sehat 
(normal) dalam kegunaan. 


dika sebagian telinga dipotong lalu dilekatkan 
lagi, maka tidak wajib melakukan gishash, karena tidak 
mungkin menerapkan hukuman yang sepadan. Apabila 
telinga dipotong dan digantungkan di pipi, maka wajib 
melakukan gishash atasnya, karena hukuman yang 
sepadan itu bisa dilakukan dalam kasus ini. 


Apabila telinga dipisahkan lalu bagian yang 
terpotong itu diambil dan dilekatkan hingga menyatu 
kembali, maka gishash itu tidak gugur, karena gishash 
itu wajib diterapkan jika ada bagian yang dipisahkan 
dari tempatnya. Sedangkan berkenaan dengan 
pelekatan kembali, maka ini tidak berlaku, karena itu 
wajib dihilangkan dan tidak boleh shalat bersama 
bagian tersebut. Apabila telinga seseorang dipotong lalu 
dilakukan gishash terhadap pelakunya, kemudian 
pelaku mengambil telinganya dilekatkan lagi hingga 
melekat, maka orang yang dilukai itu tidak bisa 
menuntut untuk dipotong, karena gishash telah 
dilakukan dengan dipisahkannya bagian tersebut. 
Sementara berkenaan dengan pelekatannya itu, maka 
tidak ada hukumnya, karena dia berhak menghilangkan- 
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nya untuk shalat, dan yang bisa melakukannya adalah 
penguasa. 


Apabila telinga seseorang dipotong, lalu orang 
yang dilukai itu memotong sebagian telinga pelaku dan 
kemudian dilekatkan lagi hingga melekat, maka orang 
yang dilukai boleh kembali lagi memotongnya, karena 
dia berhak memisahkannya dan itu belum terjadi. 


Jika seseorang melukai kepala orang lain hingga 
akalnya hilang atau hidungnya rusak hingga tidak bisa 
mencium rasa, atau melukai telinganya hingga 
pendengarannya hilang, maka tidak wajib melakukan 
gishash dalam kasus ini: baik pada akal atau penciuman 
atau pendengaran, karena hal-hal ini bukan tempat 
dilakukannya kejahatan, sehingga tidak bisa di-gishash. 


Pasal: Bibir dibalas (di-gishash) dengan bibir, yaitu 
bagian antara dagu dengan kedua pipi baik yang di atas 
maupun yang di bawah. Akan tetapi sebagian ulama 
madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa tidak ada 
gishash dalam kasus ini, karena yang dipotong itu 
adalah daging yang tidak sampai pada tulang, seperti 
luka yang menusuk daging tetapi sampai ke tulang. 
Pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama, 
ini berdasarkan firman Allah &, KA ah “Dan 
luka-luka (pun) ada gishashnya.” (Os. Al Maa'idah (5): 
45). Disamping itu, perbuatan itu sampai pada batas 


yang jelas, sehingga bisa dilakukan gishash terhadap 
pelakunya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 601 


Penjelasan: 


Tuli adalah hilangnya pendengaran karena sebab-sebab 
berikut ini: 
1- Tertutupnya saluran pendengaran, yaitu saluran masuk 
yang tampak di dalam lubang telinga. 


2- Rusaknya selaput gendang, yaitu bagian yang menerima 
frekuensi suara yang masuk dari saluran pendengaran lalu 
ditransfer ke tiga tulang kecil dalam lubang telinga. 
Tulang-tulang kecil inilah yang membesarkan suara 
karena frekuensi-frekuensi yang terjadi melalui 
pergerakan tulang-tulang tersebut ketika frekuensi- 
frekuensi suara saling bertabrakan padanya. 


3-  Tulang-tulang kecil berhenti bergerak. 


4-  Terpisahnya saraf-saraf pendengaran, atau kering, atau 
juga rusak. Dia merupakan bagian yang mengambil suara 
dari pembesar suara (tulang-tulang kecil) untuk ditransfer 
ke otak. 


Al Akhram adalah orang yang telinganya berlubang, A/ 
Mustashisy adalah orang yang telinganya mengkerut lagi kering, 
diambil dari kalimat Hasyaf yaitu kurma yang paling jelek. Dia juga 
bisa berarti luka pertama yang merobek kulit. A/ Badhi'ah adalah 
luka yang merobek kulit dan membelah daging hingga menyebab- 
kan keluarnya darah. Kami telah membahas ini sebelumnya pada 
sepuluh jenis luka yang di antaranya adalah a/ mutalahimah, 
simhag dan hasyimah. Sedangkan indimal, artinya adalah 
sembuhnya luka. 
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Hukum: Wajib melakukan gishash pada telinga, ini 
£ ss Ara 
berdasarkan firman Allah &, SN SN 95 “Telinga dengan 


telinga” (Qs. Al Maa'idah (5): 45). Telinga besar di-gishash 
dengan telingan kecil, bagitu juga sebaliknya, berdasarkan uraian 
yang telah kami paparkan dalam pembahasan tentang hidung. 
Telinga berlubang di-gishash dengan telinga yang normal dan 
sebaliknya. Telinga tuli juga di-gishash dengan telinga yang 
mendengar dan sebaliknya. Apabila orang yang telinganya 
berlubang memotong telinga yang normal (tidak berlubang) maka 
orang yang dilukai itu bisa melakukan gishash pada telinga 
berlubang tersebut, lalu mengambil diyat telinganya sesuai ukuran 
yang berlubang pada telinga orang yang melukai. Telinga yang 
buruk (mengkerut lagi kering) juga di-gishash dengan telinga yang 
normal (yang tidak mengkerut lagi tidak kering), karena korban 
mengambil bagian yang kurang dari haknya dengan keinginan 
dirinya. Lalu apakah telinga yang normal itu dapat di-gishash 
dengan telinga yang mengkerut (telinga kol) lagi kering? Dalam hal 
ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Tidak ada gishash padanya, sebagai- 
mana tangan yang normal tidak boleh di-gishash dengan tangan 
yang lumpuh. 

Pendapat Kedua: Bisa dilakukan gishash padanya: ini 
berbeda dengan tangan yang lumpuh, karena dia tidak sama 
dengan tangan yang normal dalam kegunaannya. 


Cabang: Apabila seseorang memotong sebagian telinga 
orang lain maka harus dilakukan gishash. Akan tetapi pemotongan 
tersebut harus ada ukurannya yang jelas seperti separuh, sepertiga 
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dan seperempat, dan tidak boleh diukur dengan panjang dan lebar, 
sesuai yang telah kami uraikan dalam pembahasan tentang hidung. 
Akan tetapi Ibnu Ash-Shabbagh meriwayatkan dari Al Qadhi Abu 
Ath-Thayyib, bahwa gishash tidak berlaku untuk pemotongan 
sebagian telinga. Dimana dalam masalah ini pendapat yang paling 
shahih adalah pendapat yang pertama, karena gishash itu bisa 
dilakukan padanya. 


Sedangkan tentang perkataan Asy-Syirazi, “Apabila 
seseorang memotong sebagian telinga orang lain lalu dilekatkan 
lagi hingga melekat, maka tidak wajib melakukan gishash, karena 
dalam kasus ini tidak bisa diterapkan hukuman yang sepadan,” 
. kemungkinan yang dimaksud olehnya adalah apabila lukanya 
sembuh dengan jahitan medis, sehingga potongan tersebut tidak 
kelihatan. 


Apabila seseorang memotong telinga orang lain hingga 
telinga tersebut menggantung, maka gishash bisa dilakukan karena 
bisa diterapkan hukuman yang sepadan. Apabila seseorang 
memotong telinga orang lain lalu memisahkannya dan kemudian 
orang yang dilukai itu mengambilnya lalu melekatkannya kembali 
pada tempatnya hingga melekat, maka orang yang dilukai itu tidak : 
bisa menuntut kepada pelaku untuk menghilangkannya, karena 
orang itu telah mengambil haknya, dimana yang berwenang atas 
penghilangan bagian itu adalah penguasa. 


Apabila seseorang memotong telinga orang lain lalu 
memisahkan dari tempatnya, lalu orang yang dilukai memotong 
sebagian telinga pelaku lalu melekatkannya kembali ke tempatnya 
hingga melekat, maka orang yang dilukai itu bisa mengulangi lagi 
dan memotongnya, karena haknya adalah memisahkan dan hal 
tersebut belum terjadi. 
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Apabila seseorang melukai kepala orang lain hingga 
menyebabkan akalnya hilang, atau penciumannya hilang, atau 
pendengarannya hilang, atau daya rasanya hilang, atau nafsu 
seksualnya hilang, maka pelaku tidak wajib dihukum gishash, 
karena hal-hal tersebut bukan tempat dilakukannya kejahatan yang 
menyebabkan pelakunya harus di-gishash. 


Masalah: Wajib melakukan gishash pada dua bibir. 
Namun, sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, 
bahwa tidak wajib melakukan gishash padanya, karena yang 
dipotong itu adalah daging dari daging yang tidak memiliki 
persendian. Akan tetapi yang di-nash oleh Asy-Syafi'i adalah 
pendapat yang pertama tadi, ini berdasarkan firman Allah &, 


”, 


Es An A DA u - ” 
cas rs Jl, “Dan luka-luka (pun) ada gishashnya.” (Os. Al 
Maa 'idah (5): 45). 


Selain itu, dua bibir adalah daging kasar dari daging dagu 
dan sudut mulut yang bentuknya bulat di sekitar mulut baik 
panjang maupun lebarnya: panjangnya membentang dari daging 
dagu sampai ke pangkal hidung. Jadi dia berasal dari daging yang 
ada batas tertentunya, sehingga wajib dilakukan hukuman gishash 
padanya. 


Para ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang 
gishash pada lidah. Di antara ulama madzhab kami, ada yang 
mengatakan, bahwa gishash wajib pada seluruh lidah dan 
sebagiannya, karena dia memiliki batas akhir persendian, sehingga 
hukumnya pun seperti hidung dan telinga. Akan tetapi menurut 
Abu Ishag tidak ada gishash padanya. Pendapat ini juga 
dinyatakan oleh sebagian ulama madzhab Abu Hanifah dan dipilih 
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oleh Ibnu Ash-Shabbagh. Sedangkan menurut Asy-Syirazi, gishash 
hanya berlaku pada seluruh lidah berdasarkan dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Gigi di-gishash 
dengan gigi, ini berdasarkan firman Allah &, 134 531 
“Gigi dengan gigi” (Qs. Al Maa'idah [5]: 45). Juga 
berdasarkan hadits Ar-Rubayyi' binti An-Nadhr bin 
Anas yang telah kami sebutkan pada awal bab. 
Disamping itu, gigi memiliki batas tersendiri yang bisa 
di-gishash, sehingga wajib melakukan gishash padanya. 
Akan tetapi gigi yang sehat tidak boleh di-gishash 
dengan gigi yang rontok, karena jika ini dilakukan, 
maka orang yang meng-gishash akan mengambil lebih 
banyak dari haknya. Sedangkan gigi yang rontok, dia 
bisa di-gishash dengan gigi yang sehat (normal) disertai 
dengan diyat sesuai ukuran yang rontok, sebagaimana 
yang telah kami uraikan pada pembahasan tentang 
hidung dan telinga. Dan yang lebih itu di-gishash 
apabila tempat keduanya sama, karena kedua bagian 
tubuh itu pada hakekatnya adalah sama. 


Apabila seseorang mencabut gigi tambahan, 
sementara orang dia tidak memiliki gigi yang sama 
dengannya, maka harus ada solusinya, karena sulit 
diterapkan hukuman yang sepadan, sehingga harus 
beralih pada kompensasinya. Apabila dia memiliki gigi 
yang sama tetapi itu selain tempat yang dicopot, maka 
itu tidak wajib di-gishash, sebagaimana gigi asli yang 
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tidak di-gishash dengan gigi lainnya. Apabila dia 
merontokkan sebagian gigi orang lain dan bisa 
dilakukan gishash sebagian giginya, maka bisa 
dilakukan gishash padanya. Sedangkan jika tidak bisa 
dilakukan gishash, maka wajib membayar diyat sesuai 
ukuran gigi yang dirontokkan tersebut. Apabila gigi 
yang bersangkutan itu wajib di-gishash lalu dilakukan 
gishash, kemudian giginya tumbuh lagi di tempat yang 
sama, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Gigi yang tumbuh tersebut 
adalah gigi yang dicopot, karena dia sama di 
tempatnya, sehingga hukumnya seperti orang yang 
mencopot gigi kecil lalu tumbuh lagi gigi baru. 
Berdasarkan hal ini, maka orang yang dicopot giginya 
itu harus membayar diyat gigi orang yang mencopotnya 
karena dia telah mencopot giginya dengan gigi lain. 


Pendapat Kedua: Gigi yang tumbuh itu 
merupakan hibah, karena pada umumnya gigi tersebut 
tidak akan tumbuh lagi. Berdasarkan hal ini, maka 
gishash harus dilakukan di tempatnya dan orang yang 
mencopot tidak wajib membayar apa-apa. 


Apabila seseorang mencabut gigi orang lain lalu 
dia di-gishash, kemudian giginya tumbuh lagi di tempat 
gigi yang di-gishash, jika kami katakan, bahwa gigi 
yang tumbuh itu merupakan gigi baru, maka orang 
yang dicabut giginya itu tidak boleh lagi melakukan 
gishash, karena dia telah mengambil haknya. Namun 
jika kami katakan, bahwa gigi yang tumbuh itu adalah 
gigi yang dicabut dari sisi hukum, maka apakah orang 
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yang dicopot giginya itu boleh mencabutnya? Dalam hal 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Dia boleh mencabutnya 
meskipun gigi tersebut tumbuh seribu kali, karena 
pelaku telah mencabut giginya, sehingga dia pun harus 
membalasnya. 


Pendapat Kedua: Dia tidak boleh mencabutnya, 
karena bisa jadi gigi tersebut tumbuh baru dan bisa pula 
dia merupakan gigi yang dicabut, sehingga tidak boleh 
mencabutnya jika ada keraguan. 

Pasal: Lidah di-gishash dengan lidah, ini 
berdasarkan firman Allah &, LG 4/4% “Dan luka- 
luka (pun) ada gishash-nya.” (Os. Al Maa'idah [5]: 45). 
Disamping itu, lidah juga memiliki batas akhir 
organnya, sehingga bisa dilakukan gishash padanya. 
Akan tetapi lidah yang dapat berbicara tidak bisa di- 
gishash dengan lidah yang bisu, karena apabila ini 
dilakukan, maka korban akan melakukan gishash lebih 
banyak dari haknya. Sedangkan lidah yang bisu, maka 
itu bisa di-gishash dengan lidah orang yang berbicara, 
karena yang diambil hanya sebagian haknya. 


Apabila seseorang memotong setengah lidah 
orang lain atau sepertiganya, maka bisa dilakukan 
gishash padanya, baik setengah atau sepertiganya. 
Akan tetapi menurut Abu Ishag, tidak ada gishash 
padanya, karena dikhawatirkan gishash-nya itu akan 
melebihi kadar yang seharusnya. Dalam kasus ini, yang 
menjadi pendapat madzhab adalah, bahwa berlaku 
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gishash padanya. Selain itu, jika gishash itu pada 
seluruhnya, maka berlaku pula gishash pada 


sebagiannya. 


Penjelasan: 

Hadits Ar-Rubayyi' binti An-Nadhr telah di-takhrij pada 
pasal sebelumnya. 

Hukum: Asy-Syafi'i, berkata, “Apabila seseorang 
mencabut gigi yang bisa tumbuh lagi, maka giginya itu harus 
dicabut juga. Apabila gigi yang dicabut itu tidak tumbuh lagi, maka 
harus dihentikan dahulu sampai giginya tumbuh lagi.” 

Penjelasannya adalah, bahwa gishash itu wajib dilakukan 
pada gigi, ini berdasarkan firman Allah &, Kei REAT “ Gigi 


dengan gigi.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 45). Juga berdasarkan hadits 
yang menyebutkan, bahwa Ar-Rubayyi' merontokkan gigi seorang 
budak perempuan, lalu Rasulullah & menyuruh agar giginya itu 
dirontokkan, lalu Anas bin An-Nadhr berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah engkau akan merontokkan gigi Ar-Rubayyi'? Demi Allah, 
janganlah engkau merontokkannya.” Maka Rasulullah & 


bersabda, ? pkai Hukumannya adalah gishash.” Lalu budak 
tersebut memaafkannya. Maka Rasulullah & bersabda, 34 gya ol 
SU Di IK aadi sf 3 dl “Sesungguhnya di antara hamba Allah 


ada orang yang apabila bersumpah (berdoa) atas nama Allah, 
maka Allah akan mengabulkannya.” 


Apabila hal ini telah ditetapkan, maka anak kecil yang gigi 
pertamanya (yang tumbuh saat masih menyusui) tanggal disebut 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 609 


matsghur. Apabila giginya tumbuh lagi di tempat yang tanggal 
tersebut, maka itu disebut atsghar dan atghar, yaitu dua bahasa. 
Demikianlah yang dikatakan oleh Al Imrani. 


Al Fayyumi berkata, “ Tsaghar adalah mulut, kemudian ini 
digunakan untuk gigi depan. Apabila gigi anak kecil tanggal, maka 
dikatakan Tsaghara Tsughuran atau Tsaghartuhu Atsgharuhu. 
Sementara jika giginya itu tumbuh lagi setelah tanggal, maka dia 
dikatakan Atsghara Itsgharan, pola kata ini sama dengan pola kata 
Akrama Ikraman. 


Dalam Kifayatul Mutahaffizh disebutkan, “Apabila gigi-gigi 
anak kecil tanggal, maka dikatakan Tsaghar, sedangkan jika gigi- 
giginya itu tumbuh lagi, maka disebut Atsghar dan Atghar.” 


Apabila seseorang mencabut gigi orang lain, maka 
adakalanya gigi tersebut sebelumnya belum tanggal dan adakalnya 
sudah tanggal sebelumnya. Apabila gigi tersebut belum tanggal 
sebelumnya, maka gishash-nya tidak wajib atas pelakunya secara 
seketika: karena biasanya gigi yang belum tanggal itu akan tumbuh 
lagi jika dia dicabut, dan jika sebelumnya pernah tanggal, maka dia 
tidak akan tumbuh lagi jika dicabut. Dalam kasus ini, tidak wajib 
melakukan gishash, seperti halnya yang berlaku pada rambut. 
Kemudian harus ditanyakan kepada dokter berapa lama gigi 
tersebut akan tumbuh lagi?, lalu harus ditunggu sampai masa 
tersebut. 


Apabila setelah masa tersebut berlalu gigi tersebut tidak 
tumbuh lagi, maka orang yang mencabut gigi tersebut harus di- 
gishash, karena sudah tidak ada lagi harapan, bahwa gigi tersebut 
akan tumbuh. Apabila giginya (orang yang dicabut giginya) tumbuh 
lagi pada masa tersebut atau kurang dari masa tersebut, jika gigi 
yang kedua itu seperti gigi pertama tanpa ada tambahan dan 
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kekurangan, maka orang yang mencabut gigi tersebut tidak wajib 
dihukum gishash dan tidak wajib membayar diyat Lalu apakah 
wajib ditetapkan atasnya hukumah (kompensasi) pada luka yang 
terjadi akibat dia mencabut gigi tersebut? Dalam kasus ini harus 
ditinjau terlebih dahulu: apabila pelaku itu melukai bagian lain 
selain bagian yang terdapat gigi yang dicabut, maka wajib 
ditetapkan hukumah (kompensasi) atasnya, sedangkan jika dia 
tidak melukai bagian lain selain tempat gigi yang dicabut itu, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Wajib ditetapkan  hukumah 
(kompensasi) atasnya, karena ketika dia mencabut gigi orang lain, 
maka itu akan menyebabkan korban berdarah, dan apabila korban 
berdarah, maka wajib ditetapkan hukumah (kompensasi) atasnya. 


Pendapat Kedua: Tidak wajib ditetapkan hukumah 
(kompensasi) atasnya, karena dia hanya wajib ketika seseorang itu 
melukai orang lain dan menyebabkan keluarnya darah. Apabila 
seseorang berdarah tanpa dilukai, maka tidak ada hukumah 
.. (kompensasi) atas pelakunya, seperti halnya jika dia menampar 
orang lain hingga berdarah lubang hidungnya (mimisan), maka 
tidak ada hukumah (kompensasi) karena mimisan tersebut. Apabila 
gigi yang tumbuh di tempat gigi yang dicabut itu lebih kecil dari 
gigi di sebelahnya, maka orang yang mencabut itu wajib membayar 
diyat sesuai ukuran yang kurang itu, karena secara zhahir gigi 
tersebut mengecil karena perbuatannya. 


Apabila gigi yang tumbuh itu lebih besar dari gigi 
sebelumnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, 
bahwa orang yang mencabut gigi tersebut tidak wajib di-gishash, 
karena gigi yang lebih besar bukan akibat perbuatannya. Namun 
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menurut Asy-Syirazi, wajib melakukan hukumah (kompensasi) 
akibat ukuran yang lebih besar tersebut, sebagaimana dia juga 
wajib apabila ukurannya lebih kecil, karena secara zhahir hal 
tersebut terjadi akibat perbuatannya. 


Apabila gigi yang tumbuh keluar dari barisan gigi: jika itu 
terjadi dan tidak ada manfaatnya, maka wajib memberikan 
hukumah (kompensasi) yang terjadi karenanya. Sedangkan jika 
yang tumbuh itu adalah gigi kecil atau hijau atau hitam, sementara 
Gigi yang dicabut sebelumnya itu berwarna putih, maka orang yang 
mencabut itu wajib dihukum dengan hukumah (kompensasi) akibat 
perubahan warna tersebut. Apabila orang yang dicabut giginya itu 
tewas setelah masa menunggu tumbuhnya gigi yang baru sebelum 
gigi tersebut tumbuh lagi, maka keluarganya itu boleh melakukan 
gishash terhadap orang yang mencabut gigi tersebut, karena dia 
mati setelah gishash berlaku. 


Lalu apakah wajib membayar diyat gigi? Syaikh Abu Ishag 
meriwayatkan dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini, 
sementara Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh 
meriwayatkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Wajib membayar diyat gigi, karena 
pelaku tersebut telah mencabut gigi yang tidak bisa tumbuh lagi. 
Dan hukum asalnya adalah, bahwa gigi tersebut tidak bisa tumbuh 
lagi. 

Pendapat Kedua: Tidak wajib membayar diyat gigi, karena 
pada umumnya gigi bisa tumbuh lagi dan yang menghentikannya 
hanya kematian. Sedangkan jika gigi yang dicabut setelah tumbuh 
lagi: jika para dokter mengatakan, bahwa gigi itu tidak bisa tumbuh 
lagi, maka wajib dilakukan gishash seketika itu juga. Sedangkan 
jika mereka mengatakan, bahwa gigi tersebut akan tumbuh lagi 
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dalam masa tertentu, maka apakah pelakunya bisa di-gishash 
sebelum lewatnya masa tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Akan tetapi berdasarkan pada ketentuan, bahwa gishash 
atau diyat itu gugur jika gigi korban tumbuh lagi, maka dalam hal 
ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Apabila kami katakan, bahwa 
gishashnya gugur, maka harus ditunggu tumbuhnya gigi itu. 
Namun jika tidak, maka tidak perlu ditunggu. Syaikh Abu Hamid 
berkata, “Dia tidak perlu di-gishash sebelum berlalu masa tersebut, 
sebagaimana yang telah kami katakan berkenaan dengan orang 
yang mencabut gigi anak kecil yang sebelumnya belum pernah 
rontok.” Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan, “Dia harus di-gishash 
dengan segala kondisinya atau di-gishash setelah tidak ada 
harapan bahwa gigi tersebut akan tumbuh lagi, lalu kemudian 
tumbuh gigi lagi di tempat dicabutnya gigi tersebut. Dalam hal ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Gigi yang baru merupakan gigi 
pengganti dari gigi yang dicabut dari tempatnya, sehingga 
hukumnya seperti orang yang mencabut rambutnya, lalu rambut 
tersebut tumbuh lagi: kondisi ini sama seperti jika gigi anak kecil 
yang belum rontok itu dicabut lalu tumbuh lagi gigi yang sama di 
tempatnya, dan juga seperti kasus orang yang menampar mata 
orang lain hingga sinar matanya hilang lalu kembali lagi.” 
Berdasarkan hal ini, maka korban tidak wajib meng-gishash pelaku 
lantaran gigi yang dicabut itu, karena dia telah mencabutnya. Akan 
tetapi, dia tetap boleh melakukannya. Yang wajib bagi pelaku 
adalah membayar diyat Apabila korban memaafkan pelaku dari 
hukuman gishash lalu dia mengambil diyatnya, maka dia wajib 
mengembalikan diyat tersebut kepada pelaku. 
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Pendapat Kedua: Gigi yang tumbuh itu merupakan karunia 
Allah bagi korban, karena biasanya gigi yang telah tanggal itu tidak 
bisa tumbuh lagi. Apabila dia tumbuh lagi, maka hal tersebut 
merupakan karunia Allah. Berdasarkan hal ini, apabila korban 
telah meng-gishash pelaku atau mengambil diyat darinya, maka dia 
telah melakukan hal yang semestinya dan tidak ada konsekuensi 
apapun bagi sang pelaku. 


Apabila seseorang mencabut gigi orang lain lalu korban 
mencabut giginya (pelaku), lalu gigi pelaku tumbuh lagi di tempat 
giginya yang semula dimana sebelumnya di-gishash dan kemudian 
tidak tumbuh lagi; jika kami katakan, bahwa gigi yang tumbuh 
tersebut merupakan karunia Allah, maka tidak ada hukuman ` 
apapun bagi korban (yang telah melakukan gishash). Sementara 
jika kami katakan, bahwa gigi yang tumbuh berasal dari gigi yang 
pertama, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Orang yang dicabut giginya itu boleh 
mencabut gigi pelaku meskipun gigi tersebut tumbuh berkali-kali, 
karena pelaku telah mencabut giginya sehingga dia juga berhak 
mencabutnya. 


Pendapat Kedua: Dia tidak boleh mencabut gigi tesebut, 
karena bisa jadi gigi tersebut merupakan gigi yang ditanggalkan 
dan bisa jadi merupakan karunia Allah &, dan ini adalah syubhat 
yang menggugurkan gishash. Berdasarkan hal ini, maka orang 
yang mencabut gigi tersebut harus membayar diyat gigi kepada 
orang yang dicabut giginya. Apabila orang yang dicabut giginya itu 
menentang dan tetap mencabut gigi pelaku (yang mencabut gigi), 
maka dia wajib membayar diyat Dengan demikian, maka 
keduanya telah saling meng-gishash. Apabila orang yang dicabut 


614 | Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab 


giginya itu telah mencabut gigi pelaku, lalu giginya tumbuh lagi di 
tempat yang dicabut, sementara gigi pelaku itu tidak tumbuh lagi, 
kemudian pelaku mengulangi lagi dengan mencabut gigi korban 
(yang dicabut giginya), maka dia wajib membayar diyat Jika kami 
katakan, bahwa gigi yang tumbuh itu berasal dari gigi yang 
pertama, maka telah kami katakan, bahwa orang yang dicabut 
giginya itu wajib membayar diyat gigi orang yang mencabut gigi 
tersebut. Dengan demikian, maka keduanya itu telah saling meng- 
gishash. Sedangkan jika kami katakan, bahwa gigi yang tumbuh itu 
merupakan karunia Allah, maka tidak ada hukuman apapun bagi 
korban terhadap pelaku. 


Kemudian gigi besar di-gishash dengan gigi kecil dan gigi 
kecil di-gishash dengan gigi besar, sebagaimana yang kami katakan 
pada pembahasan hidung dan telinga. Akan tetapi gigi yang 
normal tidak di-gishash dengan gigi yang pecah (retak dsb), karena 
apabila ini dilakukan, maka korban akan melakukan gishash lebih 
besar dari haknya. Sementara gigi yang retak, maka dia bisa 
dibalas dengan gigi yang sehat (normal), karena nilainya itu lebih 
rendah. Kemudian diyat gigi itu harus disesuaikan dengan gigi 
yang dicabut tersebut. 


Apabila seseorang merontokkan sebagian gigi orang lain 
atau seperempatnya, maka apakah wajib dilakukan gishash 
atasnya? Dalam hal ini, dua Syaikh berselisih pendapat. Menurut 
Syaikh Abu Ishag, bahwa jika bisa melakukan hukuman gishash, 
maka harus dilakukan gishash tersebut, namun jika tidak bisa 
dilakukan gishash, maka tidak perlu di-gishash. Sedangkan 
menurut Syaikh Abu Hamid, tidak perlu melakukan gishash akibat 
merontokkan gigi, karena gishash akibat hal tersebut tidak wajib 
menurut kesepakatan ulama. 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 615 


Sedangkan tentang hadits Ar-Rubayy' bahwa dia 
merontokkan gigi depan budak perempuan lalu Nabi & 
memutuskan agar gigi depanya dirontokkan, maka yang dimaksud 
merontokkan disini adalah mencabut gigi tersebut dan bukan 
merontokkannya (meremukkannya). 


Cabang: Apabila seseorang mencabut gigi tambahan pada 
seseorang dan mencabut gigi tambahan pada orang yang 
mencabut giginya di tempat yang sama dengan gigi yang dicabut, 
maka wajib di-gishash, karena keduanya sama. Sedangkan jika 
pelaku tidak memiliki gigi tambahan, maka dia tidak wajib di- 
gishash karena giginya tidak sama, sementara jika dia memiliki gigi 
tambahan di selain tempat tersebut, maka tidak wajib melakukan 
gishash atasnya karena gigi tersebut tidak sama. Apabila dia 
memiliki gigi tambahan di selain tempat tersebut, akan tetapi 
ukurannya lebih besar dari gigi orang yang dicabut, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i. 


Pendapat Pertama: Tidak wajib melakukan gishash. Ini 
adalah pendapat mayoritas ulama madzhab kami. Alasannya 
adalah, karena gishash pada anggota tubuh tambahan hanya wajib 
berdasarkan ijtihad. Apabila gigi pelaku lebih besar, maka 
hukumah-nya lebih besar, sehingga tidak wajib mencabutnya 
dengan gigi yang lebih kecil. Berbeda halnya dengan gigi asli, 
karena gishash itu wajib berdasarkan nash, sehingga tidak 
dipertimbangkan lagi masalah kesamaannya. 


Pendapat Kedua: Wajib melakukan gishash. Pendapat ini 
diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dari Syaikh Abu Hamid dan 
dipilih olehnya. Alasannya adalah, bahwa sesuatu yang berlaku 
berdasarkan jjtihad, maka wajib mempertimbangkannya berdasar- 
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kan ketetapan nash yang ada. Pendapat pertama di atas 
merupakan pendapat yang telah di-nash oleh Asy-Syaff'i. 


Masalah: Lidah ada gishashrnya, ini berdasarkan firman 
Allah &, Pa ta aah “Dan luka-luka (pun) ada gishash-nya.” 
(Qs. Al Maa'idah [5]: 45). Disamping itu, lidah ini juga memiliki 
batas akhirnya, sehingga harus dilakukan gishash padanya, seperti 
halnya mata. Sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan 
pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Akan tetapi lidah 
yang dapat berbicara itu tidak di-gishash apabila pemiliknya 
memotong (melukai) lidah yang tidak dapat berbicara, karena lidah 
yang dapat berbicara itu lebih utama. Sedangkan lidah yang tidak 
dapat berbicara itu di-gishash apabila pemiliknya memotong lidah 
yang dapat berbicara, karena lidah yang tidak dapat berbicara 
nilainya hanya separuh lidah yang dapat berbicara. Kemudian 
sebagian lidah juga di-gishash dengan sebagian lidah, karena bisa 
dilakukan gishash pada seluruhnya, sehingga bisa pula dilakukan 
gishash pada sebagiannya, seperti halnya gigi. Dalam hal ini harus 
diukur berdasarkan bagian dan hitungan. Begitu pula bibir, dia di- 
gishash dengan bibir, yaitu bagian yang melewati dagu dan kedua 
pipi baik di atas maupun di bawah, ini juga berdasarkan firman 


Allah &, KA ca “Dan luka-luka (pun) ada gishash-nya.” 


(Qs. Al Maa'idah [5]: 45). Disamping itu, dia memiliki batas akhir 
organnya dan bisa di-gishash, sehingga wajib melakukan gishash 
atasnya, seperti halnya pada organ dua tangan. 
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Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Tangan di-gishash 
dengan tangan, kaki dengan kaki, jari dengan jari dan 
ujung jari dengan ujung jari, hal ini berdasarkan firman 


Allah 8, CS 246 “Dan luka-luka (pun) ada gishash- 


nya.” (Os. Al Maa'idah (5): 45). Disamping itu, 
anggota-anggota tubuh ini memiliki persendian yang 
bisa di-gishash tanpa dikhawatirkan terjadi ketidak 
adilan, sehingga wajib melakukan gishash padanya. 


Apabila seseorang memotong tangan orang lain 
dari pergelangan tangannya, maka dia harus di-gishash 
darinya, karena yang dipotong itu dari pergelangan 
tangan. Apabila yang dipotong itu dari bagian tengah 
lengan bawah, maka yang di-gishash dari pergelangan 
tangan karena yang bisa di-gishash dari situ, sementara 
sisanya harus membayar hukumah (kompensasi), karena 
ada tulang yang dipatahkan, dimana tidak bisa 
diterapkan hukuman yang sama padanya, sehingga 
beralih kepada gantinya. 


Apabila yang dipotong itu dari siku, maka yang 
di-gishash dari bagian tersebut, karena dia juga 
merupakan pergelangan. Apabila gishash itu hendak 
dilakukan dari pergelangan tangan, lalu sisanya dengan 
membayar hukumah (kompensasi), maka itu tidak boleh 
dilakukan, karena gishash bisa dilakukan pada 
seluruhnya pada tempat terjadinya pemotongan, 
sehingga tidak boleh melakukan gishash pada tempat 
lainnya. 
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Apabila yang dipotong itu dari bagian tengah 
lengan atas, maka gishash-nya harus dari siku, lalu 
sisanya dengan hukumah (kompensasi). Dia juga boleh 
meng-gishash dari pergelangan tangan, lalu sisanya 
dengan hukumah, karena semuanya itu termasuk 
pergelangan yang masuk dalam tindakan kriminal. 
Berbeda halnya jika yang dipotong itu dari bagian siku, 
yang lalu hendak memotong dari pergelangan tangan, 
karena gishash bisa dilakukan pada semua tempatnya, 
sementara dalam kasus ini tidak bisa meng-gishash 
pada tempat terjadinya pemotongan tersebut. 


Apabila seseorang memotong tangan orang lain 
dari bahu dan para pakar mengatakan, bahwa gishash 
itu bisa dilakukan darinya tanpa menyebabkan tusukan 
yang sampai ke bagian dalam, maka gishash bisa 
dilakukan dari bahu, karena dia itu merupakan 
persendian yang bisa di-gishash tanpa khawatir akan 
terjadi ketidak adilan. 


Apabila gishash hendak dilakukan dari siku atau 
pergelangan tangan (yang dekat jari-jari tangan), maka 
hukumnya tidak diperbolehkan, karena gishash itu bisa 
dilakukan dari tempat pemotongan, sehingga tidak 
boleh dilakukan di tempat lain. Apabila para pakar 
mengatakan, bahwa dikhawatirkan gishash tersebut 
akan menyebabkan luka yang menusuk sampai bagian 
dalam, maka tidak boleh melakukan gishash pada 
bagian tersebut, karena dikhawatirkan gishash-nya akan 
melebihi dari yang semestinya. Dia juga boleh 
melakukan gishash pada siku, lalu sisanya dengan 
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mengambil hukumah (kompensasi). Dia juga boleh 
melakukan gishash pada pergelangan tangan, lalu 
sisanya dengan mengambil hukumah, sebagaimana 
yang telah kami uraikan. 


Sedangkan hukum kaki dalam masalah gishash 
adalah dari persendiannya dari kaki, lutut dan pangkal 
paha, sedangkan yang wajib di antara keduanya berupa 
hukumah (kompensasi), maka hukumnya seperti 
tangan, sebagaimana yang telah kami uraikan. 


Pasal: Tangan yang sehat (normal) tidak boleh di- 
gishash dengan tangan yang lumpuh dan kaki yang 
sehat (normal) juga tidak boleh di-gishash dengan kaki 
yang lumpuh, karena jika ini dilakukan pada gishash- 
nya, maka itu akan melebihi hak yang semestinya. 
Apabila orang yang dipotong kakinya itu hendak meng- 
gishash kaki lumpuh dengan kaki yang sehat, maka 
harus ditinjau terlebih dahulu, apabila para pakar 
mengatakan, bahwa jika kaki tersebut dipotong urat- 
urat tidak akan tertutup dan angin akan masuk ke tubuh 
dan akan terjadi hal-hal yang membahayakan, maka 
tidak boleh melakukan gishash padanya, karena yang 
di-gishash itu jiwa padahal yang dilukai cuma anggota 
tubuh. 


Sedangkan jika mereka mengatakan, bahwa tidak 
ada yang membahayakan dengan melakukan gishash 
tersebut, maka gishash itu boleh dilakukan, karena 
tidak ada hak yang dikurangi. 


Apabila korban meminta diyat disamping 
meminta gishash lantaran adanya kelumpuhan, maka 
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hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena kaki yang 
lumpuh secara fisik seperti kaki sehat dimana yang 
berbeda hanyalah sifatnya, sehingga tidak perlu 
membayar diyat bersamaan dengan gishash, sebagai- 
mana wali muslim tidak boleh menuntut diyat dan 
gishash pada orang kafir dzimmi karena kekurangan- 
nya. 

Sedangkan tentang meng-gishash tangan lumpuh 
dengan tangan lumpuh, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Boleh melakukannya karena 
keduanya sama. 

Pendapat Kedua: Tidak boleh. Ini adalah 
pendapat Abu Ishag, karena kelumpuhan merupakan 
penyakit, sementara penyakit itu berbeda-beda 
pengaruhnya pada tubuh, sehingga tidak bisa dilakukan 
hukum yang sepadan pada keduanya. 


Penjelasan: 
Tangan dipotong dengan tangan, kaki dengan kaki, jari 


dengan jari dan ujung jari dengan ujung jari. Hal ini berdasarkan 


PAA 


firman Allah &, KA 7y a019 “Dan luka-luka (pun) ada gishash- 


nya.” (Qs. Al Maa'idah (5): 45). Disamping itu, bagian-bagian ini 
memiliki persendian yang bisa di-gishash tanpa ada kekhawatiran 
akan terjadi ketidak-adilan. 


Apabila hal ini telah jelas, jika seseorang memotong jari 
jemari orang lain dari persendiannya, maka dia bisa di-gishash. 
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Apabila dia memotong tangannya dari bagian tengah telapak 
tangan maka dia tidak bisa di-gishash dari bagian tengah telapak 
tangan, karena patahnya tulang tidak ada gishash-nya menurut 
ijma’. Apabila dia hendak di-gishash dari pangkal jari, maka hal 
tersebut boleh dilakukan, karena jari jemari itu bisa di-gishash. 


Jika dikatakan: Bagaimana pisau itu bisa diletakkan di 
selain tempat yang dipotong oleh pelaku? Maka kami katakan, 
bahwa alasannya adalah, karena dia tidak bisa meletakkannya di 
tempat yang dipotong oleh pelaku. Apabila gishashrnya itu pada 
jari jemari, lantas apakah korban boleh mengambil hukumah 
(kompensasi) atas telapak tangan yang merupakan tambahan dari 
jari jemari? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
yang akan diuraikan nanti. Apabila tangannya itu dipotong dari 
pergelangan tangan, maka gishash itu dilakukan dari pergelangan 
tangan, karena organ itu memiliki persendian. Sedangkan jika 
tangannya dipotong dari sebagian lengan, maka gishash tidak bisa 
dilakukan pada sebagian lengan, karena mematahkan tulang itu 
tidak ada gishash-nya. Apabila gishash-nya hendak dilakukan dari 
pergelangan tangan dan diambil hukumah (kompensasi) atas 
kelebihannya, maka hal tersebut boleh dilakukan, karena ini : 
termasuk dalam kategori kriminal yang bisa di-gishash. Apabila 
tangannya itu dipotong dari siku, maka gishash dapat dilakukan 
dari siku. Apabila gishash itu hendak dilakukan dari siku dan 
diambil hukumah (kompensasi) atas kelebihannya, maka hal 
tersebut boleh dilakukan. 


Apabila gishash-nya hendak dilakukan dari pergelangan 
tangan, lalu diambil hukumah (kompensasi) atas kelebihannya 
tersebut, maka ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam 
masalah ini. Menurut Syaikh Abu Ishag, hal tersebut boleh 
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dilakukan, karena semuanya adalah persendian yang masuk dalam 
kategori objek kriminal (jika itu dilukai). 

Ibnu Ash-Shabbagh dalam Asy-Syamil/ dan Ath-Thabari 
dalam A/ Uddah mengatakan, “Hal tersebut tidak boleh dilakukan, 
karena gishash itu bisa dilakukan dari siku. Apabila masih bisa 
dilakukan hukuman gishash, maka tidak boleh melakukan gishash 
pada sebagian organ itu, sementara sebagian lainnya lagi dengan 
diyat ini sama seperti halnya jika tangan seseorang itu dipotong 
dari pergelangan tangan dan dia hendak melakukan gishash dari 
jari jemari, lalu kelebihannya itu dipenuhi dengan hukumah 
(kompensasi), maka hal ini tidak dibolehkan, karena dia bisa 
melakukan gishash dengan sempurna pada organ tubuh tersebut.” 


Ketika keduanya mengatakan, “Apabila gishash dilakukan 
maka dikhawatirkan akan terjadi luka yang menusuk ke dalam,” 
maka dia tidak boleh melakukan gishash dari bahu, karena 
dikhawatirkan akan terjadi gishash yang berlebihan. Apabila 
gishash hendak dilakukan dari siku, lalu sisanya dipenuhi dengan 
hukumah (kompensasi), maka hal tersebut boleh dilakukan. 


Apabila gishash hendak dilakukan dari pergelangan tangan 
dan sisanya dengan hukumah (kompensasi), maka menurut Syaikh 
Abu Ishag, hal tersebut boleh dilakukan. Berdasarkan pendapat 
Ibnu Ash-Shabbagh, bahwa apabila tangan itu dipotong dari 
sebagian organnya dan gishash hendak dilakukan dari siku, maka 
gishash itu tidak boleh dilakukan dari pergelangan tangan, karena 
gishash masih bisa dilakukan dari siku. Jadi, apabila bisa 
melakukan gishash dengan sempurna, maka tidak boleh 
melakukan gishash pada sebagian organ tersebut dan sebagiannya 
lagi dipenuhi dengan diyat 
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Sedangkan hukum kaki yang dipotong jari jemarinya, atau 
dipotong pergelangan kakinya, atau lutut atau pangkal pahanya 
atau bagian di antara bagian-bagian tersebut, maka hukumnya 
adalah seperti tangan dalam gishash-nya, sebagaimana yang telah 
diuraikan pada pembahasan sebelumnya. 


Cabang: AsySyafiiwe berkata, “Apabila tangan 
seseorang dipotong dari persendian, lalu tangan tersebut 
menggantung pada daging, maka gishash itu wajib dilakukan 
padanya. Jadi, tangan pelaku harus dipotong hingga menggantung 
seperti tangan korban yang dipotong. Kemudian harus ditanyakan 
kepada dokter tentang hal ini. Apabila dokter mengatakan, bahwa 
tangan itu lebih baik dipotong, maka tangan tersebut harus 
dipotong (total), sedangkan jika mereka mengatakan, bahwa lebih 
baik membiarkannya, maka tangan itu tidak perlu dipotong.” 


Masalah: Apabila orang yang tangannya normal 
memotong tangan lumpuh, maka korban tidak bisa melakukan 
gishash dan hanya bisa meminta hukumah (kompensasi). Akan 
tetapi menurut Daud bin Ali, korban bisa melakukan gishash. 


Sedangkan dalil kami adalah bahwa tangan lumpuh tidak 
ada manfaatnya dan hanya sekedar hiasan saja sehingga tidak bisa 
di-gishash apabila pemiliknya memotong tangan yang ada 
manfaatnya. 

Apabila orang yang tangannya lumpuh itu memotong 
tangan normal, lalu korban memilih agar tangan orang yang 
lumpuh tersebut dipotong, maka menurut Asy-Syafi'i yang berlaku 
adalah gishash. Sedangkan menurut ulama madzhab kami, harus 
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ditanyakan dulu kepada dua orang Islam yang adil lagi ahli dalam 
masalah ini. Apabila keduanya mengatakan, “Apabila tangan 
lumpuh itu dipotong dan tidak dikhawatirkan terjadi bahaya yang 
lebih besar sebagaimana yang terjadi pada tangan yang normal jika 
dia dipotong,” maka korban boleh melakukan gishash. Sedangkan 
apabila keduanya mengatakan, “Dikhawatirkan akan terjadi 
bahaya yang lebih besar yaitu urat-uratnya akan menggembung 
lalu dimasuki bakteri-bakteri yang akan menyebabkan infeksi total, 
sehingga akan menyebabkan kematian,” maka korban tidak boleh 
melakukan gishash, karena nyawa pelaku akan melayang padahal 
kejahatannya hanya memotong tangan, dan ini tentu saja tidak 
dibolehkan. | 


Lalu apakah boleh meng-gishash tangan lumpuh dengan 
tangan lumpuh dan kaki lumpuh dengan kaki lumpuh? Dalam hal 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Boleh melakukan gishash karena 
keduanya sama. 


Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena kelumpuhan adalah 
cacat (penyakit), sementara cacat itu berbeda-beda pengaruhnya 
terhadap tubuh sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa keduanya 


sama. 


Akan tetapi dua pendapat ini tidak berlaku jika para ahli 
mengatakan, bahwa tidak ada yang dikhawatirkan pada pelaku 
dan dokter bisa melakukan tindakan perlindungan dengan 
menekan darah atau menghentikan darah yang keluar yang bisa 
menyebabkan berhentinya detak jantung. Apabila ada sesuatu 
yang dikhawatirkan akan terjadi pada pelaku (jika tangannya 
dipotong), maka tidak boleh melakukan gishash. Demikianlah 
menurut satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana yang 
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telah diuraikan pada pembahasan tentang gishash terhadap tangan 
buntung yang (pemiliknya) memotong tangan normal. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Tangan yang 
jemarinya sempurna tidak di-gishash dengan tangan 
yang jemarinya kurang. Apabila orang yang memiliki 
lima jari memotong telapak tangan orang yang memiliki 
empat jari, atau orang yang memiliki enam jari 
memotong telapak tangan orang yang memiliki lima 
jari, maka korban tidak bisa melakukan gishash. Sebab, 
jika ini sampai dilakukan, maka dia akan mengambil 
lebih banyak dari haknya. Dia hanya boleh memotong 
jari-jari pelaku seperti jari-jari yang dimilikinya, karena 
jari-jari itulah yang masuk dalam tindak kejahatan dan 
bisa di-gishash dengan sempurna. Lalu apakah diyat 
bagian di bawah jari jemari yaitu telapak tangan masuk 
dalam gishash? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Dia masuk di dalam bagian 
tersebut, sebagaimana bagian ini masuk ke dalam diyat- 
nya. 

Pendapat Kedua: Dia tidak masuk di dalamnya, 
akan tetapi harus ada hukumah (kompensasi) untuk 
bagian di bawah jemari bersamaan dengan gishash 
yang ditetapkan. Ini adalah pendapat Abu Ishag. 


Perbedaan antara gishash dengan diyat adalah, 
bahwa telapak tangan itu mengikut jemari dalam diyat- 
nya, sementara dalam gishash telapak tangan tidak 
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mengikutinya. Oleh karena itu, seseorang memotong 
jari jemari orang lain dan menyebabkan telapak 
tangannya rapuh dan korban memilih diyat, maka dia 
tidak boleh mengambil diyat yang lebih banyak dari 
diyat jari jemari. Apabila dia meminta gishash, maka 
jari jemari tersebut dipotong, lalu dia meminta hukumah 
(kompensasi) untuk telapak tangan. 


Tangan yang jemarinya kurang di-gishash dengan 
tangan yang jari jemarinya sempurna. Apabila orang 
yang memiliki empat jari tersebut memotong telapak 
tangan orang yang memiliki lima jari, atau orang yang 
memiliki lima jari memotong telapak tangan orang yang 
yang memiliki enam jari, maka korban boleh melakukan 
gishash pada telapak tangan dan mengambil diyat jari 
kelima atau hukumah untuk jari keenam, karena 
sebagian haknya ada, sementara sebagian lainnya tidak 
ada, sehingga yang ada diambil, namun jika tidak ke 
gantinya, maka ini seperti halnya seseorang memotong 
dua anggota dan hanya menemukan salah satunya. 


Pasal: Jari jemari yang asli tidak boleh di-gishash 
dengan jari jemari tambahan. Apabila orang yang 
memiliki lima jari asli memotong telapak tangan orang 
yang memiliki empat jari asli dan satu jari tambahan, 
maka korban tidak boleh melakukan gishash pada 
telapak tangan karena dia akan mengambil lebih 
banyak dari haknya. Akan tetapi dia boleh melakukan 
gishash untuk jemari asli, karena itu masuk dalam 
tindak kejahatan, sementara untuk jari tambahan dia 
hanya mengambil hukumah (kompensasi) dimana 
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bagian yang di bawah tambahan yaitu telapak tangan 
masuk dalam hukumah tersebut. Lalu apakah bagian di 
bawah jari jemari yang di-gishash masuk dalam gishash 
tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i. 


Diperbolehkan pula meng-gishash jari tambahan 
dengan jari asli. Apabila orang yang memiliki empat jari 
asli dan satu jari tambahan memotong telapak tangan 
orang yang memiliki lima jari asli, maka korban boleh 
melakukan gishash pada telapak tangan karena dia 
dibawah haknya, akan tetapi dia tidak mendapatkan 
apa-apa dari jari tambahan tersebut, karena jari 
tambahan tersebut bentuknya sama seperti jari asli. 
Apabila masing-masing dari keduanya memiliki jari 
tambahan, maka harus ditinjau terlebih dahulu: apabila 
tempat keduanya tidak berbeda maka masing-masing 
boleh saling meng-gishash karena keduanya sama. 
Sedangkan apabila tempat keduanya berbeda, maka 
salah satunya tidak boleh meng-gishash yang lainnya 
karena bentuk asalnya berbeda. 


Penjelasan: 


Apabila seorang laki-laki yang memiliki tangan yang 
memiliki enam jari memotong telapak tangan yang memiliki lima 
jari, maka harus ditinjau terlebih dahulu jari tambahan pelaku (yang 
memotong). Apabila dia berada di luar tulang telapak tangan, 
maka korban boleh melakukan gishash pada telapak tangan 
pelaku, karena dia bisa melakukan gishash tanpa harus mengusik 
jari tambahan tersebut. Sedangkan jika jemari tambahan itu 
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melekat pada telapak tangan atau melekat pada salah satu jari 
tersebut atau di atas salah satu jari tersebut, maka orang tersebut 
tidak boleh melakukan gishash pada telapak tangan, karena 
apabila ini dilakukan, maka dia akan mengambil lebih banyak dari 
haknya. Dengan demikian, maka korban boleh memilih apakah 
mengambil diyat atau melakukan gishash pada lima jari tersebut 
jika jari tambahannya itu tidak melekat pada salah satu jari-jari atau 
tidak berada di atas salah satunya. Apabila dia telah melakukan 
gishash, maka apakah bagian bawahnya yaitu telapak tangan 
mengikutinya dalam gishash? Dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaff'i. 


Pendapat Pertama: Dia mengikutinya dalam gishash, 
sebagaimana mengikutkannya dalam diyat 


Pendapat Kedua: Dia tidak mengikutinya, tetapi harus ada 
hukumah disamping gishash, karena telapak tangan itu mengikuti 
jari jemari dalam diyat dan tidak mengikutinya dalam gishash. Oleh 
karena itu, jika seseorang memotong jemari orang lain, lalu telapak 
tangannya rapuh (infeksi) dan korban memilih diyat maka dia 
tidak boleh menerima lebih banyak dari diyat jemari tersebut. 
Apabila dia menuntut gishash, maka jari korban harus dipotong 
lalu dia mengambil hukumah untuk telapak tangan. Apabila jari 
tambahannya melekat di atas ujung jari dari lima jari tersebut, 
maka korban tidak boleh melakukan gishash pada telapak tangan 
tersebut dan hanya boleh melakukan gishash pada jari-jari yang 
tidak ada jari tambahannya. 


Sedangkan jemari yang ada tambahannya, apabila dia 
berada di atas ujung jari atas, maka dia tidak boleh melakukan 
gishash padanya, sedangkan jika itu berada di atas ujung jari 
tengah, maka dia bisa melakukan gishash pada ujung jari atas dan 
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wajib mendapat dua pertiga diyat satu jari tersebut. Sedangkan jika 
jari tambahan itu berada di atas ujung jari bawah, maka dia bisa 
melakukan gishash dari dua ujung jari atas dan yang bersangkutan 
berhak mendapat sepertiga diyat satu jari dengan diikuti bagian 
bawahnya yaitu telapak tangan. Lalu apakah bagian bawah empat 
jari pada telapak tangan mengikutinya dalam gishash? Dalam hal 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i. 


Apabila orang yang memiliki lima jari memotong telapak 
tangan yang memiliki empat jari, maka korban tidak bisa 
melakukan gishash pada telapak tangan tersebut, karena apabila 
ini dilakukan, maka korban akan mengambil lebih banyak dari 
haknya. Dia hanya boleh melakukan gishash pada empat jari 
pelaku seperti empat jarinya yang terpotong. Lantas apakah 
bagian bawahnya yaitu telapak tangannya mengikutinya dalam 
gishash atau wajib membayar hukumah (kompensasi) disamping 
melakukan gishash? Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki yang memiliki telapak 
tangan yang memiliki lima jari asli memotong telapak tangan yang 
memiliki empat jari asli dan satu jari tambahan, maka satu jari 
tersebut dinyatakan sebagai jari tambahan jika dia melengkung 
(tidak melekat) dari jari jemari lainnya dan lemah. Dimana dalam 
kondisi demikian korban tidak boleh melakukan gishash pada 
telapak tangan pelaku, karena dia tidak boleh meng-gishash 
telapak tangan yang lebih sempuma dari telapak tangannya. 
Apabila korban memilih diyat maka dia mendapat diyat empat jari 
asli dan hukumah (kompensasi) untuk satu jari tambahan tersebut. 
Apabila dia hendak melakukan gishash pada empat jari asli, maka 
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dia boleh melakukannya lalu mengambil hukumah untuk satu jari 
tambahan dan bagian bawahnya yaitu telapak tangan mengikuti 
hukumah. Lalu apakah bagian bawah jari asli pada telapak tangan 
mengikuti dalam gishash atau hanya wajib diambil hukumah 
darinya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i. 


Apabila orang yang memiliki empat jari asli dan satu jari 
tambahan memotong telapak tangan yang memiliki lima jari asli: 
jika korban memilih memotong telapak tangan pelaku, maka dia 
boleh melakukannya, karena telapak tangan korban di bawah 
telapak tangannya (telapak tangan korban sempurna, sementara 
telapak tangan pelaku itu tidak sempurna). 


Al Muzani berkata dalam Jami'nya, “Hal tersebut 
dibolehkan baginya jika jari tambahan tersebut berada di tempat 
aslinya. Namun jika dia berada di selain tempat aslinya, maka dia 
tidak boleh melakukannya.” Inilah pendapat yang shahih. Begitu 
pula jika jari tambahannya itu lebih banyak, maka tidak boleh di- 
gishash lantaran perkara jari asli. 


Apabila seseorang memotong tangan yang memiliki jari 
satu tambahan dan dia sendiri (pelaku) juga memiliki satu jari 
tambahan, jika posisi keduanya sama dan ukuran keduanya juga 
sama, maka korban boleh melakukan gishash pada telapak tangan 
tersebut karena keduanya sama. Sementara jika tempat keduanya 
berbeda, maka dia tidak boleh melakukan gishash pada telapak 
tangan, karena dia akan mengambil lebih banyak dari haknya. 
Sedangkan jika ukurannya lebih kecil, maka dia boleh melakukan 
gishash lalu mengambil bukumah untuk tambahannya. 


Apa yang telah kami uraikan di atas telah dikatakan oleh 
seluruh ulama, kecuali yang telah kami sebutkan yaitu pendapat 
Daud bin Ali yang berbeda. 
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Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila orang yang 
memiliki tangan sehat (normal tidak cacat) memotong 
telapak tangan laki-laki yang memiliki dua jari lumpuh, 
maka korban tidak boleh melakukan gishash pada 
telapak tangan pelaku, karena jika hal tersebut 
dilakukan, maka sama saja meng-gishash anggota yang 
sempurna disebabkan anggota tubuh yang kurang 
sempurna. Namun, korban boleh melakukan gishash 
pada tiga jari yang normal, karena jari-jari tersebut 
sama dengan jari-jarinya, lalu untuk dua jari yang 
lumpuh itu bisa diganti dengan hukumah (kompensasi) 
karena tidak ada yang bisa di-gishash padanya. 


Yang termasuk dalam hukumah dua jari yang 
lumpuh tersebut adalah, diyat bagian yang di bawah 
keduanya yaitu telapak tangan. Lalu apakah diyat untuk 
bagian di bawah tiga jari yang normal pada telapak 
tangan itu masuk ke dalam gishash? Dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Pasal: Tangan yang memiliki kuku tidak di- 
gishash dengan tangan yang tidak memiliki kuku, 
karena tangan yang tidak berkuku itu statusnya kurang 
sempurna, sehingga pemiliknya tidak bisa melakukan 
gishash pada tangan yang sempurna. Sedangkan 
tangan yang tidak berkuku boleh di-gishash jika 
pemiliknya memotong tangan yang berkuku, karena 
korban hanya mengambil sebagian haknya. 


Pasal: Apabila seseorang memotong jari orang 
lain hingga menyebabkan telapak tangan korban rapuh 
(infeksi), maka wajib melakukan gishash pada jari jemari 
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tersebut, karena dia telah merusaknya dengan sengaja. 
Akan tetapi gishash tidak wajib diterapkan pada telapak 
tangan, karena sang pelaku tidak merusaknya dengan 
sengaja. Sebab, yang dimaksud sengaja adalah, 
merusaknya secara langsung dan ini tidak dilakukannya. 
Kemudian pelaku wajib membayar diyat setiap jari 
karena dia telah merusaknya. Yang juga masuk dalam 
diyat setiap jari adalah diyat untuk bagian bawah 
telapak tangan, karena telapak tangan itu mengikuti jari 
jemari dalam diyat. Lalu apakah bagian di bawah jari 
jemari yang di-gishash itu masuk dalam gishash? Dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Penjelasan: 


Apabila seseorang memotong telapak tangan yang memiliki 
tiga jari normal dan dua jari lumpuh, sementara telapak tangannya 
korban tidak bisa melakukan gishash pada telapak tangan pelaku, 
karena dia tidak boleh meng-gishash tangan yang lebih sempurna 
dari tangannya. Jika sang pelaku rela, maka hukumnya tetap tidak 
' dibolehkan, karena gishash tidak wajib dilakukan padanya, 
sehingga tidak boleh dilakukan pula dengan gantinya, sebagaimana 
jika orang merdeka yang membunuh seorang budak dan orang 
merdeka tersebut rela dibunuh. Korban hanya boleh melakukan 
gishash pada tiga jari yang normal. Apabila dia telah melakukan 
gishash, maka apakah bagian bawah telapak tangan masuk dalam 
gishash atau hanya wajib membayar hukumah (kompensasi)? 
Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi i. 
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Sedangkan untuk dua jari yang lumpuh, maka yang wajib 
dilakukan adalah membayar hukumah. Apabila telapak tangan 
yang dipotong memiliki jari jemari yang normal, sementara telapak 
tangan pelaku memiliki dua jari yang lumpuh, maka korban boleh 
memilih: apakah akan mengambil diyat atau melakukan gishash 
pada telapak tangan pelaku, karena telapak tangan pelaku nilainya 
di bawah telapak tangannya. Dan korban tidak mendapat apa-apa 
berkaitan dengan kurangnya telapak tangan pelaku yang lumpuh. 
Sedangkan jika dia memilih diyat, maka dia boleh meminta diyat 
tangannya, dimana dalam hal ini para ulama tidak berselisih 
pendapat. Alasannya adalah, karena dia tidak bisa mendapatkan 
haknya secara sempurna dengan gishash, sehingga boleh meminta 
diyat, sebagaimana jika pelaku tidak memiliki tangan. Demikianlah 
pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. 


Apabila orang yang telapak tangannya memiliki tiga jari dan 
dua jari yang hilang memotong telapak tangan yang memiliki lima 
jari, maka korban bisa melakukan gishash terhadap telapak tangan 
pelaku dan mengambil diyat dua jari. Sedangkan menurut Abu - 
Hanifah, dia boleh memilih apakah akan mengambil diyat atau 
melakukan gishash terhadap tangan pelaku dan tidak 
mendapatkan apa-apa. 


Yang menjadi dalil kami adalah, firman Allah &, Sx yó 


Es ta. eret Yg + Ado 1 DL segs “ A 

kar Bel G a KE Barangsiapa yang menyerang 
kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya 
terhadapmu.” (Os. Al Baqarah (2): 194). 


Dalam kasus ini, tangan pelaku tidak sama dengan tangan 
korban. Selain itu, korban hanya mendapatkan sebagian haknya, 
sehingga dia boleh mendapatkan diyat sesuatu yang tidak 
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didapatkannya, seperti halnya jika dua jarinya itu dipotong dan dia 
hanya mendapat satu jari untuk di-gishash. 


Cabang: Apabila orang yang tangannya memiliki kuku 
memotong tangan yang tidak memiliki kuku, maka korban tidak 
boleh melakukan gishash, karena tangan yang sempurna itu tidak 
boleh di-gishash karena (pemiliknya) memotong tangan yang tidak 
sempurna. Apabila masing-masing dari keduanya tidak memiliki 
kuku tangan saat terjadi pemotongan, maka boleh melakukan 
gishash. Apabila tumbuh kuku pada tangan pelaku sebelum dia di- 
gishash, maka dia tidak boleh di-gishash karena munculnya 
tambahan. Sedangkan meng-gishash tangan yang tidak memiliki 
kuku karena (pemiliknya) memotong tangan yang memiliki kuku, 
maka hukumnya diperbolehkan, karena tangan pelaku nilainya 
lebih rendah dari tangan korban. 


Cabang: Apabila seseorang memotong ujung jari yang 
memiliki dua sisi: jika ujung jari pelaku memiliki dua sisi, maka 
korban boleh memotongnya karena ujung jarinya sama dengan 
ujung jari korban. Apabila ujung jari pelaku memiliki satu sisi, 
maka korban boleh mengambil diyat satu ujung jari. Apabila 
korban mengatakan, “Aku akan bersabar dalam melakukan 
gishash sampai satu ujung jari tambahannya itu gugur dan aku 
akan meng-gishash ujung jari yang asli,” maka dia boleh 
melakukannya, karena dia boleh menunda gishash. Demikianlah 
yang dikatakan ulama Baghdad, sebagaimana yang dinyatakan 
oleh pengarang A/ Bayan. 
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Al Mas'udi berkata, “Apabila ujung jari yang asli itu dapat 
diketahui dari dua ujung jari tersebut, maka salah satunya (yang 
asli) harus dipotong, lalu pelaku harus membayar diyat yang 
berbeda antara seperenam diyat jari dan sepertiganya.” 


Cabang: Apabila seseorang memotong ujung jari telunjuk 
seseorang, lalu memotong ujung jari tengah orang lain: jika korban 
datang, maka ujung jari bagian atas pelaku itu dipotong dan ujung 
jari tengah juga dipotong. Jika pemilik jari tengah itu datang lebih 
dahulu dan menuntut gishash, maka dia tidak boleh melakukan- 
nya, karena dia tidak mungkin melakukannya tanpa memotong jari 
atas terlebih dahulu. Dan dalam kasus ini, korban boleh memilih 
apakah akan mengambil diyat ujung jari atau bersabar menunggu 
sampai dia bisa meng-gishash pemilik jari atas jika jari tersebut 
rontok karena infeksi. Inilah yang disebut Ghangharinah. Begitu 
pula jika pemilik jari itu memaafkan gishash dan belum memotong 
jari bagian atas pelakunya, namun dia memotong ujung jari tengah 
milik seseorang, lalu pemilik jari tengah datang menuntut 
kekurangannya, sementara pelaku memiliki ujung jari bagian atas 
dan ujung jari tengah, maka korban boleh bersabar menunggu 
sampai ujung jari atas dipotong atau rontok, kemudian dia bisa 


melakukan gishash pada jari tengah. 


Abu Hanifah berkata, “Dia tidak boleh melakukan gishash, 
karena ketika dia memotongnya, gishash tidak wajib atasnya 
karena sulit dilaksanakan. Apabila gishash tidak wajib saat 
terjadinya perbuatan tersebut, maka dia juga tidak wajib 
setelahnya.” 

Dalil kami adalah, bahwa gishash sulit dilakukan karena ada 
sesuatu yang bersambung dengannya. Apabila sesuatu yang 
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bersambung tersebut telah hilang, maka gishash bisa dilakukan, 
seperti halnya jika wanita hamil itu membunuh orang lain lalu dia 
melahirkan. Apabila pemilik ujung jari tengah itu tidak sabar dan 
tetap memotong ujung jari tengah dan ujung jari atas, maka dia 
telah melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, sehingga dia 
harus membayar diyat karena dia telah melakukan gishash pada 
ujung jari tengah. 


Apabila seseorang memotong jari atas milik Zaid dan 
memotong jari atas dan jari tengah milik Amru, apabila keduanya 
hadir sama-sama dan menuntut gishash, maka Zaid bisa 
melakukan gishash pada jari atas, karena dia yang dipotong jarinya 
lebih dahulu, kemudian Amru melakukan gishash pada ujung jari 
tengah dan mengambil diyat untuk jari bagian paling atas. Begitu 
pula jkia yang hadir hanya Zaid, maka dia bisa melakukan gishash 
pada ujung jari atas. Kemudian jika Amru datang, maka dia tidak 
bisa melakukan gishash, karena hak Zaid itu berkaitan dengan 
ujung jari bagian paling atas sebelumnya. Apabila yang dia 
menyelisihinya dan melakukan gishash pada ujung jari bagian atas 
dan ujung jari tengah, maka dia telah melakukan kekeliruan, akan 
tetapi dia telah mengambil haknya secara penuh. Dan dalam kasus 
ini, Zaid mendapat diyat ujung jari paling atas dari pelaku. 


Cabang: Ath-Thabari mengatakan dalam A/ Uddah: 
Apabila korban memiliki empat ujung jari dalam satu jari, maka 
dalam hal ini ada empat kondisi: 

Kondisi Pertama: Orang yang memiliki tiga ujung jari 
memotong satu dari empat ujung jari orang lain, maka dia tidak 
dihukum gishash. Apabila dia memotong dua ujung jari dari empat 
ujung jari yang ada, maka dia juga dipotong satu ujung jarinya lalu 
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dia membayar denda yang berbeda antara separuh dan sepertiga 
dari diyat satu jari. Apabila yang memotong adalah orang yang 
memiliki tiga ujung jari, maka dua ujung jarinya itu dipotong dan 
dia harus membayar denda antara dua pertiga diyat satu jari dan 
tiga perempat diyatnya. Jika yang memotong adalah orang yang 
memiliki empat ujung jari, maka tiga ujung jarinya itu harus 
dipotong dan dia wajib membayar hukumah (kompensasi) sebagai 
tambahannya. 


Sedangkan jika orang yang memotong memiliki empat 
ujung jari dan orang yang dipotong memiliki tiga ujung jari, maka 
dalam hal ini ada tiga kondisi: 


Apabila yang dipotong adalah satu ujung jari, maka yang 
dipotong juga satu ujung jari, lalu pelaku harus membayar denda 
antara sepertiga diyat satu jari dan seperempatnya, yaitu lima per 
enam unta. 


Apabila yang dipotong adalah dua ujung jari, maka yang 
dipotong (pada pelakunya) juga dua ujung jari dan harus 
membayar denda yang berbeda antara setengah diyat satu jari dan 
dua pertiganya. 

Namun jika yang dipotong adalah seluruh ujung jari, maka 
yang dipotong adalah tiga ujung jari dan harus membayar denda 
yang berbeda antara tiga perempat diyat satu jari dan seluruh 
diyatnya, yaitu dua ekor unta dan setengahnya. 


Berdasarkan hal ini maka apabila seseorang terburu-buru 
memotong jari orang lain, maka dia harus dihukum ta'zir dimana 
tidak ada kewajiban membayar diyat atasnya. Ada juga pendapat 
lain yang mengatakan, bahwa korban boleh memotong jari jemari 
pelaku, berbeda dengan tangan yang memiliki enam jari, karena 
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tambahan tersebut terlihat jelas pada sendi-sendinya seperti dua 
tangan. 


Masalah: Apabila seseorang memotong satu jari orang 
lain dan menyebabkan telapak tangannya rapuh (infeksi) dan 
rontok (lepas) dari tempatnya, maka korban boleh melakukan 
gishash terhadap jari jemari yang terpotong dan dia mendapat 
diyat empat jari, sedangkan bagian di bawah empat jari pada 
telapak tangan itu juga mengikuti hukuman dalam diyat yang 
dibayarkan. Sedangkan bagian di bawah jari-jemari yang di- 
gishash, apakah dia juga mengikuti hukum gishash atau hanya 
ditetapkan adanya hukumah atasnya? Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Inilah madzhab kami. Akan 
tetapi menurut Abu Hanifah, tidak wajib melakukan gishash pada 
jari-jemari yang terpotong. 


| Yang menjadi dalil kami adalah, firman Allah &, ah 


Gea “Dan luka-luka (pun) ada qishashnya,” (Qs. Al Maa`idah 
[5]: 45). dan juga firman-Nya, esési & Je ala ata $ AS i RA 
par “Barangsiapa yang menyerang kamu, maka serangiah dia, 
seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (Qs. Al Baqarah (2): 
194). 


Dalam kasus ini, yang bersangkutan telah berbuat zhalim 
dengan memotong jari-jemari, sehingga jari jemarinya itu juga 
harus dipotong. Disamping itu, tindakan tersebut adalah perbuatan 
kriminal yang seandainya tidak mewajibkan gishash tetap saja tidak 
menggugurkan gishash, seperti perempuan yang memotong 
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tangan perempuan lain dan menggugurkan janin dalam kandungan 
perempuan tersebut, dimana dalam kasus ini tidak menggugurkan 
hukuman gishash pada tangan. 


Cabang: Al Qaffal berkata, “Apabila seseorang memiliki 
dua kaki di atas satu betis yang digunakan untuk berjalan atau 
berjalan dengan salah satunya, sementara yang satunya lagi 
digerakkan dari tempat tumbuhnya kaki tersebut, lalu ada 
seseorang yang memotongnya, dimana dia memiliki satu kaki, 
maka kakinya itu harus dipotong dan dia harus membayar 
hukumah untuk tambahannya. Apabila dia memotong salah 
satunya, jika yang dipotong itu adalah tambahannya, maka dia 
harus membayar hukumah. Sedangkan jika kedua kaki tersebut 
sama di tempat tumbuhnya dan digunakan untuk berjalan, maka 
untuk kaki yang dipotong itu wajib diganti dengan seperempat 
diyat dan tambahannya dengan membayar hukumah. Apabila 
pelaku memiliki dua kaki: jika diketahui bahwa kaki tambahan 
tersebut berasal dari kaki yang asli dan bisa dipotong tanpa 
dkhawatirkan akan merusaknya, maka kaki tersebut bisa dipotong. 
Sedangkan apabila hal itu belum diketahui atau telah diketahui 
tetapi tidak bisa dipotong kecuali dengan merusak kaki yang 
lainnya, maka kaki itu tidak boleh dipotong dan pelaku harus 
membayar diyat kaki yang dipotong. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Pantat di-gishash 
dengan pantat. Pantat adalah daging yang terletak di 
antara punggung dan paha. Namun menurut sebagian 
ulama madzhab kami, dia tidak ada hukuman gishash- 
nya. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Muzani. Alasan- 
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nya adalah, karena dia merupakan daging yang 
bersambung dengan daging lain sehingga mirip daging 
paha. Sedangkan menurut pendapat madzhab adalah 
pendapat yang pertama tadi, ini berdasarkan firman 


Allah &, Se cs aah “Dan luka-luka (pun) ada gishash- 
nya.” (Os. Al Maa'idah (51: 45). 


Disamping itu, organ pantat itu berakhir pada 
batas pemisah (persendian), sehingga wajib dilakukan 
gishash padanya, dia sama seperti halnya dua tangan. 


Pasal: Zakar dipotong dengan zakar, ini 
berdasarkan firman Allah &, Se ah “Dan luka- 


luka (pun) ada gishash-nya.” Disamping itu, bagian 
organ zakar itu berakhir pada batas pemisah 
(persendian) yang bisa di-gishash tanpa ada kekhawatir- 
an akan terjadi ketidak adilan dalam eksekusinya, 
sehingga wajib dilakukan gishash padanya. Apabila 
yang dipotong itu sebagiannya, maka yang di-gishash 
juga sebagiannya. 


Abu Ishag berkata, “Apabila yang dipotong 
sebagiannya, maka tidak ada gishash, sebagaimana 
yang dikatakan dalam Al-Lisan.” 


Akan tetapi yang menjadi pendapat madzhab 
adalah pendapat yang pertama tadi. Alasannya adalah, 
jika gishash itu berlaku pada seluruhnya, maka dia juga 
berlaku pada sebagiannya. Kemudian zakar pejantan itu 
di-gishash dengan zakar orang yang dikebiri, karena 
zakar yang dikebiri itu sama seperti zakar pejantan 
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dalam hal persetubuhan, sedangkan masalah tidak bisa 
mengeluarkan sperma, maka itu berlaku juga pada yang 
lainnya. Zakar yang tidak dikhitan juga di-gishash 
dengan zakar yang tidak dikhitan, karena zakar yang 
tidak khitan memiliki kulit tambahan yang bisa 
dihilangkan dengan khitan. Akan tetapi zakar yang 
sehat (normal) tidak di-gishash dengan zakar yang 
lumpuh, karena zakar yang lumpuh itu termasuk zakar 
yang kurang sempurna lantaran kelumpuhannya itu, 
sehingga zakar yang sehat itu tidak bisa di-gishash 
apabila pemiliknya memotong zakar yang lumpuh. 


Pasal: Dua buah zakar juga di-gishash dengan dua 
buah zakar, berdasarkan firman Allah &, S3 77A 


“Dan luka-luka (pun) ada gishash-nya.” Disamping itu, 
zakar juga merupakan organ yang berakhir pada batas 
pemisah (persendian) yang bisa di-gishash, sehingga 
wajib dilakukan gishash padanya. Apabila seseorang 
memotong salah satu dari dua zakar lalu para pakar 
mengatakan, “Dia bisa di-gishash tanpa membahayakan 
zakar yang satunya lagi,” maka hukuman gishash itu 
bisa dilakukan. Sedangkan jika para pakar mengatakan, 
bahwa pemotongan tersebut akan menyebabkan 
rusaknya zakar yang satunya lagi, maka tidak boleh 
dilakukan gishash, karena apabila ini dilakukan maka 
akan ada dua zakar yang dipotong (di-gishash) padahal 
yang dipotong cuma satu zakar. 
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Penjelasan: 


Perkataan Asy-Syirazi, “Pantat di-gishash dengan pantat.” 
Dua pantat adalah daging yang menonjol di antara punggung dan 
kedua paha. Allah & menciptakannya seperti bantal yang 
berfungsi untuk melindungi bagian di bawahnya seperti persendian 
paha, pinggang, lubang anus, pangkal ekor dan tempat 
tumbuhnya tulang punggung. Dia seperti kursi untuk tempat 
bersandar seseorang ketika duduk. Maha Suci Allah, pencipta yang 
terbaik. Oleh karena itu, orang yang melukai pantat orang lain 
harus di-gishash. Akan tetapi ada sebagian ulama madzhab kami 
yang mengatakan, bahwa tidak ada gishash dalam kasus ini. Ini 
adalah pendapat Al Muzani, karena pantat merupakan daging 
yang bersambung dengan daging lain sehingga mirip dua paha. 
Dan yang menjadi pendapat madzhab adalah pendapat yang 
pertama, karena organ pantat itu berakhir pada batas pemisah 
sehingga hukumnya seperti dua paha. 


Masalah: Zakar dipotong dengan zakar, berdasarkan 
firman Allah &, Se 3 ah “Dan luka-luka (pun) ada gishash- 
nya.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 45). Disamping itu, pantat adalah 


anggota yang berakhir pada persendian, sehingga wajib dilakukan 
gishash padanya seperti halnya pada tangan. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, maka zakar orang dewasa 
dipotong dengan zakar anak kecil (jika pelakunya memotong zakar 
anak kecil) dan zakar anak muda dipotong dengan zakar orang 
tua, karena setiap anggota tubuh yang berlaku gishash di dalamnya 
antara laki-laki (orang dewasa) dengan laki-laki, maka dia juga 
berlaku antara anak kecil dengan laki-laki, seperti tangan dan kaki. 
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Zakar pejantan (yang bisa melahirkan keturunan) juga di-gishash 
dengan zakar orang yang dikebiri dan zakar orang impoten. 
Sementara menurut Malik dan Ahmad, tidak berlaku gishash 
padanya. 


Namun menurut kami, kedua zakar itu sama dalam hal, 
bahwa keduanya itu sama-sama selamat, sedangkan berkaitan 
dengan masalah tidak keluarnya sperma saat bersetubuh, maka ini 
adalah masalah lain yang tidak menghalangi gishash, seperti 
halnya telinga yang dapat mendengar dengan telinga yang tuli. 
Akan tetapi zakar yang sehat tidak di-gishash dengan zakar yang 
lumpuh karena dia tidak sama dengannya. Misalnya pemiliknya 
tidak bisa tumbuh sehingga zakarnya tetap dalam ukuran seperti 
itu. 

Apabila zakar tersebut lumpuh sementara pemiliknya telah 
berusia sepuluh tahun, maka petumbuhannya akan berhenti dan 
tidak bisa ereksi dan dia juga tidak dapat bersetubuh. Bahkan 
lubangnya bisa tertutup, sehingga dia tidak bisa kencing, sehingga 
dokter harus membuat lubang baru untuk kencing. Apabila pemilik 
zakar yang sehat memotong zakar seperti itu, maka dia tidak di- 
gishash. Sedangkan jika yang dipotong adalah sebagiannya, maka 
harus ada gishash. Sedangkan menurut Abu Ishaq, tidak ada 
gishash padanya, sebagaimana yang dikatakan dalam AX£Lisan. 
Namun pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang 
pertama, karena jika gishash itu bisa diterapkan pada seluruhnya, 
maka dia juga berlaku pada sebagiannya. Berdasarkan hal ini, 
maka yang dianggap adalah yang dipotong dengan hukuman had 
seperti separuh, sepertiga dan seperempat, sebagaimana yang 
kami katakan dalam pembahasan tentang telinga dan hidung. 
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Asy-Syafi'i berkata, “Zakar yang belum dikhitan di-gishash 
dengan zakar yang telah dikhitan, sebagaimana tangan yang 
gemuk di-gishash dengan tangan yang kurus. Disamping itu, kulit 
tersebut memang harus dipotong, sehingga tidak ada yang 
menghalangi eksekusi gishash.” 


Cabang: Apabila seseorang memotong dua buah zakar 
orang lain, maka dia harus dihukum gishash, berdasarkan firman 


Allah 8, 213 (sad) “Dan luka-luka (pun) ada gishash-nya. ” 
(Qs. Al Maa 'idah [5]: 45). 


Disamping itu, dia termasuk anggota tubuh yang bisa 
dihukum gishash jika dilukai, sehingga mirip dengan anggota- 
anggota tubuh lainnya. Apabila yang dipotong itu adalah salah satu 
zakarnya, maka dalam hal ini Asy-Syafi'i @ mengatakan, “Harus 
ditanyakan dulu kepada para pakar. Apabila mereka mengatakan 
bahwa bisa dilakukan gishash pada salah satu zakar pelaku tanpa 
merusak zakar yang satunya, maka gishash itu bisa dilakukan. 
Sedangkan jika para pakar mengatakan, bahwa zakar yang 
satunya akan rusak apabila salah satunya dipotong, maka gishash 
tidak boleh dilakukan, karena tidak boleh meng-gishash dua zakar 
disebabkan satu zakar, dimana dia wajib membayar separuh diyat, 
lalu apakah kulit zakar itu mengikuti hukum organnya atau ada 
hukumnya tersendiri? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i yang diriwayatkan dalam A/ Furu’. 


Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Ulama madzhab 
kami berselisih pendapat tentang dua tepi kemaluan 
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wanita. Di antara ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, bahwa tidak ada gishash padanya. Ini 
adalah pendapat Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini æ. 
Alasannya adalah karena dia merupakan daging yang 
tidak memiliki persendian, sehingga tidak wajib 
dilakukan gishash padanya seperti daging paha. Ada 
pula yang mengatakan, bahwa wajib dilakukan gishash 
padanya. Inilah pendapat yang dinyatakan dalam Al 
Umm, karena keduanya merupakan daging yang 
mengelilingi kemaluan wanita (vagina) dari dua sisinya 
yang dapat diketahui bagian akhirnya, sehingga wajib 
dilakukan gishash padanya. 


Pasal: Apabila seorang laki-laki memotong zakar 
banci musykil dan dua zakarnya serta dua tepi 
kemaluannya, lalu banci tersebut menuntut haknya 
sebelum diketahui jelas tentang statusnya apakah dia 
laki-laki atau perempuan, maka harus ditinjau terlebih 
dahulu, apabila dia menuntut gishash, maka dia tidak 
boleh melakukannya karena bisa jadi dia seorang 
perempuan, sehingga tidak ada gishash. Apabila dia 
menuntut harta, maka harus ditinjau terlebih dahulu: 
apabila korban memaafkan gishash, maka dia diberi 
jumlah paling minimal dari dua haknya yaitu hak 
perempuan. Dengan demikian, maka dia diberi diyat 
untuk dua tepi kemaluan dan hukumah (kompensasi) 
untuk zakar dan dua zakar. 


Apabila ternyata diketahui dengan jelas, bahwa 
dia seorang perempuan, maka dia telah mendapatkan 
haknya; sedangkan jika ternyata diketahui, bahwa dia 
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seorang laki-laki, maka dia bisa menyempurnakan 
sisanya berupa diyat zakar dan dua zakar serta 
hukumah untuk dua tepi kemaluan. 


Apabila korban tidak memaafkan gishash, maka 
gishash itu bisa dilakukan sampai terbukti jelas status 
banci tersebut, karena bisa jadi dia seorang perempuan, 
sehingga tidak wajib melakukan gishash. Sedangkan 
berkaitan dengan harta benda, dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Harta tersebut tidak boleh 
diberikan, karena pemberiannya itu tidak diperbolehkan 
bersamaan dengan gishash ketika dia menuntut 
gishash. Dengan demikian, maka tuntutan harta 
tersebut itu gugur. Ini merupakan pendapat Abu Ali bin 
Abu Hurairah. 


Pendapat Kedua: Harta tersebut boleh diberikan 
yaitu yang paling minimal bersama dengan gishash, 
karena gishash boleh dilakukan pada anggota tubuh 
sementara harta untuk lainnya. Dengan demikian, maka . 
pemberian harta bukan merupakan ampunan dari 
gishash. Kemudian harus dibayarkan hukumah untuk 
dua tepi kemaluan dan dihentikan gishash untuk zakar 
dan dua zakar. Ini merupakan pendapat mayoritas 
ulama madzhab kami. 


Al @adhi Abu Hamid Al Marwadzi berkata dalam 
Jami'-nya, “Diyat dua tepi kemaluan boleh diberikan.” 
Akan tetapi pendapat ini salah, karena bisa jadi banci 
tersebut seorang laki-laki, sehingga wajib melakukan 
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gishash pada zakar dan dua zakar dan juga diterapkan 
hukumah untuk dua tepi kemaluan. 


Penjelasan: 


Pembahasan ini dilandaskan pada pertanyaan, “Apakah 
wajib melakukan gishash pada dua tepi kemaluan? yaitu daging 
yang mengelilingi kemaluan?” Dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Wajib melakukan gishash padanya, ini 
berdasarkan firman Allah &, La Dah “Dan luka-luka (pun) 
ada gishash-nya.” Qs. Al Maa'idah (5): 45). Disamping itu, dia 
juga merupakan dua daging yang mengelilingi kemaluan 


perempuan dari dua sisinya yang diketahui organ bagian akhirnya, 
sehingga wajib dilakukan gishash padanya. 


Pendapat Kedua: Tidak wajib dilakukan gishash padanya. 
Ini merupakan pendapat Syaikh Abu Hamid, karena dia 
merupakan daging yang tidak memiliki persendian yang menjadi 
organ bagian akhirnya, sehingga tidak wajib dilakukan gishash 
padanya, dia sama seperti daging paha. Pendapat pertama adalah 
pendapat yang telah di-nash oleh Asy-Syafi'i dalam A/ Umm. 


Cabang: Apabila seseorang memotong zakar banci 
musykil dan dua zakarnya serta dua tepi kemaluannya, maka bisa 
jadi dia (yang memotong) laki-laki atau perempuan atau banci 
musykil. Apabila yang memotong adalah seorang laki-laki, maka 
tidak wajib meng-gishashrnya saat itu juga, karena bisa jadi si banci 
adalah perempuan dimana zakar dan dua zakar hanya organ 
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tambahan, sehingga yang asli tidak bisa di-gishash dengan 
tambahan. Kemudian dikatakan kepadanya, “Kamu boleh memilih 
apakah akan bersabar sampai statusmu jelas, sehingga kamu bisa 
di-gishash jika kamu terbukti laki-laki, atau kamu boleh memaafkan 
dan mengambil harta (diya).” 


Apabila korban mengatakan, “Berikan kepadaku harta yang 
wajib diberikan kepadaku,” maka harus ditinjau terlebih dahulu: 
apabila dia memaafkan gishash untuk zakar dan dua zakar, atau 
pelaku tidak memiliki zakar dan dua zakar karena telah dipotong, 
maka menurut ulama madzhab kami dari kalangan ulama 
Baghdad, dia diberi diyat untuk dua tepi kemaluan tersebut. 
Sedangkan hukum zakar dan dua zakar, maka itu tidak sampai 
pada diyatnya, karena dia berhak mendapatkannya dengan yakin 
dan ragu tentang tambahannya. Sedangkan jika korban 
mengatakan, “Aku tidak akan berhenti dan tidak akan memaafkan 
gishash,” lalu dia tetap menuntut harta, maka apakah dia harus 
diberi sesuatu? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i. 

Menurut Abu Ali bin Abu Hurairah, dia tidak boleh diberi 
harta benda, karena dia menuntut gishash, padahal dia tidak boleh 
mengambil harta jika dirinya itu menuntut gishash. Sedangkan 
menurut mayoritas ulama madzhab kami, dia boleh diberi harta. 
Inilah pendapat yang paling shahih, karena dia berhak 
mendapatkannya secara yakin. Apabila kami mengatakan 
berdasarkan hal ini, lantas berapakah jumlah yang harus diberikan? 
Dalam hal ini ulama madzhab kami berselisih pendapat. 


Menurut Al @affal, dia diberi hukumah untuk dua tepi 
kemaluan, karena dia berhak mendapatkannya secara yakin. 
Sedangkan menurut Qadhi Abu Hamid, dia beri diyat dua tepi 
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kemaluan, karena kami tidak membayangkan wajibnya gishash 
padanya (dua tepi kemaluan tersebut). Sementara menurut 
sebagian ulama madzhab kami dari kalangan ulama Khurasan, dia 
diberi hukumah (kompensasi) yang paling minimal, yaitu alat-alat 
bagi laki-laki dan alat-alat bagi perempuan, karena itulah yang 
meyakinkan. Sebagian ulama madzhab kami lainnya juga ada yang 
mengatakan, bahwa dia diberi hukumah untuk bagian yang 
dipotong orang lain. Sedangkan pendapat yang paling shahih 
adalah pendapat yang pertama. 


Apabila yang memotong itu adalah seorang perempuan, 
jika kami berpendapat berdasarkan pendapat Syaikh Abu Hamid, 
bahwa tidak ada gishash pada dua tepi kemaluan, maka kami tidak 
membayangkan wajibnya gishash tersebut. Dengan demikian, 
maka dia diberi hukumah berupa alat-alat bantu bagi laki-laki dan 
hukumah berupa alat-alat bantu bagi perempuan. Apabila ternyata 
terbukti, bahwa banci tersebut adalah seorang laki-laki, maka diyat 
nya itu disempurnakan untuknya yaitu diyat zakar dan dua zakar 
serta hukumah dua tepi kemaluan. Namun jika si banci tersebut 
terbukti sebagai seorang perempuan, maka diyatnya disempuma- 
kan yaitu diyat dua tepi kemaluan dan hukumah untuk zakar dan 
dua zakar. Sedangkan jika kami berpendapat berdasarkan 
pendapat yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, bahwa wajib dilakukan 
gishash padanya, maka gishash itu tidak wajib dilakukan pada si 
banci secara langsung, karena bisa jadi dia adalah seorang laki-laki, 
sehingga tidak wajib melakukan gishash pada perempuan dalam 
kemaluan tambahan. Apabila dia (korban) menuntut harta, maka 
harus ditinjau terlebih dahulu, jika dia memaafkan gishash atau 
tidak memaafkan, akan tetapi yang memotong itu tidak memiliki 
dua tepi kemaluan, maka menurut pendapat ulama Baghdad dari 
kalangan ulama madzhab kami, dia diberi diyaf dua tepi kemaluan 
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dan hukumah (kompensasi) untuk zakar dan dua zakar. Apabila 
ternyata terbukti, bahwa dia seorang perempuan, maka dia telah 
mendapatkan haknya dengan penuh: sedangkan jika terbukti, 
bahwa dia adalah seorang laki-laki, maka diyatnya disempurnakan 
untuk diyat zakar dan dua zakar serta hukumah untuk dua tepi 
kemaluan. Sedangkan menurut pendapat ulama Khurasan, dia 
diberi hukumah untuk dua tepi kemaluan dan hukumah untuk 
zakar dan dua zakar. 


Apabila korban tidak memaafkan gishash, sementara orang 
yang memotong memiliki dua tepi kemaluan, maka menurut 
pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, dia tidak diberi harta benda. 
Sementara menurut pendapat mayoritas ulama madzhab kami, 
dia diberi harta benda. Lalu berapakah harta yang diberikan? 


Menurut Al @affal dia diberi bukumah untuk zakar dan dua 
zakar. Sementara menurut Qadhi Abu Hamid, dia diberi diyat 
zakar dan dua zakar. Sedangkan menurut pendapat sebagian 
ulama madzhab kami dari kalangan ulama Khurasan, dia diberi 
hukumah yang paling ringan untuk alat-alat laki-laki dan alat-alat 
perempuan. 


Apabila yang memotong adalah seorang banci musykil 
maka dia tidak wajib di-gishash secara langsung, karena kami tidak 
yakin mana yang merupakan tambahan pada pantat dan mana 
yang asli. Apabila kami mewajibkan gishash secara langsung, 
maka dikhawatirkan yang di-gishash itu adalah yang asli, padahal 
yang dipotong hanya tambahan saja, dan ini tentu saja tidak 
diperbolehkan. Apabila dia menuntut haknya berupa harta benda, 
maka harus ditinjau terlebih dahulu, apabila dia memaafkan 
gishash, maka menurut ulama madzhab kami dari kalangan ulama 
Baghdad, dia diberi diyat dua tepi kemaluan dan Aukumah untuk 
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zakar dan pantat, dia berhak mendapatkannya secara yakin. 
Sedangkan menurut ulama Khurasan, dia diberi hukumah untuk 
zakar dan dua zakar serta dua tepi kemaluannya. Apabila korban 
tidak memaafkan pelaku dari gishash, lantas berapakah dia harus 
diberi? 

Jika kami berpendapat berdasarkan pendapat Abu Ali bin 
Abu Hurairah, bahwa dia tidak diberi apa-apa jika orang yang 
memotongnya adalah laki-laki atau perempuan, maka justru disini 
lebih layak lagi (untuk tidak diberi), Sedangkan jika kami 
berpendapat, bahwa dia boleh diberi sesuatu, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i. 


Pendapat Pertama: Dia tidak diberi apa-apa. Ini merupakan 
pendapat Al @affal, karena gishash-nya itu masih bersifat dugaan 
dalam semua alatnya. 


Pendapat Kedua: Dia diberi jumlah paling minimal dari dua 
hukumah yaitu dengan alat-alat bantu bagi laki-laki dan alat-alat 
bantu bagi perempuan. Akan tetapi pendapat yang shahih adalah, 
bahwa dia tidak diberi apa-apa. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Anggota tubuh yang 
wajib di-gishash wajib diterapkan hukuman gishash 
padanya, meskipun dua anggota tubuh tersebut (antara 
milik pelaku dan korban) berbeda dalam ukuran kecil 
dan besarnya, panjang dan pendeknya, sehat dan 
sakitnya. Karena jika kita mengacu pada persamaan 
dalam hal-hal ini, maka gishash pada anggota tubuh 
akan gugur, karena nyaris tidak ditemukan dua anggota 
tubuh yang sama persis dalam sifat-sifat tersebut, 
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sehingga standar persamaan itu tidak berlaku dalam hal 


Pasal: Anggota-anggota tubuh yang terbagi 
menjadi kanan dan kiri itu seperti mata dan tangan dan 
lainnya, dalam gishash-nya bagian kanan tidak boleh di- 
gishash dengan bagian kiri dan bagian kiri tidak boleh 
di-gishash dengan bagian kanan. Begitu pula anggota 
tubuh yang terbagi menjadi bagian atas dan bagian 
bawah seperti bibir dan pelupuk mata, bagian atas tidak 
boleh di-gishash dengan bagian bawah dan bagian 
bawah tidak boleh di-gishash dengan bagian atas. Gigi 
juga tidak boleh di-gishash dengan gigi lain, jari tidak 
boleh di-gishash dengan jari lain dan ujung jari tidak 
boleh di-gishash dengan ujung jari lain, karena dia 
adalah anggota tubuh yang fungsinya berbeda-beda dan 
tempatnya juga berbeda-beda, sehingga sebagiannya 
tidak boleh di-gishash dengan sebagian lainnya, seperti 
mata dengan hidung dan tangan dengan kaki, dimana 
sesuatu yang tidak di-gishash sebagiannya dengan 
sebagian lainnya, seperti yang telah kami sebutkan, 
maka tidak ada gishash di dalamnya, meskipun pelaku 
dan korban sama-sama rela. Begitu pula anggota tubuh 
yang sempurna yang tidak di-gishash dengan anggota 
tubuh yang kurang, seperti mata yang sehat dengan 
mata yang tidak sehat dan tangan yang sehat dengan 
tangan yang lumpuh, maka tidak ada gishash di 
dalamnya meskipun pelaku dan korban sama-sama rela, 
karena darah itu tidak dihalalkan dengan adanya 
pembolehan. 
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Pasal: Apabila seseorang melakukan tindakan 
kriminal terhadap orang lain yang mewajibkan adanya 
gishash, lalu dia membunuhnya, maka gishash wajib 
dilakukan pada keduanya, karena keduanya adalah 
pelaku tindakan kriminal yang wajib di-gishash, 
sehingga wajib dilakukan hukuman gishash pada 
masing-masing dari keduanya ketika berkumpul, seperti 
memotong tangan dan kaki. 


Penjelasan: 


Setiap anggota tubuh yang wajib di-gishash (bila dilukai dsb) 
maka wajib dilakukan gishash padanya, meskipun dua anggota 
tersebut berbeda dalam ukuran kecil dan besarnya, sehat dan 
sakitnya, gemuk dan Mn Hal ini berdasarkan firman 


Allah 8, G5 SA SG St SG AI, ah, 


al “Mata dengan mata, telinga dengan telinga, gigi dengan 
gigi” (Qs. Al Maa'idah [5]: 45), tanpa ada yang dibedakan. Jika 
kita mengacu pada hal tersebut (adanya persamaan), maka akan 
memberatkan dan menyulitkan, sehingga hal tersebut tidak 
berlaku. Begitu pula anggota tubuh yang terbagi menjadi bagian 
kanan dan bagian kiri seperti kedua mata, kedua telinga, kedua 
tangan dan kedua kaki, tidak boleh boleh meng-gishash bagian 
kanan dengan bagian kiri atau bagian kiri dengan bagian kanan. 
Sedangkan menurut Ibnu Syubrumah, hal tersebut dibolehkan. 


Sedangkan menurut kami, masing-masing dari keduanya 
dikhususkan dengan nama tersendiri sehingga tidak boleh di- 
gishash dengan yang lain; sebagaimana tangan tidak boleh di- 
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gishash dengan kaki. Begitu pula, tidak boleh meng-gishash 
pelupuk mata atas dengan pelupuk mata bawah atau sebaliknya, 
dan begitu pula dua bibir. 


Gigi tidak boleh di-gishash dengan lain, jari tidak boleh di- 
gishash dengan jari lain dan ujung jari tidak boleh di-gishash 
dengan ujung jari lainnya, sebagaimana jiwa tidak boleh di-gishash 
dengan jiwa lain. Intinya, tidak boleh melakukan gishash pada 
poin-poin yang telah disebutkan meskipun pelaku dan korban 
sama-sama rela. Begitu pula apabila pelaku rela jika anggota tubuh 
yang sempurna di-gishash dengan anggota tubuh yang kurang atau 
anggota tubuh yang normal di-gishash dengan anggota tubuh yang 
lumpuh, hal ini tidak diperbolehkan, karena darah itu tidak 
dihalalkan dengan pembolehan. 


Masalah: Apabila seorang laki-laki memotong tangan 
orang lain lalu mengulangi lagi lalu membunuhnya, maka dia harus 
dipotong tangannya lalu dibunuh. Pendapat ini dinyatakan oleh 
Abu Hanifah. Sementara menurut Abu Yusuf dan Muhammad, 
pelaku hanya boleh dibunuh. Yang menjadi dalil kami adalah 
firman Allah &, 


A . 32» Na) .. 
KAS GEN UG Jin ai DIET SG EL 
“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, 
seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (Qs. Al Baqarah (21: 
194). 
Pelaku telah memotong tangan korban, sehingga tangan- 
nya juga harus dipotong. Disamping itu, keduanya adalah tindakan 
kriminal yang menyebabkan pelakunya dihukum gishash pada 
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masing-masing dari keduanya saat perbuatan ini dilakukan secara 
sendiri-sendiri, sehingga wajib dilakukan gishash pada keduanya 
ketika itu dilakukan secara bersamaan, seperti halnya perbuatan 
memotong tangan dan kaki. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila satu orang 
membunuh beberapa orang atau memotong anggota 
tubuh milik beberapa orang, maka hak-hak mereka 
tidak saling bercampur, karena itu merupakan hak 
manusia, sehingga tidak saling bercampur satu sama 
lain seperti halnya utang. Apabila dia membunuh atau 
memotong tangan satu orang setelah melakukannya 
pada orang sebelumnya (secara berurutan), maka dia 
harus di-gishash untuk korban yang pertama, karena 
korban yang pertama itu lebih dahulu dizhalimi. Apabila 
hak orang pertama itu gugur karena dia (korban) 
memaafkan, maka pelaku harus di-gishash untuk 
korban kedua. Apabila hak orang kedua gugur, maka 
dia (pelaku) di-gishash untuk orang ketiga. Demikianlah 
seterusnya: apabila hak korban tertentu gugur, maka 
hak korban berikutnya adalah mendapat diyat, karena 
mereka tidak bisa melakukan gishash tanpa keridhaan 
pihak yang lainnya, sehingga hak tersebut beralih ke 
diyat, sebagaimana jika pembunuh itu tewas atau salah 
satu anggota tubuhnya itu hilang. 


Apabila pelaku membunuh mereka atau 
memotong tangan mereka secara sekaligus atau 
kasusnya sulit diteliti, maka harus diadakan undian. 
Siapa saja yang undiannya keluar, maka dia bisa 
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melakukan gishash, karena tidak ada keistimewaan 
antara yang satu dengan lainnya, sehingga harus 
didahulukan dengan undian. Sebagaimana yang kami 
katakan berkenaan dengan orang yang hendak 
bepergian dengan salah seorang istrinya. Apabila 
undian tersebut keluar untuk salah satu dari para 
istrinya, lalu sang istri tersebut memaafkan haknya, 
maka undian diulang lagi untuk para istri lainnya karena 
status mereka sama. 


Apabila berlaku gishash untuk salah seorang dari 
mereka karena lebih dahulu dizhalimi atau undiannya 
keluar, lalu korban lain mendahuluinya dan melakukan 
gishash, maka dia telah mendapatkan haknya, 
meskipun dia telah berbuat keliru karena mendahului 
orang yang lebih berhak darinya. Sebagaimana yang 
kami katakan berkenaan dengan orang yang membunuh 
orang murtad tanpa seizin Imam (penguasa), bahwa 
orang tersebut telah menjalankan hukum Islam yaitu 
membunuh orang murtad, meskipun dia telah keliru 
karena mendahului Imam. 


Apabila seorang laki-laki membunuh sekelompok 
orang dalam pembegalan, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Hukumnya seperti orang yang 
membunuh mereka dalam selain pembegalan. 

Pendapat Kedua: Dia dibunuh untuk semua orang 
yang  dibunuhnya, karena membunuh dalam 
pembegalan adalah berkaitan dengan hak Allah, 
sehingga tidak gugur dengan ampunan. Jadi, perkara 
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itu saling bercampur antara yang satu dengan lainnya 
seperti hukuman had. 


Pasal: Apabila seseorang memotong tangan 
orang lain lalu membunuh orang lain, maka dia harus 
dipotong tangannya sebagai gishash atas orang yang 
dipotong tangannya lalu setelah itu dibunuh sebagai 
gishash atas orang yang dibunuhnya, baik pemotongan 
tersebut lebih dahulu atau terjadi setelah pembunuhan, 
karena jika kami melakukan gishash pembunuhan lebih 
dahulu, maka hak orang yang dipotong tangannya itu 
gugur, sedangkan jika kita melakukan pemotongan 
tangan lebih dahulu, maka hak orang yang dibunuh itu 
tidak gugur. Apabila bisa digabung antara dua hak 
tersebut tanpa ada kekurangan, maka tidak boleh 
menggugurkan salah satunya. Ini berbeda jika dia 
membunuh dua orang, karena tidak mungkin 
melaksanakan dua hak tersebut, sehingga harus 
didahulukan yang lebih dahulu. 


Apabila seseorang memotong satu jari dari 
tangan kanan orang lain, lalu memotong tangan kanan 
orang lain, maka jarinya itu harus dipotong untuk 
korban pertama dan setelah itu tangannya dipotong 
untuk korban kedua, kemudian diyat jarinya itu harus 
diberikan kepadanya. Ini berbeda jika dia memotong 
tangan orang lain, lalu membunuh orang lainnya lagi, 
dimana kami mengatakan, bahwa tangannya harus 
dipotong untuk korban pertama, lalu setelah itu 
dibunuh untuk korban kedua. Dimana masalah 
kurangnya tangan itu tidak mewajibkan hak apa-apa 
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padanya, karena jiwa itu tidak berkurang dengan 
kurangnya tangan. Oleh karena itu, tangan yang sehat 
dapat dipotong jika pemiliknya memotong tangan yang 
buntung. Namun jika tangannya itu cacat, dimana dia 
berkurang dengan berkurangnya jari; Oleh karena itu, 
tangan yang sehat tidak dipotong dengan tangan yang 
jari-jemarinya kurang. 

Pasal: Apabila seseorang membunuh orang lain, 
lalu dia murtad, atau memotong tangan kanan orang 
lain lalu mencuri, maka hak manusia yaitu pembunuhan 
dan pemotongan tangan itu didahulukan, sedangkan 
hak Allah itu gugur: karena hak manusia itu dilandaskan 
pada pemberatan yang didahulukan atas hak Allah &. 


Penjelasan: 


Apabila satu orang membunuh sekelompok orang, maka 
dia harus dibunuh untuk satu orang, lalu para korban lainnya 
mengambil diyat (yang diberikan kepada keluarga mereka). Akan 
tetapi menurut Abu Hanifah dan Malik, dia dibunuh untuk 
sekelompok orang yang dibunuh tersebut. Apabila ada orang 
(keluarga korban) yang buru-buru membunuhnya, maka hak 
korban-korban lain gugur. Pendapat ini juga dinyatakan oleh ulama 
madzhab kami dari kalangan ulama Khurasan. 


Ahmad æ berkata, “Apabila mereka menuntut gishash, 
maka pelakunya harus dihukum gishash (hukuman mati) untuk 
kelompok yang menuntut itu; sedangkan jika yang menuntut itu 
adalah sebagian mereka dan sebagian lainnya menuntut diyat, 
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maka pelaku dibunuh untuk yang menuntut gishash lalu diyat itu 
diberikan kepada orang yang menuntutnya.” 


Utsman Al Batti berkata, “Pelaku harus dibunuh sebagai 
gishash bagi kelompok yang dibunuh tersebut, lalu diyat diberikan 
kepada sisanya dengan dibagi-bagikan kepada mereka. Misalnya, 
ada sepuluh orang yang dibunuh, maka pelaku harus dibunuh, lalu 
mereka diberi sembilan diyat yang kemudian dibagi-bagikan untuk 
sepuluh orang tersebut.” 


Yang menjadi dalil kami adalah, sabda Nabi &, 


o 
ozr or e or 


Ol osa oa b MB sa J3 uas 
TANI Sg NS Nest 


“Barangsiapa yang setelah ini membunuh seseorang maka 
keluarga korban boleh memilih antara dua hal. Apabila mereka 
mau, maka mereka bisa membunuh pelaku (melakukan gishash), 
dan apabila mereka mau, mereka juga bisa mengambil diyat.” 


Disamping itu, gishash adalah hak-hak yang ditujukan bagi 
manusia yang bisa dilaksanakan, sehingga tidak boleh saling 
bercampur antara hak yang satu dengan lainnya seperti halnya 
utang. 

Mengenai perkataan kami, “Hak-hak yang ditujukan,” itu 
adalah pengecualian dari utang-utang yang ditangguhkan, 
sedangkan perkataan kami, “Manusia,” itu adalah pengecualian 
dari hak-hak Allah & yaitu hudud dalam zina dan meminum 
khamer. | 
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Apabila hal ini telah ditetapkan, jika seseorang membunuh 
satu orang setelah membunuh satu orang lainnya, maka dia 
dihukum gishash untuk korban pertama. Apabila korban pertama 
(keluarganya) memaafkan gishash, maka dia (pelaku) dihukum 
gishash untuk korban kedua. Apabila korban kedua memaafkan, 
maka dia (pelaku) di-gishash untuk korban ketiga. Apabila 
penguasa tidak ada (sedang pergi) atau pelaku masih kecil, maka 
harus ditunggu sampai penguasa datang atau sampai pelaku baligh 
(jika sebelumnya masih kecil). 


Apabila seseorang membunuh sekelompok orang secara 
sekaligus (membunuh secara massal), misalnya dia menghancurkan 
rumah untuk ditimpakan pada mereka atau melukai mereka 
hingga mereka tewas secara bersamaan, maka harus diundi 
dahulu. Siapa saja yang undiannya keluar, maka pelaku dihukum 
gishash untuknya (korban yang undiannya keluar), sedangkan 
sisanya mengambil diyat. Akan tetapi sebagian ulama madzhab 
kami dari kalangan ulama Khurasan mengatakan, “Dia dibunuh 
untuk semuanya lalu masing-masing keluarga korban menuntut 
diyat” 


Apabila seseorang membunuh satu orang setelah 
membunuh satu orang lainnya, tetapi sulit diketahui siapa yang 
dibunuh pertama kali: jika si pembunuh mengaku, bahwa salah 
seorang dari korban merupakan orang yang dibunuh pertama kali, 
maka dia harus dihukum mati. Sedangkan jika dia tidak mengaku, 
maka harus diundi karena hak mereka (korban) sama semua. 
Apabila salah seorang dari mereka (keluarga korban) langsung 
membunuh pelaku, maka dia telah mengambil haknya dan hak 
korban-korban lainnya beralih kepada diyat. 
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Ulama Khurasan dari kalangan ulama madzhab kami 
meriwayatkan dua pendapat Asy-Syafi'i berkenaan dengan kasus 
apabila seseorang membunuh satu orang setelah satu orang 
(membunuh tetapi tidak bersamaan), sementara keluarga korban 
pertama sedang pergi atau gila atau masih kecil. 


Pendapat Pertama: Keluarga korban kedua bisa mengambil 
haknya. 


Pendapat Kedua: Keluarga korban kedua tidak boleh 
mengambil haknya, akan tetapi harus menunggu kedatangan 
keluarga korban pertama atau sampai dia sembuh, jika 
sebelumnya gila atau sampai dia baligh jika sebelumnya masih 
kecil. 

Apabila seseorang membunuh sekelompok orang dalam 
pembegalan, sementara kami mengatakan berdasarkan pendapat 
yang masyhur dalam madzhab kami, bahwa satu orang dibunuh 
meskipun bukan dalam kasus pembegalan, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut ulama 
Khurasan ada dua pendapat Asy-Syaff'i. 

Pendapat Pertama: Hukumnya seperti orang yang 
membunuh mereka dalam selain kasus pembegalan, sebagaimana 
yang telah kami uraikan dalam pembahasannya. 


Pendapat Kedua: Pelaku harus dibunuh untuk semuanya 
dan sisanya tidak mendapatkan apa-apa, karena pelaku telah 
dibunuh sebagai hukuman had, dengan alasan bahwa ampunan 
baginya itu tidak sah. 

Sementara jika seseorang memotong anggota tubuh 
sekelompok orang, maka hukumnya adalah seperti hukum orang 
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yang membunuh sekelompok orang lainnya, sebagaimana yang 
telah diuraikan sebelumnya. 


Masalah: Apabila seseorang memotong tangan seseorang 
lalu membunuh orang lain, maka tangannya dipotong sebagai 
gishash bagi orang yang dipotong tangannya, lalu setelah itu dia 
dibunuh sebagai gishash bagi orang yang dibunuh, baik yang lebih 
dahulu dilakukan pemotongan tangan atau pembunuhan. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad. Sementara 
menurut Malik, pelaku harus dibunuh untuk korban yang dibunuh, 
dimana tangannya tidak perlu dipotong untuk korban yang 
dipotong tangannya. Yang menjadi dalil kami adalah firman 
Allah &, 


a .5 2 LGS GR æ LE 0. 
CNG o ak! A To a ES 
Ala yL Oo Ie Lung 
> -— A 
AŽ es tin Teo AS... 


ya Sah, DI O syi, SY YG PAP 


Et. 
s4 Loar 384 1L E gs AA oey 
A DUE W eA CEEA Ye? Ge Ka ah 

Sa, A 351 í: “A A or Er - 

Ox OR TA AB: HEA 2 Du pA! BoF) 
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 
(At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 
gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang 
melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) 
penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 663 


menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang zhalim.” (Os. Al Maa 'idah [5]: 45). 


Dalam ayat di atas, Allah & memberitahukan bahwa jiwa 
dibalas dengan jiwa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota 
tubuh. Barangsiapa yang berpendapat selain ini, maka dia telah 
menyelisihi ayat tersebut. Disamping itu, keduanya adalah 
perbuatan kriminal terhadap dua orang yang berlainan, sehingga 
tidak boleh saling bercampur antara yang satu dengan lainnya, 
seperti halnya jika pelaku membunuh dua tangan milik dua orang 
laki-laki. Kami mendahulukan pemotongan tangan meskipun 
kasusnya terjadi setelah pembunuhan. Karena, apabila ini 
dilakukan, maka dua hak bisa diberikan tanpa ada kekurangan 
pada salah satu dari keduanya. Apabila dua hak bisa dilaksanakan, 
maka tidaklah bisa menggugurkan salah satunya. 


Apabila seseorang memotong satu jari kaki kanan, lalu 
memotong tangan kanan orang lain, maka kakinya harus dipotong 
untuk korban pertama, lalu tangannya dipotong untuk korban 
kedua, kemudian korban harus membayar denda diyat untuk 
korban kedua untuk jarinya yang tidak di-gishash. Ini berbeda jika 
orang yang tangannya buntung itu membunuh orang yang 
tangannya tidak buntung, maka tidak ada denda yang harus 
dibayar, karena tangan itu berkurang dengan kurangnya jari. Oleh 
karena itu, tangan yang sempurna jari-jemarinya tidak di-gishash 
jika pemiliknya memotong tangan yang jari-jemarinya kurang. 
Sedangkan jiwa itu tidak kurang dengan kurangnya tangan. 
Dengan demikian, orang yang memiliki dua tangan itu harus 
dibunuh saat dia membunuh orang yang memiliki satu tangan. 
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Apabila seseorang memotong tangan kanan orang lain lalu 
memotong satu jari dari tangan kanan orang lain, maka tangan 
kanannya itu dipotong untuk korban pertama lalu korban kedua 
bisa menuntut diyat untuk jarinya yang terpotong. Ini berbeda jika 
seseorang memotong tangan kanan orang lain lalu membunuh 
orang itu, dimana kami mengatakan bahwa pemotongan tangan 
itu harus didahulukan meskipun kasus pemotongan tangan itu 
dilakukan setelah pembunuhan. Karena, tangan itu berkurang 
dengan berkurangnya jari, sedangkan jiwa itu tidak berkurang 
dengan berkurangnya tangan. 


Pasal: Apabila seseorang membunuh orang lain lalu orang 
tersebut murtad, atau memotong tangan kanan seseorang lalu 
setelah itu mencuri, maka hak manusia berupa hukuman mati dan 
pemotongan tangan itu harus didahulukan, karena itu 
berlandaskan pada pemberatan hukuman yang dijatuhkan, 
sementara hak Allah itu dilandaskan pada prinsip memaafkan. 
Wallahu A'lam. 


Bab: Pelaksanaan Hukuman @ishash 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Barangsiapa yang 
mewarisi harta, maka dia juga mewarisi diyat. Hal ini 
berdasarkan riwayat Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib 
bahwa dia berkata, “Umar # berkata, “Perempuan 
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tidak mewarisi diyat suaminya,” kemudian Adh- 
Dhahhak bin Qais berkata kepadanya, “Rasulullah & 
pernah menulis surat kepadaku bahwa istri Asyam Adh- 
Dhabbabi mewarisi diyat suaminya.” Maka Umar pun 
menarik pendapatnya lalu dia memutuskan bahwa 
utang Asy-yam dibayarkan dari diyatnya dan wasiatnya 
dianggap berlaku. 


Abu Tsaur berkata, bahwa utang tidak dibayarkan 
dari diyat dan wasiatnya itu tidak berlaku, karena dia 
hanya wajib diberikan setelah kematian. Pendapat 
madzhab adalah pendapat yang pertama, karena itu 
merupakan harta yang dimiliki ahli waris dari suaminya, 
sehingga utangnya itu dibayarkan darinya, dan 
wasiatnya juga berlaku seperti harta-harta lainnya. 

Barangsiapa yang mewarisi harta, maka dia juga 
mewarisi gishash. Dalilnya adalah hadits riwayat Abu 
Syuraih Al Ka'bi bahwa Rasulullah & bersabda 4 «31 45 
KAN NIA NA og NIS Nee o tu oy ib “Kemudian 
kalian wahai Khuza'ah, kalian telah membunuh orang 
ini yang berasal dari Hudzail dan aku adalah Agilah- 
nya. Maka barangsiapa yang setelah ini membunuh 
seseorang, maka keluarganya (keluarga korban) boleh 
memilih dua hal: apabila mau, mereka bisa 
membunuhnya (melakukan gishash), dan apabila mau, 
mereka bisa mengambil diyat.” 


Apabila orang Islam memotong anggota tubuh 
orang Islam, lalu dia murtad dan mati dalam 
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kemurtadan, sementara kami mengatakan berdasarkan 
pendapat yang paling shahih dari dua pendapat Asy- 
Syafi'i, bahwa pelaku wajib di-gishash, maka dalam hal 
ini, Al Muzani mengutip perkataan Asy-Syafi'i, bahwa 
keluarga korban yang muslim itu bisa melakukan 
gishash. Akan tetapi Al Muzani sendiri mengatakan, 
bahwa gishash itu tidak boleh dilakukan oleh selain 
penguasa, karena orang Islam tidak mewarisinya. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, “Tidak boleh melakukan gishash selain 
penguasa,” sebagaimana yang dikatakan oleh Al 
Muzani. Sedangkan tentang perkataan Asy-Syaff'i, 
maka yang dimaksud adalah penguasa. Sebagian ulama 
madzhab kami juga ada yang mengatakan, “Yang 
melakukan gishash adalah orang yang sesuai, karena 
tujuan gishash adalah untuk menuntut balas dan 
menghilangkan dendam, sedangkan yang bisa 
melakukan demikian adalah orang yang sesuai.” 


@ishash juga bisa berlaku bagi orang yang tidak 
mewarisi apa-apa, sebagaimana jika seseorang 
membunuh orang yang memiliki ahli waris dan memiliki 
utang yang meliputi harta peninggalannya. Dalam hal 
ini, gishash-nya berlaku bagi ahli waris, dimana dia 
tidak mewarisi apa-apa. Apabila ahli warisnya itu masih 
kecil atau gila, maka wali tidak bisa mengambilnya 
dengan penuh, karena tujuan gishash adalah untuk 
menuntut balas dan menghilangkan dendam, dan hal 
tersebut tidak bisa dilakukan oleh wali. Pembunuhnya 
harus ditahan sampai anak yang masih kecil menjadi 
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baligh, atau orang yang gila itu menjadi sembuh, 
karena masih ada hak pembunuh untuk tidak dibunuh 
dan masih ada hak keluarga korban untuk menuntut 
balas. Apabila si pembunuh mengangkat orang yang 
menjaminnya agar dia dibebaskan, maka hukumnya 
tidak diperbolehkan, karena hal tersebut merupakan 
penipuan terhadap hak keluarga korban, dan 
dikhawatirkan si pembunuh itu akan melarikan diri 
sehingga hak keluarga korban akan hilang. 


Apabila anak kecil atau orang gila menyerang si 
pembunuh hingga menyebabkannya tewas, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i. 


Pendapat Pertama: Dia telah mengambil haknya 
dengan penuh, seperti halnya saat dia memiliki barang 
titipan pada seseorang, lalu orang yang diberi titipan 
tersebut merusaknya. 


Pendapat Kedua: Dia belum mengambil haknya 
dengan penuh. Inilah pendapat yang shahih, karena dia 
belum menjadi orang yang bisa mengambil haknya 
dengan sempurna. Berbeda dengan barang titipan yang 
rusak tanpa ada unsur kesengajaan, maka orang yang 
dititipi itu terbebas dari tanggungan barang tersebut. 
Apabila pelaku mati tanpa ada perbuatan (gishash), 
maka dia tidak bebas dari hukuman akibat tindakan 
kriminalnya itu. 

Apabila gishash-nya antara anak kecil dengan 
orang dewasa, orang dewasa tidak boleh mengambil 
haknya darinya. Sementara jika itu terjadi antara orang 
berakal dengan orang gila, maka orang berakal itu tidak 
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boleh mengambil haknya dari orang gila tersebut, 
karena hak tersebut sama-sama dimiliki oleh keduanya, 
sehingga salah satu satunya tidak boleh mendapatkan- 
nya sendirian. 

Apabila seseorang membunuh orang yang tidak 
memiliki ahli waris, maka gishash-nya itu dilakukan 
kaum muslimin dan dilaksanakan oleh penguasa. 
Apabila korban memiliki sebagian orang yang mewarisi 
gishash, maka itu dilakukan oleh ahli waris dan 
penguasa, dimana tidak boleh dilakukan oleh salah 
satunya, sebagaimana yang telah kami uraikan 
sebelumnya. 


Penjelasan: 


Hadits Adh-Dhahhak bin Qais yang diriwayatkan secara 
musnad. Asy-Syirazi tidak menyebutkan, bahwa surat tersebut 
ditulis Nabi & untuk Adh-Dhahhak bin Qais, karena dia lahir tujuh 
tahun sebelum Nabi & wafat. Dia adalah Adh-Dhahhak bin Qais 
bin Khalid Al Akhbar Ibnu Wahb bin Tsa'labah yang memiliki Kun- 
yah Abu Unais. Ada pula yang mengatakan, bahwa dia adalah Abu 
Abdirrahman. Pendapat pertama dinyatakan oleh Al Wagidi. Dia 
adalah saudara laki-laki Fatimah binti Qais dan usianya lebih muda 
darinya. 

Pendapat yang kuat adalah bahwa dia tidak mendengar 
hadits dari Nabi &, apalagi sampai diangkat menjadi pejabat dan 
dikirimi surat oleh beliau. 


Adh-Dhahhak bin Qais termasuk dalam pasukan polisi 
Muawiyah lalu menjadi gubernur Kufah setelah Ziyad. Dia tewas 
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terbunuh di Maraj Rahith karena membai'at Ibnu Az-Zubair. Orang 
yang membunuhnya adalah pasukan Yazid. 


Sedangkan orang yang diangkat oleh Nabi & menjadi 
pejabat dan dikirimi surat oleh beliau agar istri Asy-yam Adh- 
Dhababi mewarisi hartanya adalah Adh-Dhahhak bin Sufyan Al 
Kilabi. Dialah orang yang diangkat Nabi & untuk mengurusi 
orang-orang yang masuk Islam dari golongan kaumnya. Telah 
diriwayatkan dengan shahih, bahwa Nabi pemah 
mengangkatnya menjadi komandan detasemen, lalu Al Abbas bin 
Mirdas menyebutnya dalam syairnya: 

38 LX... 


E á o o2 0” 3 o ° z Na an aa 
Sm a em Up HAM La Ip a Ol 
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Sesungguhnya orang-orang yang menepati janjinya terhadapmu # 
Adalah pasukan yang telah engkau kirimkan Adh-Dhahhak kepada 


mereka 
Engkau menyuruhnya agar menajamkan mata tombaknya, seakan- 
akan # ketika dia dikepung musuh, dia melihatmu 


Terkadang dia merangkul dengan kedua tangan dan terkadang # 
pedangnya terhunus dan membelah dengan tajam 


Dia (Adh-Dhahhak bin Sufyan) adalah salah satu ksatria. 
Dia biasa berdiri di hadapan Nabi dengan menyandang 
pedangnya dan beliau menyediakan untuknya seratus pasukan | 
berkuda. 
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Ibnu Abdil Barr berkata, “Ada cerita menarik tentang 
dirinya bersama Bani Sulaim yang diceritakan oleh ulama hadits: 
Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan: Zhamya' binti Abdul Aziz 
menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku dari 
kakekku Maualah bin Katsif bahwa Adh-Dhahhak bin Sufyan Al 
Kilabi adalah seorang yang ahli memainkan pedang Rasulullah $$. 
Saat itu Bani Sulaim berjumlah 900 orang, maka Rasulullah $ 
bersabda kepada mereka. “Apakah kalian mau dipimpin seorang 
laki-laki yang sebanding dengan 100 orang sehingga jumlah kalian 
menjadi 1000?” Lalu Rasulullah memilih Adh-Dhahhak bin Sufyan 
untuk mereka dan dia menjadi komandan mereka.” 


Ibnu Birdas berkata: 
aig Ja na Ipa GE baka 


CY 
Kemarin malam Adh-Dhahak bin Sufyan memegang erat # 
Pedang Rasulullah padahal maut menghadangnya. 


Sedangkan orang yang meriwayatkan darinya adalah Sa'id 
bin Al Musayyib dan Al Hasan Al Bashri. 


Apabila hal ini telah jelas, maka perlu diketahui bahwa 
hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan faraidh 
dari Ahmad bin Shalih. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya darinya 
dalam pembahasan faraidh. Dia juga meriwayatkannya dari 
@utaibah bin Man dan lain-lainnya. Dia juga meriwayatkannya 
dalam pembahasan diyat dari Gutaibah dan Abu Ammar bin Al 
Husain bin Huraits. Ibnu Majah juga meriwayatkannya dalam 
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pembahasan diyat dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Malik juga 
meriwayatkannya dalam A/ Muwaththa' dalam pembahasan diyat 
dari Ibnu Syihab dan Adh-Dhababi. Dia bermarga Kilab. Di antara 
orang yang termasuk bermarga ini adalah Syamir bin Dzi Al 
Jausyan: orang yang membunuh Al Husain. 


Sedangkan hadits Abu Syuraih Al Ka'bi, itu diriwayatkan 
oleh Abu Daud dalam pembahasan diyat dari Musaddad dan At- 
Tirmidzi dalam pembahasan diyat dari Muhammad bin Basysyar. 
Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, 
Muslim, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Nama Abu Syuraih adalah 
Khuwailid bin Amr. Tentang nasab dan managib-nya telah 
diuraikan pada pembahasan sebelumnya. 


Hukum: Asy-Syafi'i & berkata, “Para ulama tidak 
berselisih pendapat bahwa diyat bisa diwariskan seperti harta.” 
Penjelasannya adalah bahwa apabila seseorang membunuh orang 
lain secara tidak sengaja atau secara sengaja dan (keluarga) korban 
memaafkan dengan ketentuan mendapat diyat, maka diyat 
tersebut untuk semua ahli waris korban. Hal ini berdasarkan firman 
Allah &, 


r ilata 0 ZI A OLR AIL za A 
45 dananya Sa Pepes ÉGE Capa drs yag 


“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena 
tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu)” (Qs. An-Nisaa” [4]: 92). 
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Juga berdasarkan sabda Nabi $}, 
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“Maka barangsiapa yang setelah ini membunuh orang lain 
maka keluarga korban boleh memilih dua hal: apabila mau, 
mereka bisa melaksanakan hukuman mati, dan apabila mau, 
mereka juga bisa mengambil diyat.” 

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan 
perempuan. Demikianlah menurut jma’ ulama yang tidak 
diperselisihkan lagi. Diriwayatkan dari Umar #6 bahwa perempuan 
tidak mewarisi diyat suaminya. Maka Adh-Dhahhak bin @ais 
berkata kepadanya, “Rasulullah & pernah menulis surat kepadaku 
bahwa istri Asyyam Adh-Dhabbabi mewarisi diyat suaminya.” 
Maka Umar pun menarik pendapatnya. 

Diriwayatkan pula dari Amru bin Syw'aib dari ayahnya dari 
kakeknya bahwa Nabi & bersabda, 


Az o 2 P . D s Den r 
G a oe UI LA a a SAN 
“Tidak boleh saling mewarisi (dua penganut) agama yang 
berbeda, dan perempuan mewarisi diyat suaminya.” 


Asy-Syirazi berkata, “Utangnya (suami) dibayarkan dengan 
menggunakan diyatnya dan wasiat sang suami itu bisa 
dilaksanakan.” 


Abu Tsaur berkata, “Utang sang saumi tidak dibayarkan 
dengan menggunakan diyatnya, dan wasiatnya itu tidak bisa 
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dilaksanakan. Sedangkan yang menjadi pendapat madzhab adalah, 
bahwa masalah ini dilandaskan pada dua pendapat Asy-Syafi'i 
tentang kapan wajib membayar diyatnya itu? Jika kami 
mengatakan, bahwa diyat itu wajib dibayar saat-saat terakhir 
hidupnya korban, maka utangnya dibayarkan dengan mengguna- 
kan diyat tersebut dan wasiatnya juga dilaksanakan. Sedangkan 
jika kami katakan, bahwa diyat tersebut wajib dibayarkan setelah 
kematiannya, maka utangnya itu dibayarkan dengan menggunakan 
diyat tersebut dan wasiatnya tidak bisa dilaksanakan.” 
Kemungkinan yang disebutkan adalah pendapat yang paling 
shahih menurutnya. 


Sedangkan jika pembunuhan tersebut menyebabkan 
wajibnya gishash, maka hukuman gishash tersebut dapat diwaris- 
kan. Berkenaan dengan orang yang mewarisinya dari kalangan ahli 
waris, maka dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Yang mewarisi itu adalah ashabah-nya 
dari kalangan laki-laki. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Az- 
Zuhri; karena gishash itu bertujuan untuk mencegah aib pada 
nasab, sehingga yang mewarisinya itu hanya dari kalangan 
ashabah, seperti halnya perwalian nikah. Apabila mereka 
melakukan gishash, maka tidak ada yang perlu dibahas lagi 
(permasalahannya sudah jelas). Sedangkan jika mereka 
memaafkan dengan menerima diyat maka diyat tersebut untuk 
seluruh ahli waris. 

Pendapat Kedua: Yang menjadi ahli waris adalah orang 
yang memiliki hubungan nasab dengannya tanpa sebab. Dengan 
demikian, maka orang yang menjadi ahli waris karena hubungan 
suami istri tidak termasuk dalam kategori ini. Pendapat ini 
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dinyatakan oleh Ibnu Syubrumah, karena gishash bertujuan untuk 
menghilangkan dendam dan permusuhan, sementara hubungan 
suami istri itu putus dengan adanya kematian. 


Pendapat Ketiga: Yang menjadi ahli warisnya adalah 
seluruh ahli waris baik yang ada hubungan nasab maupun karena 
sebab. Inilah pendapat yang di-nash oleh Asy-Syafi'i. Syaikh Abu 
Ishag Al Marwazi dan Abu Hamid Al Isfirayini tidak menyebutkan 
pendapat lainnya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah 
dan para pengikutnya dan juga dinyatakan oleh Ahmad. Hal ini 
berdasarkan sabda Nabi @, ò! 16742 yi Us Wá dam J3 yah 
KAN Vas | pe Ola "3 | peni “Barangsiapa yang setelah ini 
membunuh seseorang maka keluarga korban boleh memilih antara 
dua hal: apabila mau, maka mereka bisa membunuh pelaku 
(melakukan gishash), dan apabila mau, mereka bisa mengambil 
diyat” 

Kalimat “Ahlun (keluarga)” secara bahasa berlaku untuk 
laki-laki dan perempuan. Disamping itu gishash ditetapkan bagi 
orang yang berhak mengambil diyat Para ulama tidak berselisih 
pendapat, bahwa diyaf itu untuk seluruh ahli waris, begitu pula 
dengan gishash. 


Aisyah & meriwayatkan, bahwa Nabi & bersabda, Jt 
fa AS op Ji JAMI hji of Jadi “Keluarga korban 
boleh mencegah qishash, mulai dari yang pertama dan seterusnya, 
meskipun dia seorang perempuan.” (HR. Abu Daud dan An- 
Nasa'i) 

Abu Ubaidah berkata, “Arti “An Yanhajiu adalah 
mencegah gishash.” 
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Seandainya perempuan tidak memiliki hak dalam masalah 
gishash, tentu Nabi & tidak akan memberi hak kepadanya untuk 


mencegah gishash. 


Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki membunuh lelaki 
lainnya, lalu keluarga korban hendak menuntut gishash. Maka 
saudara perempuan korban -yang merupakan istri si pembunuh- 
mengatakan, “Aku memaafkan hakku berupa tuntutan gishash.” 
Maka Umar & berkata, “Allahu Akbar, orang ini (pelaku) telah 
bebas dari hukuman mati.” 


Cabang: Apabila pelaku memotong anggota tubuh 
seorang muslim lalu orang yang dipotong tersebut murtad lalu mati 
dalam kemurtadan, sementara kami berpendapat bahwa wajib 
dilakukan gishash pada anggota tubuh, maka siapakah yang dapat 
melakukan gishash? Menurut Asy-Syafi'i, yang melakukan gishash 
adalah keluarganya yang muslim. Akan tetapi Al Muzani 
mengkritik pendapatnya dengan mengatakan, “Bagaimana 
mungkin keluarganya melakukan gishash sedang dia tidak 
mewarisi hartanya (karena pelaku sudah murtad)?” 


Para ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam 
masalah ini. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan 
bahwa keluarganya yang muslim tidak boleh melakukan gishash, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Muzani, karena dia tidak bisa 
mewarisi hartanya. Akan tetapi yang dimaksud Asy-Syafi'i sebagai 
wali (keluarga korban) bukanlah wali yang sesuai, malainkan yang 
dimaksud adalah penguasa. Sedangkan menurut mayoritas ulama 
fikih Asy-Syafi'i, wali yang sesuai itu boleh melakukan gishash, 
karena gishash bertujuan untuk menuntut balas dan itu hanya bisa 
dilakukan oleh wali yang sesuai dan bukan penguasa. 
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Pendapat pertama merupakan pendapat yang tidak benar, 
karena gishash terkadang berlaku bagi orang yang tidak menjadi 
ahli waris, yaitu apabila seseorang dibunuh dan dia memiliki utang 
yang harus dibayar dengan menggunakan harta peninggalannya. 


Apabila kami berpendapat, bahwa penguasa yang 
melakukan gishash, maka dia boleh memilih apakah akan 
melakukan gishash atau memaafkan dengan mendapatkan diyat. 
Apabila dia memaafkan dengan mendapatkan diyat maka hal 
tersebut bisa dilakukannya. Sedangkan jika kami berpendapat, 
bahwa yang melakukan gishash adalah wali yang sesuai, apabila 
dia melakukan gishash, maka tidak ada pembicaraan lagi (sudah 
selesai): sedangkan apabila dia memaafkan dengan mendapatkan 
diyat apakah diyat tersebut berlaku? Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Syaikh 
Abu Hamid. 


Pendapat Pertama: Hukumnya tidak berlaku, karena diyat 
anggota tubuh masuk dalam diyat jiwa. Apabila diyat jiwa tidak 
wajib, maka diyat anggota tubuh juga tidak wajib. 


Pendapat Kedua: Diyafnya wajib. Inilah pendapat yang 
paling shahih, karena tindakan kriminal berlaku pada saat ada 
penjaminan, sehingga hukumnya tidak gugur dengan gugurnya 
hukum penjalaran bagian yang luka itu. Apabila kami mengatakan 
berdasarkan hal ini, berapakah diyat yang harus dibayar? Dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut 
mayoritas ulama madzhab kami, diyat yang wajib diberikan adalah 
yang paling kecil dari diyat anggota tubuh atau diyat jiwa, karena 
andaikan diyat jiwa lebih banyak dari diyat anggota tubuh, maka 
tidak wajib menambah diyat anggota tubuh, karena tambahan 
tersebut wajib dengan adanya penjalaran. Sedangkan apabila diyat 
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anggota tubuh lebih banyak, maka tidak wajib mengeluarkan 
tambahan diyat jiwa, karena apabila seseorang mati dalam 
keadaan Islam, maka dia tidak wajib memberi lebih banyak dari 
diyat orang Islam. Maka begitu pula dalam kasus ini. 


Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata, “Wajib membayar diyat 
anggota tubuh berapa pun jumlahnya, karena diyat jiwa itu wajib 
diberikan pada tempat yang bukan tempatnya diyat dan jika 
berkaitan dengan jiwa, maka hukumnya tetap wajib membayar 
diyat. Dalam kasus ini, tidak ada hukum penjalaran bagian tubuh 
yang luka, baik dalam tambahan maupun dalam kekurangan.” 
Sementara pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang 
pertama. 


Cabang: Apabila gishash itu menjadi hak anak kecil atau 
orang gila atau orang yang belum berakal, maka walinya tidak 
boleh melakukannya untuknya. Pendapat ini dinyatakan oleh 
Ahmad dan Abu Yusuf. Sedangkan menurut Malik, Abu Hanifah 
dan Muhammad, ayah dan kakek boleh melakukan gishash 
untuknya pada jiwa dan anggota tubuh, sedangkan orang yang 
diberi wasiat dan hakim boleh melakukannya kecuali pada anggota 
tubuh (seperti tangan dsb) dan jiwa. Dalil kami adalah sabda 
Nabi &, 


ken o MS et op AAA 
LAN oil 


678 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


“Maka keluarga korban boleh memilih dua hal. Apabila 
mau, maka mereka bisa melaksanakan hukuman mati, dan apabila 
mau, maka mereka bisa mengambil diyat.” 


Jadi, opsinya diberikan kepada keluarga kurban. Jika 
pelaksanaan gishash itu diserahkan kepada wali, maka opsi 
tersebut akan hilang. Disamping itu, dia tidak bisa menjatuhkan 
talak terhadap istrinya sehingga dia juga tidak bisa melakukan 
gishash untuknya pada jiwa, seperti orang yang diberi wasiat. 


Apabila hal ini telah jelas, maka si pembunuh harus ditahan 
sampai anak kecil menjadi baligh, atau orang gila menjadi sembuh, 
atau orang yang terluka menjadi sembuh, karena hal tersebut akan 
menimbulkan maslahat bagi si pembunuh, dimana dia masih diberi 
waktu hidup selama beberapa waktu dan ditunda hukuman 
matinya. Disamping itu, tindakan ini juga akan bermanfaat bagi 
keluarga korban agar si pembunuh tidak lari, sehingga 
menyebabkan hukuman gishash menjadi hilang. 


Apabila wali (keluarga) korban hendak memaafkan 
hukuman gishash dan lebih memilih diyat: jika mereka mampu 
untuk melakukan gishash, maka itu tidak dibolehkan, sedangkan 
jika mereka membutuhkan harta tersebut, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Hukumnya dibolehkan karena dia 
membutuhkan. 


Pendapat Kedua: Hukumnya tidak dibolehkan, karena dia 
tidak bisa mengambil hak gishash dengan penuh. Sedangkan 
nafkah untuknya, maka itu diambil dari Baitul Maal. 
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Apabila anak kecil atau orang gila menyerang pelaku dan 
melakukan gishash, apakah dia dianggap telah melaksanakan 
gishash? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Dia telah melaksanakan gishash, 
sebagaimana jika dia memiliki barang titipan lalu merusaknya. 


Pendapat Kedua: Dia belum melaksanakan gishash. Inilah 
pendapat yang paling shahih, karena dia belum bisa 
melakukannya. 


Apabila yang memiliki hak gishash sedang pergi, maka si 
pembunuh harus ditahan sampai orang yang sedang pergi tersebut 
datang, sebagaimana yang kami katakan jika hak gishash tersebut 
ada pada anak kecil atau orang gila. Apabila dia membunuh 
pelaku, mengapa kalian tidak mengatakan bahwa orang yang 
sedang pergi tidak ditahan karena hakim tidak memiliki hak 
perwalian atas orang yang sedang pergi? Perkara ini seperti 
kondisi jika orang yang sedang pergi itu memiliki harta yang di- 
Ghashab, dimana hakim tidak bisa menahan orang yang sedang 
pergi dan mengambil harta yang di-ghashab tersebut? 


Jawabannya adalah, bahwa gishash itu berlaku untuk orang 
yang telah meninggal dunia dan bagi hakim yang mewakili orang 
yang telah meninggal dunia. Akan tetapi kasusnya tidak demikian 
jika orang yang sedang pergi itu dirampas hartanya, karena hakim 
tidak memiliki hak perwalian terhadapnya ketika orang tersebut 
sudah berakal sehat. Kasus ini sama seperti orang yang mati 
dengan meninggalkan harta dan ahli waris yang sedang pergi, lalu 
seseorang datang dan merampas hartanya, maka penguasa bisa 
menahan orang yang merampas itu sampai orang yang sedang 
pergi datang. 
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Cabang: Apabila gishash bisa dilakukan oleh sekelompok 
orang, dimana sebagiannya hadir dan sebagian lainnya sedang 
pergi, maka orang yang hadir tidak boleh melaksanakan gishash 
tanpa seizin orang yang sedang pergi. Para ulama tidak berselisih 
pendapat dalam masalah ini. Yang mereka perselisihkan hanyalah 
gishash antara anak kecil dengan orang dewasa atau antara orang 
berakal dengan orang gila, dimana orang dewasa atau orang 
berakal itu tidak boleh melaksanakan gishash sampai anak kecil 
menjadi dewasa, orang gila menjadi waras dan memberi izin 
ekseksusi tersebut. Pendapat ini dinyatakan oleh Umar bin Abdul 
Aziz, Abu Yusuf dan Ahmad. 


Sementara menurut Malik dan Abu Hanifah, bahwa orang 
dewasa dan orang berakal boleh melaksanakan gishash sebelum 
anak kecil menjadi baligh dan orang gila menjadi waras. Hanya 
saja para ulama madzhab Abu Hanifah berselisih pendapat tentang 
siapa yang melaksanakannya. 


Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa yang 
melaksanakannya adalah dia sendiri, anak kecil dan orang gila. 
Ada pula yang mengatakan bahwa yang melaksanakannya dia 
sendiri, sementara hak anak kecil dan orang gila itu menjadi gugur. 
Dalil kami adalah bahwa gishash dapat diwariskan sehingga 
pelaksanaannya tidak boleh dikhususkan pada orang tertentu saja 
dari sebagian ahli waris, sebagaimana yang berlaku pada orang 
yang hadir dan orang yang sedang pergi. 

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka si pembunuh ditahan 
sampai anak kecil menjadi baligh dan orang gila menjadi waras. 
Muawiyah pemah menahan Hudbah bin Khasyram dalam kasus 
gishash sampai putra korban yang tewas menjadi baligh. Peristiwa 
ini terjadi pada masa sahabat dan tidak ada seorang pun yang 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 681 


mengingkarinya. Al Hasan, Al Husain dan Sa'id bin Al Ash pernah 
memberikan tujuh diyat kepada putra korban pembunuhan tetapi 
dia tidak mau menerimanya. 


Apabila ditanyakan, “Mengapa dia tidak dibebaskan 
sebagaimana dibebaskannya orang yang tidak mampu membayar 
utang?” 


Kami jawab: Karena jika pelaku pembunuhan itu 
dibebaskan, maka gishash tidak bisa dilaksanakan. Disamping itu, 
dikhawatirkan dia akan melarikan diri. Sedangkan perbedaan 
antara dia dengan orang yang tidak mampu membayar utang 
adalah sebagai berikut: 


1- Membayar utang tidak wajib dilakukan apabila orang yang 
berutang tidak mampu membayarnya, sehingga dia tidak 
ditahan atas sesuatu yang tidak wajib atasnya, sementara 
gishash hukumnya wajib dan yang belum bisa dilakukan 
adalah eksekusinya. 


2- Orang yang tidak mampu membayar utang apabila 
ditahan akan menyebabkannya tidak bekerja mencari 
nafkah untuk membayar utangnya. Jadi, penahanan 
tersebut tidak bermanfaat, bahkan akan merugikan kedua 
belah pihak. Hak keluarga korban bahkan akan lenyap 
dengan melepaskannya, bukan dengan menahannya. 


3- Pelaku pembunuhan wajib dihukum mati (gishasA). Ini 
adalah tindakan melenyapkan dirinya dan manfaatnya. 
Apabila tidak bisa melenyapkan dirinya, maka dibolehkan 
melenyapkan manfaatnya jika itu dimungkinkan. Apabila 
ada ulama yang mengatakan: Mengapa dia ditahan karena 
keluarga korban pergi dan hakim tidak bisa menjadi wali 
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keluarga korban meskipun dia telah mukallaf lagi berakal 
sehat? Sehingga jika sebagian hartanya dirampas, maka 
Kami katakan: Orshash adalah hak bagi korban yang telah 
mati, dan hakim juga memiliki hak perwalian. Oleh karena 
utangnya dibayarkan dengan menggunakan diyat. Kasus 
yang sama adalah, jika sang hakim menemukan harta 
peninggalan si mayit pada seseorang yang dirampas 
olehnya, sementara ahli warisnya sedang pergi, maka 
dalam kondisi tersebut hakim boleh mengambilnya. 


Apabila gishash berlaku untuk orang yang anggota 
tubuhnya masih hidup, maka tidak akan ada yang 
mencegah hukuman tersebut. Apabila si pembunuh 
mempunyai orang yang menjamin dirinya agar dia dapat 
dibebaskan, maka hukumnya tidak dibolehkan, karena 
manfaatnya adalah mengambil hak dengan penuh dari 
orang yang menjamin di saat orang yang dijamin itu tidak 
bisa dihadirkan. 


gishash lenyap. 

Apabila gishash wajib dilakukan dalam kasus pembunuhan, 
dimana korban tidak memiliki ahli waris selain orang-orang Islam, 
maka gishashrnya dilakukan oleh penguasa, karena dia adalah 
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wakil bagi mereka. Apabila ada orang yang mewarisi sebagiannya, 
sementara kaum muslimin mewarisi sisanya, maka yang 
melakukan hukuman gishash adalah penguasa dan ahli waris. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila seorang 
laki-laki tewas dibunuh dan dia memiliki dua orang yang 
bisa melakukan gishash, lalu salah satu dari keduanya 
membunuh pelaku (si pembunuh) tanpa seizin saudara 
lainnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Dia tidak wajib di-gishash. 
Inilah pendapat yang benar. Alasannya adalah, karena 
dia berhak membunuh si pelaku, sehingga dia tidak 
wajib di-gishash, sebagaimana hukuman had yang tidak 
wajib diterapkan pada salah satu dari dua orang yang 
bersama-sama menyetubuhi budak perempuan yang 
merupakan milik bersama. 


Pendapat Kedua: Dia wajib di-gishash, karena dia 
telah melakukan gishash lebih banyak dari haknya, 
sehingga wajib di-gishash, seperti halnya jika dia wajib 
melakukan gishash pada anggota tubuh si pelaku lalu 
dia membunuhnya. Disamping itu, gishash wajib 
dilakukan karena kasus pembunuhan yang tidak ada 
syubhat-nya. Oleh karena itu, gishash itu wajib 
dilakukan oleh masing-masing dari dua sekutu. Apabila 
dia membunuh sebagian jiwa dan sebagian lainnya yang 
merupakan hak saudaranya yang tidak ada syubhat di 
dalamnya, maka dia wajib di-gishash karena 
pembunuhan tersebut. 
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Apabila salah satu dari keduanya memaafkan 
haknya yang berupa gishash, lalu pihak yang satunya 
membunuh pelaku setelah dia mengetahui bahwa 
saudaranya telah memaafkannya, maka harus ditinjau 
terlebih dahulu: apabila hal tersebut terjadi setelah 
keputusan hakim yang menggugurkan gishash dari 
pelaku, maka dia wajib dihukum gishash, karena tidak 
ada syubhat lagi dalam kasus ini. Sedangkan apabila hal 
tersebut terjadi sebelum keputusan hakim yang 
menggugurkan gishash dari pelaku, apabila kami 
katakan bahwa dia wajib di-gishash ketika membunuh- 
nya sebelum ada ampunan, maka tentunya dia lebih 
wajib di-gishash jika membunuhnya setelah adanya 
ampunan. 

'Apabila kami mengatakan, bahwa pelaku 
pembunuhan tersebut tidak wajib dimaafkan, maka 
berkenaan dengan hukum setelah ada ampunan, ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash, 
karena dia tidak berhak membunuhnya. Jadi, hukumnya 
seperti pelaku yang telah dimaafkan, lalu salah satu dari 
kedua orang itu membunuhnya. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib di-gishash, 
karena menurut madzhab Malik dia wajib di-gishash 
setelah adanya ampunan dari sekutunya, sehingga hal 
ini masih bersifat syubhat dalam hal gugurnya gishash. 

Jika kami katakan, bahwa gishash wajib diterap- 
kan pada putra si pembunuh, maka diyat ayah diambil 
dari harta peninggalan si pembunuhnya, dimana 
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separuhnya untuk saudara yang tidak membunuh dan 
separuhnya lagi untuk saudara si pembunuh dan ahli 
waris setelahnya. Namun jika kami katakan, bahwa 
gishash tidak wajib diterapkan pada putra si pembunuh, 
maka dia wajib mengeluarkan separuh diyat korban 
yang terbunuh, karena orang tersebut telah membunuh- 
nya padahal dia hanya berhak atas separuh jiwa, 
sementara saudara yang tidak membunuh itu mendapat- 
kan separuh diyat. 


Berkenaan dengan -orang yang wajib membayar 
diyat, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Pendapat Pertama: Yang wajib membayarnya 
adalah putra si pembunuh, karena jiwa si pembunuh 
menjadi hak keduanya (untuk di-gishash). Apabila salah 
satu merusaknya, maka hak orang yang satunya lagi 
harus dijamin, seperti halnya jika keduanya itu memiliki 
barang titipan pada seseorang lalu dirusak oleh salah 
satu dari keduanya. Berdasarkan hal ini, apabila putra 
korban tidak membunuh ahli waris pembunuh ayahnya, 
berarti dia membebaskan separuh diyat itu, maka 
hukumnya tidak sah, karena dia membebaskan orang 
yang tidak berhak membebaskannya. Sementara jika 
dia membebaskan saudaranya, maka hukumnya sah, 
karena dia membebaskan orang yang memang berhak 
dibebaskan. 


Pendapat Kedua: Diyat-nya wajib dibayar dengan 
menggunakan harta peninggalan pembunuh ayahnya, 
karena itu adalah gishash yang gugur dengan adanya 
diyat, sehingga harus dibayarkan dengan menggunakan 
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harta peninggalan si pembunuh, sebagaimana jika dia 
bunuh orang asing. 


Ini berbeda dengan barang titipan yang apabila 
dirusak orang asing, maka haknya harus dikembalikan. 
Apabila pembunuh dibunuh orang lain, maka haknya 
tidak diberikan kepadanya. Berdasarkan hal ini, apabila 
seseorang membebaskan saudaranya, maka hukumnya 
tidak sah, sementara apabila dia membebaskan ahli 
waris dari pembunuh ayahnya, maka hukumnya sah, 
kemudian ahli waris dari pembunuh ayah bisa menuntut 
separuh diyat kepada putra si pembunuh, karena hal 
tersebut wajib diberikan oleh mereka kepadanya dan 
tidak gugur meskipun mereka membebaskan putra 
orang lain. 


Penjelasan: 


Apabila seorang laki-laki dibunuh dan dia memiliki dua 
saudara laki-laki dan dua putra yang berhak melakukan gishash, 
maka keduanya tidak bisa melakukan gishash secara bersama- 
sama, karena hal tersebut akan menyiksa si pembunuh. Dalam hal 
ini, dia bisa mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan 
gishash bagi keduanya, atau salah satu dari keduanya mewakilkan 
kepada orang lain dalam pelaksanaannya. 

Apabila masing-masing dari keduanya meminta agar bisa 
mewakilkan kepada orang lain, maka harus diundi terlebih dahulu, 
karena tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya. 
Apabila undian keluar untuk salah satunya maka pihak yang 
satunya lagi bisa menunjuk orang lain sebagai wakilnya. Apabila 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadedzab || 687 


salah satu dari keduanya langsung membunuh pelaku tanpa seizin 
saudaranya, maka harus ditinjau terlebih dahulu: apabila orang 
yang tidak membunuh tidak memaafkan haknya yang berupa 
gishash, maka apakah orang yang membunuhnya (salah satu dari 
keduanya) wajib dihukum gishash? Dalam hal ini, ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Dia wajib dihukum gishash, karena dia 
dilarang membunuh sang pelaku. Pembunuhan tersebut hanya 
wajib baginya dengan merusak sebagian jiwa pelaku, seperti 
halnya jika sekelompok orang membunuh satu orang. 


Pendapat Kedua: Dia tidak wajib dihukum gishash. 
Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad. Inilah 
pendapat yang paling benar, karena dia berhak membunuhnya, 
sehingga tidak wajib dihukum gishash, seperti halnya jika dua 
sekutu menyetubuhi budak perempuan yang dimiliki bersama. 


Apabila dia membunuhnya (pelaku) setelah saudaranya 
memaafkan gishash dari pelaku, maka harus ditinjau terlebih 
dahulu: apabila hakim telah memutuskan, bahwa hak gishash itu 
gugur, maka gishash itu wajib diterapkan pada saudara yang 
membunuh tersebut, demikianlah menurut satu pendapat yang 

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Baik orang yang membunuh- 
nya itu mengetahui hal tersebut atau tidak, karena dengan 
keputusan hakim, syubhafnya menjadi hilang dan pelaku haram 
itu dibunuh. Kasus ini sama seperti kasus orang yang membunuh 
(melakukan gishas/) selain pembunuh.” 


Apabila pembunuhan tersebut terjadi setelah saudaranya 
memaafkan pelaku dan sebelum hakim menjatuhkan keputusan 
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bahwa hukuman gishas#rnya gugur, maka harus ditinjau terlebih 
dahulu: apabila yang membunuh itu tidak mengetahui bahwa 
saudaranya telah memaafkan pelaku, maka apakah dia wajib 
dihukum gishash? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syaffi, 
seperti halnya jika saudaranya itu tidak memaafkan pelaku dari 
hukuman gishash. 


Syaikh Al Imam Abu Hamid berkata, “Yang paling benar 
dalam kasus tersebut adalah, bahwa dia tidak wajib dihukum 
gishash.” Akan tetapi yang paling shahih dalam kasus ini adalah, 
bahwa dia wajib dihukum gishash. Apabila dia membunuhnya 
setelah mengetahui, bahwa saudaranya itu telah memaafkan 
pelaku. Apabila kami katakan bahwa dia wajib dihukum gishash 
ketika saudaranya tidak memaafkan pelaku, maka dalam kasus ini 
lebih utama. Meskipun dalam kasus yang lain, apabila kami 
katakan bahwa dia tidak wajib dihukum gishash, karena menurut 
pendapat Malik, hukuman gishash itu tidak gugur. Demikianlah 
yang diuraikan oleh Asy-Syirazi. Akan tetapi kami menyelisihi 
Malik tentang tidak gugurnya hukuman gishash, karena para 
ulama sepakat, bahwa dibolehkan memaafkan pelaku dari 
hukuman gishash dan itulah yang lebih utama, berdasarkan apa 
yang tertera dalam Al Qur'an dan Sunnah. Karena Allah & 
berfirman, 


r Sorre GP g » MPI 9er 
» 


NIS sana E 38 Oei aa Ga a sA) RE yan 


“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari 
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara 
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yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'al) membayar (diyat) 
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)” (Os. Al 
Bagarah (2): 178). 


Juga berdasarkan firman Allah &, 


. LG 


4 VUE a KI ia 


“Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.” (Qs. Al 
Maa 'idah [5]: 45). 


Ada ulama yang mengatakan, bahwa tafsir ayat ini adalah, 
gishash itu merupakan kafarah (penebus dosa) bagi pelaku karena 
orang yang berhak melakukan gishash memaafkannya. Ada juga 
ulama yang menafsirkan, bahwa gishash itu merupakan kafarah 
bagi orang yang memaafkan sebagai sedekah baginya. 


Sedangkan dalil dari Sunnah adalah hadits yang terdapat 
dalam Sunan Abi Daud dari Anas bahwa dia berkata, “Aku tidak 
pernah melihat Rasulullah Æ mendapat laporan kasus yang ada 
gishash-nya kecuali beliau menyuruh (keluarga korban) agar 
memaafkan (pelakunya).” 


@ishash adalah hak seluruh ahli waris baik yang ada 
hubungan nasab atau hubungan sebab, laki-laki maupun 
perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Barangsiapa di 
antara mereka yang memaafkan, maka hukumnya sah dan 
gishash-nya itu gugur, dimana tidak ada seorang pun yang bisa 
menentangnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha‘, An-Nakha'i, 
Al Hakam, Hammad, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Ahmad. 
Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Thawus dan Asy-Sya'bi 
Sedangkan menurut Al Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, Ibnu 
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Syubrumah, Al-Laits dan Al Auza'i, perempuan tidak bisa 
memaafkan gishash. Pendapat masyhur tentang hal ini adalah, 
bahwa gishash itu diwariskan kepada para ashabah saja. Ini 
adalah salah satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Alasannya 
adalah, karena gishash itu diterapkan untuk mencegah aib, 
sehingga hanya khusus berlaku bagi ashabah, seperti perwalian 
dalam nikah. 


Ada juga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang ketiga, yaitu 
bahwa gishash itu berlaku bagi orang-orang yang memiliki 
hubungan nasab selain suami istri, ini berdasarkan hadits Abu 
Syuraih Al Ka'bi, “Maka keluarga korban boleh memilih antara 
dua hal ....” 


Sebagian ulama Madinah berpendapat, bahwa gishash tidak 
gugur dengan adanya ampunan sebagian sekutu (yang bersekutu 
dalam gishash). Ada pula yang mengatakan, bahwa pendapat ini 
diriwayatkan dari Malik. Alasannya adalah, karena hak selain 
orang yang memaafkan itu boleh untuk tidak rela (tidak setujui) 
meskipun ada yang menggugurkannya. Terkadang jiwa dibalas 
dengan sebagian jiwa dengan alasan, bahwa sekelompok orang itu 
dibunuh karena membunuh satu orang lainnya. 

Setelah menjelaskan masalah ini dengan detail, maka kami 
katakan, “Berdasarkan pendapat sebagian ulama Madinah, gishash 
tidak gugur meskipun ada salah satu sekutu yang memaafkannya, 
karena hal tersebut menimbulkan syubhat sehingga gishash itu 
tidak gugur.” Demikianlah yang dinyatakan oleh Syaikh Abu 
Hamid. 

Al Mas'udi berkata, “Apabila dia (salah satu dari dua 
saudara) membunuh pelaku sebelum saudaranya memaafkan, 
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apakah dia wajib di-gishash? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i. 


Apabila kami katakan, bahwa dia tidak wajib di-gishash, 
maka dalam hal ini ada dua alasan: 


Alasan Pertama: Karena para ulama berselisih pendapat 
tentang siapa yang melaksanakan gishash dari keduanya: 


Alasan Kedua: Karena haknya adalah melakukan gishash. 
Sedangkan jika dia membunuhnya setelah para saudaranya 
memaafkan dan dia mengetahui hal tersebut: jika kami katakan, 
bahwa hukumnya itu tidak wajib, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i. Apabila kami katakan, bahwa alasannya 
adalah karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, 
maka tidak ada gishash padanya, sebab ada perselisihan pendapat 
di dalam perkara itu. Namun jika kami katakan, bahwa alasannya 
karena haknya dalam mendapatkan hukuman gishash itu wajib, 
maka dia wajib di-gishash. 


Apabila dia membunuh pelaku tersebut, karena tidak tahu 
bahwa saudaranya telah memaafkan: apabila kami katakan bahwa 
dia tidak wajib di-gishash ketika dia mengetahuinya, maka dalam 
kasus ini lebih tidak wajib lagi. Sedangkan jika kami katakan, 
bahwa si pembunuh itu wajib dibunuh, maka keluarga korbanlah 
yang melakukan gishash. Apabila dia telah membunuh orang itu, 
maka diyat korban pertama dibayarkan dengan menggunakan 
harta peninggalan pembunuh pertama, dimana separuhnya untuk 
saudara yang tidak membunuh dan separuhnya lagi untuk ahli 
warisnya saudara yang dibunuh. 


Jika kami katakan, bahwa gishash itu tidak wajib atas 
saudara si pembunuh, maka orang yang membunuh (dari dua 
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bersaudara) telah mengambil haknya dan tinggal tersisa hak 
saudaranya. Karena saudara tersebut (yang tidak membunuh) tidak 
bisa melakukan gishash, maka dia mendapat separuh diyat 
ayahnya. Lalu kepada siapakah diyat tersebut diminta? Dalam hal 
ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. | 


Pendapat Pertama: Diyat itu diminta kepada saudaranya 
yang membunuh, karena jiwa dari pembunuh ayahnya menjadi 
hak keduanya seperti titipan lalu salah satu dari kedua saudara 
merusaknya. Berdasarkan hal ini; apabila saudaranya 
membebaskan gishash, maka hukumnya sah. Sedangkan apabila 
yang membebaskan gishash itu adalah pembunuh ayahnya, maka 
hukumnya tidak sah. 


Pendapat Kedua: Diyatitu diminta dengan mengambil harta 
peninggalan si pembunuh ayahnya, karena gishash tersebut telah 
gugur dengan adanya diyat, sehingga diyatnya itu diambil dari 
harta peninggalan si pembunuh ayahnya, seperti halnya jika dia 
dibunuh orang lain. Ini berbeda dengan barang titipan yang jika 
dirusak orang lain keduanya boleh menuntut ganti ruginya, 
sementara dalam kasus ini apabila dia dibunuh orang lain , maka 
keduanya tidak bisa menuntut apa-apa. 


Berdasarkan hal ini, apabila dia membebaskan saudaranya, 
maka pembebasannya itu tidak sah. Sedangkan apabila dia 
membebaskan pembunuh ayahnya, maka hukumnya sah, dan ahli 
waris dari pembunuh ayah bisa menuntut separuh diyat kepada si 
pembunuh, karena dia tidak berhak melakukan gishash kecuali 
separuhnya saja. Di antara ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, “Mereka tidak boleh menuntut apapun kepada 
saudara yang membunuh, karena mereka tidak membayar 
dendanya.” 
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Akan tetapi pendapat ini tidak perlu dipermasalahkan, 
karena pada dasarnya hak tersebut tetap ada pada mereka dan 
juga berlaku bagi si pembunuh. Apabila diyat itu gugur dari 
mereka, maka diyat itu tidak gugur dari ahli waris dengan cara 
mengambil harta peninggalannya. Pendapat lainnya mengatakan, 
bahwa diyat itu diberikan kepada orang yang memiliki hak gishash, 
seperti halnya jika orang yang dijadikan jaminan itu terbunuh, 
maka diyatnya juga dijadikan jaminan. Apabila ahli warisnya 
memaafkan gishash dengan mendapat diyat maka diyatnya itu 
untuk ahli waris menurut pendapat madzhab yang shahih, dan juga 
merupakan hak orang yang harus meng-gishash. Apabila gishash 
itu wajib diterapkan pada seseorang, lalu dia dibunuh orang lain 
(selain yang berhak melakukan gishash), maka orang tersebut wajib 
di-gishash karena dia tidak menangkapnya untuk diberikan kepada 
ahli waris korban. 


Apabila dua saudara tersebut sama-sama memaafkan 
pelaku, lalu keduanya mencabut kembali ampunan tersebut, 
kemudian membunuh pelaku atau salah satunya memaafkan, lalu 
dia menarik kembali ampunannya tersebut dan kemudian 
membunuhnya, maka dia wajib dihukum gishash menurut satu 
pendapat yang telah disepakati oleh para ulama, karena orang 
berakal itu tidak bisa melanjutkan haknya lagi setelah memaafkan. 
Jadi, hukumnya seperti orang yang membunuh orang lain. Apabila 
gishashnya dilakukan oleh sekelompok orang, lalu mereka 
berselisih pendapat tentang siapa yang akan melakukannya di 
antara mereka, maka harus diundi terlebih dahulu. Lalu apakah 
orang yang tidak bisa melakukannya bisa ikut dalam undian? 
Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang 
diriwayatkan dalam A/ Uddah. 
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Pendapat Pertama: Dia tidak masuk dalam undian tersebut 
karena tidak ada manfaatnya. 


Pendapat Kedua: Dia masuk dalam undian tersebut karena 
boleh mewakilkan kepada orang yang dikehendakinya. Apabila 
undian itu keluar untuk salah seorang dari mereka, maka dia tidak 
bisa melakukan gishash kecuali jika orang-orang lainnya itu 
mewakilkan kepadanya. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Tidak boleh 
melakukan gishash kecuali di hadapan penguasa, 
karena dia membutuhkan ijtihad. Disamping itu, 
dikhawatirkan akan terjadi ketidak adilan meskipun 
tujuannya untuk menuntut balas (jika itu tidak dilakukan 
di hadapan penguasa). 


Apabila gishash itu dilakukan tidak di hadapan 
penguasa, maka pelakunya bisa dihukum ta'zir. Akan 
tetapi, sebagian ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, bahwa dia tidak dihukum fa zir, karena dia 
hanya menjalankan kewajibannya. 

Sementara pendapat yang di-nash oleh Asy- 
Syafi'i menyatakan, bahwa dia dihukum fa'zir, karena 
dia melakukan gishash tidak di hadapan penguasa. 

Disunahkan agar eksekusi gishash itu dilakukan di 
hadapan dua saksi, agar (keluarga) korban tidak 
mengingkari eksekusi tersebut. Hendaknya penguasa 
memeriksa alat yang digunakan untuk melakukan 
gishash: apabila alatnya tumpul (tidak tajam), maka 
orang tersebut (eksekutor) dilarang melakukan gishash. 
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Hal ini berdasarkan riwayat Syaddad bin Aus Æ, bahwa 
Nabi & bersabda, 435 58 145 JS IS Oei SU 
Hg Waka SA Lady KAN Near Kis y AA 

w> “Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik 


kepada segala sesuatu. Oleh karena itu, apabila kalian 
membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik 
dan apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah 
dengan cara yang baik. Hendaklah kalian dalam 
penyembelihan itu menajamkan mata pisaunya, agar 
tidak menyakiti hewan yang disembelih.” 


Apabila alat yang digunakan itu mengandung 
racun, maka eksekutor harus dilarang melakukan 
gishash, karena alat tersebut akan merusak tubuh, dan 
dia juga dilarang membersihkannya. Apabila dia buru- 
buru melakukan gishash dengan alat tumpul atau alat 
yang mengandung racun, maka dia harus dihukum 
ta'zir. 

Apabila orang yang berhak melakukan qishash itu 
minta agar melakukannya sendiri; Jika qishash-nya 
pada anggota tubuh (seperti tangan dsb), maka itu tidak 
dibolehkan dilakukan, karena dikhawatirkan dia akan 
berbuat melampaui batas meskipun tujuannya hendak 
menuntut balas. Sedangkan jika qishash-nya itu pada 
jiwa (dengan membunuh); jika dia dapat melakukannya 
dengan sempurna dan penuh kekuatan, sehingga 
perkara ini dibolehkan baginya. Hal ini berdasarkan 


ee or 22 


firman Allah 8, S6 GLE LIP CG i GAE IS 01 
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ea KAI dat 8 ó “Dan barangsiapa 
dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya kami telah 
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi 
janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam 
membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang 
mendapat pertolongan.” (Qs. Al Isra” (171: 33). Juga 
berdasarkan sabda Nabi &, ge IS ya al M3 baa Já ia 


AA sif PAi BA já | pek öl “Maka barangsiapa yang 


setelah ini membunuh orang lain maka keluarga korban 
boleh memilih dua hal. Apabila mau, maka mereka 
bisa melaksanakan hukuman mati, dan apabila mau, 
mereka bisa mengambil diyat.” 


Disamping itu, tujuan qishash itu adalah untuk 
menuntut balas dan melampiaskan kemarahan, 
sehingga dia dibolehkan melakukannya. 


Sedangkan jika dia tidak bisa melakukannya 
dengan baik, maka dia harus disuruh untuk 
mewakilkannya kepada orang lain. Apabila tidak 
ditemukan orang yang mau melakukan tanpa bayaran, 
maka dia bisa menyewa seseorang untuk melakukannya 
karena hal tersebut bermanfaat baginya. Atau dia 
memiliki biaya untuk membayarnya tetapi ada 
kebutuhan yang lebih penting, maka dalam kondisi 
demikian yang wajib membayarnya adalah orang yang 
melakukan qishash itu, karena hak tersebut ada 
padanya, sehingga biayanya pun ditanggung olehnya, 
ini sama seperti orang yang menjual sesuatu dengan 
menggunakan takaran makanan yang dijual. 
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Apabila orang yang melakukannya mengatakan, 
“Aku akan melakukan gishash sendiri dan tidak akan 
membayar ongkos,” maka dia tidak boleh dipaksa untuk 
melakukannya, karena gishash itu bertujuan untuk 
menghukum dengan hukuman yang sepadan. 
Disamping itu, orang yang wajib memberikan hak 
kepada orang lain itu tidak boleh menjadi orang yang 
melakukannya, ini sama seperti orang yang menjual 
dalam takaran makanan yang dijual. 


Apabila gishash dilakukan oleh sekelompok orang 
dan mereka semua bisa melakukannya, akan tetapi 
mereka berselisih pendapat, maka harus diadakan 
undian, karena mereka tidak berkumpul (bersama-sama) 
dalam melakukan gishash sebab akan berdampak 
menyiksa pelaku. Disamping itu, tidak ada 
keistimewaan antara yang satu dengan lainnya, 
sehingga harus ada yang diprioritaskan dengan undian. 


Pasal: Apabila gishash itu wajib dilakukan 
terhadap perempuan yang sedang hamil, maka dia 
tidak boleh di-gishash sampai dia melahirkan. Hal ini 
berdasarkan firman Allah &, 2 Be AE 33 ny 


.. 


SEN 5 oi Yo CL. “Dan barangsiapa dibunuh secara 


zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi 
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli 
waris itu melampaui batas dalam membunuh.” (Os. Al 
Israa' (171: 33). 
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Apabila perempuan hamil dibunuh, maka ini 
merupakan tindakan yang melampaui batas, karena 
eksekutornya akan membunuh orang yang membunuh 
dan orang yang tidak membunuh (bayi dalam 
kandungan). Imran bin Al Hushain & meriwayatkan 
bahwa seorang perempuan Juhainah menemui Nabi & 
lalu mengatakan bahwa dia telah berzina dalam keadaan 
sedang hamil. Maka Nabi memanggil keluarga 
perempuan tersebut dan bersabda kepadanya, 56 wi yaa 
(3 Lx) “Perlakukanlah dia dengan baik. Apabila dia 
telah melahirkan, bawa dia kemari!.” Setelah perempuan 
tersebut melahirkan, dia pun dibawa kepada Nabi &, lalu 
Nabi menyuruh agar dia dirajam, setelah itu beliau 
menyuruh para sahabat agar menshalatinya.” 


Apabila perempuan hamil melahirkan, maka dia 
tidak boleh langsung dihukum mati sampai dia 
menyusui anaknya terlebih dahulu, karena anaknya 
tidak bisa hidup tanpa ASi-nya. Apabila tidak ada 
perempuan lain yang mau menyusui anaknya maka dia 
tidak boleh dihukum mati sampai dia menyusui anaknya 
selama dua tahun penuh, karena Nabi @ pernah 
bersabda kepada Al Amiriyyah, 422 & $3! “Pergilah 
dan susuilah anakmu!.” Disamping itu apabila eksekusi 
mati ditunda untuk menjaga bayi dalam kandungannya, 
maka tentunya menjaga bayi tersebut setelah lahir lebih 
ditunda lagi. 


Apabila ada perempuan yang mau menyusui 
anaknya secara rutin, maka dia (yang harus dirajam) 
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boleh dihukum gishash, karena bayi tersebut tidak 
membutuhkan ibunya lagi. Sedangkan jika ada 
perempuan yang mau menyusui tetapi tidak rutin atau 
ada binatang yang bisa diambil air susunya untuk 
diberikan kepada bayi tersebut, maka dianjurkan agar 
keluarga korban tidak meng-gishash-nya sampai dia 
(perempuan yang harus dirajam) menyusui anaknya: 
karena susunya berbeda juga memberi minum dengan 
susu binatang akan merusak tabiat si bayi. 


Apabila keluarga korban tidak bisa bersabar, 
maka perempuan tersebut bisa di-gishash, karena si 
bayi itu bisa hidup dengan susu yang bermacam-macam 
dan susu binatang. Apabila perempuan tersebut 
mengaku hamil, maka menurut Asy-Syafi'i, dia harus 
ditahan sampai terbukti kondisi yang sebenarnya. 


Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam 
masalah ini. Menurut Abu Sa'id Al Isthakhri, dia tidak 
boleh ditahan sampai ada empat perempuan yang 
bersaksi bahwa dia hamil, karena gishash itu wajib 
dilakukan sehingga tidak boleh ditunda karena 
ucapannya. Sedangkan menurut mayoritas ulama 
madzhab kami, dia ditahan karena ucapannya, sebab 
kehamilan dan darah lah yang membuktikannya atau 
tanda lainnya yang tidak bisa dibuktikan dengan saksi, 
sehingga ucapannya itu bisa diterima. 


Penjelasan: 
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Hadits Syaddad bin Aus diriwayatkan oleh Muslim dalam 
pembahasan hewan sembelihan (kurban) dari Abu Bakar bin Abi 
Syaibah: Abu Daud dalam pembahasan hewan sembelihan dari 
Muslim bin Ibrahim, At-Tirmidzi dalam pembahasan diyat dari 
Ahmad bin Mani: An-Nasai dalam pembahasan hewan 
sembelihan dari Ali bin Hujr; Al Husain bin Harb, Muhammad bin 
Abdullah bin Buzaigh, Muhammad bin Nafi' dan Ibrahim bin 
Ya'qub; Ibnu Majah dalam pembahasan hewan sembelihan dari 
Muhammad bin Al Mutsanna: Ahmad dalam Musnadnya juz 2 hal 
108, dan juga disebutkan dalam Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi 
hadits no. 1119. 


Sedangkan hadits Imran bin Al Hushain, itu diriwayatkan 
oleh Muslim dalam pembahasan hudud dari Abu Ghassan Malik 
bin Abdul Wahid Al Masma'i: Abu Daud dalam pembahasan 
hudud dari Muslim bin Ibrahim, At-Tirmidzi pembahasan hudud 
dari Al Hasan bin Ali; An-Nasa'i dalam pembahasan jenazah dari 
Ismail bin Mas'ud, dan Ibnu Majah dalam pembahasan hudud dari 
Al Abbas bin Utsman. Sedangkan hadits Al Amiriyyah, telah 
disebutkan dalam pembahasan menyusui. 


Hukum: Orang yang wajib dihukum gishash tidak boleh di- 
gishash tanpa seizin penguasa dan tanpa kehadirannya, karena 
para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya gishash dalam 
beberapa tempat. Apabila kami katakan, bahwa dia wajib di- 
gishash tanpa seizin penguasa, maka dikhawatirkan eksekutor 
akan melakukan gishash terhadap orang yang tidak berlaku di- 
gishash. Apabila eksekutor menentang dan tetap melakukan 
gishash tanpa seizin penguasa, maka dia telah menjalankan 
tugasnya. 
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Sedangkan menurut Asy-Syafi'i Æ, dia hanya dihukum 
ta'zir dan tidak mendapat sanksi apa-apa. Pendapat ini juga 
dinyatakan oleh Ahmad. Di antara ulama madzhab kami, ada juga 
yang berpendapat, bahwa dia tidak dihukum fa zir karena dia telah 
menjalankan tugasnya. Akan tetapi pendapat yang paling shahih 
adalah pendapat pertama, karena dia melakukannya tanpa seizin 
penguasa. 


Dianjurkan agar eskekusi gishash dihadiri dua saksi supaya 
orang yang hendak di-gishash tidak mengingkari eksekusi tersebut. 
Apabila gishash dilakukan tanpa dihadiri dua saksi, maka 
hukumnya diperbolehkan, karena itu adalah kewajiban yang harus 
dilaksanakan dimana tidak ada syarat harus dihadiri dua saksi 
seperti halnya dalam kasus utang. Kemudian penguasa harus 
meneliti alat yang digunakan untuk melakukan eksekusi. Apabila 
alatnya tumpul, maka dia harus melarangnya, berdasarkan sabda 
Nabi $, 


EA o3 o £ o AS auia 
AKA Py a 56 


“Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik.” 


Apabila hukuman gishash tetap dilaksanakan (dengan 
menggunakan benda tumpul), maka dia telah keliru tetapi tidak 
dihukum ża Zir. 

Apabila eksekutor hendak melakukan gishash dengan 
menggunakan alat beracun, maka menurut Syaikh Abu Hamid, dia 
harus dilarang, baik gishash pada anggota tubuh maupun pada 
jiwa, karena jika gishash-nya itu dilakukan pada anggota tubuh, 
maka akan menjalar ke anggota tubuh lainnya. Sedangkan jika 
gishash-nya pada jiwa, maka akan mememarkan tubuhnya dan 
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menyebabkan tubuhnya tersebut tidak boleh dimandikan. Apabila 
dia menentang dan tetap melakukan gishash dengan 
menggunakan alat beracun, maka dia harus dihukum fa Zir. 


Al @affal berkata, “Apabila gishashnya pada anggota 
tubuh, maka dia harus dilarang, sedangkan jika gishashrnya itu 
pada jiwa, maka tidak perlu dilarang. Apabila gishash pada 
anggota tubuh dilakukan dengan menggunakan alat tumpul dan 
menular pada jiwa (menyebabkan kematian), maka orang yang 
melakukan gishash itu wajib membayar separuh diyat karena 
orang yang di-gishash itu tewas disebabkan hal yang mubah dan 
terlarang.” 


Cabang: Apabila orang yang wajib melakukan gishash 
meminta agar dia melakukan gishash sendiri, apabila gishash-nya 
pada jiwa dan dia bisa melakukannya dengan baik, maka penguasa 


boleh mengizinkan untuk melakukannya. Hal ini berdasarkan 
firman Allah &, 


Ar 


K LE aag D D GA IS 0 


“Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka 
sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli 
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam 
membunuh.” (Os. Al Isra” (17): 33). 


Juga berdasarkan sabda Nabi $, 
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3 an r or sfo Td ae ea 3-0. OA nd 
Ol lu oa Aa IG okay J ya 
r r 


2 Ka 


[#2 E E P So Na 
BI | a4 Pan Ol a pa | g> 
“Barangsiapa yang setelah ini membunuh seseorang maka 
keluarga korban boleh memilih antara dua hal. Apabila mereka 


mau, maka mereka bisa membunuh pelaku (melakukan gishash), 
dan apabila mau, mereka juga bisa mengambil diyat” 


Apabila dia tidak bisa melakukannya dengan baik, maka dia 
bisa mewakilkannya kepada orang lain. Apabila tidak ada orang 
yang mau mewakilinya dengan sukarela tanpa bayaran, maka dia 
bisa menyewa seseorang untuk melakukannya dengan bayaran. 


Abu Hanifah berkata, “Tidak sah menyewa seseorang 
untuk melakukan gishash pada jiwa, sedangkan untuk anggota 
tubuh hukumnya sah.” 


Sedangkan dalil kami adalah bahwa itu merupakan 
pekerjaan yang diketahui dengan jelas, sehingga sah boleh 
menyewa orang lain untuk melakukannya, ini sama seperti gishsah 
pada anggota tubuh (seperti tangan, kaki dsb). 


Apabila gishash-nya pada anggota tubuh, maka menurut 
ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad, keluarga 
korban tidak bisa melakukannya sendiri dan harus menyerahkan 
kepada orang lain, karena gishash pada anggota tubuh harus 
ekstra hati-hati agar tidak melampaui hukuman yang semestinya 
dilakukan. Sedangkan menurut ulama Khurasan ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i. 

| Pendapat Pertama: Hal tersebut tidak bisa dilakukan, 
berdasarkan alasan yang telah kami lakukan. 
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Pendapat Kedua: Hal tersebut bisa dilakukan, sebagaimana 
dimungkinkan melakukan gishash pada jiwa. Sedangkan pendapat 
yang paling shahih adalah pendapat yang pertama, karena yang 
dimaksud hukuman mati itu adalah menghilangkan nyawa orang 
tersebut, sehingga tidak ada artinya kehati-hatian, berbeda dengan 
anggota tubuh. 


Cabang: Disunahkan bagi Imam (penguasa) agar 
mengangkat seseorang sebagai eksekutor (algojo) yang 
melaksanakan hukuman hudud dan melakukan gishash pada 
masyarakat dengan seizin mereka. Dan dia harus menggajinya 
dengan dana dari kas Negara yang khusus dialokasikan untuk 
pelayanan umum. Karena tugas eksekutor berkaitan dengan 
pelayanan umum yang harus diberikan oleh negara untuk 
mewujudkan keamanan dan menegakkan keadilan. 


Ulama madzhab kami berpendapat, bahwa gaji eksekutor 
sama seperti ongkos takaran dan timbangan di pasar. Apabila 
tidak ada dana yang bisa digunakan untuk menggajinya, atau dana 
tersebut ada tetapi digunakan untuk sesuatu yang lebih penting 
seperti pembangunan rumah sakit atau mempersenjatai mujahidin, 
maka gaji atau honor bagi eksekutor dibayar oleh orang yang wajib 
melakukan gishash (keluarga korban). Demikianlah pendapat yang 
dinyatakan ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad. 


Al Mas'udi berkata, “Asy-Syafi'i Æ menyatakan, bahwa 
biaya eksekusi gishash ditanggung oleh orang yang berhak 
melakukannya (keluarga korban). Beliau juga menyatakan honor 
tukang algojo diambil dari Baitul Maal.” 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 705 


Pendapat Asy-Syafi'i di atas juga dinyatakan oleh Abu 
Hanifah, karena gishash adalah eksekusi yang berkaitan dengan 
hak, sehingga honornya diambil dari orang yang berhak 
melakukannya (keluarga korban). Seperti halnya jika seseorang 
membeli makanan dan hendak memindahkannya. Akan tetapi 
yang paling shahih adalah pendapat pertama. 


Ada juga sebagian ulama yang berpendapat, bahwa honor 
gishash itu ditanggung oleh orang yang berhak melakukan gishash, 
sementara honor algojo diambil dari Baitul Mal, karena dalam 
gishash itu pelaku disuruh mengakui perbuatannya agar bisa di- 
gishash, sementara dalam hukuman hadd dia disuruh menutupi 
dirinya. 

Apabila pelaku mengatakan, “Aku akan memotong 
anggota tubuhku dan tidak akan membayar ongkosnya,” maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh. 

Pendapat Pertama: Dia dibolehkan untuk melakukannya, 
karena tujuan gishash tersebut adalah untuk memotong anggota 
tubuhnya sehingga tidak perlu ada tuduhan macam-macam 
terhadapnya. 

Pendapat Kedua: Dia tidak dibolehkan melakukannya. 
Pengarang tidak menyebut pendapat selain ini. Alasannya adalah, 
karena tujuan gishash untuk menuntut balas dan hal tersebut tidak 
bisa terjadi dengan perbuatan pelaku, akan tetapi dengan 
perbuatan korban atau wakilnya selain pelaku. 
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Cabang: Apabila gishash wajib diterapkan pada 
perempuan hamil, maka tidak boleh membunuhnya sampai dia 
melahirkan, berdasarkan firman Allah &, 


K ELE ap Dn A3 SEAL daan 


2 gros v 


J3 — 


“Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka 
sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli 
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam 
membunuh.” (Os. Al Israa` (17): 33). 


Apabila perempuan hamil dihukum mati dalam kondisi 
hamil, maka hal tersebut merupakan tindakan yang melampaui 
batas, karena yang dibunuh orang yang membunuh dan orang 
yang tidak membunuh (bayi dalam kandungannya). Hal ini 
berdasarkan hadits Imran bin Al Hushain bahwa seorang 
perempuan Juhainah menemui Nabi & lalu memberitahukan 
kepada beliau, bahwa dia telah berzina dan sedang hamil. Maka 
Nabi menyuruh keluarga perempuan tersebut agar 
memperlakukannya dengan baik sampai dia melahirkan. Setelah 
dia melahirkan, dia pun dibawa kepada Nabi &, lalu Nabi 
menyuruh agar dia dirajam, setelah itu beliau menyuruh para 
sahabat agar menshalatinya. 

Diriwayatkan bahwa Umar pemah menyuruh 
menghukum mati wanita hamil, lalu Mu'adz bin Jabal berkata 
kepadanya, “Kalau pun kamu dapat melakukannya terhadapnya, 
maka kamu tidak dapat melakukannya terhadap bayi dalam 
kandungannya.” Maka Umar pun membiarkan wanita tersebut 
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seraya berkata, “Kaum perempuan nyaris tidak bisa melahirkan 
orang sepertimu, wahai Mu'adz.” 


Apabila hal ini telah ditetapkan: apabila perempuan 
tersebut melahirkan, maka dia tidak dihukum mati sampai dia 
menyusui anaknya, karena anaknya itu tidak bisa hidup tanpa air 
susunya. Apabila dia telah menyusui anaknya, maka harus ditinjau 
terlebih dahulu; apabila tidak ada perempuan yang bisa 
menyusuinya secara rutin dan hanya ada sekelompok perempuan 
yang bergantian dengannya dalam menyusui anaknya, atau ada 
binatang yang bisa diambil air susunya untuk diminumkan pada 
anaknya, maka dianjurkan agar dia tidak di-gishash sampai dia 
menyusuinya selama dua tahun penuh, karena sang anak akan 
mengalami bahaya jika menyusu dengan banyak susu. Disamping 
itu, susu binatang akan merubah tabiatnya. Namun jika dia tetap 
di-gishash, maka hukumnya diperbolehkan, karena tubuhnya 
memang harus dihukum mati. 


Apabila tidak ditemukan perempuan yang bisa menyusui 
anaknya dan tidak ditemukan binatang yang bisa diambil air 
susunya untuk diberikan kepada si anak, maka keluarga korban 
tidak boleh melakukan gishash terhadapnya (perempuan yang 
wajib di-gishash) sampai benar-benar si anak tidak membutuhkan 
lagi air susunya. Karena Nabi œ pernah berkata kepada Al 
Amiriyyah, 43 & ES “Pergilah dan susuilah anakmu!.” | 

Disamping itu, apabila wajib menunda gishash karena bayi 
tersebut masih ada dalam kandungan, maka tentunya lebih wajib 
lagi menunda gishash setelah bayi tersebut lahir. 


Syaikh Abu Hamid berkata: Ulama madzhab kami 
mengatakan, “Apabila keluarga korban melanggar dan tetap 
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melakukan gishash terhadap perempuan tersebut dalam kondisi 
itu, lalu bayinya meninggal, maka dia (keluarga korban) telah 
melakukan pembunuhan secara sengaja dan dia wajib dihukum 
gishash. Karena dia seperti orang yang menahan orang lain dan 
tidak memberinya makan dan minum hingga orang yang ditahan 
tersebut tewas, maka dalam kondisi demikian, dia telah 
membunuhnya secara sengaja dan wajib dihukum gishash." 
Demikianlah yang diriwayatkan oleh ulama madzhab kami dari 
kalangan ulama Baghdad. 


Al Mas'udi berkata, “Apabila ada perempuan yang bisa 
menyusui bayi tersebut: jika hukuman matinya berkaitan dengan 
hak Allah seperti rajam dalam kasus zina, maka perempuan 
tersebut (pelaku yang wajib di-gishasA) tidak boleh dihukum mati 
sampai masa menyusuinya habis. Sedangkan apabila hukuman 
matinya itu berkaitan dengan hak manusia, maka dia boleh 
dihukum mati.” 


Cabang: Apabila seorang perempuan wajib dihukum mati 
lalu dia mengaku sedang hamil, maka menurut Asy-Syafi'i & dia 
harus ditahan sampai diketahui jelas kondisinya. 


Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah 
ini. Menurut Abu Sa'id Al Ishthakhri, dia tidak boleh ditahan 
sampai ada empat pakar kandungan (dukun beranak) yang 
bersaksi, bahwa dia hamil. Apabila mereka tidak bersaksi, bahwa 
dia hamil, maka dia harus dibunuh saat itu juga dan tidak boleh 
ditunda karena perkataannya. Akan tetapi menurut mayoritas 
ulama madzhab kami, dia tetap ditahan meskipun mereka tidak 
bersaksi, bahwa dia hamil, karena kehamilan itu ada tanda-tanda 
yang jelas, dimana bisa disaksikan para dukun beranak dan ada 
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tanda-tanda samarnya yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya 
sendiri, sehingga wajib menahannya sampai diketahui jelas 
kondisinya. 


Cabang: Apabila Imam (penguasa) atau hakim memaksa 
algojo agar mengeksekusi mati perempuan hamil lalu perempuan 
tersebut dihukum mati, maka dalam masalah ini ada dosa, jaminan 
dan kafarat 


Sedangkan tentang dosa, apabila hakim dan algojo 
mengetahui, bahwa perempuan tersebut sedang hamil, maka 
keduanya berdosa. Sedangkan jika keduanya tidak mengetahuinya 
maka keduanya tidak berdosa. Apabila salah satunya mengetahui 
dan yang satunya lagi tidak mengetahui, maka yang mengetahui 
itu berdosa, sementara yang tidak mengetahui itu tidak berdosa. 


Sedangkan tentang jaminan dan kafarah, maka harus 
ditinjau terlebih dahulu; jika perempuan tersebut dieksekusi 
janinnya tidak keluar dari perutnya, maka harus ada jaminanya 
(gantinya). Sedangkan jika saat eksekusi janinnya itu keluar, jika 
sang bayi itu keluar dalam keadaan hidup, lalu mati, maka wajib 
membayar diyat secara penuh dan membayar kafarah. Sementara 
jika janin tersebut itu keluar dalam keadaan telah mati, maka 
dalam kasus ini wajib memerdekakan seorang budak laki-laki atau 
budak perempuan dan membayar kafarah. 


Sedangkan yang wajib bertanggung jawab (membayar ganti 
rugi) dan membayar kafarat apabila keduanya sama-sama 
mengetahui kehamilan perempuan tersebut, maka yang 
bertanggung jawab dan membayar kafarah adalah Imam dan 
hakim, bukan keluarga korban, karena yang memaksa eksekusi 
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tersebut adalah keduanya. Disamping itu, hakim adalah orang 
yang mengetahui hukum-hukumnya, sementara tuntutan kepada 
keluarga korban hanya berdasarkan jjtihad. Begitu pula jika hakim 
mengetahui kehamilan sang wanita, sementara keluarga korban 
tidak mengetahuinya, maka yang bertanggung jawab dan 
membayar kafarah adalah keluarga korban dan bukan hakim, 
apabila dia tidak mengetahuinya dan tidak memaksa hakim untuk 
mengeksekusi perempuan tersebut. 


Sedangkan jika keduanya sama-sama tidak tahu akan 
kehamilannya tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaff'i. 


Pendapat Pertama: Yang bertanggung jawab dan 
membayar kafarah adalah keluarga korban, karena jika hakim 
tidak mengetahui hal itu, maka gugurlah hukum ijtihad darinya, 
sementara keluarga korban adalah orang yang berhubungan 
langsung, sehingga dialah yang wajib bertanggung jawab. 
Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh. Sedangkan 
menurut Syaikh Abu Hamid dalam At-7alig dan pengarang A/ 
Furu’, jika keduanya tidak mengetahui bahwa hal tersebut tidak 
dibolehkan, maka yang bertanggung jawab dan membayar kafarah 
adalah Imam (penguasa), menurut satu pendapat Asy-Syafi'i. 
Sedangkan jika keduanya itu mengetahui, bahwa hal tersebut 
tidaklah diperbolehkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut Abu Ishag, yang bertanggung 
jawab dan membayar kafarah adalah Imam, karena keduanya 
sama-sama tahu, sedangkan Imam memiliki hak untuk memaksa. 
Sementara menurut ulama madzhab kami yang lainnya, bahwa 
yang bertanggung jawab dan membayar kafarah adalah keluarga 
korban, karena dialah yang berhubungan langsung. 
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Apabila salah satu dari keduanya (Imam dan keluarga 
korban) mengetahui kondisi kehamilan itu, dan yang lain tidak 
mengetahui, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang 
mengetahui, bukan orang yang tidak tahu. Al Muzani berkata, 
“Yang bertanggung jawab adalah agilahnya: baik hakim 
mengetahuinya atau tidak.” Sementara jika keluarga korban tidak 
mengetahui kondisi itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i, baik hakim mengetahuinya atau tidak, 
dimana ini juga berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i tentang 
memberi makan. 

Jika kami katakan, bahwa yang bertanggung jawab adalah 
yang makan, maka yang bertanggung jawab dalam kasus ini 
adalah keluarga korban. Sedangkan jika kami katakan, bahwa 
yang bertanggung jawab adalah orang yang memberi makan, 
maka yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah hakim. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila gishash-nya 
pada anggota tubuh, maka disunahkan agar eksekusi itu 
tidak dilakukan kecuali setelah luka tersebut sembuh 
atau berdampak pada nyawa (menimbulkan kematian). 
Hal ini berdasarkan riwayat Amru bin Dinar dari 
Muhammad x Thalhah bahwa dia berkata, Ye) J) ab 
Sui deg MPA io Sa an IPA 
S: apanya CM gia da vseb ti 
a Para FI Le a send KAA) TE a ~ Aia 234 ab Agri 
Sa To SI JB udi LAI re leg JG 
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Kal) “Seorang laki-laki menusuk kaki seseorang dengan 
tanduk, lalu dia (orang yang terluka) menemui Nabi & 
dan berkata kepadanya, “Berikan tindakan balasan 
untukku.” Maka Nabi & bersabda, “ Tunggu sampai luka 
itu sembuh.” Kemudian laki-laki tersebut mengulangi 
lagi perkataannya sampai dua atau tiga kali, dan 
Nabi & tetap bersabda, “Sampai luka itu sembuh.” 
Akan tetapi laki-laki tersebut tidak mau, sehingga Nabi 
pun melakukan tindakan balasan untuknya (menghukum 
orang yang melukainya). Setelah itu ternyata kakinya 
menjadi pincang. Maka dia pun menemui Nabi œ dan 
berkata, “Temanku telah sembuh tetapi kakiku menjadi 
pincang.” Maka Nabi & bersabda, “Tidak ada hak lagi 
bagimu.” 

Dalam hadits ini, Nabi $ melarang seseorang 
meminta hukuman gishash sampai luka tersebut 
sembuh. Apabila gishash itu dilakukan sebelum luka 
tersebut sembuh, maka hukumnya dibolehkan 
berdasarkan hadits tadi. Lalu apakah dibolehkan 
mengambil diyat sebelum luka tersebut sembuh? Dalam 
hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Hukumnya dibolehkan, 
sebagaimana dibolehkan melakukan gishash sebelum 
luka tersebut sembuh. 


Pendapat Kedua: Hukumnya tidak dibolehkan, 
karena diyat itu belum berlaku sebelum luka tersebut 
sembuh, karena terkadang itu berdampak pada jiwa dan 
yang berlaku diyat jiwa. Terkadang pula ada orang lain 
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yang bersekutu dengannya dalam tindak pidana 
tersebut, sehingga nilainya berkurang. Berbeda dengan 
gishash, karena gishash itu tidak gugur meskipun terjadi 
penjalaran (infeksi pada bagian yang di-gishash), 
dimana adanya kerjasama juga tidak berpengaruh di 
dalamnya. 


Apabila kami mengatakan boleh, maka berapakah 
diyat yang boleh diambil? Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Boleh mengambil diyat dalam 
jumlah yang paling besar, karena diyat wajib diberikan 
secara zhahir sehingga boleh mengambilnya. 


Pendapat Kedua: Boleh mengambil dalam jumlah 
yang paling minimal dari diyat tindak pidana atau diyat 
jiwa. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishag. 
Alasannya karena apa yang melebihi diyat jiwa tidak 
meyakinkan ketetapannya, sebab terkadang dia juga 
bisa gugur. Berdasarkan hal ini, jika seseorang 
memotong kedua tangan orang lain dan kedua kakinya, 
maka secara zhahir ada dua diyat yang wajib diberikan. 
Terkadang pula diyatnya berdampak pada jiwa, 
sehingga diyat-nya harus diberikan. Apabila tindak 
pidana tersebut berdampak pada jiwa, maka hak korban 
telah diambil. Sementara jika lukanya itu sembuh, maka 
ada diyat lain yang harus diberikan. 


Pasal: Apabila seseorang mencabut gigi anak 
kecil yang belum pernah tanggal atau mencabut gigi 
orang dewasa yang pernah tanggal, lalu para pakar 
mengatakan, bahwa ada harapan gigi tersebut tumbuh 
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lagi dalam jangka waktu tertentu, maka dia (pelaku) 
tidak dihukum gishash sebelum tidak ada harapan lagi 
tumbuhnya gigi tersebut, karena sebelum harapannya 
itu pupus, gishash tidak bisa dilakukan, sebagaimana 
merusak rambut tidak bisa dilakukan sebelum pupus 
harapan tumbuhnya rambut tersebut. 


Apabila korban meninggal dunia sebelum harapan 
tumbuhnya gigi itu pupus, maka tidak wajib lagi 
melakukan gishash, karena kerusakannya itu belum 
terbukti, sehingga tidak boleh melakukan gishash jika 
masih ada keraguan. 


Penjelasan: 


Hadits Amru bin Dinar dari Muhammad bin Thalhah 
diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dalam As-Sunan Al 
Kubra secara mursal Muhammad bin Thalhah adalah periwayat 
tsiqah yang haditsnya dijadikan hujjah. Sedangkan tentang 
pernyataan An-Nasa'i bahwa dia bukan orang yang kuat, maka ini 
tidak perlu diperhatikan. Begitu pula pernyataan Ibnu Ma'in, 
bahwa ada tiga orang yang haditsnya harus dihindari yaitu 
Muhammad bin Thalhah dan lainnya. Karena dia adalah periwayat 
yang shadug (orang yang dipercaya) lagi terkenal dan haditsnya 
dijadikan hujjah dalam Ash-Shahihain. 

Abu Zur'ah berkata, “Dia periwayat yang shadug.” Hanya 
saja hadits ini diriwayatkan secara muftashil dan secara mursal dari 
beberapa jalur yang sebagiannya dengan redaksi pengarang dan 
sebagian lainnya dengan redaksi yang semakna (mirip). 
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Dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daraguthni disebutkan: Dari 
Amru Ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya #:: 


Pa Sa Ag 2 RUN LI LUKA E 
Il eta HS) SB OA or) ab Dr) Ol 


03 z 


cah y G „Jú i ale Di pe A 


s3 f Jú a Are dg 5 J6 ea 


o erer 


ap ai o H JG ca ka a cos 
a aa gia ae 3G 36 

á f (ain osz PEA 
MAA Ara 


Go f E Tu da 
“Ada seseorang yang menikam orang lain dengan tanduk di 
lututnya. Maka datanglah orang (yang luka) itu kepada Nabi & dan 
berkata, “Berikan tindakan balasan untukku'. Nabi bersabda: 
(Tunggu) hingga engkau sembuh. Kemudian dia datang lagi dan 
berkata, “Berikan tindakan balasan untukku’. Maka Nabi & 
memberikan tindakan balasan untuknya. Kemudian Dia datang lagi 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku jadi pincang. Nabi & 
bersabda, “Aku telah melarangmu, namun engkau tidak menurut 
padaku, maka Allah memberikan kebinasaan padamu dan 
pincangmu tidak berguna lagi (untuk menuntutnya). Kemudian 
Rasulullah & melarang gishash pada luka sampi korban sembuh.” 
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Ad-Daraguthni meriwayatkan dari Jabir bahwa seorang laki- 
laki terluka lalu dia meminta kepada Nabi & untuk melakukan 
gishash. Akan tetapi Nabi & melarang gishash terhadap pelaku 
sampai korban yang terluka sembuh. 


Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu 
Ulayyah dari Amru bin Dinar dari dari Jabir. Utsman bin Abi 
Syaibah juga meriwayatkannya dengan sanad ini. Ad-Daraguthni 
berkata, “Ibnu Abi Syaibah keliru dalam meriwayatkannya.” Akan 
tetapi Ahmad bin Hambal dan lainnya berbeda dengan keduanya. 
Mereka meriwayatkannya dari Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Amr 
secara mursal. Begitu pula yang dikatakan para sahabat Amru bin 
Dinar tentangnya. Inilah riwayat yang mahfuzh yaitu yang mursal. 


Al Baihagi juga meriwayatkannya dari jalur Jabir secara 
Mursal dengan sanad lain. Dia berkata, “Abdullah Al Umawi 
menyendiri dalam meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, sedangkan 
yang meriwayatkan darinya adalah Ya'qub bin Humaid.” 


Al Baihagi juga meriwayatkannya dari jalur lain dari Jabir, 
dia berkata: Rasulullah & bersabda, Atv Lg: A K ME dl pi 
ai c45 ú yah v3 Ha 5 “ Luka-luka diukur (kedalamannya) lalu 
diberi tenggang waktu selama satu tahun lalu diputuskan 
(hukumannya) sesuai kadar luka tersebut” Dalam sanadnya 
terdapat Ibnu Lahi'ah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh beberapa 
periwayat dha'if dari Abu Az-Zubair. 

Hadits ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang 
berpendapat, bahwa wajib menunggu sampai luka tersebut 
sembuh, baru kemudian orang yang terluka bisa melakukan 
gishash. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Malik. 
Akan tetapi menurut madzhab kami hukumnya hanya sunah saja. 
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Yang menjadi dalil kami adalah, hadits Muhammad bin 
Thalhah yang telah kami sebutkan sebagiannya tadi. Ini 
merupakan dalil, bahwa Nabi & memberi kewenangan gishash 
pada orang yang ditusuk dengan tanduk sebelum lukanya sembuh. 

Orang-orang yang mengatakan bahwa hukumnya wajib 
mengambil dalil dengan hadits, aa Ka D Nge! 
“Bersabarlah sampai lukanya kering (sembuh)” yaitu ketika 


seorang laki-laki menikam Hassan bin Tsabit lalu orang-orang 
Anshar bersama-sama menemui Nabi & untuk meminta gishash. 


Maka Nabi @, SI Lai G Kato KS & NASI “Tunggulah 
sampai lukanya sembuh, baru aku akan melakukan qishash untuk 
kalian.” Ternyata Hassan sembuh dan dia memaafkan pelaku. 


Al Allamah Asy-Syaukani berkata, “Kalaupun hadits ini 
Shahih, maka hadits Amru bin Syu'aib merupakan garinah untuk 
memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna majazi, 
sebagaimana dia juga merupakan garinah untuk memalingkan 
larangan yang disebutkan dalam hadits Jabir kepada hukum 
makruh.” 


Sedangkan tentang pendapat yang mengatakan, bahwa 
munculnya suatu hal yang merusak akibat terburu-buru, ini 
berhubungan dengan perintah Nabi & kepada orang Anshar, agar 
menunggu dan ini menunjukkan adanya kewajiban, mengingat 
bahwa menolak perkara yang dapat merusak itu hukumnya wajib, 
sebagaimana yang disebutkan dalam Dhau' An-Nahar, maka perlu 
dikomentari, bahwa yang menjadi hujjah adalah izin Nabi & 
sebelum luka tersebut sembuh, karena beliau tidak mengizinkan 
sesuatu kecuali perkara yang diperbolehkan. Sedangkan tentang 
munculnya perkara yang dapat merusak, maka hal ini tidak tercela, 
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meskipun ada pembolehan di dalamnya. Secara zhahir, hal 
tersebut tidak tercela baik keseluruhan maupun mayoritasnya 
sampai diketahui jelas saat melakukan gishash sebelum luka 
tersebut sembuh: karena kalimat “Kemudian” menunjukkan 
adanya pengurutan, sehingga larangan yang terjadi setelahnya itu 
menghapus izin yang terjadi sebelumnya. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, jika seseorang memotong 
anggota tubuh orang lain (seperti tangan, kaki dsb) lalu korban 
hendak melakukan gishash, maka disunahkan baginya agar tidak 
terburu-buru melakukannya sampai tindak pidananya jelas 
diketahui, apakah luka tersebut sembuh atau berdampak pada 
jiwa. Apabila dia memaafkan gishash dan meminta diyat sebelum 
lukanya diketahui jelas, lantas apakah diyatnya harus diberikan? 
Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syaff'i. 


Pendapat Pertama: Diyatnya tidak boleh diberikan 
kepadanya, sebagaimana dia tidak dibolehkan melakukan gishash. 


Pendapat Kedua: Diyatnya boleh diberikan kepadanya, 
karena itu tidak bersifat tetap sebelum luka tersebut sembuh; sebab 
terkadang luka tersebut berdampak pada jiwa, sehingga dia 
termasuk ke dalam diyat jiwa, atau ada orang lain yang bersekutu 
melakukan kejahatan tersebut, sehingga korban tewas karena 
perbuatan semua pihak. 


Apabila kami katakan, bahwa diyatnya diberikan sebelum 
luka tersebut sembuh, lantas berapakah diyat yang harus 
diberikan? Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i. 


Pendapat Pertama: Diyat yang diberikan adalah jumlah 
minimal dari dua diyat yaitu diyat tindak pidana dan diyat jiwa, 
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karena yang lebih dari diyat jiwa itu tidak bersifat tetap secara 
meyakinkan sebelum luka tersebut sembuh. 


Pendapat Kedua: Yang diberikan adalah diyat tindak pidana 
sesuai jumlahnya, karena dia telah wajib diberikan secara zhahir. 
Apabila korban melakukan gishash sebelum luka tersebut sembuh, 
lalu luka akibat tindak pidana tersebut menjalar ke anggota tubuh 
yang lain dan kemudian sembuh, maka penjalaran itu ditanggung 
dengan diyat Akan tetapi menurut Ahmad, penjalaran infeksi 
anggota tubuh tersebut tidak ditanggung dengan diyat, ini 


berdasarkan sabda Nabi &, a yg LA “Pergilah, karena 
tidak ada hak lagi bagimu.” 

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa tindak pidana 
tersebut ditanggung, seperti halnya jika dia tidak melakukan 
qishash. Sementara tentang hadits yang menjelaskannya, maka itu 
ditafsirkan, bahwa yang dimaksud Nabi @ bahwa, “Tidak ada hak 
bagimu dalam qishash.” 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila seseorang 
membunuh orang lain dengan pedang, maka dia harus 
di-gishash dengan pedang. Hal ini berdasarkan firman 
Allah $, KAS GE e yin ade LEB KAS SE 3 

“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah 
dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (Os. 
Al Baqarah [2]: 194). Disamping itu, pedang adalah 
alat yang paling tepat untuk membunuh. 


Apabila seseorang membunuh orang lain dengan 
pedang tetapi dia di-gishash dengan selain pedang, 
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maka hukumannya tidak seimbang, karena dia wajib 
dibunuh tetapi malah dibunuh dan disiksa. Apabila dia 
membakarnya atau menenggelamkannya atau juga 
melemparnya dengan batu atau dibuang dari tempat 
tinggi atau dipukul dengan kayu, atau ditahan dengan 
tidak diberi makan dan minum hingga menyebabkannya 
tewas, maka keluarga korban bisa melakukan gishash 


terhadapnya. Hal ini berdasarkan firman Allah &, 35 
a Ie l giaa IU ES “Dan jika kamu 
memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan 
yang sama dengan siksaan yang ditimpakan 
kepadamu.” (Os. An-Nahl (16): 126). 

Juga berdasarkan hadits riwayat Al Barra" «& 
bahwa Nabi bersabda, i5% G% In, ISA GA Yi 
“Barangsiapa membakar orang lain, maka dia akan 
kami bakar dan barangsiapa yang menenggelamkan 
orang lain, maka kami akan menenggelamkannya.” 


Selain itu, gishash adalah hukuman yang setimpal 
-= dan sepadan, dimana itu bisa dilakukan karena sebab- 
sebab tersebut, sehingga diperbolehkan untuk 
melakukannya. @Wishash juga bisa dilakukan dengan 
pedang, karena pelaku berhak dibunuh dan disiksa. 
Apabila hukumannya tidak menggunakan pedang, maka 
eksekutor telah meninggalkan sebagian haknya dan ini 
dibolehkan. Apabila seseorang membunuh orang lain 
dengan sihir, maka dia dibunuh dengan pedang, karena 
praktek sihir hukumnya haram sehingga hukumnya 
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gugur dan tinggal tersisa hukuman mati, sehingga dia 
harus dibunuh dengan pedang. 


Apabila seseorang membunuh orang lain dengan 
melakukan tindakan homoseksual atau dengan 
mencekoki minuman keras pada korbannya, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaf''i: 


Pendapat Pertama: Apabila dia membunuhnya 
dengan mencekoki minuman keras pada korban, maka 
dia harus dibunuh dengan dicekoki air. Sedangkan 
apabila dia membunuhnya dengan tindakan 
homoseksual, maka dia harus dibunuh dengan tindakan 
yang sama tetapi dengan menggunakan kayu (bukan 
zakar): karena hal tersebut tidak bisa dilakukan 
sehingga yang dilakukan adalah hukuman yang mirip 
dengan perbuatannya. Pendapat ini dinyatakan oleh 
Abu Ishag. 


Pendapat Kedua: Dia harus dibunuh dengan 
pedang, karena dia telah membunuh korban dengan 
perbuatan yang diharamkan pada dirinya, sehingga 
gishash-nya itu dengan menggunakan pedang, seperti 
halnya jika dia membunuhnya dengan sihir. 


Apabila dia memukul orang lain dengan pedang 
dan menyebabkannya tewas, kemudian dia dihukum 
gishash dengan dipukul dengan pedang tetapi tidak 
tewas, maka hukuman tersebut harus diulang-ulang, 
karena dia memang wajib dibunuh, sementara tidak ada 
alat yang lebih tepat daripada pedang. Oleh karena itu, 
dia harus dibunuh dengan menggunakan pedang. 
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Apabila dia membunuhnya dengan alat yang 
mematikan, atau melemparnya dari tempat tinggi atau 
melarangnya makan dan minum selama beberapa 
waktu, lalu dia dihukum gishash dengan perbuatan yang 
sama tetapi dia tidak tewas, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Harus diulang-ulang gishash- 
nya sampai meninggal dunia, sebagaimana yang kami 
katakan berkaitan dengan hukuman mati dengan 
pedang. 


Pendapat Kedua: Dia harus dibunuh dengan 
pedang, karena dia telah menghilangkan nyawa orang 
lain dan tinggal melenyapkan nyawanya, sehingga dia 
harus dibunuh dengan pedang. 


Apabila pelaku melakukan tindakan kriminal 
terhadap korbannya, maka dia wajib dihukum gishash, 
misalnya dia memotong telapak tangan korban, atau 
melukai kepalanya hingga tulangnya kelihatan dan 
menyebabkannya tewas, maka keluarga korban bisa 
melakukan gishash sesuai perbuatannya (pelaku) 
dengan memotong telapak tangannya dan melukai 
kepalanya sampai tulangnya kelihatan. Hal ini 


berdasarkan firman Allah &, Na Zal “Dan luka- 
luka (pun) ada qishash-nya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 45). 


Apabila pelaku tewas setelah di-gishash, maka 
hukuman baginya telah diterapkan. Sedangkan apabila 
dia tidak mati maka dia bisa dibunuh dengan pedang, 
karena tidak mungkin memotong anggota tubuh 
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lainnya; karena apabila hal ini dilakukan, maka yang 
dipotong ada dua anggota tubuh padahal perbuatan 
pelaku hanya memotong satu anggota tubuh, atau sama 
saja melukai dua kepala, padahal tindakan pelaku hanya 
melukai satu kepala. Apabila pelaku melakukan 
tindakan kriminal terhadap korban tetapi tidak 
mewajibkan hukuman gishash, seperti menusuk perut 
dan memotong tangan dari lengan bawah dan 
menyebabkan korban tewas, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i. | 

Pendapat Pertama: Dia harus dibunuh dengan 
pedang, karena tidak ada gishash untuk luka yang 
menusuk ke dalam perut dan memotong tangan dari 
lengan bawah, sehingga gishash ini tidak bisa dilakukan 
padanya, ini sama seperti halnya kasus homoseksual. 


Pendapat Kedua: Dia dihukum gishash untuk luka 
yang menusuk ke dalam perut dan memotong tangan 
dari lengan bawah, karena itu adalah bagian yang 
pelakunya bisa dihukum mati meskipun bukan gishash, 
sehingga hal ini dibolehkan dalam gishash, ini sama 
seperti halnya memotong dari persendian dan 
menggorok leher. Apalagi pelaku telah di-gishash 
karena kasus melukai yang sampai menusuk perut, atau 
juga memotong tangan dari lengan bawah tetapi dia 
tidak meninggal, maka dia harus dibunuh dengan ' 
pedang, sebab tidak mungkin melukainya dengan 
menusuk perutnya pada bagian lain atau memotong 
tangannya dari bagian lain. Karena, apabila ini 
dilakukan, maka satu luka diperut di-gishash dengan 
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dua luka perut dan satu anggota tubuh yang dipotong 
di-gishash dengan dua anggota tubuh. 


Penjelasan: 


Hadits Al Barra' bin Azib disebutkan oleh Al Hafizh dalam 
Talkhish Al Habir dalam pembahasan luka-luka pada bab 
hukuman keras dalam pembunuhan, hadits no. 1631 dengan 
redaksi, 

Area AGS Os. Aa PAE e r 
SEN OF I OSP OP ya 

“ Barangsiapa yang membakar orang lain maka kami akan 
membakarnya; barangsiapa yang menenggelamkan orang lain 
maka kami akan menenggelamkannya.” 


Demikianlah redaksinya yaitu dengan menggunakan kata 
kerja lampau yang di tasydidkan dan hamzah tambahan padanya. 
Kemudian Al Hafizh berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Baihaqi dalam A/ Ma rifah dari jalur Imran bin Naufal bin Zaid bin 
Al Barra' dari ayahnya dari kakeknya,” lalu dia berkata, “Dalam 
sanadnya terdapat sebagian periwayat yang majhul (tidak diketahui 
identitasnya). Ziyad hanya mengucapkannya dalam khutbahnya.” 

Dalam 'Ad-Dirayah Fi Takhriji Ahadits Al Hidayah 
disebutkan, “Hadits “Barangsiapa yang menenggelamkan orang 
lain maka kami akan menenggelamkannya' diriwayatkan oleh Al 
Baihagi dari riwayat Imran bin Yazid bin Al Barra' dari ayahnya 
dari kakeknya, dan di dalamnya juga disebutkan dengan redaksi, 
Hj EP A Uya pa Gp x “Barangsiapa yang membakar 
orang lain maka kami akan membakarnya, dan barangsiapa yang 
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menyindir-nyindir gadzaf (tidak sampai melakukan gadzai), maka 
kami akan menegurnya'. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat 
periwayat yang tidak dikenal.” 


Menurutku (Al Muthi'i): “Aku telah meneliti kitab-kitab 
rijal (yang berisi biografi periwayat hadits) tetapi tidak kutemukan 
nama Imran bin Naufal maupun Naufal bin Zaid maupun Zaid bin 
Al Barra‘. Kemudian aku meneliti riwayat lain yang disebutkan 
dalam Ad-Dirayah, tetapi aku juga tidak menemukannya, kecuali 
komentar yang menyatakan bahwa Imran bin Yazid tidak dikenal 
atau dia merupakan mantan budak Quraisy. Sedangkan tentang 
Yazid bin Al Barra', dikatakan dalam At-Tagrib bahwa dia seorang 
periwayat shadug (yang terpercaya) dan termasuk dalam tingkatan 
ketiga (dari tingkatan kalangan periwayat hadits).” 


Hukum: Apabila seseorang membunuh orang lain dengan 
pedang, maka dia tidak dibunuh kecuali dengan pedang. Hal ini 


... 
- 


berdasarkan firman Allah &, G Jis af Lae -$ AE SKL y 


Ex, .... 
Ker &Xxl “Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah 


dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (Os. Al Bagarah 
(2): 194). Disamping itu, pedang merupakan alat yang paling pas 
untuk membunuh. 


Apabila seseorang membakar orang lain atau 
menenggelamkannya, atau melemparinya dengan batu, atau 
membuangnya dari tempat tinggi hingga orang tersebut tewas, 
atau memukulnya dengan kayu atau menahannya dan 
melarangnya makan dan minum hingga tewas, maka keluarga 
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korban boleh melakukan gishash dengan tindakan yang sama. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Malik. Sedangkan menurut Abu 
Hanifah, tindak pidana di atas tidak dihukum gishash dengan 
dibakar dengan api, karena dia mewajibkan gishash. Akan tetapi 
tidak boleh melakukan gishash kecuali dengan pedang. 


Yang menjadi dalil kami adalah, firman Allah &, 


Tx, ALa aa 2 KAI nee 
KAS SEE G Jin ale ALE KAS ÉE 


“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, 
seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (Qs. Al Baqarah (2): 
194). 


Alasan lainnya adalah berdasarkan hadits yang 
menyebutkan bahwa seorang laki-laki Yahudi meremukkan kepala 
budak perempuan Anshar di antara dua batu hingga budak 
tersebut sekarat. Lalu dia ditanya, “Siapa yang melakukan ini 
padamu ? Apakah si fulan ?” Maka budak perempuan tersebut 
memberi isyarat tidak, sampai dia ditanya tentang laki-laki Yahudi 
dan dia memberi isyarat “Iya.” Maka orang-orang pun menangkap 
laki-laki Yahudi tersebut dan dia mengakuinya. Maka Nabi & 
menyuruh agar kepalanya diremukkan di antara dua batu.” 


Selain itu, pedang itu adalah alat yang boleh digunakan 
untuk membunuh orang-orang musyrik, sehingga boleh 
menggunakannya dalam gishash, seperti pedang. Dan keluarga 
korban boleh membunuhnya dengan pedang, karena dia lebih pas 
dan lebih santun daripada penyiksaan. 


Sedangkan apabila seseorang membunuh orang lain 
dengan sihir, maka dia harus dihukum mati dengan menggunakan 
pedang, karena sihir bukan senjata dalam Islam untuk membunuh 
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orang-orang musyrik dan juga bukan alat gishash, sehingga tidak 
boleh digunakan untuk melakukan gishash. 


Sedangkan apabila seseorang membunuh orang lain 
dengan tindakan homoseksual (menyodomi dsb), apakah dia wajib 
dihukum gishash? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh ulama madzhab kami dari 
kalangan ulama Khurasan. 


Pendapat Pertama: Dia tidak wajib dihukum gishash, 
karena tujuannya adalah mencari kenikmatan, sehingga termasuk 
perbuatan sengaja tetapi tersalah. 

Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum gishash, karena dia 
membunuh dengan tindakan yang secara umum mematikan, 
sehingga wajib di-gishash, seperti halnya jika dia membunuhnya 
dengan pedang. Ini adalah pendapat ulama Baghdad. Berdasarkan 
hal ini, maka tentang cara melakukan gishash itu ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 

Pendapat Pertama: Dia dibunuh dengan pedang, karena 
homoseksual itu diharamkan, sehingga dia harus dibunuh dengan 
pedang, seperti halnya dalam kasus sihir. 

Pendapat Kedua: Dilakukan tindakan yang sama 
terhadapnya tetapi dengan menggunakan kayu (bukan zakar) 
sampai dia tewas, karena hukuman ini paling mirip dengan 
perbuatannya. 

Apabila seseorang membunuh orang lain dengan 
mencekoki korban dengan minuman keras, maka dia wajib 
dihukum gishash. Lalu bagaimana cara melakukannya? Dalam hal 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaffi. 


728 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Pendapat Pertama: Dia dibunuh dengan pedang, karena 
miras diharamkan seperti halnya sihir. 


Pendapat Kedua: dia dibunuh dengan dicekoki air, karena 
hukuman ini paling mirip dengan perbuatannya. 


Tentang hadits “Tidak ada gishash kecuali dengan pedang,” 
maka menurut Ahmad hadits ini tidak bagus. Demikianlah yang 
dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al Mughni. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, jika dia memukulnya 
dengan pedang dan orang yang di-gishash tidak mati, maka dia 
harus terus memukulnya dengan pedang sampai orang tersebut 
mati, karena pedang itu merupakan alat yang paling tepat untuk 
membunuh. 

Apabila hukuman gishash diterapkan dengan perbuatan 
yang serupa, seperti memukul dengan benda berat atau melempar 
dari tempat tinggi atau melarang makan dan minum tetapi orang 
yang di-gishash tidak tewas, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i. 

Pendapat. Pertama: Hukumannya harus diulang-ulang 
sampai orang tersebut tewas, sebagaimana yang kami katakan 
berkenaan dengan hukuman dengan pedang. 

Pendapat Kedua: Hukumannya tidak diulang-ulang, tetapi 
orang tersebut harus dibunuh dengan pedang. Karena, orang 
tersebut telah melakukan tindak pidana dan tidak tersisa kecuali 
nyawanya, sehingga dia wajib dibunuh dengan pedang. 

Apabila seseorang melakukan tindak pidana yang wajib 
dihukum gishash, misalnya meremukkan kepala orang lain atau 
memotong tangannya, atau kakinya dari persendian hingga korban 
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tewas, maka keluarga korban bisa melakukan gishash dengan 
meremukkan kepala pelaku dan memotong tangannya. Namun 
menurut Abu Hanifah, hukumannya hanya memotong anggota 
tubuh. Pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat 
dari Ahmad. Alasannya adalah, karena perbuatan tersebut bisa 
membuat hukumannya lebih dari apa yang dilakukan pelaku, 
padahal gishash itu merupakan hukuman yang sepadan, sehingga 
jika dikhawatirkan terjadi kelebihan, maka hukumnya gugur. 
Seperti halnya jika seseorang memotong tangan orang lain dari 
bagian tengah lengan. Sedangkan menurut riwayat kedua dari 
Ahmad, wajib melakukan gishash pada anggota tubuh. Apabila 
orang yang dihukum itu tewas, maka gishash telah dilaksanakan, 
sedangkan jika dia itu tidak tewas, maka lehernya bisa dipenggal. 


Menurutku (Al Muthi'i): “Inilah madzhab kami, karena 
apabila hukumannya ditambah, maka akan menyebabkan 
hilangnya nyawa karena menjalarnya luka, dan apabila itu terjadi, 
maka itu karena perbuatan orang yang melakukan gishash. 
Disamping itu, perbuatan tersebut mirip dengan kasus orang yang 
memotong tangan orang lain, lalu membunuhnya. Selain itu, 
bertambahnya perbuatan dalam bentuk tersebut masih bersifat 
mutti-tafsir dalam aplikasinya. Seperti halnya jika seseorang 
membunuh orang lain dengan memukulnya dan orang yang 
melakukan gishash tidak bisa membunuh pelaku kecuali dengan 
dua pukulan.” 


Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap orang 
lain dengan cara memecahkan kepala atau menusuk perutnya 
hingga masuk ke dalam perut, atau memotong tangannya dari 
bagian tengah lengan bawah, atau lengan atas hingga 
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menyebabkannya tewas, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Pelaku tidak boleh dihukum gishash 
dengan tindak pidana yang sama, akan tetapi harus dibunuh 
dengan pedang. Hal ini berdasarkan riwayat Al Abbas bin Abdul 
Muththalib bahwa Nabi & bersabda, pls ih 3 cm “Tidak 


ada gishash pada luka munaggilah (luka yang mematahkan tulang 
tetapi tidak sampai menggesernya dari tempatnya)” Disamping 
itu, dia juga merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak wajib 
di-gishash jika tidak menjalar pada jiwa, sehingga tidak wajib 
menerapkan hukuman gishash meskipun menjalar pada jiwa, 
seperti kejahatan homoseksual. 


Pendapat Kedua: Boleh melakukan gishash, ini berdasarkan 
firman Allah 8, KAS SSL Jin ale LAA SK SE yA 
“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, 
seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (Qs. Al Baqarah (2): 

E bar 
194). Juga berdasarkan firmanNya, S13 ppd “Dan luka- 
luka (pun) ada gishash-nya. ” (Os. Al Maa 'idah (5): 45). 

Disamping itu, dia itu merupakan luka yang bisa 
membunuh orang musyrik dengannya, sehingga dibolehkan 
melakukan gishash padanya, seperti membunuh dengan pedang. 
Berdasarkan hal ini, apabila hukumannya adalah dengan 
perbuatan yang sama dan orang yang di-gishash tidak mati, maka 
dia harus dibunuh dengan pedang, karena pelaku telah dihukum 


dengan perbuatan yang sama dan tidak tersisa kecuali nyawanya 
saja, sehingga dia harus dibunuh dengan pedang. 
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Cabang: Apabila seseorang melukai kepala orang lain 
dengan pedang hingga tampak tulangnya, atau melemparinya 
dengan batu, maka dia (pelaku) tidak dihukum dengan dilukai 
kepalanya atau dilempari dengan batu, tetapi harus dilukai 
kepalanya dengan besi setelah diasah oleh pelaku, karena 
hukuman yang sama akan menyebabkan eksekutornya 
menghukum lebih banyak dari perbuatan pelaku. 


Masalah: Apabila seseorang berbuat kriminal terhadap 
orang lain yang menyebabkan sinar matanya hilang, maka harus 
ditinjau terlebih dahulu; apabila perbuatan tersebut tidak 
mewajibkan gishash, maka itu seperti luka hasyimah dan 
munaggilah, maka pelaku tidak boleh di-gishash dengan 
melukainya dengan luka hasyimah dan munaggilah, karena luka ini 
tidak mewajibkan adanya hukuman gishash. Akan tetapi 
hukumannya adalah dengan menghilangkan cahaya mata pelaku 
dengan kafur yang ditaburkan di mata, atau dengan mendekatkan 
besi panas ke matanya, karena hukuman ini merupakan yang 
paling mudah diterapkan. Dimana biji matanya tidak boleh 
dicungkil, karena pelaku tidak mencungkil biji matanya. Sedangkan 
jika tindak kriminalnya itu mewajibkan gishash seperti mudhihah, 
maka hukuman gishash-nya itu dengan mudhihah (luka yang 
menampakkan tulang). Apabila cahaya mata pelaku hilang, maka 
gishash telah dilaksanakan. Sedangkan jika cahaya matanya tidak 
hilang, maka harus dihilangkan lagi dengan kafur, atau 
mendekatkan besi panas ke matanya seperti yang telah diuraikan 
tadi. 


Apabila seseorang menampar orang lain dan menyebabkan 
cahaya matanya hilang, apakah dia (pelaku) harus ditampar? 
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Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. 
Menurut Syaikh Al Imam Abu Ishag Al Marwazi, korban tidak 
perlu menamparnya, tetapi harus menghilangkan cahaya matanya, 
sebagaimana yang telah kami uraikan tadi. Hal ini berdasarkan 
riwayat Yahya bin Ja'dah, bahwa seorang laki-laki Badui 
membawa barang dagangannya ke Madinah, lalu barang tersebut 
ditawar oleh mantan budak Utsman, lalu mantan budak tersebut 
merebutnya dari tangan si Badui dan menamparnya hingga bola 
matanya keluar. Maka Utsman berkata kepadanya, “Apakah kamu 
mau jika aku melipat gandakan diya#mu dan engkau 
memaafkannya?” Namun, rupanya si Badui tersebut tidak mau 
menerimanya. Maka kasus tersebut dilaporkan kepada Ali. Maka 
Ali pun memutuskan sesuai yang diriwayatkan oleh Asy-Syirazi. 


Selain itu, dalam kasus tamparan tidak bisa diterapkan 
hukuman yang sama padanya. Oleh karena itu, apabila seseorang 
hanya sendirian menghilangkan cahaya mata orang lain, maka dia 
tidak dihukum gishash. 


Sedangkan menurut Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini, pelaku 
harus ditampar sebagaimana dia menampar korban. Inilah 
pendapat yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dalam A/ Umm. 

— Apabila cahaya mata pelaku itu hilang, maka gishash telah 
dilaksanakan, sedangkan apabila cahaya matanya tidak hilang, 
maka cahaya matanya tetap harus dihilangkan (dengan cara yang 


.... 


telah disebutkan tadi), ini berdasarkan firman Allah &, “xxi RA 


Kar Sun. Ë= Pers Lacak Sa “Barangsiapa yang menyerang 
kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya 
terhadapmu.” (Qs. Al Baqarah (2): 194). 
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Asy-Syafi'i berkata, “Apabila pelaku menampar korban 
hingga menyebabkan sinar matanya hilang dan memutih serta 
membengkak, maka dia harus ditampar yang sepertinya. Apabila 
sinar mata pelaku hilang, lalu memutih dan bengkak, maka korban 
telah melakukan gishash terhadapnya. Sedangkan jika matanya 
tidak memutih dan tidak bengkak: jika cahaya matanya itu masih 
bisa dihilangkan, hingga memutih dan bengkak, maka hal tersebut 
bisa dilakukan. Sedangkan jika tidak bisa, maka tidak apa-apa, 
karena tindak pidananya adalah menghilangkan cahaya mata. 


Terkait dengan memutih dan bengkak, maka yang 
dimaksud itu adalah cacat, sedangkan cacat tidak mewajibkan 
hukuman yang menyebabkan cacat, ini seperti halnya jika 
seseorang melukai kepala orang lain, hingga menyebabkan tulang 
kepalanya kelihatan, lalu dia dihukum dengan hukuman yang 
sama, kemudian korban sembuh dan hanya tersisa cacatnya, 
sementara dia sendiri juga sembuh dan tidak memiliki cacat pada 
kepalanya, maka dia tidak wajib membayar apa-apa. Demikianlah 
pula dalam kasus ini.” 


Apabila seseorang mencungkil mata orang lain dengan 
jarinya: jika korban mencungkil matanya (pelaku) dengan besi, 
maka hukumnya diperbolehkan. Karena, mencungkil dengan besi 
lebih mengenai sasaran. Sedangkan, jika korban itu hendak 
mencungkil matanya dengan jari, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi i: 


Pendapat Pertama: Dia boleh melakukannya, ini 
berdasarkan firman Allah 8, G Jis af Lah Sa Sa aya 


Kie RES “Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah 
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dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (Os. Al Baqarah 
(2): 194). 


Pendapat Kedua: Dia tidak boleh melakukannya, karena 
tidak bisa dilakukan hukuman yang sepadan padanya. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila seseorang 
melukai bagian tempurung kepala orang lain hingga 
menganga dengan sebilah pedang, maka dia berhak 
dituntut hukuman gishash dengan jenis senjata tajam 
yang telah disebutkan seperti pisau cukur dan 
sejenisnya. Dia tidak boleh dihukum gishash dengan 
pedang, karena hal itu tidak aman dari tindakan yang 
mengakibatkan keretakan pada tulang. 


Pasal: Apabila seseorang melakukan tindakan 
yang merugikan orang lain, dimana dengan tindakan itu 
mengakibatkan penglihatan kedua mata korban itu 
hilang, maka masalah tersebut perlu ditinjau terlebih 
dahulu: apabila tindakan tersebut merupakan tindakan 
dimana gishash tidak wajib diberlakukan, maka 
kasusnya sama seperti luka retak pada tulang 
(hasyimah), sehingga diberlakukan hukuman yang dapat 
menghilangkan penglihatan mata, seperti misalnya 
kapur yang ditaburkan pada mata atau besi yang panas 
yang didekatkan pada mata tersebut. Karena, dalam 
kasus penghilangan penglihatan ini, gishash sulit 
direalisasi-kan dengan cara merusak mata. Tidak boleh 
men-cungkil bola mata, karena tindakan tersebut adalah 
gishash di luar objek kriminal, sehingga pihak korban 
harus beralih kepada bentuk hukuman yang lebih 
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ringan, sebagaimana telah kami sampaikan dalam kasus 
pembunuhan sebab sodomi (hubungan intim pada 
anus). 


Jika perbuatan kriminal tersebut merupakan 
perkara dimana gishash sangat mungkin dilakukan, 
seperti luka yang menganga (memperlihatkan tulang), 
maka dia boleh dituntut untuk dihukum gishash. Jadi, 
apabila penglihatan mata itu telah hilang, maka hak 
korban benar-benar terpenuhi. Namun jika penglihatan- 
nya belum hilang, maka diberlakukan sebuah cara yang 
dapat menghilangkan penglihatannya sesuai dengan 
keterangan yang telah kami sebutkan dalam luka retak 
pada tulang. 


Apabila pelaku tersebut menempeleng orang lain 
(memukul kepala dengan keras), lalu penglihatan 
tersebut hilang, maka tidak boleh dituntut gishash 
dengan menempeleng, tetapi diberlakukan hukuman 
yang dapat menghilangkan penglihatan tersebut, 
seperti keterangan yang telah kami sebutkan dalam luka 
retak pada tulang. 


Dalil kami atas hukum tersebut adalah, hadits 
yang telah diriwayatkan oleh Yahya bin Ja'dah, “Bahwa 
ada seorang Badui Arab datang membawa unta yang 
membawa muatan air ke Madinah, lalu kawan dekat 
Utsman bin Affan Æ melakukan tawar-menawar dengan 
orang badui arab tersebut mengenai unta tersebut, lalu 
terjadilah perselisihan di antara keduanya, yang 
kemudian kawan Utsman bin Affan itu 
menempelengnya, hingga bola matanya keluar. 
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Utsman bin Affan lantas bertanya pada orang 
badui tersebut: “Apakah kamu mau aku memberimu 
diyat dua kali lipat kepadamu dan kamu mema'afkan- 
nya”. Lalu orang badui tersebut menolak tawaran 
Utsman bin Affan tersebut. Lalu Utsman bin Affan 
membawa kedua orang tersebut kepada Ali «8. 


Lantas Ali mengambil sebuah cermin, lalu 
memanaskannya, kemudian dia meletakkan kapas pada 
matanya yang lain, lalu dia mengambil cermin tersebut 
dengan dua buah jepitan, lalu mendekatkannya pada 
mata kawan Utsman bin Affan tersebut, sehingga bola 
matanya keluar.” 


Karena, dalam gishash dengan cara 
menempeleng tidak mungkin syarat kesepadanan itu 
dapat terpenuhi. Oleh karena itu, jika itu hanya murni 
menghilangkan penglihatan mata tersebut, maka tidak 
wajib dijatuhi hukuman gishash, sehingga akibat dari 
tindakannya itu tidak boleh dituntut gishash dengan 
menuntut penghilangan mata tersebut, ini sama seperti 
luka retak pada tulang. 


Apabila seseorang mencongkel mata orang lain 
dengan jari-jari tangan, lalu korban tersebut ingin 
menuntut balas dengan jari-jari tangan pula, maka ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Boleh, karena gishash 
tersebut dilakukan sesuai dengan gishash yang 
dilakukan, yaitu dengan menggunakan senjata tajam, di 
samping hal itu juga mempertimbangkan kesamaan 
hak. 
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Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena mengguna- 
kan senjata tajam itu lebih mempercepat kesembuhan, 
sehingga tidak boleh menggunakan alat lain selain 
senjata tajam tersebut. 


Penjelasan: 


dika seseorang (korban) mempunyai hak gishash dengan 
menggunakan sebilah pedang, maka hakim boleh memberikan 
kewenangan pada wali korban tersebut untuk memenggal pada 
bagian leher pelaku kriminal tersebut. Maka, jika seseorang telah 
memenggal leher orang lain dengan pedang, lalu orang lain itu 
telah memenggal lehernya hingga putus, maka haknya benar- 
benar terpenuhi. 


Apabila seseorang memenggalnya pada bagian lain selain 
leher, jika dia meninggal dunia, maka haknya benar-benar telah 
terpenuhi. Sedangkan jika dia tidak meninggal dunia, maka dia 
harus dimintai penjelasan mengenai motif pemenggalan selain 
leher tersebut: jika dia menjawab: “Dia sengaja memenggal bagian 
itu”, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman ża zir kepadanya. 
Hal ini sesuai firman Allah &, 


Y Ea SY 35 are oces z 
“Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam 
membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat 
pertolongan.” (Qs. Al Israa` [17]: 33). 


Maknanya adalah, janganlah dia mengeksekusi mati pelaku 
pembunuhan itu dengan cara memutilasi tubuhnya. Menurut tafsir 
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lain, maknanya adalah: Janganlah dia mengkesekusi mati orang 
lain selain pembunuhnya. Dianjurkan agar dia mewakilkan kepada 
orang yang hendak mengeksekusi hak gishash-nya, dan dia tidak 
dikenai resiko menanggung pengganti apapun. Karena secara 
garis besar, dia mempunyai kewenangan mengeksekusinya. 


Apabila wali korban tersebut menjawab: “Aku telah 
membuat kesalahan dalam memenggal”, maka jika dia memenggal 
pada bagian yang kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 
memenggal bagian yang sama seperti bagian tersebut, misalnya 
pedangnya mengenai pundak dan bagian dari leher yang 
beriringan dengan kepala, maka pernyataan yang diterima adalah 
pernyataannya disertai sumpah. Karena, pengakuannya itu 
merupakan hal yang mungkin terjadi, dan dia tidak patut 
menerima hukuman ta zir. 

Apabila pedangnya mengenai bagian tubuh yang tidak 
mungkin terjadi kesalahan dalam melukai bagian tubuh seperti itu, 
misalnya dia menghantam bagian tengah tempurung kepala, 
punggung atau kakinya, maka pernyataannya itu tidak dapat 
diterima, karena hal itu bertentangan dengan fakta yang 
sebenarnya terjadi. 

Apabila wali korban berkata: “Aku tidak dapat 
melaksanakan eksekusi gishash tersebut secara baik”, maka kami 
menganjurkan agar menyerahkan kewenangan itu kepada orang 
lain (diwakilkan kepada orang lain). 

Apabila dia berkata: “Aku dapat mengeksekusinya secara 
baik,” dan dia meminta agar diberi kewenangan mengeksekusinya 
langsung oleh sendiri, Asy-Syafi'i @ dalam sebuah pembahasan 
berkata: Dia tidak boleh diberikan kewenangan untuk 
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melaksanakan gishash tersebut, dia disuruh agar menyerahkan 
kewenangan gishash itu kepada orang lain. 


Asy-Syafi'i dalam pembahasan lain berkata: Dia dapat 
menjadi pengganti untuk menuntut gishash tersebut. Ulama fikih 
Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai interpretasi komentar Asy- 
Syafi'i tersebut. 


Sebagian ulama madzhab kami ada yang berkata, bahwa 
dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dia tidak dapat melaksanakan gishash 
secara langsung oleh dirinya sendiri. Karena perbuatan serupa itu 
tidak dapat dihindari oleh dirinya. 


Pendapat Kedua: Dia dapat melaksanakan gishash secara 
langsung oleh dirinya sendiri, karena faktanya dia tidak akan 
mengulang kembali perbuatan yang sama. 


Sebagian ulama madzhab kami lainnya juga ada yang 
mengatakan, bahwa dalam masalah tersebut tidak terdapat ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i, tetapi masalah tersebut tentang dua 
kondisi kasus yang berbeda. 


Jikalau Asy-Syafi'i berkata: “Dianjurkan agar wali korban 
menyerahkan kewenangan haknya melaksanakan eksekusi mati,” 
maka dia ini ingin menjelaskan kondisi dimana wali korban itu 
merupakan orang yang tidak cakap dalam melakukan eksekusi dan 
sebelum itu dia tidak mempunyai kecapakan untuk melakukan 
eksekusi tersebut. Asy-Syafi'i juga berkata lainnya, “Dia dapat 
melakukan eksekusi sendiri,” maka dia ingin menjelaskan kondisi 
di mana orang tersebut cakap melakukan eksekusi mati. 
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Cabang: Apabila dia mempunyai hak gishash 
berkaitan dengan kejahatan pemotongan satu ujung jari, lalu dia 
melakukan gishash pada dua ujung jari, maka jika dia merupakan 
orang yang sengaja melakukan tindakan tersebut, maka dia 
wajib dijatuhi hukuman gishash. Sementara jika dia tidak sengaja 
melakukannya, maka dia dijatuhi hukumah, bukan gishash. 
Jika dia melakukan gishash melebihi haknya disebabkan ketidak 
tenangan pelaku kejahatan pemotongan ujung jari tersebut, maka 
pihak yang melakukan gishash itu tidak dikenai tuntutan apapun, 
karena kelebihan hak gishash itu terjadi akibat perbuatan si pelaku 
sendiri, sehingga dia telah menghilangkan ujung jarinya secara sia- 
sia. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang 
mempunyai hak gishash dengan sebilah pedang, lalu 
dia menghantamkan pedang tersebut, kemudian pedang 
itu mengenai bagian lain selain yang berhak di-gishash, 
dan dia menyatakan bahwa dia tidak sengaja 
melakukannya: jika dalam perbuatan seperti itu dapat 
terjadi unsur ketidaksengajaan, maka pernyataan yang 
diterima adalah pernyataan yang disertai sumpah. 
Karena pernyataannya itu memuat kemungkinan hal 
tersebut dapat terjadi. 


Apabila dalam perbuatannya seperti itu dapat 
terjadi unsur ketidaksengajaan, maka pernyataannya 
tidak dapat diterima, dan sumpahnya mengenai 
perbuatan tersebut tidak dapat didengar. Karena 
pernyataannya itu tidak memuat kemungkinan lain. 
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Apabila wali korban hendak mengulang dan 
melakukan gishash, Asy-Syafi'i dalam sebuah pem- 
bahasan berkata, “Dia dapat tidak diperkenankan 
melakukan gishash sendiri.” Dan dalam pembahasan 
lain, dia berkata, “Dia dapat diperkenankan melakukan 
gishash sendiri.” 


Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang 
mengatakan, bahwa dalam perkara ini berlaku dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia dapat tidak diperkenan- 
kan melakukan gishash sendiri, karena pengulangan 
perbuatan serupa untuk yang kedua kalinya itu tidak 
dapat dihindari. 


Pendapat Kedua: Dia dapat diperkenankan 
melakukan gishash sendiri, karena kewenangan hak 
gishash itu ada pada dirinya, dimana secara faktual, dia 
tidak akan mengulang kembali perbuatan yang sama. 


Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya ada yang 
mengatakan, bahwa jika dia cakap melakukan gishash 
tersebut, maka dia dapat diperkenankan kembali 
melakukan gishash sendiri, karena secara faktual dia 
tidak akan mengulang kembali perbuatan yang sama. 

Apabila dia tidak cakap melakukan gishash 
tersebut, maka dia tidak diperkenankan melakukan 
gishash sendiri, karena pengulangan kembali perbuatan 
yang sama itu tidak dapat dihindari. Dia mengarahkan 
kedua pendapat Asy-Syafi'i itu pada dua kondisi kasus 
yang berbeda. 


mp NA Nia Syarah M Mtuhadeibad 


Apabila dia mempunyai hak gishash berkenaan 
dengan luka pada tempurung kepala yang terlihat jika 
diperiksa, lalu dia mengeksekusi melebihi dari haknya, 
atau dia mempunyai hak gishash berkenaan dengan 
kejahatan pemotongan sebuah ujung jari, lalu dia 
memotong dua buah ujung jari, jika dia orang yang 
sengaja melakukan perbuatan tersebut, maka dia wajib 
dijatuhi gishash untuk kelebihan tersebut. Sementara 
jika perbuatan itu tidak ada unsur kesengajaan, maka 
dia wajib dikenai denda selain diyat. Sebagaimana jika 
dia melakukan perbuatan tersebut di luar gishash. 


Apabila dia mengeksekusi melebihi haknya akibat 
ketidaktenangan si pelaku tersebut, maka dia tidak 
dikenai kewajiban apapun, sebab perbuatan itu terjadi 
akibat perbuatannya sendiri, sehingga dia telah 
menghilangkannya secara sia-sia. 


Pasal: Apabila dia melakukan gishash pada organ 
tubuh dengan senjata tajam yang beracun, lalu si pelaku 
kejahatan tersebut meninggal dunia, maka dia tidak 
wajib dijatuhi gishash. Sebab, dia meninggal akibat 
faktor yang memungkinkan orang itu dapat tewas dan 
tidak, namun dia wajib membayar seperdua dari diyat, 
karena orang itu tewas lantaran sesuatu resiko yang 
harus ditanggung dan juga selain resiko yang harus 
ditanggungnya, sehingga seperdua diyat itu gugur, dan 
wajib membayar seperdua diyat lainnya. 
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: 


Penjelasan: 


Apabila dia mempunyai hak gishash pada lengan kanan, 
lalu pihak yang hendak melaksanakan gishash berkata pada si 
pelaku kejahatan pemotongan lengan kanan tersebut: “Ulurkan 
lengan kananmu, karena aku hendak memenggalnya,” tiba-tiba si 
pelaku tersebut mengulurkan lengan kirinya, lalu pihak yang 
melakukan gishash tersebut memenggalnya, maka masalah 
pemenggalan lengan kiri itu perlu ditinjau terlebih dahulu terkait 
tindakan si pelaku, apabila dia berkata: Aku mengulurkan lengan 
kiri secara sengaja, dan aku mengetahui bahwa pemenggalan 
lengan kiri itu tidak cukup untuk menggantikan lengan kanan,” 
maka pihak yang melakukan gishash tersebut tidak dikenai gishash 
dan tidak pula diyat baik dia mengetahui bahwa lengan yang 
dipenggal itu adalah lengan kiri atau dia tidak mengetahuinya. 


Karena, dia memenggalnya akibat dari tindakan pemiliknya 
yang menyerahkan lengan kiri, sehingga kasus pemenggalan 
lengan kiri itu sama seperti kasus jika si pelaku kriminal itu 
berkata: “Penggallah lenganku,” lalu pihak yang melakukan 
gishash memenggalnya. Hanya saja jika pihak yang melakukan 
gishash tersebut merupakan orang yang mengetahui, bahwa 
lengan yang dipenggal itu adalah lengan kiri, maka dia patut 
dikenai hukuman taZir, karena dia telah melakukan perbuatan 
yang diharamkan. 

Sementara jika dia tidak mengetahui, maka dia tidak patut 
dikenai hukuman faZir, baik si pelaku tersebut mengizinkan 
pemenggalan lengan kiri tersebut atau pihak yang melakukan 


gishash tersebut berkata padanya: “Ulurkan lengan kananmu, 
karena aku hendak memengaalnya,” lalu dia mengeluarkan lengan 
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kirinya sembari diam (tidak berkata apapun), dan mengulurkannya, 
kemudian pihak yang melakukan gishash memenggalnya. 


Karena dia menyerahkan lengan kirinya dengan cara 
mengulurkannya kepada pihak yang hendak melakukan gishash 
tersebut, bukan sebagai pengganti pemenggalan lengan kanan. 
Namun perbuatan mengulurkan lengan kiri itu dapat mengganti- 
kan posisi bicara, sebagaimana jika seseorang memberikan 
sekantong uang kepada orang lain, dan dia berkata: “Buanglah 
kantong uang itu ke laut,” lalu dia menerima kantong tersebut. 


Inilah resiko yang harus ditanggung si pelaku. Demikian 
juga jika seseorang berkata: “Serahkan kantong uangmu 
kepadaku, karena aku hendak membuangnya ke laut,” lalu dia 
menyerahkan kepadanya seraya terdiam, kemudian dia mem- 
buangnya, maka pembuangan itu resiko yang harus ditanggung- 
nya. Hal ini sebagaimana jika dia menyuguhkan makanan kepada 
orang lain seraya berkata: “Makanlah,” kasus tersebut sama seperti 
jika dia mengundangnya untuk menyantap makanan, lalu dia 
menyuguhkannya kepada orang itu, dan kemudian orang itu 
memakannya. 


Apabila orang yang dipotong lengan kirinya itu tewas akibat 
pemotongan lengan kirinya tersebut, maka pihak yang melakukan 


gishash tersebut tidak dikenai gishash. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Pihak yang melakukan gishash 
tersebut tidak dikenai kewajiban membayar diyat pembunuhan. 
Lantas apakah wajib membayar kafarah atas orang yang dipotong 
lengan kirinya tersebut? 


Al Mas'udi berkata: Ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i, sesuai dengan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam 
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kasus orang yang membunuh dirinya sendiri. Sementara ulama 
fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad sepakat bahwa 
orang yang bunuh diri wajib membayar kafarah, berdasarkan 
jawaban ini, maka dalam kasus kematian akibat pemotongan 
lengan kiri ini, dia dikenai kewajiban membayar kafarah. 


Apabila pihak yang dijatuhi gishash berkata: “Yang 
tertangkap pendengaranku dia berkata: “Ulurkan lengan kirimu', 
lalu aku mengulurkannya” atau (dia berkata) “Aku mendengar 
bahwa dia berkata: “Ulurkan lengan kananmu', tetapi aku bingung 
(hilang kesadaran) karena terkejut, lalu aku mengulurkan lengan 
kiri, dan aku menduganya lengan kanan, aku mengulurkan lengan 
kiri karena kesengajaan, tetapi aku menduga bahwa pemotongan 
lengan kiri itu sudah cukup menggantikan pemotongan lengan 
kanan, maka masalah pihak yang menjatuhkan gishash perlu 
ditinjau terlebih dahulu; apabila pihak yang menjatuhkan gishash 
tersebut tidak mengetahui bahwa lengan yang dipotong itu adalah 
lengan kiri, maka dia tidak dijatuhi hukuman gishash, karena ini 
merupakan kondisi yang bisa saja terjadi, lantas apakah dia dikenai 
kewajiban membayar diya? Dalam perkara ini, ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaff'i: 

Pendapat Pertama: Dia tidak dikenai kewajiban membayar 
diyat, karena dia memotongnya akibat penyerahan pemiliknya, 
sehingga kasus tersebut sama seperti jika pihak yang dijatuhi 
gishash berkata: “Potonglah lenganku,” lalu pihak yang 
menjatuhkan gishash memotongnya. 


Pendapat Kedua: Dia dikenai kewajiban membayar diyat 
Ini merupakan pendapat yang lebih shahih di kalangan ulama 
madzhab Asy-Syafi'i. Karena pihak yang dijatuhi gishash (sang 
pelaku) menyerahkan secara sengaja agar lengan kirinya sebagai 
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pengganti lengan kanan tersebut, jadi jika dia tidak memotong 
sebagai penggantinya, maka dia berhak mendapatkan 
perimbangannya, sebagaimana jika dia menjual barang dengan 
transaksi yang batal, dimana dia tetap menyerahkan barang itu 
kepada pembeli tersebut, dan barang tersebut rusak. 


Apabila pihak yang menjatuhkan gishash tersebut 
merupakan orang yang mengetahui bahwa lengan yang dipotong 
itu adalah lengan kiri, maka apakah dia patut dijatuhi gishash 
pemotongan lengan kirinya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Abu Hafsh bin Al Wakil berkata: Dia patut dijatuhi gishash, 
karena dia memotong lengan yang tidak patut dia potong serta 
mengetahui larangan haram memotong lengan kiri tersebut. 
Sementara mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Dia tidak 
patut dikenai hukuman gishash. Ini merupakan pendapat yang 
lebih shahih. Karena, dia memotongnya akibat penyerahan dari 
pemiliknya, dan itu dikenai kewajiban membayar diyatnya, karena 
sang pemilik lengan itu telah menyerahkannya, agar posisinya 
dapat menggantikan lengan kanan. Jadi, apabila lengan kirinya itu 
tidak dipotong, maka dia berhak mendapatkan perimbangannya. 
Sebagaimana jika seseorang menjual barang yang rusak, dan 
pembeli tetap menerimanya, dimana barang itu rusak setelah 
adanya penyerahan barang tersebut. 


Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka gishash 
itu belum gugur bagi pihak yang mempunyai hak gishash pada 
lengan kanan pelaku kriminal tersebut, karena haknya dari lengan 
kanan sang pelaku tersebut belum gugur. 

Asy-Syafi'i æ berkata: Pelaku tindakan kriminal tersebut 
tidak boleh dijatuhi gishash sampai luka lengan kirinya sembuh. 
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Asy-Syafi'i juga berkata mengenai orang yang memotong 
kedua tangan seseorang atau kedua kakinya sekaligus: Akibat 
perbuatannya itu, tangan atau kedua kakinya pelaku boleh 
dipotong dalam waktu yang bersamaan. 


Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i kalangan ulama Khurasan 
ada yang meletakkan kedua masalah tersebut berdasarkan kedua 
pendapat yang ada sebelumnya. Sebagian mereka lainnya ada 
yang mengarahkannya sesuai kesimpulan yang nampak dari kedua 
pendapat tersebut. Ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama 
Baghdad tidak menyebutkan pendapat selain ini. 


Perbedaan antara kedua masalah tersebut adalah bahwa 
jika seseorang memotong tangan orang lain atau kedua kakinya, 
maka dia benar-benar menggabungkan kedua penderitaan itu 
kepadanya, tentunya orang tersebut juga boleh menggabungkan 
kedua penderitaan itu kepada pelakunya. 


Di dalam kasus ini, sang pelaku tidak menggabungkan 
kedua penderitaan kepada korban, sehingga pihak yang 
menjatuhkan gishash tidak boleh menggabungkan kedua 
penderitaan itu kepadanya. Apabila muncul pertanyaan: Bukankah 
kalau lengan kanan harus dipotong dan di sisi yang lain lengan 
kirinya (juga harus dipotong), maka gishash dijatuhkan kepadanya, 
dan salah satunya ditunda hingga luka lengan yang lain sembuh. 

Kami menjawab: Perbedaan antara kedua masalah tersebut 
adalah, bahwa kedua pemotongan tangan itu patut diterima 
karena gishash. Oleh karena itu, kami menggabungkan keduanya. 
Sementara dalam masalah ini, salah satu dari dua pemotongan itu 
tidak patut dijatuhkan kepadanya, sehingga dia tidak boleh 
menggabungkan kedua pemotongan tersebut. 
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Apabila pemotongan lengan kiri tersebut berakibat pada 
kematian pelaku kriminal tersebut, maka dalam kasus di mana 
pelaku tersebut berkata: Aku menduganya lengan kanan, dan aku 
menduga bahwa pemotongannya cukup menggantikan lengan 
kanan korban pemotongannya. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Pihak yang menjatuhkan 
gishash dikenai kewajiban membayar diyat yang sempuma (utuh). 
Sementara gishash lengan kanan itu sulit bagi dirinya untuk 
merealisasikannya, oleh sebab itu wajib membayar diyat dari 
tangan tersebut, sehingga diyat tangannya itu ditutupi dari 
kewajiban diyat pembunuhan yang dibebankan kepada pihak yang 
menjatuhkan gishash. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Diriwayatkan dari Syaikh Abu 
Hamid bahwa dia berkata: Menurutku haknya menuntut gishash 
lengan kanan telah terpenuhi akibat kematian sang pelaku 
tersebut, sebagaimana jika gishash tersebut terletak pada lengan, 
lalu dia memotong dan kemudian membunuhnya. 


Argumen pendapat pertama adalah, bahwa hak pihak yang 
menjatuhkan gishash itu terletak pada pemotongan tangan 
tersebut dimana hak tersebut sama sekali belum terpenuhi. Tetapi 
ternyata dia telah membunuhnya, maka dia benar-benar 
menanggung lengan kiri tersebut serta penghilangan nyawa 
dengan membayar diyat tersebut. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Semestinya Syaikh Abu 
Hamid dalam kasus ini berkata: Jika dia menyerahkan lengan 
kirinya serta mengetahui bahwa lengan yang dipotong itu lengan 
kiri, di samping itu pemotongan lengan kiri berakibat pada 
kematian pelaku tersebut, maka pihak yang menjatuhkan gishash 
itu telah memenuhi gishash pada lengan kanan tersebut, karena 
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pengganti organ tubuh yang berhak dihilangkannya itu tidak 
menghalangi pemenuhan hak tersebut, tetapi dampak 
pemotongan lengan kiri itu telah menghilangkan hak yang patut 
dimilikinya secara sia-sia. 


Masalah: Jika perselisihan terjadi di antara pihak yang 
berhak menjatuhkan gishash dan pihak yang patut dijatuhi gishash, 
(misalnya) pihak yang berhak menjatuhkan gishash berkata: 
“Kamu menyerahkan lengan kiri tersebut, dan kamu orang yang 
mengetahui, bahwa lengan yang dipotong itu adalah lengan kiri, 
dan pemotongan lengan kiri itu tidak cukup menggantikan lengan 


” 


kanan.. 


Sementara pihak yang patut dijatuhi gishash (Al Jaan) 
berkata: “Aku menyerahkannya dan aku sama sekali tidak 
mengetahui bahwa lengan yang dipotong itu ialah lengan kiri, atau 
aku tidak mengetahui bahwa pemotongannya tidak cukup 
menggantikan gishash lengan kanan,” maka pernyataan yang 
diterima adalah pernyataan pihak yang dijatuhi gishash disertai 
sumpah darinya, karena dia orang yang paling mengetahui tentang 
dirinya. 

Jikalau pihak yang dijatuhi gishash itu mau bersumpah, 
maka ketentuan hukum dalam perselisihan ini sama seperti 
ketentuan hukum andaikan pihak yang menjatuhkan gishash itu 
sepakat dengan pihak yang dijatuhi gishash, bahwa dia 
menyerahkannya dan dia tidak mengetahui bahwa lengan yang 
dipotong itu adalah lengan kanan. 


Apabila pihak yang dijatuhi gishash itu menolak untuk 
bersumpah, maka pihak yang menjatuhkan gishash tersebut harus 


750 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


bersumpah, dan ketentuan hukum dalam perselisihan ini sama 
seperti ketentuan hukum jika pihak yang dijatuhi gishash itu 
mengakui, bahwa dia menyerahkannya serta mengetahui bahwa 
lengan yang dipotong itu adalah lengan kiri, dia juga mengetahui 
bahwa pemotongannya itu tidak cukup menggantikan lengan 
kanan tersebut. 


Jadi, jika seseorang mempunyai hak gishash lengan kanan, 
lalu keduanya membuat kesepakatan mengambil gishash lengan 
kirinya sebagai pengganti lengan kanan tersebut, maka 
pemotongan lengan kiri itu belum dinilai dapat menggantikan 
gishash lengan kanan. Karena, organ tubuh yang hukuman 
pemotongannya telah ditiadakan oleh ketentuan syara, maka 
hukuman pemotongannya itu tidak boleh diputuskan berdasarkan 
kesepakatan tersebut. Sebagaimana jika dia mengeksekusi mati 
selain pembunuh tersebut dengan persetujuannya. 


Pihak yang menjatuhkan gishash tidak dijatuhi hukuman 
gishash, karena dia memotong lengan kiri itu akibat adanya 
penyerahan oleh pemiliknya, dan dia hanya dikenai kewajiban 
membayar diyat lengan kiri tersebut. 


Apabila keduanya sama-sama mengetahui, bahwa hukuman 
pemotongan lengan kiri itu berdasarkan kesepakatan, maka itu 
tidak boleh dilakukan, dimana keduanya berdosa. Sementara jika 
keduanya sama-sama tidak mengetahui hukum tersebut, maka 
keduanya tidak berdosa. 


Apabila salah seorang dari keduanya adalah orang yang 
mengetahui hukum tersebut dan yang lainnya orang yang tahu 
hukum tersebut, maka orang yang tahu hukum di antara keduanya 
itu berdosa. Lantas apakah hak pihak yang menjatuhkan gishash 
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yaitu gishash lengan kanan tersebut gugur? Ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Hak gishash lengan kanan tersebut 
gugur. Karena tatkala pihak yang menjatuhkan gishash tersebut 
rela mengambil lengan kiri sebagai ganti lengan kanan, maka 
kerelaan tersebut statusnya sama seperti pema'afan darinya untuk 
mengambil gishash lengan kanan. 


Berdasarkan jawaban ini, maka dia hanya dikenai kewajiban 
membayar diyat sebuah lengan, dan dia berhak mendapatkan diyat 
sebuah lengan yang lain, sehingga keduanya lunas jika kedua diyat 
itu sama nilainya. 


Apabila nilai diyat itu tidak sama, misalnya salah seorang di 
antara mereka itu berjenis kelamin laki-laki, sementara yang lain 
berjenis kelamin perempuan, atau pihak yang menjatuhkan 
gishash seorang muslim, sementara pelaku kriminal tersebut orang 
kafir, maka orang yang mempunyai kelebihan diyat itu berhak 
menuntut kelebihan diyat yang menjadi haknya tersebut. 


Pendapat Kedua: Haknya yaitu gishash lengan kanan tidak 
gugur. Karena dia hanya rela meniadakan haknya, yaitu gishash 
lengan kanan, dengan catatan lengan kiri itu dapat mengganti 
lengan kanan. Apabila lengan kiri itu tidak dapat diposisikan 
sebagai ganti lengan kanan, maka haknya tetap masih ada dalam 
organ tubuh yang dibuat pengganti tersebut (lengan kanan). 
Sebagaimana jika dia mengadakan perdamaian atas pengingkaran 
kepemilikan barang. 


Berdasarkan jawaban kedua ini, pihak yang hendak 
menjatuhkan gishash tersebut (mugtashsh) tidak boleh melakukan 
gishash lengan kanan kecuali setelah luka lengan kiri tersebut 
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sembuh. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Pendapat pertama 
merupakan pendapat yang lebih shahih, karena yang menjadi 
tujuannya adalah pemotongan lengan tersebut benar-benar 
terlaksana. 


Cabang: Jika pihak yang patut dijatuhi gishash itu orang 
gila (tidak berakal), sementara pihak yang menjatuhkan gishash itu 
adalah orang yang berakal. Lalu dia berkata padanya: “Ulurkan 
lengan kananmu,” lalu dia mengulurkannya, lantas pihak yang 
menjatuhkan gishash tersebut memotongnya, maka dia benar- 
benar telah melaksanakan haknya. Karena pihak yang menjatuh- 
kan gishash tersebut termasuk orang yang cakap dalam 
melaksanakan hak tersebut. 


Apabila pihak yang dijatuhi gishash itu bukan termasuk 
orang yang cakap dan dia menyerahkan hak tersebut, padahal 
syarat yang menentukan itu bergantung pada pihak yang 
menjatuhkan gishash tersebut, jika pihak yang menjatuhkan 
gishash itu berkata: “Ulurkan lengan kananmu,” tiba-tiba orang 
gila tersebut meng-ulurkan lengan kirinya, lalu pihak yang 
menjatuhkan gishash tersebut memotongnya, maka jika pihak 
yang menjatuhkan gishash itu orang yang mengetahui bahwa 
lengan yang dipotong itu adalah lengan kiri, maka dia tidak patut 
dijatuhi gishash lengan kiri tersebut, karena itu merupakan kondisi 
mungkin saja terjadi, tetapi dia dikenai kewajiban membayar diyat 
lengan kiri tersebut. Karena, penyerahan hak oleh orang gila itu 
tidak sah. Dan dia tetap mempunyai hak gishash lengan kanan 
orang gila tersebut, namun dia tidak boleh memotongnya sampai 
luka lengan kiri tersebut sembuh. 
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Apabila pihak yang dituntut hukuman gishash itu orang 
yang berakal, sementara pihak yang menuntut hukuman gishash 
itu orang gila, lalu orang gila tersebut berkata: “Ulurkan lengan 
kananmu, karena aku hendak memotongnya,” lalu orang yang 
berakal tersebut mengulurkannya berdasarkan keinginan sendiri, 
yang kemudian orang gila tersebut memotongnya, maka status 
orang gila itu bukan orang yang melaksanakan haknya. 


Karena dia bukan termasuk orang yang cakap melaksana- 
kan hak tersebut, dan dia tidak dikenai kewajiban menanggung 
resiko pemotongan tersebut, karena dia memotongnya akibat 
penyerahan oleh pemiliknya. Dan orang gila tersebut (pihak yang 
menuntut hukuman gishash) berhak menuntut diyat lengan 
kanannya kepada orang yang berakal (pihak yang dituntut 
hukuman gishash) tersebut, karena lengan kanannya benar-benar 
telah hilang. 


Apabila orang yang berakal tersebut mengulurkan lengan 
kirinya kepada orang gila tersebut, lalu orang gila tersebut 
memotongnya, maka lengan kiri tersebut hilang sia-sia. Sementara 
hak orang gila tersebut dalam gishash lengan kanan tersebut tetap 
masih ada. Sementara jika orang gila tersebut memaksanya, lalu 
dia memotong lengan kirinya, apakah dia berstatus orang yang 
telah menunaikan haknya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i, yang telah disebutkan dalam masalah anak yang belum 
cukup umur dan sehat akalnya, karena dia tidak berstatus orang 
yang cakap menunaikan haknya tersebut. 


dika kami katakan, bahwa dia berstatus orang yang telah 
menunaikan haknya, maka tidak ada diskusi selanjutnya. Namun, 
jika kami mengatakan: Dia tidak menyandang status orang yang 
menunaikan haknya, maka orang gila tersebut (pihak yang 
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menuntut hukuman gishash) berhak menuntut diyat tangannya 
kepada sang pelaku tersebut, dimana sang pelaku tersebut berhak 
mendapat diyat tangannya pula. 


Jika kami katakan, bahwa kesengajaan orang gila tersebut 
melakukan kejahatan pemotongan tersebut dianggap kesengajaan 
(terencana), maka diyat wajib dibebankan pada hartanya. 


Jika kami katakan, bahwa kesengajaan orang gila melaku- 
kan kejahatan pemotongan itu dianggap perbuatan tersalah, maka 
diyat wajib dibebankan pada ahli warisnya. 


Apabila pihak yang menuntut hukuman gishash dan pihak 
yang dituntut hukuman gishash tersebut sama-sama orang Gila, 
dan gishash tersebut terletak pada lengan kanan, lalu pihak yang 
menuntut hukuman gishash itu memotong lengan kanan pihak 
yang dituntut hukuman gishash tersebut, lantas apakah dia 
menyandang status orang yang menunaikan haknya? Ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, baik dia memotongnya akibat 
penyerahan oleh pihak yang dituntut hukuman gishash tersebut 
atau dia memaksanya, karena penyerahannya itu tidak sah. 


Jika kami katakan, bahwa dia menyandang status orang 
yang telah menunaikan haknya, maka tidak ada diskusi 
selanjutnya. Sementara jika kami katakan, bahwa dia tidak 
menyandang status orang yang memenuhi haknya, maka pihak 
yang menuntut hukuman gishash itu berhak mendapatkan diyat 
tangannya yang dibebankan pada harta sang pelaku tindakan 
kriminal tersebut, dimana sang pelaku tersebut berhak 
mendapatkan pula diyat tangannya. 


Jika kami katakan, bahwa kesengajaan orang gila 
melakukan suatu kejahatan dianggap perbuatan sengaja, maka 
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diyat itu wajib dibebankan pada hartanya. Namun jika kami 
katakan, bahwa kesengajaan orang gila melakukan suatu kejahatan 
itu dianggap perbuatan tersalah, maka diyat wajib ditanggung oleh 
ahli warisnya. | 


Apabila pihak yang menuntut hukuman gishash tersebut 
memotong lengan kiri sang pelaku, maka dia wajib menanggung 
resiko pemotongannya dengan membayar diyat tersebut: baik dia 
memotongnya akibat penyerahan oleh pemiliknya atau tanpa 
penyerahan oleh pemiliknya, karena penyerahan tersebut tidak sah 
lantaran kondisi dirinya yang gila. 

Sedangkan dalam masalah kewajiban menanggung diyat 
tersebut, ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah kejahatan- 
nya, apakah kajahatannya itu dianggap perbuatan sengaja atau 
tersalah? Dimana pihak yang menuntut hukuman gishash tetap 
mempunyai hak gishash pada lengan kanan tersebut, namun dia 
tidak menuntut gishash dari pelaku tindakan kriminal tersebut 
sampai luka lengan kirinya sembuh. 


Asy-Syirazi Æ berkata: Pasal: Apabila seseorang 
berhak menuntut gishash pada lengan kanan sang 
pelaku tersebut, lalu dia berkata: “Ulurkan lengan 
kananmu,” lalu dia mengulurkan lengan kiri dari balik 
lengan baju kanannya, kemudian orang tersebut 
memotongnya: jika pelaku kejahatan tersebut berkata, 
“Aku sengaja mengulurkan lengan kiri tersebut, dan aku 
mengetahui hukum bahwa tidaklah boleh memotong 
lengan kiri sebagai pengganti lengan kanan,” maka 
pihak yang memotong tidak dikenai kewajiban 
menanggung resiko pemotongan lengan kiri tersebut. 
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Karena, dia memotongnya akibat penyerahan tangan 
sang pelaku dan kerelaannya. 


Apabila pihak yang dituntut hukuman gishash 
berkata, “Aku mengiranya lengan kanan,” atau “Aku 
mengira boleh memotongnya sebagai pengganti lengan 
kanan,” maka masalah pihak yang menuntut hukuman 
gishash tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu, apabila 
dia tidak mengetahui bahwa lengan yang dipotong itu 
adalah lengan kiri, maka dia tidak patut dijatuhi 
hukuman gishash tersebut, karena kondisi tersebut 
merupakan kondisi di mana kesamaran mungkin terjadi. 
Lantas apakah dia dikenai kewajiban membayar diyat? 
Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i: 


Pendapat Pertama: Dia tidak dikenai kewajiban 
membayar diyat, karena orang itu memotongnya akibat 
penyerahan oleh pemilik lengan kiri tersebut. 


Pendapat Kedua: Dia dikenai kewajiban mem- 
bayar diyat. Karena dia menyerahkan lengan kiri itu 
dengan syarat posisinya sebagai alat tukar dari lengan 
kanan tersebut, sehingga jika alat tukar itu tidak sah, 
dan organ yang ditukar itu telah hilang, maka dia 
berhak menuntut penggantinya. Sebagaimana kasus jika 
seseorang membeli barang dengan alat tukar yang 
fasid, dan barang tersebut mengalami kerusakan di 
sisinya. 

Apabila pihak yang menuntut hukuman gishash 
itu mengetahui, bahwa lengan yang dipotong itu adalah 
lengan kiri, maka dia dikenai kewajiban menanggung 
penggantinya. Sementara tentang pengganti yang harus 
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ditanggungnya ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syaff'i: 

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abi 
Hafsh bin Al Waki, bahwa dia harus menanggung 
resiko pemotongan lengan kiri itu dengan gishash, 
karena dia secara sengaja memotong lengan yang 
diharamkan (untuk dipotong sebagai gishash). 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat 
madzhab, bahwa gishash tersebut tidak patut dijatuhkan 
kepadanya, karena dia memotongnya akibat adanya 
penyerahan oleh sang pelaku dan dengan kerelaan 
dirinya. Namun, dia tetap dikenai kewajiban membayar 
diyat, karena dia memotong sebuah tangan dimana dia 
tidak mempunyai hak untuk memotongnya. Juga, 
mengetahui lengan yang dipotong tersebut. 


Apabila dia mempunyai hak gishash pada lengan 
kanan, lalu sang pelaku tersebut mengadakan 
perdamaian dengan korbannya dengan memotong 
lengan kiri, maka perdamaian tersebut tidak sah. 
Karena nyawa tidak boleh ditukar dengan alat tukar 
tersebut. Lantas apakah gishash pada lengan kanan 
tersebut gugur? Ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang berkaitan dengan perkara ini: 


Pendapat Pertama: Gugur, karena beralihnya ke 
lengan kiri itu membuktikan kerelaan diri orang yang 
bersangkutan itu untuk meninggalkan gishash pada 
lengan kanan. 
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Pendapat Kedua: Tidak gugur, karena dia 
menerima gishash lengan kiri tersebut dengan syarat 
posisinya sebagai pengganti lengan kanan, dan ternyata 
dia tidak pernah menyerahkan pengganti tersebut, 
sehingga haknya pada organ yang dituntut untuk 
diganti (lengan kanan) tersebut tetap ada. 


Jika kami katakan, bahwa gishash (lengan kanan) 
tersebut tidak gugur, maka sang pelaku tersebut berhak 
menuntut diyat lengan kiri tersebut kepada pihak yang 
menuntut hukuman gishash tersebut, dan pihak yang 
menuntut hukuman gishash itu mempunyai hak 
menuntut gishash pada lengan kanan pelaku tindakan 
kriminal tersebut. 


Jika kami katakan, bahwa gishash lengan kanan 
tersebut gugur, maka dia berhak mendapatkan diyat 
lengan kanan, dan dia juga wajib membayar diyat 
lengan kiri. 


Apabila gishash tersebut dijatuhkan kepada orang 
gila, lalu korban tersebut berkata padanya: “Ulurkan 
lengan kananmu,” lalu sang pelaku mengulurkan lengan 
kirinya, dan kemudian orang itu memotongnya, maka 
orang itu patut dijatuhi hukuman gishash, jika dia 
termasuk orang yang mengetahui (bahwa lengan yang 
dipotong itu lengan kiri), atau dia membayar diyat jika 
orang itu termasuk orang yang tidak mengetahui, 
karena penyerahan hak yang dilakukan oleh orang gila 
itu tidak sah, sehingga kasus tersebut sama seperti 
kasus jika orang tersebut mengawali pemotongan 
tangan. 
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Penjelasan: 


Apabila seseorang memotong tangan orang lain, lalu pihak 
korban yang menuntut hukuman gishash dari pelaku tersebut, lalu 
lengan korban tersebut sembuh, sementara sang pelaku meninggal 
dunia, maka nyawanya hilang sia-sia. 


Demikian, Al Hasan, Ibnu Sirin, Malik, Ahmad, Ishaq, Ibnu 
Al Mundzir, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat. Sementara 
itu Atha`, Thawus, Az-Zuhri dan Abu Hanifah berpendapat: Pihak 
korban yang menuntut hukuman gishash tersebut berkewajiban 
membayar diyat secara utuh. 


Dalil kami adalah hadits yang telah diriwayatkan dari Umar 
dan Ali @s, bahwa mereka berkata: “Siapa yang meninggal dunia 
akibat dari hukuman atau gishash (yang diterimanya), maka dia 
tidak berhak mendapatkan diyat apapun.” (HR. Sa'id bin 
Manshur). Kn 

Tidak ada seorangpun di kalangan sahabat & yang 


menentang pendapat mereka berdua. Hal itu membuktikan bahwa 
hukum tersebut telah menjadi jima. 


Alasan lain, karena luka akibat hukuman atau gishash 
tersebut adalah luka mubah, yang tidak termasuk wilayah 
penelitian mujtahid, sehingga luka akibat pemotongan yang 
berdampak pada kematian itu bukanlah resiko yang harus 
ditanggung, sama seperti hukuman potong tangan dalam kasus 
kejahatan pencurian. 

Pernyataan kami: “mubah” mengesampingkan pemotongan 
tangan tanpa alasan hukum yang benar. Pernyataan kami: “Bukan 
wilayah penelitian mujtahid” ini mengesampingkan pihak yang 
memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman. Jika ada seseorang 
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yang terlibat pencurian hewan yang sedang dalam masa 
penggemukkan atau mencuri suatu barang, lalu sang Imam 
melakukan ijtihad terkait pemotongan lengan pencuri tersebut, 
kemudian pelaku meninggal dunia akibat pemotongan lengan 
tersebut. Jika kita berpendapat, bahwa tangan pelaku kriminal 
berhak di-gishash, lalu pihak korban tersebut memotong tangan 
pelaku, kemudian pemotongan tangan itu menimbulkan akibat 
hilangnya nyawa sang korban, maka hukum yang berlaku pada 
pemotongan tangan yang menimbulkan hilangnya nyawa sang 
pelaku kriminal ini adalah gishash. 


Karena yang menimbulkan hilangnya nyawa tersebut 
kedudukannya sama seperti kejahatan pembunuhan dalam 
menetapkan adanya gishash tersebut, maka sebab yang menimbul- 
kan hilangnya nyawa tersebut tentunya sama seperti kejahatan 
pembunuhan dalam hal melaksanakan hak gishash. 


Akan tetapi, jika sebab yang menimbulkan kematian itu 
tetap terjadi, hanya saja sang pelaku meninggal dunia lebih dahulu 
akibat pemotongan lengan tersebut, baru kemudian sang korban 
yang menyusul tewas setelah kematian sang pelaku akibat 
pemotongan tersebut, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sebab, yang menimbulkan hilangnya 
nyawa pelaku kriminal tersebut kedudukannya sebagai gishash, 
karena nyawanya itu hilang seperti hilangnya nyawa akibat gishash 
tersebut, sehingga kedudukan sebab yang menimbulkan kematian 
itu posisinya sebagai gishash. Sebagai-mana jika sang korban 
meninggal dunia lebih dahulu, baru kemudian sang pelaku 
menyusulnya meninggal dunia. 
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Pendapat Kedua: Sebab, yang menimbulkan hilangnya 
nyawa sang pelaku itu kedudukannya tidak sebagai gishash. Ini 
merupakan pendapat yang lebih shahih. Karena, yang 
menimbulkan kematian itu lebih dahulu ada sebelum adanya 
kewajiban gishash kejahatan pembunuhan tersebut, sehingga 
kematian pelaku tersebut tidak dapat diposisikan sebagai gishash, 
tetapi sebab yang menimbulkan kematian itu kedudukannya 
sebagai sebab yang menghilangkan nyawanya secara sia-sia. 


Berdasarkan pendapat kedua ini, pihak korban tersebut 
mempunyai hak seperdua dari diyat yang terdapat dalam harta 
peninggalan sang pelaku tersebut. Karena, dia telah mengambil 
sebuah tangan dengan seperdua diyat tersebut. 


Apabila diyat tersebut sebagai denda luka pada tempurung 
kepala yang terlihat jika diperiksa (mudhihah), maka dia berhak 
menuntut untuk membayar sembilan dari sepersepuluh diyat dan 
seperdua dari sepersepuluhnya, karena dia berhak menuntut 
denda yang setara sengan seperdua dari sepersepuluh diyat 
tersebut. 


Masalah: Perkataan Asy-Syafi'i: “Barangsiapa patut 
dijatuhi hukuman mati akibat kekufuran (menolak kebenaran Islam) 
atau kemurtadan, ....” 


Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i tersebut maksudnya 
adalah, jika seseorang patut dijatuhi hukuman mati akibat gishash, 
kekufuran, perzinaan atau dia mengungsi ke tanah suci, maka dia 
tetap harus dihukum mati, dan tanah suci itu bukan penghalang 
untuk mengeksekusinya. 


262 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Abu Hanifah berkata: Oishash terhadap pelaku maupun 
hukuman rajam tidak boleh dilaksanakan di tanah suci, tetapi dia 
tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli dan tidak boleh 
mengadakan pembicaraan apapun sampai dia keluar dari tanah 
suci, dan baru gishash terhadap sang pelaku dan hukuman rajam 
itu pun dilaksanakan. 

Yang menjadi dalil kami adalah, firman Allah &, “A C5 
RN Ga É te “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka 
di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa,” 
(Qs. Al Maa`idah [5]: 45). Allah tidak membeda-bedakan posisi 
domisili sang pelaku tindakan kriminal tersebut. 


es 2923 2. "3 220 


Dan juga firman Allah È, pasti Cb Aa “Dan 
Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka,” (Os. Al 
Bagarah (2): 191). Ini adalah dalil umum, karena hukuman mati 
tersebut adalah hukuman mati dimana tanah suci tersebut 
melindunginya, namun tanah suci tersebut tidak menghalangi 
eksekusi mati tersebut, hal ini sama seperti membunuh ular dan 
kalajengking, dimana di dalam ayat ini juga mengandung 
pengecualian membunuh binatang buruan. 


Cabang: Apabila seseorang dengan sengaja membunuh 
orang lain, lalu pembunuh tersebut mati sebelum wali korban 
pembunuhan tersebut menuntut hukuman gishash darinya, atau 
orang lain selain wali korban pembunuhan itu telah 
membunuhnya, maka diyat korban pembunuhan itu harus 
dibebankan pada harta peninggalan pembunuh tersebut. Demikian 
Ahmad berpendapat. Sementara Abu Hanifah berkata: Haknya itu 
gugur. 
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Yang menjadi dalil kami adalah, sabda Rasulullah &, ad 
kan aa et ng s Ya Dunya ya Mah a J3 
“Barangsiapa yang setelah membunuh orang lain, maka keluarga 
korban boleh menentukan satu di antara dua pilihan (khairataini). 
Apabila mereka mau, maka mereka boleh menjatuhkan hukuman 
mati, dan jika mereka mau, maka mereka boleh mengambil diyat.” 


Sabda Nabi, “Di antara dua pilihan (khairataini)” yaitu dua 
perkara, yang mana jika salah satunya sulit terpenuhi, maka 
pilihan yang lain dipastikan menjadi miliknya, sebagaimana 
keterangan yang telah kami sampaikan dalam kafarah sumpah. 


Apabila seseorang mempunyai hak gishash berkenaan 
dengan sebuah organ tubuh, lalu organ tubuh tersebut telah hilang 
sebelum gishash tersebut dilaksanakan, maka dia berhak 
memperoleh kompensasi organ tubuh tersebut yang dibebankan 
pada harta sang pelaku. Hal ini sesuai dengan alasan yang kami 
sebutkan dalam masalah kejahatan pembunuhan. Wallahu a'lam. 


Bab: Pemaafan @ishash 


Asy-Syirazi & berkata: Siapa yang karena 
kesalahannya wajib dijatuhi gishash, dan dia termasuk 
orang yang cakap dalam bertindak, maka dia boleh 
menuntut gishash dan dia boleh memberi ma'af dengan 
memberi harta (diya?. 
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Hal ini sesuai dengan hadits yang telah 
diriwayatkan oleh Abu Syuraih Al Ka'biy, “Bahwasanya 
Nabi & bersabda: tis ik ya Jail lih A3 MAP CSI 3 
Kiat eat Dig oá ut a suara gu Mali wi ang JS Sad de a 
4) “Kemudian kamu wahai Khuza'ah telah membunuh 


orang yang terbunuh dari Hudzail ini, dan 
sesungguhnya kami, demi Allah, adalah ahli warisnya, 
jadi barang siapa yang membunuh setelah ini, maka 
keluarganya berhak menentukan satu di antara dua 
pilihan, jika mereka menyukai, mereka boleh 
menjatuhkan hukuman mati, dan jika mereka menyukai, 
maka mereka boleh mengambil diyat.” 


Apabila korban memberi maaf secara mutlak, 
maka kami membangun jawabannya sesuai dengan 
hukuman yang wajib dijatuhkan akibat kejahatan 
pembunuhan secara sengaja, dan dalam masalah ini ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i: 
| Pendapat Pertama: Akibat hukum daripada 

kejahatan pembunuhan secara sengaja itu hanyalah 
gishash, tidak wajib membayar diyat kecuali mengikuti 
dengan cara yang baik. Landasan hukumnya adalah 
firman Allah 8 AL AG At Ar Jaa AG KEL 
“Diwajibkan atas kamu gishash berkenaan dengan 
orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba,” (Os. Al 
Baqarah [2]: 178). 
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Alasan lainnya adalah, bahwa sesuatu yang 
dijamin dengan pengganti yang berkenaan dengan hak 
perorangan itu hanya dapat dijamin dengan pengganti 
yang telah ditentukan seperti harta benda. 

Pendapat Kedua: Akibat hukum kejahatan 
pembunuhan secara sengaja itu adalah salah satu dari 
dua perkara, yaitu gishash atau diyat. Dalilnya sudah 
dapat diketahui, bahwa dia boleh memilih apa yang dia 
kehendaki dari dua perkara tersebut, sehingga yang 
wajib dilaksanakan adalah salah satunya, sama seperti 
kewajiban menyembelih kurban dan sedekah makanan 
yang berkenaan dengan denda membunuh binatang 
buruan. 


Apabila kita mengatakan, bahwa hukuman yang 
wajib dilaksanakan itu hanyalah gishash, lalu korban 
memberi maaf dari gishash tersebut secara mutlak, 
maka gishash tersebut itu gugur, dan tidak wajib 
membayar diyat. Karena, dia tidak berhak menuntut 
hukuman lain selain gishash, dan dia telah 
meniadakannya dengan cara memaafkan. 


Apabila kita mengatakan: Wajib memilih salah 
satu dari kedua perkara tersebut, lalu dia memberi maaf 
dari gishash tersebut, maka wajib membayar diyat 
tersebut, karena hukuman yang wajib dilaksanakan 
adalah salah satunya. Jadi, apabila dia mengabaikan 
salah satunya, tentunya hukuman yang lain itu wajib 
dilaksanakan. 


Apabila sang korban sejak awal telah memilih 
diyat, maka gishash tersebut gugur, dan berlaku 
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kewajiban membayar harta, dan dia tidak boleh berbalik 
menuntut gishash. Jika korban berkata, “Aku memilih 
gishash,” lantas apakah dia boleh berbalik menuntut 
diyaf? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dia boleh berbalik menuntut 
diyat, karena gishash merupakan hukuman tertinggi, 
sehingga tentunya dia boleh beralih dari yang tertinggi 
ke yang terendah. 


Pendapat Kedua: Dia tidak boleh berbalik 
menuntut diyat, karena dia telah mengabaikan diyat 
tersebut, sehingga tidak berbalik menuntut diyat itu, 
sama seperti (berbalik menuntut) gishash (di saat dia 
memilih diya?. 

Apabila seorang budak melakukan kejahatan 
terhadap seseorang dengan kejahatan yang meng- 
akibatkan hukuman gishash itu dijatuhkan, lalu pelaku 
tersebut membeli tindakannya itu dengan uang 
kompensasi kejahatan tersebut, maka gishash tersebut 
gugur. Karena keinginan beralih dia kepada pembelian, 
ini membuktikan korban lebih memilih harta tersebut. 
Lantas apakah pembelian tersebut hukumnya sah? 
Pertanyaan ini perlu ditinjau ulang, jika keduanya sama- 
sama tidak mengetahui jumlah unta dan umurnya, maka 
pembelian tersebut tidak sah, karena transaksi jual beli 
tersebut adalah transaksi jual beli barang yang tidak 
diketahui. 

Sementara jika keduanya sama-sama mengetahui 
jumlah dan umur unta tersebut, maka ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i: 
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Pendapat Pertama: Pembelian tersebut tidak sah, 
karena ketidaktahuan sifat barang sama seperti 
ketidaktahuan jumlah dan umur barang, sebagaimana 
keterangan yang telah kami sampaikan dalam akad 
salam. 


Pendapat Kedua: Pembelian tersebut hukumnya 
sah. Karena uang kompensasi jinayat tersebut adalah 
harta yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam 
bentuk tanggungan, yang mana menuntut pembayaran 
tersebut hukumnya boleh, sehingga tentunya boleh pula 
menjualnya sama seperti alat tukar dalam akad gardh. 


Pasal: Apabila gishash tersebut hak yang dimiliki 
anak yang belum cukup umur untuk menikah, maka 
sang wali tidak berwenang memberi pemaafan selain 
harta, karena pilihan seperti itu merupakan tindakan 
yang tidak mengandung keuntungan bagi anak tersebut, 
sehingga wali tersebut tidak mempunyai kewenangan 
melakukan hal tersebut sama seperti memberikan 
hartanya kepada orang lain sebagai hibah. 


Apabila wali anak tersebut berkeinginan memberi 
pemaafan dengan mengambil harta (diyaf), jika anak 
tersebut mempunyai harta, atau dia mempunyai 
seorang donatur yang menyantuninya, maka tidak 
boleh memberi pemaafan tersebut. Karena, pemaafan 
dengan mengambil harta itu telah menghilangkan 
kewenangan gishash yang diberikan kepadanya tanpa 
dilatar belakangi kebutuhan yang mendesak. 


Sementara itu, kalau dia tidak mempunyai harta 
sama sekali dan tidak pula mempunyai seorang donatur 
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yang menyantuninya, maka dalam masalah pemaafan 
dengan mengambil harta tersebut ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Pemaafan dengan meng-ambil 
harta tersebut boleh, karena dia mempunyai kebutuhan 
mendesak pada harta tersebut untuk menjaga 
kelangsungan hidupnya. 


Pendapat Kedua: Pemaafan dengan mengambil 
harta tersebut tidak boleh. Ini merupakan pendapat 
yang di-nash oleh Asy-Syafi'i. Karena dia berhak 
mendapatkan biaya hidup yang menjadi tanggungan 
Baitul Maal. Dan dia tidak mempunyai kebutuhan 
mendesak untuk memberi pemaafan dari gishash 
tersebut dengan mengambil harta tersebut. 


Apabila korban pembunuhan tersebut tidak 
mempunyai ahli waris kecuali kaum muslimin, maka 
urusannya diserahkan kepada kepala pemerintahan 
(imam). Jadi, apabila imam tersebut berpendapat lebih 
baik menjatuhkan hukuman gishash, maka dia boleh 
menjatuhkan gishash tersebut. 


Sementara itu, jikalau sultan berpendapat lebih 
baik memberi pemaafan dengan mengambil harta, 
maka dia boleh memberi pemaafan. Karena hak 
tersebut (gishash atau diyat) milik kaum muslimin, 
sehingga imam wajib mengambil keputusan yang 
dianggapnya mendatangkan kemaslahatan (bagi kaum 
muslimin). 
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Jadi, jikalau Imam memberi pemaafan dengan 
mengambil selain harta, maka pemberian maaf tersebut 
tidak boleh dilakukan, karena hal itu merupakan 
tindakan yang tidak mengandung keuntungan bagi 
kaum muslimin, sehingga dia tidak mempunyai 
kewenangan untuk memberi pemaafan dengan selain 
harta tersebut. 


Penjelasan: 
Terkait dengan hadits Abi Syuraih Al Ka'bi, interpretasi 
serta biografi periwayatnya telah disampaikan sebelumnya. 


Hukum: Apabila seseorang dengan sengaja membunuh 
orang lain, sementara pelaku dan korban pembunuhan itu 
statusnya sama, maka apakah hukuman yang wajib dijatuhkan 
kepada pelaku kejahatan pembunuhan tersebut? Dalam hal ini ada 
dua pendapat Asy-Syaff'i: 

Pendapat Pertama: Hukuman yang wajib dijatuhkan kepada 
pelaku kejahatan pembunuhan tersebut hanyalah gishash. 
Sementara itu, diyat hanya wajib lantaran diberi maaf, yaitu 
sebagai pengganti gishash tersebut. Ini merupakan pendapat Abu 
Hanifah. Juga merupakan hasil ijtihad Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah &, 
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.. PPA 22 .. a prta Š Had ae 
KA KA At Ar JT aan 


“4 0 dea ata PA CC» 87,2 orr 2 os Lage 
Di ana PGE A Ge as BA BAD 


“Diwajibkan atas kamu gishash berkenaan dengan orang- 
orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 
barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, 
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, 
dan hendaklah (yang diberi ma'a) membayar (diyat) kepada yang 
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)” (Qs. Al Baqarah [2]: 
178). 

Yang menjadi dalil dalam ayat di atas adalah, bahwa 
Allah & berfirman: “Diwajibkan atas kamu qishaash,” dimana 
Allah tidak pemah menyinggung soal diyat, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa diyat itu tidak wajib akibat kejahatan 
pembunuhan tersebut. 

Di samping itu, karena Allah & juga berfirman: “Maka 
barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,.” 
Jadi, Allah menyuruh pelaku pembunuhan tersebut mengikutinya 
dengan membayar diyat jika wali korban memberi pemaafan dari 
qishash tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa diyat itu wajib 
akibat adanya gishash bukan akibat kejahatan pembunuhan. 


Alasan lainnya adalah, bahwa karena resiko yang harus 
ditanggung dengan pengganti gishash, yaitu yang berkenaan 
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dengan hak perorangan dan itu ditanggung dengan pengganti 
yang telah ditentukan, seperti harta misalnya. 


Pernyataan kami, “Ditanggung dengan pengganti,” ini 
mengesampingkan barang yang di-ghashab, yang wujudnya masih 
tetap utuh (dikembalikan barangnya, bukan penggantinya). 
Sementara pernyataan kami lainnya, “Berkenaan dengan hak 
perorangan,” maka ini mengsampingkan denda membunuh 
binatang buruan. 


Pendapat kedua: Hukuman yang wajib dijatuhkan kepada 
pelaku kejahatan pembunuhan itu adalah salah satu dari dua 
perkara, yaitu gishash atau diyat Jadi, jika wali korban 
pembunuhan tersebut menuntut gishash, maka kita telah ketahui 
bahwa hukuman yang wajib dijatuhkan kepada pelaku kejahatan 
pembunuhan itu adalah gishash. 


Sementara itu, jika sang wali tersebut memberi maaf dari 
gishash dengan memilih mengambil diyat, maka kita telah ketahui 
bahwa hukuman yang wajib dijatuhkan kepada pelaku kejahatan 
pembunuhan itu adalah diyat. Ini merupakan pendapat hasil ijtihad 
Syaikh Abu Hamid. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi $}, 


a 972 Or r or s?o Es £ o £ Ao. aa ° PES 
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“Maka, barangsiapa membunuh setelah ini, maka 
keluarganya berhak menentukan satu di antara dua pilihan. 
Apabila mereka mau, mereka boleh menjatuhkan hukuman mati, 
dan jika mereka mau, maka mereka boleh mengambil diyat.” 
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Jadi, beliau memberikan mereka kewenangan memilih 
antara gishash atau diyat Sehingga dapat disimpulkan, bahwa 
kedua perkara tersebut kedudukannya sama sebagai kewajiban 
yang harus dilaksanakan (akibat kejahatan pembunuhan). 


Jika hukum ini tetap diberlakukan, lalu wali korban 
pembunuhan tersebut berkata: “Aku memberi maaf dari gishash 
beralih ke diyat” maka gishash tersebut gugur, sementara 
kewajiban membayar diyat ada dua pendapat Asy-Syaff'i. 


Apabila wali korban pembunuhan itu berkata: “Aku 
memberi maaf dari gishash dan sekaligus diyat” maka kedua 
tuntutan hukum tersebut semuanya gugur menurut kedua 
pendapat tersebut. Lain halnya jika dia berkata: “Aku memberi 
maaf dari gishash tersebut,” dan dia mengatakan itu secara mutlak, 
maka jikalau kita mengatakan, bahwa hukuman yang wajib 
dijatuhkan akibat kejahatan pembunuhan secara sengaja itu adalah 
salah satu dari kedua perkara, maka dia wajib membayar diyat 
tersebut. Karena diyat adalah suatu kewajiban yang tidak pernah 
diberi maaf. Namun jika kita mengatakan, bahwa hukuman yang 
wajib dijatuhkan akibat kejahatan pembunuhan secara sengaja itu 
hanya gishash, maka dalam kasus ini ada dua riwayat pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i: sebagian ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syaffi. 
Sebagian ulama madzhab kami lainnya juga ada yang 
menyampaikannya dengan istilah dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i, yaitu: 

Pendapat Pertama: Diyat tersebut tidak wajib dibayar, 
karena diyat tidak wajib bagi pelaku pembunuhan ini kecuali wali 
korban memilih menerima diyat tersebut, dan dia tidak pernah 
memilihnya, sehingga diyaf tersebut tidak wajib dibayar. 
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Pendapat Kedua: Diyat tersebut tetap wajib dibayar, agar | 
supaya nyawa tersebut tidak hilang secara sia-sia. Pendapat 
pertama merupakan pendapat yang lebih shahih. 


Sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang hanya 
menyampaikan sebuah pendapat, yaitu diyat tersebut tidak wajib 
dibayar, ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi dan Asy- 
Syirazi, sesuai dengan alasan yang membangun pendapat pertama 
yang telah disebutkan. 


Apabila wali korban pembunuhan tersebut berkata, “Aku 
memberi maaf dari gishash tersebut serta beralih ke diyat” atau 
dia berkata, “Aku memberi maaf dari gishash tersebut,” namun dia 
tidak pernah mengatakan, “Beralih ke diyat” Sementara kita 
mengatakan: Diyat tersebut wajib dibayar, kemudian dia berke- 
inginan menuntutnya dengan gishash, maka yang bersangkutan itu 
tidak mempunyai kewenangan menuntut gishash, karena gishash 
tersebut benar-benar telah gugur. 


Apabila wali korban pembunuhan tersebut berkata: “Aku 
memberi maaf dari diyat” maka jika kita katakan, “Hukuman yang 
wajib dijatuhkan pada pelaku pembunuhan tersebut hanya 
gishash,” maka pemaafan tersebut tidak sah, dan dia tetap boleh 
menuntut gishash. 


Jadi, jika wali korban pembunuhan tersebut memberi maaf 
tuntutan membayar diyat tersebut, atau juga dia memberi maaf 
secara mutlak, dan kita mengatakan: “Diyaf tersebut tetap wajib 
dibayar akibat pemaafan secara mutlak,” maka dia berhak 
mendapatkan diyat tersebut. Karena pemaafannya yang pertama 
dari diyat itu terjadi sebelum adanya kewajiban membayar diyat. 
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Lain halnya jika kita katakan, “Bahwa hukuman yang wajib 
dijatuhkan pada pelaku pembunuhan tersebut adalah salah satu 
dari kedua perkara tersebut,” maka diyat tersebut gugur, dan 
haknya hanya berkenaan dengan gishash tersebut. Apabila yang 
bersangkutan menuntut gishash darinya, maka tidak ada diskusi 
selanjutnya. 


Apabila pelaku pembunuhan tersebut meninggal sebelum 
wali korban pembunuhan tersebut menuntut gishash darinya, Asy- 
Syafi'i #5 berkata: Wali korban tersebut berhak menuntut diyat, 
maka qishash tatkala itu gugur karena bukan kehendak dirinya, 
maka dia mempunyai hak beralih menuntut penggantinya. 


Apabila pelaku pembunuhan tersebut masih hidup, dan wali 
korban pembunuhan tersebut berkeinginan memberi maaf dari 
gishash tersebut serta beralih ke diyat. Asy-Syafi'i berkata, “Maka 
dia mempunyai hak beralih menuntut penggantinya, yaitu diyat.” 


Karena dia mempunyai kewenangan memilih diyat tersebut, 
sehingga tatkala dia tidak memilihnya dan juga mengabaikannya, 
maka dia tidak mempunyai kewenangan menuntut kembali diyat 
tersebut. 


Abu Ishag berkata: Dia boleh memberi maaf dari gishash 
tersebut dan memilih diyat karena pilihan diyat tersebut 
merupakan bentuk peralihan dari pengganti yang sangat berat ke 
pengganti yang sangat ringan. 


Apabila wali korban berkata: “Aku memilih gishash,” lantas 
apakah dia boleh menarik pernyataannya dan memberi maaf 
gishash seraya beralih ke diya?' Dalam perkara ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 
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Pendapat Pertama: Dia boleh beralih menuntut diyat 
Karena dia mengabaikan sesuai dengan pilihan dirinya, sehingga 
tentunya dia boleh pula beralih menuntut diyat tersebut. 


Pendapat Kedua: Dia tidak boleh beralih menuntut diyat 
Karena dia telah mengabaikannya, sehingga dia tidak boleh beralih 
menuntut diyat tersebut, sama seperti (beralih menuntut) gishash 
(setelah mengabaikan gishash tersebut). 


Apabila hukum ini tetap diberlakukan, maka wali korban 
pembunuhan tersebut berwenang memberi maaf dari gishash 
seraya beralih menuntut diyat baik pelaku pembunuhan tersebut 
menyetujui atau tidak menyutujui (peralihan tuntutan tersebut). 
Demikian, Ibnu Al Musayyib, Atha', Al Hasan, Ahmad dan Ishaq 
berpendapat. 


Malik dan Abu Hanifah berkata: Wali korban pembunuhan 
tersebut tidak berhak menuntut diyat tersebut kecuali dengan 
persetujuan dari pelaku pembunuhan. Yang menjadi dalil kami 
adalah firman Allah &, 


àe 
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“ Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang- 
orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 
barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, 
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, 
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dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang 
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu 
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat” (Os. 
Al Bagarah (2): 178). 


Menurut sebuah riwayat mengenai tafsir ayat tersebut: 
Maknanya adalah siapa yang mendapat suatu pemaafan, dan 
pelaku pembunuhan hendak membayar diyat kepada sudaranya 
yang dibunuh, maka (hendaklah) mengikuti dengan cara yang baik, 
maksudnya dia hendak membayar harta diyat, maka (hendaknya) 
mengikuti cara yang baik. 

Karena, di dalam syariat Nabi Musa hukuman yang wajib 
dijatuhkan akibat kejahatan pembunuhan tersebut hanya gishash 
(tidak ada yang lain). Sementara di dalam syariat Nabi Isa hanya 
diyat hukumannya. 


Sehingga Allah memberlakukan hukum gishash dalam 
kasus kejahatan pembunuhan ini bagi umat Muhammad ini, dan 
memberlakukan bagi mereka pemaafan dari gishash dengan 
membayar diyat, sebagai suatu keringanan dari Allah dan suatu 
rahmat. 

Di antara dalil yang mendukung hukum tersebut adalah 
sabda Nabi &, 013 IIS YA Ol oa La Ma MS ang JS ad 
Ki Veda peni “Maka, barangsiapa yang membunuh setelah ia, 
maka keluarganya berhak menentukan satu di antara dua pilihan. 
Apabila mereka mau, mereka boleh menjatuhkan hukuman mati, 
dan jika mereka mau, maka mereka boleh mengambil diyat..” 
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Beliau sama sekali tidak mempertimbangkan persetujuan 
pelaku pembunuhan sebagai sebuah persyaratan dalam 
menentukan pilihan tuntutan hukum tersebut. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas &, Bahwa dia berkata, “Wali 
korban pembunuhan adalah orang yang diberikan kebebasan 
memilih dalam kasus pembunuhan tersebut antara tuntutan 
hukuman mati dan (atau) diyat” tidak ada seorangpun di kalangan 
sahabat yang menentangnya, sehingga hal itu menjadi bukti, 
bahwa hukum tersebut telah menjadi jima’. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila gishash 
tersebut hak sekelompok orang, lalu sebagian mereka 
memaafkan (pelaku), maka hak gishash sebagian yang 
lainnya (yang tidak memaafkan) gugur. 


Hal ini sesuai dengan hadits yang telah 
diriwayatkan oleh Zaid bin Wahab, “Bahwa Umar & 
membawa seorang lelaki yang telah membunuh 
seseorang, kemudian ahli waris korban datang 
menghadapnya untuk melakukan gishash. Kemudian 
seorang perempuan dari ahli waris korban yang juga 
istri pelaku berkata, “Aku telah memaafkan hakku', 
Umar & berkata: "Jika demikian, orang ini (pelaku 
pembunuhan) bebas dari hukuman mati..” 

Qatadah &, meriwayatkan, “Bahwa Umar & 
menerima pengaduan seorang lelaki yang telah 
membunuh seseorang. Kemudian anak-anak korban 


datang menghadapnya, dan salah seorang dari mereka 
telah memaafkan pelaku. Kemudian Umar bertanya 
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pada Ibnu Mas'ud œ, seraya menghampirinya, ‘Apa 
pendapatmu? , kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, “Dia 
benar-benar telah memelihara pelaku dari hukuman 
mati tersebut”. Lalu Umar menepuk pundaknya seraya 
berkata, “(Kamu) memang orang cebol (kunaif) yang 
banyak pengetahuannya '.” 

Alasan lain, gishash tersebut adalah hak bersama 
dan termasuk hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Alasan 
dasarnya adalah, pembatalan gishash tersebut. Maka, 
jika sebagian ahli waris korban itu membatalkan 
haknya, maka itu menyebar pada yang lain. Sama 
seperti kemerdekaan bagian milik salah seorang dari 
kedua orang yang memiliki hubungan kemitraan dalam 
kepemilikan budak. 


Hak sebagian yang lain beralih ke diyat. Hal ini 
sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Zaid 
bin Wahab, dia berkata: “Seorang suami menemui 
istrinya, tiba-tiba dia mendapati istrinya itu sedang 
berduaan dengan seorang pria. Dia langsung mem- 
bunuh istrinya.” Saudara korban mengadukan masalah 
pembunuhan itu kepada Umar. Sebagian saudara 
korban berkata: “Aku telah menyedekahkan hakku (aku 
telah memaafkan pelakunya). Akhirnya Umar 
memutuskan bagi seluruh ahli waris korban yang tidak 
memaafkan mendapatkan diyat.” 


Alasan lainnya adalah, bahwa dia telah 
membatalkan hak orang yang tidak memaafkan gishash 
tersebut tanpa persetujuannya, sehingga orang yang 
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tidak memaafkan tetap berhak mendapat pengganti, di 
samping harta pengganti itu memang ada. 

Sebagaimana dia membatalkan hak orang yang 
tidak memerdekakan dari kedua orang yang memiliki 
hubungan kemitraan dalam kepemilikan budak tersebut, 
(maka hak orang yang tidak memerdekakan itu) beralih 
ke perimbangan hak miliknya. 

Pasal: Apabila orang yang mempunyai hak 
gishash mewakilkan kepada seorang eksekutor (pelak- 
sana gishash), kemudian dia memaafkan pelaku-nya, 
sementara wakil tersebut membunuhnya dan dia tidak 
mengetahui pemaafan tersebut, maka ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Pemaafan tersebut tidak sah. 
Karena dia memaafkan pelaku di saat wakil tersebut 
tidak mampu lagi menganulir hukuman mati yang telah 
diwakilkan kepadanya, sebagaimana kalau dia 
memaafkan pelaku setelah wakil tersebut melemparkan 
sebilah tombak kepada pelaku kejahatan pembunuhan 
tersebut. 


Pendapat Kedua: Pemaafannya sah. Karena 
pemaafan itu adalah haknya, sehingga pemaafan dari 
gishash tersebut tidak membutuhkan syarat 
sepengetahuan orang lain, sama seperti tindakan 
membebaskan utang. 


Terkait masalah diyat, ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: Jika kami mengatakan, bahwa pemaafan itu 
tidak sah, maka diyat itu tidak wajib dibayar, 
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sebagaimana tidak wajib saat dia memaafkan pelaku 
dari gishash setelah hukuman mati dijatuhkan. 


Apabila kita mengatakan: Pemaafan tersebut 
hukum sah, maka diyat wajib dibebankan kepada wakil 
tersebut, karena dia telah membunuh orang yang 
jiwanya dilindungi (haram dibunuh). Wali korban tidak 
boleh menuntut diyat sebagai penggantinya kepada 
pihak yang mewakilkan. 


Abu Al Abbas mengeluarkan interpretasi lain, 
bahwa wali korban boleh menuntut pihak yang 
mewakilkan, karena dia telah memperdayainya di saat 
dia tidak memberitahukan pemaafan tersebut kepada 
wakilnya, sebagaimana jawaban yang telah kami 
sampaikan dalam kasus seseorang yang menyetubuhi 
budak perempuan, yang mana dia terpedaya dengan 
status kemerdekaannya dalam sebuah ikatan nikah. 


Padahal menurut kami: Bahwa pernikahan 
tersebut batal, dia dikenai kewajiban membayar mahar, 
kemudian dia boleh menuntut mahar tersebut kepada 
orang yang telah memperdayainya, ini menurut salah 
satu dari kedua pendapat Asy-Syaffi'i. 

Interpretasi Abu Al Abbas ini keliru, karena orang 
yang telah memperdayainya itu adalah orang yang telah 
berbuat keburukan dan melampaui batas, sehingga dia 
boleh menuntutnya, sementara pihak yang mewakilkan 
dalam kasus ini adalah orang yang berbuat kebajikan 
terkait pemaafan tersebut dan tidak melampaui batas. 
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Pasal: Apabila seseorang melakukan suatu tindak 
kejahatan terhadap orang lain, lalu korban kejahatan 
tersebut memaafkan pelaku dari tuntutan gishash 
berkenaan dengan kejahatan tersebut. Kemudian 
kejahatan tersebut menimbulkan akibat pada hilangnya 
nyawa korban. Maka, jika kejahatan tersebut termasuk 
kategori kejahatan dimana gishash wajib dilakukan, 
contohnya seperti memotong pegelangan tangan dan 
pegelangan kaki, maka gishash berkenaan dengan 
hilangnya nyawa tersebut tidak wajib dilakukan. 
Karena, gishash tersebut tidak dapat dibagi-bagi. Jadi, 
ketika gishash berkenaan dengan sebagian itu batal, 
maka batal pula gishash berkenaan dengan semuanya. 


Sementara itu, jika kejahatan tersebut termasuk 
kategori kejahatan yang tidak dikenai gishash, 
contohnya seperti luka tusukan, namun tidak sampai 
nembus pada sisi lain (jaa ifah) dan luka sejenis lainnya, 
maka gishash itu wajib dilakukan berkenaan dengan 
hilangnya nyawa tersebut. 


Karena, korban kejahatan itu berniat memaafkan 
tuntutan gishash berkenaan dengan kejahatan yang 
sama sekali tidak diberlakukan gishash di dalamnya. 
Maka, pemaafan tersebut tidak dapat diberlakukan 
dalam kejahatan kategori ini. 


Penjelasan: 


Hadits Zaid bin Wahab telah diriwayatkan oleh Abu Daud 
dalam Sunannya. Hadits Abdullah bin Mas'ud dan perkataan 
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Umar padanya: “Kunaif malii 'un ilmar’ (Orang cebol yang banyak 
pengetahuannya), telah disampaikan oleh Adz-Dzahabi dalam 
Siyar A'lam An-Nubala ` dari Al A' masy dari Zaid bin Wahab. 


Adz-Dzahabi juga telah menyampaikan dalil lain yang 
mendukungnya dari Ma'ni bin Isa, Mu'awiyah bin Shalih 
menceritakan kepada kami dari Asad bin Wida'ah, “Bahwa 
menyinggung soal Ibnu Mas'ud, dia berkata: “(Kamu) orang cebol 
yang banyak pengetahuannya, kamu memilih hukum ini buat 
penduduk @adisiyah.” 


Perkataan Umar: “Kunaif bentuk tashgir dari kata kanf, 
kata A/ Kanf maknanya adalah wadah dari kulit, yang digunakan 
untuk menyimpan peralatan penggembala. Bentuk fashgir kata 
tersebut untuk menghormatinya, sebagaimana kalau orang arab 
mengatakan Duwaihiyah. Namun, makna yang terbaik dalam 
tashgir ini adalah bahwa Umar ingin menjelaskan kecil dan rendah, 
karena Ibnu Mas'ud #8, orang yang kecil tubuhnya serta pendek 
(cebol). 


Menurut sebuah riwayat: Orang-orang yang duduk hampir 
menyamainya karena postur tubuhnya yang pendek. Demikian 
Ibnu Bathal menerangkan. 


Hukum: Apabila gishash itu merupakan hak sekelompok 
orang, kemudian Sebagian mereka memaafkan pelaku dari 
tuntutan gishash tersebut, maka tuntutan gishash dari pelaku 
pembunuhan tersebut gugur. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi $, 
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Pe Pn MEN E E 


KA Naat 


“Maka keluarganya boleh menentukan salah satu di antara 
dua pilihan: apabila mau, maka mereka boleh melakukan gishash 
(menuntut hukuman mati), dan apabila mau, maka mereka boleh 
menuntut diyat.” 


Mereka itu tidak semuanya mau melakukan gishash, karena 
di kalangan mereka ada yang tidak mau melakukan gishash 
tersebut. 


Diriwayatkan, “Bahwa seorang lelaki membunuh lelaki 
lainnya, dan ahli waris korban hendak melakukan gishash. 
Kemudian istri pelaku pembunuhan, dan secara kebetulan dia 
saudari perempuan dari korban pembunuhan tersebut, berkata: 
“Aku telah memaafkan bagianku dari tuntutan gishash tersebut'. 
Kemudian Umar @ berkata: (Jika demikian) orang ini (pelaku 
pembunuhan) selamat dari hukuman mati tersebut.” 


Keterangan serupa diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Tidak 
seorang pun di kalangan sahabat yang menentang keduanya. ' 
Sehingga hal itu menjadi bukti, bahwa hukum tersebut telah 
menjadi jma? Alasan lainnya adalah, bahwa gishash merupakan 
hak milik bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Maka jika 
sebagian membatalkan haknya, maka batallah hak semuanya, dan 
hak sebagian wali korban yang tidak memaafkan diganti dengan 
diyat. 


Hal ini sesuai dengan hadits, “Seorang suami menemui 
istrinya, tiba-tiba dia mendapati istrinya itu sedang berduaan 
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dengan seorang pria. Dia langsung membunuh istrinya. Saudara 
korban mengadukan masalah pembunuhan itu kepada Umar. 
Sebagian saudara korban berkata: “Aku telah menyedekahkan 
hakku (aku telah memaafkan pelakunya). Akhirnya Umar 
memutuskan bagi seluruh ahli waris korban yang tidak memaafkan 
mendapatkan diyat.” 


Alasan lainnya adalah, bahwa hak mereka untuk melakukan 
gishash tersebut gugur tanpa didasari keinginan mereka, sehingga 
hak mereka yang tidak memaafkan itu beralih ke pengganti hak 
tersebut, di samping harta pengganti itu memang ada. 
Sebagaimana beralihnya hak orang yang memiliki hubungan 
kemitraan dalam kepemilikan budak, tatkala mitranya itu 
memerdekakan dan beralih ke perimbangan harga hak miliknya. 


Cabang: Apabila seseorang mempunyai hak gishash yang 
wajib dijatuhkan kepada orang lain, lalu dia melemparkan ke 
arahnya anak panah atau sebilah tombak. Kemudian dia 
memaafkan pelaku dari tuntutan gishash tepat setelah pelemparan 
tersebut dan sebelum tepat mengenai sasarannya, maka pemaafan 
itu tidak sah. Karena, pemaafan ini tidak mengandung manfaat 
apapun, sebagaimana jika dia telah melukainya (sebagai gishas/), 
kemudian dia memaafkan pelaku dari tuntutan gishash. 


Apabila seseorang mempunyai hak gishash, maka kami 
telah menyebutkan, bahwa wali korban boleh mewakilkan kepada 
eksekutor yang hendak melaksanakan gishash tersebut di hadapan 
wali korban yang mewakilkan. Lantas apakah mewakilkan kepada 
eksekutor yang hendak melaksanakan gishash tersebut hukumnya 
sah? Ada tiga riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam 
masalah ini. Penjelasannya telah kami sampaikan dalam 
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pembahasan wakalah. Kami mengatakan, bahwa pendapat yang 
shahih adalah, hukumnya itu sah. 

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Terkecuali tatkala kita 
mengatakan wakalah tersebut tidak sah, lalu sang wakil tersebut 
melaksanakan gishash tersebut, maka pelaksanaan gishash 
tersebut benar-benar terealisasi melalui wakalah itu, karena dia 
melaksanakan gishash tersebut dengan seizin dari wali korban 
tersebut (muwakkil, sebagaimana telah kami sampaikan 
sebelumnya berkenaan dengan kasus ini: jika seorang wakil dalam 
wakalah yang batal itu telah melakukan transaksi jual beli. 

Batalnya wakalah dalam kasus ini fungsinya adalah, bahwa 
hakim tidak boleh memperkenankan wakil tersebut untuk 
melaksanakan gishash. Jadi, jika sang wakil tersebut diserahi tugas 
untuk melaksanakan gishash, kemudian wali korban (muwakkil 
memaafkan pelaku dari tuntutan gishash tersebut. Maka, jika dia 
memaafkan pelaku setelah wakil tersebut membunuhnya, maka 
pemaafannya itu tidak sah. 
tersebut membunuhnya. Lalu wakil tersebut membunuhnya setelah | 
dia mengetahui pemaafan tersebut, maka wakil tersebut wajib 
dijatuhi hukuman gishash. 

Apabila wakil tersebut sama sekali tidak mengetahui apakah 
pemaafan tersebut terjadi sebelum hukuman mati itu dilaksanakan 
atau setelahnya? Maka wakil tersebut tidak dikenai hukuman 
apapun. Karena hukum asalnya adalah tidak ada pemaafan sama 
sekali. 

Apabila wali korban (muwakki memaafkan pelaku dari 
tuntutan gishash, kemudian sang wakil melaksanakan gishash 
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tersebut (mengeksekusinya), namun dia tidak mengetahui 
pemaafan tersebut, maka apakah pemaafan tersebut hukumnya 
sah? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Pemaafan tersebut tidak sah. Karena 
dia memaafkan pelaku di saat wakil tersebut tidak mampu lagi 
menindaklanjuti pemaafan tersebut (dengan mengerjakan tugas 
yang bertentangan dengan tugas sebaliknya), sehingga pemaafan 
tersebut tidak sah. Sebagaimana jika dia memaafkan pelaku 
setelah wakil tersebut melemparkan sebilah tombak ke arah pelaku 
kejahatan pembunuhan tersebut. 


Pendapat Kedua: Pemaafannya itu sah. Karena wali korban 
(muwakkif memaafkan pelaku dari tuntutan gishash yang belum 
dapat dipastikan sebelum wakil tersebut melaksanakan eksekusi 
mati tersebut, sehingga pemaafan tersebut hukumnya sah, 
sebagaimana jikalau wakil tersebut mengetahui pemaafan itu 
sebelum eksekusi mati dilaksanakan. 


Ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai 
sumber yang menjadi rujukan kedua pendapat tersebut. Sebagian 
mereka ada yang berkata, bahwa sumber rujukan kedua pendapat 
tersebut adalah dua pendapat Asy-Syafi'i mengenai status wakil 
(penerima kuasa), apakah posisinya sebagai wakil itu berakhir 
sebelum dia mengetahui pemecatan tersebut. Ibnu Ash-Shabbagh 
tidak menyebutkan pendapat lain selain ini. 


Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i dari kalangan ulama 
Khurasan ada yang berkata, bahwa sumber rujukan kedua 
pendapat tersebut adalah masalah jika seorang lelaki melihat orang 
lain di kawasan perang, lalu dia menduganya seorang kafir harbi, 
kemudian dia melemparinya dengan anak panah, dan ternyata dia 
seorang muslim, hingga orang itu meninggal dunia, maka apakah 
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wajib membayar diyat tersebut? Dalam perkara ini ada dua 
pendapat Asy-Syaff'i: 


Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Kedua pendapat Asy- 
Syafi'i di sini berasal dari sumber rujukan tersendiri, dan berawal 
dari kedua pendapat itulah, dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
mengenai wakil tersebut disimpulkan. Lantas apakah posisi wakil 
tersebut berakhir sebelum dia mengetahui pemecatan tersebut, 
maka jika kita mengatakan: Pemaafannya itu tidak sah, maka tidak 
ada tuntutan apapun atas wali korban yang mewakilkan dan wakil 
tersebut. 


Sementara jika kami katakan, bahwa pemaafannya tersebut 
hukumnya sah, maka tidak ada tuntutan apapun atas wali korban 
yang mewakilkan tersebut. Terkait dengan wakil itu sendiri, maka 
tidak ada tuntutan gishash atas dirinya, lantaran adanya syubhat 
namun diwajibkan bagi dirinya membayar diyat 


Jika kami katakan, bahwa tidak diwajibkan atas dirinya 
membayar diyat, maka apakah diwajibkan atas dirinya membayar 
kafarah pembunuhan? Terkait perkara ini, ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i: Ath-Thabari telah menyampaikannya 
dalam A/ Uddah. 


Jika kami katakan, bahwa sumber pengambilan kedua 
pendapat Asy-Syafi'i itu dari masalah pelemparan tombak ke arah 
orang yang diduganya seorang kafir harbi, maka wajib membayar 
kafarah tersebut, karena diyat dalam kasus ini tidak wajib dibayar. 

Jika kami katakan, bahwa sumber pengambilan kedua 
pendapat Asy-Syaff'i itu dari masalah pemberhentian jabatan wakil 
tersebut, maka tidak diwajibkan atas wakil tersebut membayar 
kafarah, dan diyat tersebut adalah diyat yang diperberat, karena 
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diyat tersebut adakalanya diyat akibat pembunuhan yang mumi 
karena kesengajaan atau diyat semi sengaja. Lantas apakah diyat 
tersebut wajib dibebankan ke dalam harta wakil tersebut atau 
ditanggung oleh ahli warisnya? Dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaff i: 

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishag Al 
Marwazi dan hasil ijtihad Asy-Syaikh Abu Hamid, bahwa diyat 
tersebut wajib dibebankan ke dalam harta sang wakil, karena dia 
telah berencana membunuhnya. Sementara gishash tersebut gugur 
lantaran alasan lainnya. 


Abu Ali bin Abu Hurairah berkata: Ini merupakan diyat 
semi sengaja, sehingga diwajibkan atas ahli warisnya menanggung 
pembayaran diyat yang waktu pembayarannya ditangguhkan. 
Karena wakil tersebut mengeksekusinya saat dia dalam kondisi 
sulit untuk mengindari eksekusi mati tersebut. 


Jika kami katakan, bahwa diyat tersebut menjadi 
tanggungan ahli warisnya, maka wakil tersebut tidak berhak 
menuntut pengganti diyat kepada wali korban yang mewakilkan 
untuk memenuhi kewajiban membayar diyat tersebut. 


Abu Al Abbas Bin Suraij berkata: Dalam masalah ini ada 
pendapat lain: Sang wakil berhak menuntut pengganti diyat 
kepada wali korban yang mewakilkan tersebut. Ini seperti 
pendapat yang telah kami sampaikan mengenai kasus seseorang 
yang menyuguhi makanan hasil ghashab kepada seseorang, lalu 
dia memakannya, namun dia tidak mengetahui bahwa makanan 
tersebut hasil ghashab, maka pemilik makanan itu berhak 
menuntut pihak yang menyuguhkan makanan tersebut menurut 
salah satu dari dua pendapat yang berbeda. Hal ini juga seperti 
pendapat yang telah kami sampaikan mengenai kasus seseorang 
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yang terpedaya dengan status kemerdekaan seorang wanita. Yang 
menjadi pendapat madzhab adalah pendapat pertama, karena 
pemaafan tersebut adalah perbuatan yang dianjurkan kepadanya, 
sementara tindak penipuan itu perbuatan yang diharamkan. 


Jika hukum ini tetap diberlakukan, maka andaikan wali 
korban yang mewakilkan itu benar-benar memaafkan pelaku dari 
gishash dan sekaligus diyat, atau dia memaafkan pelaku secara 
mutlak, dan kita mengatakan, bahwa dia tidak berhak menuntut 
diyat, maka tidak ada diskusi selanjutnya. 


Sementara itu, jika dia memaafkan pelaku dari tuntutan 
gishash dan beralih ke diyat, atau dia memaafkan pelaku secara 
mutlak, dan kita mengatakan: Dia berhak menuntut diyat maka 
dia berhak mendapatkan diyat yang dibebankan pada harta pelaku 
kejahatan pembunuhan tersebut. Sementara ahli waris berhak 
menuntut wakil membayar diyat pelaku kejahatan pembunuhan 
tersebut. 


Kasus kejahatan pembunuhan tersebut tidak seperti dua 
orang yang bersaudara, dimana salah seorang dari mereka 
mengeksekusi mati pembunuh ayahnya tanpa seizin saudaranya 
yang lain. Jikalau kami katakan, bahwa mengenai posisi bagian 
saudara yang tidak mengizinkan eksekusi mati tersebut, 
maksudnya adalah diyat maka di sini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Bagian diyat tersebut dibebankan ke 
dalam harta peninggalan pembunuh ayahnya. 


Pendapat Kedua: Dibebankan ke dalam tanggungan 
saudaranya (yang mengeksekusi mati pembunuh sang ayah). 
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Perbedaan antara kedua kasus tersebut adalah bahwa 
saudara tersebut telah menghilangkan hak saudaranya, sehingga 
diwajibkan atas dirinya membayar pengganti haknya tersebut. 
Sementara itu, dalam kasus ini wakil tersebut telah menghilangkan 
hak wali korban untuk mendapatkan diyat setelah gugurnya 
tuntutan wali korban yang mewakilkan pelaku pembunuhan 
melalui pemaafan tersebut. Inilah kontruksi jawaban kelompok 
ulama Baghdad. 


Kelompok ulama Khurasan berkata: Apabila kita mengata- 
kan, tidak ada tuntutan membayar diyat atas wakil tersebut, maka 
wali korban itu tidak berhak menuntut diyat atas pelaku kejahatan 
pembunuhan tersebut, dan wakil tersebut tetap melaksanakan 
gishash tersebut. 


Apabila kita mengatakan, diwajibkan atas wakil membayar 
diyat tersebut, maka dia berhak mendapatkan diyat yang dibeban- 
kan pada harta korban pembunuhan tersebut. 


Masalah: Jika seseorang melakukan kejahatan terhadap 
orang lain dengan kejahatan, yang mewajibkan gishash, misalnya 
dia mencongkel matanya atau memotong tangan atau kaki orang 
lain. Kemudian korban memaafkan pelaku dari tuntutan gishash 
tersebut, lalu kejahatan itu menimbulkan akibat hilangnya nyawa 
korban tersebut, maka gishash tersebut tidak wajib dilaksanakan. 
Diceritakan dari Malik, Bahwa dia berkata: Wishash tersebut tetap 
wajib dilaksanakan. Karena, kejahatan itu statusnya telah berubah 
menjadi penghilangan nyawa. 


Menurut kami, pelaksanaan gishash berkenaan dengan 
nyawa tersebut sulit direalisasikan, dan bukan gishash yang telah 
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dimaafkan, karena gishash yang berkenaan dengan nyawa tersebut 
gugur (batal), sebagaimana jika sebagian wali korban memaafkan 
pelaku. 

Alasan lainnya adalah, bahwa jika gishash itu tidak wajib 
dilakukan berkenaan dengan kejahatan tersebut, maka tentunya 
gishash itu tidak wajib pula dilakukan berkenaan dengan akibat 
yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Sebagaimana jika 
seseorang memotong tangan orang murtad, kemudian dia tewas. 


Jika hukum ini tetap diberlakukan, maka jika korban 
kejahatan pemotongan organ tubuh tersebut (tangan atau kaki) 
benar-benar memafkan pelaku dengan syarat membayar kom- 
pensasi harta, maka berkenaan dengan pemaafan itu diwajibkan 
membayar diyat yang sempurna. Jadi, apabila korban telah 
menerima diyat organ tubuh yang dicungkil, maka wali korban 
masih berhak menuntut sisa diyat penghilangan nyawa tersebut. 
Apabila korban sama sekali belum menerima sedikitpun dari diyat 
itu, maka wali tersebut berhak menuntut semua diyat 


Apabila korban memaafkan pelaku dari tuntutan gishash 
mata, tangan dan kaki, tanpa disertai syarat membayar 
kompensasi harta, maka walinya berhak mendapatkan seperdua 
dari diyat 

Abu Hanifah berkata: Wajib membayar diyat yang 
sempurna. Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Tidak ada 
tuntutan apapun atas pelaku tindakan kriminal tersebut. 

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa akibat kejahatannya 
itu, pelaku kejahatan tersebut dibebani kewajiban membayar 
seperdua dari diyat Maka, jika korban memaafkan dari tuntutan 
diyat, maka tuntutan (seperdua dari diya yang wajib dipenuhinya 
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itu batal, namun tidak demikian halnya dengan tuntutan yang 
belum wajib dipenuhinya. Oleh karena itu, jika kejahatan tersebut 
(pemotongan tangan dan kaki) berubah menjadi pembunuhan, 
oleh karena itu, implikasi kejahatan yang berujung pada 
penghilangan nyawa, maka wajib membayar. seperdua dari diyat 
tersebut, sehingga kompensasi kejahatan itu tidak batal akibat 
kejahatan tersebut manyebabkan hilangnya nyawa sang pelaku, 
tetapi ini sudah termasuk ke dalam kompensasi penghilangan 
nyawa tersebut. 


Apabila seseorang melakukan suatu tindak kejahatan 
terhadap orang lain, yang mana gishash tidak diwajibkan 
berkenaan dengan kejahatan tersebut, contohnya seperti luka 
tusuk (jaa “fah) dan luka berupa remuknya tulang punggung. 


Kemudian korban memaafkan pelaku dari tuntutan gishash 
berkenaan dengan tindakan kriminal tersebut. Kemudian luka dari 
tindakan kriminal itu menjalar pada tubuh korban, lalu dia 
meninggal dunia, maka walinya berhak melakukan gishash 
berkenaan dengan nyawa tersebut. 


Karena, korban kejahatan penusukan itu memaafkan 
pelaku dari tuntutan gishash yang tidak diwajibkan, sehingga 
pemaafan tersebut tidak memiliki implikasi hukum apapun dalam 
tindakan kriminal yang seperti itu. 


Cabang: Apabila seseorang memotong tangan orang lain, 
lalu korban tindakan kriminal pemotongan tersebut memaafkan 
pelaku tuntutan gishash dengan syarat membayar kompensasi 
harta, atau tanpa syarat membayar kompensasi, kemudian pelaku 
kejahatan tersebut mengulang kembali perbuatannya, lalu korban 
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itu membunuh sang pelakunya sebelum luka tangan tersebut 
sembuh, maka dalam perkara ini ada tiga pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abi Sa'id Al 
Isthakhri, bahwa wali korban berhak melakukan gishash berkenaan 
dengan nyawa orang yang dibunuh tersebut. Karena pembunuhan 
tersebut adalah perbuatan yang terpisah dari kejahatan pertama 
(pemotongan tangan). Sehingga ketentuan kejahatan pembunuhan 
tersebut tidak termasuk ke dalam ketentuan tindakan kriminal yang 
pertama. Sebagaimana jika orang lain (selain pelaku kejahatan 
pemotongan tangan) membunuh korban. 


Apabila korban tersebut memaafkan pelaku dari tuntutan 
gishash dengan syarat membayar kompensasi harta, maka wali 
korban berhak mendapatkan diyat yang sempurna. Karena 
pemotongan organ tubuh itu berimbas pada terjadinya pem- 
bunuhan, maka kejahatan pemotongan organ tubuh itu dianggap 
lukanya hampir mendekati sembuh, sehingga kompensasi salah 
satunya tidak termasuk ke dalam kompensasi kejahatan lainnya. 


Pendapat Kedua: @ishash tersebut tidak diwajibkan 
(berkenaan dengan kejahatan tersebut), karena pemotongan 
tangan dan pembunuhan itu sama seperti sebuah kejahatan yang 
tak terpisahkan satu sama lainnya. Jadi, jika gishash itu berkenaan 
dengan sebagiannya saja, maka itu batal, dan tentunya gishash 
berkenaan dengan semuanya itu juga batal. Ini sama seperti kasus 
jika kejahatan pemotongan tangan itu berimbas pada hilangnya 
nyawa. Maka, jika korban memaafkan pelaku dari tuntutan gishash 
dengan syarat membayar kompensasi berupa harta, maka wali 
korban berhak mendapat seperdua dari diyat tersebut. Karena, dia 
benar-benar berhak mendapatkan semua diyat tersebut, padahal 
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dia benar-benar telah menerima seperdua dari diyaf atau dia telah 
membatalkan haknya menuntut gishash, sehingga haknya masih 
tersisa seperdua dari diyat 


Pendapat Ketiga: Ini merupakan pendapat yang di-nash 
oleh Asy-Syafi'i, bahwa wali korban berhak melakukan gishash 
berkenaan dengan nyawa korban tersebut. Karena kedua 
kejahatan itu adalah dua perbuatan yang berbeda, yang mana 
korban telah memaafkan salah satunya, namun dia tidak pernah 
memaafkan kejahatan yang lainnya. Jadi, kasus tersebut sama 
seperti kasus andaikan orang lain (selain pelaku kejahatan) 
membunuhnya. 


Jika wali korban memaafkan pelaku dari tuntutan gishash, 
maka dia berhak mendapatkan seperdua dari diyat karena 
kompensasi organ tubuh yang dipotong itu termasuk ke dalam 
kompensasi nyawa orang yang dibunuh. Maka, jika korban telah 
menerimanya atau dia telah membatalkan haknya melalui 
pemaafan, maka wali korban masih tetap berhak mendapatkan 
sebagian diyat yang tersisa. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila seseorang 
memotong jari orang lain secara sengaja, lalu korban 
memaafkan pelaku dari tuntutan gishash dan sekaligus 
diyat, kemudian luka bekas pemotongan jari itu hampir 
sembuh, maka gishash dan sekaligus diyat itu gugur. 

Al Muzani & berkata: Qishash tersebut gugur, 
sementara diyat-nya tidak gugur. Karena, korban 
memaafkan pelaku dari tuntutan gishash setelah 
gishash itu wajib dilakukan, maka gishash itu gugur. 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzazab || 795 


Sementara itu, dia memaafkan tuntutan diyat - 
sebelum diyat tersebut wajib dibayar. Karena, diyat 
tidak wajib dibayar kecuali setelah luka bekas 
pemotongan itu hampir sembuh, dimana pemaafan 
diyat tersebut terjadi sebelum lukas bekas pemotongan 
hampir sembuh, maka diyat itu tidak gugur. 


Ini jelas pendapat yang keliru. Karena diyat itu 
wajib dibayar akibat tindakan kriminal tersebut. Dalilnya 
adalah, jika seseorang melakukan kejahatan pe- 
motongan organ tubuh budak miliknya, kemudian yang 
bersangkutan menjualnya, lalu luka bekas pemotongan 
itu hampir sembuh, maka kompensasi organ tubuh 
tersebut menjadi milik sang pemilik budak, bukan milik 
pembeli tersebut. Dengan demikian, hal itu membukti- 
kan, bahwa kompensasi organ tubuh itu wajib dibayar 
akibat dari tindakan kriminal tersebut. Tetapi memang 
penuntutannya itu ditunda sampai waktu tertentu 
setelah luka bekas pemotongan tersebut hampir 
sembuh. Ini sama seperti kasus jika seseorang memaaf- 
kan kewajiban utang yang pembayarannya ditangguh- 
kan hingga masa tertentu. 


Apabila kejahatan pemotongan jari tersebut 
berimbas hingga ke telapak tangan, maka gishash yang 
berkenaan dengan jari tersebut gugur akibat adanya 
pemaafan, dimana gishash tidak wajib dilakukan 
berkenaan dengan telapak tangan tersebut. Karena 
telapak tangan itu rusak akibat menjalarnya luka bekas 
pemotongan jari tersebut, padahal gishash-nya itu 
berkenaan dengan kejahatan selain penghilangan 
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nyawa, maka itu tidak wajib dilakukan akibat 
menjalarnya luka bekas pemotongan jari tersebut. 
Sementara itu, diyat pemotongan jari itu gugur, karena 
dia telah memaafkannya setelah wajib dipenuhi. 
Kompensasi luka yang menjalar padanya tidak gugur, 
karena dia memaafkan pelaku dari tuntutan membayar 
kompensasi tersebut sebelum itu wajib dibayar. 


Apabila tindakan kriminal tersebut berimbas pada 
hilangnya nyawa korban pemotongan jari itu, maka 
masalah tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu: apabila 
dia berkata: “Aku memaafkan pelaku dari tuntutan 
tindakan kriminal ini, yang berupa gishash, diyat dan 
apa saja yang timbul akibat perbuatan tersebut,” maka 
gishash berkenaan dengan jari tangan dan nyawa 
tersebut gugur. Karena, gishash yang berkenaan 
dengan jari tangan itu gugur akibat pemaafan setelah 
gishash itu wajib dilakukan, dimana gishash berkenaan 
dengan nyawa korban tersebut menjadi gugur, karena 
tindakan kriminal tersebut tidak dapat dibagi-bagi. 

Terkait dengan permasalahan diyat, maka jika 
pemaafan tersebut menggunakan pernyataan wasiat, 


maka pemaafan itu merupakan wasiat untuk pelaku 
pembunuhan, dimana mengenai wasiat ini, ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Jika kami mengatakan, bahwa wasiat tersebut 
tidak sah, maka yang bersangkutan itu wajib membayar 
diyat nyawa korban tersebut. Sementara jika kami 
mengatakan, bahwa wasiat tersebut sah, dimana wasiat 
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tersebut dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalan- 
nya, maka diyat nyawa korban tersebut menjadi batal. 


Apabila sebagian wasiat tersebut dikeluarkan, 
maka sebagian diyat nyawa yang dikeluarkan dari 
sepertiga harta peninggalannya itu gugur, dan sebagian 
yang tersisa itu wajib dibayar. 


Apabila pemaafan tersebut menggunakan 
pernyataan lain selain wasiat, lantas apakah pemaafan 
itu dianggap wasiat atau bukan? Dalam perkara ini, ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Pemaafan tersebut me- 
rupakan wasiat, karena pemaafan tersebut dihitung dari 
sepertiga harta peninggalannya. 


Pendapat Kedua: Pemaafan tersebut bukanlah 
wasiat. Karena wasiat itu pesan yang diwujudkan 
setelah kematian, sementara pemaafan ini terjadi di 
saat yang bersangkutan itu masih hidup. 


Apabila kami mengatakan, bahwa pemaafan 
tersebut merupakan wasiat, maka jawabannya seperti 
yang telah kami sebutkan yaitu pada dua pendapat Asy- 
Syafi'i yang berkenaan dengan wasiat untuk pelaku 
pembunuhan tersebut. Namun jika kami mengatakan, 
bahwa pemaafan tersebut bukanlah wasiat. Maka 
pemaafan dari tuntutan diyat pemotongan jari tersebut 
hukumnya sah. Sebab, korban telah memaafkan pelaku 
setelah diyat tersebut wajib dibayar. 


Sementara itu, selebihnya dari diyat pemotongan 
jari itu, pemaafan tidak sah, karena dia memaafkan 
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pelaku sebelum kelebihan tersebut wajib dibayar. Maka, 
pelaku diwajibkan membayar diyat nyawa korban 
tersebut kecuali, kompensasi jari yang dipotong . 
tersebut. 


Jika korban berkata, Aku memaafkan tuntutan 
tindakan kriminal ini, gishash dan sekaligus diyat yang 
ditanggung ahli warisnya, tanpa mengatakan “Dan hal 
yang timbul setelahnya akibat tindakan kriminal 
tersebut,” maka gishash berkenaan dengan semua itu 
gugur. Sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan. 
Selain itu, diyat nyawa korban itu tidak gugur, karena 
pemaafan tersebut merupakan bentuk pembebasan dari 
diyat sebelum wajib dibayar. 


Sementara mengenai diyat pemotongan jari, 
maka jika dia memaafkan pelaku dari tuntutan diyat 
tersebut dengan menggunakan pernyataan wasiat, atau 
dengan pernyataan pemaafan, dan kita mengatakan, 
bahwa pemaafan itu merupakan wasiat, maka 
pemaafan tersebut adalah wasiat untuk pelaku 
pembunuhan. Jika pemaafan tersebut dikeluarkan dari 
sepertiga harta peninggalannya, maka diyat pemoto- 
ngan jari itu gugur. Sedangkan jika sebagiannya itu 
dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalannya, maka 
sebagian diyat yang dikeluarkan dari sepertiga harta 
peninggalannya itu gugur, dimana sebagian yang tersisa 
tetap wajib dibayar oleh pelaku, karena pemaafan 
tersebut adalah pembebasan dari tuntutan diyat yang 
wajib dibayar. 
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Pasal: Apabila seseorang melakukan suatu 
kejahatan, yang wajib di-gishash, contohnya seperti 
pemotongan tangan. Kemudian korban itu memaafkan 
pelaku dari tuntutan gishash tersebut, maka dia boleh 
menuntut seperdua dari diyat tersebut. 


Kemudian sang pelaku itu mengulang kembali 
kejahatan tersebut, lalu membunuh sang korban, maka 
ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai 
kasus ini. Abu Sa'id Al Ishthakhri memilih untuk 
berpendapat, bahwa pelaku tindak kriminal 
pembunuhan tersebut harus dijatuhi gishash berkenaan 
dengan nyawa korban tersebut atau diyat yang 
sempurna, jika dia mendapatkan pemaafan dari 
tuntutan gishash tersebut. 


Karena pembunuhan tersebut merupakan 
perbuatan yang terpisah dari pidana pemotongan 
tangan. Maka, ketentuan pidana pembunuhan itu pun 
tidak termasuk ke dalam ketentuan pidana pemotongan 
tangan. Maka dari itu, qishash atau diyat tersebut tetap 
wajib diberlakukan karena mempertimbangkan 
pembunuhan tersebut. 


Sebagian ulama madzhab kami ada yang berkata, 
bahwa tidak ada kewajiban gishash, namun ada 
kewajiban membayar seperdua dari diyat tersebut, 
karena pidana pemotongan tangan dan pembunuhan 
tersebut sama seperti sebuah tindakan kriminal. Jika 
gishash berkenaan dengan sebagian tindak kriminal 
tersebut itu gugur, maka gishash berkenaan dengan 
semua tindakan tersebut tentunya gugur pula. 
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Namun tetap ada kewajiban membayar seperdua 
dari diyat tersebut. Karena diyat yang sempurna telah 
menjadi kewajiban yang harus dibayar, dan dia benar- 
benar telah menerima seperduanya, sehingga dia masih 
tetap berhak mendapatkan seperdua yang tersisa. 


Sebagian ulama madzhab kami juga ada yang 
berkata, bahwa wali korban tetap mempunyai hak 
melakukan gishash berkenaan dengan nyawa korban 
tersebut. Ini merupakan pendapat yang shahih dari 
para pengikut madzhab  Asy-Syafi'i. Karena, 
pembunuhan tersebut terpisah dari pemotongan 
tangan, maka pemaafannya dari pidana pemotongan 
tangan tersebut tidak menetapkan akibat hukum 
gugurnya kewajiban yang ditetapkan kepadanya akibat 
pidana pembunuhan tersebut. 


Wali korban tetap berhak mendapatkan seperdua 
dari diyat tersebut, karena pembunuhan tersebut 
mengikuti pidana pemotongan tangan sebelum luka 
bekas pemotongan itu hampir sembuh, dimana 
posisinya seperti kasus jika pemotongan itu menjalar 
pada nyawa korban. Jika pemotongan itu menjalar, 
maka diwajibkan membayar diyat berkenaan dengan 
nyawa korban tersebut, dimana korban telah menerima 
seperdua dan masih tersisa seperdua yang lainnya. 


Penjelasan: 


Apabila seseorang melakukan pidana pemotongan jari 
seseorang. Kemudian korban pemotongan tersebut berkata: “Aku 
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telah memaafkan pelaku dari tindak kriminal ini, yaitu gishash dan 
sekaligus diyat ini,” maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu, 
apabila luka bekas pemotongan tersebut hampir sembuh, dan 
tidak menjalar ke organ tubuh yang lain dan tidak pula menjalar ke 
nyawa korban, maka gishash dan diyat tersebut itu gugur. 
Demikian Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat. 


Abu Yusuf dan Muhammad berkata, bahwa pemaafan dari 
pemotongan jari adalah pemaafan dari efek yang timbul akibat 
tindak kriminal tersebut. Ulama yang mengatakan, bahwa sahnya 
pemaafan oleh korban luka dari tuntutan gishash yang berkenaan 
dengan jiwanya, antara lain Malik, Thawus, Al Hasan, Qatadah 
dan Al Auza'i. 


Al Muzani berkata: Pemaafan dari kompensasi pidana 
pemotongan jari tersebut hukumnya tidak sah. Karena korban 
membatalkannya sebelum kompensasi tersebut wajib dibayar. 
Terbukti, korban tidak memiliki kewenangan menuntut 
kompensasi tersebut sebelum luka bekas pemotongan itu hampir 
sembuh. Pendapat Al Muzani ini keliru. Karena kompensasi 
pemotongan jari tersebut wajib dibayar akibat pidana melukai 
organ tubuh tersebut, sehingga boleh membatalkannya. 


Mengenai masalah penuntutan kompensasi tersebut, 
menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, bahwa dia 
memiliki kewenangan menuntut kompensasi tersebut, sedangkan 
menurut pendapat yang lainnya, dia tidak memiliki kewenangan 
untuk menuntut. Jadi, masalah pembayaran kompensasi pidana 
pemotongan jari tersebut sama seperti utang yang pembayarannya 
dilakukan di kemudian hari, dan boleh menggugurkannya sebelum 
tiba masa pembayarannya. 
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Apabila pemotongan jari tersebut menjalar ke telapak 
tangannya, dimana luka bekas pemotongan jari tersebut hampir 
sembuh, maka gishash dan diyat yang berkenaan dengan jari 
tersebut itu gugur. Hal ini sesuai dengan alasan yang telah kami 
sebutkan. 


Sedangkan terkait dengan masalah telapak tangan tersebut, 
maka tidak ada kewajiban gishash berkenaan dengan telapak 
tangan ini, karena gishash yang berkenaan dengan organ tubuh 
tersebut tidak wajib dilakukan lantaran menjalarnya luka bekas 
pemotongan jari. Maka, pembebasan dari diyat yang lebih besar 
jumlahnya dari jari tersebut juga tidak sah. 


Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama 
Khurasan ada yang mengatakan pembebasan tersebut hukumnya 
sah. Karena, menjalarnya luka tersebut adalah menjalarnya luka 
yang tidak dijamin. Pendapat pertama merupakan pendapat yang 
lebih shahih, karena pemaafan tersebut merupakan bentuk 
pembebasan dari diyat yang belum wajib untuk dibayar. 


Jika pemotongan jari tersebut menjalar pada (hilangnya) 
nyawa korban, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu, 
apabila korban berkata, “Aku telah memafkan pelaku dari tindak 
kriminal ini, yaitu gishash dan sekaligus diyatnya,” dan dia tidak 
pemah mengatakan, “Akibat yang akan timbul dari tindak kriminal 
tersebut.” 


Maka, gishash berkenaan dengan jari tersebut tidak wajib 
dilakukan, karena dia telah memaafkan pelaku dari tuntutan 
gishash tersebut setelah wajib dilakukan. @ishash berkenaan 
dengan (hilangnya) nyawa korban tersebut juga tidak wajib 
dilakukan, karena gishash yang berkenaan dengan jari tersebut itu 
gugur, maka tentunya gugur pula gishash yang berkenaan dengan 
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(hilangnya) nyawa korban, karena gishash itu tidak dapat dibagi- 
bagi. 


Kelompok ulama Khurasan meriwayatkan dari Ibnu Surajj 
pendapat lain hasil takhrj, bahwa gishash berkenaan dengan 
(hilangnya) nyawa korban tersebut tetap wajib dilakukan, karena 
dia hanya memaafkan pelaku dari tuntutan gishash yang 
berkenaan dengan organ tubuh, bukan berkenaan dengan nyawa 
korban tersebut. Namun, pendapat ini bukanlah pendapat yang 
masyhur. 


Terkait dengan masalah kompensasi (pemotongan) jari 
tersebut, dimana korban tersebut memaafkan pelaku dari tuntutan 
membayar kompensasi (pemotongan) jari setelah kompensasi 
tersebut wajib dibayar, maka masalah kompensasi ini perlu ditinjau 
terlebih dahulu, apabila pemaafan itu menggunakan pernyataan 
wasiat, misalnya korban berkata, “Aku telah memaafkan pelaku 
dari tuntutan gishash berkenaan dengan pemotongan jari ini, dan 
aku berwasiat untuknya berkenaan dengan kompensasi tindak 
kriminal tersebut.” Ternyata pernyataan itu benar-benar keluar 
darinya di saat sakit yang membawanya pada kematian. 


Maka, jika kami katakan, bahwa wasiat terhadap pelaku 
pembunuhan tersebut tidak sah, maka wasiat ini pun tidak sah. 
Namun, jika kami katakan, bahwa wasiat terhadap pelaku 
pembunuhan tersebut hukumnya sah, maka kompensasi dari 
terpotongnya jari itu dihitung dari sepertiga harta peninggalannya. 


Apabila kompensasi dari terpotongnya jari tersebut 
dikeluarkan dari sepertiga, maka wasiat terhadap pelaku pem- 
bunuhan yang berkenaan dengan kompensasi jari itu hukumnya 
sah. Selain itu, jika kompensasi terpotongnya jari tersebut tidak 
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dikeluarkan dari sepertiga, maka wasiat tersebut hukumnya tidak 
sah. 


Jika pemaafan dari tuntutan membayar kompenasasi dari 
terpotongnya jari tersebut menggunakan pernyataan pemaafan 
dan pembebasan (/braa ). Misalnya korban berkata, “Aku 
memaafkan pelaku dari tuntutan gishash sekaligus diyatnya” atau 
dia berkata: “Aku membebaskannya dari kompensasi tindak 
kriminal itu.” Maka di sini ada dua pendapat Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Hukumnya sama seperti hukum wasiat. 
Karena pemaafan dari tuntutan kompensasi tersebut dihitung dari 
sepertiga harta peninggalannya. Berdasarkan pendapat pertama 
ini, maka pemaafan menggunakan pernyataan tersebut ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i, sama seperti wasiat terhadap pelaku 
pembunuhan dengan menggunakan pernyataan wasiat. 


Pendapat Kedua: Pemaafan dengan menggunakan 
pernyataan tersebut (pemaafan dan pembebasan) bukanlah wasiat. 
Karena wasiat itu adalah pesan yang akan diwujudkan setelah 
kematian. Sedangkan pemaafan ini adalah bentuk pembatalan di 
saat masih hidup. 


Berdasarkan pendapat ini, pembebasan dari tuntutan 
pembayaran kompensasi jari ini hukumnya sah. Dan pelaku 
pidana pemotongan jari tersebut tetap wajib membayar sembilan 
persepuluh diyat (berkenaan dengan penghilangan) nyawa. 
Karena, korban tidak pernah membebaskannya. 


Jika korban berkata, “Aku memaafkan pelaku dari tuntutan 
pemotongan jari ini, yaitu gishash, diyat dan akibat yang timbul 
dari tindak kriminal tersebut.” Maka gishash yang berkenaan 
dengan jari dan nyawa tersebut gugur. Sebab, pemaafan dari 
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tuntutan gishash yang belum wajib dilakukan itu hukumnya sah. Ini 
terbukti, jika seseorang berkata kepada orang lain, “Bunuhlah aku, 
dan tidak ada tuntutan apapun atas dirimu,” lalu dia 
membunuhnya, maka gishash sama sekali tidak wajib dilakukan 
atas pelaku pembunuhan tersebut sesuai dengan alasan yang telah 
kami sebutkan. 


Terkait kompensasi pemotongan jari; maka jika pemaafan 
tersebut menggunakan pernyataan wasiat, misalnya sang korban 
berkata, “Aku berwasiat padanya mengenai kompensasi 
pemotongan jari tersebut dan kompensasi akibat yang timbul dari 
tindak kriminal tersebut.” Maka, jika kami katakan, bahwa wasiat 
pada pelaku pembunuhan tersebut hukumnya sah, dan semua 
diyat itu dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalannya, maka 
wasiat tersebut hukumnya sah. 

Sementara jika sebagian diyat itu dikeluarkan dari sepertiga, 
maka diyat yang dikeluarkan dari sepertiga itu hukumnya sah, dan 
sebagian lain yang tersisa itu tetap wajib dibayar. Lain halnya jika 
kami katakan, bahwa wasiat pada pelaku pembunuhan tersebut 
hukumnya tidak sah, maka semua diyat itu wajib dibayar. 

Apabila korban berkata, “Aku membebaskannya dari 
tuntutan membayar kompensasi pemotongan jari ini dan sekaligus 
kompensasi akibat yang timbul dari tindak kriminal tersebut.” 
Maka jika kami katakan, bahwa hukum pemaafan menggunakan 
pernyataan pembebasan itu sama dengan hukum wasiat tersebut, 
maka pemaafan yang menggunakan pernyataan tersebut, ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i, sepertihalnya jika pemaafan tersebut 
menggunakan pernyataan wasiat. 

Apabila kami katakan, bahwa hukum pemaafan yang 
menggunakan pernyataan pembebasan tersebut tidak sama 
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dengan hukum wasiat, maka pembebasan yang berkenaan dengan 
diyat pemotongan jari tersebut hukumnya sah. Karena pem- 
bebasan tersebut merupakan tindakan membebaskan dari tuntutan 
diyat setelah diyat itu wajib untuk dibayar. Sementara itu, 
pembebasan yang berkenaan dengan diyat yang lebih besar 
nilainya dibanding diyat pidana pemotongan jari, maka hukumnya 
tidak sah. Karena pemaafan tersebut merupakan tindakan 
membebaskan dari tuntutan membayar diyat sebelum diyat itu 
wajib dibayar. Demikian Asy-Syaikhani, Abu Hamid dan Abu Ishag 
menyebutkan pendapat di atas. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Mengenai sahnya pembebasan 
oleh korban dari kompensasi tindak pidana yang diya£nya lebih 
besar dibanding diyat pidana pemotongan jari, maka ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i, yang tidak dibangun berdasarkan ketentuan 
hukum wasiat tersebut. 


Pendapat Pertama: Pembebasan tersebut hukumnya tidak 
sah. Karena pembebasan kompensasi tersebut adalah tindakan 
membebaskan dari tuntutan pembayaran kompensasi yang belum 
wajib untuk dibayar. Maka, kasus tersebut menyerupai jika pelaku 
diberi pemaafan dari tuntutan akibat yang muncul dari 
pemotongan jari tersebut, lalu luka itu menjalar pada telapak 
tangan. 


Pendapat Kedua: Pembebasan kompensasi tersebut 
hukumnya sah. Karena pemotongan organ tubuh itu merupakan 
satu tindakan yang berimbas pada nyawa orang itu. Sebab, nyawa 
tersebut tidak berkenaan langsung dengan pemotongan organ 
tubuh tersebut, tetapi pelaku justru melakukan tindak kriminal 
pada organ-organ tubuhnya. Maka, jika pelaku diberi pemaafan 
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setelah tindak kriminal terhadap organ-organ tubuhnya tersebut, 
maka pemaafan itu hukumnya sah. 


Pemotongan jari mempunyai perbedaan dengan telapak 
tangan, karena pemotongan jari tersebut bukanlah satu tindakan 
yang berimbas pada hilangnya nyawa, karena jari tersebut 
berkenaan langsung dengan pemotongan organ tubuh. Maka, jika 
kami katakan, bahwa pembebasan kompensasi akibat susulan 
yang timbul dari pemotongan jari itu hukumnya sah, maka 
kontruksi jawaban masalah tersebut dibangun berdasarkan dua 
pendapat Asy-Syafi'i mengenai wasiat pada pelaku pembunuhan, 
sama seperti keterangan yang telah disampaikan sebelumnya. 


Cabang: Apabila seseorang dengan sengaja memotong 
kedua tangan orang lain. Kemudian kedua tangan tersebut telah 
sembuh dan sang korban kemudian memotong salah satu dari 
kedua tangan pelaku pidana tersebut, dan memaafkan dari 
tuntutan pemotongan tangan yang lainnya dengan syarat 
membayar diyat, dan korban telah menerimanya. Lalu tangan 
korban tersebut membusuk, dan dia meninggal dunia, maka para 
ahli warisnya tidak berhak melakukan gishash. Karena korban 
meninggal akibat dua luka yang berbeda, salah satunya tidak ada 
kewajiban gishash berkenaan dengan salah satu luka tersebut, 
yaitu luka yang telah diberi pemaafan, dan sang korban tidak dapat 
Temni apapun dam diyat ieradumi. Karena seperdua dari diyat 
tersebut dan luka yang perimbangannya seperdua dari diyat 
tersebut telah dipenuhi. 


Apabila korban tersebut tidak meninggal dunia, tetapi justru 
pelaku tersebut tangannya membusuk, dan meninggal dunia, maka 
ahli warisnya tidak berhak menuntut apapun kepada korban. 
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Karena gishash tersebut merupakan efek yang ditimbulkan dan 
tidak dijamin resikonya. 

Apabila korban pidana pemotongan kedua tangan itu telah 
memotong salah satu dari kedua tangan pelaku, kemudian pelaku 
tersebut meninggal dunia akibat pemotongan salah satu dari kedua 
tangannya, sementara korban belum menerima kompensasi 
tangan yang lain, maka korban itu berhak menuntutnya. 


Karena dia mempunyai hak melakukan gishash yang 
berkenaan dengan kedua tangan tersebut. Namun, dia telah 
kehilangan hak gishash berkenaan dengan salah satu dari kedua 
tangan tersebut akibat kematian yang mana korban tidak beresiko 
menanggung kematian tersebut. Maka, kasus tersebut sama seperti 
kasus jika salah satu dari kedua tangan hilang akibat sekali 
serangan, dan dia meninggal bukan akibat apapun. 


Apabila korban meninggal dunia akibat pemotongan kedua 
tangan tersebut, dimana luka kedua tangan tersebut itu belum 
sembuh. Kemudian ahli warisnya memotong salah satu dari kedua 
tangan pelaku pemotongan tersebut, lalu dia meninggal akibat 
pemotongan tangan sebelum tangan yang lain dipotong, maka ahli 
waris tersebut tidak berhak menuntut diyat tangan yang lain. 


Karena sebuah tindakan pemotongan tangan yang 
berimbas pada nyawa, maka hukuman yang berkenaan dengan 
organ tubuh itu gugur. Dimana kenyataannya pemotongan tangan 
pelaku tindak pidana itu berimbas pada hilangnya nyawa, maka 
nyawa korban dibalas dengan nyawa sang pelaku. Namun tidak 
demikian halnya jika kedua tangan tersebut sembuh, dan pelaku 
tidak meninggal dunia, maka ketentuannya itu ditentukan sesuai 
dengan kedua organ tubuh tersebut. Pengganti salah satu dari 
kedua tangan tersebut tidak gugur, dengan terpenuhinya pengganti 
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tangan yang lain. Demikian juga ketentuan hukum yang 
diberlakukan dalam tindak pidana setiap dua organ tubuh yang 
berbeda seperti dua kali dan dua mata. 


Asy-Syirazi æ berkata: Pasal: Apabila seseorang 
melakukan pemotongan tangan terhadap orang lain, 
kemudian pemotongan tangan itu berimbas pada 
hilangnya nyawa korban, lalu wali korban melakukan 
gishash berkenaan dengan tangan tersebut. Kemudian 
wali korban memaafkan pelaku dari tuntutan nyawa 
tersebut dengan denda selain harta, maka wali korban 
itu tidak menanggung resiko tangan sang pelaku yang 
telah dipotong tersebut. 


Karena wali korban pemotongan tersebut 
memotongnya saat dia tidak wajib menanggung resiko 
tangan yang dipotong. Maka, kasus ini menyerupai 
kasus jikalau seorang muslim memotong tangan orang 
murtad, lalu dia masuk Islam, maka pelaku tidak wajib 
menanggung resiko pemotongan tangan tersebut. 


Alasan lainnya adalah, karena pemaafan tersebut 
kembali pada tuntutan yang belum dieksekusi, bukan 
tuntutan yang sudah dipenuhi. Sebagaimana jika 
pemberi utang telah menerima sebagian piutangnya, 
kemudian dia membebaskannya. 


Apabila pelaku tindak pidana tersebut diberi 
pemaafan dari tuntutan nyawa dengan mengambil 
denda berupa harta, maka sang pelaku korban berhak 
mendapatkan seperdua dari diyat tersebut. Karena, 
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akibat adanya pemaafan tersebut haknya berubah pada 
hitungan diyat. Dimana sang wali korban itu juga telah 
melakukan gishash yang setara dengan seperdua diyat 
tersebut, sehingga dia berhak mendapatkan seperdua 
dari diyat sisanya. 

Apabila seseorang melakukan pemotongan kedua 
tangan seseorang, lalu pemotongan tersebut berimbas 
pada hilangnya nyawa korban, kemudian wali korban 
memotong kedua tangan pelaku, lalu dia memaafkan 
tuntutan hilangnya nyawa tersebut, maka dia tidak 
berhak memperoleh denda harta apapun. Karena dia 
tidak berhak memperoleh lebih dari satu diyat. Padahal 
sebelumnya dia telah melakukan gishash yang nilainya 
setara dengan satu diyat, maka, dia tidak berhak 
mendapatkan denda apapun. 


Apabila seorang nasrani melakukan pemotongan 
tangan seorang muslim, kemudian gishash berkenaan 
dengan organ tubuh tersebut telah dilakukan pada 
orang nasrani, lalu pemotongan tangan tersebut 
berlanjut pada hilangnya nyawa si muslim tersebut, 
maka wali muslim itu berhak membunuhnya kembali. 
Karena pemotongan tangan itu telah berubah menjadi 
pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa. 


Apabila wali muslim tersebut memilih untuk 
memberi pemaafan dengan mengambil diyat, maka ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Wajib membayar sepuluh ribu 
dirham. Karena diyat seorang muslim sebesar dua belas 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 811 


ribu dirham, dan dia telah melakukan gishash yang 
nilainya setara dengan dua ribu dirham, maka dia masih 
wajib membayar bagian yang tersisa dari diyat tersebut. 


Pendapat Kedua: Wali korban muslim berhak 
mendapatkan seperdua dari diyat tersebut, yaitu enam 
ribu dirham. Karena dia rela mengambil (gishash) 
tangan yang nilainya lebih rendah jika ditukar dengan 
tangan yang sempurna, dimana diyatnya mencapai 
enam ribu dirham, maka sang pelaku masih wajib 
membayar seperdua yang tersisa. 


Apabila seorang nasrani memotong kedua tangan 
seorang muslim. Kemudian gishash (berkenaan dengan 
kedua organ tubuh tersebut) telah dilakukan pada orang 
nasrani tersebut, dimana pemotongan itu berimbas 
pada hilangnya nyawa seorang muslim tersebut, maka 
wali korban berhak membunuhnya. Karena pemo- 
tongan organ tubuh itu telah berubah menjadi 
pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. 


Apabila pelaku tersebut (orang nasrani) diberi 
pemaafan dengan mengambil diyat, maka berdasarkan 
pendapat pertama, sang wali muslim itu berhak 
menerima delapan ribu dirham, karena dia telah 
melakukan gishash yang nilainya setara dengan empat 
ribu dirham, dan dia masih mempunyai hak sebesar 
delapan ribu dirham. 


Sementara jika kita berpendapat dengan 
pendapat kedua, maka dia tidak mempunyai hak 
apapun. Karena, dia rela mengambil nyawa dengan 
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nyawanya. Maka kasus tersebut sama seperti kasus jika 
diyat-nya itu telah dipenuhi. 


Apabila seorang wanita melakukan pemotongan 
tangan seorang pria, kemudian gishash berkenaan 
dengan organ tubuh tersebut telah dilakukan pada 
wanita tersebut, dimana pemotongan organ tubuh itu 
berimbas pada hilangnya nyawa korban, maka wali 
sang korban itu berhak membunuhnya, sesuai dengan 
alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya. 


Apabila wali korban tersebut memaafkan pelaku 
dengan mengambil denda berupa harta, maka 
berdasarkan pendapat pertama, sang pelaku wajib 
membayar denda sebesar sembilan ribu dirham. Karena 
gishash yang telah dilakukannya itu nilainya setara 
dengan tiga ribu dirham, dimana sisanya yang belum 
diterima sebesar sembilan ribu dirham. Namun jika kita 
berpendapat dengan pendapat kedua, maka sang 
pelaku masih wajib membayar denda sebesar enam ribu 
dirham. Karena dia rela mengambil tangan wanita 
tersebut sebagai ganti dari tangan pria itu, dimana 
gishash yang telah dilakukan itu nilainya setara dengan 
seperdua dari diyat korban tersebut, dan sisanya yang 
belum dibayar itu sebesar seperdua dari diyat-nya 
tersebut. 


Penjelasan: 


Apabila seseorang melakukan pemotongan tangan orang 
lain, kemudian pemotongan tersebut berimbas pada hilangnya 


Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab || 813 


nyawa korban, lalu wali korban memotong tangan sang pelaku, 
kemudian dia memaafkan pelaku dari tuntutan pemotongan 
tersebut, maka tidak ada resiko yang wajib ditanggung wali korban 
berkenaan dengan tangan yang dipotongnya tersebut. Demikian 
pula, jika seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan 
terhadap orang lain, lalu wali korban tersebut segera 
mendatanginya, kemudian memotong tangan pelaku tindak pidana 
tersebut, lalu dia memaafkan pelaku dari tuntutan pidana, maka 
tidak ada resiko yang harus ditanggungnya berkenaan dengan 
tangan yang telah dipotongnya itu. 


Abu Hanifah berkata: Wali korban tersebut dikenai 
kewajiban membayar diyat tangan yang dipotongnya. 


Sementara ulama madzhab kami mempunyai alasan, bahwa 
wali korban tersebut memotong tangannya di saat pemotongan 
tangan itu diperkenankan baginya, maka dia tidak dikenai 
kewajiban menanggung resikonya, sebagaimana jika seseorang 
memotong tangan orang murtad, kemudian dia kembali memeluk 
Islam. 


Terkait dengan pemaafan tersebut, maka itu hanya 
ditujukan pada tuntutan hukum yang belum dieksekusi, bukan 
tuntutan yang telah dilaksanakan. 


Apabila seorang yahudi melakukan pemotongan tangan 
seorang muslim, kemudian si muslim itu mengambil gishash dari 
yahudi, lalu si muslim meninggal dunia, maka walinya berhak 
membunuh yahudi tersebut. 


Apabila wali muslim tersebut memaafkannya dari tuntutan 
pembunuhan tersebut dengan mengambil denda berupa harta 
benda, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 
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Pendapat Pertama: Dia berhak mendapatkan seperdua dari 
diyat tersebut. Karena sang korban (orang muslim itu) telah 
memotong tangan yahudi tersebut, dimana tangan tersebut 
dihargai seperdua dari diyat maka seolah-olah dia rela menerima 
tangan yang kurang ditukar dengan tangan yang sempurna. 


Pendapat Kedua: Dia berhak memperoleh lima perenam 
dari diyat muslim tersebut. Karena, diyat tangan yahudi tersebut 
nilainya setara dengan seperenam tangan muslim. 


Apabila seorang yahudi melakukan tindak pidana 
pemotongan kedua tangan seorang muslim, lalu muslim tersebut 
telah mengambil gishash (dari si yahudi itu), dan memotong kedua 
tangan yahudi tersebut, lalu si muslim itu meninggal dunia, 
sementara walinya memilih memberi pemaafan dengan mengambil 
denda berupa harta benda, maka wali tersebut tidak berhak 
mendapatkan sedikitpun dari denda yang ada, ini menurut 
pendapat pertama. Sementara jika kita berpedoman dengan 
pendapat kedua, maka wali tersebut berhak mendapatkan dua 
pertiga diyat si muslim itu. 


Apabila seorang wanita melakukan pemotongan tangan 
seorang pria, kemudian dia mengambil gishash dari wanita 
tersebut, lalu korban tindak pidana tersebut meninggal dunia, 
maka sang wali korban berhak membunuhnya. Jika wali tersebut 
memaafkan pelaku dengan mengambil denda berupa harta, maka 
menurut pendapat pertama, dia berhak mendapatkan seperdua 
dari diyat tersebut. Sementara jika kita berpedoman pada 
pendapat kedua, maka dia berhak mendapatkan tiga perempat 
diyat tersebut. 


Apabila wanita tersebut melakukan tindak pidana 
pemotongan kedua tangan pria, lalu sang pria itu telah mengambil 
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gishash dari wanita tersebut, kemudian korban meninggal dunia 
akibat tindak pidana itu, dan wali korban tidak membunuh 
pelakunya, akan tetapi dia memaafkannya dengan mengambil 
denda berupa harta benda, maka menurut pendapat pertama, 
sang wali tidak berhak mendapatkan sedikitpun dari denda yang 
ada, sementara jika kita berpedoman pada pendapat kedua, maka 
wali korban berhak mendapatkan seperdua dari diyat yang ada. 


Apabila seseorang melakukan pemotongan tangan orang 
lain, dimana keduanya itu setara dalam diyat akibat pemotongan 
berkenaan dengan kedua tangan tersebut, yang lalu korban itu 
meninggal dunia, dan walinya tidak memilih untuk membunuh 
pelakunya, tetapi dia memilih memaafkan pelaku tersebut dengan 
mengambil denda berupa harta benda, maka ulama sepakat dia 
tidak berhak mendapatkan sedikitpun dari denda tersebut. Karena 
dia berhak mendapatkan diyat dan dia telah mengambil gishash 
yang nilainya setara dengan diyat. 


Cabang: Apabila seseorang mencederai orang murtad 
dengan melukai korban, lalu orang murtad tersebut kembali 
memeluk Islam, kemudian korban mendatangi pelaku tersebut 
bersama tiga orang, dan setiap orang dari mereka mencederainya 
dengan luka yang berimbas pada kematian sang pelaku akibat luka 
seperti itu, dan ternyata dia meninggal dunia akibat lima luka, 
maka gishash tidak wajib dilakukan berkenaan dengan hilangnya 
nyawa sang pelaku. Karena, dia meninggal akibat luka yang 
dijamin kesembuhannya dan luka yang tidak dijamin kesembuhan- 
nya. Maka, berkenaan dengan kelima luka tersebut, wajiblah 
membayar tujuh perdelapan dari diyat yang ada. yaitu 
seperdelapan dari diyat tersebut dibebankan kepada orang yang 
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dilukainya di saat murtad, dan seperempat diyat dibekkanikam 
kepada setiap orang dari ketiga orang tersebut. 


Sebab, pelaku tersebut meninggal akibat kelima luka, 
kecuali pelaku yang melukainya di saat murtad, diyat yang khusus 
berkenaan dengan luka saat murtad itu dibatalkan darinya. Karena 
diyat tersebut dibagi-bagi berdasarkan jumlah orang yang melukai 
korban tersebut, bukan berdasarkan jumlah luka yang ada. Maka, 
diyat yang secara khusus dibebankan pada pelaku tindak pidana 
pertama itu adalah seperempat dari diyat Jadi, seperdelapan dari 
diyat tersebut gugur darinya. 


Apabila tiga orang melakukan tindak pidana melukai orang 
murtad saat dia murtad, lalu dia kembali memeluk Islam, kemudian 
seseorang selain mereka itu melakukan tindak pidana melukai sang 
pelaku dan dia meninggal akibat beberapa luka tersebut, maka 
seperempat dari diya#nya itu dibebankan kepada orang yang 
melukainya setelah dia kembali memeluk Islam, dan tiga perempat 
dari diyatnya itu digugurkan darinya. 

Apabila orang yang melakukan tindak pidana melukainya 
setelah orang yang murtad itu kembali memeluk Islam, dimana 
yang melukainya itu adalah salah satu dari ketiga orang tersebut, 
maka dia diwajibkan membayar seperenam dari diyat tersebut, 
sementara dua orang lainnya tidak dikenai kewajiban apapun. Jika 
tiga orang melukainya di saat murtad, kemudian korban (yang 
murtad) tersebut kembali memeluk Islam, dimana salah seorang 
dari ketiga pelaku tersebut datang bersama empat orang selain 
ketiga orang tersebut dan melukai korban, dan korban (murtad 
yang telah kembali memeluk Islam tersebut) meninggal akibat 
beberapa luka tersebut, kemudian dia meninggal akibat luka dari 
ketujuh orang tersebut, maka dua pertujuh dari diyaf tersebut itu 
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gugur, yaitu diyat yang khusus berkenaan dengan dua orang yang 
melukai korban di saat murtad. Empat pertujuh dari diyat tersebut 
dibebankan kepada empat orang yang melukai korban secara 
terpisah di saat (murtad) telah kembali memeluk Islam. Dan 
seperdua dari sepertujuh diyat tersebut dibebankan kepada orang 
yang melukainya saat korban itu murtad dan setelah kembali 
memeluk Islam. 


Apabila empat orang melukainya saat orang itu murtad, 
kemudian salah seorang di antara mereka kembali dan melukainya 
setelah dia memeluk Islam, dimana korban tersebut meninggal 
akibat beberapa luka itu, maka, seperdelapan dari diyat tersebut 
dibebankan kepada orang yang melukainya setelah dia memeluk 
Islam, dimana sebagian yang tersisa dari diyatnya itu gugur. 
Wallahu A Jam. 
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